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SAMBUTAN 


Diiringi dengan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya menyambut baik prakarsa penerbitan 
buku "45 Tahun Departemen Pekerjaan Umum” pada saat seluruh keluarga besar Pekerjaan Umum memper- 
ingati Hari Kebaktian Pekerjaan Umum yang ke 45 pada tanggal 3 Desember 1990 ini. 


Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup luas mengenai perkembangan dan kegiatan 
Departemen Pekerjaan Umum dengan seluruh jajarannya di dalam pengabdian kepada pembangunan bangsa 
dan Negara untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Sukarno — Hatta pada tanggal 
17 Agustus 1945. 


Dalam perjalanan sejarah pengabdiannya selama 45 tahun sampai pada pelaksanaan Pelita Kelima ini 
Departemen Pekerjaan Umum telah mencatat pahit getirnya perjuangan pembangunan dan telah meninggalkan 
tapak-tilas hasil pembangunan di bidang sarana dan prasarana fisik, yang meskipun masih banyak lagi yang harus 
diperbaiki dan disempurnakan namun keadaannya telah jauh lebih baik daripada saat-saat sebelumnya. 


Hasil-hasil pembangunan di bidang sarana dan prasarana Pekerjaan Umum hakekatnya tidak saja dapat 
dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat secara langsung, tetapi juga dapat menunjang sektor-sektor 
pembangunan yang strategis lainnya, yang pada gilirannya dapat menentukan keberhasilan pembangunan na- 
sional sebagai pengamalan Pancasila. 


Cobaan demi cobaan, ujian demi ujian secara bertahap dan pasti telah dapat kita lalui dan atasi, sehingga 
kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka, bebas dan berdaulat. Terutama selama lebih dari dua dasawar- 
sa membangun sampai pada pertengahan Repelita V ini kitapun telah berhasil mengatasi berbagai hambatan, 
kesulitan dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan. 


Kesemua itu telah memberi pengalaman yang berharga kepada kita dan menambah kepercayaan pada diri 
kita, bahwa kita akan berhasil mengatasi segala tantangan dan ujian di masa yang akan datang serta siap melan- 
jutkan pembangunan menuju era tinggal landas yang akan datang. 


Dan informasi yang disajikan dalam buku ini kiranya dapat menambah kepercayaan dan keyakinan bagi para 
remaja kita sebagai generasi penerus, bahwa hanya dengan pembangunan yang berkesinambungan sebagai 
pengamalan Pancasila, bangsa Indonesia akan dapat mencapai hari esok yang lebih baik yaitu masyarakat 
Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Untuk itu mulai sekarang bersiap- 
siaplah wahai generasi muda untuk bekerja keras sekali lagi bekerja keras dengan semangat kejuangan yang tak 
kunjung padam seperti diteladankan oleh Sapta Taruna kita pada tanggal 3 Desember 1945 yang silam. 


Selamat berjuang dan bekerja ! 


Jakarta, 3 Desember 1990. 
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ARTI SIMBOLIS LAMBANG 
DEPARTEMEN PEKERJAAN 


2.1. 


2.2. 


UMUM 


BALING-BALING. | 

— Menggambarkan DINAMIKA". 

—  Berdaun 3 yang merupakan segitiga berdiri 
tegak lurus menggambarkan "STABILITAS". 

— Secara keseluruhan menggambarkan "DINA- 
MIKA YANG STABIL” dan "STABILITAS 
YANG DINAMIS”. 


BAGIAN DAUN BALING-BALING YANG ME- 
NGARAH KEATAS. 
— Melambangkan "PENCIPTAAN RUANG”. 


BAGIAN LENGKUNGNYA DARI DAUN BA- 

LING-BALING. 

— Memberikan perlindungan untuk ruang ker- 
ja dan tempat tinggal bagi manusia. - 


BAGIAN DAUN BALING-BALING YANG ME- 
NGARAH KE KIRI DENGAN BAGIAN LENG- 
KUNGNYA YANG TELUNGKUP. 

— Menggambarkan penguasaan bumi dan alam 
dan pengusahaan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. | 

— Garis Horizontal : bentang jalan/jembatan 
diatas sungai sebagai usaha untuk pem- 
bukaan dan pembinaan daerah. 


BAGIAN DAUN BALING-BALING YANG ME- 
NGARAH KE KANAN DENGAN BAGIAN 
LENGKUNGNYA YANG TERLENTANG. : 

— Menggambarkan usaha pengendalian dan 


terangan : 

Lambang Departemen PU berlukiskan 
baling-baling dengan ketentuan seperti 
tercantum pada gambar. 

Warna dasar lambang adalah kuning 
(kuning kunyit). 

Warna baling-baling adalah biru ke- 
hitam-hitaman. 

Penggunaan lambang: lihat Manual 
Tata Persuratan. 


penyaluran untuk dimanfaatkan bagi sebesar- . 


besarnya kemakmuran rakyat. 
— Garis Horizontal: menggambarkan penam- 
pang dari saluran air. 


5. BALING-BALING DENGAN 3 DAUN INI 

MENGGAMBARKAN: 

— Tiga unsur kekaryaan Departemen Pekerjaan 
Umum. 

Tirta, Wisma (Cipta) dan Marga. 

— Trilogi Departemen Pekerjaan Umum, 
Bekerja keras, Bergerak cepat, Bertindak 
tepat. 

6. WARNA. 


6.1. Warna kuning sebagai warna dasar melam-- 


bangkan keagungan yang mengandung arti 
Ke Tuhanan Yang Maha Esa, Kedewasaan 
dan Kemakmuran. 

6.2. Warna biru kehitam-hitaman, mengandung 
arti Keadilan Sosial, Keteguhan hati, Kesetia- 
an pada tugas dan ketegasan bertindak. 

6.3. Silhouette yang berbentuk dari warna dasar 
dan lukisan baling-baling membentuk huruf- 
huruf P.U. | 


.7. LAMBANG P.U. 


— Menggambarkan fungsi dan peranan Depar- 
temen Pekerjaan Umum dalam pembangun- 
an dan Pembinaan prasarana guna meman- 
faatkan bumi dan air serta kekayaan alam bagi 


kemakmuran rakyat, berlandaskan Pancasila. 


Keputusan Menteri P.U. No. 150/A/KPTS/1966 
Tanggal 10 Nopember 1966. 
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Dipersembahkan untuk 
Departemen Pekerjaan Umum * Aransemen lagu “Dede Sapulette 


KETERANGAN 


* S = Sopran, Az Alto, T = Tenor, 8 = Bas 
тіз mezzo forte (sedang), f = %опе (keras), Р = pianosimo (lembut) 
Lagu mars ini dapat dinyanyikan dengan cara: 
1. Paduan Suara pria dan wanita үгіту : — Sopran (wanita) 
— Alto (wanita) 
— Tenor (pria) 
— Bas (pria) 
2. Paduan Suara Unisono : Satu suara seluruhnya. 


1. Istilah pekerjaan umum se- 
benarnya adalah terjemahan dari 
istilah bahasa Belanda openbare 
werken. Istilah ini baru diperguna- 
kan secara resmi sejak tahun 1942 
sewaktu wilayah Indonesia didu- 
duki oleh Jepang. Pihak pemerintah 
pendudukan Jepang memperguna- 
kan istilah Jepang, yaitu Kotobu 
Bunsitsu. 

2. Pekerjaan Umum sebagai 
fungsi negara telah dikenal sejak ja- 
man Hindia Belanda dengan nama 
Burgelijke Openbare Werken (St. 
1919 No. 2, 1924 No. 576 dan 1925 
No. 258 dan 345), yang selanjutnya 
diubah menjadi Departement van 
Verkeer en Waterstaat yang 
merupakan gabungan dari Burgelijke 
Openbare Werken dengan Departe- 
ment van Gouvernements Bedrijven 
(kecuali Dienst der Zoutregie yang 
digabungkan dengan Departement 
van Economische Zaken), sesuai 
St. 1933 No. 509 jo. St. 1934 No. 
603 dan 704.. 

3. Tugas-tugas yang diemban 
oleh Departemen Pekerjaan Umum 
tidaklah sama dari waktu ke waktu. 


Bab I 


Pendahuluan 


Perubahan itu terjadi bukan karena 
fungsi pekerjaan umum itu telah 
berubah, tetapi terutama ditimbul- 
kan oleh perubahan pengorganisasi- 
an negara pada umumnya dan peng- 
organisasian Departemen Pekerjaan 
Umum itu sendiri pada khususnya. 
Perbedaan dan perubahan yang ter- 
jadi selama ini pada umumnya ti- 
dak merubah pengertian dan hake- 
kat pekerjaan umum itu sendiri. 
Namun perubahan-perubahan ini 
telah menyebabkan administrasi 
pekerjaan umum tidak dapat ber- 
kembang menurut suatu pola ter- 
tentu yang telah direncanakan deng- 


an matang. Ini terjadi pada masa 
sebelum Orde Baru dan terutama 
disebabkan oleh terjadinya perubah- 
an pengorganisasian yang dilaksana- 
kan berdasarkan alasan-alasan poli- 
tis. 


4. Dewasa ini pekerjaan umum 
sebagai salah satu fungsi negara 
meliputi usaha-usaha pembangunan, 
pembinaan, pengaturan dan pelayan- 
an berbagai prasarana dan sarana 
yang menunjang kegiatan-kegiatan 
dalam bidang perhubungan, perta- 
nian, produksi/industri, perdagang- 
an, pariwisata, kesehatan, transmi- 


1 


Bendung Sampean Baru, di propinsi Jawa Timur yang dibangun tahun 1979 dan selesai tahun 1984. 


grasi, sosial dan sebagainya. Inter- 
aksi, interdepensi dan interelasi 
antara fungsi pekerjaan umum 
dengan fungsi-fungsi negara yang 
lain akan menimbulkan kaitan 
fungsional antara Departemen Pe- 
kerjaan Umum dengan berbagai De- 
partemen lainnya. Kaitan fungsio- 
nal menimbulkan berbagai macam 
konsekwensi pada pelaksanaan fung- 
si pekerjaan umum dan setiap 
kegiatan yang bersangkutan dengan 
pelaksanaan fungsi pekerjaan umum 
harus disinkronkan dengan kegiatan 
yang bersangkutan dengan pelaksa- 
naan fungsi negara yang lain, disam- 
ping harus pula diusahakan agar ada 
kesatuan gerak dan tujuan di antara 
berbagai fungsi di lingkungan De- 
partemen Pekerjaan Umum sendiri. 


2 


5. Pelaksanaan pembangunan 
(termasuk penyediaan dan pengada- 
an) sampai sekarang ini masih 
merupakan fungsi pekerjaan umum 
yang paling menonjol. Karena biasa- 
nya membutuhkan anggaran yang 
besar dan mempunyai pengaruh 
langsung yang luas, penyelenggara- 
an pembangunan prasarana dan sa- 
rana masih banyak ditangani 
oleh Departemen Pekerjaan Umum 
sendiri, ini terjadi sampai pelaksana- 
an Pelita I, terutama disebabkan 
oleh kenyataan bahwa jumlah kon- 
traktor umum nasional yang sudah 
dapat menyediakan modal dan 
keahlian yang diperlukan untuk 
mengerjakan proyek-proyek peker- 
jaan umum yang besar masih amat 
terbatas. Dengan masuknya bantu- 


an luar negeri sejak Pelita |, maka 
beberapa kontraktor dan konsultan 
asing telah beroperasi di Indonesia, 
sedangkan dengan berbagai peng- 
aturan dan pembinaan kontraktor 
dan konsultan nasional telah ber- 
kembang dengan sangat pesat, baik 
jumlah, spesifikasi maupun kemam- 
puannya. Penggunaan peralatan da- 
lam pembangunan prasarana dan 
sarana yang berkembang pesat, pa- 
da Pelita І pengadaannya dilakukan 
oleh Pemerintah dari sumber ban- 
tuan luar negeri, sehingga dalam 
pelaksanaan pembangunan baik se- 
cara swakelola maupun kontraktual 
peralatan pemerintah masih sangat 
dominan. Dengan berbagai upaya 
Pemerintah mendorong agar para 
kontraktor dapat memiliki peralat- 


an sendiri; upaya lain adalah men- 
dorong tumbuhnya perusahaan pe- 
nyewaan peralatan konstruksi. Pela- 
yanan prasarana dan sarana pekerja- 
an umum akhir-akhir ini semakin 
menonjol peranannya dalam menun- 
jang dan mendorong pembangunan 
yang sejak Pelita V diarahkan un- 
tuk menyongsong era tinggal landas 
pada Pelita-pelita berikutnya. Bagai- 
manapun peranan pekerjaan umum 
masih cukup dominan dalam me- 
nunjang keberhasilan pembangunan 
selama ini, seperti keberhasilan 
peningkatan produksi pangan dan 
peranan pengairan di dalamnya, 
keberhasilan pembukaan daerah- 
daerah baru baik untuk transmigra- 
si, pertanian, perkebunan dikaitkan 
dengan pembangunan irigasi, pe- 
ngembangan daerah rawa, pemba- 
ngunan jalan, kemudian tumbuh- 
nya daerah-daerah pemukiman baru 
melalui pembangunan perumahan 
dan lingkungannya. 


6. Buku ini bermaksud untuk 
memberikan gambaran tentang per- 
kembangan organisasi, tata kerja 
dan hasil-hasil kerja yang selama 
empat puluh lima tahun ini dilaksa- 
nakan oleh Departemen Pekerjaan 
Umum Republik Indonesia selaku 
pengemban fungsi pekerjaan umum 
di negara Republik Indonesia yang 
kita cintai. Dengan buku ini diharap- 
kan para pembaca pewaris kemerde- 
kaan dapat mengerti dan mendalami 
perjuangan menegakkan kemerde- 
kaan dalam bidang Pekerjaan Umum 
yang telah dilaksanakan oleh para 
pemimpin dan warga Pekerjaan 
Umum selama empat puluh lima 
tahun terakhir. 


Jembatan Arakundo di D.I. Aceh, dalam tahap pelaksanaan 


7. Dari perkembangan empat 
puluh lima tahun tersebut kita 
dapat menelusuri kembali fungsi, 
tugas dan peranan bidang pekerjaan 
umum dalam perkembangan pem- 
bangunan di tanah air. Beberapa 
pertanyaan muncul dengan segera, 
antara lain Apakah pekerjaan 
umum itu urusan pemerintah atau- 
kah urusan masyarakat? Kalau itu 
merupakan urusan pemerintah, ma- 
ka pemerintah yang mana dan ba- 
gaimana koordinasinya? Kalau itu 
merupakan urusan masyarakat, ma- 
ka bagaimana mengaturnya? Per- 
kembangan kegiatan pekerjaan 
umum memang dalam jangka empat 
puluh lima tahun ini mengalami 
kemajuan yang sangat pesat. Karena 


peranan pekerjaan umum sangat 
dipengaruhi oleh konsep negara pa- 
da umumnya, maka beberapa kali 
perubahan mengenai konsep negara 
di Indonesia ini mempunyai per- 
anan pula terhadap fungsi dan peran- 
an pekerjaan umum yang dijalankan. 
Akhir-akhir ini yang menonjol ada- 
lah seberapa jauh keikutsertaan 
masyarakat di dalam penyelengga- 
raan kegiatan pekerjaan umum. Dan 
dengan munculnya badan-hukum- 
badan-hukum yang semakin besar 
kemampuannya sekarang ini maka 
keikutsertaan tersebut tentu harus 
diatur dengan cara yang sebaik-ba- 
iknya dan menguntungkan bagi 
negara. 
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Bab II 


1. Proklamasi 17 Agustus 1945 
merupakan kalimat-kalimat sakti 
yang telah membentuk negara, 
mendirikan pemerintahan dan me- 
ngobarkan semangat perjuangan ke- 
pada bangsa Indonesia dari Sabang 
sampai Merauke. Proklamasi yang 
berlangsung di Pegangsaan Timur 
No. 56 Jakarta berlangsung pada 
akhir masa pendudukan Bala Ten- 
tara Pendudukan Jepang yang ber- 
siap-siap menunggu kedatangan ten- 
tara Sekutu untuk mengoper kekua- 
saan menyusul penyerahan Jepang 
yang mengakhiri Perang Dunia II. 
Proklamasi di bawah penjagaan ten- 
tara Jepang tersebut tentulah tidak 
terjadi tiba-tiba, tetapi mempunyai 
rentetan yang panjang dilihat dari 
sejarah perjuangan kemerdekaan In- 
donesia. 


2. Sebagaimana diberitakan su- 
rat kabar ASIA RAYA, Proklamasi 
diikuti dengan penetapan Undang- 
Undang Dasar pada tanggal 18 
Agustus 1945 oleh Panitia Persiap- 
an Kemerdekaan Indonesia dan 
pembentukan Departemen-departe- 
men sehari kemudian. Di dalam 


Departemen 


Pekerjaan Umum 


Jaman Perjuangan 


Pada 


(1945 — 1950) 


kabinet tersebut ada Menteri Peker- 
jan Umum yang dijabat oleh 
Abikusno Tjokrosoejoso dan 
pada tahun 1945 Ir. Pangeran 
Mohamad Nur mewakili Menteri 
Pekerjaan Umum Abikusno. Kedua 
pejabat ini mulai membangun dan 
mengoper administrasi Pekerjaan 
Umum dengan susah payah karena 
dibayangi oleh tentara pendudukan 


Jepang yang de facto masih 
berkuasa. 


3. Setelah berkobarnya perang 
Pasifik, maka pada bulan Maret 
1942 Pemerintah Nederland Indie 
menyerah dan mulai saat itu wila- 
yah Indonesia berada di bawah 
kekuasaan Bala Tentara Penduduk- 
an Jepang. Struktur pemerintahan 
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pendudukan Jepang yang merupa- 
kan pemerintah militer membagi 
wilayah Indonesia menjadi tiga wi- 
layah pemerintahan, yaitu : 


a. Pemerintah Militer Angkatan 
Darat (Riku-Gun) di Jakarta 
untuk Jawa dan Madura. 


b. Riku-Gun di Bukittinggi untuk 
Sumatera, dan 


c. Pemerintah Militer Angkatan 
Laut (Kai-Gun) di Makasar un- 
tuk wilayah Indonesia Bagian 
Timur. 

Tiap-tiap wilayah dikepalai oleh se- 

orang Gun-Seikan, kemudian dise- 

but Saiko Sikikan dan berdiri sen- 
diri-sendiri. Pembagian administratif 
dari tiap wilayah mengoper pemba- 
gian dalam wilayah Karesidenan 


Jaringan irigasi Citarum — Jawa Barat. 
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(Syuu), Kabupaten (Кеп) dan Kota- 
praja (Si) seperti waktu jaman 
Nederland Indie, wilayah Propinsi 
dan Gouvernement ditiadakan se- 
dang Daerah-daerah Kesultanan dan 
Kesunanan, zelfbesturende lands, 
chappen berjalan terus dan disebut 
Kooti. 


Dalam bidang pekerjaan umum 
setiap wilayah pemerintahan berla- 
ku pengoperasian organisasi-organisasi 
zaman Nederland Indie, hanya ter- 
jadi perubahan/pemisahan yang di- 
sesuaikan dengan ketentuan/kebu- 
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tuhan dari fihak Jepang. Bekas 
Departement van Verkeer en Water- 
staat (V & W) di Bandung dinama- 


kan Kotobu Bunsitsu. Pada saat 


itu dilazimkan pemakaian istilah 
Pekerjaan Oemoem (PO), Oeroesan 
Pekerjaan Oemoem (OPO) disam- 
ping istilah Jepang Kotobu Bunsitsu. 


4. Dengan berakhirnya perang 
Pasific maka Tentara Pendudukan 
Jepang mempunyai tugas meng- 
amankan secara de facto keadaan 
umum dan pemerintahan yang ada. 
Mereka sedang bersiap-siap untuk 
kembali ke. negaranya sambil me- 
nunggu kedatangan Sekutu. Prokla- 
masi Kemerdekaan Indonesia tang- 
gal 17 Agustus 1945 merupakan 
hal yang dapat mengganggu keada- 
an ini. Namun dari pihak Republik 
Indonesia sebaliknya ingin secepat- 
cepatnya mengoper pemerintahan 
dari tangan Jepang. Setelah kemer- 
dekaan diproklamasikan para pe- 
muda/pegawai Kotubu Bunsitsu ti- 
dak mau ketinggalan dari pemuda- 
pemuda lainnya dan mempersiap- 
kan diri dalam menghadapi segala 
kemungkinan yang sekiranya akan 
merintangi serta mengganggu ke- 
merdekaan yang diproklamasikan 
itu. Jiwa dan semangat yang menya- 
la-nyala para pemuda ini kemudian 
dihimpun dan disalurkan dalam sua- 
tu gerakan yang teratur dalam ben- 
tuk organisasi dengan nama 
Angkatan Muda Departemen Peker- 
jaan Umum (AMDPU). Gerakan 
Pemuda ini dalam perjuangan- 
nya bekerjasama dengan gerak- 
an-gerakan pemuda dari kan- 
tor-kantor dan jawatan lainnya 
yang ada di kota Bandung, seperti 
Pemuda Jawatan Pos/Telepon dan 


Telegrap, Kereta Api, Dana Pensi- 
un, Pertambangan dan Gerakan 
Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik. 


Bersama gerakan-gerakan lain ter- 
sebut Angkatan Muda Dep. PU 
mengadakan kerjasama dan program 
bersama dimana kepada tiap-tiap 
gerakan pemuda diberi keleluasaan 
untuk mengutamakan perjuangan 
mereka menurut sifat bidang la- 
pangannya masing-masing. Dan se- 
bagai tindakan pertama adalah 
pengambil-alihan Jawatan-jawatan 
dan Kantor dari kekuasaan Jepang 
untuk diserahkan kepada Pemerin- 
tah Republik Indonesia. Gedung 
Sate telah pula diambil alih oleh 
para Pemuda Pegawai DPU dari 
Jepang dan kewajiban mereka se- 
lanjutnya adalah mempertahankan 
dan memelihara segala sesuatu yang 
telah diambil alih itu jangan sampai 
direbut oleh musuh. 


5. Di lain pihak Pemerintah 
baru Republik Indonesia masih da- 
lam taraf konsolidasi dan pengatur- 
an tugas, tanggungjawab dan wewe- 
nang masing-masing Departemen 
Pemerintahan. Menteri Pekerjaan 
Umum juga mengadakan .peng- 
umuman dan pendaftaran para insi- 
nyur dan tenaga-tenaga teknik serta 
pegawai-pegawai lainnya. Pada tang 
gal 1 Nopember 1945, sebagaimana 
dimuat oleh surat kabar Kedaulatan 
Rakyat, telah keluar Maklumat 
yang disahkan oleh Menteri Peker- 
jaan Umum Abikusno Tjokrosoe- 
joso yang mempermaklumkan bah- 
wa Jawatan Listrik dan Gas seluruh 
Jawa dan Madura berada di bawah 
Departemen Pekerjaan Umum dan 
pusat ditetapkan di Bandung. Seba- 
gai Kepala Jawatan ditetapkan 


Abikusno Tjokrosoejoso 


Proffessional Engineers in 


IF — Water Supply. & Sewerage 
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Angan-angan besar kian mendekati kenyataan 
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grup terkemuka adalah jaminan hadirnya seluruh sarana ini di BUMI SERPONG 
DAMAI. 


Bones Google 


R.M. ABIKUSNO 
TJOKROSOEJOSO 


15 Juni 1897 — 1969 


Abikusno Tjokrosoejoso 


Tokoh yang dilahirkan pada 
tanggal 15 Juni 1897 di Madiun 
pernah mengenyam pendidikan di 
Koningin Emma School di Suraba- 
ya dan selesai tahun 1917. Adik kan- 
dung HOS Tjokroaminoto ini dikenal 
sebagai seorang otodidak, dan 
dengan usaha sendiri ia dapat 
diterima di Architectsexamen melalui 
cara korespondensi, ia lulus dan men- 
dapat gelar arsitek pada tahun 1925. 


Menikah dengan R.A. Kusmar- 
tinah, Abikusno Tjokrosoejoso 
memperoleh putera sebanyak 7 
orang. 


Sebagai seorang arsitek yang 
terkenal, banyak pekerjaan proyek 
pembangunan yang diserahkan ke- 
pada Abikusno, namun demikian, 
Abikusno yang pantang bekerjasa- 
ma dengan Belanda selalu meluang- 
kan waktunya untuk memperhati- 
kan dan membantu gerak langkah 
perjoangan Sarekat Islam. Sebagai 
pegawai swasta, Abikusno tidak 
pernah tetap tinggal di suatu kota, 
dimana dia dapat pekerjaan, di 
situ dia tinggal bersama keluarga- 
nya. 


Pada jaman penjajahan Jepang, 
Abikusno tinggal di Jakarta, dan 
ditugasi menangani pembuatan ge- 
dung-gedung baru dan perbaikan 
Istana. 


Abikusno yang pernah menjadi 
Pemimpin Redaksi Mingguan Joyo- 
boyo adalah anggota Badan Penye- 
lidikan Usaha-usaha Persiapan Ke- 
merdekaan Indonesia (BPUPKI). 


R.M. Abikusno menjadi anggota 
Panitia 9 yang berhasil membuat 
rancangan pembukaan Undang-un- 
dang Dasar. 


Sehari setelah proklamasi, Pani- 
tia Persiapan Kemerdekaan Indone- 
sia dalam sidangnya berhasil mene- 
tapkan keputusan penting ialah : 


a) Mengesahkan Undang-undang 
Dasar Negara. 


b) Memilih Presiden dan Wakil 
Presiden yaitu Ir. Soekarno dan 
Drs. Moch. Hatta. 


c) Presiden untuk sementara wak- 
tu dibantu oleh sebuah Komite 
Nasional. 


Tanggal 19 Agustus 1945 ber- 
hasil dibentuk Kabinet Republik 
Indonesia yang pertama, dimana 
nama R.M. Abikusno Tjokrosoejoso 
ditetapkan sebagai Menteri Pekerja- 
an Umum Republik Indonesia me- 
rangkap Menteri Perhubungan ad in- 
terim. Tindakan pertama sebagai 
Menteri Pekerjaan Umum ialah de- 
ngan dikeluarkannya maklumat 
bahwa Jawatan Listrik dan Gas 
seluruh Jawa dan Madura adalah di 
bawah Departemen Pekerjaan 
Umum. Pada tanggal 29 Oktober 
1945 beliau mengangkat Kepala 
Jawatan Listrik dan Gas Seluruh 


Jawa dan Madura Ir. M.A. Safwan, 
dan pembukaan jalan kereta api an- 
tara Jakarta Merak juga dibuka 
dengan resmi oleh Menteri Pekerjaan 
Umum/Menteri Perhubungan ad 
interim. 


Walaupun hanya 4 bulan seba- 
gai Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perhubungan, terlihat bahwa R.M. 
Abikusno Tjokrosoejoso adalah se- 
orang yang keras, disiplin dan ber- 
pegang pada satu prinsip perjoang- 
an yang kuat dan tidak mudah di- 
goyahkan. Karena itu ia sulit me- 
nerima pendapat orang lain bila 
tidak sesuai dengan prinsipnya sen- 
diri. Dapat dibayangkan bagaimana 
sulitnya tugas yang harus dijalan- 
kan pada waktu itu sebagai seorang 
Menteri pertama pada suatu negara 
yang baru merdeka. Setelah tidak 
menjadi menteri R.M. Abikusno 
Tjokrosoejoso meneruskan kesibuk- 
annya dalam bidang arsitek dan aktif 
dalam kegiatan partai. 


Segala kehidupan di alam ini 
tidak ada suatu yang abadi, baik 
itu kesenangan maupun kepedih- 
an. Begitu juga bagi keluarga 
R.M. Abikusno Tjokrosoejoso. Se- 
telah beberapa lama mengidap pe- 
nyakit tekanan darah tinggi, R.M. 
Abikusno dalam usia yang mende- 
kati /2 tahun, dipanggil mengha- 
dap Allah, dan dimakamkan di 
Taman Makam Pahlawan Surabaya. 


Data Google 


Ir. M.A. Safwan; Kepala Daerah 
Jawa Barat Ir. F.J. Inkiriwang 
untuk Jawa Barat I di Jakarta 
Ir. Soedoro untuk Jawa Barat Il 
di Bandung, Kepala Daerah Jawa 
Tengah Ir. Moenandar yang akan 
dipindahkan dari Bogor ke Se- 
marang, Kepala Daerah Jawa 
Timur Ir. Saljo berkedudukan di 
Surabaya. Pengumuman itu ditanda- 
tangani di Bandung pada tanggal 29 
Oktober 1945. Perubahan ini ada- 
lah kelanjutan dari pengumuman 
Pemerintah Republik Indonesia 
tanggal 27 Oktober 1945 yang di- 
tandatangani oleh Sekretaris Negara 
Mr. A.G. Pringgodigdo. Dalam 
pengumuman tersebut telah dite- 
tapkan : 


1. A.Jawatan Listrik dan Gas ma- 
suk Departemen Pekerjaan 
Umum: 


B.Tambang-tambang masuk 
Departemen Kemakmuran 
kecuali Tambang "Bayah" 
yang masuk Departemen 
Perhubungan. 


2.Untuk membereskan soal gaji 
para pegawai maka Pemerintah 
telah membentuk suatu Panitia 
Perancang Peraturan Gaji Pega- 
wai Negeri. 


4. Guna dapat menyusun perta- 
hanan yang kompak Angkatan Muda 
DPU (AMDPU) membentuk seksi 
Pertahanan yang dipersenjatai 
dengan granat, beberapa pucuk bedil 
dan senjata api lainnya yang dapat di 
rebut dari tentara Jepang. Pada 
mulanya Gerakan-gerakan Pemuda 
hanya menghadapi satu kekuatan 
lawan bersenjata, yaitu tentara Je- 
pang, tetapi menjelang akhir bulan 


September 1945 di sana-sini di In- 
donesia telah mulai mengalir tenta- 
ra pendudukan Sekutu yang ditu- 
gaskan untuk menjaga keamanan 
dan menyelesaikan tawanan perang 
sebagai kelanjutan kalahnya Jepang 
dalam Perang Pasifik/ Perang Dunia 
II. 


7. Pada tanggal 4 Oktober 1945 
kota Bandung dimasuki tentara Se- 
kutu yang diikuti oleh serdadu 
Belanda dan NICA (Netherlands 
Indies Civil: Administration). Se- 
menjak itu keadaan di kota Ban- 
dung menjadi tidak aman dan Ge- 
rakan-gerakan Pemuda di satu pihak 
dihadapkan kepada tentara Jepang 
dan tentara Sekutu/Belanda/NICA 
di pihak lain. Dari hari ke hari sua- 
sana kota Bandung menjadi sema- 
kin tegang. Pertempuran-pertem- 


puran mulai meletus dan provokasi 
musuh semakin menjadi-jadi. 


8. Pada tanggal 20 Oktober 1945 
di bawah pimpinan Ir. Pangeran 
Moh. Noor, pegawai-pegawai dari 
Kantor Pusat Departemen Pekerjaan 
Umum mengangkat sumpah setia ke- 
pada pemerintah Republik Indonesia. 


9. Tentara Sekutu/Belanda/NI— 
CA telah mendirikan markasnya di 
bagian utara kota Bandung yang 
letaknya tak jauh dari Kantor Pusat 
Departemen Pekerjaan Umum di 
Gedung Sate. Di gedung inilah sega- 
la kegiatan dari Gerakan Pemuda 
PU dipusatkan. Hampir setiap hari 
kantor Departemen dikacau oleh 
tentara Sekutu/Belanda/NICA se- 
hingga para pegawai tidak dapat 
menunaikan tugasnya dengan te- 


KEDAULATAN RAKJAT” 
mn———————————————————————————— — 


PENGOEMOEMAN. 


Pemerintah Repeeblik 
Indonesia. 


TENTANG DJABATAN 
GAS. DAN TAMB 


кешеа! telah menetapkan 


jang berikoe 


АБ" Listrik dan Gas ma- 
Pekerdjaan 


soek а ай 


В. Tambang-tambang masoek De- 
Kemakmoeran. ke- 


temen 
Pacal Tambang .Bajah" 


boeng 
Oentoek. 


tah telah 
„Panitia 

Gadjih Pegawai Negeri". 
Sebagai 


membentoek 


P. T. R. Soerasno. 
Sebagai anggauta. 


LISTRIK, 
ANG. 


ang 
журма Departemen Perhoe- 


membereskan soal ga- 
djih para pegawai maka Pemerin- 
soeatoe 
Perantjanp Peratoeran 


etoea Panitia terseboef 
oleh Pemerintah tclah di-angkat 


Тосап2 Mr. 


MAKLOEMAT: 


POESAT PIMPINAN DJAWATAN 
LISTRIK DAN GAS. 
1. PA lal кап 
Djuwutan Listrik dan G 
loeroeh Djawa дап Madbera. 
adalah dibawah: 
DEPARTEMEN PEKERDJAAN 
OEMOEM 


. Poesat Pimpin an Djawatan 
Listrik dan Gas telah ditetap- 


і Kepala Djawatan: Ir. M. A. 
Butw 

Kepala Dae erah: 

Djawa Barut T Ir. F. J. Inkiri- 
wang, Djaka: 

Djawa Barai. ETT Ir. Soedoro, 
Bandoeng. 

Djawa Tenguh: Ir. Moenandar, 
sekarang di Bogor dan akan 
dipindahkan ke Semarang. 


Djawa Timoer: Ir. Salju. Boe- 
aba;a. 
pekerdjaan  berlang- 
iskals. 


E M. Abdoclkarim Pringgodiedo. 


. Achmad Natanezara. 
Djatmika; Mr. R 

R. Saubari. 
Poean лү 
Wasid. 


Mr. R 
R. Machboeb, 


Diaxarta. 27-10-1945. 


SERRES ARIS NEGARA 


A. G. PRINGGODIGDO. 


Mr. R 
. Hindromartono. 
oo 


OEMOEM. 
(ABIKOESNO TJOKROSOEJOSO». 


Maklumat-maklumat dari surat kabar Kedaulatan Rakyat. 
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nang. Oleh karena itu pada permu- 
laan bulan Nopember 1945 dengan 
persetujuan Menteri semua pegawai 
Departemen selama masih belum 
aman diperbolehkan untuk tidak 
masuk kantor terkecuali pegawai- 
pegawai yang muda-muda yang di- 
serahi tugas untuk mempertahankan 
kantor serta milik Negara yang ter- 
dapat di dalamnya. Tugas yang be- 
rat ini diterima oleh para pemuda 
sebagai kewajiban yang mulia dan 
akan dilaksanakan dengan taruhan 
jiwa dan raga. 


10. Pada tanggal 24 Nopember 
1945 di bagian utara kota meletus 
suatu pertempuran yang hebat. Pen- 
duduk banyak yang mengungsi ke 
bagian kota yang lain yang keadaan- 
nya masih aman. Pada waktu itu 
gedung Sate dipertahankan oleh 
para pemuda PU yang diperkuat 
oleh satu pasukan Badan Perjoang- 
an yang terdiri dari lebih kurang 
empatpuluh orang dengan persenja- 
taan yang agak lengkap. Tetapi 
bantuan yang diberikan itu tidak 
lama karena pada tanggal 29 No- 
pember pasukan tersebut ditarik 
dari markas pertahanan Departe- 
men Pekerjaan Umum. 


11. Maklumat Pemerintah pa- 
da tanggal 14 Nopember 1945 se- 
bagaimana diliput Kantor Berita 
Antara mengumumkan susunan 
kabinet baru Pemerintah Republik 
Indonesia yang dikepalai oleh Per- 
dana Menteri Sjahrir dengan dua 
belas Kementerian dan seorang 
Menteri Negara. Dalam kabinet ba- 
ru ini Ir. Putuhena diangkat sebagai 
Menteri Pekerjaan Umum menggan- 
tikan Abikusno Tjokrosoejoso. Da- 
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lam maklumat itu disebutkan, bah- 
wa karena Kementerian pertama 
dari Republik Indonesia dibentuk 
buat sementara waktu tatkala saat- 
nya genting dalam sejarah negara, 
maka sudah semestinya bagian-bagi- 
an pemerintah tadi menunjukkan 
tanda-tanda tergesa-gesa itu. Selan- 
jutnya disebutkan, bahwa Pemerin- 
tah Republik Indonesia setelah 
menjalani ujian-ujian yang hebat 
dengan selamat, dalam tingkatan 
pertama dari usahanya menegakkan 
diri, merasa bahwa sekarang sudah 
tepat untuk menjalankan macam- 
macam tindakan darurat guna me- 
nyempurnakan tata usaha negara 
kepada susunan demokrasi. Yang 
terpenting dalam perubahan-peru- 
bahan susunan kabinet baru ini ia- 
lah bahwa tanggung jawab adalah 
di dalam tangan Menteri. Maka mu- 
lailah terjadi perubahan dari kabi- 
net presidential menjadi kabinet 
parlementer. 


Peristiwa 3 Desember 1945. 


12. Tanggal 3 Desember 1945, jam 
11.00 pagi, pada waktu itu Kantor 
Pusat Departemen Pekerjaan Umum 
hanya dipertahankan oleh 21 orang 
pemuda/pegawai yang tergabung 
dalam Angkatan Muda DPU. Tiba- 
tiba datang menyerbu sepasukan 
tentara Sekutu/ Belanda dengan per- 
senjataan berat dan moderen. Para 
pemuda berusaha mempertahankan 
dan melawan dengan segala kekuat- 
an yang ada pada mereka. Mereka 
dikepung rapat-rapat dan diserang 
dari segala penjuru dan terjadi per- 
tempuran tidak seimbang yang baru 


Ir. Putuhena 


berakhir pada jam 14.00 siang hari. 
Dalam pertempuran tersebut dike- 
tahui kemudian bahwa dari 21 
orang itu 7 orang diantaranya di- 
nyatakan hilang, 1 orang luka 
berat dan beberapa lainnya luka 
ringan. Ke tujuh pemuda yang hi- 
lang dan dinyatakan gugur adalah : 


1. Didi Hardianto Kamarga 
2. Muchtaruddin 
3. Soehodo 

4. Rio Soesilo 
5. Soebenget 
6. Ranu 

7. Soeharjono 
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Semula belum diketahui dengan 
pasti di mana jenazah-jenazah dari 7 
orang pemuda dikebumikan. Baru 
pada bulan Agustus 1952 beberapa 
bekas kawan seperjuangan mereka 
telah mencarinya di sekitar Gedung 
Sate dan hasilnya hanya diketemu- 
kan 4 jenazah yang sudah berupa 
kerangka. Ke empat kerangka terse 
but kemudian dipindahkan ke Ta- 
man Makam Pahlawan Cikutra, Ban- 
dung. Sebagai penghargaan atas jasa 
jasa dari 3 orang pemuda lainnya 
yang kerangkanya belum dapat di- 
ketemukan lalu dibuat 2 tanda per- 
ingatan, yang satu dipasang di da- 
lam Gedung Sate dan yang lainnya 
berwujud sebuah batu alam yang 
besar yang ditandai dengan tulisan- 
tulisan nama-nama 7 pemuda yang 
gugur tersebut dan ditaruh di 
halaman belakang Gedung Sate. 


Sebelum itu, yakni pada tanggal 
3 Desember 1951 Menteri Pekerja- 
an Umum dan Tenaga Ir. Ukar 
Bratakusumah menetapkan ke tu- 
juh pemuda dinyatakan dan dihor- 
mati sebagai pemuda yang berjasa 
dan tanda penghargaan tersebut te- 
lah disampaikan kepada keluarga 
yang ditinggalkan. Dan pada tanggal 
2 Desember 1961 Pernyataan Peng- 
hargaan tertulis Menteri Pertama 
Ir. H. Djuanda telah juga disampai- 
kan kepada keluarga almarhum 
dalam suatu upacara. Peristiwa 3 
Desember 1945 akan dikenang dan 
diperingati sebagai Hari Kebaktian 
Pekerjaan Umum dengan kebulatan 
tekad warga Pekerjaan Umum un- 
tuk meneruskan perjuangan dan 
pengabdian Sapta Taruna Kesatria 
Pekerjaan Umum dengan cara ber- 
juang, bekerja dan mengabdikan 


16 


diri untuk mengisi kemerdekaan 
Republik Indonesia. 


13. Setelah peristiwa 3 Desem- 
ber 1945 Gedung Sate dijadikan 
kantor Jawatan Pekerjaan Umum 
Belanda dan tenaga-tenaga Belanda 
bekas tawanan Jepang maupun 
yang didatangkan dari luar negeri 
mulai menata kembali kantor Pe- 
kerjaan Umum dengan dibantu oleh 
tenaga-tenaga Indonesia yang tidak 
sanggup bertahan/berjuang mem- 
pertahankan Pemerintah Republik 
Indonesia. Pada akhir tahun 1945 
Sekutu mulai menguasai kota-kota 
besar di Indonesia yang diikuti 
oleh Belanda/NICA. Kemudian di 
Jawa dan Sumatera nama NICA 
diganti dengan AMACAB (Allied 
Military Administration Civil Affa- 
irs Branch). Pada waktu itulah mu- 
lai terjadi bentrokan-bentrokan sen- 
jata antara Republik Indonesia de- 
ngan Sekutu/Belanda/NICA. Ber- 
angsur-angsur Sekutu meninggalkan 
Indonesia dan menyerahkan kekua- 
saannya di wilayah-wilayah yang 
dikuasainya kepada pihak Belanda 
dengan mulai diserahkannya Indo- 
nesia Bagian Timur, kemudian Jawa 
dan akhirnya Sumatera. Di kemudi- 
an hari AMACAB dirubah menjadi 
Tijdelijke Bestuur Dienst. 


14. Pusat pemerintahan Belan- 
da yang berkedudukan di Jakarta 
pada waktu itu dipimpin oleh Luite- 
nant Gouverneur Generaal. Di wila- 
yah-wilayah yang baru dikuasainya 
melalui aksi polisionil I dan II Be- 
landa menunjuk seorang Regerings- 
commissaries voor Bestuursaangele- 
genheden (RECOMBA) langsung di 


bawah Luitenant Gouverneur Gene- 


raal yang kemudian bernama Hoge 
Vertegen Woordiger van de Kroon. 
Untuk mempertahankan keduduk- 
annya pemerintah Belanda mence- 
tuskan gagasan untuk membentuk 
Negara Indonesia Serikat yang akan 
berada dalam gemeenebest (com- 
monwealth) Belanda, yang didahu- 
lui dengan pembentukan Voorlopige 
Federale Regering van Indonesie 
yang diketuai oleh Luitenant Gou- 
verneur General/Hoge Vertegen- 
woordiger van de Kroon. Mulailah 
diciptakan negara-negara bagian se- 
perti Negara Indonesia Timur, Negara 
Sumatera Timur, Negara Suma- 
tera Selatan, Negara Jawa Timur, 
Negara Madura dan Negara Pasun- 
dan. 

Belanda di Jakarta dan di wila- 
yah yang dikuasainya mulai meng- 
atur/ menyusun organisasi baru ya- 
itu W & W (Departement van Water- 
staats en Wederopbouw) dan V.E.M. 
(Departement van Verkeer, Energie 
en Mijnwezen) yang masing-masing 
dipimpin oleh seorang Secretarist 
van Staat. Di daerah-daerah diben- 
tuk cabang-cabang W en W dan di 
negara-negara bagian ada Ministrij 
van Verkeer en Waterstaat. Disam- 
ping organisasi-organisasi W en W 
ini untuk kepentingan pembangun- 
an kembali (wederopbouw) Belanda 
membentuk yayasan-yayasan dian 
taranya CSW Centrale Stichting 
Wederopbouw) dengan cabang-ca- 
bangnya yang disebut ROB Regio- 
nale Opbouw Bureau) yang memba- 
ngun kota satelit Kebayoran. Di 
Negara Indonesia Timur tersebut 
WOI (Wederopbouw Oost Indone- 
sie) mempunyai cabang-ca- 
bang POD (Plaatselijke Opbouw 
Dienst) di beberapa kota. 


PARA SYUHADA 


Rio Soesilo 


DALAM 
PERISTIWA 


3 DESEMBER 1945 


RIO SUSILO 


Rio Susilo adalah putera 
kelahiran Cirebon pada hari Senin 
tanggal, 19 April 1923 di Ar- 
jawinangun dari Bapak Mar- 
to Sudarmo dan Ibu Siti Sudarsih. 
Putera kedua dari sepuluh bersaudara 
ini bersekolah di HIS Kebon Baru Ci- 
rebon sampai tahun 1929 dan lulus 
dari HIS Cilacap pada tahun 1936 
MULO Openbaar di Magelang dan 
Bouwkundige (Sekolah Bidang Ba- 
ngunan Jembatan) dan calon opseter 
tahun 1942 — 1944. Alamarhum ba- 
ru bekerja di Kantor V & W selama 
7 bulan sampai meletusnya pertem- 
puran dalam mempertahankan Ge- 
dung Sate tanggal 3 Desember 1945. 
Untuk menghormati kepahlawanan- 
nya telah didirikan sebuah monumen 
Sapta Taruna di halaman kantor 
Dinas PU Cabang Banyumas Selatan 
Jalan Mayjen. Panjaitan No. 1 
Cilacap. 


DIDI HARDIANTO 
KAMARGA 


Didi Hardianto Kamarga lahir 
pada tanggal, 12 Desember 1924 di 
Serang, Jawa Barat, putera R. Ka- 
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marga yang pada Tahun 1953 men- 
jabat Kepala Pekerjaan Umum Jawa 
Barat., Menurut Ir. AD. Kamarga, 
pejabat Perusahaan Umum Listrik 
Negara, almarhum bersekolah di 
Lagere school Jalan Tegal, Jakarta 
dan HBS Lyceum afd. B/SMT di 
Bandung. 


Setamat SMT lalu menjadi Heiho 
dan menjelang Proklamasi ia ber- 
gabung dengan ex kadet Akademi 
Militer (A.H. Nasoetion dkk.), 
membentuk barisan Keselamatan 
Rakyat (nantinya menjadi Tentara 
Keamanan Rakyat). Dengan meng- 
gunakan senjata rampasan dari 
Jepang, Didi Hardianto Kamarga 
dan kawan-kawan bergabung dengan 
para pemuda pegawai Pekerjaan 


Umum bertempur melawan Belanda, 
-akhirnya diketahui gugur sebagai 


kusuma bangsa pada peristiwa 3 
Desember 1945 dalam memper- 
tahankan Gedung Sate. | 


SOEBENGAT 


Almarhum adalah karyawan 
Pekerjaan Umum yang berkantor di 
Gedung Sate Bandung. Pangkat 
yang diketahui adalah Pegawai Tata 
Usaha Tingkat III. Alamat terakhir 
adalah di Muara Rajun Lama, Ban- 
dung. Soebengat meninggalkan 
seorang Istri (Ruktiyah) dan 3 orang 
anak (Soemeni, Puliasih dan 
Ujiarti). Almarhum gugur pada 
peristiwa 3 Desember 1945 dalam 
mempertahankan Gedung Sate dari 
serbuan tentara Belanda. 


Ibu Ruktijah sampai saat ini 
bertempat tinggal di Kertosari, 
Gringsing, Kabupaten Batang, 
Jawa Tengah, dan membuka warung 
dimuka kantor Seksi Pekerjaan 
Umum di Weleri, sebelah barat 
Semarang. 


SOERJONO | 
Soerjono (bukan Soeharjono) 


dilahirkan di Purwokerto, Jawa 
Tengah pada tahun 1926, putra Dar- 
tam Kartodihardjo, sekarang di 
Jalan Bekasi Timur IV Gang Buntu 
No. 10 Jakarta Timur. Menurut Ibu 
Dartam, Soerjono bersekolah di 
HIS Arjuna I Bandung dan HBS sam- 
pai kelas II pada Tahun 1942 dan 
lulus SMP Papandayan Bandung pa- 
da Tahun 1945. 


Pada peristiwa 3 Desember 1945, 
Soerjono adalah anggota kelompok 
Gerakan Pemuda pelajar yang ter- 
gabung: dalam kelompok Pelajar 
Bandung Timur yang diperbantukan 
untuk membantu pertahanan Ge- 
dung Sate dari serangan musuh. 
Akhirnya diketahui bahwa Soerjono 
termasuk salah satu pahlawan yang 
gugur pada peristiwa 3 Desember 
1945, disamping Didi Hardianto 
Kamarga, Muchtaruddin, Soeho- 
do, Rio Soesilo, Soebengat dan 
Ranu. 


Semula belum diketahui dengan 
pasti dimana jenazah dari 7 orang 
pemuda itu dikebumikan. Barulah 
pada bulan Agustus 1952 oleh bebe- 
rapa kawan seperjuangannya dicari 
disekitar Gedung Sate. Empat Jena- 
zah yang sudah berupa kerangka 
yang ditemukan kemudian dipin- 
dahkan ke Taman Makam Pahlawan 
Cikutra, Bandung. Tanda peringatan 
yang kemudian dibuat diletakkan 
didalam Gedung Sate dan yang lain- 
nya berupa sebuah batu alam yang 
ditandai dengan nama-nama 7 Svu- 
hada ditaruh dihalaman Gedung Sate. 


. Oleh Menteri Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Ir. Ukar Brata- 
kusumah pada tanggal З Desember | 
1951 ke tujuh pemuda itu dinyatakan 


dan dihormati sebagai "Pemuda yang 
berjasa" dan pada tanggal, 2 
Desember 1961 Menteri Pertama Ir. 
Н. Djuanda berkenan memberikan 
pernyataan penghargaan tertulis yang 
disampaikan kepada para keluarga 
yang telah ditinggalkannya. 


Peristiwa 3 Desember 1945 akan 


dikenang dan diperingati sebagai Hari 
Kebaktian Pekerjaan Umum dan 
telah melahirkan Korps Pemu- 
da/Pegawai Pekerjaan Umum yang 
mempunyai kesadaran sosial, jiwa 
korsa, rasa kesetiakawanan serta 
kebanggaan akan tugasnya sebagai 
warga Pekerjaan Umum. 


Monumen peringatan peristiwa 3 Desember 1945 
di halaman Kantor Dinas PU Cabang Banyumas selatan — Cilacap 


15. Pembinaan pekerjaan umum 
di pusat pemerintahan Republik 
Indonesia pada awal zaman kemer- 
dekaan_itu dilakukan oleh suatu 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perhubungan dengan seorang Men- 
teri. 

Dalam kabinet pertama, Abikus- 
no Tjokrosoejoso disamping men- 
jabat Menteri Pekerjaan Umum juga 
merangkap sebagai Menteri Perhu- 
bungan ad interim. 


Pada saat itu dimulai penyusunan 
struktur organisasi Kementerian 
Pekerjaan Umum yang semula 
berkedudukan di Bandung kemudian 
setelah Bandung dikuasai oleh Se- 
kutu/NICA dipindahkan ke Pur- 
worejo dan kemudian di Yogyakarta. 
Struktur organisasi pada waktu itu 
terdiri dari Menteri membawahi 
sejumlah jawatan, balai dan bagian 
yang umumnya mengoper keadaan 
di waktu jaman Nederland Indie. 


Kantor Departemen Pekerjaan Umum Purworejo — Jawa Tengah. 


Sebagai pembantu Menteri ditunjuk 
seorang Sekretaris Jenderal dan 
jawatan-jawatan yang masuk di Ke 
menterian Pekerjaan Umum adalah 
Jawatan Listrik dan Gas, Jawatan 
Jalan-jalan dan Lalulintas, Jawatan 
Gedung-gedung, Jawatan Urusan 
Laut, Jawatan Lapangan Terbang 
Sipil, Balai Penyelidikan Konstruk- 
si, Balai Perumahan, Balai Pemba- 
ngunan, Balai Alat-alat Besar, Bagi- 
an Umum, Bagian Undang-undang, 
Bagian Perbendaharaan, Bagian Pu- 
bliciteit dan Bagian Pegawai. 
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Organisasi PU di daerah-daerah 
mengoper organisasi dari penduduk- 
an Jepang yang sebagian besar meng- 
ikuti organisasi zaman kolonial 
Belanda. Organisasi Dinas Pekerjaan 
Umum Propinsi hanya ada di Jawa. 
Di Sumatera baru dibentuk pada 
tahun 1947. Semula dinamakan 
Jawatan PU Propinsi dan pernah 
pula dinamakan Jawatan/Dinas PJG 
(Pengairan, Jalan dan Gedung) atau 
Jawatan/ Dinas PU dan Perhubung- 
an. Pada umumnya, berhubung de- 
ngan keadaan perjuangan, organisasi 
Pekerjaan Umum belum berfungsi 
dan hubungan hierarchis dari Ke- 
menterian Pekerjaan Umum di 
Yogyakarta dengan daerah belum 
terwujud. Segala kegiatan masih di- 
kerahkan untuk membantu perju- 
angan tersebut. Pada waktu itu di 
lingkungan Departemen mulai ter- 
bentuk Serikat Sekerja antara lain 
SBDPU (Serikat Buruh Djawatan 
Pekerjaan Umum), SBLG (Serikat 
Buruh Listrik dan Gas), SBLP (Se- 
rikat Buruh Laut dan Pelayaran). 
Pembentukan serikat-serikat ini me- 
nyusul terbentuknya Kabinet Par- 
lementer yang mendorong diben- 
tuknya partai-partai dan organisasi- 
organisasi bawahannya, suatu awal 
penyelenggaraan negara menurut 
sistem liberal. 


16. Penyusunan organisasi De- 
partemen Pekerjaan Umum dalam 
alam demokrasi liberal tersebut 
mengikuti pola kabinet Inggris de- 
ngan menempatkan seorang Sekre- 
taris Jenderal yang “permanen” 
dan merupakan puncak karier se- 
orang pegawai negeri. Kombinasi 
expert-lay man merupakan salah 
satu cara untuk kelangsungan pe- 


Gedung Departemen Pekerjaan Umum — Yogyakarta 


nyelenggaraan administrasi pe- 
merintahan. Di Indonesia maksud ini 
ternyata tidak dapat sepenuhnya 
terlaksana karena kabinet silih 
berganti dan sangat mempengaruhi 
program-program pelaksanaan pe- 
kerjaan di bidang pekerjaan umum. 


Karena masih langkanya tenaga ahli 
teknik dan departemen teknis ini 
masih sangat muda usia, maka 
dalam pergantian pimpinan sering 
terjadi seorang yang tadinya menja- 
di menteri pada kesempatan ber- 
ikutnya menjadi Sekretaris Jenderal 
seperti yang terjadi pada Ir. Putuhe- 
na. Kekompakan dan jiwa korsa yang 
tidak ada duanya dalam lingkungan 
korps pekerjaan umum. 


17. Kalau pada zaman kolonial 


Hindia Belanda dahulu ada lebih 
kurang 300 orang insinyur sipil 
yang bekerja di Departemen, maka 
pada awal kemerdekaan jumlahnya 
masih sekitar lima belas. Sumber 
dari tenaga-tenaga teknik pada wak- 
tu itu adalah Institut Pendidikan 
Teknik Pemerintah di Negeri Belan- 
da sedang di Indonesia untuk tena- 
ga teknik tinggi terdapat di Ban- 
dung (Technische Hoge School), 
yang semula hanya untuk jurusan 
civil engineur (insinyur sipil) dan 
kemudian pada waktu Negeri Belan- 
da diduduki Jerman pada awal Pe- 
rang Dunia II ditambah dengan 
jurusan kimia dan mesin. Sedang- 
kan untuk tenaga teknik menengah 
terdapat tiga sekolah teknik, yaitu : 
KWS (Koningin Wilhelmina School) 
di Jakarta, KES (Koningin Emma 
School) di Surabaya dan PJS (Prin- 
ses Juliana School) di Yogyakarta. 
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Untuk tenaga teknik lainnya di 
beberapa kota besar terdapat seko- 
lah-sekolah pertukangan Europese 
en Inlandse Ambachtschool). Pada 
masa itu HPW (Hoofd Provinciale 
Waterstaatdienst) dan EAW (Eerst 
Aanwezen Waterstaatambtenaar) di 
wilayah Residentie/Keresidenan 
umumnya dijabat oleh tenaga-tena- 
ga insinyur sipil Belanda yang sudah 
berpengalaman melalui masa kerja- 
nya di sectie-sectie dan district. 
Regentschaps-werken, Landschaps- 
werken dan Local werken dijabat 
oleh tenaga-tenaga teknik mene- 
ngah sedang Gemeentewerken di 
beberapa kota besar dipimpin oleh 
tenaga insinyur. 


Pada masa pendudukan Jepang 
semua pimpinan, tenaga pimpinan/ 
teknik Belanda digantikan oleh 
tenaga dari Jepang dan Indonesia. 
Pengoperan tenaga-tenaga pimpinan 
Belanda yang selama ini sebagian 
besar melancarkan segala kegiatan 
pekerjaan umum baik teknik mau- 
pun administratip kepada tenaga- 
tenaga Jepang dan Indonesia, kemu- 
dian penyesuaian pada tata kerja 
Jepang, banyak membawa pengaruh 
kepada keutuhan organisasi pekerja- 
an umum. Jumlah tenaga teknik 
Indonesia yang berpengalaman, ter- 
utama didikan sekolah tinggi teknik 
masih sangat sedikit, bahkan terba- 
tas sekali. Pada waktu itu diusaha- 
kan tambahan tenaga teknik dengan 
membuka kembali Institut Pendi- 
dikan Tinggi dan Menengah yang 
disesuaikan dengan sistem Jepang. 
Disamping itu juga diusahakan 
pengiriman tenaga-tenaga Indonesia 
untuk dididik di Jepang, namun 
selama masa pendudukan itu usaha- 
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usaha ini belum memberikan hasil 
yang berarti sebagaimana ditulis 
Ir. Irdam Idris pada buku "Sejarah 
Perkembangan Pekerjaan Umum di 
Indonesia”. | 


18. Setelah agresi militer II ber- 
akhir dengan diadakannya persetu- 
juan Rum Royen maka Republik 
Indonesia terpaksa harus ikut dalam 
pembentukan suatu negara Repub- 
lik Indonesia Serikat. Pemerintah 
Darurat Republik Indonesia di Su- 
matera, yang dibentuk menyusul 
penyerbuan ibukota Yogyakarta 
tanggal 19 Desember 1948, ditiada- 
kan dan menjelma kembali menjadi 
Republik Indonesia di Yogyakarta. 
Sebagai kelanjutan Konperensi Meja 
Bundar di Den Haag kemudian ter- 
bentuk Republik Indonesia Serikat 
dan pengakuan kedaulatan pada 
tanggal 27 Desember 1949. Negara 
RIS yang berbentuk federasi negara 
negara bagian dan Republik Indone- 
sia (Yogyakarta) tidak bertahan lama 
gabungkan diri dengan Republik 
Indonesia dan pada tangga! 17 
Agustus 1950 terbentuklah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 


Organisasi PU pada saat lahir- 
nya RIS menggambarkan keadaan 
dualistis. Pada pusat pemerintahan 
RIS di Jakarta, terdapat Kemente- 
rian Perhubungan, Tenaga dan Pe- 
kerjaan Umum RIS sebagai penjel- 
maan dan peleburan dari Departe- 
men W en W, Departemen VEM 
(kecuali Mijnbouw yang masuk da- 
lam Kementerian Kemakmuran) 
dan Departemen van Scheepvaart 
dari zaman pendudukan Belanda. 


Pada organisasi Kementerian Perhu- 
bungan Tenaga dan Pekerjaan 
Umum RIS ini terdapat departemen 
departemen dan jawatan-jawatan : 


a. Departemen Pekerjaan Umum 
yang mengurus jalan, pengairan 
dan gedung; 


b. Departemen Perhubungan yang 
membawahi Jawatan Angkutan 
Darat dan Sungai, Jawatan Pela- 
buhan, Bagian Penerbangan Si- 
pil, Bagian Perniagaan; 

c. Jawatan Pos, Telepon dan Tele- 
grap; 

d. Jawatan Tenaga yang mengurus 
kelistrikan, tenaga air dan Per- 
usahaan Negara Untuk Pembang- 
kit Tenaga Listrik (Penepetel); 


e. Jawatan Kereta Api. 


lena) 


. Jawatan Meteorologi dan Geo- 
fisika; serta 


д. Jawatan Pelayaran yang meng- 
urus penerangan pantai, peram- 
buan untuk pelayaran interinsu- 
ler dan internasional. 


Organisasi Kementerian Per- 
hubungan, Tenaga dan Pekerjaan 
Umum RIS ini dipimpin oleh tena- 
ga-tenaga Indonesia. Tenaga-tenaga 
Belanda dikembalikan ke negerinya 
dan ada sebagian diantaranya yang 
menjadi penasihat sementara. 


Pada Pusat Pemerintahan Ne- 
gara RI (Yogyakarta) terdapat Ke- 
menterian Pekerjaan Umum dan Per- 
hubungan RI sebagai kelanjutan dari 
Kementerian Pekerjaan Umum se- 
belumnya. Pada organisasi Kemen- 
terian terdapat jawatan-jawatan : 


a. Jawatan Pengairan dan Assaine- Teknik Penyehatan, f. Jawatan Tek- 


ring; 
b. Jawatan Jalan-jalan dan Lapa- 
ngan Terbang Sipil; 
. Jawatan Gedung-gedung; 
. Jawatan Perlautan; 
. Jawatan Perhubungan; 
Jawatan Perlengkapan, dan 
. Jawatan Penyelidikan Teknik. 
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Dualisme antara Kementerian 
Pekerjaan Umum RIS dan RI Yog- 
yakarta ditambah dengan wilayah 
kewenangannya berjalan terus sam- 
pai saat struktur pemerintahan 
berubah kembali dari negara serikat 
menjadi negara kesatuan pada tang- 
gal 17 Agustus 1950. Kedua Kemen- 
terian dilebur menjadi Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Tenaga berke- 
dudukan di Jakarta. Sesungguhnya- 
lah pada saat itu konsolidasi dan 
koordinasi organisasi PU dapat di- 
laksanakan baik di tingkat pusat 
maupun di tingkat daerah. Juga de- 
ngan dibentuknya Kementerian Per- 
hubungan beberapa urusan diserah- 
kan pengelolaannya pada kemente- 
rian tersebut. Di antaranya adalah 
urusan pelabuhan, lalulintas, kereta 
api dan pos, telepon dan telegrap. 


Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Tenaga Negara Kesatuan RI terdiri 
dari jawatan-jawatan , Balai dan 
Urusan-urusan sebagai berikut : a 
Jawatan Pengairan, b. Jawatan Ge- 
dung-gedung, c. Jawatan Jalan, 
Jembatan dan Konstruksi, d. Jawatan 
Tata Ruangan Negara, e. Jawatan 


nik, h. Urusan Pegawai, i. Urusan 
Perlengkapan j. Urusan Keuangan 
dan Anggaran Belanja, k. Urusan 


Tata Hukum dan Penerangan Doku- 
mentasi, dan |. Urusan Umum, Eks- 
pedisi, Arsip, Rumah Tangga dan 
Perpustakaan. 


—SIMASKOT | 


— (SIMPANAN MASYARAKAT KOTA) | 


4 
А d£ »Berhadieh besar Undian Ошан 2 kak daten sebahu. 


T 


% 


Pengambilan dapat dilakukan setiap saat diperlukan. 
= Bunga ditambah bukukan tiap bulan (bunga berbunga). 
Dapat dijadikan jaminan untuk semua jenis kredit. 


Melayani seluruh lapisan masyarakat 
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Kunjungi dan perolehlah informasi jean 
tentang tata cara pemilikan rumah 
dengan model terbaik 


Kantor Lokasi Tetap Buka Hanya di Taman Setiabudi Indah 
pada hari Minggu dan hari Libur tersedia berbagai model rumah 
trend 1990-an dengan mutu terbaik 
Tipe-tipe rumah yang dirancang 
benaar-benar memungkinkan 
untuk dikembangkan. 

Hanya di Taman Setiabudi Indah 
anda dapat menikmati lingkungan 
nyaman dengan berbagai sarana 


seperti : , 
e Puja sera’ e PDAM 
e Taman-taman Indah dan Berseri e Listrik dan Penerangan Jalan 
e Pertokoan e Sekolah 
e Mini Market e Jalur Hijau dan Jogging track 
e 24 Jam Keamanan e Jaringan Telepon 

) БЕЛӘ 5, 55% аха e Cabang Pembantu BDN 

A а | SA Belum berhenti hingga disini, қ 

p = wr “Ж Club House dan beragam fasilitas lain segera dibangun. 

JAMAN | SETIABUDI INDA Harga rumah benar-benar terjangkau dan pemilikan dengan fasilitas kredit 


Aya: T || 


dapat diperoleh melalui PT. Papan Sejahtera dan Bank-bank terkemuka di 
Kota Medan. 


Untuk keterangan lebih lanjut, 
silakan hubungi Bagian Pemasaran kami : | 


PT. IRA WIDYA UTAMA | 


REAL ESTATE and DEVELOPER 


kaagaman Telp. 520611 - 526033 


Proyek TAMAN SETIABUDI INDAH 


MEDAN 


$7 


KISAH JAMAN JEPANG: 


IRIGASI KARANGTALUN 


Pembangunan irigasi Karangtalun yang mewakili Gunseikan Kakka, 
pada zaman penjajahan Jepang yang Yamauti Gunseisibu Tyookan Yogya- 
penyelesaiannya satu bulan men- karta (Surat kabar: Asia Raya) Dilapor- 
jelang Proklamasi Kemerdekaan kan oleh Ir. Niromatu bahwa pelaksana- 
Republik Indonesia diresmikan oleh an proyek tersebut diselesaikan dalam 
pejabat Pemerintah Jepang waktu itu waktu 5 bulan. Tenaga yang bekerja 
yang disebut Soomubutyoo Kakka pada proyek tersebut adalah kaum 
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Jaringan Irigasi Karangtalun di Jawa Tengah ( Foto: Perpustakaan PU ) 


24 
- A 
4 A ag! 
4 4 
; Ti 
4 ЖЕЗ 


25 


A Google 


pekerja sebanyak 1.280.000 orang 


(baca: satu juta duaratus delapan- 
puluh ribu orang) dan pekerja suka- 
rela sebanyak 68.000 orang belum 
termasuk tenaga pelaksana, 
pengawas dan tenaga-tenaga Jepang 
sendiri dan biaya yang dihabiskan se- 
banyak Rp 1,5 juta (uang waktu itu). 

Hasil yang dicapai adalah saluran 
irigasi sepanjang 21 km, terowongan 
Bligo sepanjang 600 meter, 52 jem- 
batan dimana disebutkan bahwa jem- 
batan Adikarto mempunyai ben- 
tangan sepanjang 12 meter. Kemam- 
puan mengairi sawah seluas 10.000 
ha. 

Dengan selesainya pembangunan 
tersebut, Pemerintah Jepang ber- 
harap dapat memlipatgandakan 
hasil bumi untuk memperteguh garis 
belakang karena dengan hasil yang 
bertambah, tidak ada lagi orang yang 
berperang dengan perut kosong atau 
kelaparan. 


Pengerahan tenaga sebanyak 
1.280.000 orang tersebut tak lain 
adalah taktik Sri Sultan Hameng- 
kubuwono IX agar rakyat Yogyakarta 
tidak habis dibawa Pemerintah 
Jepang untuk dipekerjakan sebagai 
Romusha di Thailand ataupun Birma. 
Tenaga sebanyak itu diambil dari 
seluruh tenaga muda yang produktif 
dari kurang lebih 23 kecamatan di 
sekitar Yogyakarta. Setiap harinya 
tiap kecamatan harus dapat me- 
ngumpulkan tenaga sebanyak 2.000 
orang dengan sanksi apabila tidak 
dapat menyediakan tenaga yang 
diperlukan, camat tersebut dapat di- 
geser kedudukannya. Jadi setiap 
harinya mengalir tenaga sebanyak 
46.000 orang untuk bekerja secara 
bersama-sama di proyek tersebut. 
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Bekal untuk makan harus mereka 
bawa sendiri, bahkan penduduk dari 
lereng gunung Merapi hanya mem- 
bawa jagung rebus untuk makannya. 
Proyek yang dikerjakan selama 
24jam non stop itu dibagi menjadi 
3 plug, tiap plugnya bekerja selama 
8 jam dan tiap rombongan hanya di- 
ijinkan beristirahat selama 8 jam juga 
sambil menanti rombongan baru yang 
akan menggantikan tenaga mereka. 

Untuk tenaga pelaksana (pegawai 
pengairan) dan pengawas walaupun 


Proyek Irigasi Karangtalun ber- 
kembang menjadi Proyek Irigasi Kali 
Bawang dan kemudian berkembang 
lagi menjadi Proyek Irigasi Kali Pro- 
go tahun 1972 sampai tahun 1986 
dapat memperluas daerah irigasinya 
menjadi 34.706 ha dengan mem- 
bangun 9 buah bendung besar, 180 
buah bangunan air, beberapa talang 
dan syphon serta saluran induk 
yang diperpanjang menjadi 31 
kilometer. 


E 


a ale 
= іс. T ч 
е 227 


Tad 5 ЖЫ 


Terowongan Bligo, dibangun pada masa penjajahan Jepang. 


mereka tidak bekerja secara lang- 
sung, mereka harus melatih lebih 
dahulu pekerja-pekerja yang belum 
mampu bekerja kasar. Setiap harinya 
para pegawai dan pengawas ter- 
sebut hanya diijinkan istirahat selama 


8 jam dan berjalan hingga 3 bulan. 


Dalam kurun waktu tersebut, Pro- 
yek lrigasi Kali Progo telah meng- 
habiskan dana sebesar Rp 42 milyar 
lebih, baik dari APBN maupun dari 
bantuan luar negeri. Tenaga manusia 
yang bekerja pada proyek tersebut 
tidak lebih dari 10.000 orang peker- 
ja maupun pegawai proyek. 
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THE INDONESIAN/ AUSTRALIAN 
VENTURE THATS COME A LONG WAY 
& STILL GOING PLACES 


Successful management of large scale 
engineering projects calls for a combination of 
experience, resource and reliability. Since 1985 
the Indonesian/Australian joint venturers of PT 
Bakrie & Bros and Transfield have, with the 
formation of Trans-Bakrie, achieved just such a 
combination. The local expertise and reputation of 
PT Bakrie combined with Transfield's vast resources 
as Australia's largest self sufficient project 
management group constitutes a formidable 
force in engineering project management. 


If achievements speak for themselves, Trans- 
Bakrie's list of products and services makes 
compelling reading. 


Fabrication and Erection 


1. Steel Structure : 
- Steel bridges 
- Transmission Line Towers 
- Buildings 
- Power Stations, Industrial Structure 


2. Welded H-Beams 


3. Plate Works: 
- Ducis, Stacks 
- Bins, Hoppers 
- Storage Tanks 


4. Mechanical Handling Equipment: - Others 
- Conveyor 
- Stacker, Reclaimer 
- Crane Structure 


5. Off - Shore Jacket, Plafforms 


рі. "апек 


STEEL FABRICATION AND CONSTRUCTION 


Head Office: Factory: 

P.T. Trans-Bakrie Sumuranja Cilegon, 
Wisma Bakrie, 1st Floor West Java 

Jl. H.R. Rasuna Said Kav, B-1 Phone : 082-124286 
Jakarta; 12920 - Indonesia 

Telex : 62420 


Fax : (21) 5200286 
Phone : (21) 5200259 
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KELUARGA BAHAGIA SEJAHTERA 
DAMBAAN SETIAP KELUARGA 


Rencanakanlah jaminan kesejahteraan Anda dan keluarga melalui : 


POLIS ASURANSI JIWA 


DWI GUNA 


Kami mempersembahkan polis-polis : 
* DWI GUNA. 


* DWI GUNA UTAMA. 

Yang dapat ditutup dalam : 

— Mata Uang Rupiah. 

— Mata Uang Dollar Amerika Serikat. 
e DWI GUNA MENAIK. 


e DWI GUNA BERTAHAP. 
Yang dapat ditutup dalam : 
— Mata Uang Rupiah. 


Untuk keterangan selengkapnya hubungi Kantor-Kantor Wa rr 
\ 


ERN ам aa и atau melalui agen kami yang datang E P ме, Mere oe 
"— $ ners aga. | 
g PT. ASURANSI JIWASRAYA HA 


Kantor Pusat : 
Jl. Ir. H. Juanda No. 34 
Tilp. 345031 (5 saluran), 355250 — 356170 — 356208 


JAKARTA 10120. 


Kantor-Kantor Cabang 
e Jakarta € Bandung € Semarang € Surabaya € Palembang € Medan € Ujung Pandang € Banjarmasin 
e Denpasar € Manado @ Pekanbaru € Cirebon € Malang € Pontianak € Yogyakarta 


30 


IR. MARTINUS PUTUHENA 


Ir. M. Putuhena lahir tanggal 27 
Mei 1901 di Kampung lhamahu di 
Pulau Saparua, Maluku, menjadi 
Menteri Pekerjaan Umum dan Te- 
naga dalam Kabinet Syahrir, |, ІІ dan 
Ш (14 Nopember 1945 sampai de- 
ngan 27 Juni 1947). 

S.D. dijalaninya di Saparuace 
School, MULO di Tondano dan 
AMS/B di Yogyakarta (keduanya 
mendapat bea siswa Pemerintah Hin- 
dia Belanda), kemudian lulus dari 
Technische Hoge School Bandung 
pada tahun 1927 dengan gelar in- 
sinyur dan langsung bekerja pada 
Departement van Burgelijke Open- 
bare Werken dan menjelang Perang 
Dunia II ditugaskan di Mataram 
(NTB) sebagai Kepala PU. 

Dalam masa R.I. (Yogyakarta), 
beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi 


Teknik Yogya dan Kepala Jawatan 
Gedung-Gedung. Beliau adalah Ke- 
tua Panitia Militer Urusan Teritorial 
yang mempunyai tugas mengalihkan 
anggota-anggota KNIL ke Angkatan 
Perang RIS di Ujung Pandang. Tang- 
gal 15 Maret 1950 waktu diangkat 
menjadi Perdana Menteri Negara 
Bagian NIT beliau ikut serta dalam 
likuidasi NIT kedalam Negara Kesa- 


tuan R.I. 


Setelah kembali ke Jakarta; beliau 


“menjadi Sekretaris Jenderal Depar- 


temen Pekerjaan Umum dan Tenaga 
selama enam tahun sampai 1956. . 
Pada tahun 1953 Ir.M. Putuhena 
mendirikan Lembaga Pendidikan 
(ATPUT) guna mendapatkan tenaga- 
tenaga ahli bidang PU. 

Setelah pensiun pada tahun 
1956, beliau menangani Perusahaan 
Tambang Timah (Billiton) dan tahun 
1958 diutus ke Negeri Belanda un- 
tuk berunding dalam rangka pe- 


ngalihan modal swasta Belanda 


kepada Pemerintah R.I. 

Sekembali dari Negeri Belanda 
beliau bergerak dalam bidang kon- 
sultan (CV. Hattawano dan PT IN- 
DOCIPTA). 

Ir. M. Putuhena adalah penerima 
Bintang Maha Putera Utama pada 
tanggal 17 Agustus 1976 dan setelah 
sakit beberapa lama, beliau wafat 
pada tanggal 20 September 1982 de- 
ngan meninggalkan seorang isteri 
(Ny. LBH Wattimena) dan 7 orang 
putra dan putri. 


Bia sea Google 


IR. H. PANGERAN 
MOHAMAD NOOR 


MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA 
24 Maret 1956 sampai dengan 14 Maret 1957 
(Kabinet Ali Sastromidjojo) 


9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959 


Ir. H. Pangeran Mohamad Noor 
adalah seorang bangsawan yang men- 
jabat Menteri Pekerjaan Umum dan 
Tenaga pada masa Kabinet Ali Sas- 
tromidjojo (24 Maret 1956 s/d 14) 
1959). Putra Pangeran Ali dan Ratu 
Intan binti Pangeran Kesuma Giri 
ini lahir di Martapura, Kalimantan Se- 
latan, 24 Juni 1901, didampingi se- 
orang istri yakni Gusti Aminah binti 
Gusti Mohamad Abi dan mem- 
punyai 11 orang putra yang saat ini 
masih hidup tinggal 6 orang. Sekolah 


(Kabinet Karya) 


Dasar dijalaninya di Kotabaru dan 
Amuntai lulus tahun 1911, lulus dari 
Hollands Inlandse School (HIS) di 
Banjarmasin tahun 1917. Hogere 
Burger School (HBS) lulus tahun 
1923, dan terakhir lulus dari 
Technische Hoge School (THS) di 
Bandung pada tahun 1927. 


Setelah lulus sebagai Insinyur, 
Pangeran Mohamad Nor diangkat 
menjadi Insinyur Sipil pada Departe- 
ment B.O.W: dari tanggal 1 Juli 1927 
sampai dengan 1929 ditempatkan di 
Tegal, dipindahkan ke Malang dari 
1929 sampai dengan 1931 untuk 
menangani Irrigatie Afd. Brantas, 
kemudian kembali lagi ke Batavia di 
Departement V & W. 


Tahun 1931 sampai dengan 1939 
terpilih sebagai Lid Volksraad (dua 
periode) mewakili daerah Kaliman- 
tan. Disamping itu dari tahun 1933 
sampai dengan 1936 beliau ditem- 
patkan di Banjarmasin pada Departe- 
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ment V & W, yang kemudian dipin- 
dahkan lagi ke Batavia diangkat 
sebagai Gedelegeerde Volksraad. 
Mulai tahun 1937 sampai dengan 
1942, ditempatkan di berbagai instan- 
si antara lain di Bandung sebagai In- 
sinyur di Departement V & W kemu- 
dian di Banyuwangi sebagai Sectie In- 
geniur pada Irrigatie Afd. Pekalen- 
Sampean. 


Pada masa Penjajahan Jepang Ir. H. 


P.M. Noor disamping aktif di De- 
partemen Pekerjaan Umum juga di- 
tunjuk sebagai Anggota Panitia Per- 


siapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI). 


Setelah kemerdekaan beliau diangkat 
menjadi Wakil Menteri PU dalam 
masa Kabinet Syahrir І (1945 - 1946). 


Kemudian dari tahun 1945 sampai 
dengan 1950, menjadi Gubernur 
Kalimantan yang pertama, berke- 
dudukan di Yogyakarta. merangkap 
Anggota DPA. 


Ir. H.P.M. Noor dalam masa Orde 
Baru adalah Anggota DPA (1968 - 
1973), dan menjadi Anggota DPR/ 
MPR-RI dari 1971 - 1977 menggan- 
tikan Prof. Dr. Kiai. H. Masykoer 
Dahlan mewakili Golongan Karya 
daerah pemilihan Kalimantan. 


Diantara kegiatannya sebagai Menteri 
PU dan Tenaga Ir. H. Pangeran 
Mohammad Noor pernah mem- 
prakarsai Proyek Pengembangan 
Wilayah Sungai Barito dan Proyek 
Pasang - Surut untuk meningkatkan 
usaha transmigrasi. Dari Pengem- 
bangan Sungai Barito tersebut yang 
telah dilaksanakan adalah PLTA - 
Riam Kanan Proyek Pengerukan 
Muara/ Ambang Sungai Barito dan 
sedang dibangun proyek irigasi Riam 
Kanan. Almarhum adalah penerima 
Tanda Kehormatan Bintang Maha 
Putra Utama Klas III tahun 1973 dan 
pada tahun 1971 mendapat 
penghargaan dari Yayasan Dr. 
Yoze Rizal, Manila, di Jakarta. 


Bab III 


1. Masa 1950 - 1966 bagi Re- 
publik Indonesia adalah masa pan- 
caroba. Pada saat itu banyak terjadi 
perubahan. Pada tahun 1950 negara- 
negara bagian satu demi satu meng- 
gabungkan diri dengan RI Yogyakar- 
ta. Sementara itu dengan Undang- 
Undang Darurat No. 11 Tahun 1950 
telah ditetapkan tata cara perubahan 
susunan kenegaraan RIS sehingga 
dapat melicinkan jalan ke arah peng- 
gabungan negara-negara bagian. Me- 
nanggapi keinginan rakyat yang 
makin meluas di negara-negara 
bagian di seluruh Indonesia, maka 
dengan melalui jalan konstitusional 
pada tanggal 15 Agustus 1950 telah 
berdiri Negara Kesatuan Republik In- 
donesia dengan landasan Undang- 
Undang Dasar Sementara 1950. Da- 
.lam sistem pemerintahan 
meneruskan pola sebelumnya sejak 
Kabinet Syahrir, dimana Pemerintah 
bertanggungjawab melalui Menteri- 
menteri Negara kepada Dewan Per- 
wakilan Rakyat. Dengan Keputusan 
Presiden RI Nomor 9 Tahun 1950 
dibentuk Kabinet RI Kesatuan yang 
pertama dengan Perdana Menteri 


ini 


Departemen 


Pekerjaan Umum 


Jaman Pancaroba 


Pada 


(1950 — 1966) 


Moh. Natsir. Kabinet ini terdiri dari 
beberapa partai, karena tidak ada 
partai yang menjadi mayoritas di 
Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak itu 
selama kurun waktu sampai 1959 ter- 
jadi berbagai Kabinet yang silih 
berganti sampai kemudian muncul 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan 
dengan penetapan Presiden Nomor 
1 Tahun 1959 Dewan Perwakilan 
Rakyat yang dibentuk berdasarkan 


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1953 ditetapkan untuk sementara 
menjalankan tugas Dewan Per- 
wakilan Rakyat menurut Undang- 
Undang Dasar 1945. Keadaan ini 
berlangsung sampai pemberontakan 
G.30 S/PKI pada bulan September 
1965 dan munculnya Orde Baru 
yang berlangsung hingga kini dan 
disebut sebagai Orde Pembangunan, 
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Ir. H. Johannes 


Ir. Suwarto 


MASA 
RAL 


DEMOKRASI LIBE- 


2. Dalam kurun waktu 1950 - 
1959, 7 (tujuh) Kabinet terbentuk, 
masing-masing adalah : 


a. Kabinet Natsir (6 September 1950 
- 27 April 1951) dengan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Tenaga Ir. 
H. Johannes; 
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Prof. Ir. Roosseno 


b. Kabinet Sukiman (27 April 1951 
- 3 April 1952) dengan Menteri Pe- 
kerjaan Umum dan Tenaga Ir. 


Ukar Bratakusumah: 


c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 1 


Agustus 1953) dengan Menteri Pe- 
kerjaan Umum dan Tenaga Ir. Su- 
warto, 


d. Kabinet Ali Sastroamidjojo | (1 
Agustus 1953 - 12 Agustus 1955) 
dengan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Prof. Ir. Roosseno 
yang sejak 12 Oktober 1953 di- 
angkat menjadi Menteri Perhu- 
bungan dan sebagai gantinya di- 
angkat Mohammad Hasan sebagai 
Menteri Pekerjaan Umum dan 
Tenaga, 


e. Kabinet Burhanudin Harahap (12 
Agustus 1955 - 24 Maret 1956) 
dengan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Tenaga R.P. Suroso, 


f. Kabinet Ali Sastroamidjojo 11 (24 
Maret 1955 - 9 April 1957) dengan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Te- 
naga Ir. Pangeran Mohammad 
Noor; 


g. Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) 
(9 April 1957 - 10 Juli 1959) de- 
ngan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Ir. Pangeran Moham- 
mad Noor. 


3. Kabinet Republik Indonesia 
Kesatuan yang pertama dibentuk 
dengan Keputusan Presiden Nomor 
9 Tahun 1950. Keputusan ini tidak 
mengatur bidang/lapangan tugas 
masing-masing kementerian. Akibat- 
nya terjadi perbedaan interpretasi dan 
pendapat mengenai hal yang me- 
nyangkut bidang tugas kementerian, 
misalnya mengenai kedudukan dan 
wewenang beberapa jawatan terten- 
tu sebagai berikut : 


a. Jawatan Teknik Penyehatan di- 
minta oleh Kementerian Kesehat- 
an: 


b. Jawatan Pelabuhan diminta oleh 
Kementerian Perhubungan: 


PROF. DR. IR. HERMAN 


YOHANNES 


Menteri Pekerjaan Umum 


6 September 50 s/d 27 April 51 


1. Pengalaman saya dalam bi- 
dang Pekerjaan Umum hanya sedi- 
kit, demikian pengungkapan beliau 
yang menjadi Menteri Tenaga Peker- 
jaan Umum dan Pembangunan da- 


lam Kabinet Natsir. Sewaktu 
menjabat Menteri Tenaga Pekerjaan 
Umum dan Pembangunan, Prof. Ir. 
Johannes dihadapkan berbagai ma- 
salah. Diantaranya menangkis se- 
rangan oposisi di Parlemen mengenai 
kenaikan tarif listrik yang sebetulnya 
diputuskan oleh Kabinet sebelumnya. 


dan Tenaga 


Waktu itu Kebayoran Baru mulai di- 
bangun, dengan demikian diperlukan 
air bersih untuk warga setempat. Di- 
bangunlah beberapa sumur artetis 
yang dapat menyemburkan airnya se- 
tinggi satu meter di atas permukaan 
tanah. Disamping pembangunan 
baru tersebut, rehabilitasi sarana dan 
prasarana yang telah dirusak dan di- 
bakar pada perang kemerdekaan ha- 
rus dilaksanakan dengan cepat. 


Pembangunan gedung-gedung 
sekolah waktu itu mempergunakan 
kerangka gedung prefabricated dari 
besi dan disebarkan ke beberapa kota 
antara lain 4 buah di Yogyakarta dan 
2 buah di Jakarta. Adapun di Yogya- 
karta, yang memakai kerangka terse- 
but adalah Gedung SMA Teladan, 
Akademi Senirupa Indonesia dan As- 
rama Dharma Putera sedangkan 
yang di Jakarta dipakai pada Kantor 
Kepolisian di Kebayoran Baru. 


Jabatan Menteri Tenaga, Peker- 
jaan Umum dan Pembangunan diak- 
hirinya pada tanggal 26 April 1951. 
Hal yang paling mengesankan ialah, 
Ir. Putuhena yang menjabat Men- 
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teri Pekerjaan Umum sebelumnya, 
bersedia diangkat menjadi Sekretaris 
Jenderal Departemen Tenaga, Pe- 
kerjaan Umum dan Pembangunan 
pada waktu itu Prof. Ir. Herman 
Johannes menjadi Menteri. 


2. Menurut Prof. Dr. Ir. Her- 
man Johannes, Pembangunan ia- 
lah semua usaha bagi kemajuan ma- 
syarakat dan bangsa. Kemajuan itu 
sendiri adalah keadaan masa kini 
yang lebih baik daripada keadaan 
masa lampau, dan keadaan masa da- 
tang yang lebih baik daripada ke- 
adaan masa kini, baik lahiriah mau- 
pun batiniah. 


Menurut beliau Departemen Pe- 
kerjaan Umum sekarang disamping 
telah berhasil membangun sarana 
dan prasarana demi kepentingan ma- 
syarakat, juga telah berperanserta dan 
berjasa dalam pembinaan bahasa In- 
donesia terbukti dengan pernah di- 
bentuknya Panitia Istilah dan diter- 
bitkannya buku istilah dalam bahasa 
Indonesia. Panitia itu sendiri terdiri 
dari Departemen Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Listrik bersama dengan 
Universitas Gajah Mada dan dibentuk 
tahun 1969 serta Prof. Dr. Ir. Her- 
man Johannes duduk di dalamnya 
sebagai anggota panitia. 


3. Prof. Dr. Ir. Herman Johan- 
nes telah membuat karya tulis dari 
hasil penelitian sebanyak 157 buah 
dan 21 diantaranya ditulis dengan 
memakai bahasa asing (Belanda dan 
Inggris). Di antara hasil karyanya 
yang sampai sekarang masih dite- 
kuninya ialah bagaimana mencipta- 
kan tungku atau kompor yang bebas 
dari bahaya kebakaran dan mudah 
dipergunakan pada rumah susun di 
Perumnas. 


Maha Putera bangsa ini dilahirkan 
di sebuah pedesaan di ujung timur 
yang jauh dari keramaian, tepatnya 
di Pulau Roti Nusa Tenggara Timur. 
Setelah berusia 7 tahun Herman Jo- 
hannes kecil mulai menapakkan 
kakinya di sebuah sekolah desa un- 
tuk mulai belajar bagaimana ilmu itu 
dapat diserap. Tahun 1928 disebe- 
rangilah lautan menuju ke Makasar 
(Ujungpandang) untuk menuntut 
ilmu di MULO setelah menyelesaikan 
Europese Lagere School di Kupang. 
Setamat dari MULO tahun 1931, di- 
lanjutkan sekolahnya di AMS di Ba- 
tavia (Jakarta) yang diselesaikannya 
pada tahun 1934. 


Herman Johannes kuliah di 
Technische Hoogschool di Bandung 
sambil menjadi guru C.O.M.B. (Cur- 
sus Opleiding Middelbare Bouwkun- 
digen) di Bandung, Guru Sekolah 
Menengah Teknik di Jakarta dan Do- 
sen Fisika di Perguruan Tinggi Kedok- 
teran Jakarta. 


Pada masa perang kemerdekaan 
Ir. Johannes menjadi anggota Pa- 
sukan Akademi Militer (A.M) Sektor 
Wehrkreise 105a, di bawah Koman- 
do Kolonel Jatikusumo dan Ang- 
gota Staf Sub Wehrkreise 104 di 
bawah Komando Mayor Sukasno. 
Prof. Ir. Herman Johannes per- 
nah ditugaskan oleh Kolonel Su- 
harto untuk merusak beberapa 
jembatan agar bisa menghambat ge- 
rak pasukan Belanda, perintah itu ha- 
rus dilaksanakan dengan catatan 
tidak boleh menghancurkan jem- 
batan-jembatan tersebut sampai han- 
cur total. Diantara jembatan-jembatan 
yang harus dirusak adalah jembatan 
Tegalyoso dan jembatan Sentolo. 
Walaupun bom yang dipakai meru- 
sak jembatan-jembatan tersebut na- 
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mun hanya kerangka jembatan itu 
saja yang jatuh ke sungai, kemudian 
setelah selesai peperangan jembatan- 
jembatan tersebut mudah diperbaiki 
kembali. 


Pernah menerima beberapa 

penghargaan di antaranya Bintang 
Gerilya, Bintang Maha Putra Kelas III 
dan Satya Karya Kelas I. 
Rumah yang ditempati sekarang juga 
merupakan penghargaan dari Alum- 
nus Teknik Sipil Gajah Mada yang 
waktu penyerahannya diserahkan 
oleh Ketuanya Ir. Soenarjono Da- 
noedjo pada tahun 1977. 


4. Dari sekian banyak jabatan 
yang dipangkunya, hingga sekarang 
masih memegang sebagai Guru Be- 
sar di Universitas Gajah Mada, ketua 
Hatta Foundation dan Ketua Regio- 
nal Science dan Development Cen- 
tre Jawa Tengah dan Yogyakarta. 


Harapan beliau pada Departemen 
Pekerjaan Umum sekarang ialah De- 
partemen Pekerjaan Umum masih di- 
haruskan berperanserta dalam Pem- 
bangunan Nasional Indonesia, di bi- 
dang : 


1. Pertanian, Departemen Peker- 
jaan Umum perlu meningkatkan 
penyediaan air irigasi yang cukup 
dan reklamasi rawa-rawa. 


2. Perhubungan, Departemen Pe- 
kerjaan Umum perlu meningkat- 
kan pembangunan jalan dan 
jembatan, meneruskan dan me- 
ngembangkan pembangunan ja- 
lan lintas Sumatera, membangun 
jalan lintas Kalimantan, Sulawesi 
dan membangun jalan di Irian 
Jaya. 


3. Pemukiman, Departemen Peker- 
jaan Umum diminta untuk me- 
mikirkan penyediaan air bersih 
untuk daerah transmigrasi dan 
kawasan perindustrian serta dae- 
rah pariwisata maupun pelabuh- 
an. 


Khususnya untuk pembangunan 
Indonesia Bagian Timur beliau sangat 
berharap agar cepat terlaksana, lebih- 
lebih di daerah Nusa Tenggara Ti- 
mur dimana dapat diteliti sungai- 
sungai yang sering terlanda erosi dan 
longsor sehingga dapat menjadi su- 
ngai yang dapat menahan air pada 
waktu musim penghujan. 


Banyak yang telah dihasilkan 
akan tetapi masih banyak lagi yang 
masih harus ditingkatkan hingga De- 
partemen Pekerjaan Umum berhasil 
mengukir sejarah pada Pembangun- 
an Nasional Indonesia. 
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INDONESIA 


A, AUSTRALIA sb 


ACS - Dinas Konstruksi Australia 
(Australian Construction Service) 


engucapkan selamat kepada Departemen Pekerjaan Umum R.I. 
atas 
Hari Ulang Tahun ke-45 
3 Desember 1945 — 3 Desember 1990 


ACS - Dinas Konstruksi 
Australia merasa bangga 
dan bersyukur karena da- 
pat bekerja sama dengan 
Departemen Pekerjaan 
Umum dengan berbagai 
proyek pembangunan 

demi peningkatkan kese- 

jahteraan .umum, terma- 
suk : 

- Proyek air minum di Bo- 
gor, Cilacap, Bandar 
Lampung, Kota Bumi, 
Denpasar, Sanggau dan 
beberapa kota lainnya. 

- Proyek tim penasehat 


tehknis - untuk Cipta 
Karya, | 

- Proyek pelabuhan Cila- 
сар. 

- Proyek penyelidikan ре- 
ternakan Ciawi. 


ACS - Dinas Konstruksi 
Australia berharap dapat 
terus bekerja sama de- 
ngan Departemen Peker- 
jaan Umum dalam bidang 
pembangunan nasional di 
masa depan. 


Lagi, terbaru dari Jasa Indonesia. 
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KARISMA, asuransi yang menjamin sekaligus 
Anda Sekeluarga, Rumah Tinggal, Isi Rumah dan 
Tanggung Jawab Hukum Anda terhadap pihak ke III ! 
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Jasa Indonesia memperkenalkan lagi KARISMA, sesungguhnya pelengkap KARISMA dari Jasa Indonesia. 

layanan terbarunya, KARISMA yang penting kebahagiaan masa kini. 

sangat praktis dan efisien. Membuat pikiran Anda sekeluarga lebih Hubungi kantor-kantor Jasa Indonesia 
tenang. Membuat gairah hidup lebih terdekat di seluruh Indonesia. 


Memiliki polis KARISMA artinya Anda Lees 
menutup satu asuransi dan memperoleh 
empat macam asuransi. Meliputi jaminan KARISMA, konsep asuransi yang lebih 
asuransi atas : maju. Bagi Anda yang senantiasa 
1. Diri Anda, ‘1stri/suami serta tiga anak mendambakan j 
di bawah 21 tahun atau belum 


al Karis “а 
2. Rumah tinggal Anda (Bangunan 


saja). yang telah memperoleh kepercayaan Menambah ketenangan hidup Anda 
3. Isi rumah tinggal Anda. masyarakat. Penuh soliditas dan 
4. Tanggung jawab hukum Anda dan profesionalisme. Dan terbukti selalu 
keluarga terhadap pihak ke III. sanggup memenuhi kewajibannya 
dalam membayar klaim. 


mng 
[ PT ASURANSI 
Н JASA INDONESIA 


Jakarta - Bandung - Bogor - Cirebon - Cilegon - Sukabumi - Purwokerto - Tegal - Solo - Jogyakarta - Semarang - Surabaya - Malang - Jember - Denpasar - Kupang - Mataram - Banda Aceh - Lhokseumawe - Medan - Pematang Siantar 
- Padang - Pekan Baru - Batam - Jambi - Palembang - Bengkulu - Tanjung Karang - Singkawang - Pontianak - Banjarmasin - Balikpapan - Samarinda - Palu - Manado - Ujung Pandang - Kendari - Ambon - Sorong - Ternate - Jayapura. 


c. Jawatan Pangkalan Terbang dimin- 
ta oleh Kementerian Perhubungan; 


d. Jawatan Perumahan Rakyat dimin- 
ta oleh Kementerian Sosial. 


Dalam masa ini terjadi proses 
penggabungan dan pemecahan bidang 
tugas Kementerian Pekerjaan Umum. 
Penggabungan Kementerian Pekerjaan 
Umum yang terjadi sejak perubahan 
dari RIS menjadi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia belum selesai, 
sudah diadakan perubahan berupa 
pemecahan dari satu kementerian 
menjadi dua kementerian, yaitu 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Tenaga dan Kementerian Perhubung- 
an. Di samping itu dalam usaha un- 
tuk menggabungkan peralatan negara 
bagian ke dalam organisasi pusat 
pemerintahan negara kesatuan banyak 
dijumpai kesukaran baik teknis, politis 
maupun psichologis. Serikat-serikat 
sekerja yang sudah muncul pada tahun 
1947 menyusul seruan pembentukan 
partai-partai dan organisasi bawahan- 
nya mulai pula mencari kesempatan 


dalam situasi dan kondisi yang kurang 
baik ini. 


4. Keperluan yang sangat men- 
desak pada waktu itu adalah berkem- 
bang pesatnya ibukota Jakarta yang 
dibanjiri oleh pendatang dari luar 
daerah baik karena faktor keamanan 
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Ir. H. Djuanda 


yayasan yaitu CSW sejak 1950 dilan- 


akibat perang kemerdekaan dan pem- jutkan oleh Kementerian Pekeriaan 


berontakan serta pemindahan ibukota 
dari Yogyakarta ke Jakarta, meng- 
akibatkan keperluan yang mendesak 
akan perumahan khususnya bagi 
pegawai. Pembangunan kota satelit 
xebayoran Baru yang sudah dimulai 
tanggal 18 Maret 1949 di masa 
pemerintahan pra federal Belanda 
yang diselenggarakan oleh suatu 


Umum dalam bentuk Proyek Pem- 
bangunan Chusus Kotabaru Kebayor- 
an (PCK). Agar penanganan pem- 
bangunan, pengelolaan dan peme- 
liharaan gedung-gedung negara 
terutama di kota-kota besar dapat 
terselenggara dengan sebaik-baiknya, 
sejak 1 Januari 1951 dibentuk Jawatan 
Gedung-gedung Daerah di kota-kota 


Pangeran Mohammad Noor 


Jakarta Raya, Tangerang, Bogor/ Ci- 
panas, Bandung, Semarang, Yogya- 
karta, Surakarta, Surabaya dan Ma- 
lang/ Lawang, sebagai instansi vertikal 
dari Jawatan Gedung-gedung Negara 
Pusat terlepas dari Jawatan Pekerjaan 
Umum Propinsi. 


5. Dasar hukum dari Dinas-dinas 
PU Propinsi mulai disempurnakan. Se- 
lama waktu itu ketentuan-ketentuan 
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tugas Dinas Pekerjaan Umum di Pro- 
pinsi hanya berpedoman pada un- 
dang-undang pembentukan daerah- 
daerah serta pemerintah otonom pro- 
pinsi dan daerah istimewa setingkat 
propinsi, yaitu Undang-undang Nomor 
22 yang ada sebelum agresi militer 
Belanda II. Tugas-tugas yang di- 
serahkan itu meliputi pembinaan 
obyek-obyek (jalan, pengairan, 
gedung) yang penting untuk ling- 
kungan propinsi disertai hak-hak peng- 


gunaan dan pemilikan atas barang-ba- 
rang bergerak dan barang tak bergerak 
yang digunakan untuk tugas pembi- 
naan itu. Di samping itu kepada pro- 
pinsi diperbantukan para pegawai yang 
ada di propinsi dan tenaga-tenaga dari 
pusat untuk menjalankan tugas yang 
diserahkan. Dengan adanya penye- 
rahan ini maka lahirlah hak pengawas 
dari pihak yang menyerahkan, yaitu 
Menteri yang harus mempergunakan- 
nya secara bijaksana sehingga tidak 


mencampuri dan tidak menyinggung 
hak otonomi dari propinsi. Tugas-tugas 
yang mengandung aspek-aspek na- 
sional dan internasional dikecualikan 
dari penyerahan tersebut (voorbehou- 
dentaak). Hal-hal tersebut antara lain 
pembangkit tenaga air, pengerukan 
sungai, tata penggunaan ruang/tanah 
negara, pembangunan kota-kota dan 
sebagainya. Dalam hubungan ini me- 
ngenai jalan dapat dicatat bahwa di 
Sumatera dan pulau-pulau lainnya 
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akan dikecualikan dalam penyerahan 
tersebut suatu asweg (jalan poros) yang 
akan tetap dibina oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Tenaga, dan 
kemudian hari dikenal sebagai jalan 
negara, sedang jalan yang diserahkan 
disebut jalan propinsi. Penyerahan ke 
daerah otonom bawahan menyebab- 
kan timbulnya istilah jalan Kabupaten 
dan jalan Kotapraja. Mengenai ge- 
dung-gedung dapat dicatat, bahwa 
yang diserahkan pada propinsi hanya 
urusan sekolah-sekolah rakyat/ dasar 
dan keperluan-keperluan jawatan-ja- 
watan atau dinas propinsi lainnya. 
Pembinaan gedung-gedung negara 
lainnya masih dipertanggungjawabkan 
kepada Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Tenaga. 


Ketetapan untuk penyerahan se- 
bagian tugas pemerintah di bidang 
Pekerjaan Umum kepada propinsi 
sebagai daerah otonom telah diputus- 
kan dalam Sidang Dewan Menteri 
tanggal 10 Agustus 1951, khususnya 
untuk Jawa dan Sumatera. Ketetapan 
berupa Peraturan Pemerintah baru 
diundangkan dalam masa kabinet yang 
lain yaitu tanggal 21 April 1953 yang 
dikenal dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 1953. Peraturan 
Pemerintah ini dimuat dalam Lem- 
baran Negara RI 1953 Nomor 31. 
Tugas-tugas bidang pekerjaan umum 
yang diserahkan kepada Propinsi- 
propinsi di Jawa dan Sumatera 
menurut pasal 2 Peraturan Pemerin- 
tah ini adalah : 


a. menguasai perairan umum seperti 
sungai, danau, sumber dan lain-lain 
sebagainya: 

b. membikin, memperbaiki, meme- 
lihara dan menguasai bangunan-ba- 


Presiden Sukarno dan Walikota Sudiro Jakarta meninjau pembangunan 
Kota Baru Kebayoran ( Foto : IPPHOS | 


ngunan untuk pengairan, pem- 
buangan dan penahan air, 


. membikin, memperbaiki, meme- 


lihara dan menguasai jalan umum, 
yang tidak diurus langsung oleh Ke- 
menterian Pekerjaan Umum dan 
Tenaga serta bangunan-bangunan 
turutannya, tanah-tanahnya dan 
segala sesuatu yang perlu untuk 
keselamatan lalulintas di atas jalan- 
jalan tersebut: 


. membikin, memperbaiki, meme- 


lihara dan menguasai bangunan-ba- 
ngunan untuk kepentingan umum, 
seperti untuk pertanian, perin- 
dustrian, lalulintas air dan 
sebagainya: 


. membikin, memelihara dan me- 


nguasai bangunan-bangunan 
penyehatan, seperti pembuluh air 
minum, sumur-sumur artetis, pem- 


buluh-pembuluh pembilas dan 
sebagainya: 


f. membikin, membeli, menyewa, 
memperbaiki, memelihara dan me- 
nguasai gedung-gedung untuk ke- 
perluan urusan yang oleh Pemerin- 
tah Pusat diserahkan kepada 
Propinsi: 


g. memelihara lain-lain gedung Negara 
terkecuali yang pemeliharaannya 
diurus langsung oleh Jawatan Ge- 
dung-gedung Negara, dengan 
catatan bahwa pembiayaannya di- 
perhitungkan dengan Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Tenaga, 


Dari penyerahan tersebut dikecuali- 
kan urusan-urusan yang diseleng- 
garakan oleh Pemerintah Pusat, yaitu : 


a. Urusan sungai-sungai yang terbuka 
untuk pelayaran internasional: 
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b. urusan pembikinan dan eksploitasi 
bangunan-bangunan pembangkit 
gaya tenaga air. 


Peraturan Pemerintah tersebut, 
pada pasal 4, juga menegaskan bahwa 
penyerahan urusan-urusan pekerjaan 
umum termaksud dalam peraturan ini 
tidak mengurangi hak Menteri Peker- 
jaan Umum dan Tenaga untuk me- 
ngadakan pengawasan atas urusan- 
urusan tersebut serta merencanakan 
dan menyelenggarakan pekerjaan- 
pekerjaan dalam lingkungan daerah 
propinsi atau daerah-daerah otonom 
bawahan guna kemakmuran umum 
tentang hal-hal mana Menteri Peker- 
jaan Umum dan Tenaga dapat me- 
ngadakan peraturannya. Kemudian 
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Jalan Jenderal Sudirman ditahun 50'an. 


untuk menyelenggarakan pekerjaan- 
pekerjaan membangun, memperbaiki, 
atau memperluas obyek-obyek bidang 
pekerjaan umum di daerah propinsi 
atau daerah otonom bawahan, yang 
biayanya melebihi jumlah tertentu yang 
ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan 
Umum dan Tenaga memerlukan per- 
setujuan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Tenaga terlebih dahulu. Ini berarti 
adanya standar pembiayaan dalam 
bidang pekerjaan umum. Dalam hal- 
hal luar biasa Menteri Pekerjaan 
Umum dan Tenaga dapat mengambil 
keputusan untuk menahan penyeleng- 
garaan suatu pekerjaan propinsi atau 
daerah otonom bawahan guna kepen- 
tingan Negara dan diselenggarakan 
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langsung oleh Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Tenaga. Wewenang yang 
demikian ini ditambah dengan kenya- 
taan bahwa pemerintah daerah 
otonom kurang memiliki sumber- 
sumber pembiayaan menyebabkan 
ketergantungan yang amat besar 
kepada Pemerintah Pusat. Di kemu- 
dian hari dengan terbatasnya anggaran 
Pemerintah Pusat menyebabkan me- 
rosotnya keadaan prasarana dan 
sarana pekerjaan umum yang sangat 
berpengaruh terhadap pembangunan 
nasional. 


6. Pada tahun 1952 dengan se- 
makin berkembangnya kota Jakarta 
dan guna menampung perkembangan 


industri terdapat keinginan untuk 
membangun waduk Jatiluhur yang da- 
pat membangkitkan tenaga listrik dan 
sekaligus memberikan suplesi air irigasi 
bagian utara Jawa Barat serta supply 
air bersih untuk kota Jakarta. Gagasan 
ini sebenarnya telah ada sejak tahun 
1948 yaitu dengan adanya tokoh yang 
bernama van Blomenstein yang 
menulis buku Wellvaart plan voor Java 
en Madura. Gagasan ini memberikan 
gambaran tentang kemungkinan pe- 
ngembangan sungai-sungai di seluruh 
Jawa dan menghubungkannya dengan 
sejumlah waduk serbaguna yang dapat 
bermanfaat bagi pembangkitan tenaga 
listrik, irigasi, pelayaran, air bersih 
penggelontoran dan sebagainya. Salah 
satu waduk yang diidentifikasi adalah 
waduk Jatiluhur. 


Pada masa pemerintahan Perdana 
Menteri Ali Sastroamidjojo II telah 
dicetuskan program untuk memulai 
pembangunan secara teratur dan me- 
nurut rencana berjangka waktu tertentu 
(lima tahun) dengan menitikberatkan 
pada dasar kepentingan rakyat. Suatu 
rencana lima tahun diumumkan yaitu 
Rencana Pembangunan Lima Tahun 
1956 — 1961. Sayang sekali kabinet 
telah jatuh pada bulan April 1957, dan 
walaupun pemerintah berikutnya tetap 
memberikan perhatian atas rencana itu 
namun perkembangan politik kene- 
garaan telah berubah: 


7. Dengan berlakunya sistem ba- 
nyak partai maka Dewan Perwakilan 
Rakyat tidak dapat dikuasai oleh satu 
mayoritas. Akibatnya adalah terbentuk- 
nya kabinet yang didukung oleh 
beberapa partai sehingga mudah 
goyah. Selanjutnya kabinet silih 


berganti dan hanya berlangsung dalam 
waktu yang tidak lama, sehingga pro- 
gram-program tidak dapat dilaksana- 
kan sepenuhnya karena kabinet sudah 
jatuh. Masalah lain yang mengganggu 
negara baru adalah adanya sejumlah 
y emberontakan bersenjata yang ber- 
langsung selama kurun waktu 1950 — 
1958, dimulai dengan Kartosuwiryo 
(DI/TII), APRA, Andi Aziz, RMS dan 
lain-lain dan terakhir adalah PRRI/Per- 
mesta pada tahun 1957 — 1958. 
Pemilihan umum baru dapat dilak- 
sanakan pada tahun 1955 dan kemu- 
dian terbentuklah Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Konstituante, dengan 
komposisi yang masih seimbang dan 
tidak adanya mayoritas di dalamnya. 
Pada masa itu situasi politik dan 
keamanan yang kurang stabil ditambah 
dengan pengaruh perang dingin antara 
kedua blok Barat dan Timur menye- 
babkan terdapatnya keinginan untuk 
dapat terbentuknya negara kuat 
dengan pemerintahan yang stabil. 
Konstituante yang berdasarkan pasal 
134 Undang-undang Dasar Sementara 
1950 ditugaskan segera menetapkan 
undang-undang dasar baru setelah ber- 
sidang sejak 10 Nopember 1957 sam- 
pai dua tahun kemudian belum juga 
berhasil menetapkan dasar negara. 
Dwi Tunggal Soekarno-Hatta mulai 
ada tanda-tanda perpecahan, sehingga 
Presiden Soekarno sebagai pribadi 
membentuk pemerintahan yang di- 
sebut dengan nama Kabinet Karya (9 
April 1957 — 10 Juli 1959) dengan 
Ir. Djuanda sebagai Perdana Menteri 
Kabinet Djuanda masih meneruskan 
Rencana Lima Tahun khususnya pem- 
bangunan bendungan Jatiluhur. Situasi 
keuangan negara sejak berakhirnya 
'Korea Boom' tidak semakin baik 
dengan akibat kurangnya dana yang 


tersedia untuk pembangunan pra- 
sarana, dan upaya merebut Irian Barat 
dari tangan Belanda sebagai kelanjutan 
perjuangan kebangsaan menyebabkan 
keperluan yang mendesak akan per- 
alatan militer yang menyedot anggaran 
negara termasuk hutang luar negeri. 


Pada tanggal 5 Juli 1959 terbit 
Dekrit Presiden yang menetapkan : 


(1) Pembubaran Konstituante: 


(2) Berlakunya kembali Undang-Un- 
dang Dasar 1945, sedang Un- 
dang-Undang Dasar Sementara 
1950 dinyatakan tidak berlaku, 


(3) Pembentukan Majelis Per- 
musyawaran Rakyat Sementara. 


8. Sebelum Dekrit Presiden sistem 
pemerintahan adalah parlementer. Da- 
lam sistem ini di tingkat Kementerian 
biasanya Menteri didampingi oleh 
seorang Sekretaris Jenderal yang 
merupakan jabatan tertinggi pegawai 
negeri. Di bawahnya adalah jawatan- 
jawatan yang melaksanakan tugas da- 
lam bidang-bidang yang penting. Di 
tingkat Daerah/Propinsi dibentuk 
Dinas-dinas Pekerjaan Umum Propin- 
si. Penyeragaman dengan organisasi 
Dinas Pekerjaan Umum Propinsi yang 
terdapat di Jawa berlangsung sesuai 
dengan pembentukan propinsi- 
provinsi. Pengadaan organisasi PU 
Daerah Otonom Bawahan berlang- 
sung terus disamping pembentukan 
unit kerja vertikal dari Dinas PU Pro- 
pinsi. Gerakan-gerakan daerah serta 
pertumbuhan pemerintahan otonom 
daerah yang telah mengakibatkan 
dibentuknya propinsi-propinsi baru 
membawa konsekwensi dibentuknya 
Dinas-dinas PU baru. Beberapa Dinas 
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DUA PULUH LIMA TAHUN MEMBANGUN, 
LEBIH DARI 21 TAHUN BERPARTISIPASI. “se” 
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Sejak mulai berdirinya tahun 
1968, BankExim sebagai agen 
pembangunan turut 
berpartisipasi dalam 
pembangunan nasional. 

Setelah lebih dari 21 tahun 
turut berpartisipasi, kamipun kian : 
berkembang dan lebih 
profesional 
Sebagai bank komersial, kami 
telah buktikan kemampuan kami 
dalam menghadapi persaingan 
dan gejolak perubahan yang 
sangat cepat, baik di dalam 
maupun di luar negeri 
Sehingga terwujud efisiensi dan 
produktivitas usaha yang optimal. 
Hal tersebut mendudukkan 
BankExim sebagai bank yang 
terkemuka secara nasional 
maupun internasional 


Manajemen yang efisien serta 
personil yang berkemampuan 
profesional mendukung layanan 
kami terhadap segala jasa 
perbankan yang dibutuhkan 
masyarakat luas seperti : Giro, 
Tabungan, Deposito, Transfer, 
Payment Point, Pinjaman, Ekspor 
Impor, Valuta Asing, Automated 
Teller Machine dan lain-lain 

Kini ditengah-tengah deru 
langkah pembangunan yang 


telah berjalan selama 25 tahun ini, 


BankExim dengan 61 kantor 
cabang serta 47 kantor cabang 
pembantu dan kantor kas yang 
tersebar di seluruh Indonesia dan 
4 kantor di luar negeri (New 
York, London, Hong Kong, Paris), 
tetap berperan sebagai andalan 
kemajuan bagi usaha Anda 


BB pankExim 


Bank Ekspor Impor Indonesia 


KANTOR PUSAT : 
Jl. Lapangan Setasiun No. | 
Jakarta 11110, INDONESIA 


P.O. Box 1032 
Telepon 673-122, 690-0991 
Telex 42030, 42032, 42087, 
| 42729, 42741, 42917, 
42948, 44226, 44229, 
42608 
Facsimile : 673-047, 674-734 


Alamat Kawat : EXIMINDONESIA 


PU Propinsi yang mengalami peme- 
karan organisasi dipecah dengan men- 
jadikan Dinas PU Daerah menjadi 
Dinas PU Propinsi, seperti yang terjadi 
di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah 
dan Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara 
dan Kalimantan. Di Kalimantan pada 
waktu itu pernah diadakan jabatan 
Koordinator Dinas PU Kalimantan. 
Masalah yang dihadapi dalam penga- 
daan tenaga pimpinan adalah sangat 
langkanya tenaga ahli teknik /sarjana 
dengan pengalaman kerja yang men- 
cukupi. Pada masa itu pernah pula 
dikenal istilah insinyur praktek, yaitu 
tenaga teknik lulusan KWS, KES, PJS 
yang sudah berpengalaman dan ber- 
prestasi baik diangkat menjadi insinyur 
praktek. 


Perusahaan Negara mulai menjadi 
pemikiran di kalangan Pemerintah 
sesuai dengan amanat undang-undang 
dasar mengenai penguasaan Negara 
atas cabang-cabang produksi yang 
penting. Selain itu dengan adanya 
keputusan Pemerintah membatalkan 
perjanjian KMB dan repatriasi warga 
negara Belanda maka banyak badan 
usaha milik Belanda yang diambil alih 
oleh Pemerintah. Yang pertama ter- 
pikir untuk segera dikuasai oleh negara 
adalah listrik dan gas, kemudian me- 
nyusul keperluan akan perumahan 
sebagaimana berjalan dengan pem- 
bangunan kota Kebayoran Baru oleh 
sebuah Yayasan pada masa pen- 
dudukan Belanda. Untuk itu dibentuk 
Perusahaan Listrik Negara dan Pe- 
rusahaan Gas Negara, juga pemben- 
tukan Perusahaan Negara 'Pem- 
bangunan Perumahan'. Dengan pe- 
ngambil-alihan  perusahaan-pe- 
rusahaan Belanda lainnya maka 
perusahaan-perusahaan konstruksi 


Belanda yang dikenal dengan istilah - 


the big five” juga dirubah menjadi 
perusahaan Negara: HBM (Holland- 
sche Beton Maatschappij) menjadi PN. 
Hutama Karya, NEDAM (Nederlands 
Aannemings Maatschappij) menjadi 
PN. Nindya Karya, VAM (Volkers 
Aannemings Maatschappij) menjadi 
PN. Waskita Karya. 


Perusahaan-perusahaan konstruksi 
yang di zaman Hindia Belanda dikenal 


PERUM PERUMNAS 


Mengutamakan kelayakan 
dan keterjangkauan 


Sejak didirikannya hingga kini 


sebagai the big five’ tersebut memang 
merupakan perusahaan yang dibina 
dan dikembangkan oleh Pemerintah 
Hindia Belanda guna menyeleng- 
garakan pekerjaan -pekerjaan di In- 
donesia dan telah menjadi besar dan 
profesional. Kelima perusahaan ter- 
sebut secara bergantian mengerjakan 
pekerjaan-pekerjaan PU dan menurut 
Prof. Roosseno pada ceramahnya di 


Perum Perumnas telah membangun 204.000 unit rumah 
yang terbesar di 168 lokasi di berbagai kota, di seluruh 


Propinsi di Nusantara 


Perum perumnas terus membangun buat anda 
dengan mengutamakan kelayakan dan keterjangkauan 
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PERUM PERUMNAS 


Mengutamakan kelayakan dan keterjangkauan 


Kantor Pusat : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 11 Jakarta 13340 
Telp. 8194807 - Telek. 48432 RUMNASIA — Fax. 8193825 
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Departemen Pekerjaan Umum 
tanggal 5 Desember 1984, 'arisan 
tender’ itu bukan penemuan GA- 
PENSI (Gabungan Pelaksana Na- 
sional Indonesia), tetapi sudah aaa se- 
jak jaman kolonial, ya di antara ke lima 
perusahaan itu, dengan menggunakan 
anggaran Pemerintah Hindia Belanda, 
baik pusat ataupun daerah yang diatur 
dalam OFV (Ordonnantie Financiale 
Verhouding). 

Selain memanfaatkan perusahaan- 
perusahaan, Pemerintah Kolonial 
dalam pekerjaan-pekerjaan pem- 
bangunan dan pemeliharaan jalan 
menggunakan pajak khusus yang di- 
kenal dengan herendienst (rodi), 
dimana penduduk yang sudah dewasa 
diharuskan menyumbangkan tenaga- 
nya untuk beberapa hari dalam 
setahun untuk keperluan tersebut di 
atas. Pajak ini kemudian diganti 
dengan weg-geld (sumbangan untuk 
keperluan jalan) dan akhirnya di- 
hapuskan, tetapi pada zaman pen- 
dudukan Jepang dikenal istilah 
kingrohosi/romusha yaitu kerja sistem 
gotang royong menggerakkan tenaga 
dan bahan untuk pekerjaan-pekerjaan 
yang ditentukan, seperti yang ditulis 
oleh surat kabar 'Asia Raya’ yang 
mengerahkan lebih kurang satu juta 
orang untuk pembangunan saluran 
Mataram di Yogyakarta. 


10. Sejak zaman penjajahan Hin- 
dia Belanda dalam melaksanakan 
pekerjaan pembangunan dan peme- 
liharaan dibidang administrasi 
keuangan berpedoman kepada ICW 
(Indische Comptabiliteits Wet) yang an- 
tara lain mengatur tentang pelaksanaan 
pekerjaan in eigenbeheer (swakelola) 
dan in aanbesteding (diborongkan). 
Persyaratan-persyaratan teknis lainnya 
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berpedoman kepada AV 1941 (Alge- 
mene Voorwaarden voor de uitvoer- 
ing bij aaneming van Openbare Wer- 
ken in Nederlands Indie). Waktu itu 
istilah kontraktor belum dipakai tetapi 
dipergunakan istilah pemborong atau 
pelaksana. GAPENSI (Gabungan Pe- 
laksana Nasional Indonesia) me- 
rupakan gabungan para pemborong 
bangunan/pelaksana nasional sebagai 
upaya untuk menandingi perusahaan- 
perusahaan Belanda yang beroperasi 
di alam Indonesia merdeka maupun 
pemborong-pemborong non pribumi 
lainnya. Para anggota GAPENSI 


umumnya adalah pemborong/ pelak- 
sana yang memulai usahanya sebagai 
pemborong kecil-kecilan sebagai sub 


kontraktor dengan mengandalkan 
tenaga para mandor yang berpe- 
ngalaman. Pada masa itu pem- 
borong/pelaksana nasional didorong 
agar dapat berkembang dan menggan- 
tikan peranan Big Five secara 
berangsur-angsur. Dengan terben- 
tuknya perusahaan-perusahaan negara 
sebagai kelanjutan nasionalisasi 
perusahaan-perusahaan Belanda maka 
lengkaplah pembentukan dunia usaha 
jasa konstruksi sebagai mitra pemerin- 
tah dalam pembangunan bidang pe- 
kerjaan umum dan di kemudian hari 
muncul AKI (Asosiasi Kontraktor In- 
donesia) dan INKINDO (Ikatan Nasio- 
nal Konsultan Indonesia). 


Kegiatan Pembuatan Saluran 


MASA DEMOKRASI TERPIM- 
PIN 


11. Beberapa hari setelah Dekrit 
Presiden RI 5 Juli 1959, dengan 
Keputusan Presiden Nomor 153 Ta- 
hun 1959 tanggal 10 Juli 1959, telah 
dibentuk Kabinet Kerja yang dipimpin 
langsung oleh Presiden dan Ir. H. 
Djuanda sebagai Menteri Pertama. 


Dalam kabinet ini para Menteri 
dikelompokkan sebagai Menteri- 
menteri inti dan Menteri-menteri 
Negara. Kemudian dengan Keputusan 
Presiden Nomor 154 Tahun 1959 
tanggal 13 Juli 1959 diangkat Menteri- 
menteri Muda, salah satu diantaranya 
adalah Menteri Muda Pekerjaan 
Umum dan Tenaga, Ir. Sardjono Di- 
pokusumo yang berkedudukan dalam 
lingkungan Menteri Inti Bidang Pro- 
duksi. Perubahan Kabinet pada tang- 
gal 18 Februari 1960 menjadi Kabinet 
Kerja II menambahkan jabatan Wakil 
Menteri Pertama dan menambah 
jumlah menteri inti dan merubah 
sebutan Menteri Muda Pekerjaan 
Umum dan Tenaga menjadi Menteri 
Pekerjaan Umum dan Tenaga. Dan 
dalam regrouping kabinet dalam 
Kabinet Kerja III yang mengangkat se- 
jumlah wakil menteri pertama Ir. Di- 
pokusumo digantikan oleh Mayor 
Jenderal D. Suprajogi sebagai Mente- 
ri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang 
merangkap dengan jabatannya sebagai 
Wakil Menteri Pertama Bidang Pro- 
duksi (Keputusan Presiden Nomor 94 
Tahun 1962 tanggal 6 Maret 1962). 
Susunan baru Kabinet Kerja IV pada 
tanggal 13 Nopember 1963 (Kepu- 
tusan Presiden Nomor 232 Tahun 
1963) menempatkan Departemen Pe- 
kerjaan Umum dan Tenaga dalam 


lingkungan Kompartemen Pem- 
bangunan dengan Menteri Pekerjaan 
Umum Mayor Jenderal D. Suprajogi 
Sejak itu sebutan kementerian dirubah 
menjadi departemen sesuai pasal 17 
Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyatakan bahwa Menteri sebagai 
pembantu Presiden memimpin Depar- 
temen pemerintahan. 


12. Bidang tugas yang dimaksud 
dalam urusan Departemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga adalah : 


a. Perairan, yang meliputi pengairan 
(irigasi), pengendalian banjir (flood 
control), air minum dan teknik pe- 
nyehatan (assainering): 


b. Ketenagaan yang meliputi pem- 
bangkit tenaga listrik, gas, kokas dan 


lain-lainnya: 


c. Jalan-jalan umum yang meliputi ba- 
ngunan jalan, jembatan dan segala 
bangunan pelengkapnya: 


d. Bangunan-bangunan yang meliputi 
bangunan untuk pabrik, bangunan 
umum negara, gedung-gedung dan 
perumahan pegawai negeri: 


e. Perencanaan dan pembangunan 
kota dan daerah (city and regional 
planning): 


f. Penelitian, penyelidikan dan 
perundang-undangan untuk kepen- 
tingan dan mengenai bidang/la- 
pangan tugas tersebut: 


g. Pembinaan, pendidikan dan latihan 
tenaga teknik. 


Dalam susunan organisasi Depar- 
temen Pekerjaan Umum dan Tenaga 
pada tahun 1959 itu beberapa jawatan 
dijadikan Direktorat Jenderal, Menteri 
Muda/ Menteri dibantu oleh staf pem- 


уу» 
Kes 


TN SEMI 


Ir. Sardjono Dipokusumo 


Mayor Jenderal D. Suprajoai. 


49 


PARTNER ANDA DIBIDANG 
ALAT-ALAT BESAR 


INDUSTRIAL DEVELOPMENT CENTRE 


Jl. Raya Bekasi Km. 22, Jakarta 13910 — Indonesia 
Telp. (021) 4898014 (7 lines), 4890868 (5 lines) 
Telex · 49289 UTSIA, 48351 UTCIA. PO. Box : 3238 
Facsimile : (021) 4897805 
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Ambon e Balikpapan e Banjarmasin e Bandar Lampung e Belitung e Bengkulu e Bandung e Cilacap e Jakarta e Jambi e Jayapura e Kendari e 
e | hok Seumawe e Medan e Manado e Manokwari e Merauke e Nabire e Pakan Baru e Padang e Palembang e Pangkal Pinang e 
e Pangkalan Bun e Palangkaraya e Pontianak e Palu e Surabaya e Semarang e Samarinda e Sampit e 
e Sorong e Tarakan e Tanjung Hedep e Ternate e Ujung Pandang e 


LETNAN JENDERAL 
DADANG SUPRAYOGI 


Putra Indonesia ini dilahirkan di 
Bandung, tanggal 12 April 1914, 
sempat mengecap pendidikan Mid- 
delbare Handel School di Bandung 
dan Staf Komando Angkatan Darat. 
Pada tahun 1935 sampai dengan 
1942 bekerja sebagai Book Houder 
di Gemeente Bandung, sedang pada 
penjajahan Jepang menjabat Inspek- 
tur Keuangan Kotapraja Bandung. 
Beliau menikah dengan Ny. Nana 
Suprayogi yang memperoleh putra 
dua orang. 

Tahun 1945 Dadang Suprayo- 


gi mengawali karier militernya seba- 
gai Kepala Perbekalan Komando 


Pertahanan Priangan dan Inspektur 
Administrasi Divisi Siliwangi. Pang- 
lima Divisi Siliwangi dijalaninya tahun 
1956 sampai 1957. 

Pada tahun 1958 beliau diangkat 
menjadi Menteri Negara Urusan Sta- 
bilisasi Ekonomi dan pada tahun 
1959 sebagai Menteri Pekerjaan 
Umum dan Tenaga merangkap se- 
bagai Menteri Inti Produksi/Wakil 
Menteri Pertama Bidang Produksi. 


Pada masa jabatannya selaku 
Menteri Pekerjaan Umum dan Te- 
naga, Dadang Suprayogi memba- 
ngun berbagai macam proyek antara 
lain, di Sumatera pembangunan jem- 
batan sungai Musi (jembatan Am- 
pera), di Pulau Jawa pembangunan 
Waduk Jatiluhur dan Karangkates, di 
Bali pembangunan lapangan terbang 
Ngurah Rai, di Kalimantan pemba- 
ngunan bendung Riam Kanan, jalan 
di Kalimantan Tengah dan Kaliman- 


tan Timur, sedangkan di Indonesia 


Bagian Timur (IBT) pembangunan ja- 


lan di Nusa Tenggara Timur, ruas an- 


tara Maumere - Ende, pembangunan 
Universitas Oceanografi di Ambon, 
pembangunan Kota Baru di Amahai 
Pulau Seram, dan di Jakarta pem- 
bangunan sarana Asian Games pada 
tahun 1962, termasuk pembangunan 
jalan Jakarta By Pass, Stadion Utama 
Senayan, Jembatan Semanggi, Ho- 
tel Indonesia dan lain-lainnya. 


51 


Dadang Suprayogi dalam pe- 
sannya kepada para karyawan dan 
pimpinan di lingkungan Departemen 
Pekerjaan Umum yang saat ini ma- 
sih mengerjakan/ melaksanakan 
pembangunan agar meningkatkan 
kreativitas dan berinisiatif serta tidak 
cepat puas. Penelitian dan pengem- 
bangan agar dikembangkan lebih luas 
lagi peranannya agar bisa memberi- 
kan masukan-masukan dalam bidang 
produksi, perindustrian dan pendidik- 
an. Dalam melaksanakan program 
tinggal landas Departemen Pekerjaan 
Umum agar mempunyai tenaga spe- 
sialisasi karena pembangunan makin 
lama makin sempurna sesuai arus ke- 
majuan teknologi. 


Letnan Jenderal Purnawirawan 
ini menerima sepuluh tanda penghar- 


Presiden Pertama RI didampingi аш od 


Menteri P.U. Mayjend. D. Suprajogi 


meresmikan proyek Penjernihan Air © 


Minum  Pejompongan (Foto: 


Dokumentasi PU) 
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gaan diantaranya Satyalencana Pem- 
bangunan dan Satyalencana Peri- 
ngatan Perjuangan Kemerdekaan, 
delapan bintang jasa antara lain Bin- 
tang Gerilya dan Bintang Mahaputra 
Tingkat I1/Adipradana. Dua bintang 
diterimanya dari luar negeri ialah, 
Bintang Pemerintah Perancis dan Pe- 
merintah Jerman. 


Setelah mengakhiri jabatannya 
sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan 
naga beliau pernah menjabat seba- 
gai Menteri Koordinator/ Badan Pe- 
meriksa Keuangan, Ketua Badan Pe- 
meriksa Keuangan dan terakhir se- 
bagai anggota Majelis Permusyawa- 
ratan Rakyat sampai tahun 1982. Ja- 
batan lain yang pernah dipegangnya 
ialah Ketua Harian KONI Pusat, Ang- 
gota Internasional Olimpic Commit- 
tee. 


bantu menteri yaitu Sekretaris Jenderal 
dan Direktur Jenderal Pekerjaan 
Umum, Direktur Jenderal Pengairan, 
Direktur Jenderal Perumahan dan 
Direktur Jenderal Tugas Khusus. 
Masing-masing Direktur Jenderal 
membawahi jawatan-jawatan tertentu. 
Jawatan dan Balai di lingkungan 
Departemen adalah : 

(1) Jawatan Jalan-jalan dan Jem- 
batan; 

Jawatan Perairan; 

Jawatan Teknik Penyehatan; 
Jawatan Perumahan Rakyat; 
Jawatan Gedung-gedung Negara; 
Jawatan Alat-alat Besar; 

Balai Penyelidikan Tanah dan 
Jalan; 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


P.T. LIFIGHIT 


KANTOR PUSAT : JL HANG TUAH RAYA NO. 26 KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12120 


(8) Balai Penyelidikan Masalah Air; 

(9) Balai Tata Ruangan dan Pem- 
bangunan Kota; 

(10) Balai Konstruksi; 

(11) Lembaga Penyelidikan Masalah 
Bangunan; dan 

(12) Perusahaan Listrik Negara. 


Sekretaris Jenderal membawahi 
Biro Menteri yang terdiri atas Sekretaris 
dan Bagian-bagian, yaitu Hubungan 
Luar Negeri, Pendidikan, Hukum dan 
Perundang-undangan, Penyaluran Ba- 
han Bangunan, Ketenagaan, Keuang- 
an, Pegawai dan Umum. 


Mengikuti susunan Kabinet Kerja 
III, bidang tugas Departemen Peker- 
jaan Umum dan Tenaga dibagi dalam 
bidang-bidang : 


м. 


TELEPON 7397545 FAX: 1021) 7204331 ТЕ ЕХ: 47198 WKPS IA 


A HARYA 


INDUSTRI KONSTRUKSI 


a. Bidang Produksi : 


(1) Perairan : 
(a) Irigasi untuk memperbesar 
produksi pangan, 


(b) Perairan (pencegahan 
bahaya banjir dan erosi) un- 
tuk mengamankan produksi 
pangan: | 

(c) Perairan (lalulintas sungai) 
untuk memperlancar distri- 
busi/produksi pangan: 


(2) Tenaga Listrik, Gas dan Kokas : 
Untuk kepentingan produksi in- 
dustri dan untuk memenuhi ke- 
butuhan akan bahan bakar ser- 
ta penerangan listrik bagi masya- 
rakat: 


b. Bidang Distribusi Komunikasi : 


MAJU DENGAN KARYA BERMUTU 
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Jalan-jalan dan jembatan untuk 
memperlancar proses produksi di 
segala bidang dan untuk memper- 
lancar jalannya distribusi dan 
penyaluran bahan makanan, bahan 
mentah dan lain-lain: 


c. Bidang Kesejahteraan : 

(1) Perumahan dan Pembangunan 
Kota : 
Untuk meningkatkan kesejah- 
teraan dan taraf hidup rakyat 
serta untuk mempertinggi efi- 
siensi kerja; 

(2) Air Minum dan Teknik Pe- 
nyehatan : 
Untuk kesehatan dan kesejah- 
teraan rakyat dan untuk kepen- 
tingan produksi industri. 


3. Sejak tahun 1960 perkem- 
bangan dari penyediaan anggaran un- 
tuk bidang pekerjaan umum menun- 
jukkan kenaikan menjadi lebih dari em- 
pat kali lipat jika dibandingkan dengan 
penyediaan anggaran pada tahun 
1959. Walaupun dari sudut itu meng- 
gembirakan, namun pekerjaan kurang 
berjalan dengan lancar. Inflasi semakin 
tinggi dan usaha-usaha pengamanan 
terhadap sisa-sisa pemberontakan di 
daerah-daerah belum seluruhnya 
selesai, selain itu Pemerintah masih 
dihadapkan dengan sengketa dengan 
Belanda mengenai pengembalian Irian 
Barat. Usaha-usaha tersebut memakan 
anggaran belanja negara yang tidak 
kecil sedang konsistensi dalam masalah 
pelaksanaan anggaran belum dapat 
terlaksana. 


влет ту = —- 
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Dalam masa bakti Kabinet Kerja ini 
Departemen Pekerjaan Umum dan 
Tenaga telah mulai melaksanakan 
rehabilitasi dan pembangunan pra- 
sarana yang mempunyai peranan 
strategi dalam peningkatan produksi 
dan kesejahteraan yang cukup berar- 
ti. Pekerjaan-pekerjaan yang penting 
diantaranya ialah : 


— Proyek-proyek pengairan sedang 
dan kecil tersebar di daerah-daerah 

— Proyek pembukaan lahan pasang 
surut di Kalimantan dan Sumatera. 

— Proyek serbaguna Waduk Jatiluhur. 

— Proyek terowongan Tulung Agung 
Selatan. 

— Proyek Air Minum Pejompongan 
(Jakarta) dan Cisangkui (Bandung) 
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Instalasi Air Minum Pejompongan 
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— Proyek rehabilitasi dan pem- 
bangunan jalan di Sumatera dan Ja- 
karta (bantuan/pinjaman ICA Ame- 
rika Serikat). 

— Proyek pembangunan jalan Kali- 
mantan (bantuan/pinjaman Rusia). 


— Pembangunan jalan-jalan sekunder 
(feeder roads) tersebar di daerah- 
daerah (pinjaman SAC — Amerika 
Serikat). 


— Pembangunan jembatan-jembatan 
besar di Sumatera, Kalimantan, Su- 
lawesi, Nusa Tenggara dan Jawa. 


— Perencanaan dan pembangunan 


kota Pakan Baru dan Palangkaraya. 


Jalan Raya Palembang — Prabumulih. 


Jalan Raya Muara Bungo — Lubuk Linggau. 
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Bangunan Turbin Bendungan Jatiluhur — Jawa Barat. 


— Pembangunan pusat-pusat listrik : 
PLTA Jatiluhur, PLTU Priok, PLTU 
Semarang dan PLTD-PLTD di 85 
kota di daearah-daerah. 


14. Majelis Permusyawaratan Rak- 
yat Sementara (MPRS) dalam sidang- 


nya pada tanggal 10 Nopember 1960 


sampai 7 Desember 1960 telah meng- 
hasilkan 2 ketetapan, yaitu : 


(a Ketetapan MPRS Nomor 
I/MPRS/ 1960, yang menetapkan 
Manifesto Politik sebagai Garis-garis 
Besar Haluan Negara. 


(b) Ketetapan MPRS Nomor 
II/MPR/ 1960, tentang Garis-garis 
Besar Pola Pembangunan Nasional 
Semesta Berencana Tahapan Per- 
tama 1961-1969. 


Setelah pada tanggal 1 Januari 
1961 dicanangkan dimulainya Pem- 
bangunan Nasional Semesta Beren- 
cana, maka segera dimulailah pe- 
kerjaan-pekerjaan proyek-proyek pem- 
bangunan di segala sektor di seluruh 
tanah air. Proyek-proyek Pekerjaan 
Umum dan Tenaga, yang tercantum 
dalam pola proyek dari rencana Pem- 


bangunan Nasional Semesta Beren- 
cana, yang penting diantaranya ialah : 


(1) Rehabilitasi Pengairan seluas 
54.182 ha, penyempurnaan dan 
peningkatan seluas 226.000 ha, 
perluasan seluas 117.000 ha dan 
pembangunan baru proyek-proyek 
besar seluas 909.000 ha. Seluruh- 
nya meliputi luas areal 1.306.182 
ha. 


(2) Pembangunan pusat-pusat pem- 
bangkit kelistrikan, yaitu pusat listrik 


tenaga air, pusat listrik tenaga uap, 
pusat listrik tenaga diesel, pusat 
listrik tenaga gas sejumlah dua- 
puluh tiga proyek dengan jumlah 
daya terpasang sebesar 1.363.900 
KW, tersebar di seluruh Indonesia. 


(3) Rehabilitasi dan pembangunan 


jalan raya sepanjang 2.713 km, pe- 
ningkatan (modernisasi) jalan 
Negara sepanjang 1.910 km, pe- 
ningkatan jalan krikil (negara, pro- 
pinsi, kabupaten) sepanjang 
19.985 km, pembangunan dan 


Jembatan Semangi karya Ir. Sutami ( . 


penggantian jembatan sepanjang 
1000 m dan persiapan jalan baru 
sepanjang 1.625 km. 


(4) Perbaikan dan perluasan air minum 


di beberapa kota di Jawa, Su- 
matera, Kalimantan dan Sulawesi. 


(5) Usaha Rerencanaan Kota, ter- 


masuk ibukota dan kota satelit. 


(6) Pembangunan gedung-gedung 


negara, rumah sakit, sekolah dan 
perumahan pegawai. 


. Foto: ARNAS RI ) 
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Dalam mengadakan perbaikan 
dan/atau pembuatan jalan raya, 
RPNSB (Rencana Pembangunan Na- 
sional Semesta Berencana) Tahap Per- 
tama (1961/1969) antara lain juga 
menggariskan, agar prioritas pelaksa- 
naannya ditetapkan sebagai berikut : 
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a. Jalan yang mempunyai nilai 


strategis. 


b. Jalan yang langsung berkepen- 
tingan/berhubungan dengan obyek- 
obyek pembangunan semesta da- 


lam bidang produksi. 
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c. Perbaikan dan/atau pembuatan 
jalan-jalan baru antar ibukota Pro- 
pinsi dengan ibukota kabupaten. 


d. Perbaikan dan/atau pembuatan 
jalan-jalan baru antar ibukota 
kabupaten dan ibukota kecamatan. 
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yang sangat besar. Dalam rangka ini 
pada tahun 1962 dibangun jembatan 


` besar di atas Sungai Musi Palembang 


yang dinamakan jembatan Ampera 
dengan dana pampasan perang 


(Jepang). 


= 


xcd ЖЕР] 


| 


TS. 


“ ^ 
Уа 
ET TPA: 
Gees 


өті ENAK 
rat: P 


ж POVNET S 
7% | 
а». 


4 


£- 
ж 
A 
5 
5 
at 
e 
%. 
E 
Ж 
RI 


Jembatan Ampera, merupakan Jembatan 


Pembuatan jalan-jalan baru agar 
diutamakan jalan "Trans Sumatera” 
termasuk proyek jalan Takengon — 
Blangkejeren Kotacane (Aceh)supaya 
dimasukkan tahap I, dan "Trans Sula- 
wesi” yang mempunyai nilai strategis 


Gerak Pertama di Indonesia 


Sementara itu atas prakarsa 
Presiden Soekarno pada waktu itu 
dibangun suatu "Gelanggang 
Olahraga” (Sport Venues) di 
Senayan Jakarta lengkap dengan 
segala fasilitas olahraga dan 
akomodasi yang diperlukan, baik un- 
tuk para atlet, officials, press dan 
tamu-tamu lainnya. Pembangunan 
diselenggarakan oleh Komando 
Urusan Pembangunan Asian Games 
di bawah Menteri Pekerjaan Umum 
dan Tenaga. Proyek pembangunan 
ini yang dikenal sebagai Proyek Man- 
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Salah satu sudut pembangunan proyek Stadion Utama Senayan tahun 1959 


dataris diselenggarakan dengan ban- 
tuan Rusia. Dengan selesainya pro- 
yek ini memungkinkan diseleng- 
garakannya Asian Games ke IV di In- 
donesia pada tanggal 24 Agustus 
14 September 1962. 


Pada tanggal 17 Agustus 1961 
juga atas prakarsa Presiden Soekar- 
no mulai dikerjakan pembangunan 
Proyek Tugu Monumen Nasional se- 
bagai Proyek Mandataris yang secara 
fisik baru selesai pada tahun 1965. 


Didalam pelaksanaannya proyek- 
proyek pola RPNSB 1961-1969 itu 
tidak berjalan seperti diharapkan 
karena tidak didukung rencana pem- 
biayaan yang memadai. Proyek pem- 
biayaan/pendanaan pembangunan 
(disebut proyek B) yang mengan- 
dalkan pada hasil pengerahan ”dana 
dan tenaga” di dalam negeri, pe- 
ngolahan sumber daya alam terutama 
hutan (ekspor kayu secara besar- 
besaran), pertambangan dan lain- 
lain, belum dapat direalisasikan 
karena estimasi yang berlebihan. 
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Disamping itu adanya penyimpangan 
dari rencana, karena ternyata ren- 
cana proyek yang disiapkan oleh 
Depernas dan ditetapkan sebagai pro- 
yek RPNSB 1961-1969 itu kurang 
realistis dan kurang pragmatis, masih 
terdapat kelemahan dan kurang ma- 
tang perencanaannya. Seperti di- 
ketahui Depernas baru dibentuk pada 
bulan Oktober 1958 (Undang-un- 
dang Nomor 80 Tahun 1958) dan 
ditetapkan kembali pada bulan Juli 
1959 (Peraturan Presiden Nomor 4 
Tahun 1959) praktis hanya mem- 
punyai waktu yang relatif sangat 
singkat kira-kira hanya kurang lebih 
2 (dua) tahun terhitung dari mulai 
pembentukannya tanggal 23 Oktober 
1958 sampai pembukaan Sidang 
MPRS 10 Nopember 1960 (jika di- 
manfaatkan secara penuh). Bahan- 
bahan masukan yang diolah dan 
digunakan oleh Depernas adalah 
bahan-bahan yang disiapkan oleh 
Departemen Teknis, yang 
kedudukannya masih dalam taraf 
penyusunan dan konsolidasi, dan 
belum mempunyai aparat perenca- 
naan yang tangguh. Disamping itu 
data/informasi untuk perencanaan 
boleh dikata masih cukup langka. 
Kondisi yang demikian itu ditambah 
lagi dengan tidak adanya stabilitas 
politik, stabilitas ekonomi dan 
stabilitas keamanan (yang ada di luar 
dugaan dan perhitungannya) dan 
adanya perjuangan merebut kembali 
Irian Barat ke pangkuan Republik In- 
donesia, yang disusul lagi perjuangan 
Dwi Komando Rakyat, yaitu Per- 
hebat Ketahanan Revolusi, bantu per- 
juangan Revolusioner Rakyat Singa- 
pore, Sabah dan Brunai untuk meng- 
gagalkan Negara Malaysia dan ber- 
akhir dengan "Konfrontasi Malaysia" 
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15. Pelaksanaan pembangunan Menteri Pekerjaan Umum dan 
semesta baru berjalan 2 (dua) tahun, Tenaga Nomor 5/PRT/1964 dan 
dan susunan Kabinet diperbaharui terdiri dari : 


dan diganti. Kabinet Kerja yang 


berakhir dengan Keputusan Presiden 2. Pimpinan Tertinggi Departemen: 


Republik Indonesia Nomor 232 
Tahun 1963, diadakan susunan baru 
dan regrouping sesuai dengan tingkat 
perjuangan anti imperialisme dan 
kolonialisme pada tanggal 27 Agustus 
1964 dibubarkan, dan dibentuk Ka- 
binet Dwi Kora (Dwi Komando 
Rakyat), dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 215 
Tahun 1964. Dalam susunan Kabinet 
Dwikora, yang menjabat Menteri Pe- 
kerjaan Umum dan Tenaga ialah: 
Mayor Jenderal TNI D. Suprajogi. 


Susunan organisasi Departemen 
Pekerjaan Umum dan Tenaga dalam 
Kabinet Dwikora ini disesuaikan dan 
disempurnakan dengan Peraturan 


1) Menteri Pekerjaan Umum dan 
Tenaga. 


2) Para Pembantu Menteri, yaitu: 
Pembantu Menteri I: Bidang 
Ketenagaan, Perairan dan Urus- 
an Perusahaan Negara, Pem- 
bantu Menteri II: Bidang Jalan- 
jalan dan Urusan Anggaran dan 
Belanja Negara, 
Pembantu Menteri III: Bidang 
Tata Bangunan, Teknik Penye- 
hatan dan Urusan Perencanaan. 


b. Pimpinan Tertinggi dibantu oleh 
Staf, yaitu: 
1) Staf Umum, yaitu terdiri atas: 
a) Inspektur Keuangan 
b) Para Kepala Biro (7) 


BANK PEMBANGUNAN DAERAH 
JAWA TIMUR 


KANTOR PUSAT / CABANG UTAMA 


Jl. Basuki Rakhman 98 - 104 Surabaya 


Awa TIMU? 


Tilp. 510090 s/d 510099 Teix. 32376 s/d 32379 BPOKPIA 


Facsimile 511056 


ER LAYANAN KAMI UNTUK ANDA : 


“ DEPOSITO 
* GRO 


* TRANSFER 
7 *INKASO 
“ SAFE DEPOSIT BOXES 
* PEDAGANG VALUTA ASING 


* KREDIT INVEST ASI / MODAL KERJA DLL. 


KANTOR CABANG : 
Banyuwangi - Jember - Malang - Kediri - Bojonegoro - Lumajar 
luf jun 


Ngawi - Jombang - Probolinggo - Bitar - Tulungagung 


jang 
Tuban - Mojokertu 


CABANG PEMBANTU 
Lamongan - Gresik - Sampang - Sidoarjo - RSU. DR. Sutomo - Bangkaian 
lacetan. S Bon 50 


Mageta n Indo - Е JOWOS 


2) Staf Teknis, yang terdiri dari: 
a) Para Kepala Direktorat (5) 
b) Para Kepala Lembaga (D) 
с) Para President Direktur BPU- 

PLN, PGN dan PAN. 


c. Aparat Pembantu lainnya, yaitu: 
1) Kabinet Menteri 
2) Inspektur Umum. 


d. Badan-badan Khusus, yaitu : 
1) Badan Pertimbangan (Baper- 
tim). 
2) Badan Perencanaan Depar- 
temen (Baperdep). 
3) Dan lain-lain. 


e. Aparat Pelaksana Pusat, yaitu: 
1) Biro-biro (I s/d VII), yang mem- 
berikan pelayanan administrasi 
dan teknik. 
2) Direktorat-direktorat : 
a) Direktorat Pengairan. 
b) Direktorat Jalan Umum 
c) Direktorat Teknik Penye- 
hatan 
d) Direktorat Ketenagaan 
e) Direktorat Bangunan 
Umum. 


3) Lembaga-lembaga : 
a) Lembaga Penyelidikan Ma- 


salah Air, Hidrologi dan 
Hidrometri. 
b) Lembaga Penyelidikan 


Masalah Tanah dan Jalan 

c) Lembaga Penyelidikan Ma- 
salah Bangunan 

d) Lembaga Penyelidikan Ma- 
salah Konstruksi Beton 

e) Lembaga Penyelidikan Ma- 
salah Ketenagaan. 


f. Aparat Pelaksana di Daerah : 
1) Dinas Pekerjaan Umum Propin- 

si Daerah Tingkat | (DPUP) 
2)Akademi Teknik Pekerjaan 


Umum dan Tenaga (ATPUT). 


3) Badan-badan Pelaksana Proyek 
4) Perusahaan-perusahaan Ne- 


Gara. 


Dengan Keputusan Presiden Re- 
publik Indonesia Nomor 141 Tahun 
1965 tanggal 25 Mei 1965 Depar- 
temen Pekerjaan Umum dan Tenaga 
dikeluarkan dari lingkungan Kom- 
partemen Pembangunan dan di- 
tetapkan menjadi Kompartemen 
Pekerjaan Umum dan Tenaga, yang 
membawahi: 


1) Departemen Listrik dan 
Ketenagaan 

2) Departemen Pengairan Dasar 

3) Departemen Bina Marga 

4) Departemen Cipta Karya dan 
Konstruksi. 

5) Departemen Jalan Raya Suma- 


tera. 


(Disamping itu ada Departemen 
Pengairan Rakyat, yang termasuk 
dalam lingkungan Kompartemen Per- 
tanian dan Agraria). 

Dengan Keputusan Presiden 
yang sama, diangkat : 


1) Mayor Jenderal TNI D. Suprajogi 
sebagai Menteri Koordinator Kom- 
partemen Pekerjaan Umum dan 
Tenaga yang sekaligus dengan 
Keputusan Presiden Republik In- 
donesia Nomor 48 Tahun 1965 di- 
tugaskan untuk menyelenggarakan 
pembangunan Proyek “Political 
Venues" di Jakarta (Proyek 
Conefo). 


2) Ir. Setiadi Reksoprodjo, seba- 
gai Menteri Listrik dan Ketenaga- 
an. 

3) Ir. P.C. Harjosudirdja, sebagei 
Menteri Pengairan Dasar. 


4) Brigadir Jenderal TNI Hartawan 
Wirjodiprodjo, sebagai Menteri 
Bina Marga. 


9) David GEE Cheng, sebagai 
Menteri Cipta Karya dan Kons- 
truksi. 


6) Ir. Bratanata, sebagai Menteri 
Jalan Raya Sumatera. 


7) Ir. Sutami, sebagai Menteri Ne- 
gara diperbantukan pada Menteri 
Koordinator Pekerjaan Umum dan 
Tenaga untuk Urusan Penilaian 
Konstruksi. 


Dengan dibentuknya Kompar- 
temen Pekerjaan Umum dan Tenaga 
dengan 5 (lima) Departemen dalam 
lingkungannya, maka tugas-tugas, 
fungsi-personal dan alat kelengkapan 
Departemen Pekerjaan Umum dan 
Tenaga dipecah dan dibagikan ke 5 
(lima) Departemen yang bersangkut- 
an. 


Pegawai-pegawai yang dipekerja- 
kan di Departemen-departemen dite- 
tapkan status Satminkalnya pada 
Departemen yang bersangkutan. 
Yang bekerja di Kompartemen sta- 
tusnya sebagai Departemen yang di- 
perbantukan kepada Menteri Koor- 
dinator Kompartemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga. 


Susunan Organisasi Staf Kom- 
partemen Pekerjan Umum dan 
Tenaga yang ditetapkan dengan 
Peraturan Menko PUT Nomor 
1/PRT/1965, adalah sebagai be- 
rikut: 


a. Unsur Pimpinan : 


1) Menteri Koordinator Pekerjaan 
Umum dan Tenaga. 
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2) Menteri Negara diperbantukan 
kepada Menko Pekerjaan 
Umum dan Tenaga. 


b. Unsur Pembantu Pimpinan : 


1) Pembantu Menteri Koordinator 
I Urusan Operasi dan Teknik. 

2) Pembantu Menteri Koordinator 
II Urusan Pendidikan, Pembina- 
an Tenaga dan Keamanan. 

3) Pembantu Menteri Koordinator 
III, Urusan Administrasi dan Hu- 
bungan Ekonomi Luar Negeri. 


c. Biro Menteri Koordinator, 


membawahi: 

1) Bagian I : Sekretariat dan Per- 
undang-undangan. 

2) Bagian II : Tata Usaha Umum. 


. Unsur Pengawasan : 


1) Inspektur Teknik 
2) Inspektur Pendidikan 
3) Inspektur Khusus 
4) Inspektur Irian Barat 
5) Inspektur Keuangan. 
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yang е. Unsur Pelayanan Teknik dan Ad- 


ministrasi: 

1) Biro I/A: Koordinasi Perenca- 
naan dan Operasi Teknik. 

2) Biro I/B: Koordinasi Urusan Pe- 
rusahaan-perusahaan Negara. 

3) Biro I/C: Urusan Pembangunan 
Berdikari/Evaluasi. 

4) Biro П/А: Urusan Pendidikan, 
Pembinaan Personil. 

5) Biro II/B: Urusan Sosial Politik. 
Humas dan Keamanan. 


| 
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Pengembangan Kawasan Senayan 


6) Bagian Urusan Dalam 4 s/d 6 
dipimpin oleh Pembantu Menko 
II. 

7) Biro Ш/А: Koordinasi Anggaran 
dan Urusan Pembiayaan. 

8) Biro Ш/В: Urusan Luar Negeri, 
HELEN dan Progress Report. 

9) Bendaharawan Kompartemen. 
7 s/d 9 dipimpin oleh Pemban- 
tu Menko III. 


16. Pada awal tahun 1965 pe- 
merintah dalam hal ini Presiden 
memandang perlu untuk mem- 
bangun "Political Venues” di Jakar- 
ta (Indonesia) yang sesuai dengan ke- 
pribadian Indonesia. Proyek ini yang 
dikenal sebagai Proyek Mandataris, 
bahkan ada yang menyebut "Proyek 


Mercusuar” diselenggarakan didalam 


upaya penyediaan fasilitas untuk 
kepentingan penyelenggaraan kon- 
perensi-konperensi internasional 
dalam rangka penggalangan Persa- 
tuan Bangsa-Bangsa terutama 
negara-negara The New Emerging 
Forces. Gagasan-gagasan mengenai 


Conference of The New Emerging 


Forces (Conefo) timbul setelah In- 
donesia menarik diri dari keanggo- 
taan PBB (Perserikatan Bangsa- 
Bangsa) pada tanggal 7 Januari 
1965. 

Dengan Keputusan Presiden Re- 
publik Indonesia Nomor 48 Tahun 
1965 tanggal 8 Maret 1965 pem- 
bangunan proyek tersebut ditugaskan 
dan dipertanggungjawabkan kepada 
Menteri Pekerjaan Umum dan Te- 
naga, Kompartemen Pembangunan 
Kabinet Dwikora yang disempur- 
nakan (|). Untuk melaksanakan tugas 
tersebut dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Tenaga 
Nomor 6/PRT/1965 tanggal 8 Maret 


1965 dibentuk suatu Komando Pem- 
bangunan dengan nama "Komando 
Pembangunan Proyek Conefo” 
(KOPRONEF). 

Proyek Conefo tidak hanya me- 
nuntut adanya pengerahan segala 
dana dan upaya termasuk penge- 
rahan semua perusahaan negara jasa 
konstruksi, tetapi juga menuntut ke- 
mampuan teknik konstruksi dengan 
teknologi yang canggih. Seluruh 
kegiatan mulai dari rancangbangun, 
pelaksanaan dan pengendalian sam- 
pai pada pengawasan pembangunan 
dilakukan oleh tenaga-tenaga putra- 
putra Indonesia sendiri. Tenaga- 
tenaga ahli dari Tiongkok yang 
katanya diperbantukan untuk me- 
laksanakan proyek ini praktis tidak 
sampai sempat bekerja. Gambar di- 
sain proyek ini diciptakan oleh tenaga 
muda Tim Arsitek Indonesia di bawah 
pimpinan Ir. Sujudi atas petunjuk 
Presiden Soekarno dan dengan bebe- 
rapa perbaikan ditetapkan untuk di- 
laksanakan. 


Pelaksanaan Proyek Conefo, 
proyek-proyek RPNSB dan proyek- 
proyek pembangunan pada umum- 
nya diselenggarakan dalam situasi In- 
donesia diliputi oleh suasana revolu- 
sioner konfrontasi Malaysia, kesulitan 
ekonomi dan suhu politik yang me- 
ninggi. Golongan ekstrim kiri yang 
dikendalikan Partai Komunis Indo- 
nesia dan ormas-ormasnya, yang 
mendapat angin baik, memanfaatkan 
situasi ini untuk memperkuat kedu- 
dukannya dan melancarkan fitnah 
dan issue kejinya guna menying- 
kirkan lawan-lawan politiknya, yang 
akhirnya mencapai puncaknya pada 
pengkhianatan G.30.S/PKI. 


peristiwa Madiun pada tahun 1948. 


17. Gerakan 30 September/PKI te- 
lah merenggut jiwa pahlawan-pah- 
lawan Revolusi, dan akhirnya pada 
tanggal 2 Oktober 1965 dapat ditum- 
pas oleh Operasi Militer di ba- 
wah Pimpinan Mayor Jenderal TNI 
Soeharto sebagai Panglima Kostrad. 
Seluruh kekuatan rakyat Indonesia 
yang berjiwa Pancasila mengutuk 
G.30.S/PKI sehingga PKI dan 
golongan ekstrim kiri lainnya 
tidak mendapat tempat di hati ma- 
syarakat Indonesia. Tuntutan pem- 
bubaran PKI bergema di mana-mana. 
Gerakan perjuangan rakyat dengan 
unjuk perasaan (demonstrasi) mulai 
terorganisir sejak tanggal 25 Oktober 
1965 dengan terbentuknya Kesatuan 
Aksi Mahasiswa (KAMI) dan Kesa- 
tuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI). 


18. Penumpasan sisa-sisa dan 
pembersihan terhadap unsur- 
unsur G.30.S/PKI berjalan di 
mana-mana, baik di dalam masya- 
rakat sendiri dengan caranya sendiri, 
maupun dan lebih-lebih dalam ins- 
tansi-instansi sipil dan militer. 
Beberapa instruksi resmi telah di- 
keluarkan diantaranya: 


— Instruksi Presidium Kabinet Dwi- 
kora Nomor 48/D/Instr/ 1965 dan 
Nomor 48a/D/Instr/ 1965 


— Instruksi Presiden RI Nomor 


22/КОТІ/ 1965. 


Menteri Koordinator Komparte- 
men Pekerjaan Umum dan Tenaga 
dalam Keputusan Nomor 32/KPTS/ 
1965 tanggal 18 Oktober 1965 telah 
mengambil tindakan yang perlu, me- 
larang untuk melakukan kegiatan 
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DIRGAHAYU 


45 TAHUN 
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 


AQUAPUR 


UNIT INSTALASI PAKET PENGOLAH AIR BERSIH 


KAPASITAS :1 25, 5 10, 20 & 40 LITER/DETIK 


es 
PT MASWANDI чаву 


JALAN KEMANDORAN VI/1 
PALMERAH — RAWA BELONG 
JAKARTA 12210 


TELP. 5302979 — 5302981 — 5303368 
TELEK 45941 MECOS — IA 
FAX : (021) 5302979. 


Factory 


Bukaka Teknik Utama 


: Menara Bank Dagang Negara, 7th Floor 


Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta 13150 Indonesia.. 
Phone : (021) 3802177, Fax : (021) 3801678 
Telex : 44567 BUKAKA IA - 45752 HKALLA IA. PO Box. 4754 JKT 


: Jl. Raya Bekasi Narogong Km 19,5 Cileungsi, Kab: Bogor 


Telp. 5201877, Fax : 5201878 


“TAMAN MINI INDONESIA INDAH” 
KEBUDAYAAN, PENDIDIKAN DAN HIBURAN 


Dalam usaha membangun manusia Indonesia, peranan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta yang dikelola secara profesional 
dapat membantu membentuk dasar-dasar pendidikan kepada seluruh masyarakat terutama generasi muda untuk mengenal dan 
mencintai alam, seni budaya bangsa serta memupuk rasa nasional dan mengagumi keindahan. Dengan demikian keberadaan TMII 
dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap pengetahuan dan kemajuan teknologi, cinta tanah air, cinta bangsa dan Negara. Semua ini 
dapat dicapai di TMII dengan menyaksikan dari dekat ................ 


Utaian 27 rumah adat daerah seluruh Indonesia yang menggambarkan kehidupan sosial budaya yang lengkap dengan berbagai 
peragaan kesenian, pakaian adat ataupun pameran hasil kerajinan daerah yang bersangkutan, upacara tradisional yang meliputi 
daur hidup manusia maupun kepercayaan bisa pula disaksikan di setiap anjungan. 


Flora Indonesia yang berciri khas, ditampilkan dengan tata taman yang menawan di Taman Kaktus, Taman Anggrek, Taman Buah- 
buahan, Taman Apotik hidup, Taman Bunga Keong Emas, Taman Burung serta Museum Komodo tersedia untuk para pecintanya, 
masing-masing dalam suasana yang unik dan pasti memuaskan. 


Jajaran Museum Perangko, Museum Transportasi, Museum Indonesia, Museum Keprajuritan, Museum Asmat, 
Museum Olahraga dan yang terbaru Museum Minyak dan Gas “Graha Widya Patra” menggambarkan jati diri bangsa Indonesia di 
masa lalu yang menyimpan kenangan, masa kini sebagai kenyataan dan masa depan sebagai harapan. 


Fasilitas bagi anak-anak adalah penting bagi TMII, Istana Anak-anak Indonesia yang indah dan megah, Taman Amon Putra, Taman 
Renang Ambar Tirta semua menjanjikan kebahagiaan bagi anak-anak. Sedangkan Teater Imax "Keong Emas” yang berlayar amat 
lebar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru tentang kemegahan bumi Indonesia, adapaun bagi mereka yang memer- 
lukan informasi lengkap tentang wisata dan budaya akan dapat dijumpai di Pusat Informasi Budaya dan Wisata (PIBW) dalam bentuk 
tulisan, audiovisual maupun video cassete. Film Tiga dimensi juga dapat dinikmati di sini dan anda akan merasa berada dalam nuansa 
lain. 


Nikmatilah rekreasi anda, meskipun waktu yang dimiliki sangat singkat TMII dapat disaksikan dalam sekejap dengan menggunakan 
mobil keliling, atau melayang dengan Sky Lift dan Aeromovel SHS 23. 


Sungguh TMII adalah harmoni antara kemajuan teknologi dengan keindahan alam serta budaya bangsa Indonesia. Selamat ber- 
rekreasi ..... (Yk/90) 


Organisasi bagi beberapa organisasi 
massa, diantaranya Serikat Buruh 
Listrik dan Gas (SBLG/SOBS]), Se- 
rikat Buruh Pekerjaan Umum (SBPU 
/ SOBSI), yang menurut kenyataan 
terdapat cukup fakta dan indikasi 
yang membuktikan tersangkutnya 
anggota pimpinan organisasi massa 
dengan kegiatan G.30.S/PKI sekali- 
gus mencabut hak-haknya untuk di- 
ikutsertakan dalam Lembaga/Badan 
Pertimbangan, Badan Perencanaan 
Departemen, Badan Pembantu Pro- 
yek dan Dewan-dewan Perusahaan 
di lingkungan Kompartemen Peker- 
jaan Umum dan Tenaga. Tindakan 
penertiban dan pengamanan aparatur 
Departemen-departemen di ling- 
kungan Kompartemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga dilakukan ter- 
hadap pegawai, karyawan dan maha- 
siswa ikatan dinas serta unsur-unsur 
yang terlibat dan yang mendukung 
G.30.S/PKI. 


Berdasarkan Instruksi Presiden 
Republik Indonesia Nomor 47/D/ 
Instr/ 1965 dan Nomor 48/D/Instr/ 
1965, Menteri Koordinator Kompar- 
temen Pekerjaan Umum dan Tenaga 
telah menerbitkan Instruksi-instruksi 
Nomor 06/Instr/ 1965 dan 07/Instr/ 
1965, yang memerintahkan agar 
pada tingkat Departemen, Perusa- 
haan Negara, Proyek dan lain-lain di 
lingkungan Kompartemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga, dibentuk "Tim 
Pengamanan dan Pengawasan Ope- 
rasi Teknik” dan "Tim Penelitian 
Penyegar” (Team Screening). Untuk 
koordinasi pelaksanaan pengamanan 
dan penertiban itu dibentuk suatu tim 
yang diberi nama Tim Koordinasi 
Pengamanan dan Penertiban Kom- 
partemen Pekerjaan Umum dan Te- 


naga, dengan Keputusan Menteri 
Koordinator Kompartemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Nomor 44/KPTS 
/MENKO/ 1965 tanggal 8 Nopember 
1965, sebagai aparat pembantu bagi 
Menteri Koordinator dan Para Men- 
teri di lingkungan Kompartemen 
Pekerjaan Umum dan Tenaga. 


19. Sementara itu gelombang unjuk 
rasa, yang menuntut penyelesaian 
politik dengan pembubaran PKI kian 
keras dan bertambah meluas. Situasi- 
nya makin menjadi panas membakar 
dan menjurus ke arah konflik politik. 
Dan lebih hebat lagi ditambah dengan 
timbulnya rasa tidak puas masyarakat 
yang luas terhadap ekonomi negara 
dan kehidupan perekonomian rakyat 
yang semakin serba sulit. 


Keadaan yang dirasakan tidak ter- 
tahankan lagi mendesak para 
pemuda dalam kesatuan-kesatuan 
aksi seperti: KAMI, KAPPI, KASI, 
dan lain-lain sebagai suatu Front Pan- 
casila bersama-sama dan serentak 
berkumpul di muka gedung MPR/ 
DPR pada tanggal 12 Januari 1966 
untuk menyampaikan tuntutan 3 
(tiga) pasal, yaitu: 

1. Pembubaran PKI: 

2. Bersihkan Kabinet dari 
unsur G.30.S/PKI: 

3. Turunkan harga dan perbaiki 
ekonomi. 


unsur- 


Tuntutan ini kemudian terkenal 
sebagai Tri Tuntutan Rakyat (TRI. 
TURA). Dalam situasi politik dan 
militer akibat G.30.S/PKI serta 


melandanya gelombang unjuk 


Panglima Kostrad May. Jen. Suharto menyaksikan penggalian jenazah 
7 Pahlawan Revolusi ( Foto : IPPHOS ) 
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. Suharto, selaku Pimpinan Tertinggi Angkatan Darat. 
Foto: ARNAS RI 


rasa yang makin keras, dilakukan pe- 
rubahan dan penyempurnaan lagi 
terhadap susunan Kabinet (Keputus- 
an Presiden Republik Indonesia 
Nomor 38 Tahun 1966 tanggal 21 
Pebruari 1966). Dalam susunan Ka- 
binet Dwikora yang disempurnakan 
lagi itu terdapat jumlah menteri yang 
banyak sekali. Karena itu khalayak 
menyebutnya sebagai "Kabinet Se- 
ratus Menteri.” Susunan baru kabinet 
dengan jumlah menteri yang sede- 
mikian banyak, ternyata justru malah 
mengundang rasa tidak puas dan ke- 
marahan di kalangan rakyat banyak, 
karena didalam susunan baru Kabinet 
itu masih bercokol tokoh-tokoh yang 
masih berat diduga terlibat 
G.30.57PKI. 


Pada saat Kabinet Dwikora yang 
disempurnakan itu akan dilantik pada 
tanggal 24 Pebruari 1966 kota Jakar- 
ta meledak dilanda arus gelombang 
unjuk rasa yang semakin hebat dan 
keras dan meluas ke mana-mana. 


20. Situasi konflik tidak terhindari lagi. 
Kehidupan politik seluruh bangsa dan 
negara dicekam oleh suasana tegang 
dan tidak menentu selama beberapa 
puluh hari. Akhirnya para pe- 
mimpin bangsa Indonesia de- 
ngan jiwa besarnya. dengan se- 
mangat kesetiakawanan-sosial yang 
tinggi dan dengan cara yang menurut 
kepribadian Indonesia dapat menye- 
lesaikan dan mengakhiri konflik 
politik dengan dikeluarkannya Surat 
Perintah Presiden/ Panglima Terting- 
gi/ Pemimpin Besar Revolusi/Man- 
dataris MPRS tertanggal 11 Maret 
1966, yang memerintahkan Letnan 
Jenderal TNI Soeharto, Menteri 
Panglima Angkatan Darat untuk atas 


nama Presiden/Panglima Terting- 
gi/Pemimpin Besar Revolusi me- 
ngambil segala tindakan yang diang- 
gap perlu untuk terjaminnya 
keamanan dan ketenangan serta 
kestabilan jalannya Pemerintahan 
dan jalannya revolusi demi keutuhan 
Bangsa dan Negara Republik Indo- 
nesia. 


Surat Perintah 11 Maret yang ke- 
mudian lebih dikenal sebagai Super- 
semar ternyata mempunyai daya 
kekuatan yang ampuh luar biasa 
dapat menyelamatkan keutuhan 
Bangsa dan Negara menghembuskan 
nafas kesegaran baru, membuka 
babak baru yang penting dalam se- 
jarah kehidupan berbangsa dan ber- 
negara, berkat kearifan, kebijaksa- 
naan dan rasa tanggung jawab yang 
tinggi dari pengembannya. 


- Berdasarkan wewenang yang 
bersumber pada Supersemar, Let- 
nan Jenderal TNI Soeharto atas 
nama Presiden menetapkan pem- 
bubaran dan pelarangan Partai 
Komunis Indonesia (PKI) termasuk 
semua bagian-bagian organisasinya 
dari tingkat pusat maupun daerah 
beserta semua organisasi yang se- 
arah/berlindung/bernaung di 
bawahnya. Keputusan tersebut di- 
tuangkan dalam Keputusan 
Presiden/ Panglima Tertinggi 
ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin 
Besar Revolusi Nomor 1/3/1966: 
rakyat menyambutnya dengan pera- 
saan lega. 

Dalam pada itu untuk menang- 
gapi perkembangan situasi, maka 
pada tanggal 27 Maret 1966 diada- 
kan perubahan dan penyempurnaan 
terhadap susunan Kabinet Dwikora, 


yang lebih banyak merupakan pe- 
nyederhanaan, karena jumlah 
menterinya banyak dikurangi. 
Perubahan dan penyempurnaan 
kabinet itu ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden Republik In- 
donesia Nomor 63 Tahun 1966 ten- 
tang Susunan Kabinet Dwikora yang 
disempurnakan lagi tanggal 27 Maret 
1966. 


Dalam susunan kabinet ini Kom- 
partemen-kompartemen ditiadakan, 
termasuk Kompartemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga yang dijadikan 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Tenaga, yang dimasukkan dalam 
lingkungan Bidang Ekonomi dan 


Jl. Sultan Hasanuddin No. 12 
Jakarta Selatan 121260 


Telex : 47222 YPA IA 


Phone : 715592 - 7391138 - 772398 


Pembangunan. Sebagai Menteri 
Pekerjaan Umum dan Tenaga 
merangkap Komandan Kopronef 
ditunjuk Ir. Sutami. Di bawah 
Menteri -ditetapkan Deputi Menteri 
yang diserahi tugas memimpin 
Departemen. 

Dalam susunan kabinet ini De- 
partemen Jalan Raya Sumatera di- 
keluarkan dari lingkungan ke- 
wenangan Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Tenaga dan dimasukkan 
dalam Kementerian Pembangunan 
Proyek-proyek Mandataris. Kabinet 
Dwikora yang disempurnakan lagi ini 
berjalan sampai tanggal 25 Juli 1966 
dengan terbentuknya Kabinet Am- 
pera. 


MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS PERINGATAN 
HARI KEBAKTIAN PEKERJAAN UMUM KE 45 


Kantor-kantor Cabang : 


Phone : 317525 
Phone: 3087 
Phone : 814053 
21568 


1. Semarang 


2. Yogyakarta 
3. Surabaya 
4. Palangkaraya Phone : 
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PENGIKAT UANG ANDA ROBEK ? 


TENTU SAJA ! 


Tingkat suku bunga menarik dari Bunga ЕХІМЅАУЕ 19% per tahun. 
EXIMSAVE membuat uang simpanan Tingkat bunga dijamin sampai akhir 
Anda bertambah terus: Bunga Harian Desember 1990. 


bebas diambil setiap hari. 
Hanya untuk perorangan. 
Bukan itu saja, dengan EXIMSAVE 


Anda pasti lebih tenang karena 
BANKEXIM adalah Bank Pemerintah 
yang bereputasi internasional, BANKEXIM, Bank Nasional 


Hubungi segera kantor cabang BANKEXIM 
terdekat di kota Anda. 


terjamin aman dan terpercaya. — Bereputasi Internasional - Terpercaya ! 
ET 
BankExim 


Bank Ekspor Impor Indonesia 


Kantor Pusat : Bank Ekspor Impor Indonesia Jl. Lapangan Setasiun No. 1, Jakarta 11110, Indonesia P.O. Box 1032, Tel. 673122, 6900991. 


Kantor Cabang Jakarta : Jakarta Puncak Emas, Tel 5200234 * Jakarta Metropolitan Plaza, Telp 5782287 € Jakarta Berdharma, Tel 5701766 € Jakarta Kebun Melati, Tel 323371  * Jakarta Lapangan Merdeka Selatan, Tel. 350887 
€ Jakarta Gambir, Tel 342654 € Jakarta Kota, Tel 673122 ө Jakarta Fatahillah, Tel 674592 ө Jakarta Tanjung Priok, Tel 490980 9 Jakarta Cikini, Tel 331758 * Jakarta Gatot Subroto, Tel. 512056 @ Jakarta Cilangkap, Tel. 
8401240 ext. 5623, 5674 е Jakarta Jatinegara, Tel. 8194237 € Jakarta Kebayoran, Tel. 7391357 

Kantor Cabang Lainnya : 

JAWA : Bandung Asia Afrika, Tel (022)439-383, Bandung Lapangan Raya, Tel (022434-609, Cirebon, Tel (0231)5506, Cilacap, Tel (0282)21391, Tegal, Tel. (028341628, Pekalongan, Tel (0285)41085, Semarang, Tel. 
(024)24031, Surabaya Niaga, Tel (031)20857, Surabaya Pemuda, Tel. (03140756, Malang, Tel. (0341)26987, Jember, Tel (0331)21271, Banyuwangi, Tel (033341674. @ BALI: Denpasar, Tel. (0361)23984 ө 
LOMBOK : Cakranegara, Tel (0364)23426. э KALIMANTAN : Pontianak, Tel (0561)34247, Singkawang, Tel. 21389, Banjarmasin, Tel. (0511)8475, Samarinda, Tel. (0541)23051, Balikpapan, Tel (0542)24523 ө 
SUMATERA : Banda Aceh, Те! (0651)23992, Lhok Seumawe, Tel (0645)22407, Medan Balai Kota, Tel. (061)515160, Medan Imam Bonjol, Tel. (061)519877, Pematang Siantar, Tel (0622)24376, Rantau Prapat, Tel. 
581, Padang, Tel. (0751)22375, Pekanbaru, Tel. (0761)25003, Rengat, Tel. 172, Dumai, Tel. (0765)21216, Jambi, Tel (0741)22202, Bengkulu, Tel (0736)31244 Palembang Anef, Tel. (0711)21543, Palembang Pusat 

Tel. (0711)26425, Bandar Lampung, Tel. (072141795. € SULAWESI : Manado, Tel (0431)51877, Palu, Tel. (0451)21582, Ujung Pandang, Tel. (0411/7545 е MALUKU : Ambon, Tel. (0911/3122, Ternate, Tel. (0921)21790. © 
IRIAN JAYA : Jayapura, Tel (0967)21576, Merauke, Tel. (0971)21128, Biak, Tel. (0961)21557, Tembagapura, Те! 7624, Manokwari, l'el. (0962)21301, Nabire, Tel. 145, Sorong, Tel. (0951)21321, Fak-Fak, Tel. 2124. 


PT.SUTAN AGUNG MURNI 


Crushed stone. Hot Mix Plant & Road Work Contractor 


Pusat : Jl. Surakarta 109 Telp. (061) 25117 - 518137 
Fax : (061) 511935 MEDAN 


Jakarta : Jl. Tebet Dalam IV D/No. 24 
Telp. (082) 128101 (021) 8290421 


Lhokseumawe : Jl. Pang Akup No. 8 Telp. (0645) 21979 


PT. GUNUNG KIJANG GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER 


Pusat : Jln. Jose Maria Marques No. 11 
` Telp. (0390) 22081 Telex. 35584 Indra IA 
Fac. (0590) 22082 
Dili - Timor Timur 


Cabang: - Jln. Raya Sesetan No. 200 Representative : 
kae gsang M SEU. - Jln. Tanah Abang Ш/6 
Den r - Bali Telp. (021) 555401 - 555402 
жар Telex. 46043 Bawok IA 
- Jin. Gunung Kerinci No. 44 Jakarta - Pusat 
Telp. (0564) 25502 ' 
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GEDUNG KEUANGAN NEGARA DILI GEDUNG PERPUSTAKAAN - DILI 


MELINDUNGI 
TENAGA KERJA 


Perusahaan wajib melindungi Tenaga Kerja 
dengan jaminan sosial yang memadai Satu 
kewajiban berdasarkan peraturan pe- 


rundangan. Sekaligus merupakan kewajiban 
Kami di Perum ASTEK siap membantu 
moral. 
perusahaan-apapun bentuk perusahaan dan 
apapun bidang usaha Anda-melaksanakan 
kewajiban itu. 
KareneaPerumASTEKadalahpenyeleng-gara 
khusus dan resmi ASURANSI SOSIAL 
TENAGA KERJA. Dan tugas pokok kami di 
Perum ASTEK membantu perusahaan 
melindungi Tenaga Kerjanya. 

Apapun yang kami lakukan di Perum 
ASTEK memang untuk itu 


ASTEK 


Menjadikan kerja lebih mantap 


KECELAKAAN KERJA = HARI TUA 


SAKIT ASTEK 
CACAD Ы MENINGGAL DUNIA 


1. Orde Baru, yang lahir tanggal 
11 Maret 1966, adalah tatanan 
seluruh kehidupan Rakyat, Bangsa 
dan Negara Republik Indonesia, yang 
diletakkan kembali kepada pelaksa- 
naan kemurnian Pancasila dan Un- 
dang-Undang Dasar 1945, dalam 
semangatnya mengandung koreksi 
total dan perombakan atas segala 
penyimpangan terhadap Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945, 
yang telah terjadi sebelum tahun 
1966. Perombakan yang menyang- 
kut hal-hal yang mendasar itu, 
hakekatnya merupakan perbaikan 
yang dilakukan dengan usaha pem- 
bangunan Nasional yang berencana 
dan bertahap. Oleh karena itu Orde 
Baru adalah Orde Pembangunan ! 

Dalam rangka usaha mengada- 
kan koreksi total secara konstitu- 
sional, maka Majelis Permusyawa- 
ratan Rakyat Sementara (MPRS) me- 
ngadakan Sidang pada tanggal 20 
Juni 1966 sampai tanggal 5 Juli 1966 
dan telah menghasilkan duapuluh 
empat keputusan penting, dian- 
taranya ialah : 
(1)Ketetapan MPRS Nomor IX/ 
MPRS/1966 tentang Pengukuhan 
Surat Perintah Sebelas Maret 
(Supersemar). 


Bab. IV 


Departemen 


Pekerjaan Umum 
Pada 
Jaman Pembangunan 


(2) Ketetapan MPRS Nomor XIII/ (4) Ketetapan MPRS Nomor XXIII/ 
MPRS/1966 tentang Kabinet MPRS/1966 tentang Pembaha- 
Ampera. ruan Kebijaksanaan Landasan 

Ekonomi dan Pembangunan. 


(3) Ketetapan MPRS Nomor XV/ 
MPRS/1966 tentang Pemilih- KABINET AMPERA 
an/Penunjukan Wakil Presiden 2. Beberapa saat setelah sidang 
dan Tatacara Pengangkatan Pe- MPRS usai, pada tanggal 25 Juli 
jabat Presiden. 1966 dibentuk Kabinet Ampera 
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dengan Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 163 Tahun 1966 
dalam rangka pelaksanaan Ketetapan 
MPRS Nomor XIII/MPRS/ 1966 un- 
tuk menggantikan Kabinet Dwikora 
yang disempurnakan lagi. 


Tugas Pokok Kabinet Ampera ialah 
Dwi Darma, yaitu: 


a. Menciptakan kestabilan sosial po- 
litik. | 

b. Menciptakan kestabilan sosial eko- 
nomi. 


Program Kabinet Ampera ialah Ca- 
tur Karya, yaitu : 


a. Memperbaiki perikehidupan rak- 
yat terutama di bidang sandang 
dan pangan; 


b. Melaksanakan Pemilihan Umum 
dalam batas waktu seperti yang di- 
cantumkan dalam Ketetapan 
MPRS Nomor XI/MPRS/1966: 


c. Melaksanakan Politik Luar Negeri 
yang bebas dan aktif untuk kepen- 
tingan Nasional sesuai dengan Ke- 
tetapan MPRS Nomor XII/MPRS 
/ 1966. 


d. Melanjutkan perjuangan anti im- 
perialisme dan kolonialisme dalam 
segala bentuk dan manifestasinya. 


Dalam susunan Kabinet Ampera 
tersebut Ir. Sutami diangkat menjadi 
Menteri Pekerjaan Umum dan me- 
mimpin Departemen Pekerjaan 
Umum (tanpa bidang ketenagaan). 
Bidang ketenagaan dimasukkan da- 
lam tugas dan fungsi Departemen 
Perindustrian Dasar Ringan dan 
Tenadga. 


Presiden Soekarno sesuai dengan 
pengumumannya tertanggal 20 
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Pebruari 1967, menyerahkan kekua- 
saan pemerintahan kepada Pengem- 
ban Ketetapan MPRS Nomor 
IX/ MPRS/ 1966, yaitu Jenderal TNI 
Soeharto dalam rangka usaha untuk 
mengakhiri konflik politik demi 
keselamatan Rakyat, Bangsa dan 
Negara Republik Indonesia, maka 
dianggap perlu untuk mengadakan 
perubahan dan penyempurnaan 
terhadap susunan Kabinet Ampera. 


Dengan Keputusan Presiden Re- 
publik Indonesia Nomor 171 Tahun 
1967 tanggal 11 Oktober 1967 dite- 
tapkan Susunan Kabinet Ampera 
yang disempurnakan. Dalam susun- 
an baru ini Pimpinan Kabinet dijabat 
oleh Jenderal TNI Soeharto, yang 
merangkap Menteri Pertahanan Ke- 
amanan. Sedang jabatan Menteri 
Utama ditiadakan. Tugas pokok dan 
program Kabinet masih tetap, yaitu: 
Dwi Darma dan Catur Karya Kabinet 
Ampera. Susunan dan jumlah ang- 
gota Kabinet yang memimpin De- 
partemen masih sama. 


2. Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 170 Tahun 1966 
(pasal 22) menentukan bidang tugas 
Departemen Pekerjaan Umum Kabi- 
net Ampera sebagai berikut: 


(1) Departemen Pekerjaan Umum 
mempunyai bidang tugas serta 
menampung kegiatan yang da- 
lam Kabinet Dwikora menjadi 
tugas serta kegiatan : 


a. Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Tenaga, kecuali 
Departemen Listrik dan Kete- 
nagaan, dan urusan Pengairan 
Rakyat dari Departemen Pe- 


Prof. Dr. Ir. H. Sutami 


PROF. DR. IR. H. SUTAMI 


Prof. DR. Ir. H. Sutami (al- 
marhum) adalah seorang putra kela- 
hiran Solo tanggal 19 Oktober 1928 
yang menamatkan sekolahnya di Se- 
kolah Teknik Tinggi Bandung tahun 
1956 dan meninggal dunia pada ta- 
hun 1980. Almarhum mendapat 
anugerah gelar Doctor 
Causa dalam ilmu teknik dari Univer- 
sitas Gajah Mada pada tahun 1976. 
Sejak tahun 1953 sampai dengan 
1956 beliau mahasiswa ikatan dinas 
HBM NV disamping itu menjabat 
Asisten Luar Biasa Mata Kuliah Ba- 


Honoris . 


ngunan Air, Mekanika Teknik Fakultas 
Teknik UI di Bandung serta Asisten 
Konstruksi Beton ATPUT di Ban- 
dung. Setelah lulus dari pendidikan- 
nya, diangkat sebagai pegawai di 
HBM NV di Jakarta. Pada tahun 
1956 sebagai Pelaksana Proyek Pen- 
jernihan Air di Pejompongan Jakarta, 
tahun berikutnya sebagai Pelaksana 
Proyek Penjernihan Air Cisangkui 
Bandung. Kuasa Direksi HBM NV 
untuk Pelaksanaan Proyek-proyek 
Pelabuhan dijabatnya sejak tahun 
1958 selama 7 bulan, kemudian di- 
angkat sebagai Pemimpin Cabang II 
Jakarta HBM NV. Anggota Dewan ri- 
set Nasional dijabat oleh beliau pada 
tahun 1960. Tahun 1961 sampai 
dengan 1966 menduduki jabatan Di- 
rektur PN. Hutama Karya. Pemba- 
ngunan jembatan sungai Musi tahun 
1963 ikut ditanganinya sebagai Pe- 
mimpin Proyek Jembatan Musi. Di- 
samping jabatan-jabatan pelaksana 
pembangunan ke-PU-an, Ir. Sutami 
juga pernah menjabat sebagai Pem- 
bantu Dekan I Fakultas Teknik UI. 
Tahun 1965 selain menjabat sebagai 
Direktur Utama PN Hutama karya 
“juga menjabat Deputy Komandan /- 
Ketua Team IV Pelaksana Kopronef. 


Jabatan Menteri sejak tahun 1965 
sampai dengan 1978 adalah : 


- Menteri Negara Urusan Penilaian 
Konstruksi. 


#9 


- Mente-i Negara diperbantukan 
pada Menko PUT yang ditugas- 


Pada tahun 1977 menjabat sebagai 
anggota MPR-RI dan pada tahun 
kan sebagai Penyelenggara Pro- 1978 sebagai anggota Dewan Pertim- 
yek Conefo/Komandan Kopro- bangan Agung Republik Indonesia. 
nef. Tanda Penghargaan yang didapat 
oleh beliau adalah : 


Menteri Koordinator Komparte- 
men PUT dalam Kabinet Dwikora 
yang disempurnakan. 


Menteri Pekerjaan Umum dan 
Tenaga dalam Kabinet Dwikora 
yang disempurnakan lagi. 


Menteri Pekerjaan Umum Kabi- 
net Ampera. 


Menteri Pekerjaan Umum pada 
Kabinet Pembangunan I. 


Menteri Pekerjaan Umum pada 
Kabinet Pembangunan II. 


Anggota Dewan Pembina Ilmu 


Bintang Mahaputra Adipradana. 


Bintang Ancient Order of Sika- 
tema Medal Maginoo, Philipina. 


Bintang Grand Croix De L'Orde 
De Leopold II (Belgia). 


Satyalencana Pembangunan. 


Piagam Anugerah Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan se- 
bagai Pengabdi dan Pendorong 


“dalam Bidang Science & Tech- 


nology. 


Ir. Sutami meninggal tanggal 13 


Pengetahuan Indonesia LIPI. 


Guru Besar Ul dalam Ilmu Wi- 
layah dijabatnya pada tahun 1976. 


Nopember 1980 dalam usia 52 ta- 
hun dan meninggalkan seorang istri 
Ny. Sri Maryati dan 5 orang putra 
dan putri. 
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Presiden dan Ibu Suharto didampingi Menteri PU Ir. Sutami pada peresmian salah satu proyek PU. 


ngairan Dasar. 


b. Departemen Jalan Raya Su- 
matera dari Kementerian Pro- 
yek-proyek Mandataris. 


(2) Departemen Pekerjaan Umum 
dalam melaksanakan bidang tu- 
gas tersebut dibagi dalam empat 
Direktorat Jenderal, ialah: 


a. Direktorat Jenderal Pengairan 
Dasar. 
b. Direktorat Jenderal Cipta Kar- 


ya. 
c. Direktorat Jenderal Bina Mar- 


ga. 


d. Direktorat Jenderal Jalan Raya 
Sumatera. 


Berdasarkan Strategi Dasar Ka- 
binet Ampera Departemen Pekerjaan 
Umum menyiapkan Strategi Dasar 
Stabilitas dan Pembangunan Bidang 
Pekerjaan Umum, dengan maksud 
untuk memberikan arah bagi usaha 
dan kegiatan di bidang Pekerjaan 
Umum, dalam rangka : | 


(1) Menciptakan kondisi men- 
tal/psikologi bagi keperluan sta- 
bilitas sosial politik dan sosial 
ekonomi. 


(2) Menciptakan kondisi struktural 
baik infra maupun supra struk- 
tural sebagai prasarana stabilitas 

 materiil. 


(3) Menciptakan kondisi materiil 
dalam masa kerja Kabinet Ampera 


Dalam strategi Dasar dan Pem: 
bangunan di bidang Pekerjaan 
Umum itu, disebutkan bahwa peran- 
an Pekerjaan Umum ialah: memberi- 
kan karya-karya teknik untuk meng- 
adakan perubahan-perubahan yang 
bersifat tetap yang akan memberikan 
hasil yang berulang dan berlipat gan- 


EI 


Presiden sedang menerima penjelasan dari Ir. Sutami disaksikan 
Menteri Kuangan Prof. Ali Wardhana. 


da di bidang prasarana fisik sebagai 
landasan dan pelengkap serta per- 
syaratan bagi usaha pembangunan 
perekonomian dan kesejahteraan ser- 
ta "community development” (pe- 
ngembangan lingkungan masyarakat) 
dalam mewujudkan keinginan rakyat 
yang diperjuangkan di bidang sosial 
politik menjadi kebutuhan rakyat 
yang nyata dalam prasarana peng- 
hidupan sosial ekonomi. 


Fungsi Departemen Pekerjaan 
Umum dalam kedudukannya sebagai 
Aparatur Negara ialah melakukan 
tugas dan kegiatan Negara untuk: 


a. penguasaan bumi dan air dan 
pengusahaannya untuk sebesar- 
besar kemakmuran rakyat; 


b. penciptaan ruang yang memberi- 
kan perlindungan untuk ruang ker- 
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ja dan tempat tinggal bagi manusia; 


c. pembinaan/pembangunan jalan 
dan jembatan untuk pembukaan 
dan pembinaan daerah; 


d. pengendalian dan penyaluran air 
untuk kemakmuran rakyat; 


Unsur-unsur prasarana yang ter- 
masuk dalam Bidang Pekerjaan 
Umum ialah: 


a. Pengairan untuk memberikan pe- 
ngairan (irigasi teknis) bagi menun- 
jang usaha-usaha intensifikasi dan 
ekstensifikasi 


pertanian dalam 


rangka mempertinggi produksi 


pangan: 


b. Pengembangan wilayah sungai 
dan pengendalian sungai untuk 
memanfaatkan sumber-sumber air 


dan pengamanan daerah produksi 


serta mencegah proses kemelarat- 
an: 


c. Bina Marga (jalan dan jembatan) 
serta pelayaran sungai untuk me- 
lancarkan perhubungan lalu lintas, 
pembangunan perekonomian dan 
pengembangan ekspor (export 
drive): 


d. Air bersih untuk perindustrian, 
fasilitas pelabuhan dan penyediaan 
air minum untuk rakyat: 


e. Tata Kota dan Daerah, Tata Ba- 
ngunan dan Perumahan Rakyat 
untuk pengembangan lingkungan 
masyarakat 
development). 


(community 


Ir. Sutami meresmikan salah satu pro- 


vek Pengairan dengan didahului 


pemutaran pintu air 


Q 


Instalasi Penjernihan Air Minum Pulogadung 
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BIRO BANGUNAN R.P, SOEPARTO 
PT. SEBO AGUNG 


( JOINT OPERATION ) 


PROYEK IRIGASI RIAM KANAN KALIMANTAN SELATAN 


BANK : - BANK RAKYAT CABANG BANJARMASIN 
- BANK BUMI DAYA CABANG BANJARMASIN 


- BANK PEMBANGUNAN DAERAH KAL. SEL. 


i | 


Р.Т. SILKAR NATIONAL Ltd. 


Jl. Mawar 9, Phone (0511) 2232 Facsimile (0511) 2232 
Banjarmasin 7011 South Kalimantan 


SELURUH STAF & PIMPINAN PT. SILKAR NASIONAL LTD 
CAB. KALIMANTAN SELATAN MENGUCAPKAN SELAMAT HARI BAKTI 
DEPT. P.U. YANG KE 45-3 DESEMBER 1990 


PT. KRAKATAU STEEL 
INDUSTRI BAJA TERPADU PERTAMA DI INDONESIA 


DENGAN PRODUK-PRODUKNYA : 


O BESI SPONS | 
O BILLET BAJA 
O SLAB BAJA 
O H.R. COIL/PELAT BAJA 
O BATANG KAWAT 
O BESI BETON 
O BESI PROFIL 
O KAWAT BAJA 


Untuk Pesanan agar Menghubungi Kantor Pemasaran Kami : 


Kantor Jakarta : Wisma Baja Lantai IV, V & VIII. Л. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta Selatan 
Telp. : 510266, 510454, 510881, 511769, 5200670, 5200671, 5200893, 5200990, 5204010 
Telex : 62956 & 62995 PTKS IA. P.o. Box. : 1174 JKT - Indonesia, Facsimile : 5200876, 
Kantor Cilegon : Komplek Industri Baja, Cilegon, Jawa Barat 
Telp. : 5202869 (4 saluran), 5202873 (5 saluran) Telex : 45595, 44490 KSLOG IA - 45533 KSPROD IA 
Р.О. Box : 14 Cilegon. Facsimile : 348275, 5203159, 5203181, 5202883 


P.T. VIRAMA KARYA 


JL. BIRU LAUT X KAV. 10 A CAWANG 
JAKARTA TIMUR 13340 

TELP : 8196481 

FAX : 8504444 

TELEX : 48107 JNG KPM IA 


JASA KONSULTASI 
KEAHLIAN TEKNIK 


-Rekayasa 

- Penyelidikan teknik 

- Pemetaan 

- Penginderaan Jauh 

- Rancang bangun 

- Pengawasan konstruksi 

- Pemanfaatan dan 
Pemeliharaan 


-Manajemen Е —_— ЗОНАГА 
- Pendidikan дап Pelatihan PROYEK IRIGASI SIMALUNGUN (BENDUNG BALATA UJUNG RAJA) 


CABANG : PERWAKILAN : UJUNG PANDANG (0411) 854541 
BANDUNG (022) 615841 JAWA BARAT MEDAN (061) 525753 MDN KUPANG (0391) 21665 
SEMARANG (024) 312258 JAWA TENGAH PADANG (0751) 26110, 25401 SUMBAR 

SURABAYA (031) 810314 JAWA TIMUR LAMPUNG (0721) 64131 


CV. ANDALAS TIMOR 


KONTRAKTOR - CIPTA KARYA - BINA MARGA - IRIGASI 


PERDAGANGAN UMUM 
KANTOR : JALAN SUMUR BANDUNG No. 81 TELP 21092 METRO - LAMPUNG 


CV. “BUDHI KENCANA" 


JALAN PEMASYARAKATAN NO. 2 SUKUNG 
KOTABUMI - LAMPUNG UTARA 


KONTRAKTOR - PERDAGANGAN UMUM - LEVERANSIR & INDUSTRI 
Bank : BRI - BNI 1946 - BPD. 


Dalam tahap rehabilitasi 
(penyelamatan dan rehabilitasi) yang 
dilakukan oleh Departemen Pekerja- 
an Umum dalam skala prioritas 
utama, ialah: 


(1) Pemeliharaan, penyelamatan 
dan pengamanan prasarana (su- 
ngai bangunan saluran pengair- 
an, jalan, jembatan dan sebagai- 
nya) agar tetap dapat berfungsi 
secara optimal, 


(2 


Rehabilitasi prasarana dengan 
memberikan prioritas kepada 
yang langsung dapat meningkat- 
kan produksi pangan, mengun- 
tungkan ekspor dan melancarkan 
arus barang (flow of goods) di 
dalam negeri: 


(3 


— 


Menyelesaikan proyek-proyek 
yang mempunyai arti ekonomis 
penting dan yang segera dapat 
memberikan hasil: 


(4 


ке” 


Meneruskan proyek pengolahan 
aspal dalam Negeri baik aspal 
murni (dengan kerjasama dengan 
Departemen Pertambangan) 
maupun aspal Buton, dan me- 
ningkatkan produksinya, agar 
dalam jangka pendek dapat me- 
ngurangi impor aspal dari Luar 
Negeri dan dalam jangka panjang 
dapat menuju swasembada (self- 
supporting): 


(5) Meneruskan perencanaan dan 
persiapan proyek-proyek baru 
(seperti Proyek Jalan Raya Su- 
matera), dengan tidak banyak 
memerlukan pembiayaan: 


(6 


е” 


Menyelesaikan pembersihan 
aparatur dan personil Departe- 
men Pekerjaan Umum dari 
unsur-unsur G.30.S/PKI dan un- 
tuk menciptakan aparatur Depar- 


temen Pekerjaan Umum, yang 
bersikap mental Orde Baru dan 
yang siap dan mampu melak- 
sanakan kewajibannya. 


Untuk mempercepat pelaksanaan 
tugas-tugas pekerjaan tersebut dan 
dalam keadaan kekurangan tenaga 
terlatih (skill) dalam beberapa hal 
dipergunakan jasa-jasa kekaryaan 
ABRI, "Civic Mission” atau pasukan 
Zeni Angkatan Darat. Pengikutser- 
taan atau pemanfaatan jasa-jasa 
tersebut memang sangat diperlukan 
untuk melakukan penerobosan 
dalam mencapai sasaran dalam 
waktu yang ditentukan dengan 
aman, lebih-lebih hal-hal yang tidak 
dapat dicapai dengan tindakan yang 
bersifat rutin saja. Disamping itu 
dalam upaya untuk mengembalikan 
tertib administrasi yang telah rusak 
akibat penyelewengan yang dilaku- 


kan sebelum tahun 1966, banyak hal 
yang perlu diselesaikan dengan task 
force (gugus tugas). 

Kebijaksanaan umum yang di- 
pergunakan oleh Departemen Peker- 
jaan Umum dalam rangka program 
rehabilitasi dan stabilitasi sosial politik 
dan sosial ekonomi pada waktu itu 
ialah : 


(1) Kebijaksanaan Pemerintah se- 
bagaimana dimaksud dalam In- 
struksi Kabinet Ampera Nomor 
01/U/IN/8/1966 tanggal 15 
Agustus 1966. 


Pemeliharaan, pembinaan dan 
rehabilitasi bangunan prasarana 
yang telah ada dan yang mem- 
punyai arti ekonomi penting ser- 
ta yang menunjang pembangun- 
an di bidang lain harus didahu- 
lukan agar keadaannya tidak 
merosot dan dapat berfungsi 


(2 


ке” 


Peningkatan Saluran Pembuang di daerah padat penduduk. 
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secara optimal. 


(3) Proyek-proyek yang sedang 
dalam pelaksanaan dan yang 
mempunyai arti ekonomis pen- 
ting serta yang dapat meunjang 
usaha-usaha pembangunan di 
bidang lain dapat dilanjutkan 
pembangunannya. 


(4) Proyek Political Venues Conefo 
yang pembangunannya sudah di- 
mulai sejak Maret 1965 berdasar- 
kan Keputusan Presidium Nomor 
79/U/Kep/11/1966 dilanjutkan 
dan diubah rencana pengguna- 
annya dan dijadikan Gedung 


MPR/DPR. 
84 


Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/ Majelis Permusyawaratan Rakyat. 


(5) Perhatian perlu lebih banyak 
diarahkan terhadap soal "plann- 
ing, programming dan imple- 
mentasinya" serta soal "research" 
(riset). 


(6) Mengusahakan tercapainya apa 
yang disebut "The Most Econo- 
mical Construction Time” (waktu 
pelaksanaan pembangunan yang 
paling ekonomis). 

(7) Pelaksanaan pekerjaan secara 
fisik harus memenuhi persyaratan 


teknis dan teknologis. 


(8 


— 


Mengusahakan adanya pergeser- 
an dari Pusat ke Daerah dalam 


hal ketrampilan dan pengetahuan 
(skill and knowhow) baik teknik 
maupun manajerial. 


(9) Mengusahakan sistem pengawas- 
an yang efektif tetapi tidak meng- 
hambat jalannya pekerjaan. 


Sasaran pokok yang ingin dicapai 
dalam rangka pelaksanaan program 
Dwi Darma dan Catur Karya Kabinet 
Ampera dalam tahap stabilisasi 
rehabilitasi, kon- 
solidasi dan stabilisasi) sampai akhir 
1968 ialah : 


(penyelamatan, 


(1) Aparatur Departemen Pekerjaan 
Umum yang bersikap mental 


Ж 
| " p^ 


Orde Baru berdasarkan Pancasila 


dan Undang-Undang Dasar 
1945. 


(2) Aparatur Departemen Pekerjaan 
Umum yang siap dan mampu 
melaksanakan Pembangunan 
Lima Tahun mendatang dan 
tahap-tahap selanjutnya. 


Sebagai suatu prasyarat untuk era 
dan tahap berikutnya, yaitu tahap 
Pembangunan Lima Tahun. 


Karena kebutuhan masyarakat tidak 
dapat berhenti dulu selama pelaksa- 


Bangunan talang beton di proyek irigasi Sanrego — Sulawesi Selatan. 


naan suatu rencana, maka disamping 
usaha kegiatan untuk mencapai 
sasaran pokok tahap demi tahap itu, 
perlu dilakukan upaya dan kegiatan 
dalam rangka: 


a. pelaksanaan tugas-tugas pokok 
Departemen Pekerjaan Umum, 
yang harus dilakukan secara terus 
menerus, 


b. pembinaan kondisi dan hasil-hasil 
yang sudah dicapai (ada), 


, 


c. pemenuhan “kebutuhan segera, 
guna mengatasi masalah /persoal- 
an sementara atau ketidakseim- 
bangan sementara yang ada. 


Departemen Pekerjaan Umum 
dalam melaksanakan bidang tugas- 
nya, sesuai dengan ketentuan Ke- 
putusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 170 Tahun 1966 mempunyai 
empat Direktorat Jenderal, yaitu : 


A. Direktorat Jenderal Pengairan 
Dasar, yang menyelenggarakan 
manajemen operatif untuk pelak- 
sanaan irigasi dan tugas Depar- 
temen di bidang pengairan, yang 
berhubungan erat dengan peman- 
faatan serta pengembangan sum- 
ber-sumber air. 
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Bidang tugas Direktorat Jenderal 


Pengairan Dasar, ialah : lrigasi, 
Pengaturan sungai (sodetan, nor- 
malisasi sungai, tanggul, penga- 
turan lalu lintas sungai); Pence- 
gahan dan Pengendalian Banjir; 
Reklamasi dan Konservasi tanah 
(saluran, polder, pematangan 
tanah, dan sebagainya) dan 
bidang Teknik Air (Hydro Tech- 
nic) pada umumnya . 


. Direktorat Jenderal Cipta Karya, 


yang menyelenggarakan mana- 
jemen operatif untuk pelaksanaan 
fungsi dan tugas Departemen di 
bidang Cipta Karya. Bidang tugas 
Direktorat Jenderal Cipta Karya, 
ialah: Perumahan Rakyat; Tata 
Bangunan (gedung-gedung Ne- 
gara dan bangunan-bangunan 
umum); Tata Pembangunan Kota 
dan Daerah; dan 


Penampang saluran jaringan irigasi. 
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C. Direktorat Jenderal Bina Marga, 
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yang menyelenggarakan mana- 
jemen operatif untuk pelaksanaan 
fungsi dan tugas Departemen 
bidang Bina Marga (jalan umum). 
Bidang tugas Direktorat Jenderal 
Bina Marga, ialah : Pembinaan 
Jalan Umum (termasuk jembatan 
dan semua bangunan pelengkap- 
nya) dan Pengusahaan Pertam- 
bangan Aspal. 


. Direktorat Jenderal Jalan Raya 


Sumatera menyelenggarakan 
manajemen operatif untuk pe- 
laksanaan fungsi dan tugas 
Departemen dalam hal pem- 
bangunan jalan raya Sumatera. 
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Jembatan Tol pertama di luar jawa. Jembatan Tallo Lama (Sulawesi 


Selatan). 
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Pefdnan alat-alat besar dalam menunjang pembangunan ke-PU-an. 


E. Inspektorat Jenderal yang dipim- 
pin oleh seorang Inspektur Jenderal 
menyelenggarakan pengawasan 
umum atas pelaksanaan kebijaksa- 
naan Departemen yang ditetapkan 
oleh Menteri. 

Departemen Pekerjaan Umum 
mempunyai badan-badan pelayanan 
untuk pembinaan dan pelayanan 
teknis dan administratif, yang terdiri 
dari : 

(1) Eksploitasi Alat-alat Besar 

(2) Eksploitasi Bahan-bahan Bangun- 
an, 

(3) Institut Pendidikan Pekerjaan 

Umum, 

yang masing-masing dipimpin 
oleh seorang Direktur yang bertang- 
gungjawab kepada Menteri lewat 
Sekretaris Jenderal. Badan-badan 
tersebut berkedudukan langsung di 
bawah Menteri, sedang pembinaan 
administratif (pengaturan) dan teknis 
(petunjuk, cara, metoda) dilakukan 
oleh Sekretaris Jenderal. 

Departemen Pekerjaan Umum 
juga mendapat tugas untuk mem- 
bina, mengawasi, mengkoordinir dan 
mengurus Perusahaan-perusahaan 


an Bangunan Negara adalah Peru- 
sahaan Negara yang berfungsi 
memberi jasa di bidang pem- 
bangunan, yang mempunyai bidang 
tugas : 


a. Perencanaan dan Consulting 
Engineering, atau 

b. Pelaksanaan Pembangunan (ba- 
ngunan sipil dan konstruksi), atau 


c. Pelaksanaan Pekerjaan Instalasi. 


Dalam menjalankan pembinaan 
pengawasan, terhadap Perusahaan- 
perusahaan Bangunan Negara itu 
Menteri dibantu oleh sebuah badan 
pembantu yang dinamakan Dewan 
Direksi Perusahaan Bangunan Ne- 
gara, sebagai pengganti dari Badan 
Pimpinan Umum Perusahaan Bangu- 
nan Negara (BPU-PBN). 

Unsur-unsur pelaksana di daerah 
ialah Dinas-dinas Pekerjaan Umum 
Daerah Tingkat I/Propinsi di seluruh 
Indonesia yang bertugas kewajiban : 


a. Menyelenggarakan manajemen 
operatif untuk pelaksanaan tugas- 
tugas Departemen Pekerjaan 
Umum (Pusat) di daerah: 


tugas urusan Pekerjaan Umum da- 
ri daerah otonom. 


Dinas Pekerjaan Umum Daerah Ting- 

kat 1/ Propinsi dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas, yang bertanggung- 

jawab : 

a. kepada Menteri Pekerjaan Umum 
dalam melaksanakan tugas-tugas 
Departemen (Pusat), 


b. kepada Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I dalam melaksanakan 
tugas daerah otonom. 


3. Dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 168 Ta- 
hun 1967 tanggal 10 Oktober 1967 


Organisasi-organisasi : 


(1) Direktorat Jenderal Jalan Raya 
Sumatera, yang diadakan dalam 
rangka Keputusan Presiden Re- 
publik Indonesia Nomor 170 
Tahun 1966, jo Keputusan Pre- 
sidium Kabinet Ampera Republik 
Indonesia Nomor 75/U/Kep/11 
/1966 dan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 2/PRT 
/1967. 


(2) Otorita Jalan Raya Sumatera yang 
dibentuk dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 1964 jo Nomor 
13 Tahun 1965, dinyatakan di- 
lebur dan dijadikan Proyek 
Khusus dari Departemen Peker- 
jaan Umum yang ditugaskan dan 
dipertanggungjawabkan kepada 
Menteri/ Departemen Pekerjaan 
Umum. 


Berdasarkan wewenang yang di- 
peroleh dari ketentuan sebagaimana 


Bangunan Negara yang ada di ling- b. Menyelenggarakan manajemen dimaksud dalam ayat (2) amar Ketiga 


kungan kewenangannya. Perusaha- 


operatif untuk pelaksanaan tugas- 


Keputusan Presiden tersebut Menteri 


1. Sejarah kelembagaan 
pengawasan sebenarnya telah menem- 
puh jalan yang cukup panjang, yaitu 
dengan ditetapkannya Indische Com- 
ptabiliteits Wet (ICW) pada tahun 
1864. Indische Comptabiliteits Wet 
merupakan suatu Undang-Undang 
yang mengatur perbendaharaan dan 
keuangan negara. Sejak ditetapkannya 
pada tahun 1864 hingga tahun 1925, 
ICW telah mengalami tiga kali 
perubahan yaitu pada tahun 1895, 
1917 dan 1925. Kemudian, sejak Pro- 
klamasi Kemerdekaan dapat dicatat 
adanya dua kali perubahan pada tubuh 
ICW,- yaitu pada tahun 1954 dan 
tahun 1968. Perubahan yang terjadi 
pada tahun 1968 adalah pem- 
baharuan ICW menjadi Undang- 
Undang No. 9 Tahun 1968, yaitu 
Undang-Undang Perbendaharaan In- 
donesia. Hal yang menonjol yang 
patut dicatat dalam sistem ICW ini 
adalah adanya Algemeene 
Rekenkamer (Badan Pemeriksa 
Keuangan), suatu badan yang bersifat 
otonom, yang berada di luar pemerin- 
tah dan tidak 
eksekutif. 


ikut dalam tugas 
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Kegiatan penyuluhan, salah satu penyampaian informasi yang efektip 


bagi masyarakat. 


LEMBAGA PENGAWASAN 


2. Di samping adanya lembaga 
pengawasan fungsional ekstern Pe- 
merintah yaitu Bepeka sejak tahun 
1950, dalam sistem pemerintahan In- 
donesia telah dikenal adanya lembaga 
pengawasan fungsional intern, yaitu 
Jawatan Akuntan Negeri, suatu badan 
pengawasan di bawah Thesauri Jen- 
deral Departemen Keuangan. Karena 
jumlah Bendaharawan makin ber- 
tambah maka pada tahun 1953, de- 


ngan Keputusan Presiden No. 180 


tahun 1953 pada Inspektur Jawatan 
Perbendaharaan dan Kas Negara diberi 
wewenang pula untuk melakukan 
pemeriksaan Kas Bendaharawan. 


3. Pada akhir tahun lima puluhan, 
pengambilan perusahaan-perusahaan 
milik Belanda yang dengan Perpu No. 
19 tahun 1960 dijadikan perusahaan 
milik negara. Kejadian ini mendorong 
timbulnya Peraturan Presiden No. 9 
tahun 1960 yang memberikan tugas 
yang lebih luas kepada Jawatan Akun- 
tan Negeri. Tugas Jawatan Akuntan 
Negeri diperluas, tidak hanya meneliti 
jawatan yang mempunyai sistem pem- 
bukuan komersial, tetapi juga 
melakukan pemeriksaan terhadap 
perusahaan-perusahaan negara. 
Dalam Surat Keputusan tersebut nama 
Jawatan Akuntan Negeri diubah men- 


jadi Jawatan Akuntan Negara dan 
berkedudukan langsung di bawah 
Menteri Keuangan. 


4. Untuk pengawasan pelaksanaan 
Anggaran Belanja Negara, ber- 
dasarkan Keputusan Presiden No. 29 
tahun 1963 dibentuk Organisasi 
pengawasan baru, yaitu diciptakannya 
Urusan Pengawasan pada Departe- 
men Urusan Pendapatan, Pembiayaan 
dan Pengawasan serta Bagian 
Pengawasan Keuangan Departemen. 
Urusan Pengawasan berada di bawah 
Menteri Urusan Pendapatan, Pem- 
biayaan dan Pengawasan sedang 
Bagian Pengawasan Keuangan 
Departemen berada di bawah 
Sekretaris Jenderal Departemen dan 
terlepas dari Biro Keuangan. 


5. Pada Pemerintah Orde Baru, 
pemerintah melancarkan kebijaksa- 
naan ekonomi, yang dikenal sebagai 
kebijaksanaan stabilisasi dan rehabilitasi 

.ekonomi. Kebijaksanaan tersebut di- 

perlukan sebagai pra-kondisi untuk 

dapat dimulainya suatu pembangunan 
ekonomi yang berencana yang dimulai 
pada tahun 1969. Untuk menunjang 
suksesnya ekonomi, Pemerintah Orde 

Baru mengambil langkah-langkah per- 

baikan/penyempurnaan serta pen- 

dayagunaan administrasi pemerintah. 

Langkah-langkah perbaikan adminis- 

trasi pemerintahan itu dimulai dengan 

keluarnya : | 

а) Keputusan Presidium Kabinet 
Nomor 15/V/KEP/8/ 1966. 

b) Keputusan Presedium Kabinet 
Nomor 75/V/KEP/ 10/1966 yang 
disempurnakan dengan 

c) Keputusan Presidium Kabinet 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Organisasi Departemen 


d) Keputusan Presiden RI Nomor 15 
Tahun 1974 tentang Susunan 
Organisasi Departemen yang disem- 
purnakan lagi dengan Keputusan 
Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 
tentang Susunan Organisasi 
Departemen. 

Berdasarkan Surat Keputusan ter- 
sebut, organisasi disusun dengan 
memberikan ketegasan tentang adanya 
fungsi garis dan staf dalam organisasi 
yang terdiri atas unsur pimpinan, pem- 
bantu pimpinan, unsur pelaksanaan 
dan unsur pengawasan. Dalam 
organisasi departemen Sekretariat 
Jenderal adalah unsur pembantu, 
Direktorat Jenderal adalah unsur 
pelaksana, dan unsur pengawasannya 
adalah Inspektorat Jenderal. In- 
spektorat Jenderal adalah pelaksana 
utama pengawasan di lingkungan 
departemen yang melaksanakan 
pengawasan fungsional intern. 


6. Dalam kelembagaan 
Departemen Pekerjaan Umum, In- 
spektorat Jenderal dibantu oleh In- 
spektorat Administrasi dan Keuangan, 
Inspektur Teknik dan Inspektur Ke- 
amanan. Adanya Inspektur Teknik 
dalam kelembagaan Departemen 
Pekerjaan Umum adalah suatu 
keharusan mengingat fungsi 
Departemen Pekerjaan Umum sebagai 
instansi yang bertanggung jawab 
terhadap penyelenggaraan pem- 
bangunan dan pengelolaan sarana dan 
prasarana pekerjaan umum. Dengan 
lahirnya Lembaga Inspektorat Jenderal 
dalam struktur organisasi Departemen 
sebagai instansi pengawasan fungsional 
intern, tidak berarti hapusnya pe- 
ngawasan oleh pimpinan organisasi 
dan fungsi pengawasan yang lain. 
Justru dibentuknya lembaga penga- 


wasan fungsional adalah untuk 
memperkuat fungsi pengawasan oleh 
pimpinan/pengendaii. 


7. Menghadapi pembangunan lima 
tahun kedua (Pelita dua) yang dimulai 
tahun 1974, yang sasaran dan jang- 
kauannya lebih luas, administrasi 
pemerintahan sebagai pendukung 
pembangunan perlu disiapkan agar 
mampu mendukung kegiatan pem- 
bangunan yang dilaksanakan. Untuk 
itu administrasi pemerintahan perlu 
diperbaiki dan disempurnakan. Perlu- 
nya perbaikan administrasi pemerin- 
tahan ini juga disadari oleh Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat (MPR), yang 
dalam Keputusan Nomor IV/1973 
mengamanatkan perbaikan adminis- 
trasi pemerintahan tersebut. Keputusan 
MPR tersebut kemudian diikuti dengan 
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 
1974, tentang PELITA II yang pada 
Bab 30 berisi tentang Administrasi 
Pemerintah. 


Pada awal Pelita III (tahun 1979), 
Inspektur pada Inspektorat Jenderal 
Departemen Pekerjaan Umum yang 
semula pembagian kerjanya ber- 
dasarkan bidang, kini diubah menurut 
wilayah. Dengan demikian, Inspektur- 
Inspektur Teknik yang ada adalah In- 
spektur Teknik Wilayah Barat, Wilayah 
Tengah, dan Inspektur Wilayah Timur, 
ditambah Inspektur Peralatan dan 
Perbekalan. Di samping itu, fungsi 
bagian Tata Usaha ditingkatkan men- 
jadi Sekretariat Inspektorat Jenderal, 
agar kegiatan pendukung ini dapat 
menunjang kegiatan utama yaitu 
penyelenggaraan pengawasan. Dalam 
periode yang sama usaha penyempur- 
naan penyelenggaraan pengawasan 
fungsional di lingkungan Departemen 
Pekerjaan Umum mencapai suatu titik 
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yang menentukan dalam rangka pe- 
ningkatan fungsi pengawasan fungsional 
yang ditandai oleh keluarnya 
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 
No 177 tahun 1982 tentang pedoman 
Pokok Pelaksanaan Tugas Inspektorat 
Jenderal dan Prosedur Pengawasan 
Departemen Pekerjaan Umum. 
Pedoman pokok ini kemudian 
dilengkapi dengan pedoman opera- 
sional dalam bentuk Daftar Simak 
Pengawasan yang merupakan 
pegangan bagi para pemeriksa. 


Penyempurnaan lebih lanjut di 
bidang pengawasan sebagai bagian dari 
usaha penyempurnaan administrasi 
pemerintahan dalam Pelita IV di- 
tuangkan di dalam Keputusan Presiden 
No. 15 tahun 1983 tentang Struktur 
Organisasi Departemen. Sebagai tin- 
dak lanjut dari Keputusan Presiden 
tersebut maka diterbitkan Surat 
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 
No. 211 tahun 1984 tentang Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Pekerjaan Umum. Dalam Struktur 
Organisasi baru tersebut, fungsi 
pengawasan Inspektorat Jenderal 
diperluas, demikian juga struktur 
organisasinya diperkuat dengan 
adanya 6 (enam) orang Inspektur 
Wilayah, yang tugasnya mengadakan 
pengawasan terhadap tugas pem- 
bangunan. Dalam Surat Keputusan 
tersebut, fungsi pengawasan terhadap 
tugas umum pemerintah memperoleh 
perhatian khusus yaitu dengan adanya 
Inspektur Tugas Umum dalam struktur 
organisasi Inspektorat Jenderal. Di 
samping itu, dalam struktur organisasi 
ini terdapat Inspektur Urusan Khusus 
yang bertugas menyelenggarakan 
pengawasan terhadap kegiatan-ke- 
giatan sosial politik dan keamanan. In- 
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spektur Jenderal sebagai pimpinan ter- 
tinggi Inspektorat Jenderal juga dibantu 
oleh Inspektur Bakorstanas (Inspektur 
Badan Koordinasi Bantuan Peman- 
tapan Stabilitas Nasional), yang 
sebelumnya disebut Inspektur Opstib. 


Perubahan/penyempurnaan pada 
tahun 1983, adalah ditetapkannya 
Wakil Presiden sebagai penanggung 
jawab di bidang pengawasan, diben- 
tuknya Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) ber- 
dasarkan Keppres No. 31 tahun 1983 
yang merupakan lembaga pengawasan 
fungsional di bawah pemerintah tetapi 
di luar Departemen. Ditunjuknya 
Menteri EKUIN dan WASBANG un- 
tuk melaksanakan koordinasi kegiatan 
pengawasan fungsional lembaga 
Departemen dan non Departemen 
berdasarkan Kepres No. 32 tahun 1983 
dan ditetapkannya Instruksi Presiden 
No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman 
Pelaksanaan pengawasan kepada Para 
Menteri dan Pimpinan Lembaga non 
Departemen, digariskan pada kebi- 
jakan pertama agar meningkatkan 
pelaksanaan pengawasan, baik 
pengawasan oleh pimpinan masing- 
masing maupun pengawasan oleh 
aparat pengawasan fungsional. Kedua, 
hasil pengawasan baik berupa 
penyempurnaan aparatur sampai ke 
pada melakukan tindakan penertiban 
perlu dilaksanakan. 


Inspektorat Jenderal Dep. PU 
dewasa ini sedang dalam proses 
penerapan Comprehensive Audit, 
dari yang selama ini bersifat Com- 
pliance Audit. 

Dalam penerapan ini telah dipilih 
pentahapan dalam empat jenis peme- 
riksaan sbb.: 


— Administrative Audit, yang mem- 
punyai sasaran tercapainya tertib ad- 
ministrasi dalam pelaksanaan tugas. 

— Operational Audit, yang mem- 
punyai sasaran tercapainya efisien- 
si dalam tahap perencanaan dan 
penyusunan anggaran (pemeriksaan 
Kinerja). 

— Program Audit, yang mempunyai 
sasaran tercapainya manfaat dari 
prasarana dan sarana yang di- 
hasilkan Departemen Pekerjaan 
Umum (mampu menunjang sektor- 
sektor pembangunan). 


Dalam rangka menunjang tercapainya 
sasaran yang tertuang dalam kebijaksa- 
naan pengawasan terutama dalam hal 
menunjang terciptanya situasi pe- 
ngawasan yang mengarah mening- 
katnya pelaksanaan pengawasan 
melekat, Inspektorat Jenderal terus 
berupaya agar mampu melaksanakan 
pemeriksaan Kinerja dan program, 
dengan satu asumsi bahwa pelaksa- 
naan pengawasan atasan langsung 
diharapkan mampu meliput Ad- 
ministrative dan Operational Audit 
secara bertahap, sehingga pada saat- 
nya Inspektorat Jenderal hanya ber- 
fungsi sebagai unsur penunjang dalam 
jenis pemeriksaan operasional dan 
Administrasi. 


Dalam pelaksanaan tugas, In- 
spektorat Jenderal memiliki 4 (empat) 
buah program yaitu : 


— Program Peningkatan Efisiensi 
Aparatur Pemerintah dan Pe- 
ngawasan Kegiatan pada program 
ini adalah merupakan kegiatan 
pokok Inspektorat Jenderal. 
Bentuk penuangannya berupa pro- 
gram kerja pemeriksaan tahunan 
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(PKPT), yang disahkan oleh Menko 
Ekuin dan Wasbang. 

Dalam PKPT ini ditetapkan obyek 
pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, 
jumlah tenaga pemeriksa yang 
diperlukan, jangka waktu pemerik- 
saan, dana yang diperlukan serta 
jadwal pemeriksaan, Hasil yang 
diperoleh dalam Pelita IM adalah 
diterbitkannya 3121 buah Laporan 
Hasil Pemeriksaan dan 302 buah 
Laporan Hasil Pemeriksaan dalam 
tahun anggaran 1989/1990. 


— Program Penelitian Aparatur 
Pemerintah: 
Kegiatan pada program ini adalah 


kegiatan penyempurnaan 
pedoman-pedoman pemeriksaan. 
Kegiatan yang mendesak saat ini 
adalah penyempurnaan manual 
Performance Audit dan 
penyusunan manual Program 
Audit, beserta aplikasinya yang saat 
ini ditampung dalam program In- 
stitutional Development Training 
and Project (IDTP). 


— Program Pendidikan Aparatur 


Pemerintah : 
Kegiatan pada program ini adalah 
kegiatan-kegiatan yang bertujuan 


— Program 


meningkatkan keterampilan / kualitas 
aparat Inspektorat Jenderal dalam 
melaksanakan tugasnya. 


Hasil yang diperoleh dalam Pelita IV 
adalah Pendidikan dan Pelatihan 4 
(empat) orang di Jepang, 20 (dua 
puluh) orang di Negeri Belanda dan 
398 orang di Indonesia. 


Penyempurnaan 
Prasarana Fisik Pemerintah : 


Kegiatan pada program ini adalah 
penyediaan prasarana kerja di In- 
spektorat Jenderal. 


ER 
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Kegiatan pengawasan lapangan. 
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Pekerjaan Umum dengan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/ 
PRT/1967 tanggal 9 Nopember 
1967 membentuk suatu badan pe- 
laksana proyek dengan nama "Pro- 
yek Khusus Jalan Raya Sumatera” 
yang disingkat "Prosus Jaya Suma- 
tera” dengan tugas pokok sebagai 
berikut : 


a. Menyelenggarakan pembangunan 
Proyek Jalan Raya Sumatera, 
yang meliputi pekerjaan-pekerjaan 
perancangan, perencanaan, pelak- 
sanaan dan pengawasan proyek. 


b. Menyelenggarakan segala daya 
upaya dan usaha-usaha untuk 
membantu meringankan pem- 
biayaan proyek dalam batas keten- 
tuan yang termaktub dalam Ke- 
putusan Presiden Republik In- 
donesia Nomor 168 Tahun 1967 
amar keempat huruf a. 


Proyek Jalan Raya Sumatera ini, 
meliputi : 


(1) Proyek Pembuatan Jalan baru un- 
tuk jalan pokok (trank-line), 


(2) Proyek Rehabilitasi dan Pening- 
katan (Up Grading) jalan yang ada 
dalam rangka jalan pokok dan 
jalan pembuluh (feeder roads). 


(3) Proyek Pengusahaan Pemupukan 
Dana, yang bersifat menunjang 
pelaksanaan proyek dan/atau 
memanfaatkan hasil-hasil proyek 
dalam rangka tujuan pengem- 
bangan wilayah. 


4. Untuk kepentingan pengaman- 
an terhadap pelaksanaan tugas De- 
partemen Pekerjaan Umum, adalah 
syarat mutlak bahwa aparat 


Departemen Pekerjaan Umum harus 
bersih dari oknum-oknum yang ter- 
libat dalam G-30-S/PKI dan gerakan 


kontra revolusi lainnya. Agar usaha 
pembersihan dan penertiban personil 
itu dapat diselesaikan dengan tertib 
dan mantap, maka dengan Keputus- 
an Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
175/KPTS/ 1966 tanggal 13 Desem- 
ber 1966 diadakan penyesuaian 
pedoman pembentukan Tim Pener- 
tiban Pembersihan Personil dalam 
lingkungan Departemen Pekerjaan 
Umum. Dengan keputusan tersebut 
diatur dan ditetapkan pedoman pem- 
bentukan sebagai berikut : 


(1) Pada tingkat Departemen di ben- 
tuk Tim Khusus Penertiban/Pem- 
bersihan Personil Pusat Depar- 
temen Pekerjaan Umum: 


(2)Pada tingkat unit/kesatuan di 
lingkungan Departemen Pekerja- 
an Umum dibentuk Tim Khusus 
Penertiban/ Pembersihan Personil 
Cabang Pekerjaan Umum dise- 


Ruas jalan Pulau Panjang — Sri Bawono — Lampung. 


suaikan dengan nama unit/kesa- 
tuannya; 


(3) Pada tingkat daerah atau unit di 
daerah seperti Dinas Pekerjaan 
Umum Daerah Tingkat 1/ Propin- 
si dibentuk Tim Khusus Penertib- 
an/Pembersihan Personil Cabang 
Daerah Pekerjaan Umum, dise- 
suaikan dengan nama dinas 
daerahnya. 


Tim Khusus Penertiban /Pember- 
sihan Personil Pusat bertugas : 


a. Membantu Menteri dalam 
penyelenggarakan penertiban/ 
pembersihan, pengawasan dan 
pengendalian personil di 
lingkungan kekuasaan Menteri. 


b. Membantu Menteri dalam 
menyelenggarakan koordinasi dan 
pengawasan terhadap pelaksana- 
an Tim-tim Penertiban/Pember- 
sihan Personil Cabang dan Cabang 
Daerah. 


Menerima pengaduan naik ban- 
ding dan menyelesaikannya; dan ber- 
tanggungjawab kepada Menteri Pe- 
kerjaan Umum. 

Pedoman untuk pelaksanaan pe- 
nindakan administratif terhadap per- 
sonil menggunakan ketentuan-ke- 
tentuan dalam : 


(1) Instruksi Presiden Republik In- 
donesia Nomor Instr 09/KO- 
GAM/5/1966 dan penjelas- 
annya. 


(2)Undang-undang Nomor 21 


Tahun 1952. 


(3) Undang-undang Nomor 18 Ta- 
hun 1961. 


(4) Peraturan Pemerintah Nomor 239 
Tahun 1961. 


 taranya ialah : 


(5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 1962. 


(6) Surat Edaran Menteri Pertama 
Nomor 10/MP/61 tanggal 15 
September 1961. 


(7) Surat Edaran Kantor Urusan 
Pegawai Nomor A-24-2/AW- 
1984 tanggal 11 September 1963. 


(8) Radiogram Kepala Staf KOGAM 
Nomor T-724/Da/ 8/ 1966. 


KABINET PEMBANGUNAN I 


5. Pada tanggal 21 sampai 30 
Maret 1968 Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara (MPRS) meng- 
adakan Sidang Umum yang ke-V. 
Dalam Sidang tersebut telah diambil 
keputusan mengangkat Jenderal 
Soeharto, Pengemban Ketetapan 
MPRS Nomor IX/MPRS/1966, se- 
bagai Presiden Republik Indonesia 
sampai terpilihnya Presiden oleh 
MPR hasil pemilihan umum. 

Pelantikan Jenderal Soeharto, 
sebagai Presiden Republik Indonesia, 
dilakukan di muka Sidang Umum 
MPRS tersebut pada tanggal 27 
Maret 1968. 


Sidang Umum MPRS tersebut 
belum berhasil untuk menetapkan 
Garis-garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) dan Pola Dasar Pemba- 
ngunan Lima Tahun bagi pedoman 
pelaksanaan untuk Mandataris 
MPRS. 

Sidang Umum MPRS ke-V telah 
menghasilkan 7 (tujuh) Ketetapan 
MPRS, dan yang terpenting di an- 
Ketetapan MPRS 
Nomor XLI/MPRS/1968 tentang 
Tugas Pokok Kabinet Pembangunan. 


Tugas Pokok Kabinet Pemba- 
ngunan yang diamanatkan oleh 
MPRS itu adalah melanjutkan tugas- 
tugas Kabinet Ampera dengan perin- | 
cian sebagai berikut : 


a. Menciptakan stabilitas politik dan 
ekonomi sebagai syarat untuk 
berhasilnya pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Lima Tahun dan 
Pemilihan Umum: 


b. Menyusun dan melaksanakan 
Rencana Pembangunan Lima Ta- 
hun: 


c. Melaksanakan Pemilihan Umum 
sesuai dengan Ketetapan MPRS 
Nomor XLII/MPRS/ 1968; 


d. Mengembalikan ketertiban dan 
keamanan masyarakat dengan 
mengikis habis sisa-sisa G-30-S/ 
PKI dan setiap perongrongan, pe- 
nyelewengan serta pengkhianatan 
terhadap Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar 1945: 


e. Melanjutkan penyempurnaan dan 
pembersihan secara menyeluruh 
Aparatur Negara dari tingkat Pusat 
sampai Daerah. 


Kelima perincian tugas pokok itu 
kemudian dinamakan Pancakrida. 

Dalam susunan Kabinet Pemba- 
ngunan berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
183 Tahun 1968 jo Nomor 184 
Tahun 1968, bidang tugas dan 
kedudukan Direktorat Jenderal 
Tenaga Listrik dari Departemen 
Perindustrian Dasar, Ringan dan 
Tenaga dalam Kabinet Ampera, 
ditetapkan menjadi tugas dari dan 
kedudukannya ditempatkan di 
lingkungan Departemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik. Diangkat 
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pesi pec ind ё | BIDANG USAHA : 


. Tenaga Listrik (pembangkitan, transmisi | Distribusi 
dan sebagainya). 

. Pengembangan sumber daya air (bendungan besar, irigasi, 
pengendalian banjir, drainasi, teknik penyehatan dan seba- 
gainya). 

. Bangunan prasarana perhubungan. 

. Bangunan bertingkat dan pabrik berikut instalasi listrik dan 
mekaniknya. 

. Industri, pertambangan. 

. Manajemen. 

. Jasa penilaian (appraisal services). 

. Pengembangan sumber daya manusia. 
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Memenuhi Spesifikasi: 

e Pipa PVCuntuk saluran air minum 
511. 0344-82 
JIS. K 6741-1975 

e Pipa PVC untuk saluran air buangan 
511. 1246-85 

e Pipa PVC untuk saluran kabel telpon 
STEL-L-008 

Ukuran sampai dengan diameter 500 mm. 


Untuk Keterangan lebih lanjut hubungi: 


Distributor Kami : 
PT. BUMI BERSERI 


Jl. R.S. Fatmawati No. 4B Telp. (6221) 7690280 
Jakarta Selatan Indonesia | 


Produksi : 
P.T. ESLON JAYA CORPORATION 


Jl. Poglar No. 21 Kedaung Kali Angka 
Jakarta Barat Indonesia 


Telp. : (6221) 612492-612554- 610790, 


Telex : 63911 — ESLON IA 
Fax. : (6221) 615341 


PT. YODYA KARYA MEMILIKI 7 DIVISI SBB 


DIVISI BANGUNAN GEDUNG 
DIVISI DATA & PENGEMBANGAN LINGKUNGAN 
DIVISI JALAN & JEMBATAN 
DIVISI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR 
DIVISI TENAGA LISTRIK 
DIVISI MANAJEMEN OPERASI & PEMELIHARAAN INSTALASI 
DIVISI MANAJEMEN PROYEK 


SELAIN 7 DIVISI INI. KAMI Mt Ma кі 2 BIDANG 
USAHA KHUSUS YAITU 


SATUAN USAHA KHUSUS JASA PENGEMBANGAN 
TEKNOLOGI 
TIM KHUSUS AMDAL 
(ANALISIS, MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN) 


sewer ГЫ. 


SURVAI 
INVESTIGASI 
STUDI 
STUDI KELAYAKAN 
PERENCANAAN 
PERANCANGAN 
TENDER DAN ADMINISTRASI KONTRAK 
PENGAWASAN PELAKSANAAN 
MANAJEMEN KONSTRUKSI 
MANAJEMEN PROYEK 
MANAJEMEN OPERASI DAN PEMELIHARAAN 


sebagai Menteri Pekerjaan Umum (3) Pemberian prioritas dalam rangka 


dan Tenaga Listrik, Ir. Sutami. 


Dalam masa jabatan Kabinet 
Ampera yang lalu disamping usaha 
rehabilitasi dan penyempurnaan 
aparat pelaksana baik struktural, per- 
sonil maupun manajerial, telah 
diadakan penelitian serta pengum- 
pulan informasi dan data mengenai 
keadaan prasarana, khususnya me- 
ngenai jalan dan jembatan, pe- 
ngairan, irigasi, sungai dan rawa, 
tenaga listrik, keciptakaryaan dan 
lain-lain. Berdasarkan kemampuan 
keuangan Negara, maka untuk dapat 
membereskan masalah prasarana 
Pekerjaan Umum di Indonesia itu 
. diperlukan paling sedikit sepuluh 
tahun atau dua kali lima tahun. 


Dalam rangka kebijaksanaan Ka- 
binet Pembangunan dengan meman- 
tapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
yang disiapkan oleh Kabinet Ampera, 
maka kebijaksanaan umum yang di- 
tempuh oleh Departemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik adalah : 


(1) Pemeliharaan, rehabilitasi dan 
upgrading bangunan prasarana 
yang telah ada dan yang mem- 
punyai arti ekonomis penting serta 
yang menunjang pembangunan di 
bidang lain harus didahulukan 
agar keadaannya tidak merosot 
dan dapat berfungsi secara 
Optimal. 


(2) Proyek-proyek yang sedang 
dalam pelaksanaan dan yang 
mempunyai arti ekonomis penting 
serta yang dapat menunjang 
usaha pembangunan di bidang 
lain dapat dilanjutkan pemba- 
ngunannya. 


Rencana Pembangunan Lima Ta- 
hun yang pertama diletakkan 
pada usaha-usaha yang dapat : 


a. meningkatkan produksi pangan 
terutama beras (antara lain me- 
nyangkut proyek-proyek pe- 
ngendalian banjir dan proyek- 
proyek irigasi). 

b. membuka daerah-daerah pro- 
duksi, baik produksi pangan 
maupun produksi ekspor. 


c. Menciptakan lapangan kerja. 
dalam arti proyek-proyek yang 


Satu kata dan perbuatan. 


padat karya. (labour intensive). 


d. membuka daerah dan menam- 
pung transmigrasi dari pulau 
Jawa. 


(4) Perhatian perlu lebih banyak 
dicurahkan kepada soal-soal plan- 
ning. programming dan imple- 
mentasinya serta riset. 


(5)Mengusahakan tercapainya apa 
yang disebut " the most econo- 
mical construction time” (waktu 
pelaksanaan pembangunan yang 
paling ekonomis). 


(6) Pelaksanaan pekerjaan secara fisik 
harus memenuhi persyaratan 
teknis dan teknologis. 


(7) Melanjutkan usaha perbaikan, 
peningkatan (up grading). 
penyempurnaan dari : 


a. Struktur organisasi pelaksana- 
an, 


b. administrasi dan tata kerja 
khusus sistem penyusunan pro- 
gram (program formulation) | 
dan sistem pelaksanaan proyek 
(project execution), 


c. tenaga kerja, untuk memper- 
oleh ketrampilan (skill) mana- 
jerial dan teknik serta penge- 
tahuan (know how) dalam 
rangka persiapan untuk moder- 
nisasi prasarana serta mencapai 
administrasi Pekerjaan Umum 
yang efektif. 


(8) Mengusahakan adanya perge- 
seran dari Pusat ke Daerah dalam 
hal ketrampilan dan pengetahuan 
baik teknik maupun manajerial. 


(9) Mengusahakan sistem pengawas- 
an yang efektif tetapi tidak meng- 
hambat jalannya pekerjaan. 
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Berdasarkan kebijaksanaan- 


kebijaksanaan tersebut di atas, maka 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
dalam tahap stabilisasi dan yang 
dimasukkan dalam Repelita yang per- 
tama diarahkan kepada : 


(1) Bidang Pengairan Dasar 


a. 


Rehabilitasi pada sistem irigasi yang 
sudah ada, agar saluran-saluran 
dan bangunan-bangunannya da- 
pat berfungsi secara maksimal, dan 
diutamakan pada daerah-daerah 
yang merupakan sentra konsumsi 
dan sentra produksi yang me- 
rupakan basis suplai pangan untuk 
daerah lain. 


. Melanjutkan proyek-proyek yang 


penting dan mendesak, dan yang 


segera dapat memberikan hasil 
dan manfaat. 


. Mengadakan survai dan perenca- 


naan pembangunan pengairan ser- 
ta pengembangan wilayah sungai 
(proyek-proyek serbaguna) sebagai 
persiapan untuk program pelaksa- 
naan jangka panjang. 


. Memperbaiki dan menyempur- 


nakan eksploitasi, manajemen, 
operasi dan pemeliharaan tata air 
dan irigasi. 


(2) Bidang Bina Marga 


(Jalan Umum). 


a. Rehabilitasi jalan-jalan ekonomis, 


yang dipilih secara selektif, untuk 
memperlancar arus lalu lintas 


barang serta semua kegiatan bi- 
dang pengangkutan/ distribusi, 
sehingga secara langsung mem- 
bantu peningkatan produksi 
pangan, pengembangan ekspor 
dan industri yang berkaitan dengan 
pertanian, 


. Peningkatan (upgrading) beberapa 


jalan ekonomis guna menampung 
dan memperlancar lalu lintas dan 
sentra produksi ke sentra konsum- 
si, yang mengalami perkembangan 
dan perubahan baik volume mau- 
pun intensitasnya. 


Waduk Lapangan (Embung) 
di Nusa Tenggara Barat. 
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Normalisasi saluran di daerah padat penduduk. 


c. Melanjutkan dan menyelesaikan 
proyek-proyek pembangunan 
yang segera dapat memberikan 
manfaat seperti : Proyek jalan di 
Kalimantan, Nusa Tenggara, proyek 
jalan Takengon, proyek jembatan 
Riau dan sebagainya. 


d. Mengadakan survai, perencanaan 
dan penelitian dalam rangka per- 
siapan rencana pembangunan 
yang akan datang: 


e. Mengusahakan adanya "Ad- 
ministrasi Jalan Raya” (Highway 
Administration), yang berdaya- 
guna. 


(3) Bidang Cipta Karya 


a. Meningkatkan upaya penyusunan 
rencana tata daerah (regional plan- 
ning) dan pengembangan daerah: 


b. Membantu, mendorong usaha 
pembangunan perumahan rakyat 


dengan menggunakan/memanfa- 
atkan bahan-bahan setempat: 


c. Menyelesaikan pembangunan 
proyek-proyek Air Bersih (Air 
Minum), yang mempunyai arti 
ekonomis penting (air minum un- 
tuk pelabuhan) dan sebagainya: 


d. Mengusahakan tercapainya tertib 
pembangunan di Indonesia. 


(4) Bidang Ketenagaan (Energi): 


a. Melakukan rehabilitasi dan rekon- 
disioning Pusat-pusat Pembangkit 
Tenaga Listrik demi keandalan pe- 
nyediaan tenaga listrik dalam 
rangka meniadakan pemadaman- 
pemadaman bergilir terutama 
dimulai di Ibukota Propinsi, serta 
rehabilitasi dan rekondisioning 
Pusat-pusat Pembangkit Tenaga 
Gas dan saluran distribusinya 
terutama di kota-kota besar yang 
penting; 


b. Meningkatkan dan meratakan pe- 
nyediaan tenaga listrik dengan me- 
nyelesaikan proyek-proyek Pusat 
Pembangkit Tenaga Listrik yang 
mempunyai arti ekonomis penting 
dan yang dapat menunjang 
perkembangan dan pembangunan 
ekonomi Negara. 


c. Mengadakan tinjauan menyeluruh 
(overall study) mengenai ke- 
tenagaan, dengan mengadakan 
survai, dan riset untuk mengada- 
kan penilaian (evaluasi) keadaan 
dewasa ini serta merencanakan 
pola pengembangannya untuk 
masa yang akan datang; 


d. Meningkatkan produksi bahan- 
bahan kokas. 


6. Departemen Pekerjaan Umum 
dan Tenaga listrik berpendapat, 
bahwa berhasil tidaknya suatu 
kegiatan dan pembangunan banyak 
tergantung pada planning dan pro- 
grammingnya. Oleh karena itu harus 
dilakukan dengan sebaik-baiknya 
agar dapat dijamin terselenggaranya 
"kelengkapan tindakan” (completed 
action), serta koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi secara vertikal dan 
horizontal. Dalam rangka usaha un- 
tuk mengintensifkan usaha pe- 
nyusunan planning dan program- 
ming itu, Departemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik mengada- 
kan pendekatan pada pembinaan 
dan pengembangan daerah pada 
umumnya dan bidang Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik pada 
khususnya, berupa suatu perenca- 
naan daerah, perencanaan wilayah 
atau regional planning. Rencana 
Daerah (Regional Planning) menya- 
jikan kumpulan dan susunan fakta 
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dan data, yang dapat memberikan 
gambaran menyeluruh (overzicht) 
yang jelas permasalahannya (pro- 
blematik), kemungkinan-kemungkin- 
an yang ada dan di antaranya me- 
muat pula : rencana induk (master 
plan), rencana kota (city plan) dan 
sebagainya. 


Rencana Daerah hakekatnya 
bukan merupakan suatu rencana 
yang mati, melainkan rencana yang 
hidup berkembang terus dan yang 
setiap kali dapat disempurnakan dan 
menyangkut jangkauan waktu yang 
panjang (long range). Suatu Rencana 
Daerah akan menjamin dan memper- 
mudah terselenggaranya koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi antar 
bidang, antar sektor, antar tugas dan 
antar daerah, serta berperan sebagai 
panduan (guidance) untuk pengem- 
bangan wilayah menghilangkan " ke- 
gandaan” (doubleres) atau kesen- 
jangan (gap). Pendekatan Rencana 
Daerah perlu diadakan untuk menuju 
pengendalian rencana pembangunan 
secara menyeluruh (comprehensive) 
dan menjamin adanya kontinuitas. 

Aparat yang menyelenggarakan 
tugas-tugas Pekerjaan Umum dan 
Tenaga Listrik di daerah-daerah perlu 
dipersiapkan sesuai dengan keten- 
tuan yang termaktub dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 
di tiap Daerah Tingkat I Propinsi, 
terutama yang belum mempunyai- 
nya, perlu dibentuk Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik dan di- 
sesuaikan dengan perkembangan 
dan keadaan daerah setempat. 

Kedudukan Dinas Pekerjaan 
Umum Daerah Propinsi perlu diberi 
garis penegasan sebagai berikut: 
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a. Sebagai aparat daerah, Dinas 
Pekerjaan Umum Propinsi taktis di 
bawah komando Gubernur Kepala 
Daerah. 


b. Mengingat sifat teknisnya, pembi- 
naan teknis diselenggarakan oleh 
Departemen Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Listrik. 


Dinas Pekerjaan Umum Propinsi 
disamping melakukan tugas urusan 
rumah tangga daerahnya masing- 
masing, diwajibkan pula melakukan 
tugas-tugas urusan Pekerjaan Umum 
Pemerintah Pusat cg. Departemen 
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik 
di daerah yang bersangkutan. 

Proyek-proyek pembangunan 
yang besar bersifat Nasional, yang 
terletak di daerah dan yang me- 
merlukan tenaga trampil (skill) baik 
untuk perencanaan maupun pelaksa- 
naan, diatur dan ditetapkan langsung 
oleh Departemen Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Listrik cg. Direktorat 
Jenderal yang bersangkutan. 


7.Dalam rangka pelaksanaan pem- 
bangunan Nasional di Indonesia sesuai 
Undang-undang No. 1 tahun 1967 
Pemerintah telah menetapkan kebi- 
jaksanaan untuk membuka pintu 
penanaman modal asing di Indonesia 
dan memberikan perangsang-perang- 
sang tertentu antara lain berupa 
pembebasan pajak perseroan atas 
keuntungan untuk jangka waktu 
maksimal lima tahun dan lain 
sebagainya. Namun demikian masih 
dirasa perlu untuk menciptakan iklim 
usaha, dimana para penanam modal 
merasa tenteram dalam menanam- 
kan modalnya di Indonesia, yaitu 
dengan memberikan kebebasan dan 
kelonggaran dengan batas-batas 


tertentu dan tidak terlalu banyak 
mengadakan campur tangan 
administratif. 

Dalam rangka usaha untuk 
merangsang minat penanam modal 
di Indonesia itu di bidang jasa 
konstruksi, Departemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik menetap- 
kan kebijaksanaan pokok sebagai 
berikut : 


a. Kebijaksanaan Terhadap 
Penanaman Modal Asing: 


(1) Penanaman Modal Asing 
diizinkan membawa serta kon- 
traktor dari luar negeri (setelah 
Penanam Modal Asing mengada- 
kan tender Internasional di luar 
negeri) untuk mengerjakan 
proyek-proyeknya dalam wilayah 
Indonesia dalam rangka usaha 
penanaman modalnya. 


(2) Kontraktor Asing (Luar Negeri) 
yang memenangkan tender ter- 
sebut di atas hanya melakukan 
kegiatan pembangunan untuk pe- 
kerjaan atau proyek yang disebut 
dalam izin penanaman modal 
yang diberikan oleh Pemerintah 
Indonesia kepada fihak Penanam 
Modal Asing. 


(3) Untuk keperluan kegiatan tersebut 
butir (2) fihak Kontraktor tidak 
perlu dan tidak diperkenankan 
mendirikan badan hukum di Indo- 
nesia. 


(4) Penanam Modal Asing, yang telah 
berkedudukan lebih dari tiga 
tahun di Indonesia diwajibkan 
mengadakan tender internasional 
di Indonesia menurut ketentuan- 


(5) Kontraktor 


ketentuan yang berlaku di In- 
donesia dan yang ditetapkan oleh 
Menteri Pekerjaan Umum dan 
Tenaga Listrik, dengan 
memberikan pula kesempatan 
yang sama bagi para Kontraktor 
Nasional Indonesia untuk ikut ser- 
ta dalam tender tersebut. 


asing yang 
memenangkan tender baik di luar 
negeri maupun di Indonesia, yang 
diadakan oleh Penanam Modal 
Asing, ditentukan sebagai Kon- 
traktor Utama (Main Contractor) 


dan diwajibkan mengadakan 
tender taraf kedua untuk menye- 
leksi Sub Kontraktor-Sub Kon- 
traktor, menurut ketentuan yang 
diatur oleh Menteri Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik. Dalam 
tender taraf kedua ini maka diun- 
dang dan diikutsertakan kon- 
traktor-kontraktor Nasional 
termasuk Kontraktor Asing yang 
mengadakan usaha gabungan 
(joint enterprise) dengan 
perusahaan Indonesia. 


(6) Kepada para Penanam Modal As- 


ing diberikan kebebasan untuk 


menunjuk/menetapkan: desig- 
ner, surveyor, konsultan, yang di- 
ingininya sendiri. Dalam hal ini 
designer, surveyor dan konsultan 
tersebut tidak diperkenankan 
mendirikan badan hukum di 
Indonesia. 


(7) Kegiatan yang dilakukan oleh 


designer, surveyor dan konsultan 
tersebut hanya meliputi pekerjaan 
dalam kaitan dengan izin pena- 
naman modal yang diberikan oleh 
Pemerintah Indonesia kepada 
fihak Penanam Modal Asing. 


Pekerjaan yang memerlukan perencanaan yang tepat. 


sional atau Kontraktor Asing yang 
mengadakan usaha gabungan 
(joint | enterprise) dengan 
perusahaan Indonesia, yang di- 
tetapkan sebagai Sub Kontraktor 
atas hasil seleksi yang diadakan 
oleh Kontraktor Utama. 


nesia, jika fihak Pemberi Pinjaman 
(Kredit) atau Konsultan Asing 
menganggap perlu. 


b. Kebijaksanaan dalam rangka 
pelaksanaan proyek-proyek 
yang dibiayai dengan bantuan 
proyek (project aid) luar (3)Setelah masa tiga tahun dilam- 


negeri sebagai Pinjaman paui, maka tender diadakan di 
Jangka Panjang. Indonesia. 


(4) Dalam menyelenggarakan tender 
internasional di Indonesia harus C 
diberikan kesempatan yang sama 


(1) Dalam mengadakan seleksi atas 


. Kebijaksanaan dalam rangka 
designer, surveyor dan/atau kon- 


Proyek-proyek yang langsung 


sultan asing fihak Penanam Modal 
Asing harus mengajukan nama- 
nama perusahaan/pemberi jasa 
kepada Pemerintah Indonesia un- 
tuk mendapat persetujuannya ter- 
lebih dahulu guna diseleksi lebih 
lanjut oleh fihak Penanam Modal 
Asing. 


(2) Untuk mengadakan seleksi Kon- 


traktor Asing, pada tahap pertama 
(selama tiga tahun pertama) ten- 
der dapat dilakukan di luar negeri, 
dan dapat pula diadakan di Indo- 
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kepada Kontraktor Nasional Indo- 
nesia, meskipun seleksi terhadap 
kontraktor yang bersangkutan 
menjadi wewenang dan tanggung 
jawab Pemberi Pinjaman (Kredit) . 


(5) Kontraktor yang memenangkan 


tender internasional, baik yang di- 
selenggarakan di luar negeri 
maupun di Indonesia, ditetapkan 
sebagai Kontraktor Utama (Main 
Contractor), dan diwajibkan 
mengikutsertakan/ memberi pe- 
kerjaan kepada Kontraktor Na- 


dibiayai dari APBN (Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara), 
baik yang langsung dari dana 
Pemerintah maupun dalam 
bentuk kredit: dan proyek- 
proyek yang dibiayai oleh 
Perusahaan Negara atau 
Swasta Indonesia. 


(1) Kontraktor Asing tidak diizinkan 


secara langsung mengerjakan 
proyek-proyek ini, kecuali mereka 
yang mengadakan "usaha ber- 


Bendung Widas — Jawa Timur. 


sama” (joint venture) dengan 
Kontraktor Indonesia dalam ben- 
tuk badan hukum Indonesia. 


(2) Konsultan, surveyor dan/atau 
designer tidak diizinkan secara 
langsung mengerjakan proyek- 
proyek ini, kecuali mereka yang 
“mengadakan "usaha bersama” 
(joint venture) dengan Konsultan, 
Surveyor dan/atau Designer In- 
donesia dalam bentuk badan 
hukum Indonesia. 


Urusan penyelenggaraan yang 
ada hubungannya dengan hal ikhwal 
penanaman modal asing ini di 
lingkungan Departemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik dilakukan 
oleh Sekretariat Jenderal cg. Biro 
Perancang dan Hubungan Luar Ne- 
geri dengan bekerjasama dengan 
Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Asing (BKPMA). 


REPELITA I 


8. Setelah melampaui masa tiga 
tahun, akhirnya pelbagai kebijaksa- 
naan yang telah dilancarkan melalui 
tahap-tahap : penyelamatan, reha- 
bilitasi dan konsolidasi, telah 
memberikan hasil yang nyata dengan 
terciptanya stabilitas politik dan 
stabilitas ekonomi di Indonesia, yang 
memungkinkan dan memberikan lan- 
dasan yang kuat untuk pelaksanaan 
pembangunan dalam rangka Ren- 
cana Pembangunan Lima Tahun 
(Repelita) yang pertama, yang 
dimulai pada 1 April 1969. 

Sebagai realisasi dari salah satu 
tugas Pemerintah, yang diamanatkan 
oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Pemerintah dalam Kabinet 
Pembangunan (I) pada akhir tahun 
1968 telah selesai menyusun Ren- 
cana Pembangunan Lima Tahun 


(Repelita) 1 1969/1970 — 1973/ 


Pekerjaan Bendungan pada salah satu proyek pengairan 


1974. Untuk tetap menjaga keluwes- 
an dan kecepatan waktu serta tetap 
melandaskan pada sendi konstitu- 
sional, maka diambil suatu kebijaksa- 
naan untuk menetapkan bentuk 
hukum dari Rencana Pembangunan 
Lima Tahun dalam Keputusan Pre- 
siden. Dan Repelita 1 (1969/1970 — 
1973/1974) dituangkan dalam 
Keputusan Presiden Republik In- 
donesia Nomor 319 Tahun 1968. 


Faktor yang penting dalam sistem 
pelaksanaan rencana pembangunan 
itu terletak pada rencana tahunan- 
nya, yang dituangkan dalam Ran- 
cangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (RAPBN). Menurut 
ketentuan pasal 23 Undang-Undang 
Dasar 1945 Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara setiap tahunnya 
ditetapkan oleh Pemerintah bersama- 
sama Dewan Perwakilan Rakyat dan 
dituangkan dalam Undang-undang. 
Dalam kaitan ini maka Dewan Per- 
wakilan Rakyat selalu dapat ikut ser- 
ta menentukan pelaksanaan rencana 
pembangunan itu. Dengan demikian 
sendi-sendi konstitusional tetap 
dipelihara, dijaga dan dipertahankan. 

Pemerintah cg. Kabinet Pem- 
bangunan (I) dalam memenuhi kewa- 
jiban konstitusionalnya menyam- 
paikan Rancangan Anggaran Pen- 
dapatan dan Belanja Negara 
(RAPBN) tahun anggaran 1969/ 
1970 pada tanggal 14 Januari 1968 
sebelum memasuki tahun anggaran 
yang bersangkutan, yang berlaku 
mulai tanggal 1 April 1969 sampai 
dengan 31 Maret 1970. Dalam 
RAPBN 1969/1970 itu dimuat ren- 
cana operasional pembangunan 
tahun pertama dari Repelita I 


103 


SELAMAT 45 TAHUN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 
PERSERO (P.T.) INDAH KARYA 
30 TH. KONSULTAN TEKNIK BIDANG KE-PU-AN 


Kantor Pusat : Jalan Ir. H. Juanda No. 63 Bandung. 
Telp. : No. 433558 - 433563 Telex : No. 28671 - IKABAN IA 
Fac. : No. 022-430295 
Cabang2 : Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Bd. Lampung 
Perwakilan2 : Yogyakarta, Denpasar, Ujung Pandang, Pakanbaru 
Padang, Banda Aceh, Palembang, Samarinda. 15 


PENJUALAN 
PER TAHUN 


WITH BEST COMPLIMENTS 
OF 


CONSULTANCY SERVICES TO THE 
MINISTRY OF PUBLIC WORKS : 

- WATER RESOURCES DEVELOPMENT 
- RIVER ENGINEERING 


- ENVIRONMENT 
- HARBOURS 


- ESTUARIES AND COASTAL PROTECTION 


HEAD OFFICE : P.O. BOX 177 
2600 MH DELFT 


d elft hyd rau | ICS THE NETHERLANDS 


PT. TUNAS HARAPAN ABADI 


CONTRACTOR 


Jln. K.H. Chotib Kedalingan No. 9 @ (0254) 81516 Serang-Banten 
Jin. Kembar Baru Selatan No. 15 Bandung 


DIREKSI DAN SEGENAP KARYAWAN 
MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS 45 TAHUN 
KEBAKTIAN 

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 

3 DESEMBER 1945 — 3 DESEMBER 1990 


Congratulations to the Ministry of Public Works 
On your 45th Anniversary 


With best compliments of 
Jeffery P. Frey 
LIAR ZA Engineering Company 


Providing water resources services since 1920 


Jeffery P. Frey, Resident Manager Home Office : 

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru 150 South Wacker Drive 

Jakarta Selatan, Indonesia Chicago, lilinois USA 60606-4288 
Telph/Fax : 720-1923 Telph : (312) 855-7000, Telex 25-3540 


Pekerjaan penuh resiko 


Sistem kebijaksanaan pengajuan 
rancangan anggaran seperti itu 
dilakukan setiap tahun oleh Pemerin- 
tah yang bersangkutan dan dijadikan 
tradisi dan kebiasaan nasional 
konstitusional. 


Pola Umum dan Strategi Repe- 
lita 1 1969/1970 — 1973/1974. 


Rencana Pembangunan Lima 
Tahun ini memuat masalah-masalah 
perencanaan pembangunan, sebagai 
hasil pengolahan, perhitungan, dan 


5 Bendungan Riam Kanan 


di Kalimatan Selatan 


Indonesia telah swasembada pa- 
ngan sejak tahun 1984. Dalam me- 
nunjang pelestarian swasembada 
pangan yang telah kita capai itu, 


maka pembangunan pengairan yang 
“ditangani Departemen Pekerjaan 
Umum terus ditingkatkan melalui 


usaha-usaha rehabilitasi, pemeliha- 


raan maupun pembangunan jaringan 
irigasi baru terutama di рше Jawa. 


Sejalan dengan program ekstensifi- 


kasih, pembukaan areal pertanian pa- 


ngan untuk mengimbangi semakin 
menciutnya lahan-lahan p 
yang berubah fungsi di daerah seki- P 
tar perkotaan, maka pens bang 14ш 


penting artinya. 


untuk menunjang peningkatan pro- 
duksi pangan/pelestarian swasem- 
bada pangan tersebut ialah Proyek 
Irigasi Riam Kanan di Kalimantan Se- 
latan yang akan mengairi areal per- 
sawahan seluas 26.000 Ha. 


Bila di Riam Kanan ini tak diba- 
ngun proyek, maka produksi beras 
setiap tahunnya adalah 22.870 Ha 
kali dua ton (hanya sekali panen), 
atau 45.740 ton. Dengan dibangun- 
nya proyek maka proyeksinya adalah 
tanaman padi musim hujan, 25.900 
Ha (ada tambahan areal baru) kali 
empat ton, sama dengan 103.600 
ton. Musim kemarau produksinya, 
18.550 Ha, kali 4 ton, atau sebesar 
74.200 ton. Total produksi setahun 
(dua kali panen dengan rata-rata pro- 
duksi 4 ton/Ha) sebesar 141.335 
ton, atau bila dibandingkan dengan 
tanpa proyek, mengalami kenaikan 
produksi 95.595 ton. Kenaikan pro- 
duksi yang diproyeksikan sebesar 
95.595 ton itu bila dirupiahkan, se- 
kitar Rp 22,89 milyar. 
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Menjelang berfungsinya PLTA 
Riam Kanan tahun 1973, pada ta- 
hun 1970 - 1971 sebuah team Je- 
pang mengadakan penelitian untuk 
mempelajari kemungkinan pengem- 
bangan sumber-sumber air di daerah 
sungai Barito. Team ini melahirkan 
master plan pengembangan sungai 
Barito dengan Proyek Irigasi Riam 
Kanan memperoleh prioritas utama. 
Tahun 1978, dengan bantuan JICA 
dilaksanakan studi kelayakan dan 
pada tahun 1983 dilakukan peker- 
jaan pembuatan detail design. Tahun 
1984 OECF memberikan pinjaman 
untuk pelaksanaan pekerjaan Proyek 
Irigasi Riam Kanan Tahap | untuk 
areal seluas 6.000 Ha di Kecamatan 
Tabuk Kabupaten Banjar. 


Proyek Irigasi Riam Kanan ini di- 
rencanakan ditangani dalam tiga ta- 
hap, disesuaikan dengan keterse- 
diaan dana yang ada. Pada tahap I, 
pekerjaan konstruksinya dimulai ta- 
hun 1988 diharapkan akan selesai ta- 
hun 1992, dengan perkiraan biaya 


sekitar Rp 139 milyar. Sumber da- 
nanya dari APBN sebesar Rp 58,3 
milyar dan dari dana pinjaman OECF 
Jepang sebesar 6 milyar Yen. Dana 
untuk tahap I tersebut dipergunakan 
untuk menangani pekerjaan : 


a) Pembangunan bendung sekitar 
12 km di hilir Riam Kanan, yang 
dikerjakan oleh kontraktor BU- 
MN PT. Adhi Karya. 


) Pembangunan saluran induk ba- 
gian hulu sepanjang 23,8 Km 
dengan 95 bangunan pelengkap. 


c) Pembangunan saluran sekunder 
dengan 168 bangunan peleng- 
kap, sepanjang 47,4 Km. 


d) Pembangunan dua saluran pem- 
buangan primer dengan 7 ba- 
ngunan pelengkap, sepanjang 


14,7 km. 


Pembangunan 10 saluran pem- 
buangan sekunder dengan 4 
buah bangunan pelengkap se- 
panjang 25,5 km. 


e) 


Instalasi pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan oleh Bendungan Riam Kanan. 
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f) Pembangunan jalan inspeksi di 
12 lokasi dengan panjang total 
72 km. 


Pembangunan jaringan tersier 
untuk luas areal persawahan 
5.965 Ha, yang terdiri atas 84 
blok tersier. 


h) Pembukaan lahan persawahan 


baru seluas 3.000 Ha. 


Untuk penanganan tahap I yang 
saat ini telah mencapai progres fisik 
lebih dari 50 persen tersebut selain 
melibatkan kontraktor BUMN PT. 
Adhi Karya, ditangani pula oleh kon- 
traktor BUMN PT. Nindya Karya, 
kontraktor Silkar Internasional yang 
joint operation dengan Daewoo dari 
Korea Selatan, kontraktor CV Budi 
Karya, kontraktor Sebo Agung yang 
joint operation dengan kontraktor BB 
PP Soeparto, sementara pekerjaan 
saluran tersier saat ini sedang dalam 
proses tender. 


Pekerjaan tahap II yang akan di- 
mulai tahun 1992 dengan tiga tahun 
masa pelaksanaan atau sesuai de- 
ngan dana yang tersedia, akan dita- 
ngani : 


Lanjutan pembangunan saluran 
induk dengan 48 bangunan pe- 
lengkap sepanjang 17,8 km. 


a) 


b) Saluran sekunder dengan 255 
bangunan pelengkap sepanjang 


69,7 km. 


c) Saluran pembuang primer de- 
ngan 32 bangunan pelengkap se- 
panjang 8,2 km. 


d) Saluran pembuangan sekunder 
dengan 32 bangunan pelengkap 


sepanjang 66 km. 


Jalan inspeksi sepanjang 105,4 
km. 


e) 


f) Saluran tersier untuk areal seluas 
10.015 Ha. dengan 126 blok ter- 
sier. 


Pembukaan lahan persawahan 
baru seluas 1.378 Ha. 


g) 


Untuk pekerjaan tahap III akan me- 

liputi : 

a) Pembangunan lanjutan saluran 
sekunder sepanjang 52,4 km 
dengan 225 bangunan peleng- 
kap. 


b) Pembangunan saluran pem- 
buang sekunder sepanjang 54,5 


km dengan 36 buah bangunan 
pelengkap. 
Pembangunan jalan inspeksi se- 
panjang 74,3 km dan sebuah 
jembatan. 


c) 


d) Pembangunan jaringan tersier 
untuk areal persawahan seluas 
9.920 Ha dengan 129 blok ter- 


sier. 


Air baku irigasi yang diambil dari 
waduk Pangeran Muhammad Noor 


setelah dimanfaatkan untuk PLTA, 
selain untuk mengairi areal irigasi se- 
luas 26.000 Ha atau tepatnya 25.900 
Ha tersebut, juga akan dimanfaatkan 
untuk sumber air baku bagi kota Ban- 
jarmasin dan sekitarnya, dengan ka- 
pasitas 1 m3/dt. Bagi masya- 
rakat Banjarmasin ini sangat pen 
ting artinya, sebab penyediaan air 
bersih bagi Ibukota Propinsi Kaliman- 
tan Selatan tersebut hampir setiap ta- 
hun menghadapi persoalan krisis air 
di musim kemarau, karena sumber air 
baku untuk air bersih kota itu terpe- 
ngaruh oleh air laut. 


Sebagai gambaran, potensi lahan 
pertanian yang dapat dikembangkan 
untuk areal tanaman pangan di Ka- 
limantan Selatan tersebut cukup luas, 
yakni areal yang berupa lahan kering 
sekitar 200 ribu Ha, dan areal lahan 
basah, rawa pasang surut sekitar 500 
ribu Ha. Sampai dengan akhir Pelita 
IV lalu baru ditangani jaringan irigasi 
tersebar di propinsi itu dengan luas 
areal sasaran 120.159 Ha, sementara 
untuk rawa pasang surut pada kurun 
waktu yang sama, telah dibuka areal 
seluas 41.118 Ha, dan telah diolah 
menjadi areal persawahan pasang su- 
rut seluas 32.050 Ha. 


Dari angka di atas menunjukkan 
bahwa masih cukup luas potensi yang 
bisa dikembangkan untuk perluasan 
areal tanaman pangan di Kalimantan 
Selatan dalam rangka mendukung 
pelestarian swasembada pangan.- 
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penelitian yang mendalam dan terus 
menerus. Repelita | diarahkan pada 
peningkatan taraf hidup rakyat 
banyak serta sekaligus menciptakan 
kerangka landasan baru yang me- 
mungkinkan bagi perencanaan dan 
pelaksanaan Repelita II dan 
berikutnya. 

Berlandaskan kepada kenyataan 
yang dihadapi, khususnya keadaan 
perekonomian Indonesia, yang masih 
terbatas pada waktu itu, maka Re- 
pelita I tidak banyak memiliki pilihan 
(alternatif) sasaran, melainkan 
dihadapkan pada keharusan adanya 
pemilihan/penentuan prioritas yang 
tepat. Tanpa penentuan prioritas itu, 
lebih-lebih apabila terlalu banyak 
sasaran yang harus dicapai, maka 
dengan kemampuan yang terbatas 
tidak memungkinkan untuk dapat 
mengejar dan mencapai sasaran- 
sasaran yang di luar batas kemam- 
puan. 


Sesuai dengan ketentuan pasal 
25 Ketetapan MPRS Nomor XXIII/ 


1966, skala prioritas sasaran рет- 


bangunan adalah bidang-bidang per- 
tanian, prasarana, industri, pertam- 
bangan dan minyak. Dalam Repelita 
pertama bidang pertanian dipilih 
sebagai titik sentral pembangunan: 
satu dan lain mengingat bahwa 
struktur perekonomian Indonesia 
pada waktu itu lebih berat bersandar 
pada sektor agraris, sebagian besar 
tenaga kerja di Indonesia bekerja di 
sektor itu, sehingga sektor ini 
merupakan sebagian terbesar sumber 
pendapatan nasional: sebagian besar 
dari devisa diperoleh dari sektor 
perkebunan. 

Pembangunan di sektor pertanian 
berarti memperluas lapangan kerja 
dan meningkatkan pendapatan se- 
bagian besar rakyat. Naiknya pen- 
dapatan masyarakat meningkatkan 
daya beli masyarakat: dan ini berarti 


terbukanya pasaran bagi produksi in- 
dustri yang diperlukan konsumen. 
Pembangunan di sektor pertanian 
berarti pula merangsang perkem- 
bangan ekonomi yang lebih luas, 
ialah tumbuhnya industri, yang 


diarahkan kepada industri yang 
menunjang sektor pertanian dan in- 


dustri pengganti barang-barang im- 
por. Pembangunan di sektor perta- 
nian menghasilkan pangan yang 
cukup, khususnya beras. Hasil pangan 
yang cukup mempunyai arti yang 
besar dalam memantapkan harga- 
harga pada umumnya, sehingga ter- 
ciptalah stabilitas ekonomi, yang 
merupakan landasan utama bagi 
kelancaran pembangunan. 

Dalam Repelita pertama pada 
skala berikutnya diberikan prioritas 
pada pembangunan sektor pertam- 
bangan, mengingat sumber-sumber 
potensial masih memberikan harapan 
yang besar bagi bertambahnya pro- 


Pembangunan Prasarana dan Sarana untuk menunjang sektor-sektor strategis dan mendorong peningkatan 
Ekspor non Migas. 
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Peningkatan Ekspor non Migas disektor kehutanan. 


duksi yang akan menambah peng- 
hasilan devisa. Di antaranya, yang 
sangat memberikan kemungkinan 
adalah minyak bumi, batubara, 
bauxit, tembaga, nikel, mangaan, 
emas, perak, belerang, intan dan 
sebagainya. 

Pembangunan prasarana baik di 
darat, laut, udara maupun teleko- 
munikasi merupakan bagian integral 
dari pola pembangunan nasional, 
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sehingga Indonesia sebagai satu kesa- 
tuan ekonomi, sebagai satu kesatuan 
politik, sebagai satu kesatuan kultural 
dan sebagai satu kesatuan hankam 
dapat tumbuh dengan lebih mantap 
dan kokoh. 

Pembangunan bidang kesejah- 
teraan sosial dan mental spiritual 
dilaksanakan dalam rangka mening- 
katkan kesejahteraan masyarakat 
pada umumnya. Dengan meningkat- 


nya keadaan perekonomian nasional, 
maka usaha-usaha di bidang kese- 
jahteraan sosial dan mental spiritual 
harus tetap dibimbing dan diarahkan 
pada pemeliharaan dan pemupukan 
kepribadian nasional serta harus ber- 
jalan seirama dengan kemampuan 
ekonomi tersebut. 

Untuk melaksanakan pem- 
bangunan itu sendiri dan untuk 
memenuhi kebutuhan Pemerintah / 
Negara yang sebaik-baiknya, juga 
dilakukan pembangunan aparatur 
Pemerintahan. Dalam jangka 
pendek, tujuan yang akan dicapai 
adalah efisiensi dan efektivitas dalam 
bidang organisasi, prosedur dan per- 
sonil, sehingga administrasi pemerin- 
tahan di Indonesia mampu menyu- 
sun rencana, program dan pelaksa- 
naan pembangunan. Administrasi 
pemerintahan tidak hanya men- 
jalankan fungsi umum pemerintahan, 
melainkan ditingkatkan agar mampu 
menjalankan fungsi pembangunan. 


Tindakan-tindakan yang perlu di- 
ambil meliputi penyempurnaan 
struktur organisasi, penyempurnaan 
prosedur, penyempurnaan adminis- 
trasi kepegawaian, penyempurnaan 
administrasi keuangan, administrasi 
peralatan dan perbekalan, ad- 
ministrasi statistik, administrasi 
Perusahaan Negara, penyempurnaan 
penelitian dan pengembangan ilmu 
administrasi Negara. Usaha-usaha 
penyempurnaan aparatur Negara 
telah mulai dirintis sejak Kabinet 
Ampera. 

Pembangunan aparatur pemerin- 
tah dilakukan serentak dalam rang- 
ka Pembangunan Lima Tahun 
dan sekaligus menjadi alat untuk 
melaksanakan pembangunan. 


Negara Republik Indonesia ada- 
lah Negara Kesatuan. Bertolak dari 
prinsip itu, maka hanya ada satu ren- 
cana pembangunan Nasional, yaitu 
Repelita. Dengan demikian, kegiatan 
dan prakarsa daerah diletakkan 
dalam rangka pola umum rencana 
pembangunan nasional tersebut. Ini 
berarti bahwa rencana kerja dan 
kegiatan-kegiatan daerah ditujukan 
kepada bidang-bidang yang menun- 
jang rencana pembangunan Nasio- 
nal. 

Dalam rangka pengertian itu, 
maka yang dimaksud dengan "pem- 
bangunan daerah” ialah semua 
kegiatan pembangunan yang ada 
atau dilakukan di daerah, yang unsur- 
unsurnya terdiri dari : 


(1) kegiatan-kegiatan dan proyek- 
proyek pembangunan Nasional 
yang ada di daerah itu sendiri: 


(2) kegiatan-kegiatan dan proyek- 
proyek pembangunan daerah 
sendiri, di luar yang sudah diren- 
canakan oleh Pemerintah Pusat. 


Pelaksanaan "Proyek-proyek Na- 
sional atau Proyek-proyek Pusat” 
yang berada di daerah tetap 
merupakan tugas dan tanggung 
jawab Departemen Operasional 
(Teknis) yang bersangkutan. Dalam 
hubungan ini Gubernur Kepala 
Daerah ikut bertanggungjawab atas 
suksesnya setiap proyek pem- 
bangunan yang ada di daerahnya, 
dalam arti memberikan bantuan ser- 
ta turut melaksanakan pengawasan 
atas kelancaran setiap proyek yang 
terletak di daerahnya. Yang 
dimaksud dengan "Proyek Nasional 
atau Proyek Pusat” ialah proyek- 
proyek pembangunan yang mem- 
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Peningkatan Ekspor non Migas disektor kehutanan. 


punyai nilai strategis dalam ruang 
lingkup Nasional. Sesuatu proyek 
dianggap mempunyai nilai strategis 
Nasional apabila dengan adanya pro- 
yek itu potensi-potensi ekonomi na- 
sional dapat dikembangkan di seluruh 
daerah dalam rangkaian kesatuan 
Indonesia. 


Bidang Tugas dan Kegiatan 
Operasional Departemen Pe- 
kerjaan Umum dan Tenaga 
Listrik dalam Repelita I. 


9. Dalam menghadapi pelaksanaan 
Repelita I, seperti telah diutarakan ter- 
dahulu, oleh Menteri Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik pada tang- 
gal 1 September 1968 telah ditetapkan 
Kebijaksanaan Umum Departemen 
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, 
yang dipergunakan sebagai pedoman 
pelaksanaan bidang tugas Departemen 
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. 


a. Bidang Pengairan Dasar 


Dalam Repelita | antara lain telah 
ditetapkan, bahwa pembangunan 
sektor pertanian diarahkan untuk 
peningkatan produksi pangan ter- 
utama beras. Sasaran produksi beras 
yang akan dicapai dalam waktu lima 


tahun adalah sebanyak 15,4 juta ton, 
berarti suatu kenaikan sebesar 5096 
jika dibandingkan dengan produksi 
beras tahun 1968. Untuk mencapai 
sasaran itu diharapkan melalui inten- 
sifikasi dan ekstensifikasi pertanian. 

Untuk menunjang peningkatan 
produksi pangan terutama beras itu 
dalam Repelita I diusahakan per- 
baikan dan perluasan irigasi, sehingga 
dapat mengairi sawah seluas 900 ribu 
hektar, sedangkan perluasan akan 
meliputi 840 ribu hektar. Dengan ren- 
cana ini diperhitungkan bahwa luas 
areal panenan padi akan meningkat 
dengan 1,7 juta hektar dalam waktu 
lima tahun (1969/1970 — 1973/ 
1974). 


Dalam Repelita I didahulukan ke- 
lanjutan atau penyelesaian proyek- 
proyek yang penting dan mendesak 
dan yang segera dapat memberikan 
hasil atau manfaat, di antaranya ialah 
Proyek Bendungan Serbaguna Jati- 
luhur dengan penyelesaian proyek 
pengairannya. Seperti telah di- 
jelaskan, Bendungan Serbagua Jati- 
luhur yang pembangunannya di- 
mulai tahun 1959, telah selesai dan 
diresmikan berfungsinya oleh Pejabat 


its 


Bendung Sutami di pulau Flores N.T.T. 


Presiden Republik Indonesia Jenderal 
E peer TEE TNI Soeharto pada tanggal 25 Agus- 
tus 1967. Penyelesaian proyek 
pengairan Jatiluhur dimaksudkan un- 
tuk dapat mengairi sawah seluas lebih 
qee kurang 190.000 hektar dengan 
panen gadu. 
Proyek-proyek pembangunan ba- 
ru antara lain ialah : 


(1) Pembangunan Bendungan Ka- 
rangkates dan bendungan Selore- 
jo di Jawa Timur dalam rangka 
Proyek Pengembangan Wilayah 
Sungai Kali Brantas. 


(2) Pemanfaatan rencana teknis dan 
pembersihan "cofferdam" pada 
Proyek Sempor di Jawa Tengah. 


(3) Proyek-proyek Irigasi di beberapa 

daerah antara lain: Proyek Ka- 
ranganyar, Tajum, Way Seputih, 
267 NP Sisir Gunting, Ogan Kramasan, 
Polder Alabio, Kelara dan se- 
bagainya. 


Waduk Karangkates — Jawa Timur. 
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Survai dan perencanaan diada- 
kan untuk: Proyek Pengembangan 
Wilayah Sungai Bengawan Solo, 
Proyek Jratunseluna, Proyek Kali 
Progo, Proyek Citanduy. 

Rehabilitasi dikerjakan pada nor- 
malisasi sungai-sungai di seluruh In- 
donesia dan pada sistem irigasi yang 
ada, agar saluran dan bangunan iri- 
gasi dapat berfungsi kembali secara 
maksimal, terutama di daerah-daerah 
yang merupakan sentra konsumsi 
dan sentra produksi pangan. 

Proyek-proyek pembangunan da- 
lam Pelita І yang dapat diselesaikan 
dan diresmikan pemanfaatannya, 
yang terpenting di antaranya ialah : 
(1) Bendungan Selorejo, yang peres- 

miannya dilakukan oleh Presiden 

Republik Indonesia Jenderal Soe- 

harto pada tanggal 22 Desember 

1970: 


(2) Bendungan Karangkates, yang 
peresmiannya dilakukan oleh Pre- 
siden Republik Indonesia Jende- 
ral Soeharto pada tanggal 2 Mei 
1972: 


(3) Bendungan Lengkong Baru, yang 
peresmiannya dilakukan oleh 
Menteri Pekerjaan Umum dan Te- 
naga Listrik, Ir. Sutami, pada 
tanggal 16 Nopember 1973: 


(4) Bendungan Sabo (Sabo dam) 
Mendalan, yang peresmiannya 
dilakukan oleh Menteri Peker- 
jaaan Umum dan Tenaga Listrik 
Ir. Sutami, pada tanggal 17 No- 
pember 1973. 


b. Bidang Jalan dan Jembatan 


Tujuan pembangunan di bidang 
perhubungan adalah untuk melan- 
carkan arus barang dan lalu lintas 


orang, yang diperlukan bagi perkem- 
bangan perekonomian dan kehidup- 
an masyarakat. Mengingat bahwa 
keadaan prasarana jalan di Indonesia 
telah terlalu lama tidak mendapat 
perhatian sebagaimana mestinya, 
bahwa ada gejala degradasi prasarana 
berjalan lebih cepat dari usaha 
rehabilitasi, maka keadaan prasarana 
terutama jalan mempunyai dampak 
yang jauh tidak menguntungkan bagi 
perkembangan perekonomian Ne- 
gara dan karenanya tidak dapat 
menampung volume lalu lintas yang 
diperlukan. Karena itu usaha dalam 
Pelita | diarahkan untuk memperkecil 
ketinggalan tadi, berupa tidak saja 
rehabilitasi, tetapi juga usaha pe- 
ningkatan (upgrading). 

Rehabilitasi jalan dan jembatan 
dilakukan secara selektif dan di 
arahkan kepada pengembalian kon- 


Presiden Soeharto sedang mengamati bahan bangunan disaksikan Dir- 
jen. Cipta Karya Ir. Rachmat Wiradisurya dan Menteri PU Ir. Sutami. 
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FIELD OF SERVICES 


Site Investigation 
Irrigation 

Swamp Reclamation 
Flood Control 

Water Resources 
Fisheries 
Telecommunication 
Transportation 
Urban Development 
Architecture 
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Fly Ash Cement TIGA RODA telah dipercaya untuk pembangunan dermaga peti kemas Surabaya tahap I! 


FLY ASH CEMENT 


(SEMEN ABU TERBANG) | 


TIGA RODA 


Kini, sudah diproduksi SEMEN ABU TERBANGI Keuntungan : Untuk keterangan lebih lanjut dapat 
FLY ASH CEMENT merek TIGA RODA oleh . menghubungi: Marketing Division 

P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Beton lebih mudah dikerjakan P.T. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 
untuk memenuhi kebutuhan beton masif [Mass -- Wisma Indocement Lantai 14 

Concrete), seperti pada konstruksi bendungan Menambah kekuatan tekan | jong. Sudirman, Jakarta 

atau beton di lingkungan yang mengandung Meningkatkan keawetan Telp. 5782211 Telex : 46886 INCEM IA 
zat agresif (sulfat, khlorida dan akibat . 


pengikisan air laut). Lebih kedap air 
Mengurangi timbulnya retak 
Kegunaan : 
5 Untuk konstruksi maritim казын 
_ Untuk bangunan Tahan terhadap sulfat & khlorida 
тшен yang ng Dapat menggantikan semen type V TIGA RODA 


8 ba sanitasi | 
Nie ceret ні kapal ко dengan harga yang lebih ekonomis Сф terpercaya 


disi jalan/jembatan agar dapat ber- 
fungsi secara maksimal serta diutama- 
kan pada jalan-jalan ekonomi dari 
daerah produksi ke daerah konsum- 
si dan dari daerah produksi ke pe- 
labuhan ekspor. 


Pekerjaan peningkatan (up- 
grading) jalan diutamakan pada jalan 
Jakarta - Bandung, Lhok Seumawe - 
lalu lintas yang tinggi, seperti Jakar- 
ta - Cikampek, Cirebon - Semarang, 
Jakarta - Bandung, Lho Seumawe - 
Langsa dan lain-lain. Peningkatan 
(upgrading) jembatan-jembatan yang 
besar dan penting misalnya: Jem- 
batan Bunga Mas di Sumatera Selat- 
an, Jembatan Sekogan di Kaliman- 
tan Barat, Jembatan -jembatan antara 
Jakarta - Semarang dan lain-lain. 

Proyek-proyek jalan dan jem- 
batan lainnya dalam Pelita I, antara 
lain : 


Pembangunan Jalan Lintas Sumbaua. 


Dam rora kecil 


(1) Proyek Jalan Kalimantan, yang 
meliputi pembangunan jalan baru 
antara Balikpapan - Samarinda, 
dan peningkatan (upgrading) jalan 
Tanjung - Barabai. 


(2) Proyek Peningkatan Jalan dan 
Jembatan Nusa Tenggara Timur; 


(3) Proyek Peningkatan Jalan Ta- 
kengon; 

(4) Proyek Jembatan Danau Beng- 
kuang di Riau. 


(5) Proyek Airport (Bandar Udara) 
Tuban di Bali. 


Pekerjaan survai dan perenca- 
naan yang dilakukan dalam Pelita | 
antara lain untuk тепдіпуеп- 
tarisasi jalan-jalan dan jembatan 
Negara sepanjang 10.000 km. 
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Pekerjaan rehabilitasi, dan pe- 
ningkatan (upgrading) jalan-jalan dan 
jembatan yang diprogramkan dalam 
Repelita | umumnya telah dapat 
diselesaikan dengan baik, sehingga 
dapat menunjang sektor-sektor 
strategis lainnya dalam pembangunan 
yang dapat menunjang perekono- 
mian Negara dan yang pada akhirnya 
dapat memberikan landasan yang 
kuat bagi usaha pembangunan se- 
lanjutnya. 

Pembangunan Jembatan Danau 
Bengkuang di Riau telah diselesaikan 
dan diresmikan penggunaannya oleh 


Presiden Republik Indonesia Jen- 
deral TNI Soeharto. 


c. Bidang Keciptakaryaan 


Sektor pembangunan yang di- 
tunjang oleh bidang prasarana ini 
ialah Sektor Kesehatan dan Kese- 
jahteraan Rakyat. Kesejahteraan 
Rakyat dalam arti yang luas akan ter- 
wujud dengan berhasilnya keseluruh- 
an pembangunan. Oleh karena itu 
program-program di bidang ini 
dititikberatkan pada terwujudnya 
prasarana yang memungkinkan me- 
ningkatnya kesejahteraan rakyat, ter- 
masuk di antaranya: program penyu- 
luhan pembangunan perumahan, 
perencanaan tata kota dan daerah, 
peningkatan penyediaan air bersih 
(air minum) dan sebagainya . 


Dalam hal pembangunan pe- 
rumahan rakyat, maka di dalam 
Pelita | ini kebijaksanaannya ialah 
bahwa Pemerintah tidak akan mem- 
bangunkan /memberikan rumah- 
rumah dengan cuma-cuma, melain- 
kan menyediakan fasilitas-fasilitas dan 
menyediakan bahan-bahan bangun- 
an dalam jumlah yang cukup dan 
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Peremajaan Kota - 


Kebon Kacang. 


terbeli oleh rakyat. Dengan mening- 
katnya pendapatan per kapita, di- 
harapkan rakyat akan mampu untuk 
mendirikan rumah-rumah sederhana, 
yang memenuhi syarat-syarat 
kesehatan dan kesejahteraan. 


Pembangunan Proyek Political 
Venues Conefo yang berdasarkan 
Keputusan Presidium Nomor 79/U/ 
Kep/II/1966 dirubah dan dijadikan 
Gedung MPR/DPR, dan yang bagian 
tertentu yaitu "Main Conference Hall" 
telah selesai dan digunakan untuk 
Sidang Istimewa MPRS tahun 1967, 
diselesaikan pembangunannya untuk 
tahap dan bagian berikutnya. 

Dalam Pelita | diutamakan penye- 
lesaian proyek-proyek penyediaan 


Air Bersih (Air Minum) yang mem- 
punyai arti ekonomi penting, seperti 
Proyek Air Minum Pejompongan di 
Jakarta dan lain-lain. 


d. Bidang Tenaga Listrik 


Dalam Pelita | diutamakan 
pengembangan penyediaan tenaga 
listrik, yang diarahkan agar dapat 
mengikuti dan mendorong pertum- 
buhan ekonomi dan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan masalah-masalah 
yang dihadapi dalam permulaan 
Repelita |, maka secara kualitatif 
sasaran pembangunannya meliputi 
peningkatan efisiensi penggunaan 
pusat-pusat tenaga listrik dan pening- 


katan pengadaan tenaga listrik. 
Usaha peningkatan efisiensi meliputi 
rehabilitasi dan peningkatan kapasitas 
tenaga listrik, dan jaringan transmisi 
dan distribusi yang telah ada. Pening- 
katan pengadaan tenaga listrik, jaring- 
an transmisi dan jaringan distribusi 
yang baru. 


Mengingat terbatasnya kemam- 
puan anggaran dalam Repelita I, 
yang belum memungkinkan dapat 
melayani kebutuhan masyarakat di 
seluruh daerah, maka prioritasnya 
diberikan kepada usaha-usaha yang 
dapat membangkitkan kehidupan 
ekonomi, terutama untuk merang- 
sang produksi. Dalam waktu lima 
tahun, kapasitas terpasang tenaga 


Turbin Pembangkit Tenaga Listrik 
Garung, Wonosobo. 
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listrik bertambah dengan 425.000 
KW, atau 6596 dari keadaan sebelum 
Repelita I. 

Proyek-proyek Pembangkit Listrik 
Tenaga Air (PLTA) yang dibangun 
ialah: PLTA Riam Kanan (di Kali- 
mantan), PLTA Ngebel (di Jawa 
Timur), PLTA Asahan (di Sumatera 
Utara), PLTA Batang Agam (di 
Sumbar), PLTA Garung (di Jateng), 
PLTA Karangkates (di Jawa Timur), 
PLTA Selorejo (di Jawa Timur) dan 
PLTA Tonsealama (di Sulawesi). 

Proyek-proyek Pembangkit Listrik 
Tenaga Uap (PLTU) yang dibangun 
ialah: PLTU Makasar (di Sulawesi 
Selatan), PLTU Palembang (di 
Sumatera Selatan), PLTU Tanjung 
Priok (di Jakarta): sedang Pem- 
bangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 
ialah: PLTG Medan (di Sumatera 
Utara), PLTG Palembang (Sumatera 
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Selatan), dan PLTG Semarang (di 
Jawa Tengah). 

Proyek-proyek Pembangkit Listrik 
Tenaga Diesel (PLTD) tersebar di 
daerah-daerah yang seluruhnya 
memberikan kapasitas tambahan 
tenaga listrik dengan daya terpasang 
22.400 KW. 


Proyek-proyek Pembangkit Listrik 
Tenaga Air (PLTA) yang penting dan 
telah diresmikan penggunaannya 
ialah: 


(1)PLTA Karangkates (di Jawa 
Timur) Unit I dan II, diresmikan 
oleh Presiden Republik Indonesia 
Jenderal TNI Soeharto pada 
tanggal 4 September 1973. 


(2) PLTA Selorejo (di Jawa Timur), 
diresmikan oleh Menteri Peker- 
jaan Umum dan Tenaga Listrik, Ir. 
Sutami pada tanggal 4 Juli 1973. 


Pembangkit Listrik Tenaga Air 
Selorejo Jawa-Timur. 


10. Untuk menunjang pelaksa- 
naan tugas Departemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik guna men- 
capai sasaran pokok tahap stabilisasi 
politik dan ekonomi dan tahap Re- 
pelita | lebih lanjut, diperlukan pem- 
binaan peralatan dan bahan ba- 
ngunan secara lebih efisien dan 
efektif. 


"Dalam pembinaan peralatan di- 
utamakan memanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya segala alat peralatan 
pembangunan yang ada, mempro- 
duktifkan secara maksimal baik 
peralatan produksi maupun peralatan 
pembangunan yang masih bekerja 
atau yang tidak dapat bekerja penuh 
ataupun yang masih dalam keadaan 
rusak yang dapat diperbaiki. Untuk 
keperluan itu diintensifkan usaha- 
usaha: pemeliharaan (maintenance), 
perbaikan (repair), penggantian 


(replacement) dan pembaharuan 
(reconditioning). Guna meman- 
faatkan semua peralatan tersebut 
secara optimal diusahakan penye- 
diaan suku cadang (spare part) baik 
dengan jalan rekayasa di dalam 
negeri dengan memanfaatkan potensi 
yang ada, maupun dengan jalan 
mengimpor dari luar negeri dalam 
batas kemampuan devisa yang 
tersedia. 

Untuk kepentingan efisiensi 
pengendalian dan koordinasi dalam 
penggunaan alat-alat besar di 
lingkungan Departemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik diseleng- 
garakan secara terpusat olen 


Eksploitasi Alat-Alat Besar dan 
penyebarannya dilakukan « ngan 
berpedoman pada "pendekatan pro- 
yek” (project approach) dan di- 
usahakan sejauh mungkin dengan 
memanfaatkan peralatan yang ada di 


daerah setempat dan/atau daerah 
terdekat, sehingga mobilisasi dapat 
disederhanakan. 

Dalam pembinaan bahan ba- 
ngunan diutamakan memanfaatkan 
sebaik-baiknya bahan-bahan yang 
ada di tempat untuk mencapai sta- 
bilitas dalam penentuan harga dan 
peningkatan mutu, seperti: krikil, 
pasir, batukali, batu pecah 
(steenslag). splits, bata, klinkers dan 
sebagainya. Usaha pokok dilakukan 
dengan memanfaatkan peralatan 
yang ada, serta pengusahaan "tam- 
bang 'penggalian" (quarries) yang 
ada. 


Pembinaan Personil 


11. Berdasarkan Keputusan Panglima 
Kopkamtib Nomor 028/KOPKAM/ 
10/1968 jo 010/KOPKAM/3/1969 
tentang Dasar Kebijaksanaan Pener- 


Bendungan Lahor dalam tahap pelaksanaan. 
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tiban/Pembersihan Personil Aparatur 
Pemerintah/Negara, maka dengan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Listrik Nomor 7/PRT/ 
1980 tanggal 28 Juli 1970 ditetapkan 
Organisasi dan Tata Kerja Tim-tim 
Skrining dilingkungan Departemen 
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik 
sebagai pengganti pedoman pemben- 
tukan Tim Penertiban/Pembersihan 
Personil yang ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor 54/KPTS/1966. Dengan 
ketetapan tersebut, maka untuk 
menyelenggarakan kegiatan pener- 
tiban/pembersihan personil di 
lingkungan Departemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik diadakan 
badan-badan khusus seperti : 


(1) Pada Tingkat Departemen diben- 
tuk Tim Skrining Departemen 
(Tiningdep) sebagai badan skrin- 
ing yang tertinggi di Departemen 
Pekerjaan Umum dan Tenaga 
Listrik. 

(2Pada Tingkat Direktorat 
Jenderal/lingkungan kerja tingkat 
Pusat (Eksploitasi, Institut, Pe- 
rusahaan Negara, Proyek) diben- 
tuk Tim Skrining Lingkungan (Ti- 
ningling). 

(3) Pada Unit-unit Kerja Departemen 
di Daerah dibentuk Tim Skrining 
Lingkungan Daerah (Tining- 
lingda). 


Tiningdep merupakan unsur 
pelaksana penertiban/pembersihan 
personil di seluruh unit kerja 
Departemen Pekerjaan Umum dan 
Tenaga Listrik dan berada dalam bim- 
bingan teknis Tim Skrining Pusat 
(Tiningpu). 

Di dalam mempersiapkan apa- 
ratur Departemen Pekerjaan Umum 


Perencanaan merupakan awal dari pelaksanaan pembangunan. 


dan Tenaga Listrik yang siap dan 
mampu dan yang bersikap mental 
Orde Baru dan berjiwa Pancasila, 
diperlukan pelaksanaan penertiban 
dan pembersihan personil dari unsur 
G-30-S PKI secara ketat dan pembi- 
naannya diarahkan untuk memper- 
siapkan secara teknis fisik dan men- 
tal personil/ petugas/ karyawan yang 
tepat untuk tiap bidang tugas dan 
yang berdedikasi kepada tujuan yang 
ditetapkan. Di samping itu di- 
usahakan untuk meningkatkan per- 
baikan pengelolaan dan administrasi 
personil pendidikan kesejahteraan 
dan pendayagunaan tenaga kerja, 
yang diarahkan kepada pemenuhan 


tenaga kerja dalam jumlah dan mutu 
yang cukup, sesuai dengan anggaran 
tenaga kerja, serta meningkatkan 
penggunaan tenaga kerja yang baik 
dan memberikan kesejahteraan 
material dan spiritual. Mengenai pe- 
ningkatan dayaguna pegawai mulai 
diusahakan secara bertahap program 
peningkatan (up-grading) para 
pegawai di Pusat dan di Daerah, dan 
melaksanakan alih tugas (tour of du- 
ty) dan alih daerah (tour of area) sam- 
bil dijaga tidak terjadi diskontinuitas 
kerja. Untuk peningkatan (upgrading) 
pegawai mulai diadakan: Sekolah 
Staf dan Pimpinan Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Listrik (SESPUT) dan 
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kursus-kursus, seperti Administrasi 
Keuangan, Kursus Sosial Politik dan 
sebagainya. 


Dalam menghadapi permulaan 
pelaksanaan Repelita I di lingkungan 
Departemen Pekerjaan Umum dan 
Tenaga Listrik, dianggap perlu untuk 
mendayagunakan / pembinaan par- 
tisipasi, bantuan dan tanggung jawab 
serta pengawasan sosial, mengingat 
pegawai, karyawan dan petugas di 
lingkungan Departemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik pada 
waktu itu terkelompok-kelompok 
dalam pelbagai organisasi massa. 


Karena itu untuk menampung ke- 
giatan dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat melalui organisasi massa 
yang beraneka garis politiknya, 
wadah kegiatan yang bernama Badan 
Pertimbangan Departemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik (Bapertim) 
yang dibentuk dengan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
9/PRT/1966 dan Nomor 13/PRT/ 
1966 perlu ditinjau kembali dan 
dibentuk Badan Pertimbangan yang 
baru dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik 
Nomor 01/PRT/1969 tanggal 17 
Januari 1969. | 


Dalam susunan baru keanggo- 
taan Bapertim terdiri dari: 

a. Unsur Pimpinan dan/atau Pem- 
bantu Pimpinan Departemen yang 
ditunjuk dan diangkat oleh 
Menteri. 


b. Unsur-unsur perwakilan Organi- 
sasi Massa yang ada di lingkungan 
Departemen Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Listrik, yang meme- 
nuhi syarat yang ditentukan oleh 
Menteri. 
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c. Unsur-unsur lain yang dianggap 
perlu oleh Menteri. 


Syarat untuk dapat diangkat menjadi 
anggota Bapertim ialah: 


(1) Pegawai/ Buruh/Karyawan yang 
bekerja pada Instansi, Lembaga 
dan/atau Perusahaan Negara 
dalam lingkungan Departemen 
Pekerjaan Umum dan Tenaga 
Listrik, yang berjiwa Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, dan 


(2) Tidak terlibat langsung maupun 
tidak langsung dalam G.30.S./ 
PKI, dan 


(3) Tidak pernah menjadi anggota 
atau simpatisan partai terlarang 
PKI beserta organisasi yang se- 
arah/berlindung/bernaung de- 
ngan/di bawah PKI, serta 


(4) Yang diusulkan oleh Organisasi 
Massa atau yang ditunjuk oleh 
Menteri. 


Tugas kewajiban Bapertim ialah: 


a. Memberikan pertimbangan- 
pertimbangan, saran-saran dan 
usul-usul kepada Menteri Peker- 
jaan Umum dan Tenaga Listrik, 
baik diminta maupun tidak di- 
minta, 


b. Membantu Menteri/Pimpinan 
Departemen Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Listrik dalam mencip- 
takan dan/atau memelihara iklim 
kerja yang sehat dan kerjasama 
yang baik guna kelancaran tugas 
pokok dan program kerja Depar- 
temen dalam rangka mensukses- 
kan Repelita dengan jalan 
memberikan dukungan (support), 
partisipasi yang sebesar-besarnya 
serta melakukan pengawasan 
sosial, yang konstruktif dan 


bertanggungjawab. 


Kebijaksanaan pembentukan 
Bapertim ditempuh, karena pada 
waktu itu banyak pegawai/karyawan 
yang tergabung dalam organisasi 
massa atau Organisasi Serikat Buruh, 
baik yang menjadi onderbouw 
sesuatu partai politik ataupun tidak. 
Di antaranya yang tidak terkena 
larangan atau pembubaran dan masih 
ada dalam tahun 1969 ialah : 


(1) Serikat Buruh Pekerjaan Umum 
dan Tenaga (SBPUT), 


(2) Serikat Buruh Djawatan Pekerjaan 
Umum (SBDPU), 


(3) Persatuan Buruh Departemen PU 
(PBDPU,) 


(4) Sarekat Buruh Muslimin Indonesia 
(SARBUMUSSI), 


(5) Gabungan Serikat Buruh Islam In- 
donesia (GASBIINDO), 


(6) Kesatuan Buruh Pembangunan 
Umum (KBPU), 


(7) Kesatuan Buruh Marhaen/Front 
Marhaen (KBFM). 


(8) Kesatuan Pekerja Kristen In- 
donesia (KESPEKRI), 


(9) Kesatuan Buruh Kerakyatan In- 
donesia (KBKI), 


(10 Konsentrasi Karyawan dan Buruh 
(KONKARBU), 


(1) Sentral Organisasi Karyawan 
Sosialis Indonesia (SOKSI), 


(2 Rukun Ibu Warga Pekerjaan 
Umum (RIWPU). 


Di dalam praktek dengan keada- 
an pegawai, karyawan, petugas yang 
berkelompok-kelompok dalam Orga- 
nisasi Massa atau Serikat Buruh 
beranekaragam itu sukar dicapai 
adanya kekompakan dan kesatuan 


tindak yang dapat menjamin pe- Tujuan KORPRI ialah: 


nyelenggaraan tugas pokok dan a 


fungsi Departemen Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Listrik secara ber- 
dayaguna. Padahal pegawai negeri 
dan karyawan yang bekerja di dalam 
dan untuk Departemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik me- 
rupakan Aparatur Pemerintah, yang 
harus siap dan mampu, bersikap 
mental Orde Baru serta bersih dan 
berwibawa dalam melaksanakan 
tugas pengabdiannya untuk mewu- 
judkan masyarakat Indonesia yang 
adil dan makmur berdasarkan Pan- 
casila. 


Atas pertimbangan yang demi- 
kian itu pada tahun 1971 Pemerin- 
tah telah mengambil kebijaksanaan 
dan memandang perlu untuk mem- 
bentuk satu wadah guna menghim- 
pun para pegawai, yang diberi nama 
Korps Pegawai Republik Indonesia 
(KORPRI). Pembentukannya di- 
tetapkan dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 
1971 tanggal 29 Nopember 1971 dan 
dinyatakan sebagai satu-satunya 
wadah untuk menghimpun dan 
membina seluruh pegawai Republik 
Indonesia dalam kedinasan, guna 
lebih meningkatkan pengabdiannya 
dalam mengisi kemerdekaan dan 
pelaksanaan pembangunan. 


Peningkatan Disiplin Karyawan. 


. Ikut memelihara dan meman- 


tapkan stabilitas politik dan sosial 
yang dinamis dalam Negara Re- 
publik Indonesia, sebagai syarat 
mutlak bagi terlaksananya kema- 
juan di segala bidang menuju ter- 
capainya masyarakat adil dan 
makmur berdasarkan Pancasila. 


. Memelihara dan meningkatkan 


mutu para anggota dalam penye- 
lenggaraan tugas-tugas umum 
Pemerintahan maupun tugas- 
tugas pembangunan: 


. Membina watak, memelihara rasa 
persatuan dan kesatuan secara 


kekeluargaan, mewujudkan ker- 
jasama yang bulat dan jiwa 
pengabdian kepada masyarakat, 
memupuk rasa tanggung jawab 
dan daya cipta yang dinamis ser- 
ta mengembangkan rasa kesetiaan 
terhadap Negara dan Pemerintah. 


Dengan terbentuknya Korps 
Pegawai Republik Indonesia (KOR- 
PRI) maka di lingkungan Departemen 
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik 
hanya ada organisasi pegawai Korps 
Pegawai Republik Indonesia (KOR- 
PRI) Unit Departemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik. 
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1. Foto bersama pengurus 
Dharma Wanita Unit 


mn DHARMA WANITA 


2. Acara pelepasan balon 


pada pembukaan 
PORSENI Tahun 
1987. 


arah dan sehaluan dengan pelaksa- 
naan tugas pegawai Republik Indo- 
nesia sebagai aparatur negara dan 
abdi negara, serta meningkatkan pe- 
ranan wanita Indonesia dalam segala 
bidang kehidupan bernegara dan ber- 
masyarakat. 


Pada tahun 1979 Dharma Wa- 
nita dibentuk dengan tujuan menca- 
pai masyarakat yang adil dan mak- 
mur yang berkesinambungan mate- 
rial dan spiritual berdasarkan Panca- 
sila dan Undang-Undang Dasar 
1945. Selain itu lahirnya Dharma 
Wanita sebagai organisasi wanita di 
Indonesia dengan maksud membim- 
bing kegiatan isteri pegawai Republik 
Indonesia untuk meningkatkan kesa- 
daran dan rasa tanggung jawab ber- 
negara, memupuk rasa senasib dan se- 
penanggungan, untuk meningkatkan 
rasa persaudaraan, kekeluargaan, 
persatuan dan kesatuan di kalangan 
para isteri pegawai Republik Indone- 
sia, mengintegrasikan kegiatan isteri 
pegawai Republik Indonesia agar se- 
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3. Bu Sutami (tengah) 
berpakaian seragam 
Riwput didampingi Ibu 
Suyono. 

4. Ibu Sunaryono Danu- 
djo di Panti Jompo dan 
kegiatan Simulasi. 

5. Bu Cosmas Batubara 
sejenak berpose ber- 
sama anggota Dharma 
Wanita setelah me- 
ngadakan bakti sosial. 


ES 7 
Eu ee FASEITATCE ; 


LALA -— 


Indonesia. 


Dengan adanya Musyawarah Na- 
sional Pertama Dharma Wanita tang- 
gal 31 Mei 1979 maka Rukun Ibu 
Warga Pekerjaan Umum (RIW-PU) 
bergabung dalam organisasi Dharma 
Wanita sebagai satu-satunya 
organisasi isteri pegawai Republik 
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KABINET 
PEMBANGUNAN II 


12. Tahun 1973 mempunyai ar- 


ti yang penting dalam kehidupan Negara 
konstitusional dan demokrasi ber- 


dasarkan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar 1945, karena In- 
donesia untuk pertama kalinya mem 
punyai Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) dan Dewan Per- 
wakilan Rakyat (DPR) yang dipilih 
oleh rakyat, sebagai hasil Pemilihan 
Umum 3 Juli 1971. Juga untuk per- 
tama kalinya Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih oleh wakil-wakil 
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rakyat di MPR hasil Pemilihan Umum 


Sidang Umum Majelis 
itu. 


Permusyawaratan Rakyat. 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 


(MPR) hasil Pemilihan Umum 3 Juli WA MPR/ 1973 tentang Garis-ga- 
1971, sebagai Lembaga Tertinagi ris Besar Haluan Negara (GBHN). 


telah mengadakan sidang (3) Ketetapan MPR-RI Nomor 


umumnya sejak tanggal 12 sampai VIII/MPR/1973 tentang Pemi- 
dengan 24 Maret 1973 dan yang lihan Umum, 


telah menghasilkan sebelas ketetapan ( 


4) Ketetapan MPR-RI, Nomor 
MPR-RI. Di antaranya yang terpen- IX/MPR/1973 tentang Pengang- 
ting ialah: katan Presiden Republik 
(1)Ketetapan MPR-RI, Nomor Indonesia, 
Ш/МРК/1973 tentang Laporan (5)Ketetapan MPR-RI, Nomor 
dan Pertanggungjawaban Presi- 


X/MPR/1973 tentang Pelim- 


pahan Tugas dan Kewenangan 
kepada Presiden/Mandataris 


den Republik Indonesia, 
(2) Ketetapan MPR-RI, 


Nomor 


MPR untuk melaksanakan tugas 
Pembangunan 


Berdasarkan Ketetapan MPR-RI 
Nomor IX/MPR/ 1973, Jenderal TNI 
Soeharto telah diangkat sebagai 
Presiden Republik Indonesia dan 
dilantik pada tanggal 23 Maret 1973 
di muka Sidang Umum MPR. 


Dengan Ketetapan MPR-RI 
Nomor X/MPR/1973 telah dilim- 
pahkan tugas dan kewenangan ke- 
pada Presiden /Mandataris MPR un- 
tuk melaksanakan tugas pem- 
bangunan untuk jangka waktu lima 
tahun, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 


a. Melanjutkan pelaksanaan Pem- 
bangunan Lima Tahun dan me- 
nyusun serta melaksanakan Ren- 
cana Pembangunan Lima Tahun 
II dalam rangka GBHN: 


b. Terus menertibkan dan men- 
dayagunakan aparatur negara di 
segala bidang dan tingkatan: 


c. Menata dan membina kehidupan 
masyarakat agar sesuai dengan 
demokrasi Pancasila: 


d. Melaksanakan politik Luar Negeri 
yang bebas aktif dengan orientasi 
pada kepentingan nasional. 


Disamping itu kepada Presiden/ Man- 
dataris MPR juga diberi kewenangan 
untuk mengambil langkah-langkah 
yang perlu demi penyelamatan dan 
terpeliharanya persatuan dan kesa- 
tuan Bangsa serta tercegahnya 
bahaya terulangnya G.30.S/PKI dan 
bahaya subversi lainnya, yang pada 
hakekatnya adalah penyelamatan 
Pembangunan Nasional, kehidupan 
Demokrasi Pancasila serta penye- 


Pidato kenegaraan Presiden RI Suharto didepan DPR Tanggal 16/8-1973 
(Foto: Deppen RI) 


lamatan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar 1945. 


13. Untuk melaksanakan amanat 
MPR tersebut Presiden dengan 
Keputusan Presiden Republik In- 
donesia Nomor 9 Tahun 1973 tang- 
gal 28 Maret 1973 menetapkan: 


(1) Membubarkan Kabinet Pem- 
bangunan yang dibentuk ber- 
dasarkan keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor. 183 
Tahun 1968 jo Nomor 64 Tahun 
1971: dan 


(2)Membentuk Kabinet Pem- 
bangunan II, yang terdiri dari: 


a. Tujuhbelas Menteri yang 
memimpin Departemen, dan 


b. Lima Menteri Negara yang 
mengkoordinir kegiatan-ke- 
giatan di bidang tertentu. 


c. Menata dan membina ke- 
hidupan masyarakat agar 
sesuai dengan demokrasi Pan- 
casila; 


а. Melaksanakan politik Luar 
Negeri yang bebas aktif dengan 
orientasi pada kepentingan na- 
sional. 


Disamping itu kepada Presiden/ Man- 
dataris MPR juga diberi kewenangan 
untuk mengambil langkah-langkah 
yang perlu demi penyelamatan dan 
terpeliharanya persatuan dan kesa- 
tuan Bangsa serta tercegahnya 
bahaya terulangnya G.30.S/PKI dan 
bahaya subversi lainnya, yang pada 
hakekatnya adalah penyelamatan 
Pembangunan Nasional, kehidupan 
Demokrasi Pancasila serta penye- 
lamatan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar 1945. 
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Kabinet Pembangunan Il dilantik oleh 
Presiden Republik Indonesia di Istana 
Negara pada tanggal 28 Maret 1973. 
Dalam susunan Kabinet Pem- 
bangunan Il, Prof. Dr. Ir. Sutami, 
diangkat sebagai Menteri Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik yang 
memimpin Departemen Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik. 
Berdasarkan Ketetapan MPR 
Nomor IV/MPR/ 1973 tentang Garis- 
garis Besar Haluan Negara dan 
Ketetapan-ketetapan MPR lainnya 
dalam persidangan tahun 1973, 
maka program kerja Kabinet Pem- 
bangunan II adalah sebagai berikut: 


Memelihara dan me- 
ningkatkan stabilitas po- 
litik: 

Memelihara dan me- 
ningkatkan stabilitas 
keamanan dan keter- 
tiban: 


Pertama : 


Kedua 


Memelihara dan me- 
ningkatkan stabilitas 
ekonomi: 


Ketiga 


Menyelesaikan Repelita 
I dan selanjutnya me- 
nyiapkan dan melak- 
sanakan Repelita II. - 


Keempat : 


Meningkatkan kese- 
jahteraan rakyat: 


Kelima 


Keenam : Meningkatkan pener- 
tiban dan pendayagu- 
naan aparatur, 

Menyelenggarakan Pe- 
milihan Umum selam- 
bat-lambatnya pada 


akhir tahun 1977. 


Ketujuh program kerja itu dinamakan 
Sapta Krida Kabinet Pembangunan II. 


Ketujuh 
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Beberapa aspek dari Sapta Krida 
yang perlu dicatat sebagai acuan bagi 
penyelenggaraan tugas pemerintahan 
dan tugas pembangunan di bidang 
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik 
diuraikan lebih lanjut di bawah ini. 


Pemantapan stabilitas politik akan 
dapat dicapai apabila ada kesadaran 
politik pada semua lapisan ma- 
syarakat, setiap orang, setiap partai 
politik, setiap organisasi masyarakat, 
setiap organisasi profesi, setiap 
organisasi karya, dan segenap 
aparatur Pemerintah. Kesadaran 
politik berarti rasa dan tanggung 
jawab bersama dalam memecahkan 
masalah nasional, dalam mencapai 
tujuan dan program bersama. Kesa- 
daran politik besar rasa tanggung 
jawab yang perlu dikembangkan itu 
harus bermuara pada tujuan ber- 
sama, yaitu: kemajuan dan kese- 
jahteraan bersama, yang merupakan 
masalah dan kepentingan bersama. 
Karena itu perlu dikembangkan 
komunikasi dua arah antara Pemerin- 
tah dan masyarakat, antara ma- 
syarakat dengan masyarakat itu 
sendiri. 

Pemantapan stabilitas keamanan 
dan ketertiban ditujukan untuk me- 
nanamkan perasaan tenteram lahir 
dan batin dalam hati masyarakat yang 
membangun, sebagai pelaksanaan 
dari tugas pemerintah "untuk melin- 
dungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia”. 
Kesadaran hukum dan ketertiban 
perlu ditanamkan secara meluas dan 
mendalam, baik di kalangan penegak 
hukum sendiri, di kalangan pejabat- 
pejabat Pemerintah maupun di 
kalangan masyarakat dan selanjutnya 
perlu diikuti dengan tindakan- 


tindakan yang lebih nyata agar apa 
yang telah menjadi kesadaran itu 
benar-benar terasa dalam kehidupan 
nyata sehari-hari. 

Masalah pokok dari usaha untuk 
meningkatkan stabilitas ekonomi 
tetap berkisar pada usaha untuk 
mempercepat pertumbuhan ekonomi 
dengan menempuh kebijaksanaan, 
seperti: pengendalian secara ketat 
kestabilan harga pada tingkat wajar: 
anggaran belanja berimbang: peng- 
gunaan keuangan negara secara 
hemat, efektif dan efisien: pe- 
ningkatan produksi dan lain-lain. 

Tujuan pemeliharaan dan pe- 
ningkatan stabilitas politik, keamanan 
dan ekonomi adalah untuk mensuk- 
seskan pelaksanaan Repelita | serta 
memperkokoh landasan bagi usaha 
pembangunan Repelita II. 


REPELITA II 


14. Dalam penyelesaian Repelita 
I perlu diusahakan tercapainya 
sasaran setiap sektor, serta terca- 
painya sasaran-sasaran yang 
menyeluruh dari keseluruhan Re- 
pelita itu. Di samping itu perlu 
diusahakan peningkatan masalah 
pengendalian dan pengawasan 
proyek-proyek pembangunan, antara 
lain dengan menyempurnakan sistem 
pelaporan (penyusunan, penyam- 
paian dan penilaiannya) agar dapat 
memberikan gambaran keadaan 
secara obyektif dan pada waktu yang 
secepat-cepatnya. Dengan demikian 
akan segera dapat diketahui masalah 
atau hambatan yang dihadapi dalam 
mencapai sasaran-sasaran yang telah 
ditentukan. Aparatur perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan di 


seluruh bidang dan tingkatan perlu 
diperbaiki dan disempurnakan terus 
menerus, agar lebih siap dan mam- 


pu menghadapi pelaksanaan Repelita + 


П yang pasti akan meningkat 
kegiatannya dan makin luas 
jangkauannya. 

Repelita II (1974/1975 - 1978 
1979) ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 1974 tanggal 11 Maret 
1974, yang dijadikan landasan dan 
pedoman bagi Pemerintah dalam me- 
laksanakan pembangunan lima tahun 
kedua. 

Repelita II harus merupakan ke- 
lanjutan dan peningkatan dari Re- 
pelita 1. Dalam Repelita | bangsa In- 
donesia telah dapat menyelamatkan 
diri dari kehancuran ekonomi yang 
menjadi sumber utama merosotnya 
mutu kehidupan. Repelita | telah 
berhasil memperkokoh landasan dan 
menggerakkan pertumbuhan eko- 
nomi. Dalam Repelita II harus dapat 
ditangani berbagai-bagai masalah 
sosioekonomi yang sampai pada saat itu 
memang belum mungkin ditangani 
secara besar-besaran. Masalah- 
masalah besar sosial ekonomi yang 
digarap segera antara lain ialah: 
perluasan kesempatan kerja, 
kenaikan pendapatan/penghasilan 
setiap orang, dan lebih meratakan 
keadaan sosial. 


Sasaran yang ditentukan dalam 
Repelita II adalah: 


Pertama : Tersedianya pangan 
dan sandang yang ser- 
ba kecukupan, dengan 
mutu yang bertambah 
baik dan terbeli oleh 


masyarakat umumnya. 
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Tahun 1978. 


Kedua 


Ketiga 


Tersedianya bahan- 
bahan perumahan dan 
fasilitas-fasilitas lain, 
yang diperlukan ter- 
utama untuk kepen- 
tingan rakyat banyak. 
Keadaan  prasarana 


Keempat : 


Kelima 


% 


м 


— 


Bapak Presiden Soeharto resmikan Waduk Sempor di Jawa Tengah pada 


4 
б 


yang makin meluas dan 
sempurna; 

Keadaan Kesejahteraan 
rakyat yang lebih baik 
dan lebih merata. 
Meluasnya kesempatan 
kerja. 
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PROYEK PENINGKATAN JALAN P.B SUMBAR 


Kawasan Pemukiman yang ideal. 


Pembangunan prasarana yang 


meliputi: listrik, irigasi, jalan, 
pelabuhan laut dan udara, tele- 
komunikasi dan alat pengangkutan 
ditingkatkan dan diperluas untuk 
menunjang gerak pembangunan 
guna mempercepat laju bertam- 
bahnya produksi barang dan jasa 
serta mendorong berkembangnya 
pariwisata dalam arti yang sehat dan 
sekaligus untuk memperkuat kesa- 
tuan Indonesia. 

Dalam rangka pemerataan pem- 
bangunan maka proyek-proyek pem- 
bangunan perlu disebarkan ke 
daerah-daerah dengan memperhati- 
kan keselarasan kaitan dengan peren- 
canaan pembangunan regional. 

Untuk perbaikan mutu kehidupan 


dan lingkungannya, masalah pe- 
rumahan perlu diperhatikan dengan 
menyebarluaskan ketrampilan pem- 
buatan dan penyediaan bahan-bahan 
perumahan yang murah, pengerahan 
dana-dana pembangunan dan sarana 
lain yang diperlukan. Pada dasarnya 
pembangunan perumahan harus 
diusahakan oleh kekuatan 
masyarakat sendiri. Pemerintah 
mengusahakan terciptanya suasana 
yang memungkinkan dan meng- 
gairahkan pembangunan perumahan 
itu serta memberikan pengarahan dan 
bimbingan. 

Strategi pembangunan dalam 
Repelita II harus diarahkan pada ter- 
bukanya lapangan dan kesempatan 
kerja yang makin meluas. 
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a. Pengairan 

Secara garis besar usaha yang 
dilakukan kecuali menyelesaikan 
program-program tahun terakhir 
Repelita |, seperti: penyelamatan 
tanah dan air, perbaikan dan pe- 
ngamanan sungai, perbaikan dan 
perluasan irigasi dan pembangunan 
irigasi baru, maka dalam Repelita II 
dilakukan usaha-usaha bidang pe- 
ngairan, yang mencakup: 


(1) mengembangkan daerah perta- 
nian dengan menyediakan air iri- 
gasi, mengamankan daerah per- 
tanian yang berpenduduk padat 
terhadap banjir lahar, dan me- 
ngembangkan daerah rawa untuk 
pertanian. 


E aa agi ^ ang Phe 


эй... 


(2) membantu memperkecil masalah 
penduduk dan memperluas ke- 
sempatan kerja, dan 


(3) menunjang pengembangan in- 
dustri dengan pembangunan pro- 


yek-proyek serbaguna dan me- 


nyediakan air untuk industri. 


Kebijaksanaan pokok yang di- 
gunakan untuk pelaksanaan kegiat- 
an-kegiatan tersebut ialah: 


Pertama: Melanjutkan pekerja- 
an-pekerjaan perbaikan dan penyem- 
purnaan jaringan-jaringan yang ada, 
sehingga semua jaringan tersebut 
selesai dikerjakan dalam Repelita II. 

Kedua: Melanjutkan dan me- 
ningkatkan pembangunan jaringan- 
jaringan irigasi baru dengan 
mengutamakan jaringan irigasi 
sederhana yang meliputi daerah 
seluas + 470.000 hektar dan 
pengembangan daerah rawa seluas 
t 80.000 hektar: dan dipusatkan di 
daerah-daerah yang berdekatan 
dengan daerah pusat konsumsi 
pangan, daerah transmigrasi dan 
daerah padat penduduk. 


Ketiga: Mengintensifkan peker- 
jaan pengamanan daerah produksi 
pertanian terhadap bencana alam, 
seperti banjir, akibat letusan gunung 
berapi dan sebagainya. 


Keempat: Mengintensifkan 
perencanaan pembangunan sumber- 
sumber air dengan perencanaan 
pengembangan daerah pengaliran 
sungai yang menyeluruh untuk men- 
dapatkan pola rencana antara lain 
guna menunjang industri dan pem- 
bangkitan tenaga listrik. 


Kelima: Mengintensifkan usaha 
penelitian dan penyelidikan dalam 
masalah teknik pengairan. 


Program untuk mencapai tujuan 
di bidang Pengairan ialah: 


(1) Program Perbaikan dan Penyem- 
purnaan irigasi. 


(2) Program Pembangunan Jaringan 
Irigasi Baru, antara lain meliputi 
pengembangan irigasi sederhana 
seluas + 470.000 hektar dan 
dibangun di 17 Propinsi. 


(3) Program Pengaturan serta 
pengembangan Wilayah Sungai 
dan Daerah Rawa, yang meliputi 
antara lain: Wilayah Sungai Citan- 
duy, Pemali Comal, Bengawan 
Solo, Kali Brantas dan beberapa 
wilayah sungai lainnya untuk pe- 
ngamanan daerah produksi pa- 
ngan terhadap banjir. Perluasan 
areal persawahan pasang surut di 
Kalimantan. 


(4) Program Penelitian, Survai, Pe- 
nyelidikan dan Perancangan, Pe- 
ngembangan Sumber-sumber air, 
sebagai persiapan data yang di- 
perlukan untuk kegiatan pem- 
bangunan pengairan dalam Re- 
pelita yang akan datang. 


b. Bina Marga 


Pembangunan prasarana jalan/ 
jembatan mempunyai dampak yang 
sangat menentukan dalam sektor per- 
hubungan untuk memperlancar arus 
lalu lintas angkutan barang dan 
mobilitas manusia agar mampu 
menunjang usaha peningkatan pem- 
bangunan di sektor lain serta ikut 
membina kesatuan bangsa dan Ne- 
gara dalam rangka Wawasan 
Nusantara. 


Pembangunan jalan di daerah Jambi. 
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Pembangunan di bidang jalan 
kecuali menyelesaikan pembangunan 
program Repelita | tahun terakhir, 
maka dalam Repelita II dilakukan 
secara bertahap melalui program- 
program sebagai berikut: 


(1) Rehabilitasi yang bertujuan untuk 
mengembalikan jalan kepada kea- 
daan sebelum terjadinya kerusak- 
an, antara lain meliputi pekerjaan 
perbaikan sebagian lapis dasar 
jalan dan lapis penutup jalan. 


(2) Peningkatan kapasitas/ mutu jalan 
yang disesuaikan dengan lalu lin- 
tas yang sudah bertambah, me- 
liputi pekerjaan: memperkuat lapis 
dasar jalan, menyempurnakan 
lapis penutup jalan, memperlebar 
dan memperbaiki arah (alligment) 
jalan dimana perlu. 
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Peningkatan jalan di daerah pemukiman. 


(3) Pembangunan jalan dan jembatan 
baru yang didahului oleh survai, 
persiapan dan penjajagan cara 
pembiayaan. Termasuk dalam ke- 
giatan ini rekonstruksi dan pem- 
bangunan jalan / jembatan: Sijun- 
jung - Lubuklinggau, Jakarta - 
Bogor - Ciawi (Jagorawi), Ba- 
likpapan - Samarinda, Amurang 
- Kotamobagu - Duloduo, Teluk- 
betung - Bakauheni, Padang - 
Medan, Surabaya - Malang, Ja- 
karta - Merak, Denpasar - 
Gilimanuk, Pontianak - Sintang, 
dan lain-lain. 


(4) Pemeliharaan jalan untuk mem- 
pertahankan keadaan jalan dan 
menghindarkan kerusakan jalan, 
yang disesuaikan dengan hasil- 


hasil pelaksanaan program 
rehabilitasi dan peningkatan. 


Mulai April 1977 kepada 
Direktorat Jenderal Bina Marga ber- 
dasarkan Keputusan Presiden Re- 
publik Indonesia nomor 6 Tahun 
1977 diserahi tugas untuk melakukan 
pembangunan guna mempersiapkan 
lahan pemukiman transmigrasi dalam 
rangka menunjang program trans- 
migrasi dan pembentukan struktur 
pengembangan wilayah serta daya 
dukung lingkungan hidupnya. 


c. Tenaga Listrik 


Sebagai faktor produksi, terse- 
dianya tenaga listrik yang cukup, me- 
nentukan laju kecepatan pemba- 
ngunan sektor-sektor: industri, per- 
tanian, pertambangan, pendidikan, 


kesehatan dan lain-lain, yang kese- (1)Pembangkit Listrik Tenaga Air (3)Pembangkit Listrik Tenaga Gas 


muanya merupakan sektor yang 
sangat vital bagi tercapainya tujuan 
pembangunan seperti menciptakan 
kesempatan kerja, dan meningkatkan 
pendapatan nasional. 


Dalam Repelita II dilakukan ke- 
giatan pembangunan Pusat-pusat 
Listrik untuk pembangkitan tenaga 
listrik sejumlah 1.105 Megawatt dan 
terdiri dari: 


(PLTA): Batang Agam (Sumatera 
Barat), Tes (Bengkulu), Tonsea 
Lama (Sulawesi Utara), Karang- 
kates Unit III (Jawa Timur), Wlingi 
(Jawa Timur), Garung (Jawa Te- 
ngah), Juanda/ Jatiluhur Unit VI 
(Jawa Barat). 


(2) Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU): Muara Karang (Jakarta), 
Semarang (Jawa Tengah), Sura- 
baya (Jawa Timur) dan Ujung 
Pandang (Sulawesi Selatan). 


(PLTG): Jakarta Raya, Medan 
(Sumatera Utara). Palembang 
(Sumatera Selatan), Ujung Pan- 
dang (Sulawesi Selatan), Sema- 
rang (Jawa Tengah), Cilacap 
(Jawa Tengah) dan Surabaya 
(Jawa Timur). 


(4) Pembangkit Listrik Tenaga Panas 


Bumi (PLTP): Dieng (Jawa Te- 
ngah) dan Kamojang (Jawa 
Barat). 


Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Priok. 
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(5) Pembanakit Listrik Tenaga Diesel 
(PLTD) dan Pembangkit Listrik 
Tenaga Mikrohidro (PLTM) untuk 
memenuhi kebutuhan tenaga lis- 
trik di daerah-daerah terpencil. 


Di samping itu dikerjakan pula 
pembangunan jaringan transmisi se- 
panjang 3.700 kilometer, dengan 
bangunan pelengkapnya termasuk 
gardu induk yang bersangkutan, ja- 
ringan distribusi untuk tegangan 
primer sepanjang 8.500 kilometer 
dan sekunder sepanjang 11.020 kilo- 
meter serta gardu distribusi sebanyak 
5.640 buah. 

Dalam Repelita II dimulai kegiat- 
an penelitian untuk pembangunan 
beberapa Pusat Pembangkit Listrik 
Tenaga Air (PLTA) yang diharapkan 
dapat dilaksanakan dalam Repelita- 
Repelita berikutnya, antara lain: 
Sawangan (Sulawesi Utara), Sentani 
(Irian Jaya), Ayung (Bali), Cimanuk 
(Jawa Barat), Serayu (Jawa Tengah), 
Maninjau (Sumatera Barat), Sadang 
(Sulawesi Selatan), Larona (Sulawesi 
Tenggara) dan Jratunseluna (Jawa 
Tengah). 


d. Cipta Karya 


Dalam Repelita II kegiatan yang 
dilakukan dalam rangka pembangun- 
an perumahan, ialah: 


(1) Mengadakan studi pendahuluan 
untuk menentukan lokasi dan 
besarnya pembangunan sesuai 
rencana kota dan diutamakan di 
kota-kota besar dengan pertam- 
bahan penduduk yang pesat 
seperti: Jakarta, Bandung, 
Semarang, Surabaya, Medan, 
Palembang, Ujung Pandang, 
Banjarmasin, dan lain-lain. 
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Jaringan Kelistrikan Wlingi — Jawa Timur. 


(2) Memberikan bantuan teknis untuk (3 Membantu dalam penyiapan 


mengadakan persiapan dan men- 
ciptakan sistem pembiayaan 
jangka panjang dalam rangka pro- 
gram perbaikan kampung. Kegiat- 
annya pada dasarnya dilakukan 
oleh masyarakat dan Pemerintah 
Daerah. 


tanah matang (site and services) 
berupa prasarana luarnya yang 
menghubungkan tanah yang di- 
garap dengan bagian lain yang 
sudah berkembang, misalnya 
jalan masuk, saluran air minum, 
saluran listrik. Untuk pengisian 


Program Pemugaran Perumahan Desa di daerah Magelang - Jawa Tengah. 


tanah matang yang tersedia se- 
luruhnya dalam Repelita II dapat 


akan sumber air bersih. 
Dalam hal teknik penyehatan 


disediakan untuk pembangunan dan/atau assainering kegiatan yang 
rumah sebanyak 225.000 unit dilakukan berupa : 


rumah sederhana. 


(4) Mengenai pembangunan rumah 
sederhana itu dalam Pelita II dirin- 
tis pembangunan rumah seder- 
hana sebagai proyek percobaan 
sebanyak 10.000 unit rumah 
sederhana di Jakarta dan yang 
diikuti selanjutnya di kota-kota 
lainnya untuk merangsang ke- 
giatan yang serupa oleh Pemerin- 
tah Daerah atau masyarakat. 


(5) Memberikan bimbingan teknis dan 
penyuluhan untuk pembangunan 
perumahan desa dan pemugaran 
desa. Untuk keperluan itu di 
tugaskan kepada Pusat-pusat In- 
formasi Teknik Pembangunan 
atau yang dikenal sebagai Building 
Information Centre (BIC) yang 
telah dibentuk selama Repelita I di 
kota-kota : Jakarta, Bandung, 
Yogyakarta, Bali, Surabaya, 
Semarang, Medan, 


masin. 


Program Penyediaan Air Minum 
yang dilakukan dalam Repelita II 
meliputi kegiatan-kegiatan : 


(1) Rehabilitasi, ekstensifikasi dan 
pembangunan baru untuk daerah 
perkotaan, yaitu untuk : 2 (dua) 
kota metropolitan (4.000 1/ de- 
tik), 3 (tiga) kota besar (1.000 
1/detik), 60 kota sedang (6.000 
1/ detik) dan 40 kota kecil (1.000 
1/ detik). 


(2) Perbaikan dan penyediaan air 
minum untuk daerah pedesaan, 
terutama daerah yang langka 


Makasar. 
(Ujung Pandang) dan Banjar- 


(1) Melanjutkan proyek-proyek per- 
contohan di tempat-tempat yang 
kondisinya sangat parah. 


(2) Mengadakan penelitian mengenai 
cara pembuangan dan pengolah- 
an air buangan dan persampahan. 


(3) Melanjutkan survai dan studi 
kelayakan untuk memperoleh 
data informasi mengenai assainer- 


ing. 


Pembinaan perkembangan/pe- 
ngembangan tata kota dalam Repelita 
II dilakukan untuk: 


(1) Adanya keseimbangan antara 
kota-kota dengan kawasan eko- 
nomi yang dilayaninya, serta an- 
tara kota satu dengan lainnya, di 
dalam satu pola kebijaksanaan na- 
sional pengembangan perkotaan. 


(2)Mendorong perwujudan dan 
perkembangan jaringan pusat per- 
tumbuhan baru, terutama dalam 
usaha meningkatkan peranan 
kota menengah dan kecil untuk 
menampung dan mengarahkan 
arus urbanisasi, disertai kebijaksa- 
naan yang mendorong perkem- 
bangan industri beserta prasarana 
yang diperlukan dan yang mem- 
perluas lapangan kerja di daerah. 

(3) Meningkatkan mutu dan jumlah 
fasilitas pelayanan umum kota ser- 
ta kemampuan administrasi dan 
pengelolaan kota sesuai dengan 
fungsi dan peranannya. 


(4) Menciptakan iklim yang 
mengairahkan kegiatan ekonomi 


dengan perbaikan kondisi pe- | 


mukiman, penentuan lokasi 
kegiatan industri yang tepat. 


Dalam usaha penertiban dalam 
pelaksanaan pembangunan terutama 
Gedung-gedung Negara, maka untuk 
mencapai hasil yang optimal dalam 
pembangunan ada 2 (dua) aspek 
yang perlu diperhatikan, yaitu : 


Pertama: Aspek pem- 
biayaan/penyediaan dana, yang titik 
beratnya terletak pada prosedur dan 
tata administrasi yang tertib sesuai 
ketentuan Peraturan perundang- 
undangan yang berlaku (rechmatig- 
heid). 


Kedua: Aspek teknik teknologis, 
teknik konstruksi dan administrasi 
teknik pembangunan (doelmatigheid 
dan planmatigheid), yang titik berat- 
nya terletak pada : 


(1) Pengendalian desain (design con- 
trol), yaitu pengendalian pada 
tahap perencanaan untuk meng- 
hasilkan Dokumen Pelelangan/ 
Dokumen Pelaksanaan, yang 
mencakup semua aspek dan 
ketentuan yang harus dipedomani 
sehingga dalam pelaksanaan dan 
penggunaan bangunannya ra- 
sional dan efisien: 


(2) Pengendalian mutu (guality con- 
trol), yaitu pengendalian pada 
tahap pelaksanaan, sehingga me- 
menuhi rencana, uraian dan 
syarat pekerjaan sebagaimana di 
tentukan dalam dokumen pelak- 
sanaan; 


(3) Penyelesaian pengendalian 
pelaksanaan itu supaya menepati 
"waktu pembangunan yang paling 
ekonomis” (the most economical 
construction time) sesuai dengan 
tujuan penggunaannya. 
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Berdasarkan kebijaksanaan dan 
ketentuan tersebut di atas sejak tahun 
1971 telah diterbitkan buku Pedoman 
Tata Cara Penyelenggaraan Pem- 
bangunan Gedung-gedung Negara 
sebagai tindak usaha penertiban dan 
penyeragaman prosedur dan tata 
cara pembangunan. Dalam pedoman 
tersebut antara lain diatur dan 
ditetapkan tata cara dan pentahapan 
mengenai : program perancangan 
pertanahan, perencanaan pele- 
langan, pelaksanaan dan 
pengelolaan. Juga diatur dan 
ditetapkan mengenai wewenang dan 
tanggung jawab dalam pembangunan 
gedung Negara sebagai berikut : 


(1) Departemen/Lembaga Negara 
yang bersangkutan (yang men- 
dapat wewenang berdasarkan 
Surat Edaran Perdana Menteri 
nomor 2/R1/1965, jo Keputusan 
Perdana Menteri nomor 68/PM/ 
1962, dan Keputusan Menteri 
Pertama nomor 13/MP/1962, 
menyelenggarakan : 


a. Perancangan dan Penyusunan 
Program dan Rencana Ang- 
garan; 


b. Penentuan Lokasi, penyediaan 
tanah pengurusan tanah dan 
. pengurusan hak tanah; 


c. Penyusunan persyaratan 
perencanaan, pemilihan Peren- 
cana dan penugasan peren- 
canaan, 


d. Pengesahan karya perenca- 
naan (desain), dan dokumen 
pelelangan/pelaksanaan: 


e. Persiapan dan pelaksanaan 
pelelangan pekerjaan, serta 
penanda tanganan Kontrak 
Perjanjian Pekerjaan: 
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f. Pengendalian administrasi ke- 
uangan: 


g. Pengesahan laporan. berita 
acara kemajuan/ penyelesaian 
pekerjaan untuk pembayaran 
angsuran: 


h. Penggunaan dan pemelihara- 
annya. 


(2) Departemen Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Listrik cg. Direktorat 
Tata Bangunan, Jawatan Ge- 
dung-gedung Negeri Daerah atau 
Dinas Pekerjaan Umum Propinsi 
(untuk daerah yang tidak ada 
JGN-nya), menyelenggarakan : 


a. Membantu menentukan lokasi, 
membantu pengurusan hak 
atas tanah (oleh JGN Daerah 
atau Dinas Pekerjaan Umum 
Propinsi). 


b. Penghapusan bangunan Ne- 
gara, jika ada pembongkaran 
gedung (oleh Direktorat Tata 
Bangunan): 


c. Membantu penyusunan per- 
syaratan dan pemulihan peren- 
canaan (oleh JGN Daerah atau 
JGN Pekerjaan Umum Pro- 
pinsi): 

d. Pengesahan karya perenca- 
naan (oleh JGN Daerah atau 
Dinas Pekerjaan Umum Pro- 
pinsi); 

e. Pengesahan Dokumen Pe- 
lelangan dan Pelaksanaan: 


f. Penyaringan Kontraktor Pe- 
laksana, 


g. Pembukaan dan penilaian pe- 
nawaran, pengusulan 
pelulusan pekerjaan: 


h. Pengendalian administrasi 
teknis: 


i. Pengesahan laporan, berita 


acara teknis: 


j. Pendaftaran (registrasi), penen- 
tuan harga sewa perumahan 
negeri. 


(3) Kantor Perbendaharaan Negara 
(KPN) setempat, menyeleng- 
garakan : pembayaran angsuran 
(termijn); 


(4)Perencana (Konsultan) yang 
ditunjuk, menyelenggarakan : 


a. Pengumpulan data; 
b. Penyusunan konsep rencana; 


c. Penyusunan dokumen pele- 
langan dan pelaksanaan; 


d. Penjelasan Pekerjaan; 


e. Pembukaan dan penilaian 
penawaran; 


f. Pengawasan Pelaksanaan pe- 
kerjaan; 


g. Penyelenggaraan administrasi 
pengawasan; 


h. Penyesuaian perencana. 


(5) Kontraktor Pelaksana, yang di- 
tugaskan menyelenggarakan : 


a. Persiapan dan perhitungan 
penawaran; 


b. Penanda tanganan kontrak 
perjanjian kerja; 


c. Pelaksanaan Pekerjaan. 


Mengingat bahwa masalah pem- 
binaan dan pengembangan peru- 
mahan menyangkut berbagai segi 
yang memerlukan langkah-langkah 
kebijaksanaan pemerintah yang me- 
nyeluruh secara terus-menerus dan 


meliputi jangka waktu yang panjang. 
maka perlu ada suatu lembaga atau 
badan yang dapat memikirkan dan 
merumuskan kebijaksanaan untuk 
pengendalian, pembinaan dan 
pengembangan  pembangunan 
perumahan itu. Untuk itu pemerintah 
melalui Keputusan Presiden RI 
Nomor 35 Tahun 1974 tanggal 12 
Juli 1974 membentuk Badan Kebi- 
jaksanaan Perumahan Nasional. yang 
mempuyai fungsi membantu 
Presiden dalam merumuskan kebi- 
jaksanaan dan petunjuk-petunjuk 
pelaksanaan di bidang pembinaan 
dan pengembangan perumahan. ser- 
ta mengkoordinasikan 
mengawasi pelaksanaan dan penye- 
lenggaraan oleh Departemen- 


dan 


departemen. Lembaga-lembaga 
Pemerintah non Departemen dan 
Instalasi-instalasi maupun Badan- 
badan Khusus lainnya yang bertugas 
untuk bidang itu. 


Keanggotaan Badan Kebijaksa- 
naan Perumahan Nasional. yang 
diketuai oleh Menteri Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik. terdiri 
dari: Menteri Sosial (merangkap 
Wakil Ketua). Menteri Dalam Negeri. 
Menteri Keuangan. Menteri Negara 
Penertiban Aparatur Negara/ Wakil 
Ketua Bappenas. Menteri Perin- 
dustrian. Menteri Tenaga Kerja 
Transmigrasi dan Koperasi. Menteri 
Kesehatan. Gubernur Bank Central 
dan Direktur Jenderal Cipta Karya 
(merangkap Sekretaris Eksekutif). 


Untuk kepentingan penyeleng- 
garaan pembangunan perumahan 
dan prasarana lingkungan dengan 
Peraturan Pemerintah Republik In- 
donesia nomor 29 Tahun 1974 tang- 
gal 18 Juli 1974 (Lembaran Negara 
1974 nomor 37) didirikan suatu 
Perusahaan Umum dengan nama 
Pembangunan Perumahan Nasional 
(PERUM PERUMNAS). sebagai 
suatu kesatuan produksi yang bertu- 
juan mengadakan kegiatan produktif 
di bidang perumahan rakyat dan 
prasarana lingkungan sesuai dengan 
kebijaksanaan Pemerintah. 

Untuk menunjang pembangunan 
perumahan disiapkan sistem pem- 
biayaan dengan Bank Hipotik Pe- 
rumahan. yang ditugaskan untuk 


Lokasi Perumahan yang dibangun Perum Perumnas di Palu - Sulawesi Tengah. 
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mengelola pinjaman hipotik untuk 
perumahan rakyat. Dengan surat 
Menteri Keuangan nomor B-49/ MK/ 
IV/1/1974 tanggal 29 Januari 1974 
Bank Tabungan Negara (BTN) ditun- 
juk sebagai wadah pembiayaan pro- 
yek pembangunan perumahan 
rakyat. Di samping itu disiapkan 
peraturan dan pengaturan yang 
efektif mengenai kriteria untuk seleksi 
penghunian dan pemilikan rumah. 


Organisasi dan Tata Kerja pada 
Repelita II 


15.Dalam rangka program pener- 
tiban dan pendayagunaan aparatur 
Negara, Pemerintah melalui Ke- 
putusan Presiden nomor 44 Tahun 
1974 dan nomor 45 Tahun 1974 
tanggal 26 Agustus 1974 dengan 
mencabut Keputusan Presidium 
Kabinet nomor 15/U/Kep/8/1966, 


Presiden Soeharto meresmikan 
Proyek Nusa Dua - Bali. 


mengadakan penertiban Organisasi 
Departemen-departemen dengan 
menegaskan dan menyempurnakan 
kedudukan, tugas pokok fungsi dan 
susunan organisasinya sesuai dengan 
perkembangan keadaan pemerin- 
tahan Negara. 

Menurut ketentuan dalam kepu- 
tusan itu kedudukan suatu 
Departemen dalam pemerintahan 
Negara Republik Indonesia adalah 
sebagai bagian dari pemerintahan 
Negara yang dipimpin oleh seorang 
Menteri yang bertanggung jawab 
kepada Presiden. Departemen mem- 
punyai tugas pokok menyeleng- 
garakan sebagian dari tugas umum 
pemerintahan dan pembangunan. 
Departemen mempunyai fungsi- 
fungsi: 


(1) kegiatan perumusan kebijaksa- 
naan pelaksanaan, kebijaksanaan 
teknis, pemberian bimbingan, 
pembinaan, pemberian izin: 


(2) pengelolaan atas milik Negara 
yang menjadi tanggung jawabnya: 

(3) pelaksanaan tugas pokok: 

(4) pengawasan atas pelaksanaan 


tugas pokok. 


Dalam lampiran 10 Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
45 Tahun 1974 antara lain ditetapkan 
bahwa susunan Organisasi Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik terdiri dari: 
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(1) Menteri; 

(2) Sekretariat Jenderal; 

(3) Inspektorat Jenderal; 

(4) Direktorat Jenderal Pengairan; 

(5) Direktorat Jenderal Bina Marga; 

(6) Direktorat Jenderal Cipta Karya 

(7) Badan Penelitian dan Pengemba- 
ngan Pekerjaan Umum dan Te- 
naga Listrik; 

(8) Pusat-pusat. 


Berdasarkan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 
Tahun 1974 tersebut di atas dengan 
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Listrik Nomor 145/ 
KPTS/1975 tanggal 2 Juni 1975 di- 
tetapkan Susunan dan Tata Kerja 
Departemen Pekerjaan Umum dan 
Tenaga Listrik yang baru dan men- 
cabut Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik Nomor 3/ 
PRT/1968. 

Dengan Keputusan Menteri Pe- 
kerjaan Umum dan Tenaga Listrik 
Nomor 145/KPTS/1975 tersebut 
Susunan Organisasi ditetapkan men- 
jadi sebagai berikut: 


(1) Menteri, sebagai unsur pimpinan, 


(2) Sekretariat Jenderal, sebagai un- 
sur pembantu Pimpinan, yang 
membawahi: 

a. Biro Perencanaan, 

b. Biro Kepegawaian, 

c. Biro Keuangan, 

d. Biro Perlengkapan, 

e. Biro Hukum, 

f. Biro Bina Sarana Perusahaan, 
g. Biro Umum. 


(3) Inspektorat Jenderal sebagai un- 
sur pengawasan, yang terdiri dari: 


a. Sekretariat Inspektorat Jende- 
ral, 
b. Inspektur Administrasi, 
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c. Inspektur Pengairan, 

d. Inspektur Bina Marga, 

e. Inspektur Cipta Karya, 

f. Inspektur Tenaga Listrik dan 
Gas. 


(4) Direktorat Jenderal Pengairan, 
sebagai unsur pelaksana utama di 
bidang pengairan yang meliputi: 
sungai, rawa, irigasi, dan sumber- 
sumber air yang ada di atas dan 
di bawah permukaan tanah, dan 
terdiri dari: 


a. Sekretariat Direktorat Jenderal. 

b. Direktorat Bina Program Pe- 
ngairan. 

. Direktorat Sungai, 

. Direktorat Rawa, 

. Direktorat Irigasi, 
Direktorat Peralatan Pengairan, 

. Direktorat Penyelidikan Masa- 
lah Air. 
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(5) Direktorat Jenderal Bina Marga, 
sebagai unsur pelaksana utama di 
bidang jalan dan jembatan yang 
meliputi: peningkatan dan pembi- 
naan jaringan jalan umum serta 
bangunan pelengkapnya, dan ters 
diri dari: 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal, 

b. Direktorat Bina Program Jalan, 

c. Direktorat Pembangunan Ja- 
lan, 

d. Direktorat Pemeliharaan Jalan, 

e. Direktorat Peralatan Jalan, 

f. Direktorat Penyelidikan Ma- 
salah Tanah dan Jalan. 


Dengan Keputusan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik 
Nomor 299/KPTS/1975 tanagal 7 
Nopember 1975 dibentuk Kantor 
Wilayah Peningkatan Jalan Direktorat 
Jenderal Bina Marga (Road Better- 
ment Regional Office) di Medan, un- 


tuk Wilayah Daerah Istimewa Aceh, 
Sumatera Utara, Riau dan Sumatera 
Barat); Palembang (untuk Jambi, 
Sumatera Selatan, Bengkulu dan 
Lampung), Bandung (untuk Jawa 
Barat, dan Jawa Tengah) dan Su- 
rabaya (untuk Jawa Timur, Bali dan 
sebagian Jawa Tengah). 

Selanjutnya berdasarkan Kepu- 
tusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 1977, dengan Kepu- 
tusan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Tenaga Listrik Nomor 112/KPTS/ 
1977 tanggal 30 April.1977 ditetap- 
kan susunan organisasi dan Tata Ker- 
ja Direktorat Penyiapan Tanah Pe- 
mukiman Transmigrasi dan ditem- 
patkan dalam lingkungan Direktorat 
Jenderal Bina Marga. 


(6) Direktorat Jenderal Cipta Karya 
sebagai unsur pelaksana utama di 
bidang kecipta-karyaan yang me- 
liputi: perumahan, tata bangunan, 
teknik penyehatan, tata kota dan 
tata daerah, dan terdiri dari: 


a. Sekretariat Direktorat Jenderal, 

. Direktorat Perumahan, 

. Direktorat Tata Bangunan, 

. Direktorat Teknik Penyehatan. 

. Direktorat Tata Kota dan Tata 
Daerah. 

. Direktorat Penyelidikan Masa- 
lah Bangunan. 
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(7) Perusahaan Umum Listrik Ne- 
gara, yang dibentuk dengan Per- 
aturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 1972 sebagai unsur pelak- 
sana pengusahaan di bidang kelis- 
trikan (dalam keputusan ini 
Direktorat Jenderal Tenaga Listrik 
ditiadakan). 


(8) Pusat Penelitian dan Pengem- 
bangan, sebagai sumber pelayan- 


Pengujian mutu bahan bangunan. 


an dan penunjang di bidang pene- 
litian dan pengembangan, yang 
terdiri dari: 

a. Bagian Tata Usaha, 

b. Bidang Perencanaan, 

c. Bidang Tata Laksana, 

d. Bidang Teknologi, 

e. Bidang Informasi Ilmiah. 


(dalam keputusan ini belum 
dibentuk sebagai Badan Penelitian 
dan Pengembangan seperti di- 
maksud dalam Keputusan Pre- 


siden Republik Indonesia Nomor 
45 Tahun 1974 Lampiran 10). 


(9) Pusat Pendidikan dan Latihan 


Tenaga Kerja Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Listrik, sebagai unsur 
pelayanan di bidang pengem- 


bangan pegawai dan tenaga ker- 
ja yang terdiri dari: 


a. Bagian Pendidikan, 

b. Bagian Penelitian, 

c. Bagian Keuangan, 

d. Bagian Umum dan Kepegawai- 
an. 

. Bidang Diklat Ketatalaksanaan, 
Bidang Diklat Pengairan, 

. Bidang Diklat Bina Marga, 

. Bidang Diklat Cipta Karya, 
Diklat Wilayah I Medan, 

j. Diklat Wilayah II Bandung, 

k. Diklat Wilayah III Yogyakarta, 

l. Diklat Wilayah IV Surabaya, 
m Diklat Wilayah V Ujung Pan- 

dang, 
n. Unit-unit Penataran. 


d Ur T9 


— 
. 
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(0 Pusat Pengolahan Data dan 
Statistik, yang terdiri dari: 
a. Bagian Tata Usaha, 
b. Bidang Pengolahan Data, 
c. Bidang Statistik, 
d. Bidang Pemetaan. 


(1) Pusat Pembinaan Peralatan, se- 
bagai unsur pelayanan dan pe- 
nunjang di bidang pembinaan, 
penyediaan peralatan dan per- 
bekalan, yang terdiri dari: 


. Bagian Perencanaan, 
. Bagian Keuangan, 
. Bagian Kepegawaian, 
. Bagian Umum, 
. Bidang Perbekalan, 
Bidang Pemeriksaan dan Pe- 
meliharaan, 
g. Bidang Gugusan Peralatan, 
h. Bidang Bengkel Pusat (|), 
i. 
j. 
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Bidang Bengkel Pusat (II), 
Depot-depot. 


(19 Jawatan Gedung-gedung negara 
Daerah, yang ada di beberapa 
Kota Besar dan sebagai organisasi 
vertikal di bawah Direktorat Tata 
Bangunan. 


(13 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi 
sebagai unsur pelaksana di daerah 
dan merupakan Unit Organisasi 
Pemerintah Daerah Tingkat I/ 
Propinsi. 


Dengan terbentuknya organisasi 
baru berdasarkan Keputusan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik 
nomor 145/KPTS/1975 maka orga- 
nisasi Badan Pertimbangan dan Lem- 
baga non struktural lainnya, yang 
tidak lagi disebut dalam penetapan 
terakhir dinyatakan dibubarkan. 


152 


Peraturan Perundang-undangan 


16. Di bidang pengairan telah 
diundangkan Undang-undang nomor 
11 Tahun 1974 (LN 1974 nomor 65 
dan TLN nomor 3046) yang merupa- 
kan landasan pokok untuk penge- 
lolaan bidang pengairan secara na- 
sional. Dalam undang-undang ter- 
sebut telah dibakukan beberapa istilah 
di bidang pengairan antara lain: 


(1) "Air" menurut undang-undang itu 
ialah semua air yang terdapat di 
dalam dan atau berasal dari sum- 
ber-sumber air, baik yang terdapat 
di atas maupun di bawah per- 
mukaan tanah, tidak termasuk air 
di laut: 


(2) "Sumber Air” ialah tempat-tempat 
dan wadah-wadah air, baik yang 
terdapat di atas maupun di bawah 
permukaan bumi: 


(3) Pengairan” ialah suatu bidang 
pembinaan atas air, sumber air 
termasuk kekayaan alam bukan 
hewani yang terkandung di 
dalamnya, baik alami. maupun 
yang telah diusahakan oleh 
manusia, 


(4) "Tata Pengaturan Air” ialah segala 


usaha untuk mengatur pembinaan. 


seperti: pemilikan, penguasaan, 
pengelolaan, penggunaan. Pe- 
ngusahaan dan pengawasan atas 
air beserta sumber-sumbernya, 
termasuk kekayaan alam bukan 
hewani yang terkandung di da- 
lamnya, guna mencapai manfaat 
yang sebesar-besarnya dalam 
memenuhi hajat hidup dan peri 
kehidupan rakyat: 


(5) "Tata Pengairan” adalah susunan 
dan letak sumber-sumber air dan 
atau bangunan-bangunan peng- 


airan menurut ketentuan teknik 
pembinaannya di suatu wilayah 
pengairan tertentu, 


(6) "Tata Air” ialah susunan dan letak 
air, 

(7) "Pembangunan Pengairan” ialah 
segala usaha pengembangan pe- 
manfaatan air beserta sumber- 
sumbernya dengan kegiatan ter- 
atur dan serasi guna mencapai 
manfaat sebesar-besarnya dalam 
memenuhi hajat hidup dan ke- 
hidupan rakyat. 


Undang-undang pengairan 
tersebut mengatur: hak penguasaan 
dan wewenang, perencanaan dan 
perencanaan teknik, pembinaan, 
pengusahaan, eksploitasi dan pe- 
meliharaan, perlindungan, pem- 
biayaan , ketentuan pidana dan lain- 
lain. Undang-undang tersebut masih 
perlu diikuti peraturan-peraturan 
pelaksanaan lebih lanjut. 


Di bidang keciptakaryaan khu- 
susnya bidang rumah-rumah Negeri, 
sebagai tindak lanjut Undang-undang 
nomor 72 Tahun 1957 tentang Pene- 
tapan Undang-Undang Darurat 
nomor 19 Tahun 1955 tentang Pen- 
jualan Rumah-rumah Negeri, telah 
diterbitkan pelbagai peraturan/ke- 
putusan sebagai berikut: 


(1) Peraturan Pemerintah nomor 16 
Tahun 1974 tentang Pelaksanaan 
Penjualan Rumah Negeri (LN 
1974 nomor 19): 


(2) Keputusan Presiden Republik In- 
donesia nomor 13 Tahun 1974 
tentang Perubahan dan 
Penetapan Status Rumah Negeri: 


(3) Keputusan Presiden Republik In- 
donesia nomor 40 Tahun 1974 
tentang Tata Cara Penjualan 
Rumah Negeri; 


(4) Keputusan Bersama Menteri 
Pekerjaan Umum dan Tenaga Lis- 
trik dan Menteri Keuangan nomor 
211/KPTS/1974 - Kep. 1189/ 
MK/IV/1974 tentang Pelaksana- 
an Penjualan Rumah Negara (se- 
bagai petunjuk pelaksanaan lebih 
lanjut) : 


(5)Keputusan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik nomor 
74/KPTS/1974 tanggal 4 April 
1974 tentang Penunjukan Direk- 
tur Jenderal Cipta Karya sebagai 
Pelaksana Wewenang untuk me- 
rubah/menetapkan Status Rumah 
Negeri: 


(6) Surat Edaran Bersama Bappenas 
dan Departemen Keuangan no- 
mor 1556/D.IV/VII/1977 - 
В24 1/0ЈА/Ш.0/17/1977 tang- 
gal 13 Juli 1977 sebagai perubah- 
an/penyempurnaan pelaksanaan 
ketentuan mengenai standardisasi 
Pembangunan Perumahan Dinas 
dan Gedung Kantor Pemerintah 
yang diatur dengan keputusan 
bersama Menteri Keuangan, Men- 
teri Pekerjaan Umum dan Tenaga 
Listrik dan Ketua Bappenas 
nomor Kep. 322 МК/1/5/1970 - 
127/KPTS/1970 dan Kep. 071/ 
Ket/5/1970 tanggal 23 Mei 
1970. 


KABINET PEMBANGUNAN 
ІП 
17. Pemilihan Umum, yang 


diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 
1977, telah berjalan dengan baik. 


Berdasarkan hasil pemilihan itu telah 
terbentuk Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakil- 
an Rakyat (DPR) untuk periode 5 
(lima) tahun 1978 - 1983. Dalam 
dimensinya sejarah kurun waktu 5 
(lima) tahun mendatang itu me- 
rupakan kurun waktu yang amat pen- 
ting bagi perjoangan dan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

Majelis Permusyawaran Rakyat 
dengan ketetapan MPR nomor VIII/ 
MPR/1978 menugaskan kepada 
Presiden/Mendataris MPR untuk 
dalam waktu 5 (lima) tahun men- 
datang: 


a. Melanjutkan pelaksanaan Pem- 
bangunan Lima Tahun dan me- 
nyusun serta melaksanakan 
Repelita III dalam rangka Garis- 
Garis Besar Haluan Negara: 


b. Meneruskan menertibkan dan 
mendayagunakan aparatur ne- 
gara di segala bidang dan 
tingkatan: 

c. Meneruskan menata dan mem- 
bina kehidupan masyarakat agar 
sesuai dengan Demokrasi Panca- 
sila, 

d. Melaksanakan politik luar negeri 
yang bebas aktif dengan orientasi 
pada kepentingan Nasional. 

Di samping itu Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat (MPR) dalam 
sidang umumnya bulan Maret 1978 
telah mengambil beberapa ketetapan 
penting dan diantaranya ialah: 


(1) Ketetapan MPR nomor II/MPR/ 
1978 tentang Pedoman Peng- 
hayatan dan  Pengamalan 
Pancasila. 


(2) Ketetapan MPR nomor IV/ 
MPR/1978 tentang Garis-Garis 


Besar Haluan Negara (GBHN). 


(3) Ketetapan MPR nomor VII/ 
MPR/1978 tentang Pemilihan 
Umum, yang diamanatkan oleh 


rakyat untuk dilaksanakan oleh 
Presiden/Mandataris MPR. 


Untuk melaksanakan ketetap- 
an-ketetapan MPR itu Presiden 
dengan keputusannya nomor 59/M 
Tahun 1978 tanggal 29 Maret 1978 
membentuk Kabinet Pembangunan 
Ш dengan: 3 (tiga) Menteri Koor- 
dinator, yang masing-masing 
mengkoordinir suatu bidang: 4 (em- 
pat) Menteri Muda dengan tugas 
tertentu dan 17 (tujuh belas) Menteri 
yang memimpin Departemen. (Catat- 
an: Kabinet Pembangunan II 
dinyatakan berhenti dengan 
Keputusan Presiden Republik Indo- 
nesia nomor 54/M Tahun 1978). 


Dalam Kabinet Pembangunan III 
yang diangkat dan ditetapkan sebagai 
Menteri Pekerjaan Umum ialah Dr. 
Ir. Purnomosidi Hadjisarosa. De- 
partemen Pekerjaan Umum dalam 
Kabinet ini tidak lagi menangani 
bidang tenaga listrik. Bidang ini selan- 
jutnya merupakan bagian dari bidang 
tugas Departemen Pertambangan 
dan Energi. 

Dengan Keputusan Presiden Re- 
publik Indonesia nomor 70/M Tahun 
1978 tanggal 20 April 1978, susunan 
Kabinet Pembangunan III ditambah 
dengan 6 (enam) orang Menteri 
Muda yang diperbantukan masing- 
masing kepada seorang Menteri, 
diantaranya ialah Menteri Muda 
Urusan Perumahan Rakyat yang 
diperbantukan kepada Menteri Peker- 
jaan Umum. 
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DR. IR. POERNOMOSIDI 
HADJISAROSA 


Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisa- 
rosa lahir pada tanggal 7 September 
1934 di Klaten, Jawa Tengah, men- 
jabat Menteri Pekerjaan Umum dari 
tahun 1978 sampai dengan 1983. 
Lulus SMA di Surakarta 1953, ITB 
Jurusan mesin pada tahun 1956, 
melanjutkan pendidikan ke luar 
negeri di Fakultat Fur Bergbau und 
Huettenwesen der Bergakademie 
Clautsthal Jerman Barat, tahun 1960 
meraih diploma Ingenieur dan pada 
tahun 1963 lulus Doctor Ingenieur. 


Sebelum menjabat sebagai Men- 
teri Pekerjaan Umum, Dr. Ir. 


Purnomosidi Hadjisarosa, meng- 
awali kerjanya di pabrik baja " Max- 
million Shutte" di Jerman Barat. 
Sedang di Indonesia dari tahun 1963 
sampai dengan 1965 sebagai Ahli 
Teknik Bagian Perkembangan Indus- 
tri Direktorat Perindustrian Dasar Be- 
rat Departemen Perindustrian dan 
Pertambangan. Disamping itu juga 
menjabat sebagai Penasehat Ilmiah 
Menteri/Panglima AURI. 


Jabatan yang didudukinya dari ta- 
hun 1965 sampai dengan 1978 se- 
belum menjabat Menteri Pekerjaan 
Umum tahun 1978 adalah sebagai 
berikut : 


- Sekretaris Menteri Negeri Urusan 
Penilaian Konstruksi Komparte- 
men PUT merangkap Kepala Staf 
Komando Pembangunan Proyek 
Conefo. 

- Assiste n Urusan Ilmu Pengeta- 
huan dan Teknologi Menteri 
PUT. 


- Kepala Staf Komando Proyek 
Pengairan Jatiluhur merangkap 
Kepala Biro Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi Departemen Pe- 
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kerjaan Umum dan Tenaga Lis- Dr. Ir. Purnomosidi Hadjisa- 
trik. rosa mempunyai 2 orang putra dan 
seorang istri Ny. BRA Dlureg Sur- 


- Deputy Ketua Bappenas untuk 
puty PP yo Mentaram. 


Perencanaan Pembangunan Re- 
gional dan Daerah. 


- Direktur Jenderal Bina Marga. 


Kejujuran, berprakarsa, 
tekun, cekatan, teliti dan 
rapih yang dibarengi 
senyum merupakan 
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pribadi yang terus 
ditanamkan oleh 
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Purnomosidi. 
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Drs. Cosmas Batubara 


Tugas Menteri Muda Urusan Pe- 
rumahan Rakyat ialah: membantu 
Menteri Pekerjaan Umum dalam 
mengikuti dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan program-program dan 
kebijaksanaan di bidang Perumahan 
Rakyat. Untuk jabatan ini diangkat 
Drs. Cosmas Batubara. 

Program umum Kabinet ini diberi 
nama Saptakrida Kabinet Pem- 
bangunan III, yang terdiri dari: 


Pertama: Terciptanya keadaan 
dan suasana yang semakin menjamin 
tercapainya keadilan bagi seluruh 
rakyat dengan semakin memeratakan 
pembangunan dan hasil-hasilnya; 


Kedua: Terlaksananya pertum- 
buhan ekonomi yang cukup tinggi: 


Ketiga: Terpeliharanya stabilitas 
nasional yang semakin mantap: 


Keempat: Terciptanya aparatur 
negara yang makin bersih dan ber- 
wibawa: 


Kelima: Terbinanya persatuan 
dan kesatuan bangsa yang makin 
kokoh, yang dilandasi oleh peng- 
hayatan dan pengamalan Pancasila 
yang makin mendalam. 


Keenam: Terlaksananya 
Pemilihan Umum yang langsung, 
umum, bebas dan rahasia dalam 
rangka memperkuat kehidupan De- 
mokrasi Pancasila, 


Ketujuh: makin berkembangnya 
pelaksanaan politik luar negeri yang 
bebas aktif untuk diabdikan kepada 
kepentingan nasional dalam rangka 
memperkuat ketahanan nasional. 


p , 7 mak 5 d 
wp, et ех “+e 


Senyum dua menteri (Ir. Poernomosidi dan Ir. Affandi) memberikan 
kecerahan dan harapan bagi masyarakat. 
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Wakil Presiden Adam Malik meresmikan Perumnas Depok ||, 31 Mei 1979. 


Dalam GBHN, yang ditetapkan 
dalam Ketetapan MPR nomor 
IV/MPR/1978, antara lain telah 
digariskan, bahwa pelaksanaan pem- 
bangunan dalam Repelita III harus 
tetap didasarkan atas kebijaksanaan 
yang berlandaskan kepada Trilogi 
Pembangunan, yaitu: pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya 
yang menuju pada terciptanya ke- 
adilan sosial bagi seluruh rakyat, per- 
tumbuhan ekonomi yang cukup ting- 
gi dan stabilitas nasional yang sehat 
dan dinamis. 
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Asas pemerataan pembangunan 
dan hasil-hasilnya yang menuju ter- 
ciptanya keadilan sebagai salah satu 
unsur penting dalam Trilogi Pem- 
bangunan tersebut di atas, dijabarkan 
lebih lanjut dalam berbagai langkah 
dan kegiatan, yang tercakup dalam 
8 (delapan) jalur pemerataan, yaitu: 


(1) Pemerataan pemenuhan kebu- 
tuhan pokok rakyat banyak, khu- 
susnya pangan, sandang, dan 
perumahan: 


(2) Pemerataan kesempatan mem- 
peroleh pendidikan dan pelayan- 
an kesehatan: 


(3) Pemerataan pembagian pen- 
dapatan; 


(4) Pemerataan kesempatan kerja; 


(5) Pemerataan kesempatan ber- 
usaha; 


(6) Pemerataan kesempatan berpar- 
tisipasi dalam pembangunan, khu- 
susnya bagi generasi muda dan 
kaum wanita; 


(7) Pemerataan penyebaran pem- 
bangunan di seluruh wilayah 
tanah air; 


(8) Pemerataan kesempatan mem- 
peroleh keadilan. 


Kebijaksanaan umum yang 
menyeluruh dan terpadu seperti ter- 
tuangkan dalam Trilogi Pem- 
bangunan dan Delapan Jalur Peme- 
rataan ditetapkan sebagai arah dan 
pedoman pelaksanaan tugas bagi 
pemerintah dan segenap aparaturnya 
secara keseluruhan untuk mencapai 
sasaran yang tertuang dalam Sap- 
takrida Kabinet Pembangunan III. 


REPELITA III. 


18. Repelita III disusun dan di- 
tetapkan dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia nomor 7 Tahun 
1979 tanggal 11 Maret 1979 dan me- 
liputi masa pembangunan 1979/ 
1980 — 1983/1984. Sebagai kelan- 
jutan dan peningkatan dari Repelita 
II, maka Repelita III memuat per- 


luasan kegiatan pembangunan di ber- 
bagai bidang dan perhatian yang lebih 
mendalam kepada peningkatan kese- 
jahteraan dan perluasan kesempatan 
kerja. Dalam Repelita III juga di- 


Kunjungan Kerja Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat — Cosmas 
Batubara di proyek Perumahan 


ГЕ 
=- 


Kunjungan Menteri PU dan Menmud UPR ke proyek-proyek Perumahan 
yang dibangun Perum Perumnas. 


berikan perhatian secara penuh ter- 
hadap bidang atau masalah yang 
dalam Repelita II belum dapat se- 
penuhnya dipecahkan seperti pe- 
ningkatan laju pembangunan di 
daerah-daerah tertentu, peningkatan 
kemampuan yang lebih cepat dari 
golongan ekonomi lemah, pembinaan 
koperasi, peningkatan produksi 
pangan dan kebutuhan pokok lain- 
nya, transmigrasi, perumahan, 
perluasan, fasilitas pendidikan, 
perawatan kesehatan dan berbagai 
masalah sosial lainnya. 


Tujuan Repelita III ialah untuk: 


(1) Meningkatkan taraf hidup, kecer- 
dasan dan kesejahteraan seluruh 
rakyat yang merata dan adil, serta 


(2) Meletakkan landasan yang kuat 
untuk tahap pembangunan be- 
rikutnya. 


Dalam pelaksanaan Repelita III 
dilanjutkan kebijaksanaan pemba- 
ngunan yang berlandaskan kepada 
trilogi pembangunan dan yang di- 
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jabarkan lebih lanjut dalam 8 (de- 
lapan) jalur pemerataan seperti telah 
diutarakan di muka. Prioritas diletak- 
kan pada pembangunan bidang eko- 
nomi dengan titik berat pada pem- 
bangunan sektor pertanian menuju 
swasembada pangan dengan me- 
ningkatkan sektor industri yang 
mengolah bahan mentah menjadi 
bahan baku dan barang jadi dalam 
rangka menciptakan keseimbangan 
struktur ekonomi Indonesia. 


Sejalan dengan prioritas pada 
pembangunan bidang ekonomi, 
maka pembangunan dalam bidang 
politik, sosial, budaya dan lain-lain 
ditingkatkan sepadan dengan 
kemajuan-kemajuan yang dicapai 
oleh pembangunan ekonomi. 


Kebijaksanaan umum yang di- 
tempuh Departemen Pekerjaan 
“ Umum dalam Repelita III, ialah: 


(1) Melanjutkan kebijaksanaan peren- 
canaan, penyusunan program 
dan pelaksanaan proyek-proyek 
yang telah ditempun dalam Re- 
pelita II dan meningkatkannya 
dalam Repelita III: 


(2) Melaksanakan persiapan gagasan, 
rencana dan program Depar- 
temen Pekerjaan Umum secara 
menyeluruh dan terintegrasi 
dalam rangka Pembangunan 
Nasional: 


(3) Pembangunan prasarana fisik 
diarahkan untuk lebih mening- 
katkan keseimbangan pengem- 
bangan wilayah: 


(4) Memadukan pendekatan sektoral 
dan pendekatan wilayah melalui 
optimasi penyusunan rencana dan 
program: 
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(5) Memperhatikan kebutuhan dan 
tantangan baru serta aspirasi yang 
timbul berkembang sebagai akibat 
proses pembangunan. 


Pengairan 


Berdasarkan kebijaksanaan 
umum Repelita III, maka kebijaksa- 
naan pelaksanaan di bidang pe- 
ngairan ialah melanjutkan pelaksa- 
naan program Repelita II dengan 
memberi penekanan kepada: pemi- 
likan dan penguasaan air dan 
sumber-sumbernya: pemanfaatan air 
dengan dukungan perencanaan yang 
mantap: pengembangan dan penge- 
lolaan sumber-sumber air untuk men- 
capai hasilguna yang semaksimal 
mungkin berdasarkan prinsip ker- 
jasama dengan bimbingan pemerin- 
tah: dan meningkatkan kerjasama an- 
tar lembaga yang bersangkutan dalam 
pengamanan fasilitas irigasi dan 
daerah aliran sungai sebagai tindakan 
untuk mencegah kemerosotannya. 


Tujuan pembangunan pengairan 
ialah menunjang usaha peningkatan 
produksi pangan melalui penyediaan 
air irigasi yang cukup serta pe- 
ngamanan areal produksi dari 
kerusakan yang diakibatkan oleh air 
seperti banjir: menunjang pembukaan 
dan pemanfaatan areal baru dan 
mengembangkan, mengatur serta 
menjaga kelestarian sumber-sumber 
air. Di samping itu juga untuk menun- 
jang penyediaan air untuk kese- 
jahteraan masyarakat antara lain un- 
tuk bahan baku air minum, untuk 
penggelontoran dan untuk menun- 
jang pembangunan industri dan 
kelistrikan. 


Untuk mencapai tujuan itu, maka 


program pengairan dalam Repelita 
Ш, ialah: 


(1) Program Perbaikan dan Pening- 
katan Jaringan Irigasi seluas 536 
ribu hektar: 


(2) Program Pembangunan Jaringan 
Irigasi Baru, seluas lebih kurang 
700.000 hektar: 


(3) Program Pengembangan Daerah 
Rawa. 


Proyek-proyek yang termasuk 
dalam program perbaikan dan pe- 
ningkatan jaringan irigasi ialah: Pro- 
sida, Prosijat, Way Seputih/Way Se- 
kampung, Serayu, Gambarsari 
Pasanggrahan, Delta Brantas, Sima- 
lungun, Tabo-tabo, Pengembangan 
Lombok Selatan, Mbay, Lambor, La- 
lung. Semarang Barat, Sulawesi 
Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, 
dan Nusa Tenggara Timur. 

Proyek-proyek untuk pemba- 
ngunan jaringan irigasi baru yang 
meliputi sasaran areal seluas 700.000 
hektar terdiri dari: 


a. Pembangunan irigasi sederhana 
yang terutama ditujukan untuk 
perluasan areal sawah dengan 
irigasi secara cepat dan de- 
ngan biaya yang relatif murah, 
serta dalam waktu singkat dapat 
menunjang usaha peningkatan 
produksi pangan dan konsolidasi 
pemantapan daerah transmigrasi 
serta pemukiman penduduk se- 
tempat. 


b. Pengembangan irigasi sedang 
kecil dengan memprioritaskan 
pembangunan irigasi yang sifatnya 
cepat menghasilkan dan memper- 
cepat usaha konsolidasi daerah- 


daerah transmigrasi serta pe- 
mukiman lainnya. Tersebar di 
propinsi-propinsi. 


. Pengembangan irigasi khusus, 
yang pada umumnya terdiri dari 
pembangunan prasarana irigasi 
baru yang besar, sehingga di- 
perlukan pengamanan secara 
khusus. Ditujukan untuk menun- 
jang peningkatan produksi 
pangan dan dapat merupakan 
pusat produksi baru bagi 
daerah/propinsi yang ber- 
sangkutan. Proyek-proyek ini an- 
tara lain adalah irigasi: Krueng 
Jrue, Krueng Baro, Jambu 
Aye/Langkahan, Batang Gadis, 
Batang Tonggar, Panti Rao, Air 
Beliti, Belitang, Way Jepara, Way 
Carup, Way Umpu, Way Pangu- 


buhan, Way Rarem/ Abing, Teluk 
Lada, Ciletuh, Cikunten, Ci- 
durian, Padawaras, Pengem- 
bangan Wilayah Kedu Selatan, 
Lodoyo, Binuang, Luwu, Pamu- 
kulu, Kelara, Bali, Riam Kanan, 
Wawotobi, Kali Progo, Dumoga, 
Gumbasa, Sungai Dareh dan 
Sitiung. 


d. Usaha-usaha pengembangan dan 


pemanfaatan air tanah terutama di 
daerah-daerah di mana pem- 
bangunan irigasi konvensional 
tidak dimungkinkan. 


Dalam Repelita III, Program 
Pengembangan Daerah Rawa dimak- 
sudkan untuk membuka areal irigasi 
pasang surut seluas 400.000 hektar 
dan reklamasi rawa seluas 135.000 
hektar dengan jumlah luas areal 


Bendungan Muko-Muko. Bengkulu. 


seluruhnya menjadi kira-kira 535.000 
hektar. Proyek-proyek yang dilaku- 
kan dalam rangka program ini me- 
liputi pengembangan pengairan 
pasang surut (di Riau, Sumatera 
Utara, Jambi, Sumatera Selatan, 
Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan/Tengah): dan reklamasi 
daerah rawa (di Aceh, Sumatera 
Utara, Sumatera Barat, Riau, Jam- 
bi, Sumatera Selatan, Lampung, 
Bengkulu, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan 
Timur dan Kalimantan Selatan). 


Di samping ketiga program utama 
tersebut di atas ada 6 (enam) program 
penunjang lainnya, yaitu: 


(1) Program Penyelamatan Hutan, 
Tanah dan Air: 
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PEMBANGUNAN 
JALAN ARTERI SULAWESI 


Jalan arteri Sulawesi atau lebih 
populer dengan Jalan Lintas Sula- 
wesi pada akhir Pelita III lalu, kon- 
disinya dapat digambarkan sebagai 
berikut : 


Sulawesi Selatan 


Panjang ruas jalan antara Ujung 
Pandang ke perbatasan Sulawesi Te- 
ngah sekitar 568 Km. Kondisinya, 
513 Km. telah beraspal, 55 Km. ma- 
sih berupa jalan tanah. 


Sulawesi Tengah. 


Panjang ruas jalan antara Batas 
Sulawesi Selatan sampai batas Sula- 
wesi Utara, sekitar 688 Km. Sepan- 
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Peranan jalan dalam menunjang pemukiman daerah terus dibangun (ruas jalan Amurang — Kota Mubagu 
— Doloduo). 


lawesi Tenggara - Sulawesi Tengah 
belum terbuka. Untuk membuka hu- 
bungan darat Sulawesi Tenggara 
dengan kedua tetangganya itu tengah 
dalam perintisan. Misalnya, melalui 
dana Inpres Peningkatan Jalan Pro- 
pinsi (IPJP) sejak beberapa tahun lalu 
ditangani pekerjaan penunjangan ja- 
lan antara Kolaka di Sulawesi Teng- 
gara ke arah Malili di Sulawesi Sela- 
tan, dengan menyusuri Teluk Bone 
sepanjang 365 Km. juga Ruas jalan 
Pohara - Lasolo - Batas Sulawesi 
Tengah, sepanjang 350 km. 


Pekerjaan peningkatan jalan dan 
program penanganannya dalam Pe- 
lita V, seiring dengan pencepatan 
pembangunan Indonesia Bagian Ti- 
mur, dapat dikemukakan seperti di 
bawah ini : 


Sulawesi Selatan 


a) Ruas jalan Ujung Pandang - 
Pare-pare sepanjang 155 Km. 
dengan dana IBRD telah dita- 
ngani dalam Pelita III lalu, dan 
saat ini ditangani melalui program 
pemeliharaan. Ruas ini kondisi- 
nya mantap (aspal beton). 


b) Ruas jalan Pare-pare - Tarum- 
pakae sepanjang 70 Km, telah di- 
tangani dalam Pelita IV lalu, saat 
ini kondisinya mantap. 


c) Ruasjalan Tarumpakae - Palopo 
sepanjang 146 Km, dengan ban- 
tuan Jerman Barat/KFW telah 
ditingkatkan dalam Pelita III, dan 
saat ini ditangani melalui program 
pemeliharaan. Ruas ini kondisi- 

“уа mantap dengan aspal beton. 


d) Ruas jalan Palopo - Wotu sepan- 
jang 132 Km, dengan bantuan 
pinjaman USAID/Amerika Seri- 
kat telah ditangani dalam Pelita 
Ш lalu. Ruas jalan dengan aspal 
beton berkondisi mantap ini di- 
tangani melalui program pemeli- 
haraan. 


e) Ruasjalan Wotu - Tindatana/ba- 
tas Sulawesi Tengah, sepanjang 
65 Km, saat ini sedang ditangani 
pekerjaan peningkatan jalan, de- 
ngan dana Rp 6,8 milyar pinjam- 
an IBRD. Pembangunan jalan 
yang di.aksanakan mulai Mei 
1987 itu diharapkan selesai Juni 
1991 dengan konstruksi aspal be- 
ton. Dalam penanganan ruas ini, 
medannya cukup berat, dengan 
cuaca tak menentu, sehingga un- 
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tuk pekerjaan pemotongan tebing 
sering terganggu oleh hujan dan 
mengakibatkan jalan berlumpur 
berat. 


Potensi yang ada di sepanjang ja- 
lur tersebut, misalnya tambak udang 
dan tambak bandeng rakyat di pan- 
tai barat Sulawesi Selatan, perkebun- 
an cengkeh, cokelat dan kelapa 
hibrida di daerah Tarumpakae dan 
Palopo serta pertanian dan transmi- 
grasi di Kabupaten Pinrang dan Luwu 
akan memperoleh kemudahan de- 
ngan mulusnya ruas-ruas jalan di dae- 
rah ini. 


Sulawesi Tengah. 


Ruas jalan Tindatana/batas Sula- 
wesi Selatan - Taripa sepanjang 
75 Km, saat ini sedang ditangani 
pekerjaan konstruksi. Dengan 
biaya Rp. 10,5 milyar pinjaman 
IBRD, penanganan yang dimulai 
Februari 1988 itu diharapkan se- 
lesai tahun 1991. 


Ruas jalan Taripa - Batumancu 
sepanjang 46 Km, dengan pin- 
jaman IBRD tengah dikerjakan 
pula. Proyek peningkatan jalan 
dengan biaya Rp 4,9 milyar yang 
dimulai Februari 1988 diharap- 
kan selesai tahun 1991. 


Ruas jalan Batumancu - Poso se- 
panjang 48 Km, saat ini tengah 
ditangani dengan biaya Rp 6,6 
milyar dari pinjaman IBRD, di- 
harapkan selesai tahun 1991. 


a) 


b) 


c) 


d) Ruas jalan Poso - Tambarana se- 
panjang 55 Km, ditangani de- 
ngan program pemeliharaan, 
yang pada tahun anggaran 
1989/1990 dan 1990/1991 
ini memperoleh dana sebesar 


Rp. 765 juta. 


Ruas jalan Tambarana - Sausu 
sepanjang 58 Km, penanganan- 
nya diharapkan dapat segera di- 


e) 
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mulai, karena saat ini sedang 
dalam proses tender. 


f) Ruas jalan Tolae - Parigi sepan- 
jang 30 Km. dengan bantuan pin- 
jaman IBRD, tahun 1990/1991 
ini memperoleh dana sebesar 
Rp 500 juta dalam rangka pro- 
gram pemeliharaan berkala. 


Ruas jalan Parigi - Toboli sepan- 
jang 18 Km. dengan bantuan pin- 
jaman IBRD, saat ini sedang 
dalam pekerjaan konstruksi 
dengan biaya Rp 4,6 milyar, 
diharapkan selesai tahun 1991. 


Ruas jalan Toboli - Ampibabo se- 
panjang 30 Km dengan pinjaman 
IBRD ditangani peningkatannya 
yang diharapkan selesai tahun 
1991. Biaya yang diserap untuk 
proyek ini sebesar Rp 1, 1 milyar. 


9) 


h) 


i) Ruas jalan Ampibabo - Kasim- 
bar sepanjang 57 Km. dengan 
dana pinjaman ADB akan dita- 
ngani, saat ini sedang proses ten- 
der. 


j Ruas jalan Kasimbar - Mepanga 
sepanjang 114 Km. akan dita- 
ngani dengan dana pinjaman 
ADB. Untuk proyek tersebut, 
saat ini sedang dalam tahap eva- 
luasi tender. 


k) Ruas jalan Mepanga - Molosi- 
pat/batas Sulawesi Utara sepan- 
jang 91 Km, saat ini sedang da- 
lam proses tender, dan akan di- 


tangani dengan pinjaman ADB. 


Dengan dana pinjaman Bank Du- 
nia, saat ini tengah diselesaikan pula 
pembangunan jaringan irigasi Parigi 
- Poso untuk areal seluas 28.000 Ha. 


Apa yang diprogramkan untuk 
penanganan jalan di Sulawesi Te- 
ngah tersebut nampak jelas usaha- 
usaha percepatannya, dan ini akan 
sangat besar artinya bagi pengemba- 


ngan potensi di sepanjang ruas jalan 
tersebut. Bisa disebutkan, antara lain 
daerah transmigrasi Mayoa, Kilo dan 
Tambarana di Kabupaten Poso, Sau- 
su, Tolai, Mepanga, Taopa dan Lam- 
bunu di pantai timur Donggala. 


Sulawesi Utara. 


a) Ruas Jalan Batas Sulawesi Te- 
ngah/Molosipat - Marisa - Le- 
mito sepanjang 150 Km, saat ini 
sedang dalam proses tender. 


b) Ruas jala Pabulo - Paguyaman 
sepanjang 49 Km, tengah dalam 
pekerjaan konstruksi dengan 
biaya Rp. 4,5 milyar pinjaman 
IBRD yang diharapkan selesai da- 
lam tahun anggaran 1992/1993. 


Ruas Jalan Paguyaman - Isimu 
sepanjang 53 Km, saat ini tengah 
dalam konstruksi dengan dana 
Rp. 5,5 milyar yang diprogram- 
kan akan selesai pada akhir Pe- 
lita V. 


Ruas jalan Isimu - Kwandang se- 
panjang 60 Km, saat ini sedang 
dalam proses tender. 


c) 


d) 


Ruas jalan Kwandang - Ating- 
gola sepanjang 42 Km, dengan 
dana APBN tahun 1990/1991 
ini memperoleh dana Rp. 1 mil- 
' yar, untuk program peningkatan. 


e) 


f Ruas jalan Atinggola - Kaiya se- 


panjang 159 Km, dari dana AP- 
BN sebesar Rp. 5,3 milyar tahun 
1990/1991 ini ditangani melalui 
program pemeliharaan berkala. 


Ruas jalan Kaiya - Amurang se- 
panjang 46 Km telah ditangani 
dalam Pelita IV lalu, dengan 
menggunakan dana pinjaman 
ADB. 


Ruas jalan Amurang - Manado 
sepanjang 83 Km, telah ditingkat- 
kan dalam Pelita II dan III lalu. 
Saat ini penanganannya melalui 


g) 


h) 


program pemeliharaan. 


Dengan demikian, maka pada ak- 
hir Pelita V nanti, seluruh ruas jalan 
antara Ujung Pandang di Sulawesi 
Selatan sampai dengan Manado di 
Sulawesi Utara kondisinya menjadi 
mantap. 


Untuk Sulawesi Tenggara, pe- 
nanganan jalan dan jembatan baik 
pada jalan nasional maupun propinsi 
berupa pekerjaan peningkatan jalan, 
rehabilitasi dan pemeliharaan serta 
penggantian jembatan pada tahun 
anggaran 1989/1990 telah menye- 
rap dana sekitar Rp. 21,4 milyar. 
Pada tahun 1990/1991 ini dana 
yang dialokasikan baik bersumber 
dari APBN, IPJP, APBD maupun 
pinjaman luar negeri, sebesar Rp. 
59,7 milyar. 


Dana tersebut antara lain diper- 
gunakan untuk menangani pekerjaan 
peningkatan jalan pada ruas : 


a) Kolaka - Wolo, dengan target 12 
Km, biaya Rp. 1,72 milyar. 

b) Wolo - Batas Sulawesi Selatan, 
target, 30 Km, biaya Rp. 3,8 mil- 
yar. 


c) Pembangunan dua jembatan de- 
ngan panjang total 200 meter 
pada ruas jalan propinsi Wolo - 
Batas Sulawesi Selatan, dengan 
biaya Rp. 1,5 milyar. 


d) Untuk ruas jalan nasional Te- 
ngah, target 10 Km, dengan da- 
na dari APBN sebesar Rp. 1,5 


milyar. 


Untuk ruas jalan nasional Ken- 
dari - Kolaka sepanjang 173 Km 
yang telah beraspal sejak Pelita III 
lalu, pada tahun 1989/ 1990 dan 
1990/ 1991 ini dilakukan peker- 
jaan peningkatan jalan sepanjang 
67,2 Km, dengan dana sebesar 
Rp. 12,8 milyar. Sisanya, sepan- 
jang 105,8 Km ditangani melalui 
program pemeliharaan dan reha- 
bilitasi. 


Pada ruas jalan Kolaka - Wolo - 
Batas Sulawesi Selatan, potensi be- 
sar yang ada dalam tanaman cokelat 
rakyat yang merupakan komoditi 
agro industri andalan bagi Sulawesi 
Tenggara. Sedangkan pada ruas ja- 
lan Kendari - Kolaka adalah potensi 
pertanian tanaman pangan dan trans- 
migrasi yang telah berkembang. 


e) 


Lintas Barat. 


Selain lintas Sulawesi sebagai te- 
lah diuraikan diatas, sejak awal Pelita 
IV lalu dikembangkan pula pemba- 
ngunan jalan pantai barat pulau Anoa 
tersebut. Program ini dilaksanakan 
untuk mengatasi isolasi di wilayah itu 
sekaligus mengembangkan potensi 
perikanan/tambak dan pertanian. 
Ruas ini meliputi route : Ujung Pan- 
dang - Pare Pare - Majene - Ma- 
muju yang saat ini sudah dalam 
kondisi mantap. Dari Mamuju dibuka 
ruas jalan ke arah utara, Kaluku - Ka- 
russa - batas Sulawesi Tengah di Ka- 
bupaten Donggala. Untuk propinsi 
Sulawesi Tengah di Kabupaten 
Donggala. Untuk propinsi Sulawesi 
Tengah - dari batas Sulawesi Selatan 
menuju Donggala - Palu - melalui 
pantai barat keutara, yakni ruas Tom- 
pe - Sabang - Ogoamas - Ogotua, 
Toli Toli - Palele - perbatasan Sula- 
wesi Utara. 


Penanganan ruas jalan di pantai 
barat Sulawesi itu, sementara ini di- 
tangani APBD pemda setempat. 
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condong meningkat. 


(2) Program Pembinaan Sumber 
Alam dan Lingkungan Hidup; 


(3) Program Penelitian, Persiapan 
dan Perancangan Pengembangan 
Sumber Air; 


(4) Program Pendidikan dan Latihan 
dalam Pertanian dan Pengairan; 


(5) Program Peningkatan Efisiensi 
Aparatur Pemerintah; 


(6) Program Penyempurnaan Pra- 
sarana Fisik Pemerintah. 


b. Bina Marga 


Pembangunan jalan selama 
Repelita III mengutamakan pening- 
katan kondisi jalan yang sudah ada. 

Pembangunan jalan baru dilaku- 
kan apabila dapat meningkatkan serta 


Di kota-kota besar kepadatan lalu-lintas 


meratakan pembangunan daerah/ wi- 
layah, terutama jalan yang meng- 
hubungkan pusat produksi dengan 
daerah pemasarannya, serta 
mengusahakan keserasian antara 
Jalan Negara, Jalan Propinsi dan 
Jalan Kabupaten. 


Pembangunan jalan dan jem- 
batan dilakukan dengan cara yang 
banyak menyerap tenaga kerja dan 
sejauh mungkin menggunakan per- 
alatan dan bahan dalam negeri. Di 
samping itu disesuaikan dengan 
fungsi jalan tanpa membedakan 
status jalan yang bersangkutan. 
Fungsi jalan dapat dibedakan sebagai 
berikut: 


(1) jalan untuk jangkauan pelayanan 
jarak jauh (jalan arteri): 


(2) jalan untuk jangkauan pelayanan 
jarak menengah (jalan kolektor), 
dan 


(3) jalan untuk keperluan pelayanan 
setempat (jalan lokal). 


Dalam kenyataannya sebagian 
besar jalan Negara dan jalan Propin- 
si berfungsi sebagai jalan arteri dan 
jalan kolektor. Pembangunan jaring- 
an jalan dilakukan untuk mendapat- 
kan suatu kesatuan sistem jaringan 
jalan yang dapat melayani angkutan. 
dan lalu lintas yang terus meningkat. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
dalam rangka pembangunan jalan 
dan jembatan ialah: 

(1) Pemeliharaan dan rehabilitasi jalan 
dan jembatan guna memper- 
tahankan kondisi jalan dan jem- 
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batan agar tetap dalam keadaan 
baik. 


(2) Pemeliharaan jalan dilakukan 
setiap tahun, sedang rehabilitasi 

. dilakukan pada jalan dan jem- 
batan yang rusak agar dapat kem- 
bali pada kondisi baik dan dapat 
berfungsi melayani kepadatan 
lalu-lintas. 


(3) Peningkatan jalan dan jembatan 
untuk meningkatkan kondisi jalan 
dan penggantian jembatan lama 
agar mampu melayani meningkat- 
nya lalulintas yang berkembang 
sampai 20 tahun mendatang. 


(4) Pembangunan jalan dan jembatan 
baru yang disesuaikan dengan tu- 
juan untuk pemerataan pemba- 
ngunan, pembangunan daerah 
pemukiman transmigrasi, perta- 
nian dan pertumbuhan kota. 


Kegiatan pembangunan di bidang 
jalan dan jembatan tersebut di atas 
meliputi: 


(1) pemeliharaan jalan sepanjang 
29.140 kilometer dan rehabilitasi 
jalan sepanjang 1.570 kilometer: 


(2) peningkatan jalan sekitar 11.000 
kilometer: 


(3) penggantian jembatan pada jalan 
negara dan propinsi 89.780 meter 
dan jembatan pada jalan kabu- 
paten 47.500 meter: 


(4) penunjang jalan yang dilakukan 
beberapa kali selama Repelita III 
terhadap Jalan Negara sekitar 
7.700 kilometer jalan Propinsi 
14.000 kilometer dan jalan Kabu- 
paten 41.000 kilometer: 


(5) pembangunan jalan baru sepan- 
jang 995 kilometer. 
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Dalam kegiatan tersebut termasuk 
pembangunan jalan dan jembatan 
dalam kota, berupa peningkatan jalan 
sepanjang 1.020 kilometer, penggan- 
tian jembatan sepanjang 5.920 meter 
serta pembangunan jalan baru sekitar 
370 kilometer. 

Dalam Repelita III di sampinc 
kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut 
di atas diusahakan pemantapan pe- 
ngaturan segala sesuatu mengenai 
jalan, mengingat bahwa peranan dan 
kedudukan jaringan jalan dalam 
kehidupan bangsa hakekatnya me- 
nyangkut hajat hidup orang banyak 
serta dapat mengendalikan pemben- 
tukan struktur pengembangan wi- 
layah pada tingkat nasional, terutama 
yang menyangkut perwujudan 
perkembangan antar daerah yang 
seimbang dan pemerataan hasil pem- 
bangunan, serta pemantapan 
hankamnas dalam rangka perwu- 
judan sasaran-sasaran pembangunan 
nasional. 

Pengembangan/pembangunan 
prasarana jalan umumnya 
memerlukan investasi biaya yang 
cukup tinggi. Karena itu dalam 
rangka pemantapan pengaturan 
mengenai jalan ini perlu segera 
diupayakan sistem pembiayaan pem- 
bangunan jaringan jalan, yang tidak 
terlalu membebani anggaran Negara, 
yaitu: penerapan sistem jalan tol pada 
bagian wilayah tertentu yang telah 
mengalami tingkat perkembangan 
yang tinggi. Dengan sistem jalan tol, 
melalui pungutan tol, biaya pem- 
bangunan dan pengembangan, pe- 
ngelolaan jalan tertentu dibebankan 
pada pemakai jalan sendiri, yang 
menikmati manfaat jalan tol tersebut. 
Dengan demikian tidak menjadi 
beban Anggaran Negara, dan 


dirasakan lebih adil, karena beban 
Anggaran Negara hakekatnya adalah 
beban seluruh rakyat, termasuk yang 
tidak menikmati manfaat jalan-jalan 
tertentu. Untuk dapat memberi 
nikmat pemanfaatan jalan bagi para 
pemakai jalan tol yang ikut mem- 
biayai jalan tersebut, sudah tentu 
perlu diupayakan agar pembangunan 
jalan tol memenuhi persyaratan 
teknik tertentu, sebagai jalan bebas 
hambatan yang dapat memberikan 
pelayanan yang baik kepada pemakai 
jalan. 


c. Pemukiman Transmigrasi 


Pembangunan, penyediaan lahan 
untuk pemukiman transmigrasi, yang 
menjadi tugas Departemen Pekerjaan 
Umum sejak diterbitkannya Kepu- 
tusan Presiden nomor 6 Tahun 1977, 
merupakan bagian dari usaha pem- 
bangunan di bidang transmigrasi. 

Dalam penyelenggaraan trans- 
migrasi ditempuh beberapa kebijaksa- 
naan antara lain: 


(1) Perlu diperhitungkan pengaruh 
pembangunan pemukiman bagi 
lingkungan hidup, 


(2) Pelaksanaan pembangunan dan 
pembinaan transmigrasi perlu di- 
kaitkan dengan pengelolaan 
kelestarian sumber daya alam un- 
tuk mencegah akibat sampingan 
penggunaannya kepada ling- 
kungan hidup. 


(3) Penggunaan sumber daya alam 
didasarkan kepada: 


a. dayaguna dan hasilguna yang 
optimum dalam batas-batas ke- 
lestarian yang mungkin dicapai, 

b. tidak mengurangi kemampuan 
dan kelestarian sumber daya 


alam lain yang berkaitan dalam 
suatu ekosistem, 

c. memberikan kemungkinan un- 
tuk mempunyai pilihan peng- 
gunaan bagi pembangunan di 
masa depan. 


(4) Pelaksanaan transmigrasi dituju- 
kan untuk menunjang usaha pem- 
bangunan daerah /wilayah dalam 
rangka usaha meningkatkan mutu 
kehidupan yang lebih baik di 
seluruh wilayah Indonesia. 


Berdasarkan kebijaksanaan- 
kebijaksanaan tersebut di atas dalam 
penentuan lokasi pemukiman trans- 
migrasi digunakan kriteria makro dan 
kriteria mikro. 


Lahan pertanian di daerah transmigrasi. 
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Perumahan di lokasi Pemukiman Transmigrasi di daerah Pasang Surut Sumatera Selatan. 
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Kriteria makro, meliputi: 


(1) Kriteria lahan yang terdiri dari: 


a. kemiringan tidak melebihi batas 
maksimum kemampuan pena- 
nganan konversi, yaitu 896; 

b. kemampuan tanah berada di 
atas batas minimum dalam arti 
cocok untuk usaha tani, 

c. bebas dari kebutuhan untuk 
menampung perkembangan 
penduduk lokal untuk jangka 
waktu 20 tahun. Kepadatan 
penduduk tidak melebihi 75 
jiwa per kilometer persegi, 

d. secara mengelompok, luasnya 
menampung minimum 5.000 
kepala keluarga atau sekitar 


10.000 hektar. 


(2) Kriteria Pengembangan Wilayah, 


yang terdiri dari: 

a. memberikan kontribusi yang 
terbesar dalam pembentukan 
struktur pengembangan wi- 
layah yang hendak dituju pada 
tahun ke-20. Letaknya secara 
relatif dekat dengan pusat-pusat 
pertumbuhan ekonomi baik 
yang sudah ada maupun masih 
dalam rencana pengembang- 
an; 

b. memberikan kontribusi yang 
sebesar-besarnya kepada daya 
dukung lingkungan hidup tan- 
pa melampaui batas maksimum 
kemampuan ekologis lingkung- 
an. 


(3) Pada tahap penetapan lokasi 


"Kelompok Besar” periode jangka 
menengah (5 tahun). Luasnya ke- 
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lompok lahan bersama-sama ting- 
ginya aksebilitas riil "jangka 
pendek” memberikan kontribusi 
terbesar dalam pembentukan 
struktur pengembangan wilayah 
yang hendak dituju. 


(4) Pada tahap penetapan lokasi 


"Kelompok Besar” periode ta- 
hunan: Tingkat aksibilitas tertinggi 
dan efisiensi penyiapan lahan 
yang setinggi-tingginya ditinjau 
dari penempatan peralatan besar 
dan mobilitas penggunaan selama 
umur pakainya. 


Kriteria mikro, meliputi: 


(1) Pada tahap penetapan rencana 


kerangka "Kelompok Besar” pe- 
mukiman: 


a. tata ruang pada tingkat wilayah 
pengembangan partiil dalam 
rangka pembentukan struktur 
pengembangan wilayah yang 
dituju, bertumpu pada peranan 
kota, baik yang ada maupun 
yang baru: 


b. tingkat kesuburan tanah harus 
cukup menjamin produksi pa- 
ngan di masa depan, yang 
disesuaikan dengan perkem- 
bangan penerapan teknologi: 


c. keadaan iklim antara lain curah 
hujan, distribusi hujan, suhu 
dan intensitas sinar matahari, 
harus memenuhi syarat untuk 
pertumbuhan tanaman dan un- 
tuk mencapai hasil yang baik: 


d. faktor penyediaan air baik un- 
tuk minum maupun untuk 
kebutuhan rumah tangga dan 
untuk kesejahteraan keluarga. 


Air minum cukup tersedia dan 
mudah diperoleh di daerah 
penempatan, terutama pada 
musim kemarau: 


.faktor vegetasi: harus hin- 


darkan daerah-daerah yang 
masih merupakan hutan primer 
maupun hutan sekunder yang 
mampu menghasilkan produksi 
kayu sebesar 50 m3/hektar 
dan bukan hutan lindung: 


. kemiringan tanah tidak me- 


lebihi batas maksimum kemam- 
puan penanganan konversi 
masing-masing: daerah datar 
dengan kemiringan 0—3% 
diprioritaskan untuk budidaya 
tanaman pangan, daerah datar 
berombak 3—8% untuk budi- 
daya tanaman pangan dan atau 
peternakan atau peternakan 
campuran (mix farming). 
daerah berombak bergelom- 
bang 8— 1596 untuk budidaya 
tanaman tahunan/perkebun- 
an. Hutan di sekitar sungai, 
anak sungai dan mata air tidak 
dibuka bersih; paling sedikit 
disisakan jalur hutan selebar 
100 meter pada kanan kiri 
sungai atau di sekitar mata air. 
Pohon-pohon besar dengan 
diameter lebih dari 60 sen- 
timeter tetapi kayunya tidak 
dapat dimanfaatkan, sepanjang 
tidak mengganggu tidak di- 
tebang. 


(2) Pada tahap lokasi pasti: kepastian 
hak atas tanah bagi kepentingan 
transmigrasi. 


Dengan memperhatikan potensi 
daerah, kemampuan dan daya 
dukung serta faktor-faktor lain- 
nya, maka pemukiman transmigrasi 
dapat merupakan: 


Pertanian pola tanah kering, 
Pertanian pola persawahan, 
Pertanian pola persawahan pa- 
sang surut, 

Pertanian pola perkebunan, 
Pertanian pola peternakan, 
Pertanian pola campuran, 
Pertanian pola perikanan dan se- 
bagainya. 


y sew ee 


Kegiatan yang perlu dilakukan 
untuk penyiapan lahan pemukiman 
transmigrasi ialah: pembukaan tanah, 
pembangunan perkampungan; pem- 
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bangunan jalan penghubung, jalan 
poros, dermaga, jembatan; pem- 
bangunan fasilitas pembibitan, pem- 
bangunan rumah, sarana air bersih, 
gedung sekolah puskesmas/balai 
pengobatan, gudang serta fasilitas 
perkantoran, rumah petugas dan lain- 
lain. 


Dalam Repelita III kegiatan ter- 
sebut di atas dilakukan untuk pem- 
bangunan 44 daerah pemukiman pa- 
sang surut dan 206 daerah pemu- 
kiman tanah kering, sehingga ber- 
jumlah seluruhnya 250 daerah pe- 
mukiman. Pembangunan sarana dan 
fasilitas untuk daerah pemukiman itu 
terdiri dari: jalan penghubung 4.120 
kilometer, jalan poros 10.000 kilo- 
meter, jalan desa 15.000 kilometer, 
jalan pertanian 15.000 kilometer, 
penyiapan lahan 625.000 hektar dan 
pembangunan rumah 500.000 
satuan. 
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d. Cipta Karya 


Dalam Repelita III kebijaksanaan 
ditekankan kepada kegiatan pemba- 
ngunan perumahan dan pengem- 
bangan produksi bahan bangunan 
lokal: perbaikan “kampung”: pe- 
ngembangan kelembagaan keuang- 
an, perbaikan perumahan desa dan 
pengembangan sistem penyediaan air 
bersih. Dalam pembangunan peru- 
mahan hal penting yang mendapat 
perhatian ialah antara lain: adanya 
program terpadu mengenai penggu- 
naan tanah kota dan desa, pem- 
biayaan, pengusahaan, kesehatan 
lingkungan, produksi bahan ba- 
ngunan lokal, pengembangan wi- 
layah dan pedesaan/perkampungan. 


Program-program yang dilakukan 
dalam Repelita III ialah : 


(1) Program utama terdiri dari: 
a. Program perencanaan tata kota 
dan tata daerah. 
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Manfaat air bagi penduduk. 
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Dalam Repelita III diusahakan 
peningkatan dan pemerataan 
pembangunan perumahan rak- 
yat, agar makin banyak rakyat 
yang menikmati dengan harga 
yang dapat terjangkau oleh 
rakyat banyak. Perumahan 
rakyat yang dibangun melalui 
Perumnas, meliputi: perumah- 
an sederhana dan inti sekitar 
120.000 rumah, yang pemilikan 
nya dikaitkan dengan sistem 
pemilikan rumah  melalui 
fasilitas kredit Bank Tabungan 
Negara (KPR/BTN). 

Peningkatan kegiatan Pusat In- 
formasi Teknik/ Building Infor- 
mation Centre (BIC) untuk mem- 
berikan penyuluhan, informasi, 
pembinaan teknis pembangun- 
an dan peningkatan ketram- 


Pengembangan wilayah melalui program Perum Perumnas. 


Termasuk di dalamnya meng- 
adakan studi potensi daerah 
dan penyusunan rencana pem- 
bangunan daerah, studi pe- 
ngembangan kota, penyusun- 
an landasan/peraturan opera- 
sional dan peningkatan ke- 
mampuan aparatur daerah. Pe- 
nyusunan rencana umum kota 
bagi kota-kota metropolitan 
dan Ibukota Daerah Tingkat I 
serta kebijaksanaan nasional 
mengenai perkotaan. 


b. Program perumahan. 

Pada dasarnya pembangunan 
perumahan rakyat merupakan 
tanggung jawab masyarakat, 
sedang kewajiban pemerintah 
adalah berupa pembinaan, pe- 
ngaturan dan penyelenggaraan 
bimbingan, serta pemberian 
berbagai fasilitas bantuan dan 
perangsang. 


Air bersih sebagai salah satu kendala pengembangan lingkungan. 
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pilan kearah partisipasi ma- 
syarakat yang lebih besar dalam 
pembangunan perumahan rak- 
yat, perbaikan kampung dan 
penanganan perumahan desa. 


c. Program Peningkatan Ling- 
kungan Pemukiman. Perbaikan 
penyehatan lingkungan me- 
liputi perbaikan sistem pem- 
buangan sampah, pembuang- 
an air rumah tangga, dan pem- 
buangan air hujan, untuk 
daerah-daerah yang mendesak 
yaitu daerah pemukiman 
rakyat berpenghasilan rendah, 
daerah kritis, dan daerah yang 
banyak penyakit. Diantaranya 
ialah 9 kota untuk perbaikan 
sistem pembuangan sampah 
dan 14 kota untuk drainasi. 


d. Program Penyediaan Air Bersih 
Penyediaan air bersih dengan 
kapasitas 23.094 liter/setiap 
detik untuk 305 kota. Di sam- 
ping itu diusahakan pening- 
katan perbaikan mekanisme 
dan kemampuan pengelolaan 
sistem penyediaan air bersih. 


e. Program Pemugaran Perumah- 
an Desa. 
Kegiatan pemugaran perumah- 
an dan lingkungan desa me- 
liputi sekitar 6.000 desa, yang 
mencakup 1.000 desa tingkat 
swadaya, 3.000 desa tingkat 
swakarya dan 2.000 desa ting- 
kat swasembada. 


(2) Program Penunjang, yang terdiri: 


a. Program Pendidikan Aparatur 


Pemerintah, terutama untuk 
membina tenaga trampil di 
bidang perumahan rakyat, air 


bersih dan penyehatan ling- 
kungan. 


b. Program Penyempurnaan Efi- 
siensi Aparatur Pemerintah dan 
Pengawasan, untuk penyem- 
purnaan tata perencanaan, 
prosedur kerja, sistem infor- 
masi, pengendalian pelaksa- 
naan dan pengawasan. 


c. Program penyempurnaan Pra- 
sarana Fisik Pemerintah, untuk 
dapat lebih meningkatkan 
dayaguna dan hasilguna 
sumber daya manusia dalam 
penyelenggaraan perumahan 
rakyat, air bersih dan pe- 
nyehatan lingkungan. 


Disamping program-program 
tersebut di atas diupayakan pula 
langkah-langkah untuk menghindari 


kemungkinan terjadinya kebakaran 
maupun keruntuhan bangunan 
umum sebelum waktunya, seperti: 
gedung kantor, sekolah, bioskop, 
pusat pertokoan, pasar dan lain-lain, 
yang dirangkaikan dengan sistem 
pengamanan bangunan, sistem pe- 
madam kebakaran kota, pembinaan 
tanggung jawab jasa konstruksi, pe- 
ningkatan kegiatan pengawasan, 
pengaturan pelaksanaan pemba- 
ngunan gedung umum dan penye- 
baran informasi mengenai keselamat- 
an lingkungan dan keselamatan 
bangunan. 


Dalam kurun waktu 1978 - 1982 
proyek-proyek Departemen Peker- 
jaan Umum, yang telah selesai dan 
diresmikan berfungsinya oleh Pre- 
siden Republik Indonesia, antara lain: 


Penyediaan air bersih melalui program paket. 
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P. 1. METALIN ELCIPTA 4 


GENERAL CONTRACTORS 
JL. RAYA PEGANGSAAN || — TELP. : 4880792 — 4880793. FAK. No. 4880959 


JAKARTA 14250 


TRAYA LTD 


IMPORTERS - GENERAL TRADERS-AGENCIES & DISTRIBUTORS - CONTRACTORS 


HEAD OFFICE: MANGGA BESAR RAYA 5 А-В PHONE:6397008 (2LINES) 6295445 FAX: (021) 6296269 


CABLE : TRAYA JAKARTA P.O.BOX : 1400/ DAK 
JAKARTA 11180 -INDONESIA 


GAMMA EPSILON ;.. 


~ | CONSULTING ENGINEERS FOR WATER SUPPLY, URBAN DEVELOPMENT 
; ШЕШЕН GEOTECHNICAL & HYDRAULIC ENGINEERING and MINING & PETROLEUM EXPLORATION 


Head Office 


: Jalan Dr Junjunan Мо 222, Phone : (022) 85450 - 87259, Telex : METRO BD 28387 — BANDUNG 
Branch Office : * Jalan Keprabon Wetan ІІ No 4. Phone: (0271) 7931, SURAKARTA 


* Jalan PPN Karet No 33, Kalibata, Phone : (021) 7990841, JAKARTA SELATAN 
Kunci keberhasilan manager adalah bagaimana sikapnya di dalam 
hubungan manusiawi. 


Seorang manager tidak akan berhasil di dalam pekerjaannya 
bila tanpa orang lain. 


dumez international 


jakarta representative office : 


ARTHALOKA BLDG. 17TH FLOOR, JL. JEND. SUDIRMAN 2, JAKARTA 10220, INDONESIA 
TELP : (21) 587 336. TELEX : 46829 LOKA JKT, TELEFAX : (21) 583 784 


JALAN HEGARMANAH TENGAH No. 66 - TLP. (022) 82930 - BANDUNG 40141 
BANK : ВОМ CABANG BANDUNG BRAGA - BBD CABANG BANDUNG - ВРО JAWA BARAT 
BANK ARTHA GRAHA CAB. BANDUNG - BANK DUTA CAB. BANDUNG - TELEX : PROPELAT BD. 28235 
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Dirgahayu Hari Kebaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 55 
3 Desember 1945 — 3 Desember 1990 


2.7, Bumi Mangum’s Karya 
GENERAL CONTRACTOR & TRADER | 


Jl. Juana Ps. Blora Lt. 1/13 — Telp. 333-647; 334-129, Jakarta 10310 — Indonesia 
Telefax : 0214 310-6466 


Dirgahayu Hari Kebaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45 
3 Desember 1945 — 3 Desember 1990 


- Т» DACRE A 


» DESIGN & ENGINEERING CONSULTANTS 


JL. BENDUNGAN HILIR RAYA KAV. 36 A, BLOK B 8-9 JAKARTA TELP. 587816-587817-587255 
FAX 588329 TELEX 49583 DACEA IA 


Dirgahayu Hari Kebaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45 
3 Desember 1955 — 3 Desember 1990 


PT. MADYA TRIO ADITAMA 


GEN. CONTRACTOR, HEAVY EQUIPMENT, LAND CLEARING 
=>. ROAD CONSTRUCTION & IRRIGATION 
PTEE Head Office : Jl. Cibitung I/13. Telepon. 773158 Bankers : 


Л. K.S. Tubun No. 12 Kebayoran Baru. Teler 62676 madya ia ee 
i с" Jakarta 12170 — Indonesia |. — BRI Pontianak 


- BDN Pontianak 


Dirgahayu Hari Kebaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45 
3 Desember 1955 — 3 Desember 1990 


P.T. ARIS UTAMA 


CONTRACTOR & CONTRACTING DIVISION 
Jl. Abdul Muis No. 48 Jakarta 10160, Indonesia 
Tel : (021) 3810945 (4 lines), 3800051 (8 lines), Fax. (021) 356725 - 373887 - 3810941 


Dirgahayu Hari Kebaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 55 
3 Desember 1955 — 3 Desember 1990 


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 
DIREKTORAT JENDERAL PANGAIRAN 
DIREKTORAT IRIGASI Il 
PROYEK IRIGASI CISADANE - CIUJUNG 
Jalan K. S. Tubun Pasar Baru Telp. 23946 PO. Box 89 
TANGERANG 


DIRGAHAYU DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM A.N. Seluruh Pegawai 
DIDALAM PENGABDIAN SELAMA 45 TAHUN PROYEK IRIGASI CISADANE CIUJUNG 


3 DESEMBER 1945 - 3 DESEMBER 1990 PEMIMPIN 


DENGAN SEMANGAT PENGABDIAN DAN KEBAKTIAN 
DALAM BIDANG PEKERJAAN UMUM, 
MENINGKATKAN PERJUANGAN MENCAPAI CITA - CITA BANGSA 


NANANG TARGANA, ME. 
NIP. 110008764 


8 R Pemborong Jalan, Jembatan, Pengairan ,Bangunan, 
Pembukaan Lahan dan Penjualan Beton Jadi 


Г.Е, SUBUR BROTHERS JL. PEMANDANGAN 11/21 — GUNUNG SAHARI ANCOL - JAKARTA 14420 


BANKERS: B.N.I. 1946 — BPD JAYA TELEX : 41383 SUBUR IA ЄЎ 680387 - 681021 


Dirgahayu Hari Kebaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45 
3 Desember 1945 — 3 Desember 1990 


NUES MIDPLAZA BUILDING 7th Floor, 
М Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10 - 11 
P.O. Box : 285 / Jkt. 
e . Jakarta 10220, Indonesia 
TOYO MENKA KAISHA. LTD 

Phone : 5701726 (3 lines) 

Telex : 62763 TOMEN IA 

Cable : TOYOMENKA JAKARTA 
Facsimile : 5701723 


Tokyo : P.O. Box, No. 183 Central Tokyo 
Cable : Toyomenka Tokyo 

Osaka : P.O. Box 61 Central, Osaka 
Cable : Toyomenka Osaka 


(1) Proyek Jalan Nusa Dua (Bali), (3) Proyek Pembangunan Jembatan 


yaitu Jalan Raya Kolonel | Gusti 
Ngurah Rai, yang telah diresmi- 
kan penggunaannya pada tanggal 
15 Desember 1980. 


(2) Proyek Pembangunan Rumah 
Susun Perum Perumnas di Tanah 
Abang, Jakarta, yang telah di- 
resmikan penghuniannya pada 
bulan april 1981. 
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Kapuas di Kalimantan, yang di- 
resmikan penggunaannya pada 
tanggal 27 Januari 1982. 


(4) Pada tanggal 23 Maret 1982 telah 
diresmikan Jembatan Ketahun 
dan Bendung Selima di Desa Pi- 
sang Berebus, Kecamatan Pulau 
Punjung, Kabupaten Sawahlunto 
- Sijunjung, Sumatera Barat. 
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Organisasi dan Tata Kerja pada 
Repelita III 


19. Berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia nomor 
13 Tahun 1978 jo nomor 70/M Ta- 
hun 1978, maka kepada Menteri 
Pekerjaan Umum  diperbantukan 
Menteri Muda Perumahan Rakyat 
sebagai Menteri Negara Pembantu 
Presiden, dengan tugas: membantu 
Menteri Pekerjaan Umum dalam 
mengikuti dan mengkoordinasikan 
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Rumah susun Tanah Abang salah satu сага penyediaan rumah bagi masyarakat perkotaan. 
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pelaksanaan program dan kebijaksa- 
naan di bidang perumahan rakyat. 


Sesuai dengan Ketentuan Kepu- 
tusan Presiden Republik Indonesia 
nomor 27 Tahun 1978 tanggal 31 
Agustus 1978 diadakan perubahan 
terhadap susunan organisasi Depar- 
temen Pekerjaan Umum dan Tenaga 
Listrik yang ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 
dan Tenaga Listrik nomor 145/KPTS 
/ 1975. Perubahan itu ialah sebagai 
berikut: 


(1) Nama/judul Departemen men- 
jadi: "Departemen Pekerjaan 
Umum” (tanpa Tenaga Listrik). 


(2) Organisasi, tugas dan fungsi 
mengenai tenaga dan listrik di- 
hapuskan. (catatan: dialihkan ke 
Departemen Pertambangan dan 
Energi). 


(3) Dalam susunan organisasi pelak- 
sana ditambahkan organisasi ins- 
tansi vertikal di daerah, yang ter- 
diri dari Kantor Wilayah Depar- 
temen Pekerjaan Umum di Pro- 
pinsi di seluruh Indonesia. 


Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah Departemen Pekerjaan 
Umum di Propinsi tersebut di atas 
diatur dan ditetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Menteri Pekerjaan 
Umum nomor 60/KPTS/1982 tang- 
gal 1 Maret 1982. Kantor Wilayah 


Departemen Pekerjaan Umum mem- . 


punyai tugas: 


a. Melakukan sebagian tugas pokok 
dan fungsi Pekerjaan Umum da- 
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lam menyelenggarakan tugas pe- 
merintahan dan pembangunan di 
bidang Pekerjaan Umum. 


b. Membantu Gubernur Kepala 


Daerah Tingkat | dalam men- 
jalankan fungsi koordinasi di 
Wilayah Propinsi dalam bidang 
Pekerjaan Umum. 


Susunan organisasi Kantor Wi- 
layah Departemen Pekerjaan Umum 
itu terdiri dari: 


(1) Unsur pimpinan yaitu: Kepala 
Kantor Wilayah. 


(2) Unsur pembantu pimpinan, yaitu: 
Bagian Tata Usaha, yang mem- 
punyai: 

a. Sub Bagian Umum, 
b. Sub Bagian Kepegawaian, 


c. Sub Bagian Keuangan. 


(3) Unsur pelaksana/pelayanan, 
yaitu: 


Tiada Jalan tanpa SAKAI SAKTI ЕЯ 


[pamm PT. SAKAISAKTI | 


LH GENERAL CONSTRUCTION MACHINERY 
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a. Bidang Teknik, dengan: 
— Seksi Penyusunan Program, 
— Seksi Informasi Tata Lak- 
sana. | 


Bidang Peralatan дап Perbe- 

kalan, dengan: 

— Seksi Peralatan, 

— Seksi Pemeliharaan Peralat- 
an, > 


— Seksi Perbekalan. 


c. Bidang Pengujian, dengan: 
— Seksi Pengujian Air, 
— Seksi Pengujian Tanah, 
— Seksi Pengujian Bahan Ba- 
ngunan. 


Peraturan Perundang-undang- 
an 
20. Bertitik tolak pada perkem- 


bangan, bahwa jalan sebagai salah 


satu prasarana perhubungan hakekat- 
nya merupakan unsur penting dalam 
usaha pengembangan kehidupan 
bangsa dan pembinaan kesatuan dan 
persatuan bangsa untuk mencapai tu- 
juan Nasional, maka demi terseleng- 
garanya peranan jalan serta pembi- 
naannya secara mantap, konsepsio- 
nal dan menyeluruh, pengaturan 


penyelenggaraan dan pembinaannya 
perlu ditetapkan dengan undang- 


. undang. 


Dengan perubahan, tambahan 
dan penyempurnaan tersebut diatas, 
maka Struktur Organisasi Departe- 
men Pekerjaan Umum secara me- 
nyeluruh menjadi seperti di gam- 
barkan dalam Bagan dibawah ini. 


Dalam masa pemerintahan Kabi- 


net Pembangunan III telah diterbitkan | 


dan diundangkan pada tanggal 29 
Desember 1980 Undang-Undang no- 


mor 13 Tahun 1980 tentang Jalan 
(LN. 1980 nomor 83), yang menga- 
tur antara lain mengenai: 


(1) Jaringan jalan, peranan dan pe- 
ngelompokannya (Jalan Arteri, 
Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal). 


(2) Bagian Jalan: 

a. Daerah Manfaat Jalan (badan 
jalan, saluran tepi jalan dan 
ambang pengamanannya), 

b. Daerah Milik Jalan, 

c. Daerah Organisasi Jalan. 


(3) Hak Penguasaan Jalan. 


(4) Wewenang Pembinaan Jalan (Ja- 
lan Nasional, Jalan Daerah). 


(5)Penyelenggaraan Jalan Tol 
(Syarat, Wewenang Penyeleng- 
garaan, Pemakaian Jalan Tol). 


(6) Larangan dan Ketentuan Pidana. 


Sebagai tindak lanjut atas 
Undang-Undang nomor 11 Tahun 
1974 tentang Pengairan telah diterbit- 
kan dan diundangkan dua perangkat 
peraturan pelaksanaan yaitu: 


(1) Peraturan Pemerintah nomor 22 
Tahun 1982 tentang Tata Pe- 
ngaturan Air. 


(2) Peraturan Pemerintah nomor 23 
Tahun 1982 tentang Irigasi. 


Dengan Peraturan Pemerintah 
nomor 22 Tahun 1982 tersebut di 
atas antara lain ditetapkan pola tata 
pengaturan air dan/atau sumber air 
yang didasarkan atas wilayah sungai, 
wewenang dan tanggung jawab atas 
sumber air serta perencanaan perlin- 
dungan, pengembangan dan peng- 
gunaan air dan/atau sumber air, 
demi menjamin terselenggaranya tata 
pengaturan air secara nasional yang 
dapat memberikan manfaat yang 
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sebesar-besarnya bagi kepentingan 
masyarakat di segala bidang 
kehidupan dan penghidupan. De- 
ngan diundangkannya Peraturan 
Pemerintah ini maka ketentuan 
tersebut dalam Bab I, II, IV, V dan 
VI Algemeen Water reglement 1936 
(Staatsblad 1936 nomor 489) 
dinyatakan tidak berlaku. 

Selanjutnya dalam Peraturan Pe- 
merintah nomor 23 Tahun 1982 an- 
tara lain diatur dan ditetapkan hal-hal 
mengenai: Wewenang pengurusan 
air irigasi dan jaringan irigasi: Inven- 
tarisasi Jaringan Irigasi: Penyediaan 
air irigasi (perencanaan, pelaksanaan 
an tata caranya), Pembagian dan 
pemberian air irigasi: Penggunaan air 
irigasi, Pembangunan, eksploitasi dan 
pemeliharaan jaringan irigasi: Pem- 
biayaan dan Tata Laksana 
Pengurusan Irigasi: Ketentuan Pidana 
dan lain-lain. 


FI 


GENERAL CONTRACTOR 

PUSAT URIP SUMOHARJO NO. 188 

TELP. (0411) 316117 - 316118 - 316185 
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Jl. Jend. A. Yani No. 2, Telp. (021) 4897082 - 4895308, Pes. 15 & 80 
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Fax.:(021) 4896153 


Dengan diundangkannya Per- 
aturan Pemerintah nomor 23 Tahun 
1982 ini maka ketentuan yang ter- 
maktub dalam Bab III Algemeen 
Waterreglement 1936 (Staatsblad 
1936 nomor 489) dan Algemeen 
Water Beheersverordening 
(Staatsblad 1937 nomor 559) 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 


Untuk Kepentingan efisiensi dan 
sinkronisasi dalam pelaksanaan pem- 
bangunan bendungan dan jaringan 
irigasi, yang menjadi tugas wewenang 
Departemen Pekerjaan Umum dan 
pembangunan pusat listrik tenaga air 
(PLTA) yang termasuk tugas dan 
wewenang Departemen Pertam- 
bangan dan Energi, diadakan ker- 
jasama antara kedua Departemen 
tersebut. Dalam rangka upaya itu 
diterbitkan Keputusan Bersama 


TUJU WALI-WALI 


Menteri Pekerjaan Umum dan 
Menteri Pertambangan dan Energi 
nomor 436/KPTS/Pertam/1979 - 


161/KPTS/1979 tanggal 19 Mei , 


1979 tentang Pelimpahan Pelaksa- 
naan Pembangunan dan Penggu- 
naan Anggaran proyek-proyek Pusat 
Listrik Tenaga Air (PLTA) di 
lingkungan Direktorat Jenderal 
Ketenagaan Departemen Pertam- 
bangan dan Energi kepada Direktorat 
Jenderal Pengairan Departemen 
Pekerjaan Umum. 

Dalam keputusan bersama itu an- 
tara lain disepakati: 


(1) Pelimpahan itu meliputi pelaksa- 


naan pembangunan setempat un- - 


tuk bangunan pembangkit listrik 
(power house) dan bangunan 
PLTA lainnya di sekitar ben- 
dungan, yang erat hubungannya 
dengan penyaluran tenaga listrik, 
baik pekerjaan teknik sipil, 
maupun pekerjaan elektro meka- 
nik, termasuk gardu induk dan pe- 
kerjaan besi (metalwork) menurut 
petunjuk dan pembinaan yang di- 
berikan oleh Perusahaan Listrik 
Negara. 


(2) Penyediaan anggaran tahunan 
untuk pembangunan proyek 
PLTA yang bersangkutan, yang 
dilimpahkan itu disusun dan diatur 
bersama oleh Direktur Jenderal 
Ketenagaan Departemen Pertam- 
bangan dan Energi dan Direktur 
Jenderal Pengairan. 


(3) Dalam waktu paling lama 6 
(enam) bulan setelah pem- 
- bangunan proyek PLTA yang ber- 
sangkutan selesai dan dapat 
dioperasikan, pengurusannya di- 
serahkan kembali oleh Direktur 
Jenderal Pengairan kepada Di- 


Menteri PU Purnomosidi dan Menteri Muda Perumahan Rakyat Cosmas 
Batubara meninjau pembangunan jalan di Sumatera Utara. 


rektur Jenderal Ketenagaan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 


Usaha pengelolaan, pemelihara- 
an dan pengadaan jaringan jalan 
umum memerlukan pembiayaan 
yang tidak sedikit, yang tidak 
mungkin keseluruhannya dibiayai 
dengan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). Oleh karena 
itu untuk dapat membiayai pem- 
bangunan dan pengelolaan jaringan 
jalan perlu ditempuh sistem jalan tol 
sebagai salah satu upaya agar 
masyarakat pemakai jalan, yang 
menikmati manfaat jalan, dapat 
ikut serta dalam pembiayaan penge- 
lolaan dan pemeliharaan jaringan 
jalan tersebut. 

Untuk menampung pelaksanaan 
sistem tol bagi jaringan jalan terten- 
tu, dengan Peraturan Pemerintah 
nomor 4 Tahun 1978 tanggal 25 
Pebruari 1978 (LN. 1978 nomor 4) 
telah ditetapkan penyertaan modal 


Negara dalam pendirian Perusahaan 
Perseroan (Persero) di Bidang 
Pengelolaan, Pemeliharaan dan 
Pengadaan Jaringan Jalan Tol. 


Berdasarkan ketentuan Peraturan 
Pemerintah nomor 4 Tahun 1978 
tersebut di atas dalam masa kerja 
Kabinet Pembangunan III dengan Ke- 
putusan Presiden Republik Indonesia 
telah ditetapkan beberapa jalan bebas 
hambatan (Free Way) tertentu men- 
jadi jalan tol dan besarnya uang tol, 


diantaranya: 


(1) Jakarta - Bogor - Ciawi dengan 
keputusan Presiden Republik In- 
donesia nomor 3 Tahun 1978 
tanggal 8 Maret 1978 jo nomor 19 
Tahun 1979 tanggal 19 April 
1979. Dengan Keputusan Menteri 
Pekerjaan Umum nomor 109/ 
KPTS/1980 tanggal 24 Maret 
1980 jo nomor 320/KPTS/1980 
tanggal 6 Agustus 1980 penye- 
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Unit Patroli Keselamatan Sarana, bagian dari pelayanan kepada pemakai jalan tol. 


lenggaraan pengelolaan dan 
pemeliharaan jalan Tol Jakarta - 
Bogor - Ciawi tersebut termasuk 
Ramp Barat Utara, Gerbang Tol 
di Taman Mini Interchange serta 
Cibubur Interchange di serahkan 


kepada PT. (Persero) Jasa Marga. 


(2) Jembatan Citarum Rajamandala 
dengan Keputusan Presiden Re- 
publik Indonesia nomor 34 Tahun 
1979 tanggal 13 Agustus 1979, 
yang penyelenggaraan penge- 
lolaan dan pemeliharaannya telah 
dilimpahkan kepada PT. (Persero) 
Jasa Marga dengan keputusan 
Menteri Pekerjaan Umum nomor 
178/KPTS/1980 tanggal 1 Mei 
1980. 


(3 Dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia nomor 38 
Tahun 1981 tanggal 15 Agustus 


Pekerjaan Lapis 
Ulang di jalan tol. 
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1981 jo nomor 39 Tahun 1981, 
56 Tahun 1981, 57 Tahun 1981 
dan 22 Tahun 1982 untuk ruas 
jalan tol dan jembatan tol: 


a. Jalan Bebas Hambatan Jakar- 
ta - Tangerang; 

b. Jalan Bebas Hambatan dan Ja- 
lan Layang Intra Urban Barat- 
Selatan; 

c. Jalan Bebas Hambatan Jakar- 
ta - Cikampek; 

d. Jalan Bebas Hambatan Sema- 
rang Utara-Selatan; 

e. Jalan Bebas Hambatan Sura- 
baya - Gempol; 

f. Jalan Layang Wonokromo - 
Surabaya; 

да. Jalan Bebas Hambatan Bela- 
wan - Medan - Tanjung Mo- 
rawa, 

h. Jembatan Sungai Kapuas Pon- 
tianak: 

i. Jembatan Sungai Tallo- Lama 
Ujung Pandang. 


Keputusan Presiden Republik In- 
donesia nomor 14A tahun 1980 
tanggal 14 April 1980, antara lain 
memuat ketentuan bahwa di dalam 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara perlu diper- 
hatikan mengenai: Pengutama- 
an Hasil Produksi Dalam Negeri dan 
Pengutamaan Perusahaan Setempat 
(Pemborong/Rekanan Setempat). 

Dalam rangka pelaksanaan ke- 
tentuan tersebut perlu ada upaya un- 
tuk mendorong peningkatan dunia 
usaha, dengan jalan antara lain: 


(1) meningkatkan kerjasama yang 
serasi antara Pemerintah, Badan 
Usaha Milik Negara, dunia usaha 
swasta dan koperasi, 


(2) menciptakan iklim yang sehat 


yang diperlukan untuk kelancaran 
usaha, 


(3) meningkatkan kewiraswastaan, 
kealian dan kemampuan usaha. 


Upaya pembinaan menjadi pen- 
ting untuk lebih ditingkatkan lagi 
terutama terhadap usaha golongan 
ekonomi lemah, melalui pemberian 
bantuan kredit dengan syarat yang 
tidak memberatkan, bantuan 
keahlian, penyuluhan dan sebagai- 
nya. Di samping itu juga diupayakan 
untuk memperbaiki pelaksanaan pra- 
kualifikasi menuju pemberian 
penilaian atas kemampuan sesuatu 
perusahaan secara obyektif dan adil. 


Di bidang pembangunan dan 
pengadaan bangunan Gedung 
Negara diusahakan peningkatan dan 
penyempurnaan tertib pelaksanaan 
pembangunan, agar bangunan 


“Gedung Negara yang penyeleng- 


garaan pembangunannya dilakukan 
oleh pelbagai instansi masing-masing 
dapat memenuhi persyaratan fung- 
sional, teknis teknologis, serta 
keselarasan terhadap lingkungan baik 
fisik maupun sosial dan penggunaan 
sumber daya secara efektif dan 
efisien. 

Untuk itu dengan Keputusan 
Menteri Pekerjaan Umum nomor 
61/KPTS/1981 tanggal 10 Maret 
1981 telah ditetapkan Prosedur 
Pokok untuk pengadaan bangunan 
Gedung Negara, sebagai pedoman 
bagi Instansi Pemerintah dalam 
melaksanakan pembangunan dan 
pengadaan bangunan Gedung Ne- 
Gara baik di pusat maupun di daerah. 

Lebih lanjut berdasarkan keten- 
tuan tersebut, dengan Keputusan 
Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 
104/KPTS/1982 tanggal 2 Juli 1982 
diatur dan ditetapkan Pedoman Ope- 


Jembatan Tallo Lama, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. 


185 


rasionil Pengisian dan Pelaksanaan 
DIP - Proyek Gedung Pemerintah 
dan Perumahan Dinas, yang terdiri 
dari: 


(1) Pedoman Penyelenggaraan Pro- 
yek Gedung Pemerintah dan Pe- 
rumahan Dinas; 


(2) Pedoman Penetapan Harga Sa- 
tuan per Meter Persegi untuk 

— pembangunan Gedung Pemerin- 
tah dan Perumahan Dinas; 


(3) Pedoman Teknis Penyeleng- 
garaan Proyek Gedung Pemerin- 
tah dan Perumahan Dinas. 


BAN orem es ona qu tpa 
md 


I 
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‚ 21. Sidang Umum Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat, yang berlang- 
sung dari tanggal 1 sampai 12 Maret 
1983 telah menghasilkan 8 (delapan) 
buah Ketetapan MPR, yang secara 
historis sangat menentukan bagi 
jalannya mekanisme Pemerintah dan 
Pembangunan di Indonesia. 


Dari delapan buah Ketetapan 
MPR itu yang terpenting dalam 
hubungannya dengan tugas pemerin- 
tah dan pembangunan di antaranya 
ialah: 


(1) Ketetapan MPR nomor II/MPR/ 
1983 tentang Garis-Garis Besar 
Haluan Negara: 


(2) Ketetapan MPR nomor III/MPR/ 
1983 tentang Pemilihan Umum: 


(3) Ketetapan MPR nomor V/MPR/ 
1983 tentang Pertanggungjawab- 
an Presiden Republik Indonesia 
Soeharto selaku Mandataris MPR 
serta Pengukuhan Pemberian Ge- 
lar sebagai Bapak Pembangunan 
Indonesia: 


(4) Ketetapan MPR nomor VII/MPR 
/1983 tentang Pelimpahan Tugas 


Suasana ketika Sidang Umum MPR berlangsung. 


dan Wewenang kepada Presiden / 
Mandataris MPR dalam rangka 
Penyuksesan dan Pengamanan 
Pembangunan Nasional; 


(5) Ketetapan MPR nomor VI/MPR 
/ 1983 tentang Pengangkatan Pre- 
siden Republik Indonesia. 


Semua ketetapan MPR tersebut 
di atas, terutama yang mengenai 
Garis-Garis Besar Haluan Negara, 
yang telah memberikan pedoman 
pengarahan dan petunjuk untuk 
penyelenggaraan kegiatan nasional 
dalam kurun waktu lima tahun yang 
akan datang, perlu difahami dan 
dilaksanakan oleh Pemerintah ber- 
sama seluruh rakyat dari semua 
lapisan, semua kalangan dan semua 
generasi bangsa Indonesia dengan 
sebaik-baiknya dan dengan rasa tang- 
gung jawab yang sebesar-besarnya. 
Hal itu menjadi amat penting, karena 
tahun-tahun yang akan datang 
bangsa Indonesia menghadapi peker- 
jaan yang besar, sedangkan ujian 
yang harus dilalui adalah ujian yang 
berat. 


KABINET PEMBANGUNAN IV 


22. Dengan memperhatikan Kete- 
tapan-Ketetapan MPR tersebut di atas 
Jenderal (Purn) Soeharto yang telah 
ditunjuk dan diangkat oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat sebagai 
Presiden/Mandataris MPR, melalui 
Keputusan Presiden Republik Indo- 
nesia nomor 45/M Tahun 1983 tang- 
gal 16 Maret 1983 membentuk Ka- 
binet Pembangunan IV dan sekaligus 
membubarkan Kabinet Pembangun- 
an III, yang dibentuk berdasarkan 
Keputusan Presiden Republik In- 
donesia nomor 59/M Tahun 19/8 
dan nomor 70/M Tahun 1978. 


Susunan Kabinet Pembangunan 
IV ini terdiri dari: 


(1) 3 (tiga) orang Menteri Koordinator 
yang masing-masing mengkoor- 
dinir bidang tertentu: 


(2) 8 (delapan) orang Menteri Negara 
yang masing-masing melaksana- 
kan tugas/urusan tertentu: 


(3) 21 (duapuluh satu) orang Menteri 
yang masing-masing memimpin 
suatu Departemen: 


(4) 5 (lima) orang Menteri Muda yang 
masing-masing diperbantukan ke- 
pada seorang Menteri untuk tu- 
gas/urusan tertentu. 


Jumlah Anggota Kabinet Pem- 
bangunan IV ialah sebanyak 37 
(tigapuluh tujuh) orang Menteri. 
Dalam susunan Kabinet tersebut yang 
ditunjuk/diangkat sebagai Menteri 
Pekerjaan Umum ialah dr. Ir. 
Suyono Sosrodarsono. Menteri 
Muda Perumahan Rakyat yang 
dalam Kabinet Pembangunan III yang 
lalu diperbantukan kepada Menteri 
Pekerjaan Umum maka dalam Ka- 
binet Pembangunan IV ini ditingkat- 
kan sebagai Menteri Negara 
Perumahan Rakyat yang melaksana- 
kan koordinasi dalam bidang pe- 
rumahan rakyat tidak lagi diperban- 
tukan kepada Menteri Pekerjaan 
Umum, melainkan bersifat koordinasi 
dan bekerjasama. 

Memahami tugas nasional yang 
utama untuk melanjutkan pem- 
bangunan nasional sebagai penga- 
laman Pancasila memperhatikan 
perkembangan nasional dan interna- 
sional yang akan sangat mempenga- 
ruhi dalam kurun waktu lima tahun 
mendatang, dan meneliti tugas-tugas 
lainnya yang dipercayakan kepada 


Dr. Ir. Suyono Sosrodarsono 
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PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT || BANDUNG 
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 


Jalan Badaksinga No. 10 Telp. 83581 — 83582 Telex 28446 PDAM BD 
BANDUNG 


Mengucapkan 
Selamat 45 tahun Departemen Pekerjaan Umum 3 Desember 1945 — 5 Desember 1990. 


NIPPON KOEI CO.,LTD. 


| Consulting Engineers 


JAKARTA OFFICE : HEAD OFFICE : 

Ji. Sultan Hasanuddin Мо. 45 4, Kojimachi 5-Chome 

Biok K.5, Р.О. Box No. KBT Chiyoda-ku, Tokyo 102, Japan 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TEL : (03) 238-8215 


Indonesia | mengucapkan TELEX : J24557 KOEICO 
TEL : 7395325 & 770082 ! TELEFAX : (03) 265-6469 
TELEX : 47116 KOEICO IA Selamat 45 tahu. Departemen Pekerjaan Umum CABLE : NIPPONKOEI TOKYO 


TELEFAX : 7390702 
CABLE : NIPPONKOE! JAKARTA 2 Desember 1945 - 2 Desember 1990, 


Ts) P.T. TAIYO SINAR RAYA TEKNIK 
GENERAL CONTRACTOR 


HEAD OFFICE : TELEPHONE : 513-400 P.O BOX : 19/KBY/SUMMITMAS 
SUMMITMAS TOWER 19th FLOOR TOWE 

KAV. 61 - 62 JL. JEND. SUDIRMAN FAX : 513089 JAKARTA - SELATAN 
JAKARTA SELATAN. INDONESIA TELEX : 46695 TAIYO JKT. 


NPWP : 1.003.158.1.052 


Mengucapkan 
Selamat 45 tahun Departemen Pekerjaan Umum 3 Desember 1995 - 3 Desember 1990. 


О 


UNO & Associates Limited 


MP "um INDONESIAN ENGINEERING CONSULTANTS & ASSOCIATES LIMITED 
ә JL. DIPONEGORO 28 PHONES 73428 - 73429 TELEX 28646 RAZAK IA BANDUNG, 40115 


PLANNINC, DESIGNING & CONSTRUCTION SUPERVISION 

TRAINING & TECHNICAL ADVISORY 

BRIDGE & HIGHWAY ENGINEERING 

Mengucapkan WATER RESOURCES ENCINEERING 
ENVIRONMENTAL STUDY 


Selamat 45 tahun Departemen Pekerjaan 2 нан BUILDINC ENCINEERING 
3 Desember 1945 — 3 Desember 1990. 


DR. IR. SUYONO 
SOSRODARSONO 


DR. Ir. Suyono Sosrodarsono 
menjabat Menteri Pekerjaan Umum 
dari tahun 1983 sampai dengan 
1988. Lulus dari Sekolah Tinggi Tek- 
nik Bandung pada Th. 1955 dan Ge- 
lar Doktor Honoris Causa dari Tech- 
nische Hogeschool Delft-Negeri 
Belanda, pada tahun 1986. Ir. Su- 
yono Sosrodarsono bekerja di ling- 
kungan PU yakni : 


- Pegawai Jawatan Perumahan 
Rakyat. 


- Pejabat Kepala Bagian Pembi- 
naan Pemeliharaan Pengawasan 
Jawatan Perumahan Rakyat. 


- Pemimpin Pembangunan Khusus 
Pejompongan Jawatan Pembi- 
naan Kota Direktorat Jenderal 
PU disamping tugas pada Jawat- 
an Perumahan Rakyat. 


- Kepala Bagian Perencanaan Ja- 
watan Perumahan Rakyat me- 
rangkap sebagai Kepala Jawatan 
Perumahan Rakyat. 


- Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
Daerah Tingkat | Sumatera Sela- 
tan di Palembang dijabat dari ta- 
hun 1959 sampai dengan 1963. 


Sejak tahun 1963 beliau pindah 
ke Ibukota Jakarta menduduki jabat- 


an Kepala Direktorat Bangunan 
Umum Departemen PUT sampai ta- 
hun 1965. Tahun 1965 sebagai 
Pembantu Menteri Pengairan Dasar, 
Direktur Jenderal Pengairan Depar- 
temen Pekerjaan Umum dijabatnya 
sejak Tahun 1966 sampai dengan 


1982. Pada ta- 
hun 1982 menjabat Sekretaris Jen- 
deral Departemen Pekerjaan Umum 
dan tahun 1983 diangkat menjadi 
Menteri Pekerjaan Umum. Tahun 
1988, Ir. Suyono Sosrodarsono 
menjabat Anggota Dewan Pertim- 
bangan Agung Republik Indonesia 
sampai saat ini. Bintang penghargaan 
yang diperoleh adalah Bintang Ma- 
haputra Kelas III. Disamping itu juga 
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menerima "The Grand Gordon of 
The Order of The Sacred Treasure 
dari Sri Baginda Kaisar Jepang Aki- 
hito tgl. 1 Desember 1989. Ir. Su- 
yono Sosrodarsono lahir di Madiun 
tanggal 3 Maret 1926, didampingi se- 


orang istri yakni dr. Astuti dan 
mempunyai 3 orang putri. Beliau juga 
anggota tentara Pelajar pada jaman 
perjuangan. 


Dimanapun termasuk ditepi pantai pak Yono selalu mencatat apa yang dianggap penting dan baik yang 
perlu diketahui dan ditindak lanjuti bawahannya. 
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Mandataris MPR, maka dalam mem- 
bentuk Kabinet Pembangunan IV itu 
Presiden Soeharto sekaligus telah 
menetapkan Pancakrida Kabinet 
yang juga merupakan program na- 
sional untuk waktu lima tahun 
mendatang. 


Pancakrida Kabinet Pembangun- 
an IV itu terdiri dari: 


Pertama: Meningkatnya Trilogi 
Pembangunan yang didukung oleh 
ketahanan nasional yang makin 
mantap, | 

Kedua: МепїпдКаїпуа реп- 
dayagunaan арагаїиг negara menu- 
ju terwujudnya pemerintahan yang 
bersih dan berwibawa; 

Ketiga: Meningkatnya pema- 
syarakatan ideologi Pancasila dalam 
mengembangkan Demokrasi Panca- 
sila dan P4 dalam rangka meman- 
tapkan persatuan dan kesatuan 
Bangsa; | 

Keempat: МепїпдКаїпуа pe- 
laksanaan politik luar Negeri yang 
bebas aktif untuk kepentingan 
Nasional: 


Kelima: Terlaksananya 


Pemilihan Umum yang langsung, : 


umum, bebas dan rahasia dalam 
tahun 1987. 


Pancakrida Kabinet Pem- 
bangunan IV hakekatnya merupakan 
kelanjutan dan peningkatan dari Sap- 
takrida Kabinet Pembangunan III 
dahulu. Dengan demikian kiranya 
terjamin kesinambungan program- 
program nasional dari kurun waktu 
lima tahun yang lalu dengan program 
nasional dalam kurun waktu lima 
tahun mendatang dengan kecen- 
derungan yang makin menyempur- 
nakan dan meningkat dari tahap satu 
ke tahap berikutnya. 


Dalam susunan Kabinet Pem- 
bangunan IV ini program pem- 
bangunan untuk penyiapan pe- 
mukiman transmigrasi tidak lagi men- 
jadi tugas dan tanggung jawab 
Menteri Pekerjaan Umum, melainkan 
dialihkan menjadi tugas dan tanggung 
jawab Menteri Transmigrasi secara 
penuh. 

Kabinet Pembangunan IV lahir 
dalam situasi pembangunan yang 
dihadapkan kepada ujian dan tan- 
tangan berat dari resesi ekonomi 
dunia dan konflik yang masih melan- 
da dunia yang berkepanjangan. Re- 
sesi ekonomi dunia untuk kurun 
waktu lima tahun mendatang 
diperkirakan masih memberikan 
dampak dan pengaruh yang demi- 
kian hebat, sehingga sejak tahun 
1983 akibat-akibatnya telah terasa 
membahayakan kelanjutan pem- 
bangunan nasional. Tekanan 
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Telex : 22435 CECI Tel. 7363567 (30 lines) Telex Fax : 7363692 


terhadap pembangunan makin terasa 
bertambah berat karena menurunnya 
harga minyak bumi. 

Dalam situasi yang demikian itu 
demi menjaga kesinambungan pem- 
bangunan dan memelihara tertib 
kehidupan konstitusional, Kabinet 
Pembangunan IV mulai bekerja pada 
awalnya berdasarkan Undang- 
Undang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara 1983/1984 sebagai 
tahun terakhir pelaksanaan Repelita 
Ill. Sesuai dengan keadaan 
perekonomian yang sulit maka 
didalam pelaksanaan Anggaran Pen- 
dapatan dan Belanja Negara sikap 


. hemat dan prihatin harus ditunjukkan 
oleh segenap aparatur pemerintahan, 


sehingga dapat menjadi tauladan 

yang baik bagi masyarakat. 
Betapapun beratnya situasi dan 

tantangan yang dihadapi, namun 
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Pemerintah telah bertekad untuk 
melaksanakan tugasnya dalam kurun 
waktu lima tahun yang mendatang, 
termasuk menyusun dan melaksana- 
kan Repelita IV, dengan sungguh- 
sungguh untuk mencapai keber- 
hasilan yang diinginkan. Sebab, 
kurun waktu lima tahun mendatang 
setelah tahun 1983 merupakan kurun 
waktu yang sangat penting dan 
menentukan dalam kehidupan 
bangsa Indonesia lebih lanjut. Kurun 
waktu Repelita IV sudah melewati 
pertengahan serta menjelang tahap 
purna perjalanan pembangunan 
jangka panjang, ke arah terciptanya 
landasan yang kuat bagi Bangsa In- 
donesia untuk tumbuh dan berkem- 
bang atas kekuatan sendiri menuju 
masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila. Dalam kurun 
waktu ini Angkatan 45 akan makin 
mendekati perampungan tugas se- 
jarahnya dan mulai menyerahkan 
tongkat estafet kepemimpinannya 


kepada generasi penerus. 


REPELITA IV. 


23. Dalam Garis-Garis Besar 
Haluan Negara 1983 antara lain telah 
digariskan, bahwa dalam Pelita IV 
harus diusahakan terciptanya 
kerangka landasan bagi bangsa In- 
donesia untuk tumbuh dan berkem- 
bang terus, untuk kemudian diman- 
tapkan lagi dalam Pelita V, sehingga 
dalam Pelita VI nanti Bangsa In- 
donesia sudah benar-benar dapat 
tinggal landas untuk memacu pem- 
bangunan menuju terwujudnya 
masyarakat yang dicita-citakan, ialah 
masyarakat adil dan makmur ber- 
dasarkan Pancasila. 
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Sambutan hangat pada setiap kunjungan Menteri P.U ke daerah-daerah. 


Tujuan Repelita IV ialah: 


Pertama: Meningkatkan taraf 
hidup, kecerdasan dan kesejahteraan 
seluruh rakyat yang makin merata 
dan adil. 

Kedua: Meletakkan landasan 
yang kuat untuk tahap pembangunan 
berikutnya. 

Sesuai dengan Pola Umum Pem- 
bangunan Jangka Panjang, maka 
dalam Pelita IV prioritas diletakkan 
pada pembangunan bidang ekonomi 
dengan titik berat pada sektor perta- 
nian untuk melanjutkan usaha-usaha 
memantapkan swasembada pangan 
dan meningkatkan industri yang 
dapat menghasilkan mesin-mesin in- 
dustri sendiri, baik industri berat 
maupun industri ringan. 

Berdasarkan Pola Umum Pelita 
Keempat yang ditetapkan dalam 


Garis-Garis Besar Haluan Negara 
1983, maka dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia nomor 
21 Tahun 1984 tanggal 19 Maret 
1984 telah ditetapkan Rencana Pem- 
bangunan Lima Tahun Keempat (Re- 
pelita IV) 1984/1985 - 1988/1989. 
Kebijaksanaan-kebijaksanaan me- 
ngenai Repelita IV menurut tradisi 
konstitusional dituangkan dalam ren- 
cana tahunan yang tercermin dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) serta kebijaksanaan 
Pemerintah lainnya. Rencana tahunan 
dari Repelita IV disusun dengan 
memperhatikan kemungkinan pe- 
rubahan dan perkembangan keadaan 
yang memerlukan langkah-langkah 
penyesuaian dari Pelita IV. 
Pemerintah menyadari bahwa 
dalam kesulitan perekonomian In- 
donesia sebagai dampak resesi 
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Peningkatan komoditi-komoditi ekspor untuk menunjang pembangunan. 


ekonomi dunia, maka untuk mem- 
biayai pelaksanaan Repelita IV tidak 
dapat sekedar mengandalkan pada 
peningkatan penerimaan negara dari 
minyak bumi dan gas alam, tetapi 
harus dapat diusahakan peningkatan 
penerimaan negara melalui perpa- 
jakan dan sumber-sumber lain di luar 
minyak bumi dan gas alam, dengan 
peningkatan ekspor komoditi dan jasa 
serta pariwisata. 

Dalam Repelita IV akan dilanjut- 
kan dan ditingkatkan kebijaksanaan 
pembangunan yang berlandaskan 
pada Trilogi Pembangunan, yaitu 
pemerataan pembangunan dan hasil- 
hasilnya yang menuju pada tercip- 
tanya keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat, pertumbuhan ekonomi yang 
cukup tinggi dan stabilitas nasional 
yang sehat dan dinamis. Pelaksanaan 
delapan jalur pemerataan akan diting- 
katkan dan makin diperluas dalam 
rangka pelaksanaan prinsip pemera- 
taan pembangunan dan hasil- 
hasilnya, sehingga secara keseluruh- 
an keadilan sosial mendapat perha- 
tian yang lebih besar dalam Pelita IV. 
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— 


Menteri PU Ir, Suyono Sosrodarsono dengan salah satu anggota Komisi V di tengah-tengah masyarakat di daerah 


Maqelang — Jawa Tengah. 


Pertumbuhan ekonomi yang 
cukup tinggi sebagai unsur kedua 
Trilogi Pembangunan, yang me- 
rupakan prasyarat bagi tercapainya 
pemerataan pembangunan dan hasil- 
hasilnya, akan dicapai melalui ke- 
naikan produksi dan jasa di berbagai 
sektor, yaitu; sektor Pertanian, in- 
dustri, pertambangan, perdagangan 
dan lain-lain dengan tetap berorien- 
tasi kepada perluasan kesempatan 
kerja. 

Pembangunan di bidang Peker- 
jaan Umum berupa sarana dan pra- 
sarana fisik harus dapat menunjang 
dan memberikan dukungan kepada 
sektor-sektor yang bersifat strategis 
dalam pembangunan nasional dan 
yang pada gilirannya mendorong ter- 
wujudnya tujuan dan pencapaian 
sasaran pembangunan nasional. 


194 


Dalam menunjang dan men- 
dukung sektor pembangunan diarti- 
kan: 


(1) Mewujudkan peranan fungsional 
dari Program bidang Pekerjaan 
Umum dalam merealisasikan tun- 
tutan kebutuhan masyarakat. 


(2) Secara aktif memikirkan dan me- 
rumuskan pola pendekatan pe- 
nunjangan sektor yang terkait, 
khusus perencanaan dan pe- 
ngembangan tata ruang, perenca- 
naan kota, terpadu dalam satu 
paket penunjangan sektor pem- 
bangunan di berbagai wilayah. 


(3) Pada dasarnya semua sektor 
pembangunan harus ditunjang 
dan didukung dengan sarana dan 
prasarana bidang Pekerjaan 
Umum. 


Sektor pembangunan yang terkait 
langsung dengan program pemba- 
ngunan sarana dan prasarana bidang 
Pekerjaan Umum dalam Repelita IV 
ialah: peningkatan produksi pangan 
dan ekspor bahan pertanian: pem- 
bangunan industri pengembangan 
energi: pembangunan perhubungan: 
pembangunan transmigrasi: pe- 
ningkatan kesehatan masyarakat: 
pembangunan pemukiman dan ling- 
kungan hidup: pengembangan 
pariwisata: pengembangan koperasi: 
tenaga kerja dan dunia usaha. 


Strategi pembangunan yang di- 
tempuh Departemen Pekerjaan 
Umum dalam Repelita IV ialah: 


(1) Menunjang secara terkoordinasi 
dan sinkron program-program na- 
sional penting, yang bertujuan 


meningkatkan taraf hidup masya- 
rakat baik ekonomis maupun 
sosial; 


(2) Mendorong terwujudnya keseim- 


bangan tingkat pertumbuhan an- 
tar wilayah, yang diukur dengan 
tingkat kemudahan bagi masya- 
rakat dalam memenuhi 
kebutuhan; 


(3) Mewujudkan penyediaan sarana 


dan prasarana bidang Pekerjaan 
Umum yang mampu mendorong 
adanya tingkat kemudahan yang 
merata bagi masyarakat, sehingga 
melancarkan usahanya dalam 
memenuhi kebutuhan bidang 
sehari-hari, dalam kegiatan 
berusaha dan dalam mendapat- 
kan/memanfaatkan kesempatan 
kerja: 


(4) Memadukan berbagai langkah 


penyelenggaraan kegiatan lintas 
sektoral, yang meliputi 
penanganan bersama dalam pe- 
rancangan/perencanaan, pen- 
dayagunaan pencapaian sasaran 
serta dalam sinkronisasi penga- 
daan dan pendayagunaan dana 
dengan mengadakan konsultasi 
sektoral dan regional: 


(5)Mengusahakan kelancaran jasa 


distribusi dalam rangka memper- 
lancar pemasaran produksi, dan 
dalam menekan biaya angkutan, 


(6) Memanfaatkan secara optimal 


potensi sumber air dan lahan 
dalam wilayah-wilayah sungai 
(atau sistem sungai tertentu) 
dengan memadukan berbagai 
kegiatan lintas sektoral, khususnya 
kegiatan-kegiatan yang men- 
dayagunakan sumber daya air ke 
dalam suatu rencana Pengem- 


(7) Menggunakan 


bangan Wilayah Sungai sebagai 
suatu cara pendekatan wilayah 
dalam pembangunan dan peman- 
faatan sumber-sumber air. 


semaksimal 
mungkin bahan dalam negeri, dan 
meningkatkan kemampuan Pe- 
ngusaha Golongan Ekonomi Le- 
mah yang bonafide; diusahakan 
peningkatan kemampuan para 
Kontraktor dan Konsultan Na- 
sional sebagai mitra (partner) 
dalam pembangunan dan untuk 
meningkatkan peranan para Kon- 
traktor dan Konsultan Nasional 
tersebut dalam pelaksanaan Pem- 
bangunan Nasional: 


(8) Meningkatkan pengaturan dan 
pengawasan, pembinaan dalam 
bidang Pekerjaan Umum untuk 
meningkatkan tertib administrasi, 
tertib pelaksanaan dan tertib 
pemanfaatan. | 


Berdasarkan strategi pengem- 
bangan tersebut di atas, maka kebi- 
jaksanaan pembangunan dalam Re- 
pelita IV di bidang Pekerjaan Umum 
adalah sebagai berikut: 


(1) Memberikan prioritas yang lebih 
tinggi terhadap proyek-proyek 
yang dapat cepat berfungsi untuk 


Daerah aliran sungai. 
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menunjang keberhasilan sektor- 
sektor strategis dalam pem- 
bangunan. 


(2) Memberikan perhatian utama 


terhadap proyek-proyek yang 
dapat menyerap tenaga kerja 
yang cukup banyak di daerah- 
daerah yang padat penduduknya. 
Penggunaan alat-alat berat hanya 
dilakukan untuk membantu 
tenaga manusia atau jika peker- 
jaan itu memang harus dilaksana- 
kan dengan alat-alat berat 


bangunan, dalam arti sasaran 
fungsional tidak diselesaikan 
sekaligus, melainkan secara ber- 
tahap sesuai dengan keperluan. 
Dengan demikian, maka tahun- 
tahun pertama pembangunan se- 
belum sasaran keseluruhan dapat 
diselesaikan, bangunan-ba- 
ngunan, prasarana telah dapat 
berfungsi pada tingkat tertentu 
dengan catatan bahwa hal itu 
secara teknik dapat dipertang- 
gungjawabkan; 


dan/atau di daerah-daerah yang (4) Menempuh pentahapan dalam 


sulit mendapatkan tenaga kerja 
yang diperlukan; 


(3 Menempuh pentahapan dalam 


menyelesaikan sasaran pem- 
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memenuhi standar sasaran pem- 
bangunan, dalam arti persyaratan 
standar teknik terbaik akan dicapai 
secara bertahap sesuai dengan 
dana yang dapat disediakan; 


(5) Mengenai proyek-proyek besar, 


prioritas diberikan kepada proyek- 
proyek lanjutan dan proyek- 
proyek pembangunan prasarana 
yang langsung mendukung dan 
menunjang produksi pangan, 
pengembangan industri dan pe- 
ningkatan perhubungan sesuai 
dengan prioritas yang digariskan 
dalam Garis-garis Besar Haluan 
Negara 1983 dengan segala segi 
keperluan prasarana; 


(6) Memantapkan pendayagunaan 


dan penertiban pemanfaatan 
hasil-hasil pembangunan pra- 
sarana Pekerjaan Umum: 


(7) Meningkatkan pengaturan, pem- 


binaan dan pengawasan dalam 


Tahap pembangunan jalan tol. 
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Bendung Padang Sappa Kabupaten 
Luwu, Sulawesi Selatan. 


Pengerjaan Saluran. 


rangka pendayagunaan sumber tuan luar negeri sebagai unsur а. Pengairan 

daya yang tersedia seperti: dana, komplementer untuk lebih mem- Untuk menunjang pembangunan 

bahan-bahan dan alat-alat serta percepat terwujudnya pem- pertanian khususnya peningkatan 

sumber daya manusia; bangunan prasarana fisik dan produksi pangan dalam Pelita IV 
sarana di bidang Pekerjaan dilaksanakan proyek-proyek di 


(8) Memanfaatkan secara efektif ban- 
Umum. bidang Pengairan, sebagai berikut: 
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KA PT. LEPEN KENCANA UTAMA 


ENGINEERING, CONTRACTOR & DEVELOPER 
Jl. Danau Gelinggang No. 8, Jakarta 10210. Phone 582830 


mengucapkan 


SELAMAT HARI KEBAKTIAN 
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM R.I. YANG KE-45 


3 Desember 1990 


Perusahaan Kami selalu siap berperan aktif 
menunjang Pembangunan Pemerintah, 
terutama dalam bidang Air bersih. 


AMYTHAS 


EXPERTS & ASSOCIATES P.T. 


Jeien Kemang Raya No. 17.A. Jekarta 12730 


Р.О. Box 290/Kby - Phone : 7990828, 7998806 
Telex 47564 AMEA-IA 


MENGUCAPKAN : 


SELAMAT HARI BAKTI 
AN ATC COMPANY DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 
ke 45, 3 Desember 1990 
Providing Consultancy Services to 
Ministry of Public Works 
Planning - Design - Implementation 


of 
Water Resources Projects BIDANG PELAYANAN KAMI 


From 1973 


— SISTIM IRIGASI 
— BANGUNAN 
— RAWA DAN SUNGAI 


John E. Priest Dr. KV. Ramu ызаланды ысы 
Setara Мәтінді «ria deri _ SISTIM TRANSPORTASI DARAT 
— PENGEMBANGAN DAERAH DESA DAN KOTA 
Head Office: ECI 40 W DTC — ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 
7935 E Prentice Ave — PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN 
Englewood, CO. USA 80111 


ы Google 


PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
P.T. HUTAMA KARYA 
CIVIL ENGINEERING & GENERAL CONTRACTORS 


NAMA UNTUK SEGALA POMPA 


" MITRA TERPERCAYA DALAM BERKARYA " 


ілі 


Dari pompa untuk distribusi air bersih, pompa air kotor, 

pompa proses, pompa tambak, pompa irigasi sampai pom 

pa untuk menanggulangi banjir, EBARA lah jawabannya. 

Kualitas andal, suku cadang/pelayanan | purna jual terjamin. KANTOR PUSAT : 

Untuk segala persoalan pompa, hubungi Showroom: JL. LETJEN HARYONO MT. KAV. NO. 8 

e Jl. Gunung Sahari Raya 57 G Jakarta 10610 PO BOX 172 JATJG, JAKARTA 130001 

e Telepon: 420-9908 e Telex: 49128 PALCO IA e Fax: 414-318 TELP : 8193708, TELEX : 48113 HK. IA, FAX : 8196107 


BERSAMA ANDA KAMI MEMBANGUN 
MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK 


4 euroconsult 


Dirgahayu 45 th masa Bhakti Dep. P.U 
J Desember 1945 - 3 Desember 1990 


CONGRATULATES DEPT. P.U. ON 
THE OCCASION OF 45 TH ANNIVERSARY 
AND THEIR ACHIEVEMENTS 
SO FAR AND WILL GLADLY 
ASSIST YOU IN YOUR CHALLENGING 
TASKS AHEAD. 


Р.Т. MULII KONIRINDO PERKASA 
GENERAL CONTRAKTOR'S 
Wisma BCA STh Floor, Jl, Jendral Sudirman Kav. 22. 23 Jakarta 12920 
BIMANTARA GROUP Phone 5782373, 5782374, 5782344 (8 Lines ) Facsimile : 5782343, 
Telex 625772 BSW IA 


= 
e pt. bumi prasidi Otice: - 
Jl. Dr. Saharjo 149/J, Jakarta 12860, Telp. : 8282740, 8281324 Telex 63938 
bi - epsi KA IA c/o 0640, Fax. (021) 8281324, P,O. Box 211, Jakarta 12001 


ENVIRONMENTAL, ENGINEERING, PLANNING & MANAGEMENT CONSULTANTS 


Dirgahayu Hari Kebaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45 
3 Desember 1945 — 3 Desember 1990 


PT. BUANA ARCHICON 


GRANADHA BUILDING 9 th FLOOR PHONE :(021) 511744, 510909 EXT. 1325 TELEX: 62219 GRAN IA 
ADDRESS JL. JENDERAL SUDIRMAN 50 JAKARTA 12930 — CABLE : BUANARCHIE FAX :514123. 


Dirgahayu Hari Kebaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45 
3 Desember 1945 — 3 Desember 1990 


P.T. SARANA KARYA persero) 


KANTOR PUSAT : JL. WIJAYA 1/63 - KEBAYORAN BARU - JAKARTA SELATAN TELP. 734511, 737327, 773026 
ALAMAT KAWAT : DIRPAN JAKARTA, BANK : BNI 1946 & BANK BUMI DAYA KEBAYORAN BARU 


Dirgahayu Hari Kebaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45 
3 Desember 1945 — 3 Desember 1990 


; BANABUNGI, PULAU BUTON 
: JL. GUNUNGSARI 15 TELP. 67972 SURABAYA 
JL. KAKATUA 22 A TELP. 82859 UJUNG PANDANG 


| fie P.T. WIDYA PERTIWI ENGINEERING 


, ENGINEERS, ARCHITECTS & CONSULTANTS 


KANTOR PUSAT : JL. BANK 11/2, PRAPANCA BAWAH, JAKARTA SELATAN 
TELEPON : 7394797, 7391784 
FAX : 7395803 (021) 


LINGKUP JASA : o Pengembangan Sumber Daya Air (Irigasi, Dam, Sungai dan Rawa) 


0 Perencanaan Bangunan Gedung, Jalan dan Jembatan о Transportasi (Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara) 
o Manajemen Konstruksi 0 Studi Teknik, Sosial dan Ekonomi 


о Prasarana Kota (Drainage, Persampahan, Air Limbah, Air Bersih) с veg асан 
о Pengembangan Wilayah (Perkotaan dan Pedesaan) І 


(1)Perbaikan dan pemeliharaan 
prasarana pengairan; 


(2) Pembangunan Jaringan irigasi; 
(3) Pengembangan daerah rawa. 


Dalam pelaksanaan proyek-proyek 
pengairan tersebut di atas ditempuh 
kebijaksanaan pengembangan secara 
bertahap yang efektif, sehingga setiap 
tahapan sudah segera dapat diman- 
faatkan untuk kepentingan 
masyarakat yang bersangkutan. 


Proyek perbaikan dan peme- 
liharaan prasarana pengairan 
dimaksudkan untuk mengembalikan 
dan meningkatkan kemampuan 
pelayanan prasarana pengairan 
dalam penyediaan air irigasi serta 
menjaga tingkat pelayanan yang 
sudah ada sesuai dengan yang diren- 
canakan terutama dalam rangka 
menunjang kegiatan intensifikasi 
penanaman padi (Bimas, Inmas, In- 
sus) termasuk usaha pengembangan 
perikanan tambak. Usaha dan 
kegiatan tersebut berupa: perbaikan 
dan penggantian saluran dan ba- 
ngunan air, perbaikan ben- 
dungan/waduk, pengamanan 
bangunan pengairan yang sudah 
dalam kondisi kritis, serta tambahan 
saluran dan bangunan irigasi ter- 
masuk tersier agar air irigasi dapat 
dimanfaatkan lebih merata dan efektif 
di tingkat usaha tani. Di samping itu 
juga dapat memberikan pelayanan 
tani dan dapat memberikan pela- 
yanan bagi penyediaan air bagi 
keperluan di luar sektor pertanian 
seperti: air baku untuk air minum, in- 
dustri, penggelontoran dan lain 


Kapal keruk sedang disiapkan dalam rangka rehabilitasi prasarana 
pengairan di proyek serbaguna Jatiluhur. 


sebagainya. 


irigasi tetap dalam keadaan baik dan 


Untuk menjaga agar jaringan dapat berfungsi serta dimanfaatkan 
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dengan sebaik-baiknya diperlukan 
usaha pemeliharaan dan pengelolaan 
yang memadai. Untuk itu di samping 
pemantapan kegiatan eksploitasi dan 
pemeliharaan jaringan irigasi dan 
reklamasi dilakukan penyuluhan bagi 
para petani pemakai air, yang dihim- 
pun dalam Himpunan Petani Pema- 
kai Air (HIPPA) dan lembaga- 
lembaga lainnya dalam cara 
pengelolaan pemeliharaan dan 
pemanfaatan jaringan irigasi, agar 
mereka dapat memberikan peran ser- 
tanya secara berdaya guna. 


Usaha perbaikan jaringan irigasi 
dalam Repelita IV meliputi areal 
pengairan seluas 360.000 hektar 
tersebar di daerah-daerah seluruh In- 
donesia, antara lain: Jatiluhur, 
Cirebon dan Rentang di Jawa Barat: 
Pemali Comal dan Semarang Barat 
di Jawa Tengah: Madiun, Kediri dan 
beberapa daerah Jawa Timur, Aceh 
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Utara dan Barat: Simalungun di 
Sumatera Utara, Way Sekampung di 
Lampung Tengah, Sulawesi Selatan: 


Lombok, Sumbawa, Flores dan lain- 


lain. 

Proyek pembangunan jaringan 
irigasi bertujuan untuk menunjang 
ekstensifikasi dan intensifikasi perta- 
nian, berupa perluasan sawah 
dengan irigasi teknis baik areal yang 
semula berupa sawah tadah hujan, 
atau lahan pertanian tanah kering, 
atau lahan perkebunan maupun 
lahan baru. 

Pembangunan irigasi yang diren- 
canakan dan dilaksanakan dalam 
Repelita IV meliputi areal seluas 
600.000 hektar dan jaringan tersier 
seluas 720.000 hektar, yang terdiri 
dari: 


(1) Pembangunan jaringan Irigasi 
Sedang - Kecil yang tersebar dan 
menjangkau daerah-daerah ter- 
pencil hampir di semua propinsi 


dengan biaya yang relatif rendah 
dan dapat segera berfungsi: 


(2) Pengembangan irigasi khusus, 
yang pada umumnya merupakan 
pembangunan irigasi besar, yang 
dilengkapi dengan bangunan ben- 
dungan/ waduk besar untuk men- 
jamin penyediaan air terutama 
pada musim hujan: 


(3) Pengembangan air tanah di 
daerah-daerah yang rawan dan 
langka air permukaan untuk ke- 
pentingan pertanian dan 
keperluan rumah tangga. 


Program yang ketiga untuk 
menunjang perluasan areal pertanian 
ialah pengembangan daerah rawa 
dengan memanfaatkan lahan rawa 
pasang surut dan rawa bukan pasang 
surut. Usaha ini dikaitkan pula 
dengan kegiatan transmigrasi dan 
pemukiman penduduk dan dilak- 
sanakan dengan mengadakan 


Jembatan Comal — Jawa Tengah 


JALAN ARTERI 


LINTAS TIMUR SUMATERA 
MENJANJIKAN 

MASA DEPAN YANG 
CERAH. 


Ruas Jalan Kota Pinang — Torgamba 
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Belahan timur Sumatera dewasa 
ini masih memiliki potensi yang belum 
dikembangkan secara maksimal. Po- 
tensi dimaksud ialah lahan yang 
begitu luas yang ternyata sangat 
cocok untuk menambang "emas hi- 
jau”, kelapa sawit dan karet serta 
tanaman komoditi agro bisnis lainnya. 


Menurut catatan, di Propinsi 
Riau, Jambi dan Sumatera Selatan 
terdapat sekitar 3,50 juta hektar lahan 
bergambut yang sangat cocok untuk 
tanaman kelapa sawit, kelapa hibrida 
dan sejenisnya. Sebagian dari areal 
tersebut, saat ini sudah mulai digarap, 
berupa hamparan perkebunan baru 
kelapa sawit dan karet serta kelapa 
hibrida, terutama di Riau, yang 
jumlahnya sudah mendekati 200.000 
hektar. Sementara areal lainnya yang 
masih berupa hutan baik di Jambi 
maupun Sumatera Selatan, telah 
diproyeksikan untuk tanaman serupa. 


Pengembangan belahan timur 
Sumatera itu secara ekonomis akan 
sangat berperan dalam rangka 
semakin meningkatkan kemampuan 
ekspor non migas kita yang terus- 
menerus harus semakin digalakkan. 


Dalam usaha mendukung per- 
kembangan ke depan dan meng- 
garap potensi yang begitu besar, 
kegiatan pembangunan prasarana dan 
sarana jalan, jembatan dan pelabuh- 
an merupakan hal yang sangat pen- 
ting, disamping penyediaan sumber 
daya manusia yang akan mengolah 
dan menangani agro bisnis ini. 


Dalam kaitan inilah sejak akhir 
Pelita III lalu, Departemen Pekerjaan 
Umum dalam hal ini Direktorat Jen- 
deral Bina Marga mulai merintis, 
membuka dan menangani ruas-ruas 
jalan di timur Sumatera tersebut, 
yang lebih dikenal dengan jalan arteri 


lintas timur Sumatera. Yang dimak- 
sud dengan jalan arteri lintas timur 


Sumatera itu ialah ruas jalan yang 


menghubungkan ujung utara pulau 


Sumatera di Banda Aceh sampai 
dengan ujung selatan Sumatera, 
Bakauheni di Lampung, melalui 
route Banda Aceh — Medan — Ran- 
tau Prapat — Dumai — Pakan Baru 
— Japura — Merlung — Jambi — 
Palembang — Kayu Agung — Meng- 
gala — Terbanggi Besar — Bandar 
Lampung - Bakeuheni. Dari sini 
dengan ferry terus ke Merak. Untuk 
ruas ini melalui Propinsi Daerah 
Istimewa Aceh — Sumatera Utara — 
Riau — Jambi — Sumatera Selatan 
dan Lampung. 


Selain itu, hubungan darat antara 
ujung utara Sumatera ke ujung selat- 
an pulau ini dapat ditempuh melalui 
jalan yang lebih dikenal dengan nama 
Lintas Sumatera. Yakni ruas jalan 


Sarana-sarana jalan dibangun untuk memperlancar pengangkutan hasil-hasil 
perkebunan 


m 


— 


yang menghubungkan Banda Aceh 
— Medan — Padang — Sidempuan 
— Bukit Tinggi — Muara Bungo — 
Lubuk Linggau — Kotabumi — Ban- 
dar Lampung — Bakauheni. Jalan 
lintas Sumatera Utara — Sumatera 
Barat — Jambi — Sumatera Selatan 
— Lampung ini, untuk saat sekarang 
lebih tepat disebut sebagai lintas 
tengah, karena sejak beberapa tahun 
terakhir dikembangkan pula ruas ja- 
lan yang dapat disebut sebagai lintas 
barat Sumatera, yakni Banda Aceh 
— Meulaboh — Tapak Tuan — Si- 
dikalang — Sibolga — Simpang Em- 
pat — Pariaman — Padang — Pain- 
an — Muko-muko — Bengkulu — 
Mana - Bintuhan - Krui - Ko- 
tabumi — Bandar Lampung. Route 
ini melalui Propinsi Daerah Istimewa 
Aceh — Sumatera Utara — Suma- 
tera Barat — Bengkulu — Lampung. 
Untuk lintas barat tersebut, saat ini 
tengah dalam penyelesaian "penem- 
busan” hubungan antara Sumatera 
Barat — Sumatera Utara di pantai 
barat perbatasan kedua propinsi, 
yang pengalokasian dananya, meng- 
gunakan dana APBD Pemda 
setempat. 


Akhir Pelita V 


Program penanganan ruas jalan 
di lintas timur Sumatera seperti telah 
dikemukakan di atas, direncanakan 
pada akhir Pelita V sudah selesai 
seluruhnya, sehingga hubungan an- 
tar propinsi di Pulau Sumatera 
ataupun antar propinsi di Sumatera 
dengan pulau Jawa, akan mem- 


punyai banyak pilihan. Upaya 


penanganan ruas-ruas jalan di lintas 
timur tersebut, dapat digambarkan 
melalui tabel di bawah ini : 


Dari data-data di atas, dengan 
penanganan jalan arteri lintas timur 
sepanjang 2.418,9 Km itu, maka 


pada akhir Pelita V, memasuki 
periode tinggal landas dalam Pelita 
VI, kawasan sepanjang pantai timur 
pulau Sumatera dapat diharapkan 
berkembang pesat. Semua potensi 
yang mungkin dapat dikembangkan 
di daerah ini, akan memperoleh 
kemudahan dalam hal prasarananya. 
Saat ini saja, dalam keadaan pe- 
nanganan ruas pantai timur belum 
selesai, indikasi perkembangannya 
memberikan janji cerah di masa 
depan. Sebagai contoh, bus jarak 
jauh, Medan — Jakarta, cukup ber- 
kembang pesat, dengan mengambil 
route Medan — Dumai - Lubuk 
Linggau — Bandar Lampung — Ja- 
karta. Indikasi lain, di sepanjang jalan 
mulai dari Kisaran — Rantau Prapat, 
dapat kita lihat peremajaan 
perkebunan kelapa sawit, karet, 
penanaman komoditi baru, cokelat 
dan sebagainya. 


Pada ruas Banda Aceh — Me- 
dan, potensi pertanian pantai timur 
Aceh yang subur, kawasan industri 
Lhok Seumawe, dengan sendirinya 
akan semakin berkembang pula. Di 
samping itu, Pemerintah melalui 
Direktorat Rawa Direktorat Jenderal 
Pengairan Departemen Pekerjaan 
Umum tengah menangani irigasi tam- 
bak rakyat seluas 3.000 hektar yang 
tentunya akan memberi manfaat bagi 
petani tambak setempat. Pada saat- 
nya nanti, produk udang dari daerah 
ini diharapkan tidak sekedar 
memenuhi konsumsi lokal, tapi juga 
dapat mensuplai daerah lain disam- 
ping untuk ekspor. 


Sedangkan di sepanjang jalan an- 
tara Rantau Prapat — Kota Pinang — 
Torgamba — Dumai, dapat kita sak- 
sikan terhampar begitu luas 
perkebunan kelapa sawit dan 
perkebunan baru, yang telah mulai 
berproduksi. Untuk ruas Pakan Baru 


— Simpang Japura — batas Jambi, 
dapat kita lihat perkebunan baru, 
khususnya kelapa sawit dan karet 
yang mulai tumbuh membesar. Satu 
dua tahun lagi, mulai berproduksi. 
Sementara ruas Merlung — Jambi — 
Palembang — tersedia lahan yang 
siap untuk dibuka sebagai areal 
perkebunan pula. 


Dalam rangka mendukung per- 
kembangan yang akan begitu pesat 
di masa datang, sudah barang tentu 
pelabuhan-pelabuhan ekspor akan 
ditangani pula, karena bila mengan- 
dalkan pelabuhan yang ada sekarang. 
Belawan — Dumai — Palembang, 
maka jarak angkut produk kelapa 
sawit/ CPO ke pelabuhan akan terlalu 
jauh, yang akan membawa akibat 
menurunnya mutu CPO tersebut, 
yang pada gilirannya akan mem- 
pengaruhi harga jual. 


Oleh karenanya, untuk men- 
dukung pelabuhan ekspor yang di- 
rencanakan di Kuala Enok (Riau), 
ditangani pula ruas jalan dari arteri 
timur ke pelabuhan tersebut, yakni 
ruas Kuala Enok — Siberida sepan- 
jang 81 km, dengan perkiraan biaya 
sekitar Rp 14 milyar. 


Di Sumatera Selatan, akan 
dikembangkan pelabuhan ekspor 
Tanjung Siapi-api, mengingat 
pelabuhan Palembang di sungai Musi 
semakin hari semakin dangkal, 
sehingga saat ini hanya mampu 
beroperasi delapan jam sehari. 


Dalam rangka ini, akan dibangun 
jalan antara Palembang — Tanjung 
Siapi-siapi yang berjarak 74 km, 
mulai Km 20 pada ruas jalan antara 
Palembang — Betung yang saat ini 
telah selesai ditingkatkan. Untuk 
pelaksanaan konstruksinya, memer- 
lukan biaya sekitar Rp 18 milyar, dan 
sekarang sedang dalam tahap study 
kelayakan. 
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Soil Cement 


Disamping analisis yang menjan- 
jikan masa depan cerah atas pengem- 
bangan prasarana jalan di pantai 
timur Sumatera ini, maka dalam pe- 
laksanaannya di lapangan bukannya 
tidak menghadapi persoalan-per- 
soalan. Dari aspek teknologi dan 
konstruksi, masalah "miskinnya" 
guarry di daerah Riau — Jambi dan 
Sumatera Selatan, mendorong diin- 
trodusirnya soil semen sebagai peng- 
ganti batu dan pasir. Apabila diren- 
tang memanjang, volume soil semen 
untuk memperkuat badan jalan ini 
jumlahnya cukup besar. Mulai dari 
ruas Toramba — Dumai, Pakan Baru 
— Batas Jambi, Merlung — Jambi, 
terus ke Betung - Palembang, 


Riau 
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D.I. Aceh 


Sumatera Utara 


Sumatera Selatan 


Lampung 


dengan rentang jarak lebih dari 1.000 
Km. 


Dengan modal pengalaman me- 
nangani teknologi soil semen 
tersebut, baik pelaksana proyek 
maupun konsultan dan kontraktor, 
maka untuk menghadapi masalah 
yang sama di daerah lain, akan men- 
jadi semakin mudah. 


Aspek lain dari kemajuan yang 
akan dicapai di daerah sepanjang 
pantai timur Sumatera ini ialah 
masalah kesempatan kerja yang akan 
terbuka luas di sektor agro bisnis 
sekaligus akan merubah komposisi 
demografi atau kependudukan 
setempat, yang semula merupakan 
daerah kosong, menjadi daerah 
penyebaran penduduk. Dari segi 


Hankamnas ini tentunya akan mem- 
bawa dampak positif pula. 


Dari gambaran di atas, pem- 
bangunan prasarana jalan di pantai 
timur Sumatera yang akan membawa 
pengaruh bagi kemajuan ekonomi, 
kesempatan kerja dan kependu- 
dukan, teknologi serta Hankamnas 
itu, maka memang tidak berlebihan 
bila dikatakan bahwa upaya Pemerin- 
tah menangani jalan dan jembatan 
pada arteri lintas timur tersebut, 
benar-benar menjanjikan masa depan 
cerah. 


PROGRAM PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN 
LINTAS TIMUR SUMATERA 1989 — 1992. 


Program Penanganan 


89/90 90/91 91/92 92/93 


2.418,9 | 292.75 206,45 695,2 644 
5,513 1,004 | 1.109,5 1,345 0,342 


Keterangan 


Penanganannya dilak sa- 
nakan secara bertahap, 
tidak pada semua ruas 
jalan, karena ditangani 
sebelumnya. 


Proyek Jembatan Boesem, merupakan bagian Jalan Tol Surabaya-Gempol- (Malang) 


reklamasi lahan rawa berupa pem- 
buatan saluran dan pematusan 
(drainase), agar sawah rawa yang 
tidak produktif dapat dikembangkan 
menjadi daerah pusat produksi per- 
tanian baru. Dalam Repelita IV diren- 
canakan dan dilaksanakan reklamasi 
lahan rawa sebagai berikut: 


(1) Lahan rawa pasang surut seluas 


310.000 hektar, dan 


(2) Lahan rawa non pasang surut 
seluas 150 hektar. 


Dalam rangka program ini dilaksana- 
kan pula peningkatan kondisi jaringan 
pematusan (drainase) rawa yang 
telah ada tetapi belum sempurna dan 
melengkapi dengan bangunan 
pelengkap yang diperlukan, agar 
prasarana tersebut dapat tetap ber- 
fungsi dengan baik. 


b. Bina Marga 


Kebijaksanaan pembangunan di 
bidang jalan dan jembatan dalam 


Repelita IV ditujukan untuk mem- 
berikan prioritas kepada proyek-pro- 
yek yang dapat cepat diselesaikan 
dengan biaya yang relatif rendah dan 
dengan mutu yang secara teknis 
dapat dipertanggung jawabkan. Da- 
lam memenuhi standar teknis terbaik 
ditempuh cara pentahapan dengan 
menitikberatkan pada kekuatan 
struktur dan menomor-duakan geo- 
metri jalan, dengan catatan bahwa 
pengamanan keselamatan pemakai 
jalan terhadap kecelakaan lalu-lintas 
tetap harus dilakukan. 

Pelaksanaan program di bidang 
jalan dan jembatan diarahkan kepada 
berfungsinya jaringan jalan secara 
satu kesatuan yang efisien, baik jalan 
arteri, kolektor maupun jalan lokal 
agar tidak mengalami hambatan se- 
tempat dalam pelayanan terhadap 
jasa angkutan yang dibutuhkan. 


Dalam Repelita IV pembangunan 
jalan mengutamakan jaringan jalan di 


pusat-pusat produksi serta jalan-jalan 
yang menghubungkan pusat produksi 
dengan daerah pemasarannya, ter- 
masuk jaringan jalan yang men- 
dukung pengembangan pemukiman 
transmigrasi. Di samping itu 
diutamakan pula menurut tingkat 
keperluan jaringan jalan yang me- 
ningkatkan hubungan dengan 
kawasan industri, menghubungkan 
pelabuhan dengan daerah-daerah 
pedalaman (hinterland) dan mem- 
buka daerah-daerah potensi yang se- 
lama ini terisolir. Pembangunan ja- 
ringan jalan hakekatnya untuk me- 
ningkatkan arus barang serta jasa dan 
mobilitas manusia antar daerah, yang 
pada akhirnya menunjang usaha- 
usaha untuk pembangunan bangsa 
(nation building). 

Program di bidang jalan dan jem- 
batan yang dilaksanakan dalam 
Repelita IV terdiri dari: 


(1) Rehabilitasi dan pemeliharaan 
jalan dan jembatan untuk 
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mempertahankan kondisi jalan 
dan jembatan yang sudah 
ditingkatkan dan berada dalam 
kondisi mantap agar sesuai 
dengan tingkat pelayanan yang 
diperlukan. Rehabilitasi jalan 
meliputi jaringan jalan sepanjang 
18.500 kilometer; sedang peme- 
liharaan dilakukan untuk jaringan 
jalan sepanjang 97.775 kilometer. 


(2) Penunjangan jalan dan jembatan 
berupa pekerjaan perbaikan 
dengan tujuan agar jalan dan jem- 
batan yang belum mantap dapat 
tetap berfungsi melayani lalu- 
lintas. Kegiatan itu berupa pera- 
taan jalan-jalan beraspal, 

berkerikil, dan jalan-jalan tanah 

serta pematusannya agar jalan 


tidak terputus. Pekerjaan penun- 
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Proyek Jalan Tol 
Jakarta — Cikampek 


jangan jalan itu dalam RepelitaIV (3) Usaha peningkatan dilakukan 
pada jalan dan jembatan yang 
belum mantap agar mampu 
melayani lalu-lintas yang 


dilakukan beberapa kali dan 
meliputi seluruhnya sepanjang 
19.020 kilometer. 


diperkirakan akan terus meningkat 
dengan masa pelayanan 5-10 
tahun dan masa pelayanan di atas 
10 tahun. Program peningkatan 
jalan dan jembatan dalam Repelita 
IV meliputi jalan sepanjang 
18.205 kilometer dan jembatan 
_ 50.000 meter. 


(4)Pembangunan yang berupa 
pekerjaan konstruksi jalan dan 
jembatan baru dilaksanakan di 
beberapa kota besar agar dapat 
menampung pertumbuhan lalu- 
lintas kota; serta di beberapa tem- 
pat untuk menunjang daerah 
transmigrasi, pertanian, dan 
pemekaran kota. Selama Repelita 
IV sasaran pembangunan dengan 
konstruksi baru meliputi jalan 
——— 1.280 kilometer dan | vad ng WAN TN 
jembatan 5.250 meter. W | € 


M 


va 4 


Di daerah dan tempat tertentu di 
usahakan melibatkan masyarakat 
pemakai jalan untuk ikut membiayai 
pembangunan jalan-jalan baru 
melalui sistem jalan tol dalam rangka 
mendukung dan menunjang berbagai 
sektor strategis bagi perkembangan 
perekonomian. 


N 


\\ 


c. Cipta Karya 


Pembangunan perumahan dan 
pemukiman sesuai dengan pe- 
ngarahan yang diberikan GBHN 
1983, ditujukan selain untuk 
memenuhi kebutuhan pokok ma- 
syarakat, juga diarahkan kepada 
sasaran untuk lebih meratakan hasil- 
hasil pembanounan dan menunjang 


Pemanfaatan air bersih langsung dirasakan masyarakat 


pembangunan ekonomi serta per- dan sarana penyehatan lingkungan masyarakat yang berpenghasilan 
luasan kesempatan kerja . pemukiman harus dapat terjangkau rendah. 

Peningkatan penyediaan sarana rakyat banyak, terutama golongan 
fisik seperti: perumahan, air bersih 
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Kegiatan pembangunan peru- (2) Perintisan perbaikan lingkungan 


mahan dan pemukiman dalam Re- 
pelita IV merupakan kelanjutan dan 
peningkatan serta pemantapan 
keserasian antar program dalam 
Repelita III. Dalam rangka Program 
Perumahan Rakyat dalam Repelita IV 
dilakukan usaha dan kegiatan: 


(1) Perbaikan dan peningkatan mutu 
perumahan desa dengan melalui 
pemugaran perumahan desa di 
sekitar 10.000 lokasi desa. Dalam 
hal ini diperhatikan pada desa 
nelayan, desa kritis, terbelakang 
dan miskin dan/ atau dalam 
rangka penanggulangan bencana 
alam. 


perumahan kota meliputi + 400 
kota dengan luas keseluruhan 
15.000 hektar kampung untuk + 
3.000.000 orang. Di samping itu 
diusahakan perbaikan kawasan 
pusat kota di kota-kota sedang 
dan kecil dengan perintisan per- 
baikan lingkungan pemukiman 
pasar untuk & 100 kota. 


(3) Perintisan peremajaan kota di kota 


besar dan sedang, dengan me- 
lakukan konsolidasi pertanahan di 
dalam rangka penataan kembali 
penggunaan tanah perkotaan. 
Dalam hubungan ini diusahakan 
perencanaan tata ruang untuk 


kawasan pemukiman, kawasan 
industri, pariwisata dan lain-lain. 


(4) Pembangunan perumahan rakyat 


di daerah perkotaan sebanyak + 
300.000 unit rumah, yang terbagi 
atas: 

— 140.000 unit dibangun oleh 


Perum Perumnas, 


— 160.000 unit dibangun oleh 
masyarakat dengan bantuan 


kredit pemilikan rumah oleh 
BTN. 


Untuk menanggulangi kebutuhan 
perumahan di kota-kota besar 
dimana lahan tersedia sudah 
sangat terbatas dan harganya 
sudah membubung tinggi, di- 
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usahakan pembangunan rumah- 
rumah susun (bertingkat). 


Dalam usaha pembangunan 
rakyat dan perbaikan lingkungan 
perlu diikut-sertakan potensi orga- 
nisasi seperti LKMD, Gerakan Pra- 
muka, ABRI masuk desa, KKN, 
BUTSI dan lain-lain untuk memban- 
tu meningkatkan usaha pem- 
bangunan perumahan dan perbaikan 
lingkungan. 


Penjernihan air minum Pulo Gadung — Jakarta 


Program yang tidak kurang pen- 
tingnya bagi kehidupan dan kese- 
jahteraan masyarakat ialah 
penyediaan prasarana air bersih un- 
tuk kemantapan pemenuhan 
kebutuhan dasar air bersih sebesar 60 
liter perorang per hari bagi semua 
pemukiman kota. Seluruh potensi 
kapasitas air bersih dimanfaatkan un- 


tuk dapat memperluas penyediaan 
pelayanan air bersih bagi 7596 jumlah 
penduduk kota, yaitu di & 350 kota 
besar, sedang dan kecil serta 600 
ibukota Kecamatan (IKK). Rehabilitasi 
juga dilakukan terhadap sistem pro- 
duksi, dan sistem distribusi air bersih, 
yang sudah mengalami kemunduran 
dalam kemampuan pelayanannya. 


211 


MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS PENERBITAN BUKU 45 TAHUN 
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55. Telex : RS 20381 SIGATA Рах: 3362 


P.T. EMPAT PULUH LIMA 


(KONTRAKTOR) 
JLN. MR. J. LATUHARHARY No. 23 
TELEP 2 2492 
АМВОМ BANK : B.P.D.M. 


PT. PERINTIS EMPAT PULUH LIMA MAKMUR 


Jalan Mutiara No. 12 4° 41170-2492 
AMBON BANK : BPDM 


MENGUCAPKAN : 


SELAMAT HARI BAKTI 
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 
ke 45, 3 Desember 1990 
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Dalam kurun waktu 1983-1986 — Proyek Irigasi Way Rarem dan 


proyek-proyek Departemen Peker- 
jaan Umum, yang telah diresmikan 
penggunaan atau berfungsinya oleh 
Presiden Republik Indonesia antara 
lain: 


— Proyek Pembangunan Jalan 
Pakanbaru - Dumai di Dumai Riau 
yang diresmikan penggunaannya 
pada tanggal 28 Juli 1983. 


— Proyek Pembangunan Jalan 
Meulaboh - Tapaktuan di Daerah 
Istimewa Aceh, yang diresmikan 
penggunaannya pada tanggal 2 
Agustus 1983. 


— Proyek Pembangunan jalan Jambi 
Muara Bungo - Lubuk Linggau 


di Sumatra yang telah diresmikan 
tanggal 7Mei 1984. 


Proyek Pembangunan Jembatan 
Tulang Bawang di Lampung yang 
telah diresmikan pemanfaatannya 
dan penggunaannya tanggal 14 
Juli 1984. 


— Proyek Pembangunan Rumah 
Susun Perum Perumnas di Kebon 
Kacang, Tanah Abang Jakarta, 
yang penghuniannya telah 
diresmikan pada tanggal 8 
September 1984. 


Bendungan Way Rarem — Lampung 


Jembatan Mahakam — di Kalimantan 


- Proyek Pembangunan Waduk 
Song Putri di Kabupaten Wono- 
giri Sala, yang diresmikan pe- 
manfaatannya pada tanggal 22 
Agustus 1985. 


- Proyek Pembangunan Rumah 
Susun Perum Perumnas di Klen- 
der, Jakarta, yang telah diresmi- 
kan penghuniannya pada tanggal 
3 September 1985. 


- Proyek Jaringan Pematusan Tu- 
lung Agung dan Jalan Tol Sura- 
baya - Gempol di Jawa Timur, 
yang diresmikan pada tanggal 26 
Juli 1986. 


- Proyek Pembangunan Jembatan 
Mahakam di Kalimantan Timur, 
yang penggunaannya diresmikan 

Rumah-rumah susun Klender pada tanggal 2 Agustus 1986. 
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Organisasi dan Tata Kerja pa- 
da Repelita IV 


23. Dengan terbentuknya Kabi- 
net Pembangunan IV dan dalam 
rangka pelaksanaan pembangunan 
yang semakin meningkat, maka Su- 
sunan Organisasi Departemen yang 
ditetapkan dengan Keputusan Presi- 
den Republik Indonesia Nomor 45 
Tahun 1974, diatur kembali sebagai- 
mana ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
15 Tahun 1984. 


Berdasarkan ketentuan baru ter- 
sebut di atas, dengan Keputusan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
211/KPTS/1984 tanggal 2 Agustus 
1984 ditetapkan Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Departemen Peker- 
jaan Umum. 


Dengan berlakunya keputusan 
tersebut maka semua ketentuan di 
dalam Keputusan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Tenaga Listrik Nomor 
145/KPTS/1975 jis Nomor 112/- 
KPTS/1977 dan Nomor 160/- 
KPTS/1980 dinyatakan tidak 
berlaku, kecuali yang mengenai De- 
pot Peralatan Jalan (Pasal 493 Ke- 
putusan Menteri PUTL Nomor 
145/KPTS/1975) dan yang menge- 
nai Pendidikan Wilayah (pasal 739 
s.d. 741 Keputusan Menteri PUTL 
Nomor 145/KPTS/1975). 


Dalam susunan organisasi terse- 
but terdapat satu organisasi eselon I 
baru, yaitu Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pekerjaan Umum, 
yang membawahi : 


- Sekretariat Balitbang, 

- Puslitbang Pengairan, 

- Puslitbang Jalan, 

- Puslitbang Pemukiman. 


Masing-masing Puslitbang memba- 
wahi beberapa Balai Penyelidikan, 


dan loka-loka perintisan 

yang masing-masing ditetapkan de- 
ngan Keputusan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 316/KPTS/1985 
sampai dengan Nomor 325/KPTS/ 
1985 telah ditetapkan Pedoman 
Pembentukan Organisasi Proyek ter- 
diri dari 7 (tujuh) Pola proyek, Yaitu : 


- Pola I : untuk Proyek-proyek 
yang sederhana. 


- Pola II А: untuk Proyek-proyek 
yang mempunyai Sub Proyek. 


- Pola II B : untuk Proyek-proyek 


Pola III A : untuk Proyek-proyek 
yang merupakan Proyek Induk 
dan mempunyai beberapa Pro- 
yek. 


Pola III B : untuk Proyek-proyek 
Induk dengan beberapa Proyek 
dan lingkup tugas yang lebih be- 
sar. 


Pola III C : untuk Proyek-proyek 
Induk, yang membawahi bebe- 
rapa Proyek dengan Sub Proyek- 
nya masing-masing. 


yang mempunyai Bagian Proyek. Yang mendapat wewenang untuk 


- Pola II C : untuk Proyek-proye 


yang mempunyai Bagian Proyek SAN 


k menetapkan/ membentuk unit pelak- 


a Proyek ialah : 


dengan lingkup tugas yang lebih (1) Kepala Kantor Wilayah Departe- 


besar. 


men Pekerjaan Umum atas nama 


Model yang disiapkan oleh Puslitbang Air Bandung 


PAN 


Peralatan Uji Mutu Puslitbang Jalan Bandung 


Model Rumah tahan gempa Puslitbang Pemukiman Bandung 
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Menteri Pekerjaan Umum untuk 
Proyek-proyek APBN Daerah 
atau Proyek dalam rangka tugas 
pembantuan, yang pelaksanaan- 
nya diserahkan kepada Dinas Pe- 
kerjaan Umum Propinsi atau Di- 
nas Daerah Bidang Pekerjaan 
Umum, dengan menggunakan 
Pola I atau II A. 


(2) Direktur Jenderal atas nama 
Menteri untuk Proyek-proyek 
APBN Pusat, yaitu Proyek yang 
dilaksanakan oleh suatu Unit Ker- 
ja (Badan atau Unit Pelaksana 
Proyek), dengan menggunakan 
Pola I, II atau Ill. 


Untuk kepentingan kemantapan 
kootdinasi dan pengawasan atas pe- 
laksanaan proyek-proyek Departe- 
men Pekerjaan Umum di daerah, 
dengan Keputusan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 17/KPTS/1983 tang- 
gal 5 Oktober 1983 ditetapkan Hu- 
bungan Kerja antara Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Pekerjaan 
Umum dengan Pemimpin Proyek 
yang melaksanakan Proyek-proyek 
dengan dana APBN (Anggaran Pen- 
dapatan dan Belanja Negara). Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Peker- 
jaan Umum ditugaskan untuk meng- 
ikuti perkembangan pelaksanaan 
proyek-proyek Departemen Peker- 
jaan Umum, termasuk program kerja 
Perum Perumnas, Perum Otorita Ja- 
tiluhur dan PT. Jasa Marga di dae- 
rah. Dalam melaksanakan tugas ter- 
sebut Kepala Kantor Wilayah Depar- 
temen Pekerjaan Umum ditugaskan 
sebagai atasan langsung Pemimpin 
Proyek melaksanakan koordinasi pe- 
nuh atas Proyek-proyek APBN Pu- 
sat, yang wilayah kerjanya terletak di 
lebih dari satu daerah Propinsi dan /- 
atau yang meskipun letaknya di satu 
daerah Propinsi tetapi ruang lingkup 
tugas proyek terlalu besar atau terlalu 


rumit (sofisticated), atau yang me- 
merlukan hubungan kerja yang sa- 
ngat intensif dengan Badan Pemberi 
Bantuan Luar Negeri maka koordi- 
nasi penuh dilakukan oleh Direktur 
yang bersangkutan dan bertindak se- 
bagai atasan langsung Pemimpin Pro- 
yek, sedang Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Pekerjaan Umum mela- 
kukan koordinasi tidak penuh (kon- 
sultatif dan informatif). Yang di- 
maksud dengan koordinasi penuh, 
ialah : koordinasi disertai usaha pe- 
ngendalian; sedang koordinasi tidak 
penuh ialah koordinasi yang bersifat 
konsultatif dan informatif disertai 
usaha pengawasan. 


Dalam rangka pelaksanaan oto- 
nomi daerah yang nyata dan ber- 
tanggung jawab berdasarkan Un- 
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan 
di Daerah, maka dalam pelaksanaan 
tugasnya di bidang pekerjaán umum 
Pemerintah Daerah Tingkat I dan 
Tingkat II masing-masing mempunyai 
aparatnya, yang disebut Dinas Peker- 
jaan Umum Propinsi (DPUP), dan 
Pekerjaan Umum Kabupaten dan/- 
atau Kotamadya (PUK). Dinas Peker- 
jaan Umum Propinsi kecuali melak- 
sanakan tugas-tugas Pekerjaan 
Umum yang diberikan oleh Guber- 
nur Kepala Daerah Tingkat I dalam 
arti yang dibiayai dengan dana APBD 
(Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah), juga melaksanakan tugas- 
tugas Pekerjaan Umum yang diberi- 
kan oleh Departemen Pekerjaan 
Umum, yang biayanya dibebankan 
kepada APBN. Dan tugas terakhir ini 
adalah tugas pembantuan. 


Mengenai susunan organisasi dan 
tata kerja Dinas Daerah dengan Ke- 
putusan Menteri Dalam Negeri : 


- Nomor 363 Tahun 1977 ditetap- 
kan pedoman untuk pembentuk- 


an/Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah. 


- Nomor 274 Tahun 1982 ditetap- 
kan pedoman untuk pembentuk- 
an/Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Cabang Dinas Daerah Ting- 
kat I. 


Berdasarkan ketentuan tersebut di 
atas dengan Instruksi Menteri Dalam 
Negeri Nomor 14 Tahun 1986 ten- 
tang Petunjuk Pelaksanaan Pemben- 
tukan/Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dae- 
rah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, 
kepada : 


(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat 
I seluruh Indonesia, 


(2) Bupati/Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II seluruh Indo- 
nesia. 


diinstruksikan untuk membentuk Di- 
nas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat 
I dan Dinas Pekerjaan Umum Dae- 
rah Tingkat II dengan berpedoman 
kepada Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 363 Tahun 1977. Da- 
lam instruksi tersebut antara lain di- 
tentukan bahwa Susunan Organisasi 
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Ting- 
kat I pada pokoknya terdiri dari : 


(1) Kepala Dinas, 


(2) Bagian Tata Usaha, dengan em- 
pat Sub Bagian. 

(3) Sub Dinas Bina Program, dengan 
tiga Seksi, 


(4) Sub Dinas Pengairan, dengan 
empat Seksi, 


(5) Sub Dinas Bina Marga, dengan 
emoat Seksi, 

(6) Sub Dinas Cipta Karya, dengan 
tiga Seksi, 


(7) Sub Dinas Peralatan dan Perbe- 
kalan dengan tiga Seksi. 


Khusus untuk Dinas Pekerjaan 
Umum Daerah Tingkat | : Sumatera 
Utara, Sumatera Barat, Sumatera Se- 
latan, Jawa Timur dan Sulawesi Se- 
latan dapat dibentuk unsur Pembantu 
Kepala Dinas, yang wilayah kerjanya 
meliputi wilayah kerja Pembantu Gu- 
bernur. Pembantu Kepala Dinas Pe- 
kerjaan Umum Daerah Tingkat I 
dapat terdiri dari : 


(1) Pembantu Kepala Dinas Peker- 
jaan Umum Pengairan, 


(2) Pembantu Kepala Dinas Peker- 
jaan Umum Bina Marga, 


(3) Pembantu Kepala Dinas Peker- 
jaan Umum Cipta Karya. 


Pada ketujuh Dinas Pekerjaan 
Umum Daerah Tingkat I tersebut di 
atas dapat dibentuk Cabang-cabang 
Dinas, yaitu : 


(1) Cabang Dinas Pekerjaan Umum 
Pengairan, 


(2) Cabang Dinas Pekerjaan Umum 
Bina Marga, 


(3) Cabang Dinas Pekerjaan Umum 
Cipta Karya. 


dengan berpedoman kepada Kepu- 
tusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
274 Tahun 1982. 


Susunan Organisasi Dinas Peker- 
jaan Umum Daerah Tingkat II (Ka- 
bupaten/Kotamadya) terdiri dari : 


(1) Kepala Dinas, 


(2) Sub Bagian Tata Usaha dengan 
empat urusan, 


(3) Seksi Jalan dengan tiga Sub 
Seksi, 


(4) Seksi Tata Bangunan dengan 
dua Sub Seksi, 


(5) Seksi Teknik Penyehatan dengan 
dua Sub Seksi, 
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(6) Seksi Tata Kota/Tata Daerah 
dengan dua Sub Seksi, 


(7) Seksi Peralatan dan Perbekalan 
dengan tiga Sub Seksi. 


Khusus untuk Daerah Ibukota Ja- 
karta, mengingat kedudukannya se- 
bagai Ibukota Negara seperti diten- 
tukan dalam pasal 6 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1975, maka susun- 
an organisasi aparat yang menangani 
bidang Pekerjaan Umum mempunyai 
bentuk lain dan ditetapkan oleh Gu- 
bernur Kepala Daerah Khusus Ibu- 
kota Jakarta. Organisasi yang me- 
nangani bidang Pekerjaan Umum di 
wilayah Daerah Khusus Ibukota Ja- 
karta terdiri dari : 
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Kawasan Cikini Jakarta Pusat (Foto: Pembangunan Jaya Group) 


(1) Dinas Pekerjaan Umum DKI, 
yang antara lain menangani urus- 
an : jalan/jembatan, teknik pe- 
nyehatan, bangunan, pengawas 
bangunan, dan pertamanan. 


(2) Dinas Tata Kota DKI, yang me- 
nangani urusan : perencanaan 
kota, pengendalian/perizinan 


pembangunan. 


(3) Dinas Perumahan DKI, yang an- 
tara lain menangani penghunian, 


sewa menyewa. 


(4) Dinas Kebersihan DKI, yang an- 
tara lain menangani urusan : ke- 
bersihan kota, pemanfaatan 


sampah, pompa tinja. 


Peraturan Perundang-undang- 
an 


24. Kemajuan dan perkembang- 
an keadaan yang dicapai setelah me- 
lalui Pelita I, II, dan III, menuntut 
adanya penyesuaian atau peninjauan 
kembali peraturan perundang-un- 
dangan yang ada. Salah satu di an- 
taranya yang mendesak ialah penin- 
jauan kembali Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pe- 
laksanaan Penyerahan Sebagian dari 
Urusan Pemerintah Pusat mengenai 
Pekerjaan Umum kepada Propinsi- 
propinsi dan Penegasan Urusan Pe- 
kerjaan Umum dari Daerah-daerah 
Otonom Kabupaten, Kota Besar dan 


Kota Kecil (Lembaran Negara Tahun 
1953 Nomor 31 dan Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 395). Per- 
aturan Pemerintah tersebut pada 
waktu itu ditetapkan berdasarkan 
pada dan sebagai peraturan pelaksa- 
naan Undang-Undang Nomor 22 Ta- 
hun 1948 tentang Pemerintah Dae- 
rah, yang ternyata telah dicabut dan 
diganti beberapa kali berturut-turut 
dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1957, Undang-Undang No- 
mor 18 Tahun 1965 dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 38 dan 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2778), yang mempunyai landasan fi- 
losofis tidak sama dengan undang- 
undang yang semula. 


Selain daripada itu, Peraturan Pe- 
merintah Nomor 18 Tahun 1953 ter- 
sebut di atas hanya mengatur pe- 
laksanaan penyerahan Pekerjaan 
Umum kepada Propinsi tertentu saja, 
yaitu : Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat, Sumatera Selatan, Su- 
matera Tengah, Sumatera Utara dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 


Materi yang diatur menurut Per- 
aturan Pemerintah tersebut ternyata 
sudah tidak dapat memenuhi kebutu- 
han perkembangan organisasi dan 
manajerial bagi penyelenggaraan 
pembinaan dan pembangunan di bi- 
dang Pekerjaan Umum yang sema- 
kin luas baik ruang lingkupnya mau- 
pun kualitasnya. Untuk itu telah di- 
susun/disiapkan dan diajukan ke- 
pada Pemerintah Rancangan Per- 
aturan Pemerintah tentang Penye- 
rahan Urusan Pemerintah di bidang 
Pekerjaan Umum kepada Daerah, 
yang diharapkan dapat mengganti- 
kan Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 1953. 


Sebagai tindak lanjut atas Un- 
dang-Undang Nomor 13 Tahun 
1980 tentang Jalan ditetapkan Per- 
aturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
1985 tentang Jalan (Lembaran Ne- 
gara Tahun 1985 Nomor 37 Tam- 
bahan Lembaran Negara Nomor 
3293). Peraturan Pemerintah terse- 
but antara lain mengatur lebih lanjut 
tentang wewenang pembinaan jalan, 
peranan pengadaan dan persyaratan 
jalan: daerah manfaat jalan: daerah 
milik jalan: pelimpahan dan penye- 
rahan wewenang pembinaan jalan: 
pengelompokan jalan seperti : jalan 
Nasional, jalan Propinsi, jalan Kabu- 
paten, jalan Desa dan jalan Khusus, 
rencana umum, program, rencana 
teknik jaringan jalan dan sebagainya. 


Di bidang Cipta Karya, dalam 
rangka meningkatkan dayaguna dan 
hasilguna pemanfaatan tanah bagi 
pembangunan perumahan dan untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan pe- 


mukiman terutama di daerah yang 


padat penduduk, perlu dibuka ke- 
mungkinan untuk membangun peru- 
mahan dalam bentuk rumah susun. 
Untuk itu telah diundangkan Un- 
dang-Undang Nomor 16 Tahun 
1985 tentang Rumah Susun (Lem- 
baran Negara Tahun 1985 Nomor 75 
dan Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3318). 


Rumah Susun adalah Bangunan 
Gedung bertingkat untuk perumah- 
an, yang distrukturkan secara fung- 
sional dalam arah vertikal, yang ter- 
bagi dalam satu satuan yang masing- 
masing jelas batasnya, ukuran dan 
luasnya, dan dapat dimiliki dan di- 
huni secara terpisah. Selain satuan- 
nya yang penggunaannya terpisah, 
ada bagian bersama dan tanah ber- 
sama yang di atasnya didirikan ru- 
mah susun, yang karena sifat dan 
fungsinya harus digunakan dan dinik- 


mati bersama dan tidak dapat dimi- 
liki secara perseorangan. Dengan 
Undang-Undang tentang Rumah Su- 
sun ini diciptakan dasar hukum hak 
milik atas satuan-satuan rumah susun 
yang meliputi : 


(1) hak pemilikan perseorangan atas 
satuan-satuan rumah susun yang 
digunakan secara terpisah: 


(2) hak bersama atas bagian-bagian 
dari bangunan rumah: 


(3) hak bersama atas benda-benda: 
(4) hak bersama atas tanah: 


yang semuanya merupakan satu ke- 
satuan hak yang secara fungsional ti- 
dak terpisahkan. 


Sebagai tindak lanjut dari Kepu- 
tusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 48 Tahun 1983 tentang Pe- 
nanganan Khusus Penataan Ruang 
dan Penertiban serta Pengendalian 
Pembangunan pada Kawasan Pari- 
wisata Puncak dan Wilayah Jalur Ja- 
lan Jakarta - Bogor - Puncak - 
Cianjur di luar wilayah Daerah Khu- 
sus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bo- 
gor, Kota Administratif Depok, Kota 
Cianjur, dan Kota Cibinong, maka 
dengan Keputusan Presiden RI No- 
mor 79 Tahun 1985 tanggal 6 De- 
sember 1985 telah ditetapkan Ren- 
cana Umum Tata Ruang Kawasan 
Puncak, yang merupakan pedoman 
dasar bagi Instansi-instansi Pemerin- 
tah Tingkat Pusat dan Daerah dalam 
me :etapkan program-program pem- 
bar, sunan serta pedoman bagi pe- 
nyusunan Rencana Umum Tata 
Ruang Bagian, Rencana Detail Tata 
Ruang dan Rencana Teknik Ruang. 


Rencana Umum Tata Ruang 
Kawasan Puncak bertujuan untuk 
mengoptimasikan pemanfaatan 
ruang secara serasi, seimbang, dan 
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lestari dalam rangka mencegah keru- 
sakan lingkungan hidup yang lebih 
parah akibat perkembangan kehidup- 
an yang semakin pesat. Sasaran yang 
hendak dicapai ialah : meningkatkan 
fungsi lindung terhadap tanah, air, 
udara, flora dan fauna; serta me- 
ningkatkan fungsi budidaya kepari- 
wisataan, perindustrian, pertanian, 
pemukiman pedesaan dan pemukim- 
an kota. Rencana Umum Tata Ruang 
Kawasasan Puncak meliputi rencana 
alokasi peruntukan ruang berdasar- 
kan fungsi sebagai berikut : 


n3 
t2 
tb 


Salah satu ruas Jalan di daerah Sulawesi 


Kawasan lindung, yang terdiri 
dari hutan lindung, hutan suaka 
alam, dan areal lindung lainnya 
di luar hutan: 


Kawasan Penyangga, yang ter- 
diri dari peruntukan ruang untuk 
perkebunan teh, tanaman tahun- 
an dan hutan produksi terbatas: 


Kawasan Budidaya Pertanian 
yang terdiri dari peruntukan 
ruang untuk tanaman tahunan, 
tanaman pangan lahan kering, 
dan tanaman pangan lahar besar: 


- Kawasan Budidaya non Perta- 
nian yang terdiri dari peruntukan 
ruang untuk pemukiman perko- 
taan, pemukiman pedesaan, in- 
dustri dan pariwisata. 


Rencana alokasi peruntukan ruang 
tersebut di atas merupakan arahan 
dominasi peruntukan ruang secara 
optimal, serasi, seimbang dan lestari 
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 
tahun, yang dapat ditinjau kembali 
setiap 5 (lima) tahun dengan 
Keputusan Presiden. 


Dengan Keputusan Menteri Pe- 
kerjaan Umum Nomor 640/KPTS/- 
1986 tanggal 23 Desember 1986 
sebagai tindak lanjut atas Surat Ke- 
putusan Bersama Menteri Dalam Ne- 
geri dan Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor 650- 1595 dan Nomor 503/- 
KPTS/ 1985 tentang Tugas-tugas dan 
Tanggung jawab Perencanaan Kota, 
telah ditetapkan ketentuan mengenai 
Perencanaan Tata Ruang Kota, yang 
berlaku sebagai ketentuan pedoman 
yang mengikat untuk penyusunan 
dan/atau peninjauan kembali ren- 
cana tata ruang kota, yang dise- 
lenggarakan baik oleh aparat Pusat 
maupun oleh aparat Daerah. 


Rencana Tata Ruang Kota meru- 
pakan rencana yang disusun dalam 
rangka pengaturan pemanfaatan 
ruang kota, yang terdiri dari : 


(1) Rencana Umum Tata Ruang Per- 
kotaan, yaitu rencana struktur 
ruang perkotaan secara garis be- 
sar yang disusun untuk men- 
jaga : konsistensi perkembangan 
pembangunan suatu kota dengan 
strategi perkotaan nasional dalam 
jangka panjang, dan keserasian 
perkembangan kota dengan wi- 
layah pengembangannya, dalam 
rangka pengendalian program 
sektoral maupun daerah: 


(2) Rencana Umum Tata Ruang 
Kota, yakni rencana pemanfaat- 
an ruang kota yang disusun un- 
tuk menjaga keserasian pemba- 
ngunan antar sektor dalam rang- 
ka penyusunan dan pengenda- 
lian program-program pemba- 
ngunan kota dalam jangka pan- 
jang, 

(3) Rencana Detail Tata Ruang Kota, 
yaitu rencana pemanfaatan ruang 
kota secara terperinci yang disu- 
sun untuk penyiapan perwujudan 
ruang dalam rangka pelaksanaan 


program-program pembangunan 
kota: 


(4) Rencana Teknik Ruang Kota, 
yaitu rencana geometri peman- 
faatan ruang kota yang disusun 
untuk perwujudan ruang kota da- 
lam rangka pelaksanaan pem- 
bangunan kota. 


Penyusunan dan peninjauan kembali 
Rencana Umum Tata Ruang Perko- 
taan diselenggarakan oleh Aparat De- 
partemen Pekerjaan Umum dalam 
bentuk produk dokumen yang diha- 
silkan berupa : 


(1) Rancangan Peraturan Perun- 
dang-undangan tingkat Pusat 
tentang Penetapan Rencana 
Umum Tata Ruang Perkotaan, 


(2) Rancangan Rencana Umum Tata 
Ruang Perkotaan, 


(3) Analisa Rencana Umum Tata 
Ruang Perkotaan, dan 


(4) Analisa Rencana Umum Tata 
Ruang Perkotaan. 


disertai uraian lengkap secara kuali- 
tatif dan kuantitatif, beserta peta, ta- 
bel dan diagram. 


Penyusunan dan peninjauan 
kembali Rencana Umum Tata Ruang 
Kota, Rencana Detail Tata Ruang 
Kota, Rencana Teknik Tata Ruang 
Kota diselenggarakan oleh Aparat 
Daerah yang memenuhi persyaratan 
teknik. 


Rencana Umum Tata Ruang Kota 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 


Sejak dilancarkannya Pelita I, II 
dan III dan nampak adanya gejala, 
bahwa pengadaan pembangunan 
bangunan gedung, perumahan terus 
meningkat. Sementara itu penggu- 
naan bahan, komponen bangunan 
dan peralatan/instalasi dalam ba- 
ngunan belum diatur secara mantap 


dan memadai. 


Dalam pada itu menurut data 
yang dapat dihimpun dari berbagai 
kota di Indonesia dalam waktu sepu- 
luh tahun terakhir ini memberikan pe- 
tunjuk adanya peningkatan keba- 
karan pada bangunan gedung. Pada- 
hal kebakaran pada bangunan ge- 
dung dapat menimbulkan kerugian 
berupa korban manusia, harta benda, 
terganggunya proses produksi barang 
dan jasa, kerusakan lingkungan dan 
terganggunya ketenangan masyara- 
kat. 


Oleh karena itu perlu diupayakan 
cara pencegahan dan penanggulang- 
an kebakaran pada bangunan gedung 
dengan titik berat pada pengamanan 
bangunan dengan memperketat per- 
syaratan teknis dan teknologis dalam 
proses perencanaan, pelaksanaan 
pembangunan dan pemanfaatan ge- 
dung, yang meliputi aspek lingkung- 
an dan bangunan, bahan bangunan, 
struktur bangunan, utilitas dan upaya 
penyelamatan. 


Untuk itu mendahului adanya 
Undang-Undang tentang Tata Ba- 
ngunan, dengan Keputusan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 02/KP- 
TS/1985 tanggal 2 Januari 1985 te- 
lah ditetapkan ketentuan tentang 
Pencegahan dan Penanggulangan 
Kebakaran pada Bangunan Gedung, 
yang mengatur dan menetapkan per- 
syaratan tertentu dalam lingkungan 
dan bangunan, penggunaan bahan 
bangunan, struktur bangunan, utili- 
tas, serta tata cara upaya penyela- 
matan dan lain-lain. 


Pelaksanaan Anggaran 


25. Pasal 19 ayat (15) Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
29 Tahun 1984 antara lain menen- 
tukan bahwa untuk mengendalikan 
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dan mengkoordinasikan pelaksanaan 
pemborongan/pembelian di ling- 
kungan Departemen/ Lembaga baik 
melalui pelelangan maupun penun- 
jukkan langsung, dibentuk Tim Pe- 
ngendali Pengadaan Barang/Per- 
alatan Pemerintah tingkat Departe- 
men/Lembaga. Untuk itu berdasar- 
kan Keputusan Presiden Republik In- 
donesia Nomor 30 Tahun 1984 de- 
ngan Keputusan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 162/KPTS/1984 
tanggal 1 Mei 1984 dibentuk Tim 
Pengendali Pengadaan Barang/Per- 
alatan Departemen Pekerjaan 
Umum. 


Dalam melaksanakan tugasnya 
Tim tersebut di atas berpedoman ke- 
pada petunjuk yang termuat dalam 
Tata Kerja Tim Pengendali Pengada- 
an Barang/Peralatan Departemen 
Pekerjaan Umum yang ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 232/KPTS/1984 
tanggal 6 Juli 1984, yang kemudian 
disempurnakan lagi dengan Keputus- 
an Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
232 A/KPTS/1984 tanggal 1 De- 
sember 1984. 


Untuk mengetahui kemampuan 
dasar perusahaan baik yang berben- 
tuk badan hukum maupun perusa- 
haan perorangan, yang usaha po- 
koknya melakukan pekerjaan pem- 
borongan (kontraktor), konsultasi 
(konsultan) dan pengadaan barang/- 
jasa lain, diadakan prakualifikasi pe- 
rusahaan yang meliputi kegiatan : 


- registrasi yaitu pencatatan dan 
pendaftaran data perusahaan, 


- klasifikasi yaitu penggolongan pe- 
rusahaan menurut bidang peker- 
jaan, lingkup pekerjaan atau 
spesialisasinya, 


- kualifikasi yaitu penilaian serta 
penggolongan perusahaan me- 


nurut tingkat kemampuan dasar- 
nya pada masing-masing bidang. 


Prakualifikasi dilaksanakan oleh Pa- 
nitia Prakualifikasi yang dibentuk dan 
diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I. Kepala Kantor Wilayah De- 
partemen Pekerjaan Umum ditetapkan 
sebagai Sekretaris I, merangkap Ketua 
Tim Teknis untuk bidang pekerjaan 
pemborongan dan konsultasi. Pani- 
tia Prakualifikasi bekerja dengan ber- 
pedoman pada Pedoman Prakuali- 
fikasi yang ditetapkan dalam Kepu- 
tusan Menteri/ Sekretaris Negara se- 
laku Ketua Tim Pengendali Penga- 
daan Barang/Peralatan Pemerintah 
Nomor 912/TPPBPP/VIII/1984 
tanggal 7 Agustus 1984. 


Perusahaan-perusahaan yang lu- 
lus prakualifikasi dicantumkan dalam 
Daftar Rekanan Mampu (DRM) yang 
digunakan bagi pengadaan pekerjaan 
pemborongan, konsultasi dan penga- 
daan barang/jasa lain dengan nilai 
harga di atas lima juta rupiah. Di sam- 
ping DRM ada Daftar Rekanan Ter- 
seleksi (DRT), yang memuat rekan- 
an, yang tercatat dalam DRM yang 
masih memiliki sisa kemampuan nya- 
ta untuk dapat diizinkan mengikuti 
pelelangan terbatas. Usaha-usaha ter- 
sebut di atas juga dimaksudkan un- 
tuk membina dan mengembangkan 
dunia usaha jasa khususnya usaha 
jasa konsultasi, sebagai mitra pem- 
bangunan. 


Dalam rangka menangani 
proyek-proyek yang telah selesai dan 
berfungsi terutama proyek-proyek air 
bersih di lingkungan Direktorat Jen- 
deral Cipta Karya, dibentuk Badan 
Pengelola Air Minum (BPAM) dalam 
satu wilayah Daerah Tingkat II, yang 
diserahi tugas pengelolaan sarana 
dan prasarana air bersih untuk suatu 
jangka waktu tertentu, yaitu sejak in- 


stalasi air bersih itu dapat berfungsi 
sampai penghasilannya mampu men- 
cukupi kebutuhan untuk biaya ope- 
rasi dan pemeliharaan (masa uji coba 
dan pemantapan). Setelah itu pe- 
ngelolaannya lebih lanjut diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah Tingkat 
Il cq. Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) yang bersangkutan. Agar 
efisiensi pengelolaan oleh BPAM da- 
pat berjalan lancar dengan keputusan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
633/KPTS/1986 tanggal 3 Desem- 
ber 1986 dibentuk Badan Pembina 
dan Pengawas BPAM. Dalam hu- 
bungan pembinaan pengelolaan pro- 
yek air bersih ini telah ditetapkan 
beberapa Surat Keputusan Bersama 
(SKB) antara Menteri Dalam negeri 
dare Menteri Pekerjaan Umum, an- 
tara lain : 


(1) Surat Keputusan Bersama Men- 
teri Dalam Negeri dan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 3 Ta- 
hun 1984 - Nomor 26/KPTS/- 
1984 tanggal 23 Januari 1984 
Tentang Prosedur Pengusulan 
Pengadaan Proyek Air Bersih, 
Pengelolaan Sementara, dan Pe- 
nyerahan Pengelolaannya. 


(2) Surat Keputusan Bersama Men- 
teri Dalam Negeri dan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 4 Ta- 
hun 1984 - Nomor 27/KPTS/- 
1984 tanggal 23 Januari 1984 
tentang Pembinaan Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM). 


Surat Keputusan Bersama Men- 
teri Dalam Negeri dan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 5 Ta- 
hun 1984 - Nomor 28/KPTS/- 
1984 tanggal 23 Januari 1984 
tentang Pedoman Organisasi, 
Sistem Akuntansi, Teknik Ope- 
rasi dan Pemeliharaan, Teknik 
Perawatan, Struktur dan Perhi- 
tungan Biaya untuk menentukan 
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tarif air minum, pelayanan air 
minum kepada langganan, pe- 
ngelolaan air bersih ibukota ke- 
camatan dan pengelolaan kran 
umum air bersih bagi Perusa- 
haan Daerah Air Minum (PDAM) 
dan Badan Pengelola Air Minum 
(BPAM). 


Paket instalasi air bersih 


KABINET PEMBANGUNAN V 


26. Sidang Umum Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat tahun 1988 
menandai akhir putaran kurun waktu 
lima tahunan dari kehidupan bangsa 
dan negara seperti yang diisyaratkan 
oleh Undang-Undang Dasar, juga se- 
kaligus merupakan awal dari kurun 
waktu putaran lima tahun yang akan 
datang, telah menghasilkan 7 (tujuh) 
buah Ketetapan MPR yang secara 
historis sangat menentukan bagi ja- 
lannya mekanisme pemerintahan dan 
pembangunan di Indonesia. 


Dari tujuh buah Ketetapan MPR 
itu disimpulkan oleh Presiden Soe- 
harto dalam pidato pengarahannya 
pada Sidang Kabinet Paripurna Per- 
tama dari Kabinet Pembangunan V 
pada tanggal 28 Maret 1988, ada 
empat ketetapan MPR yang harus di- 
laksanakan oleh Presiden / Мапдайа- 
ris, yaitu : 


(1) Ketetapan MPR Nomor II Tahun 
1988 tentang Garis-garis Besar 
Haluan Negara. 


(2) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 
1988 tentang Pemilihan Umum. 


(3) Ketetapan MPR Nomor V Tahun 
1988 tentang Pengangkatan Pre- 
siden Republik Indonesia. 


(4) Ketetapan MPR Nomor VI Ta- 
hun 1988 tentang Pelimpahan 
Tugas dan Wewenang kepada 
Presiden/Mandataris MPR dalam 
rangka menyukseskan dan Pe- 
ngamanan Pembangunan Nasio- 
nal. 


Disamping itu ada Ketetapan 
MPR Nomor II Tahun 1978 tentang 
Pedoman Penghayatan dan Penga- 
malan Pancasila (Ekaprasetia Pan- 
cakarsa) yang harus terus kita lak- 
sanakan. Dalam pada itu, Ketetapan 
MPR Nomor II Tahun 1988 melim- 
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pahkan tugas kepada Presiden/Man- 
dataris untuk : 


(1) Melanjutkan pelaksanaan Pem- 
bangunan Lima Tahun dan me- 
nyusun serta melaksanakan 
Rencana Pembangunan Lima 
Tahun ke-V dalam rangka Garis- 
garis Besar Haluan Negara. 


(2) Meneruskan penertiban dan pen- 
dayagunaan Aparatur Negara di 
segala bidang dan tingkatan. 


(3) Meneruskan menata dan mem- 
bina kehidupan masyarakat agar 
sesuai dengan Demokrasi Panca- 
sila. 


(4) Melaksanakan politik luar negeri 
yang bebas aktif dengan orientasi 
pada kepentingan nasional. 


Keseluruhan Ketetapan-ketetap- 
an MPR tersebut di atas merupakan 
landasan kerja dan landasan tugas 
bagi Presiden/Mandataris. 


Karena itu semua para Menteri 
sebagai pembantu Presiden diminta 
untuk mendalami secara sungguh- 
sungguh semua Ketetapan MPR tadi. 
Tidak cukup hanya dengan mempe- 
lajari dokumen-dokumen kenegaraan 
yang sangat penting tadi akan tetapi 
juga dengan menangkap seluruh se- 
mangat, jiwa dan pikiran yang mela- 
hirkannya. Yang juga tidak kalah 
penting adalah menangkap segala 
isyarat, harapan, aspirasi-aspirasi dan 
keprihatinan-keprihatinan yang hidup 
di kalangan rakyat kita. 


27. Denggan memperhatikan Ke- 
tetapan MPR Nomor V/MPR/ 1988 
Jenderal (Purn) Soeharto yang te- 
lah diangkat Presiden Republik In- 
donesia/Mandataris MPR dengan 
Keputusan Presiden RI No. 64/H/ 
Tahun 1988 telah membentuk 
Kabinet Pembangunan V dan seka- 


ligus membubarkan Kabinet Pem- 
bangunan IV. Susunan Kabinet Pem- 
bangunan V ini terdiri dari : 


(1) 3 (tiga) Menteri Koordinator yang 
masing-masing mengkoordinir bi- 
dang tertentu: 


(2) 8 (delapan) Menteri Negara yang 
masing-masing melaksanakan tu- 
gas/ urusan tertentu. 


(3) 21 (duapuluh satu) orang Men- 
teri yang masing-masing memim- 
pin suatu Departemen: 


(4) 6 (enam) orang Menteri Muda 
yang masing-masing diperbantu- 
kan kepada seorang Menteri un- 
tuk tugas/urusan tertentu. 


Jumlah anggota Kabinet Pemba- 
ngunan V ialah sebanyak 38 (tiga- 
puluh delapan) orang Menteri. Dalam 
susunan kabinet tersebut yang ditun- 
juk/diangkat sebagai Menteri Pe- 
kerjaan Umum ialah Ir. Radinal 
Moochtar. 


Memahami tugas nasional yang 
utama untuk melanjutkan pemba- 
ngunan nasional sebagai pengamalan 
Pancasila dengan memperhatikan 
perkembangan nasionaldan interna- 
sional yang akan sangat mempenga- 
ruhi dalam kurun waktu lima tahun 
mendatang dan meneliti tugas-tugas 
lainnya yang dipercayakan kepada 
Mandataris MPR, maka dalam mem- 
bentuk Kabinet Pembangunan V itu 
Presiden Soeharto sekaligus telah 
menetapkan Pancakrida Kabinet 
yang juga merupakan program na- 
sional untuk waktu lima tahun men- 
datang yaitu : 


Pertama Melanjutkan, me- 
ningkatkan, memperdalam dan 
memperluas pelaksanaan pemba- 
ngunan nasional sebagai pengamalan 
Pancasila yang bertumpu pada Trilogi 
Pembangunan dan Ketahanan Nasio- 
nal. 


P.T. TRIPOT ASI 


BANKER 
KONSULTAN 1. Bank Pembangunan Daerah Bali 
PERENCANA & PENGAWAS Cabang Denpasar 
Jln. Tanimbar No. 41, Phone (0362) 34760, 31585 2. Bank Negara Indonesia 1946 
Telex - Fax 


P.T. TRIPOT ASI Cabang Denpasar 


Denpasar — Bali 


Dirgahayu Hari Kebaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45 
3 Desember 1945 — 3 Desember 1990 


Konsultan : Perencana & Pengawas 


Bangunan Gedung, 
Jalan dan Jembatan, 
Dermaga dil. 


DIRGAHAYU 


4 5 TAHUN 


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 
REPUBLIK INDONESIA 


3 DESEMBER 1945 - 3 DESEMBER 1990 
(ұға 
м 7 
PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN 


Architects, Engineers & Contractors 
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-5 
Telp. 5207 093, 5207 094 
Fax 514348; Telex 44215 NHDCO IA 
JAKARTA SELATAN 


GEDUNG KANTOR PUSAT P.T. PEMBANGUNAN PERUMAHAN 
JL. RAYA GEDONG - JAKARTA TIMUR 
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Kedua : Meningkatkan disiplin 
nasional yang dipelopori oleh apara- 
tur negara menuju terwujudnya pe- 
merintahan yang bersih dan berwi- 
bawa. 


Ketiga : Membudayakan ideologi 
Pancasila, Demokrasi Pancasila dan 
P4 (Ekaprasetia Pancakarsa) da- 
lam kehidupan bermasyarakat, ber- 
bangsa dan bernegara. 


Keempat : Melaksanakan politik 
luar negeri yang bebas aktif untuk ke- 
pentingan nasional. 


Kelima : Melaksanakan pemilihan 
umum yang langsung, umum, bebas 
dan rahasia dalam tahun 1992. 


REPELITA V 


28. Ir. Radinal Moochtar, yang 
lahir di kota Surabaya, pada tanggal 
20 September 1930, dalam memim- 
pin Departemen Pekerjaan Umum 
melakukan pendekatan-pendekatan 
melalui kebijaksanaan penanganan 
pembangunan Repelita V bidang pe- 
kerjaan umum dengan mengupaya- 
kan peningkatan efisiensi dan efek- 
tivitas pembangunan bidang prasa- 
rana ke-PU-an, agar prasarana ke- 
PU-an dapat dimanfaatkan secara 
optimal oleh masyarakat secara me- 
luas dengan tingkat penyebaran yang 
merata. Dan dalam mencapai perwu- 
judan pembangunan wilayah secara 
optimal diperlukan polapikir pengem- 


Ir. Radinal Moochtar 


Menteri Pekerjaan Umum Radinal Moochtar pada salah satu upacara di Departemen PU. 
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IR. RADINAL 
MOOCHTAR 


Ir. Radinal Moochtar Menteri 


Pekerjaan Umum Republik Indone- 
sia sebelumnya menjabat Sekretaris 
Jenderal Departemen Pekerjaan 
Umum dari tahun 1983 sampai de- 
ngan 1988.Ir. Radinal Moochtar 
lahir di Surabaya pada tanggal 20 
September 1930 dan didampingi se- 
orang istri Ny. Oepin Radinal 
Moochtar serta 5 orang putra dan 
putri. Lulus dari ITB Jurusan Arsitek- 
tur pada tahun 1960 dan sebelum be- 
kerja di Departemen Pekerjaan 
Umum, beliau bekerja di Bandung 
serta menjabat sebagai Asisten Luar 
Biasa (Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan) dari tahun 1957 sam- 
pai dengan 1960. Dari tahun 1960 
sampai dengan 1963 menjabat seba- 
gai pegawai LMPB di Bandung, Asis- 
ten Ahli ITB,dan Lektor Muda ITB. 
Bekerja di bidang ke-PU-an dari ta- 
hun 1965 sebagai Kepala Direktorat 
Perencanaan Kota dan Daerah De- 
partemen Cipta Karya hingga tahun 
1966. Tahun 1966 sampai dengan 
tahun 1974 jabatan yang diduduki- 
nya antara lain sebagai Kepala Direk- 
torat Tata Kota dan Daerah Direktorat 
Jenderal Cipta Karya, disamping itu 
juga merangkap pula jabatan Kepala 
Biro Perencanaan Pembangunan Re- 
gional Bidang Fisik Bappenas, dan 


Kepala Biro Pembangunan Regional 
Daerah Bidang Fisik Bappenas, serta 
Kepala Biro Fisik dan Tata Ruang 
pada Bappenas. Direktur Utama Pe- 
rum Perumnas dijabat oleh Ir. Radi- 
nal Moochtar pada tahun 1974 
sampai dengan 1978. Selama 5 ta- 
hun yakni dari tahun 1978 sampai 
dengan 1983 jabatan yang didu- 
dukinya adalah Direktur Jenderal 
Cipta Karya Departemen Pekerjaan 
Umum. Tanda jasa yang diperoleh 
Ir. Radinal Moochtar antara lain 
Satyalencana Pembangunan, Satya- 
lencana Karya Satya dan Piagam Sa- 
tya Karya, serta bintang "Legion 
d'Honour" dari Presiden Perancis 
pada Th. 1987. 


Pada sela-sela kesibukan Ir. Radinal Moochtar tetap menyempatkan berdialog baik dengan 


masyarakat maupun dengan pers sebagai mitra kerjanya. 


е? 


bangan wilayah yang integral dan ter- 
padu, dimana antar bagian kesatuan 


sistem wilayah tersebut membentuk 4-4 


struktur yang mengarah kepada suatu 
kesatuan Wilayah Nasional yang 
menjamin terciptanya upaya ke arah 


peningkatan pemantapan ketahanan à “ч 


nasional. Hal tersebut dapat diwujud- 


kan dengan pendekatan tata ruang | 


yang memungkinkan tercapainya 77” 


koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 


pembangunan serta kebersamaan | 


pembangunan sektor dan daerah, se- 
hingga pembangunan itu sendiri se- 
lalu berorientasi kepada geografi, 
demografi dan sumber daya alam ta- 
nah air serta dapat merupakan cer- 
minan dari aspirasi masyarakat yang 
sejalan dengan upaya peningkatan 
dan pemantapan IPOLEKSOSBUD 
dan Hankam yang sesuai dengan jiwa 
yang terkandung di dalam Wawasan 
Nusantara. 


Kurun waktu 1989 — 1992 


akan merupakan masa yang sangat 
penting dalam sejarah pembangunan 
Indonesia. Pada masa kerja Kabinet 
Pembangunan V ini tercapai proses 
dibirokratisasi yang telah dimulai se- 
jak kurun waktu sebelumnya. Pada 
masa ini pula muncul badan-badan 
usaha yang sangat besar kemam- 
puannya yang oleh sejumlah pers na- 
sional dijuluki konglomerat. Pada 
masa ini terjadi pula peningkatan in- 
vestasi swasta yang sangat besar baik 
dari dalam negeri maupun luar 
negeri. Di dalam negeri pemantapan 
pasar uang dan pasar modal telah 
menimbulkan kegairahan investasi 
melalui peningkatan dana yang 
terhimpun, melalui ekspansi per- 
bankan dan bursa saham. Pulihnya 
perekonomian dunia dan perkem- 
bangan baru di dunia komunis serta 
ketidakpastian atas status Hongkong 
telah mendorong masuknya pena- 
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Jalan layang simpang susun Tomang Jakarta Barat 


nam modal dari luar negeri. Investasi 
pemerintah yang tetap besar dalam 
upaya mempercepat pembangunan 
dalam menyongsong era tinggal lan- 
das serta berkembangnya investasi 
dari dalam dan luar negeri di dunia 
usaha jasa konstruksi nasional meru- 
pakan "boom" konstruksi yang perlu 
mendapat penanganan yang serius 
dari Pemerintah maupun pengusaha 
jasa konstruksi nasional. 


Keikutsertaan swasta dalam pem- 
bangunan prasarana dan sarana bi- 
dang pekerjaan umum semakin 
mendapat tempat dalam pemba- 
ngunan negara. Pembangunan jalan 
tol, real estate dan pembangunan air 
bersih telah mulai menarik para wi- 
raswastawan nasional maupun swas- 
ta asing sedang pekerjaan lain masih 
menunggu peminat. 


TEKNOLOGI 
PENYELAMAT BIAYA 


Apa arti Rp 200 milyar bagi 
Anda? Tiap-tiap orang bisa membe- 
lanjakan uang sebanyak itu berdasar- 
kan selera pribadi masing-masing. 
Uang sebanyak itu bisa dipakai mem- 
bangun tiga buah hotel setaraf Hotel 
Borobudur Inter Continental di Jakar- 
ta. Kalau mau dibelikan pesawat ter- 
bang, dengan uang sebanyak itu 
hanya bisa dibeli dua buah pesawat 
Boeing 747 dengan konfigurasi 
tertentu. 


Kalau demikian, cukupkah uang 
sebanyak itu untuk membangun jalan 
layang sepanjang 15,6 kilometer de- 
ngan delapan buah on-off ramps dan 
satu pintu utama seperti proyek yang 
tengah kami kerjakan ini? Jawabnya 
memang tidak bisa lain : cukup. Se- 
mula kami mempunyai target untuk 
menyelesaikan pekerjaan ini dalam 
waktu 40 bulan dan dengan biaya 
Rp 236 milyar. 
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Indah dan megah Jalan Layang tol 
diwaktu malam 


Perhitungan kami ternyata mele- 
set. Pada bulan Maret 1989, ketika 
kami melakukan review terhadap ja- 
lannya proyek, kami berkeyakinan 
bahwa kami bisa mempercepat waktu 
penyelesaian proyek menjadi 22 bu- 
lan saja - dengan catatan : bekerja 
penuh selama 24 jam. Percepatan 
penyelesaian proyek itu ternyata ti- 
dak membuat biaya membengkak, te- 
tapi malah diperkirakan susut menjadi 
220 milyar. Artinya, bila dihitung 
rata-rata tiap kilometer jalan layang 
yang kami buat menelan ongkos se- 
kitar Rp 14 milyar. Padahal, di Thai- 
land standarnya adalah 25 milyar per 
kilometer jalan layang. Di Amerika 
Serikat biayanya bahkan mencapai 
Rp 80 milyar per kilometer elevated 
highways. 


Apa yang menyebabkan tercapai- 
nya hal-hal yang positif itu? Sebagian 
besar memang disebabkan oleh pe- 


2» Wi ith. | 
lif. I 


Ы. 


mecahan teknis. Dalam pembangun- 
ап proyek diterapkan Program Апа- 
lisa Teknis dan Nilai (Value Enginee- 
ring), yaitu suatu metode penganali- 
saan kembali untuk mendapatkan 
sasaran penghematan baik biaya dan 
waktu tanpa sama sekali mengubah 
fungsi dan kekuatan konstruksi. 


Penemuan Landas Putar Bebas 
Hambatan "Sosrobahu", misalnya, 
tidak menyebabkan kenaikan biaya. 
Malahan, secara jelas ia menurunkan 
social cost karena kemacetan lalu lin- 
tas di jalan yang sedang kami bangun 
itu bisa ditekan seminimum mungkin. 
Memang tidak semua pier head di- 
putar dengan sistem " Sosrobahu". 
Dari 318 pier head, hanya 85 pier 
head tipe | saja yang diputar mema- 
kai bantuan " Sosrobahu" . Tetapi, sis- 
tem penemuan baru itu jelas me- 
rupakan salah satu dari unsur positif 
yang menunjang percepatan waktu 
penyelesaian proyek. 


Tahap pelaksanaan pembangunan Jalan Layang Tol Cawang — Tanjung Priok 


Absennya ketergantungan pada 
unsur luar negeri juga merupakan 
faktor utama yang membuat proyek 
ini bjsa diselesaikan lebih cepat dari 
anggaran waktu. Lancarnya pasokan 
besi beton dan semen dari Krakatau 
Steel dan Indocement yang menjadi 
anggota Konsorsium adalah kunci 
krusial. 


Lempengan baja "Sosrobahu" 
yang dibuat di dalam negeri hanya 
melibatkan biaya sekitar satu juta ru- 
piah. Menurut Djoko Ramiadji, ka- 
lau teknologi itu dibeli dari luar negeri, 
dengan lempengan luar negeri, har- 
ganya mungkin mencapai Rp 100 
juta tiap satu lempengan. Itu terutama 
karena biaya royalty yang tinggi ter- 
hadap hak cipta. 


Saya memang pernah bertanya 
kepada Ir. Raka mengapa ia tidak 
meminta royalty untuk hasil ciptaan- 
nya itu. la menjawab dengan nada 
yang sangat merendah : "Ciptaan 
saya itu tidak akan ada artinya kalau 
tak ada orang seperti Ibu Tutut, Pak 
Djoko Ramiadji, almarhum Pak 
Wiyoto dan seluruh rekan yang te- 
lah dengan sepenuh hati men- 
dukung, dan pada akhirnya sepakat 
untuk menerapkannya. "la juga 
mengingatkan saya pada Konstruksi 
Cakar Ayam yang baru 25 tahun 
kemudian diakui-bahkan Prof. 
Sedyatmo yang menemukan 
konsep itu tak " menikmati" hasil dari 
penciptaannya. 


Dari orang-orang lain, saya juga 
mendengar banyak ceritera tentang 
Ir. Raka. Katanya, Ir. Raka bahkan 
sudah berkata kepada istri dan anak- 
anaknya, bahwa bila ia sampai gagal 
dengan konsep "Sosrobahu" itu, ia 
akan mengundurkan diri dari Hutama 
Karya dan pulang ke Bali. Ada juga 
yang mengatakan bahwa diam-diam 
Ir. Raka dilantik menjadi Direktur 


Utama Hutama Karya "bersumpah" 
untuk mengibarkan kembali nama 
Hutama Karya seperti ketika dulu di- 
pimpin Ir. Sutami. 


Proses penciptaan dan hasil pen- 
ciptaan itu sendiri di negeri kita me- 
mang masih relatif sangat murah. 
Dari para pelaksana di lapangan saya 
juga sering dilapori tentang cetakan 
beam yang dibikin sendiri. Kata me- 
reka, itu baru pertama kali terjadi di 
Indonesia. Harga cetakan beam buat- 
an sendiri itu hanya Rp 40 juta. Bila 
di beli di Singapura, harganya Rp 200 
juta. 


Bangsa kita sebenarnya adalah 
bangsa yang kreatif. Hanya saja, se- 
ringkali kreativitas mereka terbentur 
karena tak menemukan outlet-nya. 
Di lingkungan Citra Marga, kebebas- 
an untuk menciptakan bukan hanya 
ungkapan manis di bibir saja. Saya 
memberikan semua peluang untuk 


Pengerjaan 
pengecoran 


Jalan 


Cawang — Tan- 


jung Priok 
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berkreasi, berinovasi yang selanjut- 
nya kami analisa bersama untuk men- 
dapat musyawarah dan mufakat. Di 
lingkungan yang lain, mungkin saja 
Ir. Raka belum melahirkan konsep 
"Sosrobahu" -nya yang fenomenal 
itu. Di lingkungan yang lain, mungkin 
saja prestasi Djoko Ramiadji tidak 
akan setinggi yang telah ditunjukkan- 
nya dalam proyek jalan layang ini. 


Proyek North-South Link ini juga 
berhasil memacu hal-hal yang semula 
masih menjadi hambatan bagi sektor 
konstruksi. Pabrik-pabrik pengecoran 
gelagar beam di Indonesia, misalnya., 
sebelumnya hanya mempunyai ka- 
pasitas 700 gelagar per lima tahun. 
Kalau kami hanya menyerah dengan 
kapasitas itu, kami tak akan pernah 
dapat menyelesaikan proyek ini. Ke- 
butuhan kami adalah 300 gelagar se- 
bulan. Artinya, pabrik harus me- 
ningkatkan output produksinya seki- 
tar 30 kali lipat. 


Tk 
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Menteri PU Radinal Moochtar didampingi Dirjen Bina Marga berbincang dengan Ny. Siti Hardiyanti Rukmana 


Masalah itu lalu kami bahas ber- 
sama-sama untuk mencari jalan ke- 
luarnya. Staf Citra Marga membuat 
perhitungan-perhitungan baru dan 
menyiasati berbagai metoda baru un- 
tuk mengecor gelagar. Sasarannya : 
cepat selesai, tetapi mutunya tidak di- 
kurangi sedikit pun. Dengan penerap- 
an value engineering dan berbagai 
perhitungan lainnya, ternyata dari 
pabrik-pabrik yang sama itu kami ber- 
hasil memperoleh pasokan 300 gela- 
gar sebulan. Hal itu pasti tak akan 
terjadi bila kami hanya meminta, te- 
tapi tidak ikut terlibat. 


Kita agaknya sudah terlalu lama 
meniru budaya Gepeng Srimulat. 
Bila menghadapi sesuatu yang sulit, 
kita cepata berkata : tak mungkin. Ke- 
biasaan seperti itu membuat kita man- 
ja dan cengeng. Kita kurang tertan- 
tang membuat mungkin hal-hal yang 
semula dianggap tak mungkin. 


Saya termasuk salah seorang 
yang semula mempertanyakan me- 
ngapa dalam proyek seperti ini ma- 
sih banyak kelihatan alat-alat dan 
mesin-mesin tua? Anak buah saya di 
lapangan segera menjawab keraguan 
saya. "Selama mesin-mesin tua itu ti- 
dak mengganggu kelancaran, tidak 
merepotkan, dan bisa berfungsi, ha- 
rus kita manfaatkan secara maksi- 
mum untuk pekerjaan ini," kata 
mereka. 


Di Indonesia memang belum ter- 
sedia alat-alat yang cukup untuk me- 
nunjang pembangunan berskala se- 
besar ini, dalam waktu sesingkat itu. 
Misalnya, hanya ada 20 concrete 
pumps di seluruh Jabotabek. Dua- 
belas di antaranya dipakai untuk pro- 
yek ini. Saya bahkan bertanya-tanya 
sendiri : lalu bagaimana proyek-pro- 
yek konstruksi lainnya dilayani ha- 
nya dengan delapan buah concrete 
pumps yang ada? 


Duabelas concrete pumps yang 
melayani proyek North-South Link ini 
pun masih jauh dari mencukupi. Lalu 
saya melihat rekan-rekan di lapangan 
memodifikasi stationary concrete 
pumps untuk memenuhi kebutuhan 
menyelesaikan pekerjaan. Djoko Ra- 
miadji berhasil menggerakkan anak 
buahnya untuk memanfaatkan apa 
saja yang bisa dikumpulkan di seke- 
liling kita sendiri untuk menyelesai- 
kan pekerjaan. Ia paling benci 
mendengar sikap bahwa satu peker- 
jaan bisa lebih cepat diselesaikan bila 
mendatangkan peralatan khusus dari 
luar negeri. Menurutnya, itu hanya 
merupakan excuse untuk tidak me- 
nyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 
jadwalnya. 


Pada suatu ketika saya juga me- 
lihat sebuah pier dihancurkan. Saya 
bertanya kepada Arie Prabowo, me- 


ngapa harus ditempuh jalan itu. Ja- 
wabnya : "Telah kami teliti, ternyata 
ada prosedur yang tak dijalankan da- 
lam proses pembuatannya. Setelah 
kami uji, ternyata pier itu tak meme- 
nuhi syarat konstruksi." 


Saya kecewa melihat pier itu di- 
hancurkan, karena sudah menelan 
banyak ongkos. Tetapi, saya juga 
bangga bahwa hal itu dilaksanakan 
secara bertanggung jawab oleh anak 
buah saya. Ketika itu saya langsung 
teringat pada orang yang bertanya 
apakah saya tidak khawatir Jalan 
Layang Cawang-Priok ini tidak akan 
runtuh seperti The Bay Bridge di 
San Francisco. Keyakinan saya ber- 
tambah tebal. Inilah imbalan yang 
saya peroleh. Saya memberikan ke- 
percayaan penuh. Dan mereka me- 
ngimbanginya dengan tanggung ja- 
wab penuh. 


Sudah menjadi rahasia umum, 
sektor konstruksi adalah sektor " ba- 
sah" di mana setiap pemain bisa ber- 
main untuk memasukkan sebagian 
dana konstruksi ke dalam kantung- 
nya. Bukan hanya di tingkat pimpro, 
para mandor pun bahkan lebih pin- 
tar mencari peluang memperkaya diri 
sendiri. 


Peristiwa penghancuran pier itu 
secara tidak langsung menunjukkan 
kepada saya bahwa anak-anak buah 
saya di lapangan memegang teguh 
nilai-nilai profesi. Mereka sadar bah- 
wa pelat baja yang satu milimeter le- 
bih tipis, atau adukan beton yang 
komposisi bahannya tidak sesuai de- 
ngan perhitungan, akan menjadi titik 
rapuh yang bisa merobohkan karya 
monumental ini. 


Tanpa sikap kejujuran dan ke- 
banggaan profesi seperti itu, saya da- 
pat membayangkan bagaimana jadi- 
nya proyek yang setiap hari pelaksa- 
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naan mengeluarkan biaya sekitar 
Rp 300 juta. Mungkin harus saya ke- 
rahkan satu resimen polisi untuk 
mengawasi staf lapangan. 


Secara periodik, setelah melaku- 
kan inspeksi lapangan, seperti biasa 
saya mengajak para pelaksana inti 
untuk melakukan penilaian yang si- 
fatnya lebih makro dan general ter- 
hadap proyek yang sedang kami 
rampungkan itu. Diskusi dan argu- 
mentasi adalah merupakan santapan 
yang rutin baik yang formal atau da- 
lam suasana santai, untuk lebih da- 
pat menghimpun-permasalahan dan 
penyelesaiannya. Banyak orang se- 
'benarnya meragukan kemampuan 
kita sendiri. 


Pada awal mula pembangunan 
proyek ini banyak orang dan bahkan 
pejabat pemerintahan yang meng- 
usulkan pembangunan proyek ini un- 
tuk di turn key kepada kontraktor 
asing hingga kita dapat tidur nyenyak, 
dalihnya. 


Tetapi serta merta dengan dasar 
observasi yang memang telah kami 
lakukan sebelumnya dengan segala 
perhitungannya serta keyakinan saya 
yang kuat, maka usulan, himbauan 
atau segala istilahnya, saya tolak. 
Saya tetap bersikeras untuk mema- 
kai kontraktor Indonesia. Saya yakin 
kalau kontraktor dan para ahli kon- 
struksi Indonesia diberi kesempatan, 
mereka tidak akan menyia-nyiakan 
kesempatan tersebut untuk membuk- 
tikan kemampuannya yang baik. 
Saya sadari risikonya memang besar. 
Tapi, kalau kita takut menanggung ri- 
siko, kapan kita akan maju? 


Saya datangi dan argumentasikan 
menyeluruh untuk meyakinkan me- 
reka, bahwa kita Insya Allah akan 
mampu menyelesaikan pembangun- 
an proyek ini. Kepada mereka saya 
jaminkan "kepala" saya. 
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Dan tak salah bila saya telah 
"menyerahkan kepala" saya kepada 
semua para pelaksana, karena me- 
reka benar-benar telah membuktikan 
tanggung jawab serta kepercayaan 
yang saya serahkan kepada mereka, 
sesuai tekad saya untuk tidak meng- 
gantungkan pekerjaan tersebut ke- 
pada kontraktor asing. 


Membangun jalan, apalagi de- 
ngan tingkat kecanggihan seperti ja- 
lan layang yang kami rampungkan 
ini, memang lebih banyak menyang- 
kut masalah teknis. Kami telah mem- 
buktikan lain. Jalan Layang Ca- 
wang-Priok itu adalah produk utama 
yang hasil kongkretnya bisa kita ra- 
sakan bersama. Meski para pelaksana 
proyek ini masih muda-muda usia, 
namun kami tak melupakan konsul- 
tasi dan arahan para pakar konstruksi 


seperti : Prof. Dr. Ir. Sosrowi- 


narso, Prof. Dr. Ir. Rooseno, Ir. 
Wiratman yang bersatu dan sering 
bersama kami memberikan masukan- 
masukan teknis dan pengalaman me- 
reka dalam masalah-masalah kritis. 
Sehingga, by-product yang kami ca- 
pai ternyata jauh lebih penting dan 
besar artinya bagi bangsa kita 
daripada sekadar memiliki sepenggal 
jalan layang. 


Saya lantas teringat pada masa 
kanak-kanak saya dulu. Kami sering 
mencoba kekuatan kami untuk mem- 


balikkan batu besar yang kami lihat. 


Teman-teman dan saudara-saudara 
saya senang telah berhasil membalik- 
kan batu besar yang semula teronggok 
di sana. Tetapi, saya lebih terpesona 
melihat binatang-binatang kecil dan 
aneh di tanah yang semula tertutup 
batu besar itu. 


Ya, kami tidak hanya memba- 
ngun jalan layang. Kami telah mem- 
bangun semangat dan kepercayaan 
sektor jasa konstruksi Indonesia 


Ir. Raka Sukawati, 
Dirut PT Hutama Karya 


bahwa kita sudah naik kelas. Kita Dikutip dari H. Siti Hardiyanti 

sudah mampu menunaikan karya Rukmana "Mendobrak Kultur 

besar yang semula dianggap tak Pesimis” Pengalaman Membangun 

mungkin diselesaikan bangsa kita. Jalan Layang Tol Cawang-Priok, Ja- 
karta. 


Simpang susun Jakarta, dibangun oleh PT Jasa Marga. 1989 
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Penyelenggaraan Bidang 
Pekerjaan Umum 


29. Rancangan Peraturan 
Pemerintah tentang Penyerahan 
Urusan Pemerintahan di bidang 
Pekerjaan Umum kepada Daerah 
yang disusun sejak lama akhirnya 
terbit sebagai Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 1987, yang meru- 
pakan kelengkapan dari Undang- 
undang Nomor 5 Tahun 1974 ten- 
tang Pokok-pokok Pemerintahan 
di Daerah. Sebagian urusan di bidang 
pekerjaan umum yang diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah Tingkat 
| dan Tingkat II (tanpa mengurangi 
tanggung jawab Menteri) adalah : 


y £9 LR. osa а 24 F ж” 
Ж.” рас ЖҰ g 57 NYA : е, ее р 
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a. Kepada Pemerintah Daerah 
Tingkat I: 


Bidang Pengairan : 

(1) penyusunan rencana 
penyediaan  irigasi untuk 
memenuhi keperluan Daerah 
Tingkat I yang bersangkutan, 
guna dimintakan penetapan 
Menteri berdasarkan pertim- 
bangan kebutuhan air untuk 
berbagai keperluan, 


(2) pelaksanaan penyediaan air 
irigasi berdasarkan perencanaan 
yang telah ditetapkan, 


(3) pemberian izin penggunaan air 
irigasi dan jaringan irigasi: 


47 £ 
* Е 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


penetapan masa irigasi untuk 
setiap daerah irigasi dalam 
rangka pembagian dan pembe- 
rian air secara tepat guna, 


penetapan prioritas pem- 
bangunan air irigasi sesuai 
dengan situasi dan kondisi 
setempat, 


pelaksanaan pembangunan dan 
perbaikan jaringan utama beser- 
ta bangunan pelengkapnya: 


pelaksanaan eksploitasi dan 
pemeliharan jaringan irigasi dan 
drainase beserta bangunan-ba- 
ngunan perlengkapan mulai dari 
bangunan pengambilan sampai 


Saluran Pembagi kepetak-petak persawahan 


kepada saluran percontohan 
sepanjang 50 (lima puluh) meter 
dari bangunan sadap: 


(8) pengamanan untuk menjamin 
kelangsungan fungsi irigasi 
beserta bangunan pelengkapnya 
yang berada di dalam Daerah 
Tingkat I yang bersangkutan. 


(9) perizinan untuk mengadakan 
perubahan dan/atau pem- 
bongkaran bangunan-bangunan 
dan saluran dalam jaringan 
irigasi maupun bangunan pe- 
lengkapnya, 


(10) perizinan untuk mendirikan, 
mengubah atau membongkar 
bangunan-bangunan lain dari- 
pada yang tersebut pada angka 
9 yang berada di dalam, di atas 
maupun yang melintasi saluran 
irigasi. 


Bidang Bina Marga : 


(1) penyusunan rencana umum 
jangka panjang, rencana jangka 
menengah dan penyusunan 
program perwujudan jaringan 
jalan sekunder untuk Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta, 


(2) perencanaan teknis dan pem- 
bangunan atas : 


a. Jalan Kolektor Primer yang 

. menghubungkan Ibukota Da- 

erah Tingkat I dengan Ibu- 
kota Daerah Tingkat II. 


b. Jalan Kolektor Primer yang 
menghubungkan antar Ibu- 
kota Daerah Tingkat II: 


c. Jalan selain daripada yang 
termasuk dalam huruf a dan 
huruf b yang mempunyai ni- 
lai strategis terhadap kepen- 
tingan Daerah Tingkat I; 


(3) 


(4) 


d. Jalan dalam Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, kecuali jalan 
yang termasuk dalam kelom- 
pok jalan Nasional: 


perencanaan teknis dan pem- 
bangunan jalan pada jaringan 
jalan sekunder di Daerah Khu- 
sus Ibukota Jakarta, 


pemeliharaan atas : 


a. Jalan kolektor primer yang 
menghubungkan Ibukota 
Daerah Tingkat I dengan 
Ibukota Daerah Tingkat II: 


Peningkatan Jalan dengan Hot Mix 


b. Jalan kolektor primer yang 
menghubungkan antar Ibu- 
kota Daerah Tingkat II: 


c. Jalan selain daripada yang 


termasuk dalam huruf a dan 
huruf b yang mempunyai ni- 
lai strategis terhadap kepen- 
tingan Daerah Tingkat I: 


d. Jalan dalam Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, kecuali jalan 
yang termasuk dalam jalan 
Nasional: 


BADAN PIMPINAN DAERAH 
GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA 


B.P.D. GAPENSI 


Jl. Prof. Dr. Soedewi Masjchun Sofwan SH. No. 2 Telp. 22108 Jambi 


BESERTA ANGGOTA MENGUCAPKAN 
SELAMAT HARI KEBAKTIAN PEKERJAAN UMUMYANG KE 45 
3 DESEMBER 1945 - 3 DESEMBER 1990 


CV "SUMBER SEDAYU" m „CV. EKA MAJU 
JAMBI 


JAMBI 


NPWP : 11037298- 2: ' 
Mamat : à Pangeran Hidayat Rt. 6 Teleohone No. : 22926 KONTRAKTOR — PERDAGANGAN UMUM 
C.V. SINAR MUTIARA C.D. Pasak Bumi 
KONTRAKTOR - PENGADAAN/LEVERANSIR/JASA pe WA JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 TELP. 20880 Бей 
IMPORT - EXPORT JAMBI ВАРО 


KONTRAKTOR — LEVERANSIR & PERDAGANGAN UMUM 


PT. YALSARI JAYA f^ P.T. CAHAYA MURNI MEGAH 


Jalan Gajah Mada No. 246 Jelutung Telpon 22093 
KONTRAKTOR - INDUSTRI - PERDAGANGAN 
Jalan Prof. Sri Soedewi Masjchun Sofwan SH. No. 40 Telanaipura Тер. 22644 - 25570 : 
JAMBI - INDONESIA Rue besta nadhang, аайы 


Bank : Bank Rakyat Indonena 


TN. MARAS 


i GENERAL CONTRACTOR А SUPPLIER 
Jalan Gajah Mada No. 103 @ 23070 


Bankers : 
JAMBI B.P. D. jambi 
Bank Bumi Daya 


CV. BUKIT TELAGA 


Jalan Dr. A. К. Geni No. 43 Jambi, Tel. 0741 — 23832 


Eus. 
ЭРО Jambi 


MELAKSANAKAN BANGUNAN, GEDUNG, JALAN, JEMBATAN - TRADE а ENGINEERING SUPPLIERS 
DAGANG - INDUSTRI & LEVERANSIR 


14 C.V. KAZANAH CONTRACTORS ERR PT. SUMBER TRATINDO UTAMA 


Jalan Raden Pamuk No. 68B Kasang Тер. 25356 EA ar тёр pene 226731 Telex. 27573. ROBA IA 
JAMB B.P.D. Bankers ВРО 
аш 
C. V. "DUTA" 
D Ji. Panglima Polim No. 46 Telp. 24307 - 24557 Bantar | engg CHA Gran 
JAMBI 36143 Bar turu Ba ca ВА E-E— өнө 
a Na TA PF ESSE E aa È - ем. 1006 ү” "ч 
GENERAL, CONTRACTOR, IMPORT - EXORT, SUPPLIER & COMMISION, AGENTS. TELEX repe A жыр ма KON BA жетері 
| NTERPRISE 
| CAHAYA 
aa EE T AEE 
| 
| — GENERAL CONTRACTOR СО GENERAL SUPPLIER 
. ace 1 JL Н. Badar No. 1 Telp. 22689 JAMBI 
JL Kapten nA uni No. 260 B Telp. 28592 PALEMBANG WIRA ABADI 
por pratama zu CV. WIRA ABADI 
CONTRACTOR - PENGADAAN BARANG - ANGKUTAN 
GEDUNG SUMBER JAYA LT. II JL. SULTAN AGUNG NO 32. TELP 23732 JAMBI 


түрмелер 


S LE CER RD НАСЕ Jalan Ki. Hajar Dewantasa io. o9 Jamba — ——— 


Your Partner tor 
Consulting Services 
for Public Works 


Surveys, Investigations and Reconnaissance Studies, 
Feasibility Studies and Preliminary Design, 
Detailed and Final Design, 

Tender Documents and Assistance for Contract Awarding, 
Construction and Installation Supervision 
Commissioning and Operation, Management and Training 


in the fields of 
Overall Planning and Studies - Rural and Urban Development - 
Water Resources Management and Engineering - Environmental 
Engineering - Water Supply - Sanitation - Waste Disposal - 
Agricultural Development - Irrigation and Drainage - 
Traffic and Transportation Planning - Tunnels - Roads and 
Railways - Mass Transit Systems - Airports - Waterways - 
Geotechnical and Foundation Engineering - 
Civil Engineering and Architecture 
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LAHMEYER LIAISON OFFICE 
INTERNATIONAL GMBH JAKARTA 
Lyoner Strasse 22 Jl. Rambai No. 8 
D-6000 Frankfurt (Main) 71 Kebayoran Baru 
Fed. Rep. of Germany P.O. Box 387/Jksmg 
Tel. : 0049-69-6677-0 Jakarta Selatan 
Telex : 413478 li d Indonesia 
Fax : 0049-69-6677-571,-572,-940 Tel. : (021) 770413 


Fax : (021) 770413 


Consulting Engineers for Energy,Water and Transportation 


P.T. FEMACON 
PUTRA JAYA 


| 
Feasibility Engineering Management Consultants 
Brarich Office : 


Jl. Senopati No. 58 Keb. Baru Jakarta, 
Tel. (021) 73974159 Fax : 7202277 


Head Office : 
JI. P. Hasan Mustapa No. 40 Bandung, 


Tel. (022) 73665 


Mengucapkan 
Selamat 45 tahun 


Departemen Pekerjaan Umum 
5 Desember 1945 — 3 Desember 1990, 


5 Desember 1945 — 3 Desember 1990. 


P.T. SUDAMANIK 


INDUSTRI PEMECAHAN BATU 


Daerah Kerja : 
Kampung Lebakwangi 
Desa Rengasjajar 
Kecamatan Cigudeg 
Kabupaten Bogor 


Kantor : 
Jl. H. Samanhudi No. 81 A/B 
Telp. : 373099 


Jekarta 


Mengucapkan 
Selamat 45 tahun 


Departemen Pekerjaan Umum 
5 Desember 1945 — 3 Desember 1990. 


yec 


YACHIYO ENGINEERING CO. LTD. 
CONSULTING ENGINEERS, ARCHITECTS & PLANNERS 
Jakarta Representative Office 


Nusantara Building 27th Floor, 
Jalan M.H. Thamrin No. 59 
Jakarta, Indonesia 


Phone : 336346 (Direct) 333909 Ext. 7685, 7686 
Telex : 61471 YEC ia 
Fax. : 62-21-330416 


Mengucapkan 
Selamat 45 tahun 


Departemen Pekerjaan Umum 
5 Desember 1945 — 3 Desember 1990 


5) Penetapan status sebagai jalan 


(6) 


(7 


— 


Propinsi. 

Pemerintah Daerah Tingkat | 
mengusulkan kepada Menteri 
Dalam Negeri untuk mene- 
tapkan dengan Surat Keputusan 
suatu ruas jalan sebagai jalan 
Propinsi atas : 


a. Jalan kolektor primer yang 
menghubungkan Ibukota 
Daerah Tingkat | dengan 
Ibukota Daerah Tingkat 11; 


b. Jalan kolektor primer yang 
menghubungkan antar Ibu- 
kota Daerah Tingkat II, 


c. Jalan selain daripada yang 
tersebut huruf a dan huruf b 
yang mempunyai nilai strate- 
gis terhadap kepentingan 
Daerah Tingkat !; 


Penetapan status sebagian jalan 
Kabupaten atas : 


a. Jalan kolektor primer yang 
tidak termasuk kelompok ja- 
lan Nasional dan kelompok 
jalan Propinsi, 


b. Jalan lokal primer; 

c. Jalan selain daripada yang 
termasuk dalam huruf a, hu- 
ruf b, dan huruf c yang mem- 
punyai nilai strategis terhadap 
kepentingan Daerah Tingkat 
Il; 

Penetapan status sebagai jalan 

Kotamadya atas : 


a. Jalan Arteri Sekunder; 
b. Jalan Kolektor Sekunder, 


Bidang Cipta Karya : 


(1) penyusunan rencana umum 


tata ruang Daerah Tingkat I ! 


beserta program pemanfaatan 
ruang untuk Daerah Tingkat I 
atau beberapa dari rencana de- 
tail tata ruang untuk satuan 
kawasan pengembangan yang 


(2) 


(3) 


(4) 


wilayahnya merupakan seba- 
gian wilayah Daerah Tingkat II 
yang berlainan, kecuali Daerah 
Tingkat I yang mempunyai 
kepentingan Nasional dan sa- 
tuan kawasan pengembangan 
yang mempunyai kepentingan 
Nasional: 

penyusunan rencana teknik 
ruang, penyiapan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan 
ruang untuk satuan pemukiman 
yang wilayahnya merupakan, 
sebagian wilayah Daerah Ting- 
kat II yang berlainan, kecuali sa- 
tuan pemukiman yang mem- 
punyai kepentingan Nasional, 


pembinaan atas pembangunan 
dan pengelolaan prasarana dan 
fasilitas lingkungan perumahan, 


pengadaan, pemanfaatan dan 
pemeliharaan bangunan gedung 
milik Pemerintah Daerah 
Tingkat I; 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


pembinaan atas pengaturan dan 
pengawasan terhadap pem- 
bangunan, pemeliharaan dan 
pemanfaatan bangunan 
gedung: 


pembinaan atas perencanaan, 
pembangunan, pemeliharaan 
dan pengelolaan air bersih 
pedesaan dengan sistem perpi- 
paan dan sumur artesis, 


perencanaan, pengadaan dan 
pengelolaan air bersih yang 
mencakup kepentingan lebih 
dari satu Daerah Tingkat II: 


pembinaan atas pembangunan, 
pemeliharaan dan pengelolaan 
prasarana dan sarana penyedia- 
an air bersih, 


pembinaan atas pembangunan, 
pemeliharaan dan pengelolaan 
prasarana dan sarana pem- 
buangan sampah, air limbah 


Bak penampungan air bagi masyarakat umum 
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dan drainase pemukiman di 


Daerah Tingkat II: 


(10)koordinasi pembangunan, 
pemeliharaan dan pengelolaan 
pembuangan akhir sampah dan 
air limbah yang digunakan oleh 
lebih dari satu Daerah Tingkat II: 


(11) pembangunan, pemeliharaan 
dan pengelolaan prasarana 
drainase perkotaan yang me- 
layani lebih dari satu Daerah 
Tingkat II. 


b. Kepada Pemerintah Daerah 
Tingkat II : 


Bidang Pengairan. 


Penetapan pembentukan dan/ 
atau pengembangan perkumpulan 
petani pemakai air yang secara 
organisatoris, teknis dan finansiil 
maupun untuk diserahi tugas dan 
kewajiban pembangunan, rehabilitasi, 
eksploitasi dan pemeliharaan jaringan 
irigasi beseta bangunan pelengkapnya 
dalam petak tersier, kwarter, desa 
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dan subak dengan memperhatikan 
perkembangan daerah irigasi. 


Bidang Bina Marga. 


(1) penyusunan rencana jangka 
panjang, rencana jangka mene- 
ngah dan penyusunan program 
perwujudan jaringan jalan 


Pembangunan Jalan kolektor 


sekunder : 


а. Pada kota-kota yang 
merupakan Ibukota Daerah 
Tingkat I, kepada Pemerintah 
Daerah Tingkat II yang ber- 
sangkutan, dengan petunjuk 
dari Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I: 


(2) 


(3) 


b. Pada kota-kota yang bukan 


merupakan Daerah Tingkat 1 $ 


dan bukan merupakan Ibu- 
kota Daerah Tingkat I kepada 
Pemerintah Daerah Tingkat 
Il; 


c. Pada  kota-kota yang 
merupakan Daerah Tingkat II 
dan bukan merupakan Ibu- 
kota Daerah Tingkat I kepada 
Pemerintah Daerah Tingkat 
II. 


perencanaan teknis dan pem- 
bangunan atas : 


a. Jalan kolektor primer yang 
tidak termasuk dalam kelom- 
pok jalan Nasional dan 
kelompok jalan Propinsi; 


b. Jalan lokal primer; 


c. Jalan sekunder selain yang 
termasuk dalam kelompok ja- 
lan Nasional dan jalan 
Propinsi; 


d. Jalan selain yang termasuk 
dalam huruf a, huruf b, dan 
huruf c yang mempunyai nilai 
strategis terhadap kepen- 
tingan Daerah Tingkat II: 


e. Jaringan jalan sekunder di 
dalam Daerah Tingkat II. 
Pemeliharaan atas : 


a. Jalan kolektor primer yang 
tidak termasuk dalam kelom- 
pok jalan Nasional dan 
kelompok jalan Propinsi: 


b. Jalan lokal primer: 


c. Jalan sekunder selain yang 
termasuk dalam kelompok ja- 
lan Nasional dan kelompok 
jalan Propinsi: 


d. Jalan selain yang termasuk 
dalam huruf a, huruf b, dan 
huruf c yang mempunyai nilai 


Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui Proyek Pemugaran Perumahan Desa 


(4) 


(5) 


strategis terhadap kepen- 
tingan Daerah Tingkat II; 


Penetapan status suatu ruas 
jalan lokal sekunder sebagai 
jalan Kotamadya; 


Penetapan status suatu ruas 
jalan sebagai jalan desa. 


Bidana Cipta Karya 


(1) 


penyusunan rencana umum 
tata ruang Daerah Tingkat II 
beserta program pemanfaatan 
ruang untuk Daerah Tingkat II 
Kabupaten dan rencana detail 
tata ruang untuk satuan 
kawasan pengembangan, ke- 
cuali Daerah Tingkat II 
Kabupaten dan satuan-satuan 
kawasan pengembangan yang 
mempunyai kepentingan Na- 
sional dan/atau Daerah Tingkat 
[; 


penyusunan rencana umum 
tata ruang kota beserta program 
pemanfaatan ruang untuk kota. 


(3) 


(4) 


(5) 


rencana detail tata ruang untuk 
kawasan kota, kecuali kawasan 
yang mempunyai kepentingar 
Nasional dan/atau Daerah 
Tingkat |; 


penyusunan rencana teknik 
ruang, penyiapan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan 
ruang untuk satuan pemukiman 
yang mempunyai kepentingan 
Nasional dan/atau Daerah 
Tingkat I; 


Penyusunan rencana teknik 
ruang, penyiapan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan 
ruang kawasan untuk kota, 
kecuali kawasan kota yang 
mempunyai kepentingan Na- 
sional dan/atau Daerah Tingkat 
; 


"pengaturan dan pembinaan 


pembangunan perumahan 
beserta prasarana dan fasilitas 
lingkungan perumahan, 
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(6) 


(7) 


(8) 
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pembangunan, pemeliharaan 
dan pengelolaan prasarana dan 
fasilitas lingkungan perumahan; 


pengaturan dan pengawasan 
terhadap pembangunan, peme- 
liharaan dan pemanfaatan 
bangunan gedung; 


pembangunan, pemeliharaan 
dan pengelolaan bangunan 
pelayanan umum, lapangan- 
lapangan, taman-taman dan 
pekuburan umum; 


(9) 


(10) pembangunan, 


(11) pembangunan, 


Fasilitas olahraga balap sepeda di Jakarta 


pengaturan dan pengawasan 
terhadap usaha pencegahan 
dan penanggulangan bahaya 
kebakaran: 


pemeliharaan 
dan pengelolaan prasarana dan 
sarana penyediaan air bersih: 

pemeiliaraan 
dan pengelolaan pembuangan 
sampah, air limbah dan pra- 
sarana  drainase daerah 
pemukiman, 


(12) pembangunan, 


(13) pembangunan, 


pemeliharaan 
dan pengelolaan prasarana dan 
sarana pembuangan air limbah 
daerah pemukiman: 


pemeliharaan 
dan pengelolaan prasarana dan 
sarana pelayanan kebersihan. 


Dengan adanya Peraturan 
Pemerintah ini, kecuali untuk Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta, di Daerah 
Tingakt | dapat dibentuk Dinas Peker- 


jaan Umum Propinsi, Dinas Peker- 
jaan Umum Bina Marga dan Dinas 
Pekerjaan Umum Cipta Karya; DKI 
dapat membentuk Dinas-dinas 
Bidang Pekerjaan Umum sesuai 
dengan kebutuhannya. 


Pembiayaan yang berhubungan 
dengan penyerahan sebagian urusan 
di bidang pekerjaan umum sebagai- 
mana dimaksud diusahakan melalui 
sumber-sumber anggaran Pemerintah 
Daerah yang murni maupun melalui 
bantuan pembiayaan dari Pemerintah 
Pusat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Pengaturan lebih lanjut tentang hak 
dan kewajiban yang timbul sebagai 
akibat pelaksanaan peraturan peme- 
rintah ini yang menganut prinsip- 
prinsip desentralisasi, dekonsentrasi 
dan medebewind masih digarap. 


Peraturan Perundang-undangan. 


30. Dengan perkembangan ter- 
baru munculnya badan-badan usaha 
yang meraksasa, maka penyertaan 
badan-usaha tersebut dalam kegiatan 
di bidang pekerjaan umum semakin 
mantap dan pengaturan yang ketat 
perlu disusun oleh Pemerintah. Per- 
aturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
1990 tentang Jalan Tol bertujuan un- 
tuk mewujudkan pemerataan pem- 
bangunan dan hasil-hasilnya serta 
keseimbangan dalam pengembangan 
wilayah dengan memperhatikan 
keadilan yang dapat dicapai dengan 
cara membina jaringan jalan yang 
dananya berasal dari pemakai: jalan 
tol juga diselenggarakan dengan tu- 
juan untuk meningkatkan efisiensi 
pelayanan jasa distribusi guna 
menunjang peningkatan pertum- 
buhan ekonomi terutama di wilayah 
yang sudah tinggi tingkat perkem- 
bangannya. Pembiayaan untuk 


Jalan Tol Sediyatmo menghubungkan Bandara Soekarno — Hatta 
dan daerah Jakarta 


penyelenggaraan jalan tol yang 
meliputi studi kelayakan, biaya peren- 
canaan teknis, biaya pembangunan 
dan biaya pengoperasian serta biaya 
pemeliharaan ditanggung Badan (P .. 
Jasa Marga) atau Badan bekerjasama 
dengan pihak lain berbentuk usaha 
patungan (joint venture) atau usaha 
gabungan (joint operation). Pihak lain 
antara lain BUMN/BUMD, perusaha- 
an swasta nasional atau asing dan 
koperasi. Usaha patungan telah 
dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga 


dalam membangun dan mengope- 
rasikan jalan Cawang — Tanjung 
Priok dalam konsorsium PT. Citra 
Marga-Nusaphala Persada, jalan tol 
Tangerang — Merak konsorsium PT. 
Marga Mandala Sakti, sedang usaha 
gabungan dilakukan oleh PT. Jasa 
Marga pada jalan tol Cikampek — 
Bekasi bersama PT. Bangun Tjipta 
Sarana dan pada simpang susun 
Gunung Putri dengan pabrik Semen 
Cibinong (Indocement Tunggal 
Prakarsa). 
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 1990 telah membentuk 
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tir- 
ta untuk menyelenggarakan usaha 
eksploitasi dan  pemeliharaan 
prasarana pengairan dan pengusa- 
haan air dan sumber-sumber air. 
Perusahaan akan menyediakan 
pelayanan bagi kemanfaatan umum 
atas air dan sumber-sumber air yang 
bermutu dan memadai bagi peme- 
nuhan hajat hidup orang banyak serta 
tugas-tugas tertentu yang diberikan 
Pemerintah dalam pengelolaan da- 


erah aliran sungai yang meliputi an- 
tara lain perlindungan, pengem- 
bangan dan penggunaan sungai dan/ 
atau sumber-sumber air termasuk 
pemberian informasi, rekomendasi, 
penyuluhan dan bimbingan. Wilayah 
kerjanya adalah Kali Brantas, Kali 
Amprong, Kali Lesti, Kali Metro, Kali 
Lahor, Kali Surabaya dan 34 sungai 
kecil dan wilayah Kali Brantas. 
Dengan demikian pada waktu ini ada 
dua perusahaan umum di bidang 
pengairan, yaitu Perum Otorita 
Jatiluhur dan Perum Jasa Tirta ini. 


Di bidang Cipta Karya sedang dirin- 
tis pengikutsertaan swasta dalam 
penyediaan air bersih untuk kota 
Surabaya dan beberapa kota lain. 
Selain itu perusahaan-perusahaan 
real estate dan industrial estate juga 
didorong untuk menyediakan air ber- 
sih dan pengaturan air limbah, baik 
cair maupun padat. 


Mengenai peremajaan 
pemukiman kumuh telah terbit In- 
struksi Presiden Nomor 5 Tahun 
1990 tanggal 26 September 1990. 
Peremajaan pemukiman kumuh 


Penyuluhan pada para petani 


a 


EM 


Peremajaan perumahan kota 


adalah pembongkaran sebagian atau 
seluruh permukiman kumuh yang 
sebagian besar atau seluruhnya 
berada di atas tanah negara dan 
kemudian di tempat yang sama 
dibangun prasarana dan fasilitas 
lingkungan rumah susun serta 
bangunan-bangunan lainnya sesuai 
dengan rencana tata ruang kota yang 
bersangkutan. Rumah susun yang 
dibangun di lokasi peremajaan berikut 
tanahnya menjadi milik negara dan 
Menteri Keuangan melimpahkan 
pengelolaannya kepada Perum Pe- 
rumnas yang dapat disewakan atau 
dijual oleh Perum Perumnas. Peng- 
huni lingkungan yang diremajakan 
ditampung kembali di rumah susun 


hasil peremajaan atau di lokasi lain 
yang berdekatan dengan lokasi 
peremajaan, baik dengan cara 
memiliki yang didukung dengan 
fasilitas kredit pemilikan rumah 
maupun dengan cara menyewa. Pe- 
remajaan itu dilakukan dengan 
menerapkan sistem subsidi silang an- 
tara pembangunan rumah susun 
dengan areal komersial yang berada 
di kawasan yang diremajakan. 
Sumber pembiayaan adalah BUMN/ 
Perum Perumnas, Yayasan Dana 
Bhakti Kesejahteraan Sosial dan 
Developer swasta. Dalam penyeleng- 
garaan peremajaan itu masyarakat 
didorong berperan secara aktif dalam 
proses peremajaan tersebut. 
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1. Umum 


Departemen Pekerjaan Umum 
sebagai salah satu aparat Pemerintah 
mempunyai tugas dan tanggung ja- 
wab dalam menyelenggarakan seba- 
gian Tugas Umum Pemerintahan dan 
Tugas Umum Pemerintahan dan Tu- 
gas Pembangunan berupa penye- 
diaan prasarana dan sarana, pem- 
binaan dan pengaturan dalam bidang 
pengairan, jalan, perumahan dan pe- 
mukiman serta penataan ruang dan 
konstruksi dalam rangka memenuhi 
kebutuhan ekonomi dan pengem- 
bangan wilayah, mengoptimalkan pe- 


manfaatan sumber alam dan ling- 


kungan hidup serta meletakkan da- 
sar yang kuat untuk setiap tahapan 
pembangunan nasional. 


Sebelum Pelita dimulai, keadaan 
prasarana dan sarana bidang peker- 
jaan umum berada dalam keadaan 
yang sangat memprihatinkan, baik 
dari segi kuantitas maupun kualitas. 
Melalui pelaksanaan pembangunan 
sejak Pelita | sampai dengan Pelita IV, 
telah dibangun prasarana dan sarana 
bidang pekerjaan umum di berbagai 
pelosok tanah air. 


Hasil-hasil Pelita tersebut telah 
meningkatkan kemampuan dan pe- 
layanan prasarana dan sarana bidang 


Bab V 


Pelaksanaan tugas 
dan kebijaksanaan 


dalam 


Departemen 


Pekerjaan Umum 


menyongsong 


era tinggal landas 


pekerjaan umum untuk berperan da- 
lam mewujudkan sasaran-sasaran 
pembangunan dalam rangka mendo- 
rong pertumbuhan ekonomi dan ke- 
sejahteraan masyarakat secara lebih 
merata, meskipun ketersediaan pra- 
sarana dan sarana tersebut masih be- 
rada di bawah tingkat kebutuhan yang 
diinginkan. 


Terhadap hasil-hasil pembangun- : 


an selama ini bidang pekerjaan 


umum di nilai telah memberikan ha- 
sil-hasil penting antara lain : 


(1) Tingkat kemudahan bagi masya- 
rakat dalam memperoleh berba- 
gai kebutuhan, baik kebutuhan 
hidup sehari-hari maupun kebu- 
tuhan untuk dapat melakukan 
kegiatan usahanya. 


(2) Telah secara nyata menunjang 
perkembangan-perkembangan di 
berbagai sektor penting. 
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(3) Peningkatan pembangunan antar 
daerah yang semakin seimbang. 


(4) Mendorong usaha memperbaiki 
kualitas lingkungan hidup dan pe- 
mukiman baik yang bersifat fisik 
maupun non fisik untuk mengan- 
tisipasi dampak negatif pemba- 
ngunan yang berupa pencemar- 
an dan kerusakan lingkungan, 
pemekaran fisik kota yang kurang 
terkendali dan beberapa perma- 
salahan lain yang berkaitan de- 
ngan lingkungan. 


Dengan demikian, perencanaan 
penanganan prasarana dan sarana 
pekerjaan umum dalam rangka men- 
dukung dan mendorong perkemba- 
ngan sektor-sektor secara keselu- 
ruhan, tidak saja perlu memperhati- 
kan aspek teknis dalam arti penerap- 
an teknologi yang lebih sesuai, tetapi 
lebih dari itu, perlu memperhatikan 
berbagai aspek yang terkait dalam 
usaha peningkatan kesejahteraan dan 
keamanan secara keseluruhan yang 
merupakan hakekat dari pembangun- 
an dimaksud. 


Sejalan dengan hal tersebut, pe- 
laksanaan pembangunan prasarana 
dan sarana fisik bidang pekerjaan 
umum dalam Pelita V sekaligus di- 
upayakan untuk dapat ikut meme- 
cahkan berbagai permasalahan yang 
masih memerlukan penanganan se- 
cara berlanjut, yaitu : 


(1) Pemantapan produksi pangan 
beras. 


(2) Penunjangan dalam meningkat- 
kan perkembangan industri dan 
ekspor non migas. 
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Petani memanfaatkan pola tanam (Foto : OIL PROGRESS) 


(3) Penyewaan lapangan kerja yang 
semakin meningkat. 


(4) Peningkatan usaha keterpaduan 
dalam wilayah pembangunan. 


(5) Penanganan kemampuan dunia 
usaha jasa konstruksi. 


(6) Penanganan dampak lingkungan 
dan sinkronisasi program pem- 
bangunan. 


(7) Upaya percepatan pembangunan 
di wilayah-wilayah tertentu yang 
masih terbelakang. 


Dalam Pelita V ini Departemen 
Pekerjaan Umum akan mengupaya- 
kan peningkatan efisiensi dan efekti- 
fitas pembangunan prasarana dan 


sarana bidang PU agar bermanfaat 
bagi masyarakat secara optimal dan 
meluas dengan tingkat penyebaran 
yang lebih merata. 


2. Hasil-hasil Pembangunan Bi- 
dang Pekerjaan Umum Sam- 
pai Dengan Akhir Pelita IV. 


Dari hasil pembangunan prasa- 
rana dan sarana bidang pekerjaan 
umum selama 4 Pelita tersebut, 
maka keadaan prasarana dan sarana 
pekerjaan umum sampai dengan ak- 
hir Pelita IV adalah sebagai berikut : 


a) Prasarana dan Sarana Pe- 
ngairan. 


Bendungan air seluma — Bengkulu 


Pembangunan Pengairan sejak 
Pelita I sampai dengan Pelita IV te- 
lah menunjukkan hasil-hasil yang me- 
madai, baik dalam rangka peman- 
faatan air maupun pengembangan 
sumber-sumber air irigasi di daerah 
pertanian yang sudah ada dan dae- 
rah pertanian baru (termasuk pertam- 
bakan), mengamankan daerah pe- 
mukiman dan daerah produksi dari 
kerusakan akibat bencana banjir, ben- 
cana kekeringan dan lahar gunung 
berapi serta menunjang penyediaan 
air baku untuk air bersih bagi kesejah- 
teraan rakyat serta kebutuhan 
kelistrikan. 
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Dengan pencapaian sasaran da- 
lam Pelita IV, maka hasil-hasil pem- 
bangunan pengairan sejak Pelita | 
sampai dengan Pelita IM adalah se- 
bagai berikut : 


- Perbaikan dan Peningkatan Irigasi 
seluas 2.558.915 Ha. 


- Pembangunan Irigasi Baru seluas 
1.191.610 Ha. 


- Pengembangan Daerah Rawa se- 
luas 1.390.570 Ha. 


- Penyelamatan Hutan, Tanah dan 
Air seluas 1.358.688 Ha. 


Dengan hasil-hasil pembangunan 
pengairan tersebut, maka keadaan la- 
han pertanian pada akhir Pelita IV 
adalah sebagai berikut : 


- Irigasi Teknis 


seluas 2.534.613 Ha. 
- Irigasi Setengah 

Teknis 1.180.716 Ha. 
- Jaringan Irigasi 

Rawa 1.328.000 Ha. 
- Irigasi Sederhana 

seluas 672.632 Ha. 


b) Prasana dan Sarana Jalan. 


Pembangunan prasarana dan sa- 
rana Jalan sampai dengan Pelita IV 
telah berhasil melaksanakan pemba- 
ngunan jaringan jalan yang mema- 
dai dalam rangka mewujudkan ke- 
rangka tinggal ladas pembangunan 
nasional, dengan ciri-ciri sebagai be- 
rikut : 


- Berfungsinya prasarana jalan se- 
cara meluas dan merata, di pusat- 
pusat pertumbuhan, di pusat- 
pusat produksi maupun yang 
menghubungkan pusat-pusat 
produksi dengan daerah pema- 
saran. 
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Waduk / Bendungan Kedung Ombo, Jawa Tengah 


Dalam struktur pengembangan 
wilayah nasional telah terwujud 
suatu sistem jaringan jalan pri- 
mer yang mampu mengikat dan 


menghubungkan pusat-pusat 
pertumbuhan dengan wilayah 
yang berada dalam pengaruh pe- 
layanannya secara hirarki. 


Pemeliharaan Jalan di Irian Jaya 


ұм 


Рада setiap pusat-pusat pertum- 
buhan terwujud suatu sistem 
jaringan jalan sekunder yang 
mampu melayani kehidupan dan 
kegiatan masyarakat di masing- 
masing pusat pertumbuhan dan 
dapat berfungsi terutama sebagai 


Jembatan Tol Citarum dalam pengerjaan 


simpul-simpul jasa distribusi yang 
melayani wilayah yang berada 
dalam pengaruh pelayanannya. 


Kemampuan masing-masing sis- 
tem jaringan jalan beserta setiap 
ruas jalan dalam masing-masing 
sistem, pada umumnya secara 


proporsional dapat melayani ke- 
lancaran arus manusia, barang 
dan jasa yang terdapat pada ma- 
sing-masing sistem/ruas jalan, 
serta mempunyai peluang dan 
potensi untuk dikembangkan 
guna melayani kebutuhan jangka 
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PT. MANSYUR RAJO MARAH (M.R.M) 
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GENERAL CONTRACTOR 
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Pada g: 
Do i 


menengah maupun jangka pan- 

jang. 

Pada akhir Pelita IV jumlah pan- 
jang jalan dan kondisinya adalah se- 
bagai berikut : 


Jalan Nasional dan Jalan Propinsi 
(45.992 Km). 


- Jalan Mantap 27.480 Km. 
- Tidak Mantap 17.207 Km. 
- Kritis 1.305 Km. 
Jalan Kabupaten : 152.170 Km. 


46.122 Km (2996) 
106.048 Km (7196) 


— Baik 
- Rusak 


c) Prasarana dan Sarana Peru- 
mahan dan Pemukiman 


Pembangunan Perumahan dan 
Pemukiman telah diusahakan baik di 
kotabesar, kota sedang dan kota ke- 
cil maupun di pedesaan dengan pe- 
nekanan sasaran pada aspek penye- 
diaan perumahan bagi golongan ber- 
penghasilan rendah, perbaikan ling- 


kungan pemukiman, penyediaan air 
bersih, penanganan persampahan, 
drainase, limbah air dan limbah pa- 
dat. 


Disamping itu dalam mendukung 
pembangunan pemukiman, telah di- 
usahakan kegiatan penataan ruang, 
penataan bangunan, penyusunan 
strategi pengembangan perkotaan na- 
sional, pengembangan pendekatan 
program pembangunan prasarana 
kota terpadu, pemantapan pendekat- 
an program pembangunan lingkung- 
an pemukiman desa terpadu, ke- 
giatan penyuluhan dan latihan, pe- 
ngembangan manajemen dan orga- 
nisasi, pengembangan sistem 
informasi, penelitian dan lain-lain. 


Dalam hal ini mekanisme pelak- 
sanaan pembangunan prasarana dan 
sarana pemukiman secara terpadu 
perlu disempurnakan dalam rangka 
mendukung usaha peningkatan par- 
tisipasi masyarakat dan usaha swasta. 


Adapun hasil-hasil pembangunan 
bidang Cipta Karya sejak Pelita | sam- 
pai dengan Pelita IV adalah sebagai 
berikut : 


1) Perumahan Rakyat 


a) Perintisan Pe- 
mugaran Desa 12.902 Desa 


c) Perumnas (Rumah 
Sederhana, Rumah 
Inti dan Rumah 
Susun) 203.246 unit. 


2) Penyediaan Air Bersih : 


a) Peningkatan Kapasitas 
Produksi (termasuk 
IKK) 52.300 1/d. 


Jumlah penduduk kota 
yang dilayani 21,3 juta. 


b) 


3) Penyehatan Lingkungan Pemu- 


kiman : 


163 Kota 
238 Kota 
90 Kota 


a) Drainase 
b) Persampahan 
c) Air Limbah 


Pembangunan perumahan di Dili guna mengimbangi pertumbuhan penduduk. 
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3. Dukungan terhadap sek- 
tor-sektor lain. 


Prasarana fisik merupakan seba- 
gian daripada prasarana ekonomi 
yang menunjang dan mendorong 
bagi perkembangan sektor-sektor 
prioritas dalam pencapaiannya untuk 
menghasilkan barang dan jasa de- 
ngan tingkat sumbangan kepada Pro- 
duksi Nasional yang semakin tinggi. 
Prasarana bidang pekerjaan umum 
yang diwujudkan dalam pembangun- 
an bidang pengairan, prasarana jalan 
dan jembatan serta prasarana pemu- 
kiman selain menunjang kebutuhan 
sektor-sektor prioritas juga ikut meng- 
atasi berbagai masalah yang timbul 
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Penyerapan tenaga kerja pada proyek pembangunan saluran irigasi 


seperti halnya penyerapan tenaga 
kerja, alih teknologi dan sebagainya. 


Dalam hal penunjangan terhadap 
sektor-sektor prioritas, penelaahan 
dampak atas pembangunan prasa- 
rana ke-PU-an terhadap sektor-sektor 
tersebut secara umum telah membe- 
rikan pengaruh positif atas peranan- 
nya dalam pencapaian swasembada 
pangan, meningkatkan laju mobilitas 
arus barang dan jasa serta integritas 
antar wilayah/ daerah dan memberi- 
kan kemudahan-kemudahan bagi 
masyarakat dalam memenuhi kebu- 
tuhan hidup sehari-hari maupun da- 
lam kegiatan dunia usaha. Sektor- 


sektor prioritas yang mendapat pe- 
nunjangan baik langsung maupun ti - 
dak langsung dengan terbinanya 
prasarana ke-PU-an antara lain : 


- Pertanian 

- Industri 

- Perhubungan 

- Pariwisata 

- Perdagangan 

- Perumahan dan Pemukiman 

- Sumber Alam dan Lingkungan 
Hidup 

- Transmigrasi 

- Energi 

- Tenaga Kerja 

- Koperasi 

- Kesehatan 


1) Pertanian | 
Pembangunan pertanian yang pa- 
ling menonjol adalah upaya penca- 
paian swasembada pangan, khusus- 
nya beras, dan sasaran lainnya ada- 
lah peningkatan perikanan khusus- 
nya tambak udang, peningkatan 
perkebunan khususnya kelapa sawit 
dan kopra, serta distribusi produksi 
khususnya yang berorientasi ekspor. 


Program-program pengairan 
yang berperan dalam swasembada 
pangan adalah program-program 
perbaikan dan pemeliharaan. Se- 
dangkan program-program pemba- 
ngunan irigasi baru dan pengem- 
bangan daerah rawa berfungsi ter- 
utama untuk meningkatkan produksi 
beras dalam mengimbangi pertum- 
buhan penduduk, disamping juga un- 
tuk mendukung pertanian non beras 
yang berorientasi ekspor. 
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Menunjang swasembada pangan (beras) dengan menjamin tersedianya irigasi 
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Program perbaikan dan pemeli- 
haraan, program penyelamatan hu- 
tan, tanah dan air juga berperan besar 
dalam meningkatkan efisiensi penye- 
diaan air baku dengan memperbaiki 
kondisi daerah aliran sungai di bagian 
hulu, sehingga upaya-upaya intensi- 
fikasi bidang pertanian seperti pem- 
berian pupuk, insektisida, dan pe- 
nyuluhan, semakin efektif dalam pen- 
capaian sasaran swasembada beras. 


Dalam Pelita IV telah dikembang- 
kan proyek-proyek irigasi, yang me- 
nonjol antara lain Bah Bolon dan 
Simalungun di Sumatera Utara Pa- 
saman Barat dan Daerah Sitiung di 
Sumatera Barat, Ogan Komering/- 
Musi Rawas di Sumatera Selatan, 
Muko-muko di Bengkulu, Teluk Lada 
di Jawa Barat, Lembor di NTT, dan 
Wawotobi di Sulawesi Tenggara. Se- 
mentara itu proyek-proyek irigasi 
dengan pembangunan bendungan/ - 
waduk tercatat antara lain Wadas Lin- 


tang, Palasari, dan Kedung Ombo 
yang baru selesai pada akhir Pelita IV. 


Sementara itu di wilayah-wilayah 
yang relatif kering seperti Propinsi 
NTB dan NTT, telah dikembangkan 
embung-embung yang berfungsi se- 
bagai waduk penahan air (retarding | 
basin) yang berhasil memecahkan se- - 
bagian persoalan kekurangan air bagi 
produksi pertanian. 


Keberhasilan yang lain adalah 
pengembangan air tanah di daerah- 
daerah kering di Jawa Timur dan Ma- 
dura, yang selain menunjang pro- 
duksi pertanian, juga dimanfaatkan 
untuk penyediaan air bersih. 


Dalam menunjang produksi ke- 
lapa sawit dan kopra dengan tujuan 
ekspor, berbagai wilayah pantai telah 
direklamasi. Yang tercatat menonjol 
adalah pengembangan kelapa sawit 
di pantai timur Sumatera dan Sula- 


wesi Selatan yang telah mengubah 
daerah gambut menjadi areal pro- 
duksi kelapa sawit. 


Proyek-proyek reklamasi pantai 
juga telah dimanfaatkan untuk me- 
ngembangkan tambak-tambak udang 
dan areal pertanian. Dalam Pelita IV 
tercatat pantai-pantai Sumatera Ba- 
rat, pantai utara Pulau Jawa, Sula- 
wesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali 
merupakan pantai-pantai yang telah 
dikembangkan untuk tambak dan 
pertanian. 


Dalam program pemeliharaan 
sangat dirasakan kecilnya biaya per 
hektar yang pada umumnya biaya 
per hektar yang dibutuhkan untuk 
mampu mendukung produksi per- 
tanian secara wajar adalah Rp 
25.000, - per hektar. Namun, selama 
Pelita IV anggaran yang tersedia 
bagi program ini hanya sekitar 
Rp 15.000, — per hektar. Hal ini da- 
patlahmenyebabkanturunnyakualitas 


Bendungan Kedung Ombo Jawa Tengah 


pelayanan pengairan bagi pertanian, 
ditinjau dari segi efisiensi. 

Sementara itu biaya perbaikan 
menyerap sekitar Rp 1 juta per hek- 
tar, sehingga kalau program perbaik- 
an dibatasi dan sebagian dananya 
dialihkan bagi program pemeliharaan 
(selama Pemerintah Daerah belum 
mampu) maka dukungan pelayanan 
pengairan akan tetap meningkat. Da- 
lam menunjang produksi pertanian 
berorientasi ekspor tercatat pula se- 
lama Pelita IV dukungan pemba- 
ngunan jalan baru akses Pelabuhan 
Dumai ke Kota Pinang (10 km), ruas- 
ruas jalan yang menghubungkan sen- 
tra-sentra produksi dengan pelabuh- 
an/pemasaran baik yang sedang dan 
akan dilaksanakan dan peningkatan 
jalan Wonosobo - Dieng - Wono- 
sobo - Wiradesa (120 km), yang 
mendukung kelancaran angkutan an- 
tara lain produksi jamur. 


2) Industri 


Dukungan bidang PU bagi pem- 
bangunan industri umumnya berupa 
penyediaan air baku bagi industri itu 
sendiri dan pemukiman kawasan in- 
dustri, jalan bagi angkutan bahan 
baku dan pemasaran hasil produksi. 
Sumbangan lain bidang PU bagi sek- 
tor ini adalah pengamanan kawasan 
industri dari bahaya banjir dan du- 
kungan teknis pengelolaan sanitasi 
dan limbah industri, terutama ke ling- 
kungan perairan. 


Mengenai dukungan air baku bagi 
industri yang menonjol tercatat pe- 
nambahan pemasokan air baku bagi 
kawasan-kawasan industri di Jakarta, 
Surabaya, dan kota-kota besar lain- 
nya. 


Dalam memberikan dukungan 
teknis penanganan limbah industri di 
lingkungan perairan, Badan Litbang 


Manfaat pembangunan sarana dan prasarana bagi penghuni 
sekitar daerah industri 


PU telah melakukan penelitian-pe- 
nelitian bagi upaya pengelolaan lim- 
bah industri di kawasan Bandung 
Selatan dan pencemaran Kali Sura- 
baya. Selain mendukung sektor in- 
dustri upaya-upaya ini juga merupa- 
kan dukungan bagi sektor sumber 
alam dan lingkungan hidup. 


Sektor industri juga mendapatkan 
dukungan dari dibangunnya jalan- 
jalan tol di Jakarta, Cikampek, Su- 


“rabaya, Ujung Pandang, Medan (Bel- 


mera), Cirebon, Semarang, jalan di 
Dumai, yang memperlancar angkut- 
an bagi penunjangan kawasan-ka- 
wasan industri di kota-kota besar ter- 
sebut. 


3) Perhubungan 


Sektor ini merupakan sektor yang 
didukung langsung oleh pembangun- 


an bidang PU, khususnya bidang 
Bina Marga dan secara tidak langsung 
dukungan terhadap sektor ini meru- 
pakan dukungan pula terhadap sek- 
tor-sektor ekonomi seperti antara lain, 
industri, perdagangan, dan pariwi- 
sata. 


Di sektor ini sendiri, sistem per- 
hubungan Nasional yang ada telah 
menunjukkan keterpaduannya antara 
perhubungan darat (jalan raya dan ja- 
lan baja), perhubungan laut dan 
udara. 


Pertambahan jaringan jalan be- 
lum dapat mengimbangi pertumbuh- 
an kendaraan, sehingga pada ruas 
jalan tertentu batas kemampuan pe- 
layanan terlampaui sehingga kema- 
cetan lalu lintas tidak terhindarkan. 
Pembangunan jalan baru, termasuk 
jalan Tol merupakan salah satu 
upaya yang telah ditempuh. 
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4) Pariwisata 


Dukungan PU bagi pengembang- 
an pariwisata umumnya berupa pe- 
nyediaan jaringan jalan, air bersih, 
pengendalian erosi pantai, dan pe- 
nanganan persampahan. 


Selama Pelita IV dukungan yang 
menonjol adalah realokasi ruas jalan 
bagi pengamanan obyek wisata Goa 
Gajah dan penyediaan air bersih bagi 
kawasan pariwisata Nusa Dua di Bali, 
akses ke pelabuhan udara Adi Su- 
marmo (Solo) dan rencana pening- 
katan jalan arteri selatan kota Solo, 
peningkatan jalan bagi kawasan pa- 
riwisata Tanah Toraja (Sulawesi Se- 
latan), dan pembangunan jalan tol 
Jakarta- Tangerang secara tidak lang- 
sung telah menunjang perkembang- 
an pariwisata daerah Banten, khu- 
susnya pantai barat Jawa Barat. Du- 
kungan bagi pariwisata yang cukup 
menonjol juga adalah di Propinsi 
Jawa Timur. 


Secara menyeluruh dukungan bi- 
dang pekerjaan umum ditujukan ke- 
pada 17 daerah wisata meliputi 
Daerah Istimewa Aceh, Sumatera 
Utara, Riau, Sumatera Barat, Su- 
matera Selatan, DKI Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Daerah Isti- 
mewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, 
NTB, NTT, Kalimantan Timur, Su- 
lawesi Utara, Sulawesi Selatan dan 
Maluku. Sementara itu, proyek 
penyehatan lingkungan pemukiman 
.di berbagai lokasi telah turut 
memberikan andil bagi pengem- 
bangan sektor ini. 


5) Perdagangan 


Dalam Pelita IV Departemen PU 
telah merintis upaya penunjangan 
perkembangan "kawasan berikat" 
(bounded zone) dan "peti kemas". 
disamping penunjang kawasan indus- 
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Pelayanan jasa angkutan melalui peti kemas 


tri yang berkaitan. Dukungan terha- 
dap sektor ini ditujukan terutama 
untuk mendukung upaya pemerintah 
dalam menggalakkan ekspor non mi- 
gas. Departemen PU telah melaku- 
kan identifikasi kebutuhan prasarana 
bidang PU bagi rencana kawasan- 
kawasan berikat : Cakung, Marunda, 


Lhok Seumawe, Sabang, Kawasan 
berikat Medan, Pasir Jaya, Cilegon, 
Tanjung Perak, Rungkut, Industri 
Ujung Pandang, dan Batam. 


Bagi penunjangan perkembangan 
stasiun peti kemas Gede Bage, telah 
diselesaikan disain bagi peningkatan 
jalan Soekarno-Hatta: (Bandung) dari 
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Bangunan bertingkat di perkotaan merupakan salah satu jawaban untuk penyediaan 
sarana perumahan 


dua jalur menjadi empat jalur, dan ja- 
lan akses ke stasiun Gede Bage. Se- 
dangkan bagi stasiun-stasiun peti 
kemas Banjar, Cirebon, Jebres, dan 
Rambipuji, telah dilakukan telaahan 
secara mendalam atas jaringan-ja- 
ringan jalan yang menghubungkan 
pabrik-pabrik /industri ke stasiun-sta- 
siun tersebut, 


6) Perumahan dan Pemukiman 


Manfaat langsung dari pemba- 
ngunan bidang perumahan dan pe- 
mukiman adalah meningkatnya 
tingkat kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat yang dicerminkan oleh 


indikator seperti penurunan tingkat 
kematian bayi, meningkatnya ting- 
kat harapan hidup yang merupakan 
akibat meningkatnya kesehatan ling- 
kungan serta peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan. 


Program perbaikan kampung te- 
lah dapat dilaksanakan di kota-kota 
besar, sedang dan kecil diseluruh 
Indonesia. 


Proyek-proyek pemugaran peru- 
mahan desa telah dilakukan dan ter- 
sebar di seluruh propinsi berupa 
perbaikan pemugaran rumah dan 


perbaikan lingkungan termasuk 
penyediaan prasarana dan 
sarananya. 


7) Sumber Alam dan Lingkung- 
an Hidup 


Dukungan bagi sektor ini berupa 
upaya pembangunan berkesinam- 
bungan di bidang pekerjaan umum. 
Secara operasional hal ini diwujud- 
kan melalui program penyelamatan 
hutan, tanah dan air, dan program- 
program bidang perumahan dan pe- 
mukiman maupun upaya penataan 
ruang wilayah dan kawasan. Selain 
itu, upaya pelaksaaan proses " Ana- 
lisa Mengenai Dampak Ling- 
kungan” (AMDAL) bagi 
proyek-proyek pekerjan umum 
yang diperkirakan mempunyai dam- 
pak penting terhadap lingkungan juga 
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merupakan pendukung ini. 


Dari program penyelamatan hu- 
tan, tanah dan air tercatat upaya- 
upaya perlindungan tata air yang di- 
wujudkan melalui proyek-proyek pe- 
ngembangan wilayah sungai khu- 
susnya di Pulau Jawa dimana sum- 
ber air relatif terbatas dibandingkan 
kebutuhannya. 


8) Transmigrasi 


Untuk menunjang keberhasilan 
program ini, disamping pengembang- 
an daerah irigasi, melalui pemba- 
ngunan jaringan jalan untuk mem- 
buka daerah transmigrasi dan pema- 
. saran hasil usaha para transmigran se- 
kaligus kemudahan bagi pemenuhan 
kebutuhan hidup sehari-hari, serta 
penyediaan air bersih bagi pemukim- 
an dan air baku bagi pertanian. Pe- 
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Pekerjaan tebas tebang dalam rangka pembuatan saluran pada proyek pengairan pasang surut Kalimantan selatan 
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ngembangan daerah rawa untuk di- 
jadikan lahan persawahan produktif 
yang dapat dimanfaatkan untuk la- 
han transmigrasi. 


9) Energi 


Tenaga air merupakan salah satu 
sumber energi bukan minyak yang 
akan terus dikembangkan melalui pe- 
manfaatan ribuan sungai besar dan 
kecil di seluruh Indonesia sebagai po- 
tensi tenaga air yang cukup besar dan 
tersebar di Indonesia. Pengembangan 
listrik tenaga air tersebut perlu didu- 
kung dengan melalui pembangunan 
bendungan-bendungan besar dan 
serbaguna, sekaligus berguna dalam 
rangka pengendalian banjir. 


10) Tenaga Kerja 


Pertumbuhan penduduk yang re- 
latif masih tinggi akan mengakibatkan 
pertumbuhan angkatan kerja yang 
cukup pesat di satu pihak dan di pi- 
hak lain sangat terbatasnya lapangan 
kerja. 


Prasarana dan sarana bidang pe- 
kerjaan umum yang diperlukan bagi 
perluasan lapangan kerja antara lain 
dengan menghindari pemakaian alat- 
alat mesin untuk melaksanakan tu- 
gas-tugas yang dapat dilaksanakan 
oleh tenaga manusia, seperti : eks- 
ploitasi dan pemeliharaan dan reha- 
bilitasi jaringan jalan, pembangunan 
perumahan dan pemukiman, per- 
sampahan, dan lain-lain. 


Gerobak Sampah : alat angkut sam- 
pah-Rumah tangga ke tempat penam- 
pungan sementara sebelum dibawa 
ketempat pembangunan akhir (TPA) 


11) Koperasi 


Pengembangan koperasi merupa- 
kan langkah nyata untuk menumbuh- 
kan dan meningkatkan peranan serta 
tanggung jawab masyarakat golongan 
ekonomi lemah dalam membangkit- 
kan swadaya masyarakat untuk ber- 
partisipasi dalam pembangunan dan 
meningkatkan tarap hidup, perluasan 
kesempatan kerja dan peningkatan 
produktivitas masyarakat. 


Peranan dan usaha koperasi perlu 
didukung oleh prasarana dan sarana 
bidang pekerjaan umum agar lebih 
efisien dan efektif apabila ditangani 
melalui koperasi, seperti prasarana iri- 
gasi pedesaan, air bersih pedesaan 
dan penyediaan bahan bangunan 
melalui KUD. Koperasi juga didorong 
dalam pembangunan perumahan 
melalui kredit bagi anggotanya. 


12) Kesehatan 


Manfaat langsung dari pemba- 
ngunan bidang perumahan dan pe- 
mukiman adalah meningkatnya 
tingkat kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat yang dicerminkan oleh 
indikator-indikator seperti penurunan 
tingkat kematian bayi dan meningkat- 
nya tingkat harapan hidup akibat me- 
ningkatnya kesehatan lingkungan. 


Penunjangan prasarana dan sa- 
rana bidang pekerjaan umum terha- 
dap peningkatan kesehatan masya- 
rakat adalah melalui antara lain, pe- 
nyediaan air bersih, sarana pem- 
buangan air limbah, penyuluhan ke- 
bersihan lingkungan perumahan, 
usaha perintisan persampahan, per- 
baikan kampung, pemugaran rumah 
pedesaan, perbaikan perumahan 
kota dan lain-lain. 
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4. Permasalahan Bidang Pe- 
kerjaan Umum Dalam Re- 
pelita V 


1). Masalah Umum 
a). Tata Ruang 


Meningkatnya kegiatan pemba- 
ngunan mengakibatkan semakin 
kompleksnya masalah koordinasi, in- 
tegrasi dan pengendalian dalam usa- 
ha mengoptimasikan sumberdaya. 
Keterkaitan spatial dan fungsional 
unsur-unsur pembangunan merupa- 
kah salah satu usaha untuk mengop- 
timasikan sumberdaya. 


Penata ruang sampai dengan Pe- 
lita IV belum cukup memadai untuk 
mengantisipasi meningkatnya kegiat- 
an pembangunan sebagai dasar ke- 
bijaksanaan, perencanaan, perwu- 
judan dan pengendalian. Sampai saat 


ini juga masih dirasakan belum cu- 
kup tersedianya tenaga perencana, 
baik di tingkat pusat maupun daerah, 
disamping belum tersedianya landas- 
an hukum dan peraturan pelaksa- 
naan penataan ruang yang memadai. 
Mekanisme penyusunan dan pelak- 
sanaan rencana tata ruang masih me- 
rupakan masalah yang belum dapat 
dipecahkan hingga saat ini. 


Peningkatan intensitas pemba- 
ngunan menuntut semakin detailnya 
tata ruang, baik untuk kawasan lin- 
dung, kawasan pemukiman, terma- 
suk proyeksi pusat-pusat pemukiman 
maupun kawasan strategis. Penataan 
tata ruang sampai Pelita V dirasakan 
masih kurang komprehensif disam- 
ping belum diawali dengan penelitian 
dan pengembangan tata ruang yang 
mendasari perumusan kebijakan dan 
penyusunan rencana tata ruang. 


Pembangunan Perumahan Susunan Kemayoran yang berwawasan lingkungan 
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b). Standarisasi 


Kesadaran masyarakat akan mutu 
produk dan jasa konstruksi serta per- 
saingan antar produsen konstruksi, 
perlu ditindaklanjuti dengan standa- 
risasi bidang pekerjaan umum dan 
akreditasi laboratorium. Penerapan 
standar bidang pekerjaan umum sam- 
pai dengan Pelita IV masih berorien- 
tasi pada standar asing dan standar 
sebelum Indonesia merdeka, disam- 
ping itu laboratorium uji mutu belum 
dapat diandalkan hasilnya. 


c). Lingkungan Hidup 


Penunjang prasarana dan sarana 
bidang pekerjaan umum dalam pem- 
bangunan ekonomi, perlu diimbangi 
dengan pengurangan dampak nega- 
tif terhadap lingkungan hidup alam, 
nabati dan sosial. Banyak proyek pra- 
sarana dan sarana bidang pekerjaan 
umum sampai dengan Pelita IV yang 
belum secara menyeluruh memper- 
timbangkan aspek-aspek lingkungan 
hidup, kalaupun ada baru bersifat 
parsial. 


d). Penyerapan Bantuan Luar 
Negeri Dalam Pelita IV 


Dalam Pelita IV dana pinjaman 
luar negeri adalah sebesar US$ 8,062 
juta, yang terdiri dari pinjaman baru 
US$ 5,838 juta dan sisa pinjaman 
Pelita III sebesar US $ 2,226 juta. 
Dari seluruh dana pinjaman Pelita IV 
tersebut telah diserap dana sebesar 
US $ 3,492 juta (43,396), dan sisa 
dana pinjaman akhir Pelita IV adalah 
sebesar US $ 4,572 juta. Selain itu 
juga telah diterima dana hibah sebe- 
sar US $ 200 juta (5696), sisa dana 
hibah akhir Pelita IV sebesar US$ 
157,3 juta. Dengan demikian sisa se- 
luruh dana Bantuan Luar Negeri (pin- 
jaman dan hibah) pada akhir Pelita 
IV adalah sebesar US $ 4,729.3 juta. 


Rendahnya tingkat penyerapan 


dana Bantuan Luar Negeri dalam Pe- 
lita IV (rata-rata 4496) antara lain di- 
sebabkan karena : 


-  Kelambatan dalam memulai pe- 
laksanaan proyek. 


- Prosedur pengadaan jasa konsul- 
tan, jasa kontraktor dan barang 
serta prosedur reimbursement 
masih memerlukan waktu yang 
lama. 


- Keterbatasan kemampuan mana- 
jemen proyek, termasuk pengad- 
ministrasian dana Bantuan Luar 
Negeri. 


- Keterbatasan kemampuan dunia 
usaha jasa konstruksi nasional. 


- Perbedaan kebijaksanaan/pen- 


dapat antara Badan/Negara Do- 
nor dengan Pemerintah Indone- 
sia, yakni mengenai jasa dan pro- 
duksi dalam negeri, terutama da- 
lam penggunaan dana hibah. 


- Keterbatasan dalam penyediaan 
dana rupiah pendamping. 


2). Masalah pengairan 
a). Tata Air. 


Tekanan penduduk yang sema- 
kin meningkat di Pulau Jawa akan 
mendesak pemanfaatan lahan kering 
di daerah hulu sungai dan akhirnya 
akan mengganggu keseimbangan 
hidro-orologis di wilayah sungai. 


Dengan semakin meningkatnya per- 
mintaan akan air, baik untuk men- 
dukung kegiatan-kegiatan di sektor 
pertanian maupun untuk mencukupi 
keperluan di sektor lainnya, maka di- 
perlukan kebijaksanaan tata air dan 
alokasi air yang lebih efektif dan da- 
pat dilaksanakan secara lebih efisien 
daripada masa lampau. 


b). Mempertahankan Swasem- 
bada Beras 


Dalam rangka mempertahankan 
swasembada beras, disamping masa- 
lah penanganan operasi dan peme- 
liharaan, masalah pemanfaatan ja- 
ringan irigasi baru masih perlu dita- 
ngani secara terpadu. Perluasan ja- 
ringan irigasi baru belum seluruhnya 


Bendung Benteng di Sulawesi Selatan 
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dilaksanakan secara terpadu dengan 
usaha pencetakan sawah. Pemba- 
ngunan jaringan irigasi secara terpadu 
menuntut penyederhanaan penyele- 
saian sertifikat tanah, penyederha- 
naan kredit pencetakan sawah dan 
pengembangan teknologi pertanian. 
Peluang untuk pengembangan lahan 
beririgasi di beberapa daerah, seperti 
di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi 
ditentukan oleh tersedianya petani 
transmigran, berbagai faktor agrono- 
mis dan kemudahan para petani un- 
tuk memperoleh modal kerja yang 
diperlukan. 


c). Penanganan Operasi dan Pe- 
meliharaan 


Sebagai hasil dari pelaksanaan 
pembangunan selama Pelita IV dan 
sebelumnya, jumlah jaringan pengair- 
an semakin meningkat. Peningkatan 
tersebut menuntut peningkatan dan 
penyempurnaan kegiatan operasi 
dan pemeliharaan. 


a Ме Wa | 
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Pembangunan Jalan di daerah-daerah terpencil (Irian Jaya) 


Dalam rangka meningkatkan pe- 
nanganan operasi dan pemeliharaan, 
satu masalah yang sangat penting ba- 
gaimana meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan ini. Da- 
lam hubungan ini sumber dana un- 
tuk pembiayaan dan peningkatan 
kemampuan lembaga petani untuk 
menangani operasi dan pemeliharaan 
jaringan irigasi yang dimanfaatkan 
masih merupakan masalah yang per- 
lu ditangani dengan seksama. 


3). Masalah Jalan 


a). Di bidang kelembagaan, diperlu- 
kan kejelasan batasan tentang 
hak, kewajiban dan tanggung ja- 
wab dalam pelimpahan tugas 
pembinaan jalan kepada Peme- 
rintah Daerah, berikut peningkat- 
an pemenuhan penyelenggara- 
annya (termasuk peningkatan 
pendayagunaan aparatur). 


b). Di bidang prioritas investasi, ma- 
sih terdapat ketimpangan perim- 
bangan antara program pemeli- 
haraan dan peningkatan/anggar- 
an pembangunan dibandingkan 
dengan tuntutan pembangunan. 


c). Anggaran pembangunan prasa- 
rana jalan sangat terbatas, jika di- 
bandingkan dengan manfaat 
ekonomis yang dihasilkan secara 
nasional dari pemanfaatan jalan. 


d). Masih adanya keterbatasan ke- 
mampuan dunia usaha jasa kon- 
struksi untuk menghasilkan mutu 
pelaksanaan yang dapat diandal- 
kan. 


e). Masih adanya penyimpangan pe- 
manfaatan jalan : 


- Pemakai Jalan : muatan le- 
bih, kecepatan lebih. 

- Bukan Pemakai Jalan : salah 
penggunaan bagian jalan. 


4). Masalah Perumahan dan Pe- 
mukiman. 


a). Pembangunan Perumahan 
dan Pemukiman Perkotaan. 


(1) Pertumbuhan Penduduk dan 
Urbanisasi. 


Pada awal Repelita V penduduk 
Indonesia berjumlah 179,1 juta jiwa, 
dimana jumlah penduduk perkotaan 
sebesar 52,4 juta jiwa. Pada akhir Pe- 
lita V penduduk Indonesia akan men- 
capai sekitar 192,9 juta jiwa, dimana 
61,1 juta jiwa merupakan penduduk 
perkotaan. Diperkirakan 46% pen- 
duduk perkotaan bermukim di 18 
kota raya dan kota besar, dan sisa- 
nya tersebar di 800 kota sedang dan 
kecil. 


(2) Keseimbangan Perkembang- 
an Antar Wilayah, Kota dan 
Desa. 


Perkembangan fisik dan kegiatan 
ekonomi pada umumnya masih cen- 
derung terpusat di kota raya dan kota 
besar, meskipun demikian banyak 
kota sedang dan kecil yang tumbuh 
dan berkembang secara harmonis 
dan fungsional sebagai pusat kegiatan 
ekonomi sosial, pusat pemerintahan 
dan fungsi-fungsi lain yang sifatnya 
strategis. Pengembangan kota-kota 
sedang dan kecil yang mempunyai 
peranan strategis tersebut terutama 
dalam pertumbuhan ekonomi daerah 
masih belum dicukupi dengan prasa- 
rana dan sarana yang memadai, ter- 
utama untuk meningkatkan per- 
kembangan wilayah, agar keseim- 


bangan perkembangan antar wilayah, 
kota dan desa menjadi lebih baik. 


(3) Ketidakselarasan Perkem- 
bangan Fisik 


Sebagai akibat pertumbuhan pen- 
duduk kota raya dan kota besar 
mengalami perkembangan fisik yang 
cepat dan tidak terkendali. Perkem- 
bangan fisik ini dapat terjadi dalam 3 
bentuk, yaitu horizontal, vertikal dan 
interstisial (pengisian bagian kosong). 
Perkembangan fisik tersebut secara 
keseluruhan dapat dikatakan meru- 
pakan perkembangan yang tidak 
teratur dan sporadis. Tata bangunan 
yang kurang selaras dan penempatan 
tata ruang dan lahan, pemanfaatan 
sumber alam lainnya secara tidak wa- 


Rumah Susun Tanah Abang tahap pengerjaan 
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Pembangunan Industri hendaknya 
memperhatikan dampak lingkungan. 
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jar seperti sungai sebagai pem- 
buangan limbah dan tempat hunian, 
terbentuknya kawasan kumuh yang 
makin meluas serta kurangnya ka- 
wasan hijau dan kawasan lindung. 


(4) Penurunan Kualitas Ling- 
kungan 


Pada bagian kota tertentu terjadi 
proses penurunan kualitas lingkungan 
yang terkait dengan masalah keber- 
sihan, kesehatan masyarakat, estetika 
dan pencerminan lingkungan. Masa- 
lah kebersihan dan kesehatan ter- 
utama terjadi pada kawasan peru- 
mahan kumuh, pusat kegiatan pasar, 


serta pusat-pusat kegiatan umum 
lainnya. Masalah kesehatan masya- 
rakat yang tidak lepas dari masalah 
kebersihan dan pencemaran terasa 
pula pada kawasan tersebut di atas 
dan kawasan yang terdapat kegiatan 
industri. Pada umumnya masalah 
estetika sudah dipandang penting, 
terutama dilihat dari aspek tata ba- 
ngunan, lansekap bangunan dan hi- 
jauan, serta lansekap pemukiman 
kota. Namun demikian, pada kawas- 
an tertentu hal tersebut belum men- 
dapat perhatian yang cukup, se- 
hingga terjadi penurunan kualitas 
lingkungan fisik yang seharusnya ti- 
dak terjadi, khususnya di daerah pu- 


sat kota lama, pergudangan, ka- 
wasan industri maupun kawasan pe- 
rumahan tertentu. 


Masalah pencemaran lingkungan 
akibat air limbah rumah tangga mau- 
pun industri sudah mulai terasa dam- 
paknya, seperti penurunan fungsi 
prasarana drainase dan sungai, kua- 
litas air permukaan dan air tanah bah- 
kan pencemaran alam lainnya seperti 
udara, iklim, flora dan fauna. 


(5) Keterlambatan dan 
Keterbatasan Dalam Pe- 
nyediaan Prasarana dan 
Sarana Pemukiman. 
Kecepatan pertumbuhan kota 

dari segi pertumbuhan penduduk dan 
kegiatan usaha selalu tidak dapat di- 
imbangi dengan penyediaan prasa- 
rana dan sarana pemukiman yang 
memadai. Hal tersebut menjadi salah 
satu sebab terjadinya masalah keti- 
dakselarasan perkembangan fisik 
maupun penurunan kualitas ling- 
kungan. 

Beberapa permasalahan pokok 
adalah belum terpadunya penyiapan 
program maupun perencanaan khu- 
susnya dalam aspek pembiayaan in- 
stitusi dan waktu pelaksanaan, 
sehingga terjadi kelambatan penye- 
diaan prasarana yang dibutuhkan un- 
tuk mengakomodasikan perkem- 
bangan kegiatan dan kebutuhan pen- 
duduk, baik di kawasan lama, kawas- 
an yang berubah maupun perkem- 
bangan kawasan baru. Keterbatasan 
dapat pula disebabkan tingkat pela- 
yanan yang masih rendah dan tidak 
sesuai dengan kebutuhan yang dikait- 
kan dengan efektivitas kegiatan ope- 
rasi dan pemeliharaan. 

Bagi masyarakat pendatang yang 
belum mapan, juga belum dapat di- 
sediakan papan dan tempat kerja 
yang memadai. Karena keterbatasan 
penyediaan prasarana dan sarana ter- 


sebut, seolah-olah mereka merupa- 
kan kelompok pengganggu keter- 
tiban, keserasian, pencipta kekumuh- 
an kota dan lainnya. 


(6) Ketidaksiapan Proses Pe- 
ngembangan Sosial Budaya 
dan Ekonomi Masyarakat. 


Permasalahan pokok dalam me- 
ngembangkan masyarakat sesuai de- 
ngan kebutuhan dan keselarasan 
pada kehidupan masyarakat adalah 
kurangnya pengarahan sikap sosial 
budaya masyarakat, perencanaan 
pengembangan sosial ekonomi ma- 
syarakat sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dalam pengembangan 
fisik kota. 


Kesempatan kerja belum diupa- 
yakan melalui perencanaan kegiatan 
ekonomi dan penyediaan prasarana 
dan sarana yang memadai, khusus- 
nya bagi kelompok informal atau ku- 
rang mapan. Akibatnya semakin ba- 
nyak masyarakat yang tidak mampu 
mengembangkan kehidupan dan me- 
menuhi kebutuhan dasar. Oleh ka- 
rena itu perlu penanganan khusus. 


Perubahan perilaku atau sikap bu- 
daya yang kurang cocok belum se- 
penuhnya dilaksanakan melalui ber- 
bagai kegiatan seperti penyuluhan 
maupun penerapan disiplin dan 
sangsi. 


Upaya pengembangan dan pem- 
binaan manusia seutuhnya akan su- 
lit dicapai jika upaya tersebut tidak 
dilakukan secara sistematis atas da- 
sar kerjasama pemerintah dan pihak 
swasta serta masyarakat sendiri. 


(7) Keterbatasan Kemampuan 
Mobilisasi Pembiayaan Pem- 
bangunan. 


Pembiayaan dalam pembangun- 
an prasarana pemukiman masih ha- 
rus dipandang secara lebih luas yang 


merupakan bentuk nilai tambah yang 
terjadi dan harus dikelola untuk diin- 
vestasikan kembali guna memenuhi 
kebutuhan pembangunan selanjutnya 
(bukan sebagai bentuk pengeluaran 
saja). Sumber pembiayaan belum da- 
pat dimobilisasi secara optimal baik 
dari sumber pendapatan Pemerintah 
Daerah, pihak swasta maupun ma- 
syarakat, sehingga penggunaan ber- 
bagai sumber biaya tersebut belum 
terpadu. 


Di sisi lain permasalahan pembia- 
yaan dalam penyediaan prasarana: 
tidak hanya dipandang dari sudut 
efektivitas penggunaannya, tetapi ha- 
rus dipikirkan juga bahwa setiap in- 
vestasi yang telah dikeluarkan harus 
dapat dikembalikan guna membiayai 
operasi dan pemeliharaan maupun 
pembangunan prasarana baru. Mes- 
kipun demikian, prinsip pemulihan 
biaya tidak dapat sepenuhnya dite- 
rapkan pada semuaprasaranaperko- 
taan, karena sifat pelayanannya, 
sehingga perlu dibedakan antara pra- 
sarana yang dapat dipulihkan secara 
langsung dan tidak langsung. 


Disamping itu, sumber pembia- 
yaan pemerintah belum dapat diefek- 
tifkan untuk mendorong motivasi 
masyarakat dan pihak swasta untuk 
menyediakan dana guna pemba- 
ngunan prasarana dan sarana yang 
jelas merupakan suatu kebutuhan. 


(8) Lemahnya Pengelolaan 


Permasalahan dalam pengelolaan 
tidak saja berkenaan dengan masalah 
institusi, tetapi berkenaan dengan in- 
strumen perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian, pembinaan dan pe- 
ngaturan dalam konteks kebutuhan 
suatu daerah. 


Sebagai contoh : pemanfaatan 
rencana tata ruang kota, penataan 
bangunan, pengendalian kawasan 
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khusus, pengendalian pencemaran 
sungai, pelaksanaan pembangunan 
prasarana terpadu, pengelolaan per- 
sampahan, penyediaan air bersih, 
pengendalian mutu sumber air dan 
lain-lainnya. 


(9) Penanganan Program Prasa- 


rana Perumahan dan Pemu- 
kiman Perkotaan. 


Secara khusus permasalahan da- 


lam program pembangunan prasa- 
rana perumahan dan pemukiman 
perkotaan adalah sebagai berikut : 


(a) 
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Pembangunan Perumahan Se- 
derhana. 


Masalah yang dihadapi dalami 
pembangunan perumahan ada- 
lah belum dapat dipenuhinya ke- 
butuhan masyarakat akan peru- 
mahan yang layak akibat pertam- 
bahan penduduk yang pesat 
maupun rendahnya kemampuan 
membangun oleh sebagian pen- 
duduk, Masalah lain yang diha- 
dapi adalah kebutuhan dana, 
khususnya untuk penyediaan ru- 
mah bagi penduduk berpengha- 
silan rendah. 


Disamping itu juga sulit untuk 
memperoleh lahan dalam jumlah 
yang memadai dengan harga 
yang wajar dan jarak yang dekat 
dengan pusat kegiatan, serta su- 
litnya penentuan lokasi perumah- 
an yang serasi dan terpadu de- 
ngan kebijaksanaan tata ruang, 
penyediaan prasarana dasar se- 
perti jalan kolektor, air bersih, sa- 
luran drainase dan sebagainya. 


Bagi masyarakat yang masih 
belum merasa mampu atau tidak 
membutuhkan rumah tinggal 
sendiri, kebutuhan rumah sewa 
masih sangat tinggi, dan meru- 


(b 


ме” 


(с) 


(d) 


pakan potensi untuk tetap harus 
disediakan, terutama oleh masya- 
rakat sendiri. 


Perbaikan Kampung dan Ling- 
kungan Pasar. 


Penyediaan prasarana di daerah 
perkampungan dan sekitar pasar 
masih belum menggunakan stan- 
dar yang memadai, namun pe- 
laksanaan perbaikan kampung 
secara bertahap telah meningkat- 
kan kondisi lingkungan. 


Permasalahan yang dihadapi 
adalah antara lain pembebasan 
lahan untuk prasarana dan sa- 
rana yang akan dibangun, serta 
pola penanganan yang lebih me- 
ngenai sasaran menurut besaran 
kota dan jenis kampung yang 
berbeda. 


Peremajaan dan Pengembangan 
Pemukiman Kota. 


Peremajaan kota belum dapat di- 
laksanakan secara terencana.ka- 
rena adanya beberapa masalah 
seperti besarnya biaya, rumitnya 
status pemilikan tanah, kurang- 
nya partisipasi masyarakat akibat 
kurangnya informasi dan belum 
mantapnya perencanaan tata 
ruang dan program pembangun- 
an kota. 


Perkembangan pemukiman 
baru, khususnya di kota raya dan 
besar sangat cepat, sementara ke- 
siapan pengendaliannya masih 
lemah dan tertinggal, sehingga 
timbul ketidakteraturan tata ruang 
dan penggunaan lahan, terbatas- 
nya prasarana yang dapat dise- 
diakan serta semakin terdesaknya 
pemilikan lahan yang kurang 
mampu. 


Penyediaan Air Bersih. 
Masalah pokok yang dihadapi 


(e) 


adalah peningkatan kebutuhan 
penduduk akan air bersih yang 
belum dapat diimbangi dengan 
kemampuan untuk menyedia- 
kannya. 


Meskipun kapasitas produksi 
terpasang sudah cukup besar, te- 
tapi belum dapat didistribusikan 
secara penuh karena kurangnya 
jaringan distribusi dan tingginya 
tingkat kebocoran. 


Kota-kota besar tertentu 
menghadapi kesulitan untuk 
mendapatkan air baku yang me- 
madai sebagai akibat pencemar- 
an. Di lain pihak pemanfaatan air 
tanah yang berlebihan memberi- 
kan dampak intrusi air laut dan 
masalah geohidrologi. 


Penanganan Air Limbah. 


Kurangnya perhatian masyarakat 
dan aparat pemerintah dalam 
masalah air limbah merupakan 
salahsatu masalah dalam pe- 
ningkatan kesehatan lingkungan. 


Disamping itu pengelolaan air 
buangan rumah tangga masih 
sangat sederhana dan kurang 
memperhatikan dampak terha- 
dap lingkungan. 


Penanganan air limbah terse- 
but masih dianggap sangat ma- 
hal dan belum terjangkau. Pada 
daerah padat penanganan air lim- 
bah setempat yang tidak terarah 
menimbulkan kontaminasi terha- 
dap air tanah. 


Penanganan Persampahan. 


Penerapan teknologi dan 
pengelolaan sampah masih be- 
lum memadai, termasuk dalam 
hal operasi dan pemeliharaan fa- 
silitas dan sarana yang telah di- 
sediakan. 


(g) 


Penanganan dan pemilihan 
lokasi tempat pembuangan akhir 
sangat menjadi masalah terutama 
dilihat dari segi cara pengelolaan 
dan mendapatkan lahan yang 
murah dan tidak menimbulkan 
pencemaran lingkungan. Penen- 
tuan retribusi, peranserta masya- 
rakat dan pihak swasta menjadi 
masalah pokok dalam mening- 
katkan kebersihan lingkungan pe- 
mukiman. 


Penanganan Drainase. 


Banyak prasarana drainase ku- 
rang berfungsi karena kurangnya 
usaha pemeliharaan. Di lain pi- 
hak masih terdapat masalah ku- 
rang terpadunya perencanaan 
sistem drainase utama dengan 


sistem drainase lokal, sehingga 
penyalurannya kurang efektif. 
Hal lain adalah masih belum di- 
susunnya penetapan klasifikasi 
sistem drainase dan sungai seba- 
gai fungsi pengendalian banjir, se- 
hingga masih timbul kerancuan 
dalam tanggungjawab dan 
wewenang penaganannya. 

b). Pembangunan Perumahan 

dan Pemukiman Pedesaan. 


Masalah pokok yang dihadapi da- 
lam penanganan pemukiman pede- 
saan adalah : 


(1) Pola pemukiman desa yang 
tersebar dan karakteristik 
yang beranekaragam. 


Jumlah unit pemukiman desa 


sangat banyak dan tersebar serta ka- 
rakteristiknya sangat beraneka-ra- 
gam, sehingga hasil investasi akan 
tidak optimal jika tidak memperhati- 
kan aspek lokasi dan kesesuaian de- 
ngan karakteristik desa. 


Disamping itu tingkat perkem- 
bangan desa juga sangat beraneka- 
ragam, terutama dilihat dari segi eko- 
nomis. Hal ini juga memberi kera- 
gaman kemampuan masyarakat da- 
lam membangun. 


(2) Kondisi perumahan dan pra- 
sarana yang tidak memadai. 


Tingkat kesejahteraan penduduk 
desa relatif rendah dibandingkan de- 
ngan penduduk perkotaan. Hal ini 
terlihat dari kondisi perumahan dan 


Membangun di bantaran sungai adalah tidak dibenarkan karena mengganggu kualitas tanggul. 
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ketersediaan prasarana dan sarana 
yang ada. 


Masalah utama adalah kondisi ru- 
mah yang tidak memenuhi syarat ke- 
sehatan, kurang tersedianya sarana 
air dan kurang memadainya sarana 
air limbah manusia dan rumah tang- 


ga. 


Dalam rangka pengembangan 
potensi desa, masalah utama yang di- 
hadapi adalah kurang memadainya 
prasarana dan sarana desa pada 
desa-desa yang berfungsi sebagai pu- 
sat pelayanan, industri, pariwisata 
maupun budaya. 


Masalah yang sangat mendasar 
untuk meningkatkan kualitas rumah 
dan lingkungan ataupun penyediaan 
prasarana dan sarana adalah ku- 
rangnya kemampuan untuk mening- 
katkan »er.dapatan. Dalam hal ini 
masala. pembinaan sosial ekonomi 
sangat penting untuk menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dalam pena- 
nganan fisik. Swadaya dan gotong 
royong masyarakat desa masih men- 
jadi sikap budaya yang potensiil, se- 
hingga potensi ini harus dimanfaatkan 
secara optimal. 


(3) Penanganan Program Prasa- 
rana Perumahan dan Pemu- 
kiman Pedesaan. 


Secara khusus permasalahan da- 
lam program pembangunan prasa- 
rana perumahan dan pemukiman 
pedesaan adalah sebagai berikut : 


(a) Perumahan dan Lingkungan De- 
sa. 


Perumahan dan lingkungan desa 
sejak Pelita I telah dilaksanakan se- 
cara terpadu, namun demikian pro- 
porsi dana yang dialokasikan masih 
terbatas. 
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Masalah peningkatan mutu ru- 
mah, usaha untuk pengadaan secara 
mandiri melalui Program Perumahan 
dan Lingkungan Desa Terpadu masih 
belum memadai. Penataan ling- 
kungan, penyediaan air bersih dan 
penanganan limbah rumah tanggal 
masih belum memadai, sehingga 
perlu ditingkatkan. 


(b) Penanganan Air Bersih Pede- 
saan. 


Program air bersih pedesaan ma- 
sih sangat terbatas, padahal sangat 
penting peranannya untuk mening- 
katkan derajat kesehatan masyarakat. 
Dalam hal ini masyarakat belum 
menghayati pentingnya air bersih 
yang baik bagi kesehatan masyara- 
kat. Dan saat ini penanganan air ber- 
sih pedesaan diserahkan dari De- 
partemen Kesehatan kepada Depar- 
temen Pekerjaan Umum sepenuh- 
nya. 


(c) Penanganan Air Limbah Pede- 
saan. 


Penanganan air limbah pedesaan 
dalam Pelita IV masih sangat terba- 
tas dan masih disatukan dengan pe- 
nanganan pemugaran perumahan 
desa dan melalui Inpres sarana kese- 
hatan yang ditangani oleh Departe- 
men Kesehatan. Disamping itu ma- 
syarakat masih belum menghayati 
pentingnya sarana sanitasi yang baik 
bagi kesehatan. 


c). Penanganan Penataan Ru- 
ang. 


Masalah yang dihadapi dalam pe- 
nataan ruang saat ini adalah masih 
sangat konvensionalnya proses ren- 
cana tata ruang yang bertitik-tolak 
semata-mata sebagai alat pengaturan 
dan pengendalian, sehingga produk- 
nya tidak operasinal. 


Perkembangan pembangunan 
yang sangat dinamis membutuhkan 
tata ruang yang mampu memberikan 
peluang dan kemudahan serta men- 
jadi pendorong kegiatan pembangun- 
an tersebut. 


Lemahnya keterkaitan rencana 
tata ruang dengan aspek pengelolaan 
ruang merupakan salah satu sebab ti- 
dak efektifnya produk tata ruang se- 
bagai dasar pelaksanaan kegiatan dan 
program pembangunan. Belum leng- 
kapnya sarana pendukung proses pe- 
rencanaan berupa standar, prosedur, 
peralatan maupun tenaga ahli dalam 
perencanaan tata ruang merupakan 
masalah yang mendesak dan memer- 
lukan perhatian. 


d). Penanganan Penataan Ba- 
ngunan. 


Penanganan penataan bangunan 
meliputi penyempurnaan peraturan, 
pedoman dan standar serta penataan 
bangunan umum, bangunan negara 
dan bangunan pada kawasan khusus. 


Selama Pelita IV masih terbatas 
pelaksanaannya pada pembinaan ter- 
tib pembangunan bangunan negara 
dan umum serta pembinaan pemba- 
ngunan bangunan gedung sekolah 
dan rumah sakit. Disamping itu juga 
telah dilaksanakan bantuan teknis da- 
lam rangka penataan bangun: ..i-ba- 
ngunan khusus. 


Masalah yang dihadapi belum di- 
susunnya pengaturan dalam pena- 
taan bangunan secara lebih luas, 
belum adanya pengertian dan koor- 
dinasi antara instansi-instansi yang 
terkait dalam pengadaan bangunan, 
belum tersedianya mekanisme kerja 
serta sumber biaya yang memadai 
untuk mengembangkan program pe- 
nataan bangunan. 


5). Masalah Pengaturan dan 
Pembinaan. 


b). Meningkatnya hasil pemba- 
ngunan prasarana dan sarana bidang 
pekerjaan umum dan besarnya tun- 
tutan terhadap pemenuhan kebutuh- 
an memerlukan peningkatan usaha 
pengaturan dan pembinaan agar pra- 
sarana dan sarana tersebut dapat di- 
manfaatkan secara optimal. 


Namun pada kenyataannya usa- 
ha pengaturan dan pembinaan belum 
cukup memadai, terutama dalam pe- 
nyediaan berbagai produk pengatur- 
an dan pembinaan yang menyangkut 
aspek perencanaan, pelaksanaan, 
pengelolaan dan manajemen pem- 
bangunan. 


Kondisi yang demikian telah 
membawa kesenjangan antara usaha 
pengaturan dan pembinaan dengan 
usaha pengelolaan pembangunan, 
pemanfaatan hasil pembangunan, 
koordinasi dan sinkronisasi perenca- 
naan dan pelaksanaan pembangunan 
prasarana dan sarana bidang peker- 
jaan umum. 


Hal ini disebabkan belum sepe- 
nuhnya usaha pengaturan dan pem- 
binaan dapat dilaksanakan mengingat 
yang dihadapi seperti bidang kepe- 
gawaian, keuangan, prasarana kerja 
dan sarana utama dalam menunjang 
keberhasilan pelaksanaan kegiatan 
tersebut. 


b). Tuntutan terhadap pening- 
katan usaha pengaturan dan pembi- 
naan semakin jelas dalam Repelita V 
terutama dalam rangka persiapan 
tinggal landas pada Pelita VI. 


Hal ini dikaitkan dengan perlunya 
diupayakan pendayagunaan berba- 
gai ketatalaksanaan yang sejalan de- 
ngan usaha peningkatan tuntutan 
terhadap sumberdaya insani di ling- 


kungan Departemen Pekerjaan 
Umum dalam kurun waktu Repelita 
V. 


.c). Tanpa mengurangi keberha- 
silan peranserta kegiatan pengaturan 
dan pembinaan bagi usaha pemba- 
ngunan yang selama ini dapat dica- 
pai, masih jelas nampak bahwa aspek 
pengaturan dan pembinaan yang me- 
nyangkut perencanaan, pengorgani- 
sasian, pelaksanaan dan pengawasan 
masih belum mampu menunjang laju 
pertumbuhan pembangunan yang se- 
makin meningkat. 


Berkaitan dengan permasalahan 
tersebut, maka unsur utama fungsi 
manajemen seperti perencanaan, ke- 
pegawaian, keuangan, material serta 
unsur pendukungnya seperti antara 
lain hukum, informasi, iptek, litbang, 
masih perlu ditangani secara lebih in- 
tensif. 


Bentuk penyusunan yang perlu 
dilakukan haruslah dapat mewujud- 
kan produk ketatalaksanaan terpadu 
yang bersifat pengaturan dan pem- 
binaan, dan pada gilirannya diharap- 
kan dapat melestarikan pendayagu- 
naan pengelolaan pembangunan di 
masa-masa yang akan datang. 


6). Masalah Pengawasan. 


Upaya peningkatan pengawasan, 
sebagai salah satu fungsi manajemen 
yang diterapkan di lingkungan Depar- 
temen Pekerjaan Umum telah me- 
nunjukkan hasil yang menggembira- 
kan yaitu antara lain telah semakin 
tertibnya pelaksanaan tugas Departe- 
men, terutama pelaksanaan tugas 
pembangunan prasarana dan sarana 
bidang pekerjaan umum. 


Usaha yang berupa peningkatan 
dan pengembangan sistem penga- 


wasan telah dirintis pada saat Pelita 
IV. Pengawasan yang dilaksanakan 
selama Pelita IV telah memberikan 
kontribusi yang cukup memadai bagi 
kelangsungan pembangunan bidang 
pekerjaan umum yang antara lain be- 
rupa : 


- Pola rencana dan strategi pro- 
gram pengawasan berdasarkan 
konsep yang realistis (konsep- 
tual). 


Landasan operasional dari pe- 
ngawasan didasarkan pada kon- 
sepsi pemeriksaan menyeluruh 
(Compreensive Audit) De- 
partemen Pekerjaan Umum. 


Semakin meningkatnya kemam- 
puan teknis aparat pengawasan 
fungsional Departemen Peker- 
jaan Umum. 


Namun demikian, peningkatan 
pengawasan itu juga mengalami 
hambatan sebagai akibat menurun- 
nya anggaran pengawasan secara 
drastis sejak tahun anggaran 1986/- 
1987, karena keadaan keuangan ne- 
gara yang memprihatinkan. Dampak 
menurunnya anggaran pengawasan 
tersebut diantaranya ialah : 


- Berkurangnya kemampuan In- 
spektorat Jenderal untuk mela- 
kukan pemeriksaan terhadap 
proyek-proyek yang ada. 


- Kurang lancarnya pengembang- 
an sistem pengawasan lebih lan- 
jut. 

Berkurangnya kemampuan un- 
tuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan para aparatur 
pengawasan fungsional. 


Berkaitan dengan dampak-dam- 
pak tersebut di atas, sangat dikha- 
watirkan akan tidak dapat diperta- 
hankannya hasil yang pernah dica- 
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pai oleh Inspektorat Jenderal di wak- 
tu lampau yaitu berkurangnya jumlah 
temuan. Kondisi itu dapat muncul ti- 
dak hanya karena menurunnya ang- 
garan, tetapi juga karena belum 
berfungsinya pengawasan melekat se- 
bagaimana mestinya. 


Dengan ditingkatkannya penga- 
wasan melekat diharapkan dapat 
mengurangi tugas pengawasan fung- 
sional pada tingkat pemeriksaan ad- 
ministratif dan pemeriksaan opera- 
sional, sehingga Inspektorat Jenderal 
dapat memusatkan perhatiannya 
pada pemeriksaan kinerja (Perfor- 
mance Audit) dan pemeriksaan 
program (Program Audit). 


Hal lain yang menjadi masalah di 
bidang pengawasan ialah adanya si- 
kap sementara pengendali yang be- 
lum sepenuhnya tanggap terhadap 
laporan hasil pemeriksaan fungsional 
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intern (Inspektorat Jenderal) maupun 
ekstern (BPKP dan Bepeka). Hal ter- 
sebut dapat dibuktikan dengan ma- 
sih banyaknya temuan yang belum 
ditindaklanjuti oleh pengendali tingkat 
Pusat dan aparatnya di tingkat Dae- 
rah. 


7). Masalah Penelitian dan Pe- 
ngembangan. 


Masalah-masalah yang perlu 
mendapat perhatian selama kurun 
waktu Repelita V adalah : 


a). Pembangunan fisik yang dilaksa- 
nakan menunjukkan kecende- 
rungan adanya pemborosan, 
persyaratan teknis yang kurang 
dapat dipertanggungjawabkan 
dan kurang diperhatikannya ke- 
lestarian fungsi lingkungan. 


Ж 


Kegiatan penelitian dilaboratorium DPMA Bandung. 


b). Menurunnya kemampuan Peme- 
rintah dalam penyediaan dan 
Pembangunan Perumahan dan 
Pemukiman akan menyulitkan 
tercapainya target pemenuhan 
kebutuhan akan rumah khusus- 
nya bagi masyarakat golongan 
berpenghasilan rendah di daerah 
perkotaan. Untuk itu perlu dicari 
pemecahannya melalui pengem- 
bangan sistem pendanaan pemu- 
kiman. 


c). Kebijaksanaan Pemerintah dalam 
hal wewenang dan tanggung ja- 
wab penyediaan prasarana dan 
sarana semakin diarahkan ke- 
pada Pemerintah Daerah, se- 
dangkan Pemerintah Pusat akan 
lebih berfungsi dalam pengaturan 
dan pembinaan serta bantuan 
teknis. Namun Pemerintah Dae- 
rah masih terbatas dalam hal pen- 
danaan dan kemampuan pe- 
ngelolaan kelembagaannya. 


. Pengaturan yang menyangkut 
pola peruntukan lahan masih be- 
lum jelas, sehingga memungkin- 
kan terjadinya lingkungan yang 
tidak teratur. Peraturan perun- 
dang-undangan yang akan mem- 
berikan kelancaran dan kemu- 
dahan. 


. Penerapan teknologi baru relatif 
berlaku sangat cepat namun ti- 
dak diikuti dengan penyuluhan 
kepada masyarakat. 


Luas tanah kritis di Indonesia 
dengan jumlah lebih kurang 20 
juta hektar, dimana sebagian be- 
sar tanah kritis tersebut menga- 
lami degradasi antara lain karena 
erosi. Bila hal ini terjadi pada 
lereng-lereng dapat menimbulkan ` 
longsor, sehingga tidak dapat me- 
layani lalu lintas sebagaimana 
mestinya. Lokasi longsoran ter- 


sebut, hampir di seluruh Indone- 
sia dan merupakan daerah labil. 
Karena itu ruas-ruas jalan yang 
melalui daerah labil sering me- 
ngalami kerusakan. 


. Jembatan di Indonesia berada 
dalam lingkungan korosif, se- 
hingga kualitas dan masa pela- 
yanannya menurun. Pengem- 
bangan jalan di atas tanah lem- 
bek selalu menghadapi problema. 
Daya dukung tanah rendah se- 
hingga ferjadi penurunan cukup 
besar yang berlaku dalam jangka 
waktu lama. 


--- 
. 


Jembatan Keramasan -- Sumatera Selatan 
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STANDARISASI DAN 
PENERAPAN STANDAR 


BIDANG 


PEKERJAAN UMUM 


1. Standar digunakan sebagai ru- 
jukan oleh para pelaksana konstruksi 
untuk kemudahan-kemudahan. 
Penggunaannya tidak dapat 
dipaksakan, kecuali dengan keten- 
tuan (peraturan atau keputusan 
Menteri) yang mengharuskan peng- 
gunaannya. Oleh sebab itu standard 
dapat dilihat dari sifatnya, yaitu : 


a. Standar yang bersifat sukarela 
(voluntary), dapat digunakan dan 
dapat pula tidak digunakan, um- 
pamanya seorang perencana 

“dapat mendesain suatu elemen 
bangunan sipil yang tidak sama 
dengan standard yang ada, tetapi 
yang bersangkutan perlu mencari 
dan menghitung sendiri segala 
sesuatunya. 


b. Standar yang bersifat keharusan 
untuk menggunakan (com- 
pulsory. mandatory). Standar 
kategori ini umumnya menyang- 
kut kesehatan atau/dan kesela- 
matan pemakai bangunan, um- 
pamanya standar spesifikasi 
mengenai dinding kamar radiasi, 
komponen pencegah bahaya ke- 
bakaran, dan lain-lain standar 
yang dipandang perlu untuk di- 
jadikan compulsory. 


Apabila tidak ditentukan lain, 
maka umumnya standar bersifat 
sukarela. Sesuai dengan norma yang 
berlaku dibidang standarisasi ben- 
tuk standar yang dikenal di bidang 
pekerjaan konstruksi meliputi : 


(1) Metode Pengujian (Testing 
Method). 

(2) Spesifikasi Produk (Product 
Specification). 

(3) Tata Cara Pengerjaan (Code of 
Practice). 


2. Jenjang standar di Indonesia, 
sesuai dengan ketentuan Dewan 
Standarisasi Nasional (SK Menristek 
selaku Ketua DSN No. 681/IV.22/ 
2/88 tanggal 12 Februari 1988), ter- 


diri dari 2 jenjang, yaitu : 


a. S.N.Il. (Standar Nasional In- 
donesia), dan 
b. S.K.S.N.I. (Standar Konsep SNI) 


SNI berlingkup nasional dan SK 
SNI bidang Pekerjaan Umum meru- 
pakan Standar instansi teknis 
Departemen Pekerjaan Umum. Se- 
belum 31 Maret 1989, SK SNI di 
Deparemen Pekerjaan Umum ber- 
nama SKBI, yaitu Standar Konstruksi 
Bangunan Indonesia. Penggantian 
dari SKBI menjadi SK SNI dimaksud- 


kan agar secepatnya dicapai satu 
standar untuk seluruh Indonesia dan 
secepatnya pula SK SNI diproses un- 
tuk diangkat menjadi SNI. Ciri Instan- 
si Teknis hanya terdapat pada nomor 
kode saja, umpamanya pada SK SNI 
bidang konstruksi, di pakai nomor 
kode SK 5МІ-Т-01-1989-Ғ, SK SNI- 
M-01-1989-F, SK SNI-S-01-1989-F. 
Huruf F menunjukkan bahwa standar 
yang bersangkutan ada dalam lingkup 
departemen Pekerjaan Umum 
(bidang konstruksi), baik pada 
penyusunannya, maupun pada pe- 
nerapannya. 


SK SNI bidang Pekerjaan Umum 
diputuskan dan ditetapkan dengan 
SK Menteri Pekerjaan Umum, se- 
dangkan SNI ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 
setelah mendapat persetujuan dari 
DSN. Pengangkatan SKI SNI men- 
jadi SNI dilakukan oleh DSN yang 
bersidang dua kali setahun untuk 
membahas dan menyetujui pengang- 
katan sejumlah SK SNI menjadi SNI. 


3. Jumlah standar bidang 
konstruksi yang sudah dihasilkan 
hingga September 1990 adalah 219 


standar yang terdiri dari 43 SNI dan ` 


176 SK yang belum diangkat menjadi 
SNI. Menurut perkiraan para ahli 
jumlah standard di bidang Pekerjaan 
Umum yang dibutuhkan tidak kurang 
dari 5.000 standar, baik berupa Stan- 
dar Metode Pengujian, Standar Spe- 
si^ikasi Produk dan Standar Tata Cara 
Pengerjaan. Oleh sebab itu masih 
banyak kegiatan yang perlu dilak- 
sanakan oleh para pakar dan para 
peneliti di Departemen Pekerjaan 
Umum. Standarisasi di Departemen 
Pekerjaan umum masih sangat 
ketinggalan dengan standarisasi um- 


pamanya di Departemen Perin- 
dustrian. Standardisasi di Depar- 
temen Perindustrian relatif maju. 
karena ada tuntutan antara lain un- 
tuk mengamankan kebijaksanaan 
produksi dalam negeri dengan 
mengamankan ekspor/impor ba- 
rang-barang produksi tersebut. 
Karena standar di bidang Pekerjaan 
Umum masih banyak sekali yang 
perlu dihasilkan. maka untuk tahun 
1989/1990 diprogramkan untuk 
menghasilkan kurang lebih 200 stan- 
dar dan perlu melipat gandakan pro- 
gram standarisasi untuk tahun-tahun 
berikutnya. 


4. Untuk pemrosesan Standar, 
Menteri Pekerjaan Umum telah 
membentuk Panitya Tetap (Pantap) 
Departemen Pekerjaan Umum, 
yang dibantu oleh Panitya-panitya 
Kerja (Panja). Pantap dipimpin oleh 
Kepala Badan Litbang Pekerjaan 
Umum dan Panja dipimpin oleh Sek- 
retaris Direktorat Jenderal. Kese- 
muanya terdapat 3 Panja. Panja 
berperan untuk menghasilkan 
konsensus untuk standar demi stan- 
dar yang konsep akhirnya disam- 
paikan kepada Pantap untuk diperik- 
sa, dievaluasi dan disetujui untuk 
diusulkan guna ditetapkan oleh 
Menteri Pekerjaan Umum. Pantap 
perlu bersidang setiap minggu dan 
Panja bersidang setiap kali 
diperlukan. Pekerjaan untuk men- 
dapatkan konsensus (dan prakonsen- 
sus) memakan waktu relatif lama, dan 
melibatkan para ahli, pakar dan 
peneliti dari Badan Litbang Pekerjaan 
Umum, Direktorat Jenderal, Univer- 
sitas, Asosiasi Profesi dan pihak 
Swasta lainnya yang terkait. 
Mekanisme kerja dari seluruh 
pemrosesan ditetapkan oleh Pantap. 
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Panja dipimpin oleh Sekretaris 
Direktorat Jenderal, dengan maksud 
agar standar-standar yang dihasilkan 
adalah standar-standar yang sangat 
diperlukan oleh pemakai atau untuk 
mengamankan urutan prioritas dari 
pembuatan standar. Pekerjaan pem- 
buatan standar dapat bermula dari 
standar-standar luar negeri átau ber- 
mula dari prakarsa dari Pejabat- 
pejabat tertentu. Pekerjaan pengka- 
jian standar-standar luar negeri atau 
penelitian-penelitian yang diperlukan 
melibatkan para peneliti dan teknisi 
Badan Litbang Pekerjaan Umum. Pe- 
ngetahuan yang terbatas dan sarana 
penelitian yang terbatas (di samping 
penyediaan dana) merupakan 
penghambat utama dari kecepatan 
menghasilkan standar. Adapun 
materi pokok standar terdiri dari 
diskripsi yang memuat tujuan. ruang 
lingkup standar dan penjelasan materi 
yang distandarkan. Dalam pada itu 
pada standar dicantumkan pula peru- 
jukan pada standar-standar lain, para 
perumus dan pemrakarsa standar, 
para peserta sidang-sidang konsensus 
dari Panja dan anggota Pantap yang 
menyidangkan untuk terakhir 
kalinya. Bentuk dan format standar 
sudah pula diseragamkan untuk 
setiap bidang/sektor. 


5. SNI dan SK SNI yang sudah 
ditetapkan, disunting selanjutnya un- 
tuk dicetak. Dewasa ini biaya 
pencetakan belum disediakan, 
sehingga pencetakan dilakukan di 
Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan 
Umum di Jakarta dan Yayasan 


DPMB di Bandung. untuk kemudian 
dijual melalui suatu cara penyebar- 
luasan tertentu. 


Penyebarluasan standar diseleng- 
garakan secara konsepsional dan 
terus-menerus. Serangkaian kegiatan 
yang dilibatkan adalah di Tingkat 
Pusat diadakan Seminar penyuluhan 
dengan materi standar-standar yang 
dihasilkan dalam semester pertama. 
untuk kemudian model yang sama 
diselenggarakan di setiap Propinsi 
oleh para Kepala Kanwil Departemen 
Pekerjaan Umum. Penyelenggara 
adalah gabungan Badan Litbang 
Pekerjaan Umum (di Daerah: Kepala 
Kanwil Departemen Pekerjaan 
Umum), Gapensi. AKI dan Inkindo. 
Dalam semester kedua hal tersebut 
diulang lagi dengan materi standar 
yang dihasilkan dalam semester 
kedua. Dengan demikian diharapkan 
bahwa penyebarluasan standar dapat 
sampai kepada para pemakai dengan 
cepat dan benar. 


6. Pemantauan pelaksanaan 
atau penerapan standar dilakukan 
secara bersama-sama antara unsur 
pelaksana (termasuk Ditjen-ditjen) 
dan unsur pemroses (Bidang Litbang 
Pekerjaan Umum). Masukan-masuk- 
an sangat diperlukan untuk 
memungkinkan penyelenggaraan 
evaluasi yang cermat, sedemikian 
rupa sehingga para perumus standar 
mendapatkan kemudahan untuk pe- 
kerjaan review (mengkaji kembali) 
dan pemrosesan penyempurnaan 
standar-standar yang telah ada. 
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7. Salah satu aspek yang 
menonjol dari penerapan standar 
adalah masalah akreditasi labo- 
ratorium. Sebagai diketahui tipe 
laboratorium dapat dibedakan 
menurut peranannya : 


(1) Tipe laboratorium uji mutu 
rujukan. 
(2) Tipe laboratorium uji mutu biasa. 


Laboratorium rujukan ada yang 
berkedudukan di pusat, seperti yang 
terdapat di Pusat Litbang Pengairan. 
Pusat Litbang Jalan dan Pusat Lit- 
bang Pemukiman, termasuk labora- 
torium yang ada di Balai-balai dan 
Loka-loka dari Pusat-pusat Litbang di 
atas. Di daerah, laboratorium rujukan 
ada di Kanwil-kanwil di seluruh In- 
donesia yang dewasa ini sedang giat- 
giatnya diadakan peningkatan 
kemampuan. Laboratorium-laborato- 
rium di daerah tersebut diharapkan 
hanya mempunyai kemampuan 
sedikit lebih rendah daripada 
laboratorium rujukan yang ada di 
Pusat, dan dalam hal tertentu yang 
bersifat kedalaman yang canggih 
perlu merujuk ke laboratorium ru- 
jukan yang ada di Pusat. 
Laboratorium yang ada di Pusat dan 
di Daerah pada umumnya milik Pe- 
merintah. 


Laboratorium uji mutu adalah 
laboratorium yang pada umumnya 
dipunyai oleh pelaksana konstruksi 
yaitu Dunia Usaha Jasa Konstruksi 
dan langsung berperan mengadakan 
uji mutu pekerjaan di lapangan. Uji 
mutu tersebut dapat pula dilakukan 


oleh laboratorium lapangan. 
Pemiliknya adalah baik Pemerintah 
maupun Swasta. Dalam pada itu 
laboratroium rujukan yang disebut 
terdahulu dapat pula menyeleng- 
garakan uji mutu. 


8. Dalam ketentuan DSN. setiap 
laboratorium yang menyeleng- 
garakan uji mutu, perlu diakreditasi 
dengan hasil bahwa laboratorium ber- 
sangkutan mendapatkan sertifikat 
akreditasi. Akreditasi diartikan sebagai 
sesuatu rangkaian kegiatan untuk 
menilai/ mengkaji kemampuan 
laboratorium tersebut. 


Akreditasi kemampuan diberikan 
untuk waktu 3 tahun, secara periodik 
dipantau dan dinilai kembali untuk 
pencabutan atau perpanjangan/ 
penambahan. 


Akreditasi laboratorium dilakukan 
oleh satu Badan (komisi) Akreditasi 
Departemen Pekerjaan Umum yang 
memobilisir tim-tim penilai. 

Adapun hal-hal yang dinilai, pada 
umumnya menyangkut : 

(1) Prosedur dan tata cara uji mutu. 

(2) Kelengkapan gedung dan sarana 
laboratorium termasuk 
peralatannya. 

(3) Kelengkapan tenaga ahli dan 
teknisi (laporan dan surveyor)- 
nya. 

(4) Pemenuhan ketentuan-ketentuan 
seperti standar uji mutu, dan lain 
sebagainya. 

(5) Sistem 
digunakan. 


pelaporan yang 
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5. Kebijaksanaan pem- 
bangunan bidang Pekerja- 
an Umum. 


Dengan pedoman dasar pemikir- 
an pembangunan dalam Repelita V, 
maka kebijaksanaan pembangunan 
bidang pekerjaan umum dalam Re- 
pelita V diarahkan untuk: 


(1) Memantapkan kerangka tinggal 
landas yang kuat untuk tahap 
pembangunan selanjutnya; 


(2) Memanfaatkan hasil pembangun- 
an prasarana dan sarana peker- 
jaan umum, 

(3) Memenuhi tuntutan kebutuhan 
prasarana untuk menunjang sek- 
tor-sektor pembangunan prio- 
ritas. 


Usaha memantapkan kerangka 
лода! landas akan dilakukan baik 
dalam lingkungan Departemen Pe- 
kerjaan Umum maupun di luar De- 
partemen Pekerjaan Umum. Usaha 
yang dilakukan pada dasarnya adalah 
untuk membentuk manusia pemba- 
ngunan baik unsur pemerintah mau- 
pun masyarakat, karena pada hake- 
katnya pembangunan merupakan 
tanggung jawab bersama antara 
pemerintah dan masyarakat. 


Karena usaha pembangunan me- 
rupakan tanggung jawab bersama an- 
tara pemerintah dan masyarakat 
maka operasi dan pemeliharaan pra- 
sarana dan sarana bidang pekerjaan 
umum yang telah tersedia perlu di- 
tanggung oleh pemerintah dan ma- 
syarakat. 


Dalam hal ini pemerintah akan 
menangani operasi dan pemeliharaan 
prasarana dan sarana bidang peker- 
jaan umum yang tidak langsung di- 
manfaatkan oleh masyarakat, se- 
dangkan masyarakat diharapkan ber- 
peranserta dalam menangani operasi 
dan pemeliharaan prasarana dan sa- 
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rana bidang pekerjaan umum yang 
langsung dimanfaatkan oleh masya- 
rakat. 


Pembangunan akan mengakibat- 
kan perubahan dan menimbulkan 
tuntutan kebutuhan prasarana dan 
sarana bidang pekerjaan umum yang 
selalu meningkat baik jumlah maupun 
mutunya. Peranan Departemen Pe- 
kerjaan Umum sebagai penunjang 
pembangunan perlu meramalkan ser- 
ta memenuhi tuntutan-tuntutan yang 
akan terjadi. Penunjangan perlu di- 
lakukan untuk mendukung kebutuh- 
an sektor prioritas dalam pembangun- 
an nasional, agar kontribusi dan 
sarana bidang pekerjaan umum da- 
lam mendorong usaha pemantapan 
kerangka tinggal landas dalam 
Repelita V dapat semakin ditingkat- 
kan. Secara lebih terperinci kebijaksa- 
naan pembangunan bidang peker- 
jaan umum adalah sebagai berikut: 


1) Kebijaksanaan Pemantapan 
Kerangka Tinggal Landas. 


Penyediaan prasarana dan sarana 
bidang pekerjaan umum dalam kurun 
waktu Repelita V masih akan meru- 
pakan tantangan besar bagi Departe- 
men Pekerjaan Umum, sehubungan 
dengan tuntutan kebutuhan masya- 
rakat yang makin meningkat, kualitas 
maupun kuantitas. 


Hasil-hasil pembangunan bidang 
pekerjaan umum yang dicapai selama 
ini telah dapat mendorong secara 
nyata terciptanya persiapan kerangka 
tinggal landas dalam Pelita IV. Di- 
dalan menyongsong pemantapan 
kerangka tinggal landas dalam Re- 
pelita V, akan terus diupayakan pen- 
ingkatan kuantitas dan kualitas 
prasarana dan sarana bidang peker- 
jaan umum. 


Upaya-upaya yang dilakukan 
mencakup juga pengembangan sum- 


berdaya manusia dan peningkatan in- 
stitusi/kelembagaan baik di ling- 
kungan Departemen Pekerjaan 
umum maupun yang menyangkut di 
luar Departemen Pekerjaan Umum. 


a). Di Lingkungan Departemen 
Pekerjaan Umum 


(1) Peningkatan Kelembagaan. 


Pelaksanaan tugas umum peme- 
rintahan dan pembangunan dituntut 
adanya pembangunan dan pening- 
katan organisasi, institusi/kelembaga- 
an yang mampu menangani tugas 
pembangunan yang makin men- 
ingkat baik di tingkat Pusat maupun 
di Daerah. Upaya ini dilakukan 
dengan: Memantapkan Kemampuan 
Aparatur dan Institusi/Kelembagaan 
Pengelolaan serta Pembinaan di 
Pusat maupun di Daerah. 


(2) Peningkatan Kemampuan 
Staf 


Pengembangan sumberdaya ma- 
nusia di lingkungan Departemen 
Pekerjaan Umum perlu diseleng- 
garakan secara menyeluruh terarah 
dan terpadu, meliputi pendidikan dan 
latihan untuk mewujudkan manusia 
pembangunan yang tangguh, cerdas, 
terampil sesuai dengan tuntutan ke- 
butuhan peningkatan pembangunan. 
Upaya ini dilakukan dengan: Pembi- 
naan staf menuju pada kejuruan in- 
telektual dan tanggung jawab profe- 
sional dengan cara : 


(a) Menyelenggarakan pendidikan 
kedinasan dan latihan. 


(b) Membudayakan pengawasan 
melekat dan memantapkan pe- 
ngawasan fungsional intern. 


(3) Peningkatan Pedoman dan 
Ketatalaksanaan 


Tuntutan pembangunan yang 
semakin meningkat memerlukan pe- 
ngembangan administrasi pem- 
bangunan antara lain dengan 
penyusunan pedoman-pedoman, 
petunjuk petunjuk pelaksanaan baik 
dalam bentuk produk hukum mau- 
pun peraturan-peraturan lainnya 
yang mendukung. Upaya penyusun- 
an pedoman dan ketatalaksanaan 
diusahakan dengan: Memantapkan 
produk-produk statuter dan non 
statuter yang diarahkan kepada segi 
efisiensi, efektivitas dan pendisiplinan 
pembangunan serta tertib peman- 
faatan hasil-hasil pembangunan. 


Peningkatan ketrampilan pegawai melalui kursus-kursus 
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b). Di Luar Departemen Peker- 
jaan Umum 


(1) Meningkatkan Peranan Pem- 
da / Masyarakat. 


Momentum pembangunan yang 
telah ada perlu dipertahankan baik 
dalam rangka peningkatan pemba- 
ngunan sesuai dengan tuntutan 
perkembangan maupun dalam rang- 
ka memperluas kesempatan kerja. 


Keterbatasan dalam kemampuan 
pendanaan Pemerintah, memberikan 
tantangan kepada semua institu- 
si/kelembagaan di tingkat Pemerin- 
tah Pusat dan Daerah untuk men- 
dayagunakan kemampuannya dalam 
hal memobilisasi penyediaan dana 
dari masyarakat serta meneruskan 
pembangunan sesuai dengan kete- 
tapan yang berlaku. 


Upaya ini diselenggarakan 


dengan: 


(a) Mendorong terciptanya mobilisasi 
penyediaan dana pembangunan 
oleh masyarakat. 


(b) Meningkatkan kemampuan Pem- 
da melalui kebijaksanaan desen- 
tralisasi, agar Pemda dapat lebih 


berperan. 


(2) Meningkatkan Peranan Mitra 
Pembangunan 


Perkembagan Dunia usaha Jasa 
Konstruksi Nasional sampai saat ini 
telah cukup memadai, namun perlu 
lebih ditingkatkan dalam usaha untuk 
meningkatkan daya saing dalam pe- 
laksanaan pembangunan dan pen- 
ingkatan penerimaan negara, 
Dukungan terhadap perkembangan 
dunia usaha ini perlu dilanjutkan 
dengan : 


(a) Memantapkan iklim usaha yang 
semakin sehat. 
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(b) Meningkatkan kemampuan Du- 
nia Usaha Jasa Konstruksi 
Nasional. 


(3) Memasyarakatkan Produk 
Hukum 


Pembangunan prasarana dan 
sarana bidang pekerjaan umum telah 
dirasakan manfaatnya bagi masyara- 
kat dalam memberikan kemudahan 
dalam usaha memenuhi kebutuhan 
hidup pokok sehari-hari dan kemu- 
dahan untuk melakukan kegiatan 
usaha pada umumnya. | 7 


Адаг hasil pembangunan pra- 
sarana dan sarana bidang pekerjaan 
umum ini dapat tetap berfungsi de- 
ngan baik, perlu diusahakan penga- 
turan tertib pemanfaatan hasil pem- 
bangunan. 


Upaya ini dilakukan melalui: Me- 
masyarakatkan Tertib Pemanfaatan 
Hasil Pembangunan Prasarana dan 
Sarana Bidang Pekerjaan Umum, an- 
tara lain, berupa Tertib Pemanfaatan 
Jalan, Tertib Pemanfaatan Sumber- 
sumber Air dan Bangunan Air, Ter- 
tib Pemanfaatan Prasarana dan 
Sarana Pemukiman. 


2). Kebijaksanaan Pemantapan 


Operasi dan Pemeliharaan. 


Hasil-hasil pembangunan yang 
telah dicapai selama periode Pelita I 
sampai dengan Pelita IV khususnya 
bidang pekerjaan umum telah me- 
nunjukkan hasil yang memadai. 
Namun demikian dengan adanya 
tuntutan peningkatan pembangunan 
yang semakin meningkat di berbagai 
sektor pembangunan prioritas, me- 
nuntut pula peningkatan pemba- 
ngunan penyediaan prasarana dan 
sarana bidang pekerjaan umum. 


Pada akhir-akhir ini perekono- 
mian Indonesia masih menunjukkan 
hal-hal yang kurang menggembira- 


kan, namun perhatian terhadap pra- 
sarana dan sarana bidang pekerjaan 
umum yang telah berfungsi perlu 
dipertahankan dalam arti mutu dan 
tingkat pelayanannya dengan meng- 
utamakan usaha pemantapan operasi 
dan pemeliharaan. 


Upaya yang akan dilakukan de- 
ngan mengadakan: 


a) Di Lingkungan Departemen 
Pekerjaan Umum 


Meningkatkan penanganan ope- 
rasi dan pemeliharaan produk prasa- 
rana dan sarana bidang pekerjaan 
umum yang telah berfungsi melalui: 


(1) Penyediaan biaya operasi dan 
pemeliharaan yang memadai. 


(2) Mengembangkan secara meluas 
dan intensif serta mendetail, me- 
tode operasi dan pemeliharaan. 


b). Di Luar Departemen Peker- 
jaan Umum 


Meningkatkan keikutsertaan ma- 
syarakat dalam operasi dan pemeli- 
haraan. Masyarakat sebagai peman- 
faat produk prasarana dan sarana 
bidang pekerjaan umum perlu diikut- 
sertakan dalam menggalang pemu- 
pukan dana untuk sejauh mungkin 
membantu Pemerintah Daerah atau 
bersama-sama mengupayakan pen- 
danaan bagi biaya operasi dan peme- 
liharaan misalnya dengan mengada- 
kan Biaya Pelayanan Irigasi (Irrigation 
Service Fee) serta mengusahakan ter- 
ciptanya lembaga-lembaga masyara- 
kat (koperasi) yang dapat menangani 
operasi dan pemeliharaan seperti 
Koperasi Petani Pemakai Air dan 
sebagainya. 


Upaya ini ditempuh dengan cara: 
(1) Terhadap Pemerintah Daerah 


(a) Mendorong kemampuan Pe- 
merintah Daerah dalam pe- 
nyediaan biaya operasi dan 
pemeliharaan. 

(b) Membantu kemampuan tek- 
nis Pemda secara berjenjang 
dalam menangani operasi 
dan pemeliharaan. 
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(2) Terhadap Masyarakat 


Mendorong berkembangnya ke- 
lembagaan dalam masyarakat 
penerima manfaat prasarana dan 
sarana bidang pekerjaan umum 
untuk dapat berpartisipasi 
menangani operasi dan peme- 
liharaan. 


3) Kebijaksanaan Penunjangan 


Sarana Prioritas. 


Sejalan dengan prinsip Trilogi 
Pembangunan Nasional dalam Re- 
pelita V, keberhasilan pembangunan 
akan tetap mencerminkan dan 
menekankan pada pemerataan pem- 
bangunan dan hasil-hasilnya, pertum- 
buhan ekonomi yang tinggi, serta sta- 
bilitas nasional yang sehat dan 
dinamis. Pelaksanaan pembangunan 
prasarana dan sarana bidang peker- 
jaan umum akan diarahkan pada 
pencapaian tujuan tersebut. 


Dalam kaitan dengan usaha pe- 
merataan pembangunan dan hasil- 
hasilnya, pembangunan prasarana 
dan sarana bidang pekerjaan umum 
akan diarahkan pada usaha perluasan 
lahan pertanian sawah, dan perlu- 
asan jaringan jalan ke seluruh pelosok 
tanah air, serta akan ditingkatkan pe- 
nyediaan air bersih dan penyehatan 
lingkungan pemukiman dalam men- 
dukung kesehatan dan kesejahteraan 
masyarakat. 


Untuk menunjang pertumbuhan 
ekonomi, penyediaan prasarna dan 
sarana bidang pekerjaan umum baik 
kuantitas maupun. kualitasnya akan 
ditingkatkan untuk mendukung sek- 
tor-sektor prioritas. 


Sejalan dengan arah pelaksanaan 
pembangunan sebagaimana dikemu- 
kakan di atas, dan dengan memper- 
timbangkan geografis wilayah In- 
donesia serta sesuai dengan prinsip 
Wawasan Nusantara, pelaksanaan 
pembangunan bidang pekerjaan 
umum dalam Pelita V mendatang 
akan dilakukan berbagai kegiatan 
pembangunan di daerah perbatasan 
dan daerah terpencil. Dengan arah 
pelaksanaan pembangunan bidang 
pekerjaan umum tersebut diharapkan 
dapat mendorong terciptanya sta- 
bilitas nasional yang sehat dan 
dinamis. 


Untuk mendukung sektor-sektor 
prioritas pembangunan prasarana 
dan sarana bidang pekerjaan umum 
antara lain akan diarahkan guna: 


a). Menunjang Pembangunan 
Pertanian. 


Bidang pertanian yang perlu 
mendapat penunjangan prasarana 
dan sarana pekerjaan umum dalam 
rangka memantapkan swasembada 
pangan antara lain : 


- Penyediaan air baku pertanian. 

- Menunjang perluasan lahan per- 
tanian sawah prioritas. 

- Mengendalikan perlindungan atas 
air dan sumber air. 

- Menggiatkan perlindungan atas 
air dan sumber air. 

- Reklamasi rawa. 

- Menyediakan prasarana jalan di 
daerah lahan pertanian sawah 
prioritas. 


Dalam rangka meningkatkan eks- 
por non migas maka penunjangan 
bidang pekerjaan umum diusahakan 
melalui: 


- Penyediaan air baku untuk per- 
ikanan, peternakan dan perke- 
bunan yang telah diprogramkan 
secara mantap (udang, kelapa 
sawit, coklat dan lain-lain). 


- Menyediakan jalan-jalan peng- 
hubung ke pusat-pusat kawasan 
yang diprioritaskan. 


- Menyediakan prasarana ling- 
kungan 


b). Menunjang Pengembangan 


Industri 


Pengembangan industri yang me- 
rupakan bagian dari usaha pengem- 
bangan ekonomi jangka panjang, 
diarahkan untuk menciptakan struk- 
tur ekonomi yang lebih kokoh dan . 
seimbang, yaitu struktur ekonomi 
dengan titik berat industri yang maju 
didukung oleh pertanian yang tang- 
guh. 


Penunjangan usaha ini dilakukan 
melalui upaya berikut: 


- Menyediakan air baku di kawasan 
prioritas pengembangan. 


- Mengamankan kawasan industri 
dari bencana banjir. 


- Menyediakan jalan-jalan peng- 
hubung kawasan industri. 


- Menyediakan prasarana ling- 
kungan. 


c). Menunjang Penyediaan Ener- 
gi | 


Kebutuhan energi di Indonesia 
meningkat pesat dari tahun ke tahun, 
sejalan dengan laju pembangunan 
dan pertumbuhan penduduk. Tenaga 
air merupakan salah satu sumber 
enrgi bukan minyak yang terus akan 
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dikembangkan melalui pemanfaatan 
ribuan sungai besar dan kecil di In- 
donesia sebagai potensi tenaga air 
yang cukup besar. Penunjangan pra- 
sarana dan sarana bidang pekerjaan 
umum dalam penyediaan energi an- 
tara lain meliputi: Pembangunan 
waduk dan perlindungan sumber- 
sumber air bagi penyediaan listrik 
tenaga air. 


Ri, i 


d). Menunjang Pembangunan 
Perhubungan 


Pembangunan perhubungan di- 
arahkan untuk lebih memperlancar 
arus barang dan jasa serta meningkat- 
kan mobilitas manusia ke seluruh 
wilayah tanah air, guna mempercepat 
pencapaian sasaran-sasaran pemba- 
ngunan, memperkokoh persatuan 
dan kesatuan bangsa untuk mening- 


hi tan 


See Pee 
2 r^ 


katkan ketahanan nasional dan per- 
wujudan Wawasan Nusantara. 


Penunjangan prasarana dan sa- 
rana bidang pekerjaan umum dalam 
pembangunan perhubungan ini akan 
dilakukan melalui: 


- Pembinaan jaringan jalan untuk 
melancarkan arus barang dan 
jasa dari daerah produksi ke dae- 
rah pemasaran atau sebaliknya. 


“а” 


зе 
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Pembangunan jalan tol sebagai 
jalan alternatif. 


Pembangunan jaringan jalan un- 
tuk membuka daerah terisolir dan 
daerah perbatasan. 


- Menyediakan jalan penghubung 
ke pelabuhan laut dan pelabuhan 
udara. 


Menunjang Program Trans- 
migrasi 


e). 


Penunjangan prasarana dan 
sarana bidang pekerjaan umum da- 
lam program transmigrasi ini adalah 
dalam rangka memberikan kemudah- 
an bagi para transmigran untuk 
memasarkan hasil usaha serta pe- 
menuhan kebutuhan hidup sehari- 
hari. 


Penunjangan dilakukan antara 
lain melalui: 


- Pembinaan jalan menuju daerah 
transmigrasi. 


- Reklamasi daerah rawa untuk 
dikembangkan menjadi daerah 
transmigrasi. 


- Penyediaan jaringan irigasi. 


fJ. Menunjang Pengembangan 
Koperasi 


Pengembangan koperasi, meru- 
pakan langkah nyata untuk menum- 
buhkan dan meningkatkan peranan 
dan tanggung jawab masyarakat go- 
longan ekonomi lemah dalam mem- 
bangkitkan swadaya masyarakat un- 
tuk berpartisipasi dalam pemba- 
ngunan dan meningkatkan peranan 
dan tanggung jawab masyarakat go- 
longan ekonomi lemah dalam mem- 
bangkitkan swadaya masyarakat un- 
tuk berpartisipasi dalam pemba- 
ngunan dan meningkatkan taraf 
hidup, mendorong kewiraswastaan, 
perluasan kesempatan kerja dan pro- 
duktivitas masyarakat. 


294 


Perumahan Transmigran Sitiung - Sumatera Barat 


- Mendorong terciptanya organisasi 
pemakai air di petak-petak sa- 
wah. 


- Mendorong terciptanya koperasi 
bahan bangunan. 


Menunjang Perbaikan Kese- 
hatan Masyarakat. 


g). 


Tingginya angka penyakit me- 
nular di Indonesia sebagai akibat ke- 
kurangan penyediaan air bersih, 
sarana pembuangan air limbah, 
kurangnya kebersihan lingkungan 
perumahan serta perilaku membuang 
sampah dan lain-lain. 


Penunjangan prasarana dan sa- 
rana bidang pekerjaan umum antara 
lain: 


- Penyediaan air bersih yang me- 
menuhi syarat kesehatan. 


- Penyediaan air bersih untuk kota- 
kota besar, sedang, kecil maupun 


daerah pedesaan yang kesulitan 
air. 


- Penyediaan sarana pembuangan 
air limbah, persampahan dan 
drainase. 


h). Menunjang Perbaikan Pe- 


mukiman dan Lingkungan 


Peningkatan kesejahteraan rakyat 
melalui pembangunan telah dira- 
sakan manfaatnya, namun perlu di- 
tingkatkan lebih lanjut dalam Pelita V. 


Pengaruh terhadap alam dan 
lingkungan erat kaitannya dengan 
tingkat pertumbuhan penduduk dan 
pola penyebarannya yang kurang 
seimbang, serta penataan ruang dan 
lingkungan yang belum memadai. 


Penunjangan prasarana dan sa- 
rana pekerjaan umum dilakukan me- 
lalui: Pembangunan prasarana dan 
sarana pemukiman berupa penye- 


an 


an 
an 


Pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui penyediaan air bersih dengan hyndrant umum di Bali. 


diaan air bersih, penanganan limbah 
air bersih, penanganan limbah cair 
dan padat, pembuangan drainase 
kota, jalan lingkungan, KIP/MIPP, 
perumahan, peremajaan pemukim- 
an, pembangunan kota baru/ka- 
wasan pinggiran kota, penyediaan 
fasilitas ekonomi, sosial dan peman- 
tapan tata ruang wilayah dan kota. 


i). Menunjang Pengembangan 
Pariwisata 


Perkembangan pariwisata me- 
ningkat dengan pesat, sehingga dapat 
meningkatkan penerimaan negara, 
memperluas lapangan kerja dan ke- 
sempatan berusaha. 


Penunjangan prasarana dan sa- 
rana bidang pekerjaan umum bagi 
pengembangan pariwisata antara lain 
melalui : 


- Menyediakan air bersih dan ja- 
ringan distribusinya. 


Menyediakan jalan penghubung j). Menunjang Kesempatan 
ke pusat-pusat pariwisata yang Kerja 


diprioritaskan. Kesenjangan antara pertumbuhan 


angkatan kerja dengan penyediaan 
kesempatan kerja menunjukkan per- 
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bandingan yang tinggi, sehingga 
memerlukan pemecahan masalah 
secara nasional. 


Pembangunan prasarana dan 
sarana bidang pekerjaan umum yang 
dapat menunjang peningkatan ke- 
sempatan kerja antara lain melalui 
upaya: 


- Mengusahakan kemampuan te- 
naga kerja bidang pekerjaan 
umum. 


- Mengusahakan proyek-proyek 
yang menyerap tenaga kerja. 


k). Menunjang Pengelolaan 
Sumber Air dan Lingkungan 


Hidup 


Untuk menunjang pembangunan 
secara berkelanjutan, pengelolaan 
sumber alam dan lingkungan hidup 
diarahkan pada pendayagunaannya 
dengan tetap memperhatikan kese- 
imbangan lingkungan serta kelesta- 


rian fungsi dan kemampuannya, se- 
hingga disamping memberikan man- 
faat sebesar-besarnya bagi pem- 
bangunan dan kesejahteraan rakyat 
di masa kini, tetap bermanfaat pula 
bagi generasi di masa mendatang. 


Jumlah sumber alam yang ter- 
batas merupakan kendala terhadap 
pembangunan nasional. Permasalah- 
an timbul akibat ulah manusia dalam 
pemanfaatan sumber alam tanpa 
memperhatikan kelestarian kemam- 
puan lingkungan hidup. 


Pembangunan prasarana dan 
sarana bidang pekerjaan umum yang 
menunjang pengelolaan sumber alam 
dan lingkungan hidup antara lain: 


- Pemanfaatan air untuk berbagai 
keperluan seperti penyediaan air 
untuk rumah tangga, kota dan in- 
dustri, untuk pembangkit tenaga 
listrik, pengendalian banjir, 
pengendalian pencemaran air 
dan lain-lain. 


Sumber daya air kali Brantas — Jawa Timur 
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- Pengamanan daerah pertanian 
dan daerah pemukiman terutama 
pengamanan kota-kota terhadap 
bencana banjir dan genangan. 


- Pengamanan daerah pantai ter- 
masuk daerah pertanian dan pe- 
mukiman serta prasarna dan in- 
vestasi di sepanjang pantai ter- 
hadap penggerusan dan pengi- 
kisan pantai. 


- Konservasi tanah dan air teruta- 
ma pada daerah aliran sungai 
bagian hulu dengan pembuatan 
bangunan-bangunan pengendali 
erosi, sedimentasi dan tanah 
longsor serta pengelolaan daerah 
aliran sungai bekerjasama dengan 
instansi-instansi lain. 


1). Menunjang Peningkatan Pe- 


ranan Wanita. 


Dalam rangka peningkatan pe- 
ranan dan tanggung jawab wanita 
dalam pembangunan akan ditingkat- 
kan kemampuan dan kesempatan 
bagi wanita untuk memegang peran- 
an yang lebih besar sebagai pengam- 
bil keputusan, penentu kebijaksa- 
naan, perencana pembangunan ser- 
ta penikmat hasil pembangunan. 


Untuk menunjang pelaksanaan 
kebijaksanaan tersebut dilakukan hal- 
hal berikut: 


- Meningkatkan kegiatan pendi- 
dikan formal, non formal dan in- 
formal serta pelatihan dan penyu- 
luhan bagi wanita, baik melalui 
kegiatan-kegiatan sektoral mau- 
pun kegiatan khusus peranan 
wanita. 


- Mengupayakan perluasan ke- 
sempatan kerja bagi wanita, ser- 
ta peningkatan produktivitas kerja 
wanita. 


Bakti sosial Dharma Wanita Unit Departemen Pekerjaan Umum dalam bakti sosia! 


- Menyempurnakan peraturan per- 
aturan perundang-undangan 
yang lebih mengarah kepada 
peningkatan kedudukan dan ke- 
sejahteraan wanita. 


-  Meningkatkan penelitian dan pe- 
ngembangan mengenai peranan 
wanita dalam pembangunan me- 
ngembangkan sistem monitoring 
dan informasinya dan meman- 
tapkan keterpaduan kelem- 
bagaan antara sektor pemerintah 
dan masyarakat. 


m).Menunjang Eliminasi Kemis- 
kinan. 


Dengan memperhatikan pengala- 
man-pengalaman pelaksanaan pem- 
bangunan masa lalu, masih dirasakan 
adanya hasil-hasil pembangunan 
yang kurang menyentuh hajat hidup 
masyarakat golongan ekonomi sangat 


lemah khususnya pada daerah-dae- 
rah terpencil, sehingga sebagian 


masyarakat masih tetap hidup di. 


bawah garis kemiskinan. Untuk me- 
ningkatkan kesejahteraan masyarakat 
ini, upaya penunjangan bidang pe- 
kerjaan umum adalah : 


- Menyediakan pemukiman yang 
layak, menyediakan perumahan 
dan lingkungan yang sehat. 


Mendorong terciptanya kemu- 
dahan untuk memenuhi kebutuh- 
an pokok hidup manusia seperti 
papan, pangan dan sandang ser- 
ta mendorong kemudahan ma- 
nusia dalam melakukan kegiatan 
usahanya seperti penyediaan jar- 
ingan jalan, air bersih dan lain- 
lain. 


n). Menunjang Kawasan Kritis, 
Perbatasan dan Terisolir. 


Daerah kritis di Indonesia masih 
cukup luas sehingga perlu dilakukan 
penanganan pelestariannya agar dae- 
rah tersebut serta pengaruh-pengaruh 
yang ditimbulkannya dapat segera 
diatasi. Sedangkan daerah per- 
batasan dan terisolir juga perlu men- 
dapatkan perhatian dalam rangka pe- 
ningkatan integritas pembangunan 
serta stabilitas Nasional dan 
Keamanan Pertahanan. 


Pembangunan bidang pekerjaan 
umum dilakukan melalui pencegah- 
an/konservasi, terhadap kerusakan 
alam dan lingkungan hidup untuk 
daerah kritis demi pelestariannya ser- 
ta penyediaan prasarana bidang 
pekerjaan umum di daerah per- 
batasan dan daerah terisolir. 


298 


Terasering merupakan salah satu upaya konservasi lahan kritis di DAS Brantas 


Keadaan perumahan yang belum ditangani menurut kaidah 


4). Kebijaksanaan Penataan Ru- 
ang 


Tata ruang akan dikembangkan 
dan ditingkatkan peranannya baik 
dalam arti konsepsinya maupun ujud- 
nya sebagai alat koordinasi dan in- 
tegrasi program bidang pekerjaan 
umum, sehingga dapat dipakai se- 
bagai dasar pencapaian keserasian 
dan optimasi pemanfaatan ruang 
mengikuti Strategi Nasional Pengem- 
bangan Pola Tata Ruang. 


Keterkaitan fungsional program 
dan tata ruang dalam rangka pe- 
ngembangan wilayah dan kawasan 
ditujukan guna mengoptimasikan 
penggunaan sumberdaya dan ling- 


tata ruang yang benar kungan. 


Atas dasar usaha pencapaian tu- 
juan pembangunan nasional, dan 
landasan kebijaksanaan GBHN dan 
Repelita V yang telah ditetapkan, 
maka beberapa arahan kebijaksanaan 
tata ruang dalam alokasi program 
bidang pekerjaan umum adalah se- 
bagai berikut: 


a). Sasaran pokok pembangunan 
bidang pekerjaan umum adalah 
penunjangan sektor prioritas yang 
mendukung pertumbuhan eko- 
nomi, oleh karena alokasi pro- 
gram akan diarahkan pada wi- 
layah atau kawasan yang mem- 
punyai potensi pengembangan 
pertanian, perdagangan dan per- 
hubungan. Prioritas diberikan 
pada wilayah atau kawasan 
pusat-pusat produksi dan 
distribusi di daerah luar Jawa 
yang investasi prasarana bidang 
pekerjaan umumnya masih ter- 
batas. Upaya ini sekaligus men- 
dorong pertumbuhan ekonomi 
wilayah atau kawasan yang ku- 
rang berkembang khususnya In- 
donesia Bagian Timur. 


b). Sasaran penting lainnya dalam 
pembangunan bidang pekerjaan 
umum adalah pemenuhan kebu- 
tuhan dasar, peningkatan kualitas 
lingkungan kehidupan dan upaya 
pemeliharaan sumberdaya serta 


pelestarian lingkungan hidup. 


Pada prinsipnya dalam peme- 
nuhan kebutuhan dasar semua wi- 
layah atau kawasan yang tingkat 
pelayanan prasarana di bawah stan- 
dar kebutuhan yang menimbulkan 
kerawanan sosial, politik dan ling- 
kungan mendapat prioritas utama un- 
tuk mendapat alokasi program. 
Wilayah atau kawasan pemukiman 
yang mendapat prioritas tinggi adalah 
wilayah atau kawasan yang proporsi 
penduduk berpenghasilan rendah 
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Pembangunan jalan didaerah-daerah produksi terus ditingkatkan 


sangat besar, termasuk wilayah yang 
tingkat perkembangan kesejahteraan- 
nya di bawah rata-rata nasional. 


Pada prinsipnya upaya pen- 
ingkatan kualitas lingkungan kehidup- 
an dapat diciptakan melalui dukung- 
an Pemerintah Daerah dan partisipasi 
masyarakat dengan bantuan teknis 
dari program bidang pekerjaan 
umum di seluruh kawasan 
pemukiman. 


Perhatian dalam pemeliharaan 
sumberdaya dan lingkungan hidup 


diprioritaskan pada wilayah atau ka- 
wasan yang mengalami kerawanan 
lingkungan akibat tekanan penduduk, 
pemanfaatan yang tinggi serta me- 
ngalami kerusakan dan pencemaran 
yang berat. 


Dengan demikian pembangunan 
bidang pekerjaan umum benar-benar 
dapat lebih terkoordinir, integratif, 
fungsional, optima terkait, berhasil- 
guna dan berdayaguna dalam peran- 
annya sebagai penunjang dan men- 
capai sasaran pembangunan na- 
sional. 
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Saluran Hamlet Karang Agung МОВА Jalan Baru Perumtel Bukit Resam Lahat 


Head Office : 

Jl. Kenten Raya 432, Palembang 30114, Sumatera Selatan 
Indonesia, Telp. (0711) 811727, 810804 

Cable Address : GAMA Palembang 

Banker : Bank Dagang Negara, Palembang A. Rivai 


G APENSI 


3 


ы келе 


Branch Office : 
Jl. Asam Baris Raya 92, Kebon Baru Tebet, Jakarta 
Indonesia, Telp. (021) 8297607, Facs. (021) 8299766 
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No. 06.09.0001 


— Road and building 
construction 
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— Industrial plant and 
power station 


— Bridges 


— Foundations and ground 
engineering techniques 


Offshore construction 
— Underground Structures 


— Water supply and 
irrigation system 


— Dam construction 
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PT. CONIPLANT 3 |  BILFINGER--BERGER 
INDONESIA Pel BAUAKTIENGESELLSCHAFT 
Address : Adress : 


16 th Wisma Kosgoro Ji. Cipsgslo Raya 
Jl. M.H. Thamrin 53 P.O. Box 657 


Jakarta 10350 


ee , Bandung 40001 
ее ene 2-77 321942, Telephones: 022-460455 
321808 ext. 340-342 022-460639 


Fax : 021-322832 Fax : 022-460326 


DT. GALA TAMA 


CONTRACTORS, INDUSTRY 4 SUPPLIER 


BANKERS : HEAD OFFICE Jl. Pandanaran No. 58 


- BNI 1946 
- BPD Jateng 
- Bank NIAGA 


Telp. (024) 319389, 317020, 411587, Fax. 319953, SEMARANG 
BRANCH Jl. Kramat Jaya Baru VI/ 18 Telp. (021) 4209242 
JAKARTA PUSAT 


ASOSIASI PERUSAHAAN PENGELOLA ALAT-ALAT KONSTRUKSI INDONESIA 
Sekretariat : Perkantoran ARTAMAS, Gedung III Lt. 3 No. 03A, Jl. Jend. A. Yani No. 2 (Pulomas) Jakarta 13210 
Phone : 4895308 Ext. 35 — Telex : 49229 ARTAMS IA — Fax : (021) 4895595 


Mengucapkan 
Selamat 45 tahun Departemen Pekerjaan Umum 3 Desember 1945 — 3 Desemben 1990. 


2 T BINA n ЛІН MANAGEMEN, ENGINEERING 

e Be AND LEGAL CONSULTANS 

JL. CILACAP NO. 3 TELP. (021) 351340, 359463, FAX (021) 3101777 
JAKARTA 10310 


ASIH GROUP 
ж ; BANKERS 
ВМІ 1946 
Selamat 45 tahun Departemen Pekerjaan Umum PAN RM 


3 Desember 1945 — 3 Desember 1990, 


_ A РТ. TEGUH RAKSA JAYA 
ak | GENERAL CONTRACTOR 
Jln. H.O.S. Cokroaminoto no. 44 
Telp. (0283) 41866 - 41867 - 41458 
Telex 22331 Teraxa IA Telefax 61205 
TEGAL 52121 INDONESIA Banker : 
Bank Dagang Negara 


Mengucapkan 
Selamat 45 tahun Departemen Pekerjaan Umum 
3 Desember 1945 — 3 Desember 1990. 


Sejak lama konsep partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan pem- 
bangunan menjadi dambaan Peme- 
rintah. Tantangan ini dijawab oleh 
masyarakat Sumatera Barat secara 
kongkrit dalam bentuk manunggal 
sakato . 
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Besarnya partisipasi masyarakat 
bagi pembangunan Sumatera Barat 
antara lain ditandai dengan pembe- 
basan 3.000 ha tanah tanpa ganti rugi 
senilai Rp 3,5 milyar. Ini berlangsung 
sejak Pelita IV sampai awal Pelita V. 


Pengorbanan masyarakat secara su- 
karela tersebut di antaranya tertuang 
bagi peningkatan jalan-jalan Propin- 
si dan Nasional, jalan-jalan Arteri 
Kota, serta areal pariwisata ISTANO 
BASA PAGARUYUNG dekat Batu- 


MANUNGGAL SAKATO 
DI SUMATERA BARAT 


Jalan kelok 44 di Sumatera Barat 


sangkar. Penanganan prasarana jalan 
tersebut menjadi penting artinya 
dalam kegiatan Manunggal Sakato 
(gotong royong khas Sumber) dan 
mendapat prioritas, karena erat 
kaitannya dengan upaya menguak 
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isolasi pedesaan, dan ini sekaligus 
dalam rangka peningkatan produksi 
non migas. 


Kebijaksanaan "ruang awak” 
dalam hal ini, kata Kakanwil Peker- 
jaan Umum Propinsi Sumatera Barat 
Sabri Zakaria, terutama didorong 
kenyataan besarnya dominasi sektor 
perhubungan terhadap pengem- 
bangan wilayah. Kebijaksanaan 
tersebut telah berhasil mengubah wa- 
jah pelosok-pelosok terpencil menjadi 
desa-desa potensial yang "ditempuh 
roda”. Dalam hubungan itu, sejak 
beberapa tahun ini tidak kurang dari 
2.310 Km jalan desa yang berhasil 
dibenahi serta dibangun baru di 
Sumatera Barat. Sebagian di an- 
taranya merupakan produk gabung- 
an dengan kegiatan Manunggal/ 
AMD setempat dan telah men- 
ingkatkan total panjang jalan 
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Salah satu ruas jalan di Sumatera Barat 


Kabupaten dari 6.058 Km menjadi 
6.349 Km. Selanjutnya kegiatan 
Manunggal Sakato dalam hal ini juga 
berhasil menjangkau sejumlah areal 
P3A di 26 desa serta areal P3D di 
317 desa. 


Manunggal Sakato (yang secara 
harfiah berarti kebulatan dan keber- 
samaan atas mufakat), adalah satu 
bentuk kegiatan ke-PU-an dengan 
pola gotong royong khas Sumbar, 
dengan mana kesinambungan pem- 
bangunan dimotivasi sebagai tugas 
dan tanggung jawab bersama antara 
Pemerintah dan masyarakat. Tujuan 
akhirnya adalah meningkatkan mutu 
kehidupan penduduk, yang mayori- 
tas masih golongan ekonomi lemah. 


Dalam bidang air bersih kegiatan 
Manunggal Sakato ini dapat mensti- 
mulasi kerjasama terpadu hingga 


hasilnya berlipat ganda. Misalnya, 
bagi pembangunan sarana air bersih 
di desa Padang Magek, Kabupaten 
Padang Pariaman berkapasitas 5L/ 
detik, Pemerintah hanya menyedia- 
kan perpipaan seharga Rp. 30 juta, 
namun nilai akhir produksinya ham- 
pir Rp. 200 juta. 


Kondisi alam dan pembangunan 


Sumatera Barat dengan daratan 
berikut kepulauannya seluas 42.000 
Km persegi lebih, saat ini berpen- 
duduk 3.943.363 jiwa, sekitar 7896 
di antaranya warga pedesan. Mereka 
ini memukimi 412 Nagari (desa adat) 
dengan kepadatan rata-rata 87 jiwa 
per Km persegi, di dalam mana su- 
dah termasuk mantan transmigran 
dari berbagai suku di Indonesia. 


Karakteristik wilayahnya ditandai 


"relief kasar" dalam bentuk per- 
bukitan, pegunungan, dan lembah- 
lembah dengan curah hujan yang re- 
latif tinggi, di mana "daerah Gempa 
nomor 2" yang membujur dari Utara 
ke Selatan ikut mewarnai labielnya 
morfologi setempat. Dengan kemir- 
ingan rata-rata di atas 30% maka 
hanya sekitar 25% wilayahnya yang 
dapat digunakan untuk tujuan perta- 
nian. Akibat sentra-sentra produksi 
relatif kecil-kecil, dengan areal terpen- 
car. Dilemma keterbatasan tanah 
garapan ini antara lain menyebabkan 
65% dari setengah juta petani miskin 
di daerah in: rata-rata hanya punya 
lahan di bawah 0,5 hektar. Hal ini 
terutama terjadi sekitar tahun 1969. 
yakni ketika total produksi padinya 
masih di bawah 9.000 ton/tahun 
ketika masih minus). Namun di balik 
itu, tanahnya subur. alamnya indah. 
penduduknya ramah. dan wilayah- 
nya banyak menyimpan sejarah. 
hingga lewat dukungan berbagai in- 
frastruktur khususnya “irigasi dan jar- 
ingan jalan”. perekonomian Sumbar 
tetap bisa menanjak. Income per 
kapitanya telah naik dari Rp. 345. 
7187. — tahun 1983 menjadi Rp. 
565.553, — pada tahun 1987. yang 
berarti mengalami kenaikan rata-rata 
13.09% per tahun. 

Lewat dukungan 3.900 Daerah 
Irigasi serta berbagai intensifikasi 
bidang pertanian lainnya. produksi 
padi Sumber yang tahun lampau 
telah mencapai 1.604.800 ton. pada 
akhir Pelita V diestimasikan naik lagi 
menjadi sekitar 2 juta ton. hingga 
daerah ini akan lebih banyak dapat 
membantu pengadaan stock beras 
nasional. 


Di sisi lain. karena dalam memacu 
pembangunan juga diperlukan "ke- 
cepatan dan kelancaran transportasi. 
sepanjang 689.6 Km jalan Nasional 
di Sumbar saat ini 100% sudah 


dalam keadaan mantap, dan jalan 
Propinsi 1.153. 1 Km (3596 mantap), 
di mana selama Pelita IV telah hilir 
mudik sebanyak 3.2 juta wisatawan, 
dengan estimasi kunjunan men- 
datang juga meningkat. 


Jalan Nasional yang merupakan 
bagian Lintas Barat Sumatera ter- 
sebut perlu segera ditingkatkan 
"pelayanannya" guna mengimbangi 
kiprah pembangunan Lintas Timur 
Sumatera yang dalam waktu dekat 
sudah akan berfungsi. Untuk itu 
diperlukan beberapa upaya bersifat 
terobosan. Antara lain telah dilakukan 
pelebaran jalan dengan memotong 
tebing batu sebesar 15.000 Mz 
secara manual di kawasan cagar alam 
Lembah Anai. Batu raksasa itu ter- 
paksa dipahat sedikit demi sedikit 
guna keamanan terowongan kereta 
api yang berada di bawahnya. 


Di samping itu. dalam menunjang 
pengembangan pedesaan sebagai 
sumber produksi non migas. sepan- 
jang 1.500 Km jalan-jalan Kabupaten 
yang ditingkatkan lewat pendanaan 
IPJK dan APBD Tk. II. tahun ini di- 
arahkan terutama kedaerah ping- 
giran. Lima daerah pinggiran poten- 
sial yang diharapkan bebas dari ter- 
isolasi sebelum akhir Pelita V adalah: 
"Pasaman Barat. Kabupaten 50 Kota 
bagian timur. Swl. Sijunjung bagian 
Tenggara. Kepulauan Mentawai. dan 
Solok Selatan. 


Kota Padang 


Untuk lebih berfungsi sebagai pin- 
tu gerbang DTW (Daerah Tujuan Wi- 
sata) Sumbar. sekaligu sebagai pusat 
pengembangan wilayah propinsi. Ko- 
ta Padang telah dimekarkan 22 kali 
lipat. Yaitu dari luas 33 Km persegi 
lima tahun lalu menjadi 695 Km per- 
segi sekarang. Sementara itu bencana 
alam (banjir) masih saja mengancam 


kehidupan kota ini. 


Implementasi adalah berlanjutnya 
keterkaitan Pemerintah Pusat (c.g. 
Dept. PU) terhadap pembangunan 
Ibukota Propinsi berpenduduk 600 
ribu jiwa ini, khususnya menyangkut 
penanganan infrastruktur. 


Untuk pengendalian banjir kota 
Padang diharapkan dapat segera te- 
realisasi dengan dana Rp 127 milyar 
dari OECF dan APBN. Untuk pe- 
ningkatan jalan Padang By Pass yakni 
jalan arteri khusus menuju pela- 
buhan, sudah dapat persetujuan pula 
dengan dana loan Korea Selatan dan 
APBN sebesar Rp 26 milyar (kini me- 
nunggu redesign dan revisi harga), 
sedangkan untuk rehab/pemeliharan 
beberapa ruas jalan penting dalam 
kota dengan total dana IPJP hampir 
Rp 1 milyar, saat ini bahkan sebagian 
pelaksanaannya sudah berlangsung. 
dengan demikian, dalam waktu 
dekat, investasi Departemen Peker- 
jaan Umum berjumah hampir Rp 230 
milyar bagi pembangunan kota ter- 
bersih 1988 ini. Dan ini belum ter- 
masuk biaya pelebaran jalan Padang 
— Bungus yang nampaknya juga ha- 
rus dikerjakan secara manual (meng- 
gunakan pahat batu) lewat kegiatan 
padat karya, sebagaimana penang- 
gulangan "botle neck" Singgalang 
Kering. Lembah Anai. 


6. Prioritas-prioritas yang 
perlu mendapat perhatian 
dalam Repelita V. 


1) Kebijaksanaan Pembangun- 
an Repelita V. 


Repelita V mempunyai arti stra- 
tegis yang penting dan menentukan 
dalam pembangunan nasional, ka- 
rena Pelita V disamping merupakan 
akhir pembangunan jangka panjang 
dua puluh lima tahun pertama, juga 
merupakan periode untuk meman- 
tapkan persiapan memasuki tahap 
tinggal landas dalam Repelita VI. 
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Tersedianya prasarana yang 
mantap dan andal dengan tingkat 
penyebaran yang merata dan meluas 
diseluruh tanah air akan memung- 
kinkan mendukung dan menunjang 
kegiatan-kegiatan ekonomi terutama 
dalam mendayagunakan secara op- 
timal sumber daya alam, sumber 
daya manusia dan sumber daya 
modal untuk lebih merangsang pem- 
bangunan sektor-sektor strategis 
dalam pembangunan ekonomi seper- 
ti: pertanian (dalam arti kata luas), in- 
dustri, pariwisata, transmigrasi dan 
lain sebagainya. 


Keberhasilan Pelita V terutama 
dalam bidang ekonomi, tergantung 
dari keberhasilan sektor-sektor stra- 
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tegis yang memerlukan dukungan 
prasarana ekonomi yang dapat dian- 
dalkan secara mantap. Oleh karena 
itu kegiatan pembangunan perlu di- 
dukung oleh pengelolaan dan 
pemeliharaan secara mantap. 


Dengan berpedoman pada pemi- 
kiran pembangunan dalam Pelita 
Kelima maka kebijaksanaan pem- 
bangunan bidang Pekerjaan Umum 
diarahkan untuk: 


a) Memantapkan kerangka ting- 
gal landas yang kuat untuk 
tahap pembangunan selan- 
jutnya. 


Di dalam memantapkan kerangka 
tinggal landas dalam Pelita kelima, 
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Jembatan Comal, (Jawa Tengah) ditinjau Menteri Pekerjaan Umum 


akan terus diupayakan peningkatan 
kuantitas dan kualitas prasarana dan 
sarana bidang pekerjaan umum. 
Upaya-upaya yang dilakukan men- 
cakup juga pengembangan sumber 
daya manusia dan peningkatan in- 
stitusi/kelembagaan baik di lingkung- 
an Departemen Pekerjaan Umum 
maupun yang menyangkut di luar 
Departemen Pekerjaan Umum. 


Dilingkungan Departemen Peker- 
jaan Umum meliputi: 


- Peningkatan Kelembagaan; 

- Peningkatan Kemampuan Staff; 

- Peningkatan Pedoman dan Ke- 
tatalaksanaan. 


Diluar Departemen Pekerjaan 
Umum meliputi: 


Meningkatkan peranan Pem- 
da/masyarakat dengan: 


- Mendorong terciptanya mobilisasi 
penyediaan dana pembangunan 
oleh masyarakat. 


Senyum Menteri Pekerjaan Umum Radinal Moochtar bagi generasi penerus pem- 
bangunan di Jambi. 


Menteri Pekerjaan Umum di Lokasi pengambilan air baku untuk air minum Buaran 


- Meningkatkan kemampuan Pem- 
da dalam penanganan desentra- 
lisasi urusan bidang ke-PU-an. 


Meningkatkan peranan mitra 
pembangunan dengan: 


- Memantapkan iklim usaha yang 
semakin sehat. 


- Meningkatkan kemampuan du- 
nia usaha jasa kontruksi Nasional. 


b) Memanfaatkan hasil pemba- 
ngunan prasarana dan sarana 
Pekerjaan Umum. 


Mendorong peningkatan pena- 
nganan operasi dan pemeliharaan 
prasarana dan sarana bidang peker- 
jaan umum yang telah berfungsi 
melalui: 


Di lingkungan Departemen Pe- 
kerjaan Umum meliputi : 
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Peranan Irigasi atas swasembada 
pangan di Timor Timur 


Penyediaan biaya operasi dan 
pemeliharaan yang memadai: 


Mengembangkan secara meluas 
dan intensip serta mendetail, me- 
tode operasi dan pemeliharaan. 


Di luar Departemen Pekerjaan 


Umum ditempuh dengan cara: 


Mendorong kemampuan Peme- 
rintah Daerah dalam penyediaan 
biaya operasi dan pemeliharaan. 


Membantu kemampuan teknis 
Pemda dalam menangani operasi 
dan pemeliharaan prasarana dan 
sarana bidang ke-PU-AN. 


c) Memenuhi tuntutan kebutuh- 
an prasarana untuk menun- 
jang sektor-sektor prioritas. 


Dalam kaitan dengan usaha pe- 
merataan pembangunan dan hasil 
pembangunan prasarana dan sarana 
bidang pekerjaan umum akan diusa- 
hakan perluasan lahan pertanian 
sawah dan perluasan jaringan jalan 
keseluruh pelosok tanah air, serta 
akan ditingkatkan penyediaan air ber- 
sih dan penyehatan lingkungan pe- 
mukiman dalam mendukung kese- 
hatan dan kesejahteraan masyarakat. 


йу Google 


Untuk menunjang pertumbuhan 
ekonomi, akandilakukan pemenuhan 
peningkatan kebutuhan sektor prio- 
ritas dalam arti memberikan du- 
kungan yang maksimal antara lain 
penyediaan prasarana dan sarana 
bidang pekerjaan umum baik kualitas 
maupun kuantitasnya. 


Sektor-sektor pembangunan prio- 
ritas yang perlu ditunjang dengan 
prasarana dan sarana pekerjaan 
umum antara lain : 


1) Pembangunan Pertanian: 


2) Pengembangan industri yang 
mendorong peningkatan ekspor 
non migas, 

3) Penyediaan energi: 

4) Pembangunan perhubungan: 

5) Program transmigrasi: 

6) Perbaikan kesehatan masyarakat: 

7) Perbaikan pemukiman dan ling- 
kungan; 

8) Perluasan kesempatan kerja; 

9) Pengelolaan sumber alam dan 
lingkungan hidup. 

2) Penanganan Masalah Priori- 


tas. 


Strategi Departemen PU dalam 
pelaksanaan pembangunan prasa- 
rana dan sarana ke-PU-an seperti 
jalan, irigasi, dan sarana pemukiman 
dan lingkungan dijiwai oleh usaha pe- 
ningkatan efisiensi dan efektivitas. 


Efisiensi dimaksudkan agar biaya 
pembangunan dapat dibuat seminim 
mungkin dengan hasil yang baik, 
sementara efektivitas dimaksudkan 
agar prasarana yang dibangun dapat 
saling menunjang sesamanya mau- 
pun dengan prasarana lain seperti 
komunikasi, transmigrasi dan industri. 


Dengan demikian keseluruhan 
prasarana dan sarana ke-PU-an ber- 
sama dengan prasarana lainnya dapat 


secara harmonis menunjang pemba- 
ngunan sektor dan daerah/wilayah 
untuk mewujudkan terciptanya per- 
tumbuhan ekonomi dan perkem- 
bangan wilayah yang berwawasan 
Nusantara sesuai dengan makna 
yang tertuang didalam GBHN. 


a) Rayonisasi Pusat-Pusat Pe- 
ngembangan Daerah. 


Rayonisasi disini kita artikan se- 
bagai suatu wilayah atau kawasan 
yang perlu diprioritaskan pengem- 
bangannya dengan tetap menjaga 
agar tercipta keseimbangan dalam 
pertumbuhan dan perkembangannya 
dengan wilayah/kawasan-kawasan 
yang lain berbeda didalam suatu wi- 
layah/kawasan pengembangan. Da- 
lam pelaksanaan pendekatan tersebut 
terlebih dahulu dilakukan perencana- 
an pembangunan wilayah. Pengana- 
lisaannya dilakukan dengan melalui 
kegiatan dengan studi wilayah untuk 
mengetahui potensi wilayah serta 
kemungkinan pengembangannya, 
serta keterkaitannya dengan wilayah 
lainnya. Dalam hal ini konsep 
"Comperative advantage” digu- 
nakan sebagai dasar menyatukan 
proses pertumbuhan/perkembangan 
wilayah nasional agar berada pada 
suatu kesatuan proses ekonomi. Le- 
bih lanjut dengan memperhatikan 
potensi wilayah serta ketersediaan 
prasarana di bidang Pekerjaan Umum 
dan di bidang lainnya serta strategi 
sektor lain (seperti kawasan/industri, 
hutan lindung, pengembangan per- 
tanian), serta dirumuskan juga per- 
wilayahan yang mencakup pusat- 
pusat pengembangan serta wilayah 
layanannya. Pengenalan pusat-pusat 
pertumbuhan ini digunakan sebagai 
dasar bagi penyusunan program 
pembangunan Prasarana ke-PU-an. 


Dalam pendekatan ini diperha- 
tikan pula kondisi sepesifik wilayah 
seperti misalnya wilayah-wilayah IBT. 


Perhatian khusus pada daerah ini 
diberikan pada pembangunan prasa- 
rana-prasarana yang meningkatkan 
"Aksesibilitas" pusat-pusat 
kegiatan produksi untuk meningkat- 
kan daya tariknya. 


b) Arah pengembangan jalur ko- 
munikasi darat dalam men- 
jamin perwujudan Wawasan 
Nusantara. 


Di dalam melakukan pemba- 
ngunan prasarana jalan prioritas dan 
penyebarannya juga didasarkan pada 
pendekatan pembangunan wilayah 
tersebut diatas. Sebagaimana halnya 
jalan raya, dibangun untuk menghu- 
bungkan antara pusat-pusat pertum- 
buhan dan antara pusat pertumbuhan 
dengan daerah layanannya. Hal ini 
dimaksudkan agar pusat-pusat pro- 
duksi pengolahan dan pertanian 
dapat saling terkait baik antara 
wilayah maupun di dalam wilayah. 


Dengan demikian seluruh wilayah 
dapat disatukan dalam satu proses 
ekonomi, yang kemudian akan dapat 
pula mendorong interkasi sosial dan 
budaya karena terjadinya kemudahan 
pergerakan orang dan barang. Se- 
bagaimana diketahui bahwa sampai 
saat ini lintas Sumatera terus 
mengalami peningkatan. Untuk Ka- 
limantan dan Sulawesi secara ber- 
tahap telah dimulai. Khususnya un- 
tuk IBT diberikan perhatian khusus 
dengan upaya-upaya percepatan dan 
perluasan pengmbangan prasarana 
dan sarana, agar dapat segera dise- 
jajarkan dengan Bagian Indonesia 
lainnya. 
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c) Upaya Keterpaduan Sektor 
Pekerjaan Umum - Perhu- 
bungan - Perdagangan dan 
Transmigrasi. 


Sektor pekerjaan umum sangat 
erat kaitannya dengan usaha pening- 
katan kegiatan produksi di bidang in- 
dustri dan pertanian serta usaha pen- 
ingkatan ekspor produksi nasional. 
Dalam kaitan ini pembangunan pra- 
sarana ke-PU-an sejalan dengan pen- 
dekatan keterkaitan wilayah juga 


tetap memperhatikan program Na- 
sional yang mendesak seperti pe- 
ningkatan ekspor dan pemanfaatan 
sumber daya melalui program trans- 
migrasi. Untuk keperluan ini sistim 
perhubungan jalan raya dikaitkan 
dengan sistim perhubngan laut dan 
udara serta program transmigrasi agar 
secara fisik wilayah Indonesia me- 
nyatu. Selain dengan prinsip keter- 
kaitan pemanfaatan prasarana fisik ini 
juga dikaitkan dengan usaha per- 
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dagangan untuk menunjang ekspor 
dari wilayah produksi khususnya 
dalam rangka menghubungkan pe- 
labuhan-pelabuhan ekspor dengan 
kantong-kantong produksi industri 
dan/atau pertanian baik yang di- 
kelola pihak BUMN, Swasta maupun 
dengan usaha transmigrasi didalam 
ketatalaksanaannya, sehingga man- 
faatnya diharapkan dapat menjamin 
keberhasilan Pembangunan Nasional 
berwawasan Nusantara. 
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7. Upaya mendukung pem- с. рі Sub Bagian Cipta Karya antara d. Di Sub Bidang Pengaturan dan 
bangunan jangka panjang lain : Pembinaan antara lain: 


Tahap II. 


1) Kondisi yang ingin dicapai 
dalam Pelita VI. 


Di dalam GBHN 1988 telah di- 
gariskan bahwa Repelita V meru- 
pakan kelanjutan dari Pelita-Pelita 
sebelumnya dan tetap bertumpu pa- 
da Trilogi Pembangunan serta me- 
rupakan tahap pemantapan kerangka 
tinggal landas. Selanjutnya diharap- 
kan pada Repelita VI pembangunan 
akan memasuki tahap tinggal landas. 


Kondisi yang ingin dicapai oleh 
Departemen Pekerjaan Umum dalam 
periode tinggal landas ialah menun- 
jang sektor-sektor strategis secara 
memadai agar sektor-sektor strategis 
tersebut tumbuh dan berkembang 
secara seimbang dalam mencapai 
suatu kondisi yang siap tinggal landas 
pada akhir Pelita VI. 


Di lingkungan Departemen Pe- 
kerjaan Umum gambaran sementara 
tentang kondisi yang diinginkan 
adalah: 


a. Di Sub Bidang Pengairan antara 
lain: 

- Mampu menyediakan air 
baku secara cukup bagi 
keperluan pemukiman, per- 
industrian dan pertanian. 

-  Mengusahakan sekecil mung- 
kin kawasan/daerah poten- 
sial yang menderita banjir dan 
kekeringan. 


b. DiSub Bidang Bina Marga antara 
lain: 

- Jalan Negara dan Jalan Pro- 
pinsi dalam kondisi mantap 
mendekati 10096. 

- Jalan Kabupaten dalam kon- 
disi mantap 40%. 


Penekanan pelaksanaan 
pembangunan berdasarkan 
prinsip desentralisasi dan 
pemulihan biaya serta pe- 
ningkatan partisipasi swasta 
masyarakat. 

Peningkatan pembangunan 
prasarana kota terpadu. 
Peningkatan jangkauan pe- 
menuhan kebutuhan prasara- 
na dan sarana perumahan, 
air bersih dan penyehatan 
lingkungan pemukiman 
diperkotaan dan dipedesaan. 


- Kelembagaan yang mantap, 

- Kemampuan staf yang 
memadai. 

- Ketersediaan berbagai pedo- 
man dan ketatalaksanaan da- 
lam pengelolaan pemba- 
ngunan. 


Di Sub Bidang Penelitan dan 
Pengembangan antara lain: 


- Meningkatkan rekayasa di 
bidang teknik pekerjaan 
umum yang mencakup aspek 
penelitian dan pengembang- 
an terus dikembangkan dan 


Kegiatan-kegiatan non teknis pada pelaksanaan physik di lapangan 
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ditingkatkan seperti antara 
lain di sub bidang Pengairan 
(estuary & coastal engineer- 
ing, swamp area develop- 
ment), di sub bidang Bina 
Marga (soft soil engineering, 
pavement engineering and 
management system, kecela- 
kaan lalulintas dan kese- 
lamatan jalan, serta teknologi 
perkuatan/pemeliharaan 
jembatan lama) di sub bidang 
pemukiman (high rise 
building engineering, rural & 
small town water supply, 
material engineering) dan 
sebagainya. 


Pemantapan program SK 
SNI/SNI 

Pemantapan penanganan 
AMDAL 

Pemantapan penanganan 
akreditasi laboratorium 


Pemantapan Buku Katalog 
PU 


Di Sub Pengawasan antara lain: 


Terciptanya kondisi penga- 
wasan yang lebih mendorong 
terwujudnya kelancaran 
pembangunan aparatur 
negara yang bersih dan 
berwibawa. . 

Aparatur pengawasan yang 
dapat diandalkan. 

Unsur pengawasan yang ber- 
fungsi sebagaimana siklus 


manajemen. 
Kondisi pengawasan korek- 
tif-represif. 


2) Pembangunan Berwawasan 
Lingkungan Hidup. 


1. Sebagaimana diketahui, 


bahwa pola pembangunan 
yang ditempuh oleh negara- 
negara maju cenderung lebih 
mengutamakan pertumbuh- 
material, dengan mengesam- 
pingkan pengaruhnya 
terhadap lingkungan hidup. 
Masalah lingkungan hidup 
timbul akibat interaksi 
manusia dalam ekosistem, 
sebagai wujud dorongan 


Jalan Lintas Seram 


Pulau Seram, merupakan pulau 
terbesar di propinsi Maluku. Untuk 
mengembangkan pulau Seram 
(18.625 km2) yang cukup potensial 
tersebut, kendala utamanya adalah 
tiadanya prasarana perhubungan 
darat yang cukup memadai di pulau 
itu. Sebagai gambaran, di awal tahun 
80-an penduduk di pesisir utara 
Seram apabila hendak ke Ambon 
atau Masohi (ibu kota Kabupaten 
Maluku Tengah di pulau Seram 
bagian selatan) harus melalui laut 
mengelilingi pulau, baik ke arah timur 
maupun barat yang memerlukan 
waktu sekitar 40 jam !. Ini pun sangat 
tergantung kepada musim dan cuaca 
karena alat transportasi laut yang ada 
berupa perahu-perahu kayu. 

Oleh karenanya, untuk mengatasi 
isolasi ini, tahun 1977 dilakukan 


survey untuk pembangunan jalan lin- | 


tas Seram. Baru tiga tahun kemu- 
dian, tahun 1980. pelaksanaan 
konstruksi pembangunan Lintas 
Seram dimulai untuk tahap |. sepan- 
jang 40 Km. antara Masohi - Sale- 
man, dengan nilai kontrak Rp. 640 
juta. Pelaksanaan pekerjaan kons- 
truksi menggunakan pola perenca- 
naan teknis bertahap (stage design) 
yakni perencanaan dan pelaksanaan 
phisik dilaksanakan bersamaan. Pe- 
laksanaan pekerjaan selanjutnya 
dilaksanakan dengan anggaran ta- 
hunan dan dalam jumlah terbatas 


sehingga pada 1989/1990. untuk 


ruas Amahai - Saleman dari target 92 
Km. hanya dapat dicapai 80 persen- 
nya. 


PENGEMBANGAN 
WILAYAH 


SERAM 


merupakan kebutuhan mendesak 
tersebut, maka sejak tahun 1990/ 
1991 ini pola pembangunannya 
dilakukan secara terpadu: dengan 
pendanaan multi years. Untuk itu, 
penanganannya dibagi atas tiga seksi, 
yang menghubungkan Kairatu - Ma- 


PASAHARI 


sohi - Saleman - Wahai, dengan pan- 
jang total 311 Km. Ke tiga seksi 
tersebut ialah Seksi I, ruas Kairatu - 
Simpang Wai Pia, Seksi II, Amahai 
- Saleman dan Seksi III, Saleman - 
Wahai. Dalam kurun waktu 10 tahun 
terakhir, sejak Lintas Seram ditangani 
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tahun 1980, dana yang telah diserap 
bersumber dari APBN, sebesar Rp. 
11,20 milyar. Produk dari pem- 
bangunan selama 10 tahun terakhir, 
dapat digambarkan sebagai berikut : 


Seksi I : 

Kairatu - Simpang Wai Pia, panjang 
119 Km, lebar perkerasan 4,5 m 
bahu jalan 2 x 2 m. Konstruksinya, 
Kairatu - Wai Selan - Liang sepanjang 
83 Km, beraspal 36 Km, selebihnya 
dengan konstruksi kerikil. Ruas Liang 
- Simpang Wai Pia, 36 Km, dengan 
konstruksi kerikil. 

Dalam tahun 1990/1991 ini, pe- 
nanganannya dengan dana APBN 
sebesar Rp. 6,53 milyar, diper- 
gunakan untuk pekerjaan peme- 


liharaan sepanjang 59 Km, dan un- 
tuk pekerjaan peningkatan dengan 
konstruksi lapis penetrasi, sepanjang 
60 Km. 


Seksi II, 

Amahai - Saleman. Panjang jalan 93 
Km, lebar perkerasan 4,5 Km bahu 
jalan 2 x 2 m. Kondisinya, saat ini 13 
Km berupa jalan aspal, 39 Km jalan 
kerikil dan 41 Km masih berupa jalan 
tanah. Dalam tahun 1990/1991, di- 
sediakan dana sebesar Rp. 16, 26 
milyar. Dana tersebut untuk me- 
nangani pekerjaan peningkatan 


dengan konstruksi lapis penetrasi | 


sepanjang 47 Km. dan 46 Km de- 
ngan konstruksi jalan kerikil. 


Seksi III, 

Saleman - Wahi. Panjang 100 Km. 
lebar perkerasan 4.5 m dan bahu 
jalan 2 x 2 m. Kondisi jalan di ruas 
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ini saat ini ialah 11 Km sudah ber- 
aspal, 13,5 Km berupa jalan kerikil, 
dan 72 Km masih berupa hutan. Un- 
tuk tahun 1990/1991, dialokasikan 
dana sebesar Rp. 8,77 milyar. 
Dengan dana ini, ditangani pekerjaan 
pembangunan jalan kerikil sepanjang 
72 Km, lapis penetrasi sepanjang 14 
Km dan pelebaran jalan sepanjang 14 
Km. 

Sejalan dengan program perce- 
patan pembangunan di Indonesia 
Bagian Timur, pananganan jalan Lin- 
tas Seram sepanjang 311 Km itu 
diharapkan akan selesai pada akhir 
Pelita V nanti. 


Irigasi Kairatu 


Selain kegiatan pembangunan lin- 
tas Seram sebagaimana diuraikan di- 
atas, maka dalam rangka pengem- 


bangan Wilayah Pulau Seram sejak 
tahun 1977/1978 di pulau ini dita- 
ngani pula jaringan Irigasi Kairatu un- 
tuk areal seluas 850 ha. 
Penanganan irigasi ini sekaligus 
untuk menunjang program transmi- 
grasi yang dilokasi tesebut telah 
ditempatkan 625 KK transmigran. 


Sampai dengan tahun 1983/ 
1984 pembangunan jaringan irigasi 
ini menghabiskan biaya dari APBN 
sebesar Rp 2.200.000.000, — untuk 
menangani pembangunan bendung 
dan jaringan irigasi beserta bangunan 
airnya. 

Untuk meningkatkan kemam- 
puan dan pelestarian jaringan dengan 
dana pinjaman ADB sebesar Rp 1,2 
milyar. Daerah Irigasi Kairatu tersebut 
mulai tahun 1988/1989 dilakukan 
pekerjaan rehabilitasi, sehingga dapat 
dicapai peningkatan produksi disam- 
ping kesejahteraan masyarakat. 


Bendungan Kairatu dipulau Seram 


GENERAL CONTRACTOR 
Jalan Kaji No. I H - Jakarta Pusat Telepon : 350310 - 359064 Fax 359064 


TH P.T.MEHAR HARTA 


PEMBORONG JALAN, JEMBATAN, PENGAIRAN, BANGUNAN GEDUNG, INDUSTRY 
LAPANGAN UDARA, PELABUHAN, BENDUNGAN DAN PEKERJAAN TANAH DNG. ALAT2 BERAT. 


CABANG JAWA BARAT : Jl. Leuwisari | No. 2 Telp. 612568 BANDUNG 
CABANG JAWA TENGAH : Jl. Cinde Dalam 1-A Telp. 317 635 SEMARANG 


CABANG JAWA TIMUR  : Jalan Simpang Dukuh No. 38-T Telepon : 511614 SURABAYA 


DT. DHARMA MOELJADI 


GENERAL CONTRACTOR 
JL. KEBON JERUK RAYA No. 18 C 
JAKARTA - BARAT 
PHONE : 5485256 - 5482407 Fax : 5492388 


Mengucapkan 
Selamat 45 tahun Departemen Pekerjaan Umum З Desember 1945 — 3 Desember 1990. 


CN ASU R TA'N PUTRA 


Jalan S. Parman No. 192 A Ulak Karang 
PADANG 


Phone : 26027 Bankers : 
Bank Ekspor Impor 
Indonesia Cab. Padang 


CONTRACTOR - JALAN/JEMBATAN - IRIGASI - BANGUNAN GEDUNG 


BADAN PIMPINAN DAERAH 
GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI 
NASIONAL INDONESIA 


TINGKAT I PROVINSI SUMATERA BARAT 
JALAN KHATIB SULAIMAN NO. 69 TELP. 24569 PADANG 


Selamat 45 takun Departemen Pekerjaan Umum 3 Desember 1945 — 3 Desember 1990. 


H. Bachtiar Kahar Dasril Syah 
Ketua Umum Sekretaris Umum 


| av PARIWISATA JATILUHUR 


objek wisata 
dengan keindahan alam 
mempesona 


FASILITAS : 

— Hotel, Bungalow: kaps. 200Tp. Td. 

— Bar, Restoran 

— Ruang Rapat/Pertemuan: kaps. 140 org. 
— Lapangan tenis: Tertutup dan terbuka. 
— Bilyar 

— Kolam Renang. 

— Olah Raga dan Rekreasi Air. 

— Atraksi Gajah. 

— Bumi Perkemahan. 


Hubungi : 

Jatiluhur Purwakarta - Jawa Barat. 

Telp. (0264) 41088 41089 21525 21565 
41125 Pes. 173, 204, 209 


POST - TENSIONING 
GROUND ANCHOR 
HEAVY LIFTING 


JALAN BENDUNGAN HILIR RAYA 


KAV. 36 A BLOK B NO.3 

JAKARTA 10210, 

TROMQLA 
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P.T. SUMBER HARAPAN SARANA 


BANKERS : 


HEAD OFFICE: JL. JAYA 16 ULU No. 99 TROMOL POS No. 07/PG. PHONE : 312220 - 313563 "ape kotak 
FAX : (0711) 312002 TELEX : 27410 SBHP PG IA PALEMBANG 30265 - INDONESIA. PALEMBANG 

JAKARTA OFFICE : JL. CIDENG BARAT No. 28 AA TROMOL POS No. 3808/JKT 
PHONE : 3802828 (3 lines) - 359478 TELEX : 44941 SBHP JK IA s Scie ERR 
FAX (62 - 21) 359329 JAKARTA 10140 - INDONESIA. SARANTA 

JAMBI OFFICE : JL. Dr. SETIA BUDI No. 50 PO. BOX No. 91/JB. PHONE : 23136 - 23803. 
TELEX : 27399 SBHP JB IA JAMBI 36143 - INDONESIA. ут Жаы ындыны 
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P.T. AMEN MULIA 


GENERAL CONTRACTOR 
Office : Jalan Veteran Мо. 429/K, Telp. 313653 - 25768, Fax. 313653, Palembang 
Branches : Jalan P.Jayakarta No. 117 Blok C12A-C14, Telp. 6599676 - 6599680, Jakarta. 
Jalan Dr. Sam. Ratulangi No. 36 Telp. 21836, Pakan Baru. 
Jalan Gajah Mada No. 74, Telp. 23917, Jambi. 


BANK 
BNI 1946 | 
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Tujuh Proyek bernilai Rp. 5 milyar 
lebih di Timor Timur diresmikan 
Menteri Muda Perencanaan Pem- 
bangunan Nasional/Wakil Ketua 
Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (BAPPENAS). Prof. Dr 
Benny Moeliana, tanggal 22 
September 1990. Peresmian 
dipusatkan di Loes. Kecamatan 
Maubara, Kabupaten Liguica, Tim- 
tim. Ketujuh proyek tersebut terdiri 
atas jembatan Loes dengan panjang 
345 meter lebar 7 meter bernilai Rp. 
2,1 miliar, proyek irigasi Maliana | 
dengan kapasitas 2 m3 per detik dan 


PEMBANGUNAN 
DI PROPINSI 


TIMOR TIMUR 


mampu mengairi 1.000 ha bernilai 
Rp. 930 juta lebih, pembangunan 
kantor Dinas PU Tingkat | TIMTIM 
bernilai Rp. 346,5 juta, Kantor Dinas 
PERKEBUNAN TIMTIM bernilai Rp. 


aan EC Z W 


Jembatan Loes, 


" 
+ 4 
7. 


тамы 


178,1 juta. Kantor Dinas Pertanian 
bernilai Rp. 135,2 juta, Kantor 
Walikota Dili bernilai Rp. 193,9 juta 
dan sebuah terminal air di kota 
Dili senilai Rp. 121 juta. 


` di Timor Timur dalam tahap pelaksanaan 
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kebutuhan hidup, baik dalam 
penggunaan teknologi tradi- 
sional maupun teknologi 
tinggi, yang keseluruhannya 
berakibat pada kerusakan 
dan pengrusakan lingkungan 
hidup. 


Dalam upaya untuk lebih 


"meningkatkan pelaksanaan 


pembangunan Nasional yang 
berwawasan lingkungan, ki- 
ranya perlu terus ditingkatkan 
upaya yang konsepsional dan 
berkesinambungan yang da- 
pat menjamin pemikiran dan 
tindakan kearah antara lain: 


- Rumusan kebijaksanaan 
pembangunan yang me- 
mungkinkan terwujudnya 
harmoni yang produktif 
dan menyenangkan an- 
tara manusia dengan 
lingkungannya. 

- Mengarahkan usaha 
pencegahan serta peng- 
abdian kerusakan ling- 
kungan hidup serta men- 
ingkatkan kesejahteraan 
manusia. 

- Meningkatkan saling pe- 
ngertian mengenai pen- 
tingnya keserasian eko- 
logi dan sumber daya 
alam bagi bangsa-bangsa. 

- Menggiatkan kesadaran 
akan pentingnya kualitas 
lingkungan. 


Alasan perlunya upaya ter- 
sebut diatas adalah apabila 
kita amati maka dalam pro- 
ses pembangunan, telah ter- 
jadi perkembangan yang ber- 
tentangan antara air dan 
udara, pengrusakan dan ke- 
rusakan sumber alam dan 
lingkungan. Kondisi tersebut 
secara nyata telah terjadi di 


Negara Asean terutama di 
daerah-daerah perkotaan, 
daerah yang berkembang 
menjadi kota industri per- 
dagangan dan kota-kota pe- 
labuhan. 

Memang diakui bahwa pem- 
bangunan Nasional di negara 
berkembang (termasuk In- 
donesia) diprioritaskan pada 
pembangunan ekonomi me- 
lalui usaha pertumbuhan 
ekonomi. Usaha itu diarah- 
kan untuk dapat mendorong 
perubahan-perubahan dan 
pembaharuan untuk mening- 
katkan produktivitas didalam 
masyarakat. 

Namun perhatian terhadap 
pembangunan ekonomi saja 
tidak memberikan_jaminan 
untuk suatu proses yang stabil 
dan berkelanjutan apabila 
tidak dibarengi upaya peles- 
tarian sumber daya alam dan 
penanganan dampak pem- 
bangunan ekonomi pada 
lingkungannya. Untuk itu 
maka membangun tanpa me- 
rusak lingkungan akan men- 
jadi pendekatan operasional 
pelaksanaan pembangunan 
di bidang Pekerjaan Umum. 


3) Penataan Ruang sebagai sa- 
lah satu pendekatan dalam 
pembangunan. 


a. 


Pola Tata Ruang sebagai sa- 
lah satu pendekatan untuk 
meningkatkan upaya keber- 
samaan, berfungsi menjaga 
dan melestarikan sumber 
daya yang tersedia di masing- 
masing wilayah. 

Penataan Ruang juga harus 
melihat perkembangan kegi- 
atan ekonomi, oleh karena 


itu Penataan Ruang merupa- 
kan unsur yang strategis 
sebagai salah satu landasan 
bagi upaya menyatukan ke- 
bersamaan pembangunan 
bidang pekerjaan umum da- 
lam menunjang dan men- 
dukung keberhasilan sektor- 
sektor lain. 

Pola Tata Ruang daerah satu 
dengan lainnya tidak harus 
sama, oleh karena itu Tata 
Ruang harus bersifat luwes, 
tidak kaku serta dapat me- 
nyesuaikan perkembangan 
yang terjadi. 

Penataan Tata Ruang, harus 
siip menampung tuntutan 
pengembangan daerah, ser- 
ta mampu menterjemahkan 
lebih lanjut makna yang ter- 
tuang dalam GBHN, 
khususnya terhadap Pola 
Dasar Pembangunan Daerah 
yang bertumpu kepada 
potensi, prioritas serta aspirasi 
daerah. 

Selanjutnya dengan hal terse- 
but yang perlu diperhatikan di 
dalam setiap penyusunan 
Pola Tata Ruang adalah 
penekanan upaya pengem- 
bangan daerah antara lain 
dalam rangka: 


(a) Mewujudkan pertumbuh- 

an dan pengembangan 

daerah sesuai dengan 
prioritasnya. 

Pengembangan daerah 

yang terkebelakang dan 

daerah minus. 

(c) Pemanfaatan secara ra- 
sional terhadap sumber 
alam setempat dengan 
memperhatikan kemam- 
puan dan daya dukung 
alam, kelestarian dan 
upaya konservasinya. 


(b 


aa?” 


(d) Terciptanya kerjasama 
yang makin mantap an- 
tar daerah dalam hal 
keseimbangan pertum- 
buhan dan perkembang- 
annya. 

(e) Makin terkoordinasinya 
pembangunan perkota- 
an. 


Dengan pertimbangan-per- 
timbangan tersebut maka 
pendekatan pembangunan 
sarana dan prasarana fisik 
bidang ke-PU-an berdasar- 
Pola Tata Ruang, merupakan 
upaya yang perlu ditempuh 
secara berencana dan ber- 
tahap dalam rangka proses 
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keterpaduan didalam регеп- 
canaan dan sinkronisasi da- 
lam pembiayaan, pelaksa- 
naan dan pemanfaatannya. 


Bendungan Palasari — Bali 


8. Strategi Pembangunan 
Bidang Pekerjaan Umum 
dalam Repelita V 


Strategi penanganan pemba- 
ngunan bidang pekerjaan umum 
yang ditempuh dalam Repelita V 
didasarkan atas kebijaksanaan 
Departemen Pekerjaan Umum yang 
telah diuraikan di atas, serta 
memperhatikan kendala-kendala 
yang diperkirakan masih akan 
dihadapi, antara lain: 


a) Pertumbuhan .penduduk yang 
cukup tinggi. 

b) Keterbatasan sumberdaya alam. 

c) Keterbatasan pembiayaan. 

d) Keterbatasan pengetrapan tekno- 


logi 
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е) Mutu pelaksanaan pembangunan 
yang kurang memadai. 


Strategi yang akan ditempuh oleh 
Departemen Pekerjaan Umum, ada- 
lah: 


1) Strategi Penataan Ruang 


Strategi untuk memberikan keter- 
kaitan spatial yang optimal bagi pem- 
bangunan di bidang pekerjaan umum 
akan dilakukan melalui penataan 
ruang nasional, penataan ruang wi- 
layah dan penataan ruang di kawasan 
dan pusat-pusat pemukiman yang di- 
tetapkan berdasarkan suatu strategi 
nasional pengembangan tata ruang. 
Untuk menyusun strategi pola tata 
ruang tersebut, dilakukan proses pe- 
nyiapan yang secara terus menerus 


dimantapkan melalui upaya sebagai 
berikut: 


a) Penetapan Kawasan Hutan Lin- 
dung yang sedang disiapkan pe- 
ngaturannya dengan suatu Kep- 
pres, yang menetapkan pelbagai 
jenis kawasan lindung, sebagai 
berikut: 

(1) Kawasan Lindung Hutan. 

(2) Kawasan Suaka Alam. 

(3) Kawasan Lindung Pantai. 

(4) Kawasan Cagar Alam. 

(5) Kawasan Lindung Pantai dan 
Perairan Lainnya. 


b) Penetapan sistem pemukiman 
perkotaan serta proyeksi pusat- 
pusat pemukiman, sebagaimana 
telah diletakkan dasarnya dalam 


Pesatnya populasi penduduk merupakan tantangan dalam penyediaan 


sarana dan prasarana ke PU-an. 


с) 


d). 


Strategi Nasional Pengembangan 
Perkotaan yang meliputi: 


(1) Tujuan pembangunan 


perkotaan. 


(2) Pola spasial pengembangan 
sistem perkotaan dalam me- 
ningkatkan integrasi regional 
dan distribusi penduduk. 


(3) Penentuan fungsi dan hirarki 
kota untuk menetapkan ting- 
kat campur-tangan kebijakan 
pembangunan dan investasi. 


(4) Identifikasi daerah-daerah 
perkotaan prioritas. 


Penetapan kawasan-kawasan 
strategis yang menjadi sasaran 
penunjang kegiatan untuk men- 
dukung tercapainya hasil dalam 
pembangunan sektor-sektor stra- 
tegis, yaitu kawasan yang 
memenuhi kriteria: 


(1) Prioritas bagi pembangunan 
sektor-sektor strategis. 


(2) Terdapat intensitas pemba- 
ngunan yang tinggi, dengan 
indikasi minat investasi yang 
cukup besar. 


(3) Terdapat penguasaan dan 
pengembangan lahan dalam 
skala besar. 


(4) Mendapatkan perhatian seca- 
ra nasional atau regional. 


(b) Kawasan yang secara khusus 
mendapat perhatian karena 
kerawanan politis, pertim- 
bangan hankamnas dan lain 
sebagainya. 


Penetapan Strategi Spasial yang 


dikembangkan oleh masing-ma- 
sing prasarana di bidang peker- 
jaan umum, seperti untuk pem- 
bangunan jalan, pengembangan 
sumberdaya air, program pem- 
bangunan prasarana kota ter- 


Dampak dari penambahan penduduk yang tak terkendali ialah 


padu, dan lain-lainnya, tetap 
berlaku dan kini dipadukan de- 
ngan unsur-unsur penetapan 
strategi lainnya seperti telah 
disebutkan di atas. 


e) Penetapan strategi-strategi spasial 


2) 


a) 


yang telah ditentukan oleh ma- 


sing-masing daerah tingkat I Pro- 
pinsi dan daerah tingkat II Kota- 
madya/Kabupaten berdasarkan 
Pola Dasar dan Repelita Daerah, 
harus konsisten dan tidak berten- 
tangan dengan strategi pengem- 
bangan tata ruang nasional. 


Strategi Pembinaan dan Pe- 
ngaturan. 


Dengan semakin meningkatnya 
pelaksanaan pembangunan pra- 
sarana dan sarana bidang peker- 
jaan umum, maka perlu diting- 


tumbuhnya daerah pemukiman kumuh. 


b) 


katkan peranan dan fungsi ad- 
ministrasi pembangunan dalam 
bentuk pengaturan, pembinaan, 
pelaksanaan pembangunan, agar 
lebih mampu melaksanakan tu- 
gas-tugas yang telah ditetapkan, 
baik meningkatkan team work / 
koordinasi antar unit organisasi di 
lingkungan Departemen Peker- 
jaan Umum dan antar Departe- 
men maupun menggerakkan dan 
mengarahkan pencapaian sasar- 
an pembangunan yang telah di- 
tetapkan dalam GBHN dan sa- 
saran Kabinet Pembangunan V. 


Meningkatkan peranan dan 
fungsi administrasi pembangunan 
yang mencakup manajemen staf 
di bidang teknis dan administratif 
yang meliputi kegiatan: perenca- 
naan, organisasi dan personalia, 
administrasi keuangan, adminis- 
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c) 


d) 


trasi peralatan, pembinaan hu- 
kum, jasa konstruksi, administrasi 
umum, pendidikan dan latihan, 
penelitian dan pengembangan, 
data dan statistik, pembinaan 
peralatan dan kegiatan lainnya 
yang bersifat piranti lunak agar 
seimbang dengan meningkatnya 
pelaksanaan pembangunan da- 
lam rangka efisiensi, efektivitas 
dan ekonomis dalam pendayagu- 
naan sumberdaya yang terbatas. 


Pengaturan dan Pembinaan Bi- 
dang Jasa Konstruksi Nasional 
didasarkan atas pendekatan jasa 
konstruksi sebagi sistem, yang ter- 
diri dari beberapa sub sistem, 
yakni: badan usaha, pasar, mo- 
dal dan teknologi/tenaga kerja. 
Melalui pendekatan tersebut 
dapat dikenali berbagai faktor 
yang menjadi kendala (baik yang 
bersifat internal maupun ekster- 
nal) bagi perkembangan jasa 
konstruksi nasional, sehingga 
dapat dirumuskan secara tepat 
program-program pengaturan 
dan pembinaannya. 


Khusus di bidang perluasan 
kesempatan kerja, pelaksanaan 
program akan diarahkan pada 
perluasan kesempatan kerja 
dengan langkah-langkah pena- 
nganan antara lain sebagai 
berikut: | 


(1) Penciptaan proyek-proyek 
dengan .skala kecil di ling- 
kungan Departemen Peker- 
jaan Umum yang mungkin 
dapat dilaksanakan dengan 
cara padat karya. 


(2) Pemanfaatan bahan-bahan 
lokal dan teknologi tepat gu- 
na serta penyesuaian peng- 
gunaan peralatan berdasar- 
kan pertimbangan-pertim- 
bangan sifat, lokasi proyek 
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serta potensi daerah yang a) Melanjutkan program-program 


dapat memperluas dan men- 
ciptakan lapangan kerja. 


(3) Mendorong motivasi ma- 
syarakat untuk berpartisi- 
pasi dalam penyelengga- 


raan pembangunan. 


(4) Pemanfaatan lembaga- 
lembaga pendidikan dan 
latihan Departemen Pe- 
kerjaan Umum baik di 
pusat maupun di daerah 
dalam rangka peningkat- 
an keterampilan dan 


kualifikasi tenaga kerja. 


Melaksanakan penelitian- 
penelitian di bidang pe- 
ningkatan produktivitas 
yang dikaitkan dengan 
aspek-aspek peman- 
faatan teknologi tepat 
guna yang dapat mencip- 
takan perluasan kesem- 
patan kerja. 


(5) 


(6) Program pendidikan, ter- 
masuk pertukaran-pertu- 
karan pengetahuan dan 
pengalaman-pengalaman 
dengan negara-negara 
lain dalam rangka pe- 
ningkatan  kualifikasi 
tenaga kerja, yang dilak- 
sanakan melalui peman- 
faatan proyek-proyek 
yang terkait dengan ban- 
tuan luar negeri di ling- 
kungan Departemen Pe- 
kerjaan Umum. 


3) Strategi Pembangunan Pe- 
ngairan. 


Dilandasi oleh kebijaksanaan De- 
partemen Pekerjaan Umum dalam 
Repelita V maka strategi pem- 
bangunan pengairan dalam Repelita 
V adalah sebagai berikut: 


b) 


c) 


d) 


dalam Pelita IV dengan tujuan 
untuk mencukupi kebutuhan air 
secara nasional, menciptakan 
suasana aman terhadap bahaya 
banjir dan kekeringan serta 
melestarikan fungsi air dan 
sumber air, untuk meningkatkan 
kondisi lingkungan hidup, de- 
ngan azas manfaat, terpadu, 
seimbang, lestari dan bebas 
pencemaran. 


Meningkatkan penanganan ope- 
rasi dan pemeliharaan untuk 
meningkatkan mutu pelayanan 
serta produktivitas jaring- 
an/bangunan pengairan. 
Meneruskan usaha-usaha rehabi- 
litasi serta peningkatan kemam- 
puan jaringan pengairan untuk 
meningkatkan hasil yang telah 
dicapai dalam mendukung swa- 
sembada pangan. 


Memperluas prasarana dan sara- 
na pengairan baru di luar pulau 
Jawa, terutama dengan menye- 
lesaikan proyek-proyek lanjutan 
(on going), agar secara bertahap 
dapat berfungsi penuh, untuk 
mempertahankan swasembada 
pangan/beras dan mengimbangi 
berkurangnya areal sawah di 
Pulau Jawa, termasuk di dalam- 
nya prasarana pengairan untuk 
pertambakan dan perkebunan 
yang menunjang ekspor non 
migas. 


Menggiatkan pengelolaan wila- 
yah sungai, yaitu atas air dan 
sumber-sumber air, baik kuantitas 
maupun kualitas di Daerah Pe- 
ngaliran Sungai (DPS), untuk 
meningkatkan pembangunan pe- 
ngairan dalam: 

- Penyediaan air untuk air ber- 


sih, pertanian, pertambakan, 
industri penggelontoran kota, 


perhubungan (navigasi) dan 
kelistrikan. 


- Pengendalian banjir dan erosi 
untuk pengamanan daerah- 
daerah berpotensi pertanian, 
perkebunan, pertambakan, 
pemukiman, pertambangan, 
industri serta jalur-jalur stra- 
tegis ekonomis. 


e) Meningkatkan efektifitas organi- 


sasi pengelola pengairan serta 
kemampuan manajerial dan ke- 
trampilan personil untuk 
memenuhi kebutuhan pemba- 
ngunan dan pengaturan serta 
pembinaan. 

Memperbesar kewenangan dan 
tanggung jawab daerah dalam 


pengelolaan jaringan pengairan 


Pekerjaan pemeliharaan jalan 


secara bertahap khususnya me- 4) Strategi Pembangunan Jalan 


ningkatkan peranan P3A agar Berpedoman pada kebijaksanaan 
secara bertahap dapat mengelo- Departemen Pekerjaan Umum di 
la daerah irigasi yang lebih kecil bidang pembangunan prasarana dan 
dari 500 hektar i sarana bidang pekerjaan umum, ma- 
Melengkapi peraturan perun- ү. strategi penanganan pembangun- 
dang-undangan, pedoman serta 4, jalan dan jembatan yang akan 


tata-laksana perizinan dan ditempuh selama Pelita V sebagai 
pengaturan atas air dan sumber berikut: 


air. 


Melanjutkan perencanaan pem- 
bangunan pengairan dengan le- 
bih mempertimbangkan keseim- 
bangan air yang efisien, keterpa- 
duan, penyerapan angkatan ker- 
ja, tataguna tanah serta 
penerapan ilmu pengetahuan 
dan teknologi baru yang cocok 
untuk kondisi setempat. 


a) Pemeliharaan jalan dan jemba- 
tan, baik rutin, berkala maupun 
penunjangan, dikembangkan se- 
cara terus menerus, meluas dan 
intensif dengan lebih terarah dan 
mendetail. Pemeliharaan jalan 
dan jembatan ditujukan untuk 
menjaga kondisi jalan agar dari 
waktu ke waktu tetap baik dan 
tidak rusak, dalam rangka mem- 
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b) 


c) 


d) 


perpanjang kemampuan pela- 
yanan jalan/jembatan dimaksud. 


Kondisi jalan perlu dimantapkan 
sesuai dengan tuntutan pertum- 
buhan lalu lintas dengan pena- 
jaman kaidah-kaidah efisiensi un- 
tuk mendapatkan produk jalan 
mantap yang merata ke seluruh 
pelosok tanah air. 


Cara pentahapan dalam peme- 
nuhan standar teknis terbaik dan 
pentahapan dalam mewujudkan 
sasaran fungsional, dilakukan 
dengan menitikberatkan pada 
kekuatan struktural. 

Perbaikan geometri jalan dibatasi 
untuk ruas-ruas jalan dengan lalu 
lintas yang sangat padat, apabila 
hal tersebut benar-benar dapat di- 
pertanggungjawabkan secara tek- 
nis, ekonomis maupun finansial. 


Dalam pelaksanaan pembinaan 
jalan, jalan diprioritaskan penggu- 
naan produk-produk dan sum- 
berdaya dalam negeri, dengan 
tidak mengurangi pemenuhan 
pertanggungjawaban teknis, 
ekonomis maupun finansial yang 
berlaku. 


1) Penggunaan semen untuk 
konstruksi jalan, baik untuk 
pondasi (soil cement) mau- 
pun untuk perkerasan jalan 
(surface rigid pavement) per- 
lu ditingkatkan, tanpa me- 
naikkan harga jalan. 


2) Penggunaan Aspal Buton un- 
tuk konstruksi jalan akan te- 
rus dikembangkan terutama 
untuk ruas-ruas jalan dengan 
kepadatan lalu lintas kurang 
dari 3000 kendaraan perha- 
ri, serta kompetitif dibanding 
aspal lainnya. 

Penggunaan Aspal Buton 
perlu diserasikan dengan 


perkembagan usaha pening- 
katan produksi Aspal Buton 
yang meliputi: 


- Mutu produksi 

- Jumlah produksi 

- Sistem distribusi, serta 

- Teknologi penggunaan- 
nya untuk konstruksi 
jalan. 


e) Pendayagunaan dan peman- 
faatan hasil-hasil pembangunan 
jalan dilakukan dengan cara me- 
masyarakatkan pengertian disi- 
plin pemanfaatan jalan termasuk 
kepada petugas-petugas yang 
bersangkutan, sesuai Undang- 
undang Nomor 13 Tahun 1980, 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahun 1985 tentang Jalan beser- 
ta peraturan pelaksanaannya. 


5) Strategi Pembangunan Peru- 


mahan dan Pemukiman. 


a) Program Perumahan Rakyat. 
(1) Perumahan Sederhana 


Penyediaan perumahan harus 
dapat diselenggarakan dalam lingkup 
pemukiman terpadu yang sesuai de- 
ngan tata ruang, kependudukan dan 
memperhatikan lingkungan hidup. 


Pembangunan Perumahan harus 
disertai dengan penataan dan perba- 
ikan lingkungan sehingga terwujud 
lingkungan yang sehat, tertib, aman 
dan serasi, termasuk pengadaan pra- 
sarananya. 


Perhatian perlu diberikan pada 
masalah pertanahan, serta penangan- 
an pemeliharaan prasarana dan 
sarana yang sudah dibangun. 


Lembaga-lembaga yang terlibat 
dalam perumahan seperti Perumnas, 
BTN, Papan Sejahtera akan diting- 


katkan kemampuan manajemennya 
maupun untuk memobilisasi dana 
dana masyarakat. Secara khusus 
peranan Perumnas dalam pemba- 
ngunan pemukiman skala besar akan 
lebih ditingkatkan. 


Koordinasi dan kerjasama antar 
lembaga dan instansi yang terkait 
akan terus ditingkatkan baik di pusat 
maupun di daerah. 


Kebijaksanaan pembangunan pe- 
rumahan diarahkan untuk men- 
dukung kelancaran proses produksi, 
disamping itu akan diterapkan stan- 
darisasi bahan bangunan agar murah 
dan efisien. 


(2) Rumah Sewa 


Penyediaan rumah sewa pem- 
bangunannya lebih banyak diserah- 
kan kepada prakarsa dan swadaya 
masyarakat. 


Pemerintah akan meneruskan 
usaha perintisan dan memberikan 
kemudahan serta bantuan teknis yang 
diperlukan. 


(3) Perbaikan Kampung dan 
lingkungan Pasar 


Perbaikan kampung diprioritas- 
kan pada daerah atau kawasan yang 
berpenduduk sangat padat, pemu- 
kiman penduduk berkepadatan ren- 
dah dan kondisi lingkungan 
perumahannya sangat buruk, kondisi 
prasarananya sangat kurang dan 
merupakan usulan daerah dan per- 
mintaan masyarakat setempat. 


Dalam perbaikan kampung ma- 
syarakat perlu dilibatkan baik dalam 
tahap perencanaan, pelaksanaan 
maupun pemeliharaannya. Pada 
prinsipnya usaha perbaikan kampung 
dilaksanakan atas prakarsa dan 
swadaya masyarakat. 


Penanganan perbaikan kampung 
akan disesuaikan dengan kebutuhan 
kota dan jenis kampung menurut 
pola penanganan yang tepat. 


Untuk terlaksananya program ini 
pemerintah pusat akan terus mem- 
bantu memberikan dana stimulasi. 


(4) Peremajaan Kota dan Pe- 
ngembangan Pemukiman 
Kota 


Bentuk peremajaan kota perlu 
diperluas tidak hanya mencakup pe- 
remajaan perumahan kawasan-ka- 
wasan yang kumuh untuk fungsi 
perumahan saja, tetapi juga men- 
cakup kegiatan-kegiatan sosial 
ekonomi masyarakat kota menjadi 
lebih teratur sehingga lebih mudah 
dibina dan dikembangkan. 
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Kondisi lingkungan kumuh 


Pembangunan perumahan sederhana terus diwujudkan 


seperti dikota Pontianak ini. 
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Peremajaan kota harus dapat 
menampung kembali penduduk yang 
semula tinggal pada pemukiman ter- 
sebut atau menyediakan kompensasi 
lain sebagai pengganti. 


Penanganan peremajaan kota 
dan pengembangan pemukiman kota 
harus dilakukan atas kerjasama an- 
tara pemerintah, pihak swasta dan 
masyarakat setempat dengan mene- 
rapkan konsep konsolidasi tanah. 


Pembangunan pemukiman baru 
- di wilayah pinggiran harus diusaha- 
kan lebih tertib, terpadu dengan 
memperhatikan kepentingan pen- 
duduk setempat dan dampaknya ke- 
pada lingkungan sekitarnya. 


Dalam pelaksanaannya pihak 
pemerintah sekedar memberikan 
bimbingan, pengarahan teknis dan 
bantuan teknis bagi penyelenggaraan 
kegiatan tersebut di atas serta menyi- 
apkan perangkat perundang-undang- 
an dan peraturan pelaksanaan yang 
jelas. 


(5) Pemugaran Perumahan dan 
Lingkungan Desa 


Program Pemugaran Perumahan 
dan Lingkungan Desa Terpadu 
(P2LDT) yang sudah dirintis akan 
dilanjutkan dan makin disempurna- 
kan penanganannya. 


Prioritas pada desa-desa yang 
kondisi dan lingkungannya sebagian 
besar tidak memenuhi syarat kesehat- 
an, termasuk desa nelayan dan 
perbatasan. 


Pembangunan desa-desa pusat 
pertumbuhan akan dilanjutkan dan 
lebih dikembangkan. 


b). Program Penyediaan Air Ber- 
sih. 


(1) Penyediaan Air Bersih 
Perkotaan. 


Penanganan penyediaan air ber- 
sih akan diprioritaskan secara berurut 
yaitu pengadaan kegiatan operasi dan 
pemeliharaan. usaha pemanfaatan 


Perumahan Desa. wujud dari program perumahan dan lingkungan desa terpadu 


yang telah dirintis mulai Pelita III 
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kapasitas produksi yang sudah ter- 
pasang, pengurangan kebocoran, 
penambahan sambungan rumah dan 
hidran umum, peningkatan kapasitas 
produksi dan perluasan sistem pada 
kota-kota yang benar-benar memer- 
lukan. 


Pihak swasta akan dilibatkan 
dalam pengadaan air bersih dalam 
bentuk penyediaan investasi maupun 
pengelolaannya atas dasar kerjasama 
dengan pihak pemerintah. 


Dalam pengelolaan air bersih 
akan ditingkatkan kemampuan 
PDAM dan BPAM termasuk mem- 
percepat pengalihan BPAM ke 
Pemda. 


Dalam pengadaan sumber air 
baku akan ditingkatkan pengendalian 
pencemaran sungai pada kota-kota 
besar yang digunakan sebagai sumber 
utama. 


(2) Penyediaan Air Bersih Pede- 
saan 


Penyediaan air bersih pedesaan 
pada dasarnya merupakan usaha 
swadaya masyarakat itu sendiri. Ban- 
tuan pemerintah akan berupa bentuk 
fisik, penyuluhan, percontohan dan 
latihan ketrampilan teknis serta pe- 
ngelolaan sarana air bersih yang 
sudah ada. 


Prioritas penanganan adalah un- 
tuk daerah desa yang rawan air, ra- 
wan penyakit menular, pemukiman 
nelayan, transmigrasi, dan desa pusat 
pertumbuhan. 


Bagi desa-desa yang berpendu- 
duk relatif besar ( > 3000 jiwa) dapat 
diterapkan sistem penyediaan air ber- 
sih IKK yang telah disempurnakan 
dan disesuaikan. 
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Instalasi air bersih, untuk daerah yang Rawan air 


Container sampah diperuntukan bagi kota-kota besar dan sedang, yang sangat 
tinggi pertumbuhan dan kepadatan penduduknya. 


c). Program Penyehatan Ling- 
kungan Pemukiman. 


(1) Penanganan Persampahan 


Pengelolaan persampahan dituju- 
kan bagi usaha perbaikan pengelola- 
an dan perluasan pelayanan terutama 
bagi kota-kota besar dan sedang. 


Prioritas penanganan adalah bagi 
daerah yang sangat tinggi pertumbuh- 
an dan kepadatan penduduknya, 
penanganan sistem pengumpulan 
yang sederhana dan ekonomis, jum- 
lah sampah yang dihasilkan memang 
cukup banyak dan tersedianya area 
untuk pembuangan. 


Dalam penanganan persampah- 
an akan lebih banyak diserahkan 
pada pemerintah kota dan sejauh 
mungkin melibatkan swasta dan ma- 
syarakat. Penanganan sampah me- 
miliki potensi pemulihan biaya in- 
vestasi (cost recovery) yang cukup 
baik. 
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Pembentukan dan pengembang- 
an institusi pengelola dan peningkat- 
an kapasitas dari aparat yang mena- 
ngani operasi dan pemeliharaan. 


Kegiatan penyuluhan kepada ma- 
syarakat tentang kebersihan lingkung- 
an akan lebih ditingkatkan. Dalam 
penanganan persampahan akan di- 
coba beberapa proyek percontohan 
untuk penanganan pembuangan 
akhir sampah dengan menggunakan 
metoda sanitary landfiil, kompos, 
pembakaran dan daur ulang. 


Tempat penampungan sampah sementara baik Rumah tangga maupun pasar. 


(2) Penanganan Air Limbah 


(a) Penanganan air limbah se- 


tempat akan diprioritaskan 
bagi masyarakat berpengha- 
silan rendah meliputi pro- 
gram penyuluhan dan penga- 
daan bantuan MCK. 


(b) Penanganan air limbah terse- 


but juga akan dikaitkan 
dengan usaha perbaikan 
sistem pengelolaan pembu- 
angan limbah rumah tangga 
dengan melibatkan pula 
pihak swasta. 


(c) Prioritas penanganan adalah 


bagi daerah yang mempunyai 
angka mortalitas tinggi, pen- 
duduk yang sangat padat de- 
ngan penyediaan air bersih 
yang cukup. 


Tempat pengolahan air kotor berasal dari rumah tangga dan industri rumahan (home industry) 
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(d) Peningkatan kemampuan in- 
stitusi Pemda dalam mena- 
ngani operasi dan pemeliha- 
raan sarana yang telah diba- 
ngun. 


(e) Dalam penanganan air lim- 
bah terpusat akan diprioritas- 
kan pada penanganan per- 
baikan saluran yang sudah 
ada serta usaha pengadaan 


proyek percontohan. 


(3) Penanganan Drainase 


Penanganan penataan bangunan 
akan lebih ditingkatkan terutama 
pada penyempurnaan peraturan, 
pedoman dan standar yang diperlu- 
kan. Disamping itu kegiatan penataan 
bangunan umum, bangunan negara 
dan bangunan lain pada kawasan 
khusus (perdagangan, perkantoran, 
industri, pariwisata dan lain-lainnya) 
akan lebih ditingkatkan. 


Penanganan masalah tertib pem- 
bangunan bangunan pada kawasan 
khusus dan lansekap kota perlu di- 
tingkatkan khususnya pada kota-kota 
besar. 


Penanganan pembangunan ge- 
dung sekolah, rumah sakit dan ba- 
ngunan penting lainnya akan diting- 
katkan atas dasar kerjasama antara 
instansi yang terkait dalam penyedia- 
an bangunan umum, baik dalam 
pembangunan sektor perumahan dan 
pemukiman maupun sektor lainnya. 


Dalam rangka peningkatan pen- 
dapatan pajak bumi dan bangunan 
diperlukan kegiatan bantuan teknis 
kepada aparat Pemda tentang tata 
cara untuk menilai tingkat peman- 
faatan bangunan. 


332 


Pompa air Pluit di Jakarta dibangun guna menanggung genangan air 


(5) Pelaksanaan Program 
(a) Penyiapan Program 


Kriteria pemilihan kota yang men- 
dapat bantuan luar negeri terutama 
bentuk pinjaman dalam rangka pelak- 
sanaan pembangunan prasarana per- 
kotaan adalah sebagai berikut: 


- Kota yang sudah termasuk dalam 
daftar kota yang diidentifikasikan 
akan ditangani dalam Repelita V 
(816 daerah perkotaan). 


- Total penduduk perkotaannya 
lebih besar atau sama dengan 
20.000 jiwa pada tahun 1994. 


-  Presentase pertumbuhan pendu- 
duk rata-rata per tahunnya lebih 
besar dari rata-rata pertumbuhan 
penduduk nasional (2,3595). 


yang selanjutnya dibuang ke laut 


- Kota-kota yang mempunyai po- 
tensi pengembangan strategis dan 
daerah perkotaannya berkem- 
bang dengan cepat. 


- Kota-kota yang telah diprioritas- 
kan pembangunannya oleh Pem- 
da Tingkat | dan Tingkat II. 


- Kota-kota yang mempunyai per- 
timbangan khusus seperti pariwi- 
sata, industri, pengembangan 
daerah yang bersejarah, dan 
pertimbangan sosial politik. 


Bagi kota-kota yang tidak meme- 
nuhi kriteria tersebut, tetapi juga 
memerlukan pembangunan prasara- 
na akan ditangani melalui pendekat- 
an bantuan yang lain baik melalui 
bantuan hibah, bantuan pinjaman lu- 
nak pemerintah pusat maupun pe- 
nunjangan bantuan APBN murni. 


EXPANDED METAL STEEL AND 
ALUMINIUM MESHES 


Bentangan jaringan metal/Expanded Metal. 
Mesin-mesin buatan Jerman Barat 
Bahan baku buatan dalam dan luar negeri. 


Jenis : GRIDMESH, BALUSTRADE MESH, ORNAMESH 
METAL LATH, EXPAMET DAN PARAMESH 


Kegunaan : Penahan adukan semen untuk kolom beton, 
tambahan sambungan pelat beton pencegah retak. 
Kerangka plisteran, penutup mesin, teralis/pagar penutup saluran, 
catwalk, dll. 
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3 Desember 1945 — 3 Desember 1990 


Pa IPT, ISKIPANIDA JUS 2 2L MUSISI 


Kantor : Ji. Hayam Wuruk No.4 RX Pabrik: Kawasan Industri Pulogadung 


Jakarta 10120, Telex : 46660 SENTA IA Jl. Pulo Kambing No.12, Jakarta 13930 
X P M M Telefax : (021) 380-7916 Telp.: 471-3191, 460-1784, 460-1785 


Telp.: 355-082-85, 372-008 


® PT. MACCAFERRI GABIONS 
OF INDONESIA 


Wisma Abadi, Blok B5 - b Lt. III 
Jl. Kyai Caringin 29 - 31 

Jakarta 10160 

Phone : 349710, 356817 

Tix :45716 BKS IA 

Fax : (021) 356817 


Specialists in Retaining Walls, River Erosion Controls, Channel Linings, Sea Defences and Rockfall Protection 
Suppliers to the Government Agencies, Municipal Authorities and Public Works Contractors 


BRONJONG DAN MATRAS (BRONJONG PASANGAN) MACCAFERRI 


Maccaferri bagian dari Grup Industri Maccaferri 
adalah pabrik dan pemasok bronjong kawat, matras 
kawat yang sudah terkenal di seluruh Dunia. Bron- 
jong kawat ditemukan oleh Maccaferri dan pertama 
kali dipakai tahun 1893 untuk memperbaiki tebing 
sungai di Itali. 


Didalam perkembangannya, broonjong (gabion) dan 
matras (reno mattress) dengan bentuk segiempat 
atau empat persegi panjang banyak digunakan 
dalam pekerjaan-pekerjaan sipil baik untuk pekei- 
jaan darurat maupun permanen. 


PT. Maccaferri Gabions Indonesia, didirikan ber- 
dasarkan SPP Presiden No. 104Л/РМА/1989 tanggal 
22 Juni 1989. Perusahaan ini mempunyai pabrik di 
Tangerang Jawa Barat yang memproduksi bron- 
jong dan matras dengan menggunakan mesin-mesin 
yang otomatis dan modern. Produksi perdana akan 
dimulai akhir tahun 1990 yang ditujukan untuk 
penggunaan dalam negeri dan export. 
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Gambar 1. 
Kawat dan mesh dengan 2,5 lilitan kawat. 


Bronjong dan matras Maccaferri dibuat dari kawat 
baja yang berlapis seng, dengan 2,5 lilitan (double 
twist) sehingga mempunyai lubang (mesh) yang 
berbentuk segi enam. Susunan bronjong yang len- 
tur sangat sesuai untuk pekerjaan perbaikan sun- 
gai, pengendalian erosi, perkuatan tebing, saluran 
irigasi, perkuatan tebing sungai dan lain-lain. 
Bronjong yang dibuat dari kawat yang dilapisi seng 
yang tebal dan plastik (PVC) sangat sesuai untuk 
pekerjaan-pekerjaan sipil di laut, muara sungai dan 
perlindungan pantai. 


Bronjong dan matras Maccafferri dibuat dari bahan 
baku berkualitas tinggi untuk memenuhi semua 
Spesifikasi International, termasuk British Stan- 
dard BS 1052 dan BS 443 yang menjamin pro- 
duksinya berkualitas tinggi dan tahan lama. 
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Gambar 2. Unit bronjong 


Gambar 3. Unit Reno Mattress 


Daya tahan dari bronjong dan matras Maccafferri 
dijamin karena menggunakan kawat yang berlapis 
seng tebal. Lapisan zengnya adalah 269 gram/m2 
dibandingkan dengan kawat biasa dengan lapisan 
seng 80 gram/m2 atau kurang. Dengan lapisan 
seng yang tebal ini maka bronjong dan matras 
Maccafferri akan terlindungi dari bahaya karat un- 
tuk waktu yang lama (biasa mencapai 20 tahun atau 
lebih). Penggunaan mesin dalam pembuatannya 
yang dapat membuat lilitan sampai 2,5 kali akan 
melindungi semua sambungan, sehingga mencegah 
terputusnya kawat. 


Keunggulan teknis dari bronjong dan matras Mac- 
cafferri karena adanya dukungan penelitian dan 
percobaan laboratorium yang sangat intensip. 
Produk kami sudah dikenal di seluruh dunia ter- 
masuk Indonesia, digunakan sejak beberapa tahun 
yang lalu oleh instansi-instansi pemerintah, kon- 
traktor asing/nasional dan dikenal sebagai produk 
yang berkualitas tinggi dan tahan uji. 


Gambar 4. Cara merakit bronjong 


Gambar 5. Perkuatan tebing dengan bronjong 


“я (on nggi 
Е "o at E fe PT us 

ME DES. re A "M Ё 

gl PEN av a aT - GM >» 


> 
E 


GAmbar 6. Pekerjaan Tebing Sungai 
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Kualitas yang unggul dari bronjong dan matras 


5 ee 2 
Maccaferri dapat menjamin struktur bangunan yang ><” Pan >Р ср 
ТІ {тоол 


tahan lama sehingga umur bangunan akan lebih -.... 

lama jika dibandingkan dengan bangunan yang 2+. 7 
dibuat dari bahan lain. Harganyapun dapat bersaing 2-2. 
dan mudah dipasang dengan menggunakan tenaga 
manusia, sehingga sangat cocok untuk daerah- 4. 
daerah yang terpencil. Р 


Sifat-sifat utama dari bronjong dan matras Ma- 

ccaferri adalah sebagai berikut : 

-  Sistim pertulangan yang menghubungkan se- 
tiap bagian sangkar bronjong/matras akan 
membentuk struktur yang homogen mono- 
lithic. 

-  Lentur, kemampuan untuk menyesuaikan apa- 
bila ada penurunan dan patahan tanah, se- 
hingga membuat bangunan menjadi kuat. 

- Dapat ditembus air, kemampuan untuk me- 
ngeringkan air dari tanah akan memperbaiki 
struktur tanah disekitarnya dan stabilitas ban- 
gunan. 

- Harga yang bersaing, muda dipasang dan 

cepat berfungsi. 
Membuat bangunan dari bronjong tidak mem- 
butuhkan tenaga khusus dan sangat mudah 
diangkut kedaerah terpencil. Bangunan dari 
bronjong akan cepat berfungsi begitu peker- 
jaan selesai. 

- Alamiah (ecology), penggunaan bronjong dan 
matras dilapangan kelihatannya alamiah kar- 
ena menggunakan batu alam, dan apabila di- 
antara sela-selanya diisi tanah maka akan tum- 
buh-tumbuhan diatasnya sehingga bangunan 
tersebut akan menyatu dengan alam 
disekitarnya. 


Maccaferri menerbitkan beberapa tulisan teknis 

seperti Petunjuk Rancang Bangunan untuk beber- 
apa penggunaan dilapangan seperti : м TA e a -- А 
-  Perkuatan tanah 773 TN 

-  Pekerjaan perbaikan sungai 

-  Perkuatan tebing 

-  Bronjong kawat dan 

-  Perlindungan bangunan-bangunan batu. 
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Sarjana Teknis dari Maccaferri akan membantu 
anda untuk memberikan petunjuk mengenai ran- 
cang bangun bangunan-bangunan yang 
menggunakan bronjong dan matras secara cuma- 
cuma. 


Gambar 8. Bendung bronjong 


Ukuran standar untuk 
bronjong dan reno mattress 


Ukuran Ukuran Diameter Diaprahma 
* P.T. MACCAFERRI GABIONS Bronjong “Mesin Kawat 
OF INDONESIA (m) (cm) (mm) (no) 
2X1X0,5 8X10 7772,0 1 
2X1X1 8X10 2,7/3,0 1 
4X1X0,5 8X10 2,713,0 3 
4X1X1 8X10 2,410.0 3 
Wisma Abadi, Blok B4 — b Lt. Ill 
Jl. Kyai Caringin 29 — 31 Matras 
Jakarta 10160 
Phone : 349710, 356817 4X2X0,2 6X8 2,0/2 2 3 
Tix : 45716 BKS IA 4Х2Х0,3 6Х8 2,0/2,2 3 
Ғах (021) 356817 6Х2Х0,2 6X8 2,0/2,2 9 
6X2X0,3 6X8 2,0/2,2 5 
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Pemerataan pembangunan bidang prasarana jalan di Irian Jaya. 


PERCEPATAN PEMBANGUNAN 


DI IRIAN JAYA 


1. Irian Jaya. propinsi di ujung 
timur ini memiliki potensi besar 
berupa sumberdaya alam dan mine- 
ral yang memerlukan penanganan 
agar potensi tersebut membawa 
manfaat dan kesejahteraan. Propinsi 
dengan sembilan kabupaten ini me- 
miliki luas wilayah 414.800 Km2. 
atau 21.9 persen dari seluruh wila- 
yah Republik Indonesia. Dari luas 
wilayah yang 414.800 Km2 terse- 
but /5 persen diantaranya masih 
berupa hutan tropis dengan potensi 
ekonomi yang cukup tinggi. Sedang- 
kan dataran rendahnya merupakan 
wilayah potensial untuk pengem- 
bangan pertanian. Sementara luas 
perairan pantainya 288.000 Km2 
memiliki potensi besar untuk pe- 
ngembangan sumberdaya laut. Saat 
ini. baru 6.4 persen yang telah di- 


manfaatkan. Padahal, menurut per- 
kiraan, sekitar 17 persen potensi 
sumberdaya laut negeri kita ini 
berada di Irian Jaya. Sumberdaya 
mineral yang terkandung dalam 
perut bumi Irian Jaya, juga belum 
sepenuhnya digali. Baru tembaga 
dan emas di Tembaga Pura serta 
minyak di Sorong yang telah di- 
manfaatkan. Selebihnya, masih be- 
rupa potensi yang tersimpan di- 
perut bumi. 


Percepatan Pembangunan. 


2. Dalam rangka menyeimbang- 
kan tingkat kemajuan agar sejajar 
dengan propinsi lainnya, dalam 
rangka mengejar ketinggalannya, 
maka Pemerintah bertekad memacu 
laju pembangunan di daerah Indo- 


nesia bagian timur termasuk di 
dalamnya lrian Jaya serta daerah- 
daerah lain yang masih tertinggal. 
Dengan upaya pencapaian seperti 
itu, diharapkan pada saatnya nanti 
kita memasuki tahapan tinggal lan- 
das pada Pelita VI, semua wilayah 
sudah memiliki tingkat kemajuan 
yang merata dan secara bersama- 
sama memasuki era tinggal landas 
dengan lebih mantap. 


Apabila dalam Pelita IM (selama 
lima tahun) dana yang dialokasikan 
untuk pembangunan prasana peker- 
jaan umum di Irian Jaya berjumlah 
Rp 119,074 milyar. maka pada ta- 
hun pertama Pelita V saja, sudah 
mendekati angka 40 persen dari 
seluruh biaya lima tahun sebelum- 
nya. Untuk tahun 1989/1990. pem- 
bangunan bidang pekerjaan umum 
dialokasikan dana sebesar Rp 37 
milyar. Sedangkan untuk tahun 
anggaran 1990/1991 ini. jumlahnya 
sebesar Rp 118.9 milyar, berarti 
naik 4 kali lipat dari anggaran tahun 
sebelumnya, atau dalam dua tahun 
Pelita V ini saja. sudah lebih dari 
lima tahun anggaran pada Pelita IV. 


Hasil-hasil pembangunan yang 
ditangani Departemen Pekerjaan 
Umum di Irian Jaya tersebut. telah 
membawa manfaat dan hasilnya se- 
cara langsung telah dinikmati ma- 
syarakat. Bidang Cipta Karya. mi- 
salnya. berupa penanganan perbaik- 
an/ pemugaran perumahan dan ling- 
kungan desa secara terpadu. penye- 
diaan sarana air bersih. penyehatan 
lingkungan pemukiman dan seba- 
gainya yang tersebar di 9 kabupaten 
kecamatan dan desa. Untuk bidang 
Pengairan. sampai dengan tahun 
1990 ini telah ditangani pemba- 
ngunan daerah irigasi Genyem di 
Kabupaten Jayapura dengan luas 
areal fungsional 959 Ha. Di daerah 


Irigasi Koya, Jayapura, untuk areal 
seluas 1.703 Ha. dan Daerah Irigasi 
Wariori di Kabupaten Manokwari, 
untuk areal persawahan seluas 1.003 
Ha. Disamping itu, ditangani pula 
daerah rawa di Kabupatan Manok- 
wari dan Sorong yang meliputi luas 
areal 1.500 Ha. Penanganan jaring- 
an irigasi tersebut. disamping dalam 
rangka peningkatan produksi tanam- 
an pangan, sekaligus juga dalam 
rangka menunjang program transmi- 
grasi. 


Penanganan Jalan 


3. Kebijaksanaan penanganan ja- 
lan di Irian Jaya merupakan priori- 
tas utama dalam percepatan pemba- 
ngunan itu sasaran utamanya ialah : 


a) Pembangunan jalan baru untuk 
membuka isolasi daerah dengan 
maksud mengembangkan per- 
ekonomian daerah pedalaman. 


b) Peningkatan jalan untuk me- 
ningkatkan kemampuan pela- 


yanan ruas-ruas jalan (termasuk 
jembatannya) sehingga meme- 
nuhi tingkat pelayanan yang se- 
suai dengan pertumbuhan arus 
lalulintas serta berada dalam 
keadaan mantap. 


c) Pemeliharaan jalan untuk me- 
melihara/merawat serta mem- 
perbaiki kerusakan-kerusakan 
terhadap seluruh ruas jalan yang 
ada agar tetap dalam kondisi 
mantap. Pemeliharaan ini men- 
cakup penanganan permukaan 
aspal. drainage dan daerah milik 
jalan. 


Sampai dengan tahun 1989/90 
pembangunan di bidang kevinamar- 
gaan yang telah dicapai adalah : 


Panjang jalan menurut status : 


a. Jalan Nasional 536.40 Km. 
b. Jalan Propinsi 1.433.00 Km. 
c. Jalan Lokal 3.140.87 Km. 


„ә 
"ag 
оо 


Panjang jalan menurut kondisi : 


a. Aspal 1.076.42 Km. 


b. Japat (Jalan padat 


tahan cuaca). 1.773.97 Km. 
c. Tanah 5.110.27 Km. 
d. Lain-lain 1.581.50 Km. 


Jembatan (dalam meter) : 


a. Beton 932.80 M. 
b. Baja 3.579.60 M. 
c. Kayu 5.308,30 М. 
d. Lain-lain 9.820.70 M. 


Tersebar dalam 9 kabupaten. 177 
kecamatan dan 928 desa. 


Panjang jalan yang sudah selesai 
dikerjakan pada tahun 1989/1990 
adalah 47 Km. pada tahun anggaran 
1990/ 1991 ini ditangani jalan Japat 
sepanjang 254 Km dengan total 
dana tersedia dalam DIP sebesar 
Rp 41.3 milyar. 


Adapun ruas-ruas jalan yang 
memperoleh prioritas utama untuk 


Pemukiman transmigrasi di Irian Jaya. 


ditangani, dalam Pelita V ini meli- 
puti : 


Waris — Ubrub 


Sasaran Pelita V pada ruas Wa- 
ris — Ubrub adalah menghubungkan 
Kecamatan Ubrub dengan daerah 
perbatasan di sekitarnya dengan 
Ibukota Propinsi Jayapura. Dengan 
dibangunnya sarana jalan pada ruas 
ini maka daerah perbatasan yang 
dapat dicapai dengan jalan darat 
dari Jayapura adalah Arso, Waris, 
Senggi dan Ubrub. 


Wamena — Tengon. 


Dengan tercapainya sasaran Pe- 
lita V pada ruas ini, yaitu menghu- 
bungkan dengan sarana jalan daerah 
pedalaman Wamena dengan Jayapu- 
ra yang diharapkan selesai dalam 
tiga tahun anggaran, maka telah 
ada kabupaten di Propinsi Irian Ja- 
ya yang dapat dihubungkan dengan 


jalan darat. Daerah-daerah yang 
menjadi sasaran untuk dihubungkan 
dengan jalan adalah Wamena, Usili- 
mo, Pass Valley, Daerah Hulu Su- 
ngai Mamberamo, dan Senggi. Se- 
dangkan sampai dengan Pelita IV 
baru Wamena dengan Usilimo yang 
dapat dihubungkan dengan jalan 
darat selainnya harus ditempuh de- 
ngan transportasi udara. 


Taja — Lereh — Tengon 
Sasaran yang ingin dicapai pada 
ruas jalan Taja — Lereh — Tengon 
adalah terbukanya dataran Lereh 
yang mempunyai potensi pengem- 


bangan daerah yang tinggi terutama | 


bagi pertanian. 


Akses Merauke — Muting. 


Sasaran yang ingin dicapai pada 
ruas ini adalah menghubungkan 
Tanah Merah dan sekitarnya dengan 
Merauke melalui sarana jalan. Sela- 
ma ini kedua daerah tersebut hanya 
dapat ditempuh dengan transportasi 
sungai dan udara yang jadwal opera- 
sinya tidak menentu. Disamping 
pembangunan jalan arteri direnca- 
nakan, dibuat pula jalan akses 
penghubung ke lokasi-lokasi trans- 
migrasi dan lokasi-lokasi penting lain- 
nya. Apabila sasaran Pelita V pa- 
da ruas ini tercapai maka daerah- 
daerah yang dapat dihubungkan 
dengan jalan darat adalah Merauke, 
Sota, Bupul, Muting dan Tanah Me- 
rah. 


Tanah Merah — Maropko 


Sasaran utama pada ruas jalan 
ini adalah menghubungkan daerah- 
daerah perbatasan di sekitar Warop- 
ko dan Mindiptana dengan Merau- 
ke, sebagai kelanjutan ruas jalan 
Merauke — Tanah Merah. Waropko 
merupakan desa perbatasan yang 


memerlukan hubungan ke Wilayah 
Indonesia lainnya. Hal ini diperlu- 
kan karena di seberang perbatasan 
banyak desa yang mempunyai hu- 
bungan langsung dengan Waropko. 
Saat ini satu-satunya hubungan ke 
luar dari Waropko dengan jalan da- 
rat adalah dengan menyeberang 
perbatasan. Pada akhir Pelita V di- 
harapkan masyarakat daerah Wa- 
ropko dapat lebih berkembang de- 
ngan adanya kemudahan untuk 
mobilisasi dari Waropko ke Merau- 
ke. Sedang daerah Mindiptana diha- 
rapkan pada tahun keempat Pelita 
V sudah dapat dihubungkan dengan 
jalan darat. 


Nabire — Ilaga 


Sasaran yang ingin dicapai pada 
ruas Nabire — Ilaga adalah menghu- 
bungkan daerah pedalaman Enaro- 
tali dengan ibukota kabupaten Pa- 
niai Nabire. Dengan dibangunnya 
sarana jalan pada ruas ini, selain 
bertujuan mengembangkan daerah 
pedalaman Enarotali diharapkan 


NANG 
ANA 


AA ANN 


dapat diperluas jaringan jalan lain- 
nya untuk tujuan pertambangan, 
kehutanan, pertanian dan lain-lain. 


Klamono — Ayamaru 


Sasaran yang ingin dicapai pada 
ruas jalan ini adalah membuka 
daerah pertanian Ayamaru ke arah 
Sorong, diharapkan dengan terbu- 
kanya daerah Ayamaru dan sekitar- 
nya maka daerah tersebut dapat 
lebih berkembang. 


Untuk memperlancar pelaksana- 
an program pembangunan jalan di 
Propinsi Irian Jaya pada tahun 
1990/1991 telah diberikan bantuan 
peralatan oleh Menteri Pekerjaan 
Umum sebanyak 57 unit terdiri dari 
2 unit stone crusher, 6 unit motor 
grader, 10 unit loader, 26 unit bul- 
dozer, 5 unit excavator, 6 unit 
vibro compactor dan 2 unit tire 
roller. Akhir Juni 1990 lalu alat-alat 
tersebut 100 persen telah tiba di 
Jayapura dan kini dioperasikan un- 
tuk menangani proyek pembangun- 
an jalan Wamena — Senggi. 


Rumah Adat di Irian Jaya 
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Kriteria untuk pemilihan kompo- 
nen program bagi setiap kota seperti 
air bersih, air limbah, drainase, per- 
sampahan, perbaikan kampung, serta 
jumlah komponen untuk setiap kota 
adalah sangat tergantung pada 
kepadatan dan pertumbuhan pendu- 
duknya serta kebutuhan nyata dari 
kekurangan fasilitas prasarana. 


(b) Pembiayaan 


Untuk mengerahkan potensi 
pembiayaan, dalam hal tertentu prin- 
sip pemulihan biaya akan diterapkan 
baik secara langsung maupun tidak 
langsung, tetapi dimungkinkan pe- 
mulihanya secara penuh, atau 
prasarana yang melayani program 
khusus (seperti hidran umum, KIP, 
perumahan dan prasarana pedesa- 
an). 


Dalam rangka memenuhi penye- 
diaan prasarana pemukiman, 
pemerintah pusat antara lain akan 
membiayai secara langsung aspek 
penanganan masalah kemiskinan 
bantuan khusus/subsidi, bantuan 
teknis, pengaturan dan pembinaan, 
penyuluhan, proyek percontohan 
serta kegiatan lain yang menjadi tugas 
pemerintah pusat. 


Untuk pembiayaan operasi dan 
pemeliharaan prasarana yang sudah 
dibangun pada prinsipnya merupa- 
kan wewenang dan tanggung jawab 
pemerintah daerah, namun demikian 
pemerintah pusat masih memberikan 
subsidi untuk operasi dan pemeliha- 
raan program khusus seperti untuk 
penyediaan air bersih yang masih 
dikelola oleh BPAM dan penanganan 
KIP, agar prasarana dan sarana yang 
telah dibangun dapat berfungsi dan 
bermanfaat secara optimal. 
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Sebagian besar pembiayaan pro- 
gram masih tetap diusahakan melalui 
bantuan luar negeri yang harus di- 
lakukan secara optimal untuk pena- 
ngan prasarana pemukiman baik 
melalui DIP Departemen maupun 
pinjaman kepada daerah. 


Untuk proyek-proyek non bantu- 
an luar negeri, baik yang lanjutan 
maupun proyek baru, diprioritaskan 
bagi proyek-proyek yang dapat sege- 
ra bermanfaat bagi masyarakat, se- 
perti misalnya perbaikan kampung 
dan prasarana pasar (KIP, MIIP), pro- 
gram pemugaran perumahan desa 
(P3D), air bersih pedesaan dan sani- 
tasi sederhana. 


Disamping itu juga disediakan 
dana untuk kegiatan lain yang mem- 
bantu usaha penciptaan lapangan 
kerja, peningkatan ekspor non migas, 
pengembangan daerah industri dan 
pariwisata, peningkatan pendapatan 
masyarakat berpenghasilan rendah 
serta pengembangan daerah terbela- 
kang. 


(c). Kelembagaan 


Dalam rangka peningkatan ke- 
mampuan pengelolaan dan penyem- 
purnaan lembaga baik di pusat 
maupun daerah perlu dilengkapi tata 
cara pengaturan mutasi pegawai pu- 
sat dan daerah yang diperlukan un- 
tuk menunjang peningkatan kemam- 
puan dan jumlah tenaga. 


Peningkatan kelembagaan terse- 
but dimaksudkan untuk pemantapan 
pengaturan wewenang dan tanggung 
jawab dalam penyediaan prasarana 
pemukiman, penanganan tata ruang, 
tata bangunan, melalui penataan per- 
tanahan dalm rangka perbaikan pe- 
doman, petunjuk dan standar pe- 
laksanaan dan pengelolaan pem- 
bangunan prasarana pemukiman. 


Disamping itu dilakukan pula usa- 
ha-usaha peningkatan kemampuan 
aparat melalui kegiatan latihan dan 
pendidikan baik dalam rangka tugas 
pembangunan dan pemerintahan, 
khususnya proses melibatkan masya- 
rakat dan meningkatkan peranserta 
swasta dalam pembangunan. 


6) Strategi Penelitian dan Pe- 
ngembangan 


Pada dasarnya, hasil yang diha- 
rapkan dari pembangunan penelitian 
dan pengembangan adalah inovasi, 
dalam arti pengembangan sistem, 
produk dan jasa yang lebih baik. 


Kemajuan bangsa dan negara 
tidak luput dari adanya inovasi-ino- 
vasi yang diperoleh melalui penelitian 
dan pengembangan. Sehubungan 
dengan itu strategi pembangunan 
penelitian dan pengembangan bidang 
pekerjaan umum dalam Repelita V 
disusun berdasarkan ikhwal sebagai 
berikut: 


a) Standarisasi, antara lain: 


(1) Meningkatkan jumlah Standar 
Nasional Indonesia (SNI) bidang 
Pekerjaan Umum dengan adop- 
si dan atau penyesuaian standar- 
standar Internasional dan negara 
lain berdasarkan kondisi Indone- 
sia, melalui konsensus dengan 
unsur masyarakat dan unsur 
pemerintah yang lain yang berke- 
pentingan dengan materi yang 
distandarkan. 


(2 


“ме” 


Memantapkan Sistem Nasional 
Jaringan Akreditasi Laboratorium 
Bidang Pekerjaan Umum dengan 
penilaian dan akreditasi laborato- 
rium-laboratorium, baik milik un- 
sur masyarakat (kontraktor, kon- 
sultan, perguruan tinggi) maupun 
unsur pemerintah (departemen, 


CARA-CARA BARU TUMBUH 
DALAM PEMBIAYAAN 
DI SEKTOR KONSTRUKSI 


PEREKONOMIAN Indonesia me- 
nunjukkan pertumbuhan yang semakin 
baik. Hal ini nampak dari pertumbuhan 
ekonomi selama tahun 1986 lalu se- 
besar 5,795. Pertumbuhan ini masih 
akan semakin mantap dalam beberapa 
tahun ini. Pakar ekonomi Prof. DR. 
Sumitro Djojohadikusumo memperhi- 
tungkan bahwa tahun 1989 ekonomi 
Indonesia tumbuh dengan 6,2% dan 
pada tahun 1990 ini diperhitungkan 
akan tumbuh dengan 6,5% sampai 7%. 
Hal itu tentu akan berdampak positif 
terhadap pembangunan fisik di dalam 
negeri. Sehingga dapat diharapkan per- 
tumbuhan di sektor konstruksi juga 
memperlihatkan kenaikan yang cukup 
tinggi. 


Pada tahun 1988 PDB sektor kon- 
struksi tumbuh dengan 6,58%. Ini те- 
rupakan pertumbuhan tertinggi sejak 
tahun 1985, di mana pertumbuhan 
PDB sektor konstruksi atas dasar harga 
konstan 1983, pada tahun 1987 tercatat 
4,2%, tahun 1986 hanya 2,2% dan 
tahun 1985 sebesar 2,696. Dengan 
demikian tumbuh pula harapan akan 
meningkatkan kebutuhan peralatan 
konstruksi yang sangat erat hubungan- 
nya dengan pertumbuhan industri kon- 
struksi. 


PROYEK2 PEMBANGUNAN : 
Tahun 1990 ini usaha jasa.konstruksi 
akan semakin meningkat. Hal ini nam- 
pak jelas dari peningkatan proyek2 in- 
vestasi swasta maupun rencana Penge- 
luaran Pembangunan Anggaran Penda- 
patan dan Belanja Negara (APBN) 
1990/91 yg mengalami peningkatan 
23,6% dibandingkan tahun anggaran 
sebelumnya (1989/90). 


Terdapat 5 sektor dalam Pengeluar- 
an Pembangunan yang menyerap dana 
sebesar Rp. 10.008,8 miliar atau 61,7 & 
dari seluruh anggaran Pengeluaran 
Pembangunan. Sektor2 ini meliputi 
Sektor Pertanian dan Pengairan: Per- 
hubungan dan Pariwisata: Pemba- 
ngunan Daerah, Desa dan Kota: Pe- 
rumahan Rakyat dan Pemukiman: Per- 
tambangan dan Energi. 


Dari segi penyediaan dana pem- 
bangunan sebesar Rp. 16.225 miliar 
dalam RAPBN 1990/1991, sebesar 
Rp. 7.820,8 milyar berasal dari dana 
rupiah, berarti meningkat tinggi diban- 
dingkan dengan tahun fiskal 1989/1990 
yang sebesar Rp. 3.603,7 miliar. Hal ini 
mencerminkan kemampuan Pemerin- 
tah untuk menyediakan dana sudah se- 
makin kuat. 
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1984/85 


1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
1989/90 
1990/91 


Keadaan itu dipertegas lagi dengan 
menurunnya bantuan proyek yaitu dari 
Rp. 9.526.2 miliar menjadi Rp. 8.404,2 


(Rp Milyard) 


APBN 
2.391.6 
1.693,7 

697,9 
3.041.6 
1.675.5 

3574 

342.4 

444.6 

173.4 

48.3 


SEKTOR/SUB SEKTOR 


Pertanian & Pengairan 

— Pertanian 

— Pengairan 
Perhubungan & Pariwisata: 
— Prasarana Jalan 

— Perhubungan Darat 

— Perhubungan Laut 

— Perhubungan Udara 

— Pers & Telekomunikasi 
— Pariwisata 
Pembangunan Daerah, 
Desa dan Kota 
Perumahan Rakyat 

& Pemukiman 
Pertambangan & Energi 
— Pertambangan 

— Energi 


1.873,2 


729,3 
1.973,1 
213,9 
1.759,2 


Sumber : APBN 1989/1990 — 1990/1991. 


ini mencerminkan pula tekad Pemerin- 
tah untuk mengurangi ketergantungan 
terhadap bantuan luar negeri. 


miliar pada tahun fiskal 1990/1991, hal 


PERTUMBUHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN 1984/1985 — 1990/1991 


19.380.9 
22.824,6 
21.891.3 
26.958,9 
32.989.7 
36.574.9 
42.873.1 


PENGELUARAN PEMBANGUNAN (Rp MMM) 


Dana Bantuan Laju Ke- | & dari to- 
Rupiah Proyek Jumlah | naikan % | tal APBN 
0.5 


9.95],9 
10.873.1 
8.332,0 
9.477.4 
12.250.7 
13:129.9 
16.225.0 


Catatan : 1990/1991 КАРВМ. 


Sumber : 


Nota Keuangan аап КАРВМ№ 1990/1991. 


Usaha Pemerintah untuk men- 
dorong investasi swasta dengan dere- 
gulasi dan debirokratisasi mulai menam- 
pakkan hasilnya dengan munculnya 
minat para investor, baik investor na- 
sional maupun investor asing untuk me- 
nanamkan modalnya dalam pelbagai 
sektor. 


Antara lain yang agak menonjol 
ialah sektor manufakturing, terutama 
manufakturing untuk produk-produk 
yang berorientasi pasaran ekspor. Pe- 


ningkatan investasi di sektor manufak- 
turing ini membutuhkan lahan industri 
yang cukup luas. Dan untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut Pemerintah menge- 
luarkan kebijaksanaan yang tertuang 
dalam Keppres R.I. No. 53/ 1989 pada 
tanggal 27 Oktober 1989 tentang ke- 
sempatan investasi oleh PMDN maupun 
PMA untuk Proyek Industrial] Estate. 


Pelbagai Proyek Industrial Estate yang 
telah disetujui, terlihat dalam tabel se- 
bagai berikut : 


PROYEK PEMBANGUNAN INDUSTRIAL ESTATE YANG TELAH DISETUJUI 1989 


PT Intim Hati 


PT Merdeka Wirastam 


Investasi Luas Areal 
Nama Perusahaan Status Lokasi (Rp miliar) (Hektar) 


PT KIEB Jawa Barat 
PT BIEC Jawa Barat 
PT BFIF Jawa Barat 
PT Langeng Sahabat Jawa Barat 
PT Citra Habitat I. Jawa Barat 
PT Putra Daya Pks Jawa Barat 


Permohonan baru yang masih me- 
nunggu proses izin Pembangunan In- 


Jawa Tengah 
Jawa Timur 


B.K.P.M. 


Sumber : 


dustrial Estate, dalam tabel sebagai 
berikut : 


JUMLAH PERUSAHAAN INDUSTRIAL ESTATE DALAM PROSES PENGAJUAN, 1989 


PT Graha Mitra Santosa 
PT Tugu Indah Abadi 


Jawa Barat 
Jawa Tengah 
Jawa Tengah 
Jawa Timur 


PT Guna Mekar Industri 

PT Maspion Industrial Estate 
PT Indah Industrial Estate Jawa Timur 
PT Altap Prima Industrial Estate Jawa Timur 


JUMLAH | | 2.600 


B.K.P.M. 


Sumber 
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: Medan - Binjai 


Selain itu dalam upaya meningkat- maupun asing dalam usaha patungan 
kan prasarana jalan, Pemerintah melalui mengelola Jalan Tol di Indonesia. 
Keppres R.I. No. 25/1987 telah mem- Adapun proyek-proyek Jalan Tol 
beri es kepada PT Jasa Marga untuk yang akan dibangun di Indonesia nam- 
mengikutsertakan pihak swasta nasional pak seperti dalam tabel sebagai berikut : 


PROYEK-PROYEK JALAN TOL YANG AKAN DIBANGUN DI INDONESIA 


Volume lalu | Panjang Perkiraan biaya Kondisi 
Nama Proyek lintas mobil Jalan Pembangunan Proyek 
per hari (KM) (US$ juta). 


Tangerang - Merak 
Gempol ~ Pasuruan 
Gempol — Malang 
Surabaya — Mojokerto 
Tegal — Batang 
Semarang — Batang 
Cirebon — Tegal 

Solo — Yogyakarta 
Semarang — Bawen 
Cikampek — Cirebon 


Grogol — Pluit 
Cikampek — Padalarang 

Jkt Outer Ringroad 

West Section 

South West Section 

South Section 

South East Section 

East Section 

Jkt Harbour Road 

Surabaya — Gresik 

Semarang Artery — Section C 
Padalarang — Cileunyi 


Sumber : PT Jasa Marga (Diolah) 


Catatan 

FF = Final Engineering Completed. 
PFS = Pre Feasibility Study Completed 
FS : Feasibility Study Completed 

ta. - Tidak ada data. 

C = Construction 


Sumber : PT Jasa Marga (Diolah) 
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Bulldozer & D Shovel 
Wheel Loader 
Motor Grader 
Hydraulic Excavator 


PERKEMBANGAN PRODUKSI ALAT-ALAT KONSTRUKSI DI INDONESIA 


Produksi alat-alat konstruksi di Indo- 
nesia di mulai dengan tahap perakitan 
(assembling), selanjutnya disusul dengan 
sejumlah "deletion program" dan di- 
harapkan pada awal abad XXI kita 
sudah dapat memproduksi sepenuhnya 
(full manufacturing) peralatan konstruksi 
buatan Indonesia. 


MASALAH PERALATAN DALAM 
USAHA JASA KONSTRUKSI 


Dengan perkembangan proyek- 
proyek pembangunan yang demikian 
pesat, maka dituntut pengadaan pera- 
latan konstruksi yang sesuai dengan 
kebutuhan proyek serta dukungan teh- 
nis dan manajemen peralatan yang me- 
madai. 

Dan untuk memenuhi tuntutan ter- 
sebut, timbul beberapa masalah yang 
memerlukan penanganan secara terpa- 
du dari pelbagai pihak : 


1. Masalah Keuangan 
Investasi untuk peralatan konstruksi 
relatif besar nilainya, dalam hal ini 
peranan pihak per-Bank-an dan 
Lembaga Keuangan Bukan Bank 
(LKBB) sangat besar artinya bagi 
Pihak Kontraktor. Demikian pula 
peranan usaha penyewaan (Rental 
Company) alat-alat konstruksi, akan 
sangat membantu terutama bagi pe- 
laksanaan proyek-proyek jangka 
pendek, dimana investasi peralatan 
tidaklah memadai. 


1986 | 1987 | 1988 | 1989 


202 150 283 492 . 475 424 


16 ба 103 154 161 
72 54 100 
150 196 128 109 336 613 


Sumber : HINABI 


2. Masalah Kesinambungan Proyek. 
Masih dalam kaitannya dengan nilai 
investasi peralatan konstruksi yang 
relatif besar, diharapkan adanya 
jaminan kesinambungan proyek/ 
pekerjaan sehingga investasi yang 
telah dikeluarkan menjadi effisien, 
terutama untuk proyek-proyek yang 
sifatnya jangka panjang. 


3. Masalah Manajemen Peralatan. 


Kurangnya pengetahuan dan ke- 
mampuan dalam manajemen pera- 
latan, merupakan masalah tersendiri 
bagi Pihak Kontraktor. 

Dalam hal ini peranan Agen Tung- 
gal (Distributor) didalam memberi- 
kan dukungan, baik berupa penye- 
diaan perangkat keras seperti suku 
cadang, bengkel dan perlengkapan- 
nya, dll. maupun berupa perangkat 
lunak seperti : Konsultasi Tehnis, 
Program pendidikan dan pelatihan 
bagi operator, dll, merupakan kewa- 
jiban yang mutlak harus dilakukan. 
Dengan demikian akan membantu 
Pihak kontraktor mencegah terjadi- 
nya keterlambatan penyelesaian 
project (time over run) maupun pen- 
ingkatan biaya operasi berlebihan 
(cost over run). 


4. Masalah Pengangkutan. 
Khusus dalam upaya peningkatan 
pembangunan di Indonesia bagian 
Timur, pengangkutan peralatan 


konstruksi ke daerah-daerah di Indo- 
nesia Timur merupakan masalah 
tersendiri. Selain oleh langkanya 
kapal-kapal pengangkut, juga oleh 
keterbatasan sarana-sarana pela- 
buhan yang sangat diperlukan un- 
tuk pembongkaran muatan peralat- 
an konstruksi. 


KESIMPULAN: 


Usaha Jasa Konstruksi menghadapi 
masa yang cerah, baik dilihat dari ke- 
naikan Pengeluaran Pembangunan da- 
lam APBN, maupun dari peningkatan 
investasi swasta nasional dan asing oleh 
kebijaksanaan derequlasi serta debirok- 
rasi peraturan Pemerintah. 

Hal ini mendorong kebutuhan akan 
peralatan konstruksi, dimana diperlukan 
investasi yang relatif besar dalam penga- 
daannya. Dan untuk memecahkan ber- 
bagai masalah peralatan konstruksi yang 
berkaitan dengan usaha jasa konstruksi, 
diperlukan penanganan terpadu dari 
berbagai pihak. 


PERANAN PERBANKAN DALAM 
JASA KONSTRUKSI : 

Bisnis industri konstruksi bukan hal yang 
tabu bagi perbankan malah sebaliknya 
merupakan bisnis yang penuh harapan 
dan merupakan salah satu industri yang 
langgeng dan terus akan maju. Kerja- 
sama bank dengan kontraktor profe- 
sional dapat saling menguntungkan dan 
dapat mempercepat laju pertumbuhan 
bagi kedua industri perbankan dan in- 
dustri jasa konstruksi. 

Dalam bidang jasa konstruksi telah 
terjadi perubahan-perubahan dalam 
sistim pembiayaannya. Dulu setelah 
penandatanganan kontrak, si pembo- 
rong menerima uang muka dan proyek 
mulai dikerjakan. Kemudian pemba- 
yaran dilakukan kalau pemborong su- 
dah menunjukkan prestasi/performan- 
cenya, setelah itu berkembang dengan 


syarat yang lebih berat bagi kontraktor2 
yakni : proyek dikerjakan sampai se- 
lesai, baru kemudian dibayar. 

Namun pada tahun delapan puluh- 
an jenis pembiayaan konstruksi yang 
sangat populer adalah dengan cara 
"Turn Key Project”, yang menurut ana- 
lisa beberapa pengamat dianggap lebih 
efektif dan tidak merepotkan owner 
karena sudah melibatkan pihak kon- 
traktor pada tahap awal dengan mem- 
perhitungkan berbagai alternatif yang 
perlu. 

Akhir-akhir ini sering terdengar isti- 
lah B.O.T. (Build Operate and Trans- 
fer), dimana owner tidak lagi disibukkan 
oleh siapa yang membangun proyek 
dan siapa yang membiayai proyek itu. 
Tetapi owner menyerahkan proyek 
yang bersangkutan kepada pihak lain 
selama suatu jangka waktu tertentu un- 
tuk dibangun dan dioperasikan dan 
kemudian diterima kembali (transfer) 
kepada pemilik yang sebenarnya. 

Dengan demikian suatu investasi/ 
pembiayaan proyek semakin sulit untuk 
diupayakan sendiri oleh kontraktor. 
Namun perlu adanya kerjasama dengan 
lembaga keuangan khususnya perban- 
kan untuk membiayai suatu proyek 
mulai dari studi kelayakan, design dan 
engineering, pelaksanaan, manajemen 


proyek, sampai kepada pemasaran pro- 
yek tersebut. 


Dari sini bank selaku kreditur, mem- 
peroleh nasabah sama halnya dengan 
kontraktor memenangkan tender. Bagi 
bank saat ini yang riskan bukan bisnis 
konstruksinya, tetapi mendapatkan kon- 
traktor yang manajemennya profesional, 
committed dengan usaha yang tidak 
bersifat hit and run, serta bekerja dengan 
perencanaan dan pengawasan yang 
tepat. Fasilitas perbankan yang populer 
bagi industri konstruksi adalah sebagai 
berikut : 
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— fasilitas generasi bank, baik dalam 
kaitan dengan tender bond, advance 
payment bond, performance bond 
dan lain-lain. 


— fasilitas kredit, termasuk kredit mo- 
dal kerja, kredit investasi, KPR, 
KPM, dil. 


— fasilitas impor, termasuk fasilitas LC, 
TR, dil. : 


— maupun fasilitas2 lainnya dari ma- 
salah perbankan. 


Bagi perbankan persyaratan2 yang 
diharapkan sering tidak terpenuhi 
karena berbagai alasan, terutama karena 
adanya beberapa perbedaan persepsi 
yang menjadi kendala. Oleh karena itu 
perlu diketahui faktor2 yang perlu bagi 
bank dalam menilai suatu permohonan 
fasilitas yang disingkat dengan 5C, yakni 


1. Character: 2. Capacity: 3. Capital: 
4. Condition; 5. Collateral, agar ker- 
jasama antara Bank dan Kontraktor 
dapat terlaksana dan berjalan lancar. 

Bagi bank saat ini pengaruh colla- All kinds of nations, all kinds of needs brought together by 
teral tidak lagi utama, melainkan hanya 
sebagai pelengkap dalam memenuhi <> C ITOH & CO ITD 
ketentuan yang berlaku. Keempat faktor : у : 
sebelumnya (no. 1—4) lebih penting 
dan lebih menjadi pertimbangan bagi 


OS TOKYO HEAD OFFICE: REPRESENTATIVE OFFICE: 
bank. Oleh karena itu profesionalisme 5-1, Kita - Aoyama 2 - Chome, Skyline Building 10th Floor 


kontraktor sangat menentukan, apakah Minato - Ku, Tokyo, 107 Japan Jalan M.H. Thamrin 9, Jakarta 
permohonan fasilitasnya dapat dikabul- 
kan atau tidak oleh bank. 


Sumber : Business News 5011/28-9-1990 | | | 2 = = 


(3) 


(4 


wee 


b) 


lembaga non departemen, peme- 
rintah daerah, perguruan tinggi). 


Memantapkan Sistem Jaringan 
Nasional Laboratorium Penguji 
Bidang Pekerjaan Umum, agar 
setiap laboratorium penguji me- 
ngetahui kelebihan dan kelemah- 
an masing-masing, dapat mela- 
kukan uji mutu yang benar dan 
sah. 


Memantapkan Sistem Nasional 
Kalibrasi Bidang Pekerjaan 
Umum, agar masyarakat pema- 
kai lebih terlindungi dan mutu 
lebih terjamin. 


Peneliti dan Pengembangan 
Teknologi, antara lain : 


(1) Penelitian dan pengembangan 


tata ruang sebagai landasan bagi 
penyusunan rencana tata ruang 
sesuai dengan peruntukannya. 


(2) Penelitian dan pengembangan 


(3) 


bahan, komponen dan elemen 
bangunan untuk bangunan pe- 
ngairan, bangunan jalan dan jem- 
batan, perumahan dan bangunan 
gedung. 


Penelitian dan pengembangan 
sistem antara lain untuk penge- 
lolaan air bersih, pengolahan air 
kotor/limbah, pengelolaan prasa- 
rana dan sarana, pembinaan 
transportasi cepat dan massal di 
perkotaan, optimasi pemanfaatan 
sumberdaya air, pembinaan jasa 


Daerah aliran sungai perlu dipelihara agar sumber air dapat lestari 
baik jumlah maupun mutu — 


c) 


d) 


konstruksi nasional, pembiayaan 
dan manajemen. 


Penunjang ilmiah kepada pi- 
hak-pihak yang memerlukannya, 
terutama kepada unsur-unsur di 
lingkungan Departemen Peker- 
jaan Umum, berupa antara lain: 
arbitrasi dan appraisal, penyeli- 
dikan dan advis teknis, serta 
pengujian mutu. 


Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan, antara lain : 


(1) Memantapkan kriteria tentang 


dampak penting yang negatif. 


(2) Memantapkan pedoman umum 


dan pedoman teknis tentang pe- 
nyajian informasi lingkungan 
(PIL), penyajian evaluasi ling- 
kungan (PEL), rencana pengelo- 
laan lingkungan (RKL), dan ren- 
cana pemantauan lingkungan 
(RPL). 


(3) Pengamanan realisasi Aspek- 


e) 


f) 


aspek Pembangunan Berkelan- 
jutan (sustainable development) 
secara konsisten pada Repelita V 
sebelum periode tinggal landas. 


Penyebarluasan hasil-hasil, 
antara lain melalui pertemuan il- 
miah, pembinaan dan bimbingan 
teknologi, publikasi serta pembi- 
naan dan pengawasan lingkung- 
an hidup. 


Appraisal bahan bangunan 
dan peralatan, antara lain : 

Pemantapan tata cara pengkajian 
yang berkaitan dengan perkem- 
bangan teknologi : 
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— bahan/komponen/elemen 
(BKE) bangunan 

— peralatan 

— pengerjaan bangunan 


9) Katalog PU 

Pengaturan dalam peningkatan 
efisiensi dan produktivitas kerja 
dengan kemudahan dalam me- 
milih/menentukan/memanfaat- 
kan bahan dan atau peralatan 
yang telah dikaji keandalan dan 
kesesuaiannya. 


7) Strategi Pengawasan 


Dengan semakin meningkatnya 
pelaksanaan pembangunan prasara- 
na dan sarana bidang pekerjaan 
umum lebih-lebih dengan dicanang- 
kannya peningkatan disiplin nasional 
sesuai krida kedua Kabinet Pemba- 
ngunan V, maka dalam Repelita V 
akan dilakukan langkah-langkah 
guna membudayakan pengawasan 
melekat dan pemantapan pengawas- 
an fungsional intern, berikut ini : 


a) Mengaktifkan fungsi pengawasan 
melekat di semua tingkat pimpinan 
unit, dengan mewajibkan pelaksana- 
an pengawasan atasan langsung. 


b) Meningkatkan pemantauan (mo- 
nitoring) terhadap program dan 
pelaksanaan pengawasan atasan 
langsung, sesuai dengan pedoman 
yang berlaku yaitu instruksi Menteri 
Nomor 16/1983 tentang Pedoman 
Pengawasan setempat proyek-proyek 
di lingkungan Departemen Pekerjaan 
Umum. 


c) Untuk memantapkan pengawas- 
an fungsional intern, perlu dilanjutkan 
pengembangan sistem pengawasan 
dengan mengembangkan dan mene- 
rapkan pemeriksaan administratif, 
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operasional, performance (kinerja) 
dan pemeriksaan program oleh apa- 
rat pengawasan fungsional. 


d) Melaksanakan peningkatan ke- 
mampuan tenaga aparat pengawasan 
dengan mengadakan penataran 
pengawasan melekat, serta pen- 
didikan dan latihan berbagai jenis 
audit. 


8) Strategi Koordinasi dan 
Kewenangan Penanganan. 


Koordinasi dan kewenangan pe- 
nanganan pembangunan bidang Pe- 
kerjaan Umum yang ditempuh Repe- 
lita V berdasarkan uraian di atas perlu 
dikaitkan dengan pelaksanaan asas 
desentralisasi, di mana urusan terten- 
tu pemerintahan dari pemerintah 
pusat diserahkan kepada daerah un- 
tuk menjadi urusan pemerintah dae- 
rah yang bersangkutan. Urusan-urus- 
an yang diserahkan tersebut me- 
nyangkut penentuan kebijaksanaan, 
perencanaan, pelaksanaan (konstruk- 
si) maupun segi-segi pembiayaan ser- 
ta perangkat pelaksanaannya. 


Tugas-tugas koordinasi dan pena- 
nganan hal-hal pembinaan dan pe- 
ngawasan teknis, dengan Dinas- 
Dinas Daerah sebagai pihak yang 
menerima pembinaan dan pengawas- 
an tersebut, akan menjadi titik berat 
penanganan pembangunan sekaligus 
merupakan tugas pokok yang dilaku- 
kan oleh Departemen Pekerjaan 
Umum selama Repelita V ini. 


a) Pembinaan Teknis 


Pembinaan teknis dalam penanganan 
pembangunan yang dilaksanakan 
oleh Departemen Pekerjaan Umum 
berupa upaya untuk meningkatkan 
kemampuan Daerah melalui: 


(1) Pengikut sertaan Dinas Daerah 
yang bersangkutan dalam pelaksa- 
naan proyek-proyek pembangunan. 


(2) Pemberian bantuan fasilitas pe- 
ralatan pendidikan dan latihan serta 
tenaga ahli. 


(3) Pemberian bimbingan teknis 
berupa pedoman, standar dan tata 
cara teknis lainnya. 


b) Pengawasan Teknis 


Pengawasan teknis dalam hal ini me- 
rupakan upaya yang meliputi penga- 
wasan atas pekerjaan-pekerjaan pe- 
rencanaan, pelaksanaan (konstruksi) 
dan pemeliharaan agar pekerjaan- 
pekerjaan tersebut memenuhi syarat- 
syarat teknis yang ditetapkan oleh 
Departemen Pekerjaan Umum se- 
hingga sesuai dengan arah pem- 
bangunan nasional. 


c) Kewenangan Penanganan 


Sehubungan dengan PP Nomor 14 
tahun 1987 tentang penyerahan se- 
bagian urusan pemerintahan di 
Bidang Pekerjaan Umum ke daerah, 
maka penanganan Bidang Pekerjaan 
Umum dalam Repelita V akan diatur 
penanganannya sesuai dengan kewe- 
nangan dan tanggung jawab masing- 
masing bidang sebagai berikut: 


(1) Bidang Pengairan 


(a) Pembangunan Irigasi akan dita- 
ngani melalui tugas dekonsentrasi 
dan desentralisasi, pembangunan 
sungai dan rawa ditangani melalui 
tugas dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan. 


(b 


— 


Dalam rangka meningkatkan pe- 
nanganan operasi dan pemeliha- 
raan sistem irigasi yang telah ada, 
kemampuan kelembagaan yang 
ada perlu ditingkatkan. Dalam 
hubungan ini khususnya pembi- 
naan lembaga para petani yang 


ada yakni perkumpulan petani 
pemakai air (P3A) akan makin di- 
tingkatkan. Secara bertahap 
daerah-daerah irigasi yang lebih 
kecil dari 500 Ha akan diserah- 
kan pengelolaannya kepada 
P3A. Bagi daerah irigasi dan 
reklamasi rawa yang jaringan 
utamanya masih dikelola peme- 
rintah secara bertahap akan 
dipungut iuran pelayanan jasa air 
untuk membiayai operasi peme- 
liharaannya. Penanganan operasi 
dan pemeliharaan dapat pula di- 
laksanakan melalui pembangun- 
an badan pengelolaan terpadu un- 
с tuk wilayah sungai yang luas dan 
“dimanfaatkan untuk kepentingan 
berbagai faktor. 


(2) Bidang Bina Marga 


(a) Pembinaan bidang jalan berda- 
sarkan UU Nomor 13, 1980 dan 
PP Nomor 26 tahun 1985 
mengenai jalan yang sudah 
sesuai dengan UU Nomor 5 
tahun 1974 mengenai desentra- 
lisasi: 


- Pembinaan jalan Nasional 
sepenuhnya menjadi tang- 
gung jawab Pemerintah Pu- 
sat. | 


- Pembinaan jalan Propinsi 
menjadi tanggung jawab Pe- 
merintah Daerah Tingkat I. 


- Pembinaan jalan Kabupaten 
menjadi tanggun jawab Pe- 
merintah Daerah: Tingkat 
II/Kabupaten. 


- Pembinaan jalan Kotamadya 
sepenuhnya menjadi tang- 
gung jawab Daerah Tingkat 
П/ Kotamadya. 


(b 


м” 


Struktur penanganan dalam Re- 
pelita V telah mendekati prinsip- 


prinsip UU Nomor 5 tahun 1974 
tentang otonomi Pemerintah di 
Daerah. 


Jalan Nasional 


Perencanaan teknis, pelaksa- 
naan fisik dan pengawasan 
teknik jalan Nasional (APBN) 
diselenggarakan atas dasar 
dekonsentrasi oleh Aparatur 

. Kanwil Departemen Pekerja- 
an Umum. Pada Kanwil-Kan- 
wil tersebut perlu dibentuk 
Unit-Unit Pelaksana Teknis 
(UPT). 


Pengaturan demikian, baik 
untuk peningkatan jalan dan 
penggantian jembatan mau- 
pun pemeliharaan jalan. Da- 
lam hal tertentu untuk efisien- 
si, diselenggarakan tugas 
pembantuan. 


Jalan Propinsi 


Perencanaan teknis, pelaksa- 
naan fisik dan pengawasan 
untuk peningkatan jalan Pro- 
pinsi dan Penggantian Jem- 
batan Propinsi (Dana (IPJK) 
diselenggarakan atas dasar 
Pekerjaan Umum Propinsi 
Cg. Proyek-proyeknya. 


Pemeliharaan/Rehabilitasi ja- 
lan Propinsi (Dana APBD I) 
diselenggarakan atas dasar 
desentralisasi oleh Aparatur 
Dinas PU Propinsi Cg. Ca- 
bang Dinas PU Propinsi. 


— Jalan Kabupaten/Kota - 
ma dya. 


Diselenggarakan atas dasar yang 
sama dengan jalan Propinsi. 


(c) Departemen Pekerjaan Umum 
Ca. Direktorat Jenderal Bina 
Marga menyelenggarakan pem- 
binaan dan pengaturan untuk 


pelaksanaan baik jalan nasional 
dan jalan propinsi maupun kabu- 
paten. Khusus untuk jalan pro- 
pinsi dan jalan kabupaten, pem- 
binaan dan pengaturannya terko- 
ordinir dengan Departemen Da- 
lam Negeri Cq. Direktorat Jende- 
ral Bangda, Bappenas Cq. Depu- 
ty Regional dan Daerah, Depar- 
temen Keuangan Cq. Direktorat 
Jenderal Anggaran. Pembinaan 
dan pengaturan antara lain men- 
cakup pembuatan petunjuk, 
pedoman dan standar (dalam 
bidang pemrograman, perenca- 
naan, pelaksanaan, pengawasan, 
peralatan dan sebagainya). 


Pengaturan di atas menjadikan 

“ jalan nasional, jalan propinsi, dan 
jalan kabupaten/kotamadya da- 
pat dilaksanakan dengan standar 
mutu yang sama dan setiap pro- 
gram sudah dialokasikan dana 
masing-masing. 


(3) Bidang Cipta Karya 


Pada prinsipnya sebagian besar 
kegiatan pembangunan, operasi dan 
pemeliharaan atau penanganan bi- 
dang Cipta Karya sudah menjadi 
wewenang dan tanggung jawab Pem- 
da Tingkat II dengan bimbingan dan 
bantuan dari Pemda Tingkat | dan 
Pemerintah Pusat. Namun demikian 
mengingat banyaknya kegiatan yang 
belum ditangani oleh Pemerintah 
Daerah, maka Pemerintah Pusat 
masih memberikan bantuan teknis, 
stimulan yang diperlukan oleh 
daerah. 


Di tingkat Pusat akan dilakukan 
kegiatan sebagai berikut: 


- Pembinaan, Pengaturan dan Pe- 
ngawasan Teknik. 
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DIRGAHAYU 
45 
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 


PT. BANGUN TJIPTA SARANA 


Jl. Jend. Gatot Subroto No. 54 Jakarta 10260 
Phone : 5484907 (16 saluran), Fax. : 549 5221 
Telex : 46969 SARANA IA 


PT BANGUN CIPTA KONTRAKTOR 
kontraktor pelabuhan, Irigasi, 
dam dan bendungan 


PT. ARJUNA PLAZA den» 


persewaan perkantoran 


AN 
PT. BANGUN TIRTA SARANA 4 JAD PT. BANGUN TJIPTA PRATAMA 
rumah mewah dan kolam renang `7 real estate dan developer 


PT. CIPTA PARAMULA SEJATI 
Jakarta design centre 


PT. FLORA TJIPTA SARANA 
pertamanan dan rumah mewah 


PT. HARMONI CIPTA 


konsultan arsitektur 


e PT. LAHAN CIPTA SARANA 
52 kontraktor pembukaan lahan 


PT. REKA DAYA SARANA 
Industri, pabrikator 
dan pekerjaan mekanlkal 


PT. TUGU VANILLA JAYA 
perkebunan 


PT. SARANA PRATAMA REALINDO 
real estate & developer 


PT. MARGA SARANA RAYA PT. PANCURAN AIRMAS LUMINTU 
kontraktor Jalan dan Jembatan perikanan 
О 
РТ. TRICONSDAYA СІРТАТАМА f 
kontraktor gedung & bangunan EP d 
PT. YUDHA CIPTASARANA 
hotel 


For 


rging Leadership, 
Bui 


ding Partnerships. 


We started with Electric Resistance Welded Steel Pipe in 1960. 
We pioneered and led steel pipe manufacturing in Indonesia. 


In the mid seventies, we developed the 
capability to produce various casting 
products such as pipe fittings, automotive 
parts, diesel parts and electrical accessories. 


ee fn 


Our next step was manufacturing corrugated steel sheets, in 
a joint venture with ARMCO of USA, applicable for culverts, 

| underpasses, guardrails, bridge decks, 
sheet piles, storage bins and containers. 


The acquisition of James Hardie Indonesia in 1986, has made 
us one of the leading manufacturers of fibre-cement building 
products & pipes in the country. 


A joint venture with Transfield of 
Australia enabled us to fabricate 
steel structures, bridges, 

| transmission line towers, offshore 
platforms and many others. 


-- Ав leaders in the 
— — Indonesian industrial market, our products are known 
for their high quality standards. And being supported 
by the technological advantages, combined with 
professional management skills, gives us a leading 
edge in seeking new solutions to the engineering, 
procurement and construction field - building the best 
partnership that you deserve ! 


For further information pleuse contact 

Commercial Department 

PT. BAKRIE & BROTHERS 

Wisma Bakrie, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-1 
Jakarta 12920, Indonesia P.O. Box 1191/ DAK 
Ph. 510192, 510212 Fax. 5200437 


PUSAT : 

Jl. Krekot Bunder 62 
Telp. 376262 - 376362 
Fax. (021) 3809826 
Telex. 45360 CARAKA IA 
JAKARTA - PUSAT 


002) 


Jl. Kabupaten || No. 86 A Phone : 22781 Jayapura 


P.T. CARAKA TIRTA 


CABANG UTAMA 


CABLE ADDRESS : 
CARATIRTA JPR 


BANKER : 
BANK EXPORT IMPORT INDONESIA 


JAYAPURA 


JEMBATAN SKAMTO KAB. JAYAPURA 


PT. Karsatama Aneka Bangun 


CIVIL ENGINEERING CONTRACTOR 
Jl. K.S. Tubun No. 12 Telp. (0967) 31764. 
Jayapura - Irian Jaya 


a 


JEMBATAN RUFEL SORONG 


P.T. MODERN WIDYA TECHNICAL 


PUSAT : JL. SAM RATULANGI NO. 26 TELP. (0911) 3568 - 41568 - 42833 
TELEX : 73138 - IA AMBON 
CABANG : JL. RAYA ABEPURA TELP (0967) 21326 JAYAPURA IRIAN JAYA BANKER : EXIM 


BPD 


Dirgahayu Hari Kebaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45 


3 Desember 1955 — 3 Desember 1990 


P N 


- Pengadaan bantuan proyek-pro- 
yek bagi kepentingan penduduk 
berpenghasilan rendah dan menun- 
jang sektor strategis. 


- Bangunan Teknis dan Proyek Per- 
contohan. 


- Kegiatan pembangunan, operasi 
dan pemeliharaan prasarana yang 
merupakan tugas dan wewenang 
Pemerintah Pusat. 


9) Strategi Penyediaan dan Pe- 
ngelolaan Pembiayaan. 


a) Umum 


Dalam rangka upaya pemba- 
ngunan bidang Pekerjaan Umum, 
Repelita V akan diarahkan pada pen- 
dayagunaan dan pengembangan se- 
cara maksimal seluruh potensi pem- 
bangunan dari pada yang ada serta 
pemanfaatan setiap peluang yang ter- 
buka, baik yang berasal dari dalam 
negeri maupun dari luar negeri. 


Dengan makin ketatnya dana 
pembangunan yang tersedia terutama 
dana pembangunan yang ada di ta- 


ngan pemerintah, maka kebijaksa- 
naan pembangunan bidang peker- 
jaan umum akan diarahkan untuk 
makin mendorong dan menggairah- 
kan kemandirian, peranan dan par- 
tisipasi masyarakat. Sementara itu 
keterbatasan dana pembangunan ha- 
rus diupayakan agar tidak menjadi 
kendala yang menghambat laju pem- 
bangunan, oleh karena itu dana pem- 
bangunan yang terbatas akan diman- 
faatkan sehemat dan seefisien mung- 
kin melalui penajaman prioritas, 
penyempurnaan sistem operasi dan 
pemeliharaan bagi sarana dan prasa- 
rana yang ada serta peningkatan 
pengawasan pembinaannya. 


Dalam Pelita IV menurunnya har- 
ga minyak dan keadaan perekono- 
mian dunia yang tidak menentu 
sangat mempengaruhi kemampuan 
penerimaan Negara dari ekspor. Hal 
ini tercermin dari struktur pembiayaan 
proyek-proyek di lingkungan Depar- 
temen Pekerjaan Umum dalam Pelita 
IV, di mana peranan dana Bantuan 
Luar Negeri sangat dominan yaitu 


mencapai 8695. Dalam Repelita V 
pembiayaan pembangunan bidang 
Pekerjaan Umum masih memerlukan 
Bantuan Luar Negeri. Namun diha- 
rapkan komposisinya terhadap total 
pembiayaan pembangunan bidang 
Pekerjaan Umum akan menjadi lebih 
baik, yaitu turun menjadi 5695. Hal 
ini akan sangat bergantung pada 
keberhasilan untuk meningkatkan 
tabungan pemerintah yang dapat 
digunakan untuk kebutuhan pem- 
bangunan. 


b) Penyediaan Dana Pembiaya- 
an 


(1) Sebagaimana diuraikan di muka 
bahwa kebutuhan investasi Bidang 
Pekerjaan Umum dalam Repelita V 
ini akan berjumlah + 34.203 milyar 
(termasuk dana yang berasal dari 
sumber-sumber asli daerah). Jumlah 
kebutuhan ini akan ditutup dari sisa 
bantuan luar negeri. Pelita IV yang 
belum dicairkan sebesar Rp. 8.440 


Landas Putar Bebas Hambatan (LPBH) Sosrobahu teknologi baru untuk pembangunan jalan pada 


yang padat lalu lintas 
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milyar (US$ 4,729.3 juta) sisanya 
sebesar Rp. 26.680 milyar akan di- 
penuhi dari bantuan Pemerintah se- 
besar Rp. 15.453 milyar dan dari 
bantuan luar negeri sebesar Rp. 
11.227 milyar (US$ 6,290 juta). 


(2) Kebutuhan dana bantuan luar 
negeri dalam Repelita V sebesar US$ 
6,290 juta yang sebesar US$ 4,232 
juta diperkirakan akan dapat dipenuhi 
dari program-program yang akan 
dibiayai dari sumber-sumber multi- 
lateral dan bilateral sebagai berikut: 


Sumber Multilateral: 


- Bank Dunia s/d tahun 1991 
memproyeksikan jumlah bantuan 
sebesar US$ 1,479 juta 


- Bank Pembangunan Asia s/d 
tahun 1992 mengindikasikan 
jumlah sebesar US$ 1,659 juta 


Sumber Bilateral: 


- ОЕСЕ s/d tahun 1990 diperkira- 
kan sejumlah US$ 732 juta 


- Negara-Negara Lain sebesar ... 
US$ 453 juta 


Sedangkan sisanya sebesar US$ 
1,967 juta akan diusulkan program- 
nya untuk mendapatkan pembiayaan 
dari sumber-sumber tersebut di atas. 


(3) Kebijaksanaan dalam penyedia- 
an dana bantuan luar negeri dalam 
Repelita V ini agar memperhatikan 
dan mempertimbangkan hal-hal ter- 
sebut di atas. 


(a) Mendukung usaha menurunkan 
Dept Service Ratio (DSR) dan 
mendukung pertumbuhan eko- 
nomi, antara lain dengan jalan: 


- Optimasi penggunaan dana 
bantuan luar negeri. 


- Pembiayaan program/pro- 
yek yang memiliki faktor- 
faktor turn-over tinggi, guick 
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vielding, multiplier-effect ting- 
gi. 


- Penanganan yang mantap. 


(b) Program/proyek yang dibiayai 
dengan bantuan luar negeri me- 
miliki prioritas tinggi yang men- 
dukung program-program Repe- 
lita V bidang Pekerjaan Umum: 


- Pemantapan eksploitasi dan pe- 
meliharaan. 


- Pendekatan secara sektoral (un- 
tuk proyek-proyek Direktorat 
Jenderal Pengairan dan Direkto- 
rat Jenderal Bina Marga, teruta- 
ma yang berlokasi dan meliputi 
rural area, dan pendekatan 
secara regional (untuk proyek- 
proyek di daerah perkotaan). 


- Penyelesaian proyek-proyek 
yang sedang berjalan, yang 
mempunyai kriteria: guick 
yielding; ,andiri (cost-recovery 
tinggi): manfaat proyek tetap 
dapat dipertahankan meskipun 
ada pengurangan sebagian ling- 
kup pekerjaan, biaya dan waktu 
pelaksanaan: seguential dengan 
proyek prioritas lainya sangat 
tinggi: mempunyai aspek komit- 
ment sosial politis tinggi. 


-  Proyek-proyek baru, yang memi- 
liki peranan meningkatkan pene- 
rimaan negara, memberikan hasil 
yang cepat, optimasi modal/in- 
vestasi, persyaratan pinjaman 
yang lunak, mendukung sektor- 
sektor non-tradisional dan men- 
dorong partisipasi swasta/ma- 
syarakat serta diutamakan untuk 
Indonesia Bagian Timur, selain 
itu diutamakan program-program 
yang menyangkut pengembang- 
an sumber daya manusia dan 
aspek lingkungan hidup. 


(c) Mendukung kefleksibilitasan Pe- 
merintah dalam menggunakan dana 
bantuan luar negeri, yakni melalui 
program/proyek-proyek yang bersifat 
sektoral. 


(d) Dalam persyaratan penggunaan 
dana bantuan luar negeri diusahakan 
yang memberikan peluang yang se- 
maksimal mungkin untuk penggu- 
naan jasa dan produk dalam negeri. 


(e) Pencairan dana bantuan luar 
negeri diupayakan dapat dilaksana- 
kan secepat mungkin dan agar dapat 
membantu likuiditas kontraktor- 
kontraktor di daerah, yakni pem- 
bayaran melalui lembaga keuangan 
di daerah (KPN/KKN, Kantor 
Cabang Bank Indonesia dan lain- 
lain). 


c) Penggunaan dan Penyerapan 
Dana Pembiayaan 


Pada umumnya penggunaan dan 
pencairan dana yang berasal dari 
sumber dalam negeri (APBN, APBD, 
Inpres dan lain-lain) yang dipakai un- 
tuk membiayai proyek-proyek pem- 
bangunan tidak mengalami kesulitan 
yang berarti. Selain itu porsi dari 
sumber dana dalam negeri ini relatif 
kecil dibandingkan degan jumlah da- 
na yang berasal dari bantuan luar 
negeri. Namun untuk dana bantuan 
luar negeri penggunaan dan penca- 
iran dananya mengalami pelbagai 
kesulitan, sehingga dalam Pelita IV 
yang lalu rata-rata penyerapan dana 
bantuan luar negeri hanya sebesar + 
US$ 698 juta atau 4296 dari target. 


Di lain pihak dalam Repelita V ini 
komponen dana bantuan luar negeri 
naik cukup besar, yakni sebesar US$ 
11,018 juta. Dengan demikian jum- 
lah yang harus digunakan dan diserap 
sebesar rata-rata US$ 2,204 juta per 


tahun, yang berarti mengalami kena- 
ikan 3 kali lipat. 


Dengan memperhatikan hal-hal 
tersebut di atas, penanganan peng- 
gunaan dan penyerapan dana pem- 
biayaan pembangunan Repelita V ini 
perlu diupayakan dan diperhatikan 
hal-hal sebagai berikut: 


(1) Percepatan dimulainya pelaksa- 
naan proyek bantuan luar negeri de- 
ngan jalan antara lain sebagai berikut: 


(a) Pekerjaan persiapan proyek 
(Pembebasan tanah, organisasi, 
tenaga proyek, dokumen pele- 
langan dan penelitian kembali 
data-data teknis di lapangan) 
dapat dimulai sebelum Naskah 
Perjanjian Luar Negeri (NPLN) 
ditanda tangani. 


Jembatan Calender Hamilton — kali Krasak, Jawa Tengah 


(b) Dukungan dan persetujuan dari 
Bappenas dan Departemen Ke- 
uangan atas penyusunan DIP un- 
tuk proyek bantuan luar negeri 
yang sudah dapat dipastikan di- 
negosiasi dan ditanda tangani 
dalam tahun anggaran yang ber- 
sangkutan. 


(2 Mendalami dan mematuhi garis- 
garis kebijaksanaan pemerintah In- 
donesia dan persyaratan pinjaman 
(pada guide-line pengadaan jasa kon- 
sultan/jasa konstruksi dari nega- 
ra/badan donor, dan mengupayakan 
sedini mungkin kesepakatan-kesepa- 
katan dalam penyesuaian perbedaan- 
perbedaan garis kebijaksanaan antara 
pemerintah Indonesia dengan Ba- 
dan/Negara donor. Selain itu diusa- 


hakan agar kegiatan-kegiatan pra 
tender dapat dilakukan dengan cer- 
mat dan memaksimalkan usaha ter- 
sebut dalam batasan waktu yang 
tersedia (sebelum NPLN ditanda 
tangani). Dengan demikian diharap- 
kan proses pengadaan jasa kon- 
sultan/jasa konstruksi/barang akan 
lebih efektif. 


(3) Meningkatkan efektifitas penge- 
lolaan dan monitoring administrasi 
bantuan luar negeri, antara lain 
dengan : 


(a) Meningkatkan kemampuan staf 
dalam memahami berbagai pro- 
sedur yang berlaku, baik dari 
pemerintah maupun dari Ba- 
dan/Negara donor. 
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(b) Menciptakan dan memantapkan 
struktur/unit/sistem penata- 
usahaan/administrasi keuangan 
sumber dana dalam negeri dan 
dana bantuan luar negeri. 


(4) Meningkatkan kemampuan dan 
jumlah tenaga pelaksana proyek ban- 
tuan luar negeri dalam bidang mana- 
jemen proyek serta dalam hal ke- 
mampuan teknisnya. 


(5) Meningkatkan jumlah dan ke- 
mampuan badan usaha jasa kons- 
truksi dalam bidang teknis dan mana- 
jemen proyek, termasuk membantu 
dalam menyediakan sebagian pera- 
latan konstruksi (melalui prosedur 
sewa) yang diperlukan kontraktor. 


(6) Memaksimalkan tersedianya 
sumber dana rupiah pendamping 
yang sangat terbatas, yaitu dengan 
prioritas untuk membiayai proyek- 
proyek yang sedang berjalan yang 
tidak mungkin dihentikan (dari per- 
timbangan lingkup/komponen pro- 
yek maupun keterkaitannya dengan 
program/proyek lainnya), atau untuk 
membiayai program/ proyek prioritas 
yang sudah tersedia dana rupiahnya 
namun belum terikat dengan dana 
bantuan luar negeri. 


10) Strategi Peningkatan Peran- 
an Swasta 


a Umum 


Tugas penyediaan dan pengelo- 
laan prasarana dan sarana pekerjaan 
umum pada dasarnya merupakan 
bagian tugas pemerintah, karena 
prasarana dan sarana tersebut 
merupakan fasilitas pekerjaan umum, 
sebagai bagian dari upaya pemerin- 
tah untuk meningkatkan kesejahtera- 
an masyarakat. Peranan Pemerintah 
sejak awal Pelita І sangat menonjol 
dalam mengambil prakarsa maupun 
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dalam pembangunan bidang peker- 
jaan umum. Pembangunan beren- 
cana yang dimulai pada Pelita | secara 
bertahap telah meningkatkan pula 
kemampuan swasta serta kesadaran 
masyarakat untuk ikut berperan serta. 


Pada pertengahan Pelita IV ber- 
bagai kebijaksanaan telah dikeluarkan 
oleh Pemerintah di sektor moneter 
dan sektor riel untuk memberi pelu- 
ang kepada pihak swasta agar lebih 
berperan dalam pembangunan. Dili- 
hat dari segi investasi dalam Repelita 
V, peranan swasta diperkirakan men- 
capai 5596 dari total investasi na- 
sional. Untuk kegiatan bidang peker- 
jaan umum peran swasta adalah 
sebagai mitra pembangunan dan 
sebagai investor. 


b) Peran Swasta Sebagai Mitra 
Pemerintah dalam Pemba- 
ngunan 


Peranan swasta sebagai mitra 
Pemerintah dalam pembangunan bi- 
dang pekerjaan umum, mulai dari 
perencanaan sampai dengan pelaksa- 
naan prasarana dan sarana fisik ke- 
PU-an, terlihat dengan makin ber- 
kembangnya kontraktor, konsultan 
dan unit-unit dalam bidang usaha jasa 


konstruksi lain. Manfaat yang dipero- 


leh dengan makin meningkatnya pe- 
ranan swasta sebagai mitra antara 
lain: 


- Menciptakan lapangan kerja, baik 
untuk tenaga kerja terlatih mau- 
pun tidak terlatih. 


- Meningkatkan pendapatan nega- 
ra melalui pajak. 


- Secara tidak langsung mendo- 
rong pertumbuhan sektor-sektor 
lain. 


- Memberikan sumbangan pada 
peningkatan Product Domestic 
Regional Bruto. 


Untuk meningkatkan kemampuan 
kontraktor nasional ini, pemerintah 
melalui Departemen Pekerjaan 
Umum telah melakukan pembinaan 
antara lain : 


- Pembinaan peralatan, bertujuan 
mengupayakan kemudahan pe- 
ralatan untuk kontraktor nasional. 


- Pembinaan tenaga kerja, bertuju- 
an melakukan usaha untuk men- 
dapatkan tenaga kerja konstruksi 
yang berkualitas sesuai dengan 
kebutuhan pekerjaan. 


- Pembinaan teknologi, bertujuan 
untuk mengusahakan alih tekno- 
logi yang diperlukan oleh 
masyarakat. 


Peran Swasta Sebagai Inves- 
tor 


c) 


Meningkatnya tingkat pendapat- 
an masyarakat memungkinkan pem- 
bangunan bidang pekerjaan umum 
mengikut sertakan peran swasta 
dalam penyediaan modal untuk in- 
vestasi. Sebagai contoh bidang 
kegiatan yang menjadi peluang bagi 


— NS SS angeng aaa PE yu EE E <=. Е 


keikut-sertaan swasta adalah: peru- | 


mahan, jalan tol, pengelolaan limbah 
domestik (persampahan), dan penye- 
diaan air bersih pada daerah-daerah 
tertentu, khususnya daerah pemu- 
kiman real estate berskala ekonomi- 
nya telah memungkinkan. Pem- 
bangunan kawasan pemukiman yang 
luas seperti Bumi Serpong Damai, 
tentunya akan banyak melibatkan 
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pembangunan prasarana dan sarana . 
pekerjaan umum yang menggunakan 


modal swasta. 
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Cortina Multi Storey Slab Lifting 


Dalam Repelita V diharapkan 


System — ( Foto : Majalah Jayapatra ) peluang-peluang ini dapat terus di- 


kembangkan. Namun demikian pe- 
merintah selain memberikan peluang 
kepada swasta perlu juga mengen- 
dalikan pembangunannya, agar tidak 
terjadi pertentangan dengan ke- 
pentingan masyarakat banyak. 


Peluang untuk swasta ikut serta 
dalam pembangunan bidang peker- 
jaan umum lebih ditekankan pada tu- 
juan utamanya yaitu untuk meme- 
cahkan masalah-masalah yang me- 
nyangkut pelayanan umum bagi 
masyarakat. 
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DATA-DATA DERMAGA PERINTIS NEMLEA ( P. BURU ) 


TAHUN ANGGARAN : 1986/1987 

WAKTU PELAKSANAAN : 330 HARI KALENDER 

NILAI KONTRAK : Rp. 1.443.055.000,00 
PELAKSANA FISIK : PT. TEGUHKARYA PRATAMA 
BANTUAN PEMERINTAH BELANDA 
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1. Peranan sektor jasa konstruksi 
dalam pembangunan adalah sangat 
penting, mengingat hampir 5096 ang- 
garan pendapatan dan belanja negara 
(APBN) dan investasi swasta diserap 
oleh sektor jasa konstruksi. Sektor 
Jasa Konstruksi juga mempunyai 
peran sebagai penghasil bangunan 
yang umumnya berupa sarana dan 
prasarana, penyumbang terhadap 
produk domestik bruto, penyerap 
tenaga kerja, pendorong bertum- 


PENGEMBANGAN DUNIA USAHA 


JASA KONSTRUKSI 


buhnya sektor yang lain, serta sebagai 
media pengalihan, segmen tradi- 
sional ke segmen modern dalam 
pembangunan. 

Mengingat peranannya yang 
strategis itu, Pemerintah telah 
melakukan usaha pengaturan dan 
pembinaan dunia usaha jasa 


konstruksi dengan maksud agar dapat 
menumbuhkannya dan berkembang 
sebagai salah satu kekuatan ekonomi 
dan mitra pembangunan yang 
tangguh. 
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Pelaksanaan — ( Foto : PT. Nindya Karya ) 
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Partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan melalui 
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penyediaan komponen bangunan 


2. Usaha pengaturan dan pem- 
binaan jasa konstruksi telah lama 
dirintis dan dilaksanakan oleh 
Departemen Pekerjaan Umum, 
terutama sejak diadakannya Seminar 
Tertib Pembangunan pada tahun 
1968 dalam menyongsong pelaksa- 
naan Repelita. Berbagai studi dan 
observasi telah pula dilakukan. Ber- 
bagai persoalan mengenai dunia 
usaha jasa konstruksi nasional telah 
diidentifikasikan sebagai hambatan 
utama dalam memenuhi peranan 
yang diharapkan, antara lain : 


a) kelemahan dalam keterampilan 
managerial: 

b) kekurangan tenaga terampil di 
seluruh tingkatan: 


c) kelemahan dalam keterampilan 
kewiraswastaan untuk mengelola 
perusahaan serta pelaksanaan 
kontrak: 


d) kelemahan dalam permodalan 
atau keterbatasan dalam men- 
dapatkan fasilitas kredit: 


e) resiko tidak berkesinambungan 
kegiatan, karena penyebaran 
program pembangunan yang 
cukup bervariasi, dan sebagainya. 
3. Dengan telah dikeluarkannya 

Keputusan Bersama Menteri Per- 


dagangan dan Menteri Pekerjaan 
65/KPB/III/1987 


109/KPTS/1987 
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, 
maka Keputusan Menteri Pekerjaan 
Umum nomor 139/KPTS/ 1988 me- 
netapkan  ketentuan-ketentuan 
pelaksanaan tentang izin usaha jasa 
konstruksi. Surat Izin Usaha Jasa 
Konstruksi (SIUJK) adalah surat yang : 
diperlukan bagi perusahaan jasa 
konstruksi untuk dapat melaksanakan 
kegiatan di bidang usaha jasa 
konstruksi yang diberikan. oleh 
Menteri Pekerjaan Umum atau pe- 


Umum Nomor 


jabat yang ditunjuk, dengan tujuan 

untuk : 

(a) menjamin keterpaduan 
pengaturan dan pembinaan 
usaha jasa konstruksi nasional; 

(b) menunjang terwujudnya iklim 
berusaha yang lebih sehat: 

(c) adanya kepastian keandalan 

perusahaan: 

meningkatkan perlindungan 

terhadap pemakai jasa dan 

keselamatan umum: 


(d 


ие” 


ие” 


menunjang peningkatan efisien- 
si penggunaan sumberdaya 
dalam pembangunan prasarana 
dan sarana fisik; 


(e 


menjamin mutu hasil pro- 
duksi/ kerja, sehingga dapat ter- 
wujud standar bangunan secara 
nasional; 


meningkatkan efektivitas dan efi- 
siensi, sehingga dapat diwu- 
judkan kegiatan usaha yang 
benar-benar profesional: 


(h) menjamin terciptanya 
pengelolaan sumber-sumber 
alam serta lingkungan hidup 


secara serasi. 


Dengan adanya surat izin usaha 
jasa konstruksi ini, maka surat izin 
usaha perdagangan (SIUP) di bidang 
jasa konstruksi tetap berlaku sampai 
dengan 1 April 1988 dan selanjutnya 


berlaku SIUJK untuk masa 5 tahun 
yang dapat diperpanjang setiap 
habis masa berlakunya. Perusahaan 
Jasa Konstruksi adalah orang atau 
badan usaha yang bergerak di bidang 
usaha jasa konstruksi dan meliputi 
kegiatan usaha jasa konsultansi 
konstruksi (konsultan) dan kegiatan 
usaha jasa pelaksanaan konstruksi 
(kontraktor) yang terdiri dari bidang 
pekerjaan bangunan gedung, ba- 
ngunan sipil, bangunan mekanikal 
dan bangunan elektrikal. Untuk men- 
dapatkan perusahaan yang andal 
atau memiliki tingkat kemampuan 
profesional tertentu diperlukan 
serangkaian kegiatan untuk menya- 
ring tingkat keandalannya. Pemberian 
izin usha, prakwalifikasi, penghi- 
tungan sisa kemampuan nyata 
perusahaan dan pelelangan adalah 
simpul-simpul kegiatan yang meru- 
pakan sarana penyaring keandalan 
perusahaan. 


4. Selain dengan SIUJK, usaha 
pembinaan jasa konstruksi juga dila- 
kukan melalui jalan latihan, telah 
lama dirintis dan telah banyak dilak- 
sanakan oleh Departemen Pekerjaan 
Umum yakni oleh PUSDIKLAT Pe- 
gawai, Proyek Perencanaan dan 
Pembinaan Industri Konstruksi (PER- 
BINIKON) dan CDME (Construction 


Development for The Middle 
East/ Proyek Pengembangan Ekspor 
Jasa Konstruksi serta oleh Pusat Pem- 
binaan dan Latihan Jasa Konstruksi 
(PUSBINLAT). Kelompok sasaran 
pelatihan dan keterampilan jasa 
konstruksi adalah perusahaan jasa 
konstruksi, perusahaan penyedia alat 
dan bahan konstruksi serta tenaga- 
tenaga kerja konstruksi. Materi latihan 
yang dilakukan antara lain adalah 
materi latihan untuk mandor, kon- 
traktor kecil, kontraktor sedang, kon- 
traktor besar, pelaksana lapangan, 
pengawas lapangan, akuntansi dan 
penyusunan usulan teknis bagi kon- 
sultan serta latihan keterampilan un- 
tuk tukang/sektor informal. 


5. Mengenai permodalan, 
Departemen Pekerjaan Umum telah 
mendorong tumbuhnya perhatian 
fihak perbankan dalam menyederha- 
nakan prosedur dan jaminan-jaminan 
bank, mendorong asuransi (PT. 
Asuransi Jasa Raharja) dalam 
pelaksanaan program-program surety 
bond baik berupa jaminan tender, 
jaminan pelaksanaan, jaminar uang 
muka kerja dan lain-lain. Pemerintah 
juga telah mendorong tumbuhnya 
perusahaan patungan baik berupa 
Joint operation ataupun joint ven- 
tures antar perusahaan nasional 
maupun dengan perusahaan jasa 
konstruksi asing. 
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L| GENERAL CONTRACTOR 
Jalan Urip Sumoharjo No. 188 Telpon (0411) 316117 - 316118 - 316185 - 318689 
Ujung Pandang - 90232 - Sulawesi Selatan Indonesia 


CV. TAUFIK 
ic BETON MATU TELA - P.T. SKYLINE KURNIA 
LEVERANSIR - KONTRAKTOR JLN. PERDAGANGAN NO. 5 - 7 


Jin. Abe Tasangkapura 87 Telpone 22905 - 31781 JAYAPURA - IRIAN JAYA 


JAYAPURA - IRIAN JAYA 


Banker : B.R.I. Cab. Jayapura 
EXIM Cab. Jayapura 


Hari Bhakti 


Pekerjaan Umum ke 45 
3 Desember 1945 - 3 Desember 1990 


KEGIATAN USAHA : 
1. PENYEWAAN DAN JUAL BELI PERALATAN KONSTRUKSI 
2. PABRIKASI : 
* KONSTRUKSI BAJA 
Kerangka Jembatan - Guard Rail - Deck Plate 
- Pintu Air - Penstock - Phonton 


PT AMARTA KARYA -  Bangunan - Menara - Hanggar - Pabrik 


Tangki - Crane - Cetakan 


* KOMPONEN/PERALATAN KONSTRUKSI 
SIAP MENUNJANG PROGRAM TINGGAL LANDAS * BAHAN KONSTRUKSI 


-  Aggregale 
- Asphalt Hot Mixed 
3. BENGKEL REKONDISI PERALATAN KONSTRUKSI 
4. KONTRAKTOR SPESIALIS 
-  Pengerukan 
-  Pemancangan 
-  Pengeboran 
ALAMAT KANTOR : 
PUSAT : Jl. Dr. Suratmo No. 1, Jakarta 10730 
Tel. (021) 6399667, 6399668, 6597017, 6006229 
Fax. (021) 6597014 ; Tlx. 41438 PUSBIN IA 
UNIT-UNIT : 
Medan, Palembang, Bandar Lampung, Bekasi, Semarang 
Surabaya, Ujung Pandang, Pontianak, Sanggau, Bima 


DI RGAHAYU ru TAHUN 
er. WASECO TIRTA ea акау JAKARTA. TELP 7200180. то 


SENANTIASA SIAP MENDUKUNG 
DALAM 
PENCAPAIAN SASARAN 


P.T. MULTI STRUCTURE 


GENERAL - CONTRACTOR & GENERAL - SUPPLIER 
CASE BUILDING 
JL. GATOT SUBROTO KAV. 12 1ST FLOOR JKT. 
PHONE : 511809 (15 Saluran) 
CABANG KENDARI : JL. Y. WAYONG PO. Box 62 
PHONE : 21046 
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Water is vital to human health, 
vital to the environment and essential to industry. 
Organic membrane ultrafiltration, 
biological processes meeting the changing needs IN 
and specificity of all types of water and uses. Ў "> 
from the laboratory to their application | - pai | 
in all regions of the globe, Degrémont creates, | = Te 7 КРОТ А Ж 
develops and builds the technology that makes 29 ; N 
it the reference in all water treatment. 

THE WATER REFERENCE 
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Macrophotograpn of ullratiifration membranes 


Toulouse Research Laboratory 
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Jl. KH. Wahid Hasyim no. 78 — Jakarta 10340 Telex 44153 INDSCO IA 
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9. Struktur dan Sasaran Рто- 
gram Pembangunan Bi- 
dang Pekerjaan Umum 
Dalam Repelita V. 


Dengan memperhatikan tim- 
bulnya berbagai kendala dan keter- 
batasan yang selalu muncul pada 
setiap tahun anggaran, berupa ter- 
batasnya sumber-sumber pembiayaan 
pembangunan serta kemampuan pe- 
laksana, perlu diambil langkah- 


langkah konkrit untuk menentukan 


prioritas penanganan program se- 
bagai berikut : 


1) Pembangunan prasarana dan 
sarana bidang pekerjaan umum un- 
tuk menunjang sektor-sektor nasional 
dan terciptanya lapangan kerja 
dengan prioritas sebagai berikut : 


Waduk Setiabudi yang dirubah fungsinya dari waduk penampungan 
air hujan menjadi waduk penampungan air limbah rumah tangga dan 
industri rumahan (home industry) 


Daerah permukiman kumuh Bangunrejo, Surabaya setelah diremajakan dan dihuni oleh penduduk lama kembali. 
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a) Untuk prasarana dan sarana yang 
sudah selesai dilaksanakan 
diusahakan untuk tetap memper- 
tahankan dan mengamankan kondisi 
prasarana dan sarana tersebut agar 
tetap berfungsi secara optimal, 
dengan melaksanakan kegiatan 
operasi dan pemeliharaan yang 
memadai. Selain peranan pemerin- 
tah diusahakan pula partisipasi 
masyarakat dalam menangani operasi 
dan pemeliharaan tersebut. 


b) Untuk pembangunan prasarana 
dan sarana yang sedang dilaksa- 
nakan, diusahakan agar dapat segera 
menyelesaikan proyek-proyek ter- 
sebut secepatnya agar segera 
berfungsi. 


c) Bagi proyek-proyek yang belum 
dilaksanakan tetapi sangat perlu 
dalam menunjang pengembangan 
sektor-sektor prioritas nasional, akan 
ditangani secara selektif dan 
diusahakan agar dapat berfungsi 
secara bertahap. 


d) Mengusahakan terciptanya la- 
pangan kerja melalui proyek-proyek 
padat karya. 


e) Proyek-proyek yang dianggap 
perlu namun belum merupakan 
prioritas utama, akan ditangani per- 
siapan desainnya. 


f Meningkatkan keikut-sertaan 
swasta atau masyarakat untuk berpar- 
tisipasi dalam pelaksanaan pem- 
bangunan bidang pekerjaan umum. 


2) Meningkatkan kemampuan para 
pelaksana pembangunan yaitu para 
aparatur pemerintah, para kon- 
traktor/konsultan sebagai mitra usaha 
dan masyarakat, dengan menempuh 
langkah-langkah sevagai berikut : 


a) Meningkatkan kemampuan apa- 


ratur pemerintah melalui pendidikan, 
kursus, dan latihan-latihan baik di 
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dalam maupun di luar negeri. 


b) Membina dunia usaha dengan 
meningkatkan kemampuan kon- 
traktor/ konsultan nasional di bidang 
pengelolaan proyek dan mening- 
katkan daya saing terhadap kon- 
traktor/konsultan asing. Melakukan 
pengawasan yang ketat terhadap 
tugas-tugasnya dan memenuhi segala 
sesuatu yang menjadi haknya, sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku. 


c) Meningkatkan partisipasi masya- 
rakat dalam pembangunan dengan 
melakukan penyuluhan-penyuluhan 
dan penyampaian informasi pem- 
bangunan kepada masyarakat. 


3) Meningkatkan kesadaran hukum 
dan peraturan-peraturan yang 
berlaku bagi para pelaksana pem- 
bangunan dengan antara lain : 


a) Meningkatkan pengawasan me 
lekat. 


b) Meningkatkan ketaatan terhadap 
administrasi. 


c) Meningkatkan ketaatan terhadap 
rencana dan program. 


d) Meningkatkan ketaatan untuk 
melaksanakan usaha efisiensi dalam 


pelaksanaan. 


4) Melaksanakan penelitian dan 
pengembangan, untuk mening- 
katkan mutu pekerjaan, dengan 
menerapkan metode dan ilmu 
pengetahuan yang lebih modern. 


Sasaran dan Pembiayaan 
Program 


Kegiatan pembangunan bidang 
pekerjaan umum ditetapkan sesuai 
dengan sasaran program, kemajuan 
pelaksanaan dan ketersediaan biaya 
serta prioritas penanganan pemba- 
ngunan yang telah ditetapkan dalam 
GBHN dan Repelita Nasional. 


Selama Pelita V, pertumbuhan 
ekonomi yang diharapkan adalah 
sebesar 595 per tahun, hal mana un- 
tuk menunjang tercapainya sasaran 
pertumbuhan tersebut, diperlukan in- 
vestasi yang cukup besar. 


Dana investasi tersebut harus 
disediakan dari berbagai sumber, baik 
sumber dalam negeri maupun 
sumber luar negeri. Sumber luar 
negeri secara keseluruhan harus tetap 
merupakan pelengkap bagi sumber 
dana pembangunan dalam negeri. 


Dalam Repelita V, total investasi 
yang diperlukan adalah Rp. 239,1 
trilyun yang terdiri dari 45% investasi 
pemerintah, yaitu sebesar Rp. 107,5 
trilyun, dan 5596 investasi lainnya ter- 
masuk swasta dan masyarakat. 
Jumlah investasi ini diperlukan untuk 
mempertahankan pertumbuhan rata- 
rata 5% dalam Pelita V. 


Kebutuhan Anggaran Pem- 
bangunan dalam Pelita V bidang 
pekerjaan umum diperkirakan sebe- 
sar Rp. 34.203 milyar yang terdiri 
dari bidang pengairan sebesar Rp. 
7.371 milyar, bidang bina marga 
sebesar Rp. 16.580 milyar,- bidang 
Cipta karya sebesar Rp. 9.870 milyar, 
bidang pengaturan dan pembinaan 
sebesar 
Rp. 170 milyar, bidang pengawasan 
sebesr Rp. 12,1 milyar dan bidang 
penelitian dan pengembangan 
sebesar Rp. 200 milyar. Kebutuhan 
anggaran ini terdiri dari anggaran 
pusat Rp. 26.464 milyar dan daerah 
sebesar Rp. 7.799 milyar. 


Sesuai dengan kebijaksanaan 
pemerintah, alokasi dana bidang 
pekerjaan umum tersebut, di- 
usahakan bersumber dari dana 
rupiah, yang terjadi atas rupiah murni 
maupun dana rupiah yang berasal 
dari pinjaman luar negeri. Selain 
dana rupiah, sumber dana lainnya 
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Kegiatan pra konstruksi dilakukan oleh tenaga-tenaga terampil dengan peralatan mutakhir 


adalah bantuan proyek yang berasal 
dari bantuan/pinjaman luar negeri 
atas dasar kerja sama baik multilateral 
maupun bilateral. 


Secara garis besar sasaran dan 
pembiayaan untuk masing-masing 
program bidang pekerjaan umum 
adalah sebagai berikut : 


1) Bidang Pengaturan dan Pem- 
binaan 


Dengan didukung oleh 
serangkaian program non fisik, di 
bidang pengaturan dan pembinaan 
akan dicapai sasaran peningkatan 
peranan dan fungsi administrasi agar 
pelaksanaan pembangunan dapat 
lebih mampu melaksanakan tugas- 
tugas umum pemerintahan dan pem- 
bangunan, baik dilingkungan Depar- 


temen Pekerjaan Umum mau pun 
antar departemen. 


Dana yang dibutuhkan dalam 
Repelita V untuk mencapai sasaran 
yang berkaitan dengan bidang penga- 
turan dan pembinaan tersebut sebesar 
Rp. 170.004 juta. 


Dana untuk mencapai sasaran 
tersebut dialokasikan bagi kegiatan 
pada program sebagai berikut : 


a) Program Pendidikan Apratur 
Pemerintah 


Melaksanakan kegiatan pe- 
ningkatan kecerdasan, ketrampilan, 
serta keahlian pegawai dalam 
melaksanakan fungsi manajemen 
yang meliputi penyusunan 


(Foto: booklef PT. EXSA INT) 


manual/juklak pengaturan, kepe- 
gawaian, penataan perencanaan dan 
peningkatan tenaga kerja, serta pe- 
ningkatan tatalaksana organisasi di 
lingkungan Departemen Pekerjaan 
Umum. 


Dana untuk Repelita V diren- 
canakan sebesar Rp. 96.674 juta. 
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[i| JAYA 


KONSTRUKSI 


Prinsip Profesional : 
Biaya Rendah e Mutu Tinggi e Waktu Tepat 


JAYA GROUP 


« Bangunan Gedung e Perumahan e Jalan & Jembatan 
e Industri e lrigasi/Dam e Rekreasi 


KANTOR PUSAT : 
Taman Perkantoran Blok B, Jl. Bintaro Raya, Jakarta 12330, PO. Box. 27 KBYL 
Telpon : Direksi : 739636 Umum : 7393833 Fax 7396878 Telex 47403 JAKON IA Kawat JAKONMP 


Divisi Peralatan : 
Jl. DI Pandjaitan, Kebon Nanas, Jakarta 13410 Telpon : 8190360 - 8192940 - 8192021 


Unit Asphalt Mixing Plant : 
Kawasan Industri Pulogadung. Jl. Rawa Bulak | Kav. T. 10, Jakarta 13260 Telpon : 4713147 - 4600220 - 4600221 


Cabang & Perwakilan : 
e BANDUNG : Jl. Cipaganti 125, 022 - 82464 / 84464 • SEMARANG : JI. Atmodirono 1, 024-27857 • SURABAYA : Jl. Jend. Sudirman 66, 031 - 
471137 e PALEMBANG : Jl. Demang Lebar Daun 34, 0711-410594 e BENGKULU : Jl. KH. Ahmad Dahlan 1, 0736 - 31245 / 3114 • PADANG : 
Jl. Ir. H. Djuanda 69, 0751 - 21067 е MEDAN : Jl. Candi Kalasan 2, 061 - 516321 e BANJARMASIN: Jl. Mayjen Soetoyo 1000, 0511 - 4260 
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JL. MAJAPAHIT PERMAI Blok В - 115, 
Jl. Majapahit 18 - 22, JAKARTA PUSAT 
Telp. : (21) 3804605 - 3804632 

Jl. Gatot Subroto No. 73 - Teluk Betung 
Telp. (721) 42749 

Jl. Lamper Sari - Lamper Krajan No. 1622 G. 
SEMARANG Telp. : (024) 312660 


E SU GINA 


BINASA 


Boos PI) УЛА 


РТ ISTAKA KARYA pensero 


ENGINEERING TRADE AND CONSTRUCTION 


ADDRESS : 66C, JLN. ISKANDARSYAH RAYA, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160, INDONESIA 
P.O.BOX : 936/KBY < 
PHONE : 7394358 (4 LINES), TELEX : 47490 ISTAKA IA ; FAX : (62 - 21) 711876 


PROYEK : PENINGKATAN JALAN BUKIT KEMUNING LIWA PAKET, 13 LAMPUNG 


We congratulate Departemen Pekerjaan Umum for its 45 years 
of service to our beloved country, 


PT Citra Buana Beton Perkasa 


Foundation Engineering and Contractor 
Concrete Construction Material Manufacturing 
Prestressed Concrete Pile 
Pretressed Sheet Pile 
Precast Concrete Pile 
Slab, Curbs 
Other concrete product besed on requirement 


MENARA BDN, Jalan Kebon Sirih 83, Jakarta 10340 
Telephone 380.0129, Faximile 380.2752 


PT. JATIFIC 


brata utama 
Office : 
Ji. Batu Tulis XIIV2A Jakarta 10120 Telp : 358152 - 364978 - 359626 


BRATA UTAMA Telex : 45446 JTIFIC IA 377061 - 365112 - 365223 


Cabi : Jascientific P.O. BOX 4458. F : 1 
KONTRAKTOR - LEVERANSIR - PERDAGANGAN UMUM оаа x (021) 377081 
Sole Agent & Supplier : 


Alamat : Jl. Veteran 292C Telp. 313762 Palembang - КОКЕМ Drilling Rig and, 
Equipment 
Bank : B.D.N. - OYO Geo Electricti & 
Geophysical instruments 
- TMI, Testing Machine 
Intrument 
- CIVIL ENGINEERING Tes- 
ting Machine & Equip- 
ment 
- Laboratory and Sur- 
vaying Equipment. 


b) Program Pengembangan Il- 
mu Pengetahuan dan 
Teknologi 


Melaksanakan kegiatan-kegiatan 
penyusunan kriteria dan standar 
perencanaan proyek-proyek, pelak- 
sanaan, penilaian dampak ling- 
kungan hidup pembangunan, 
pengumpulan data sektoral, dan 
model kebutuhan bangunan serta 
sistem pengumpulan dan pengolahan 
data statistik, pengintegrasian sistem 
informasi dan komputerisasi 


Dana untuk Repelita V diren- 
canakan sebesar Rp. 504 juta. 


c) Program Penelitian Aparatur 
Pemerintah 


Melalui program ini akan 
ditingkatkan penelitian dan pengem- 
bangan sistem informasi manajemen 
yang dapat menunjang koordinasi 
dan sinkronisasi dalam segala aspek 
pembangunan. 


Rencana Pendanaan dalam Re- 
pelita V meliputi Rp. 14.071 juta. 


d) Program Penyempurnaan Efi- 
siensi Aparatur Pemerintah 
dan Pengawasan 


Menciptakan mekanisme, proses 
dan prosedur yang efisien dan efektif 
dalam rangka penyuluhan rencana 
pelaksanaan, pengendalian serta 
meningkatkan ketatalaksanaan 
pembangunan. 


Direncanakan dana untuk pro- 
gram ini dalam Repelita V akan men- 
capai Rp. 25.922 juta. 
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e) Program Penyempurnaan 
Prasarana Fisik Pemerintah 


Melaksanakan  kegiatan- 
kegiatan peningkatan sarana ker- 
ja Kanwil, dan Kantor Pusat, serta 
peningkatan/penambahan fasili- 
tas kerja, guna dapat pro- 
duktivitas kerja. 


Direncanakan dan untuk pro- 
gram ini dalam Repelita V akan 
mencapai Rp. 32.833 juta. 


f Program Pengembangan 
Usaha Koperasi 


Program ini mencakup kegiatan- 
kegiatan berikut : 


— Membantu peningkatan dan 
pengembangan koperasi fung- 
sional seperti koperasi karyawan, 
koperasi wanita dan lain sebagai- 
nya agar senantiasa selaras dengan 
perkembangan koperasi lainnya. 


— Membantu peningkatan dan 
pengembangan kerja sama dan ja- 
linan usaha antara koperasi dan 
antara koperasi dengan Perusa- 
haan Negara dan Swasta. 


Direncanakan dana untuk pro- 
gram ini dalam Repelita V sebesar 
Rp. 330 juta. 


g) Program Peranan Wanita 


Untuk memperluas kesempatan 
kerja wanita, latihan ketrampilan tidak 
akan dibatasi pada lapangan kerja 
tradisional untuk wanita, tetapi akan 
diperluas ke bidang-bidang konstruk- 
Si, transportasi dan lain-lain bidang 
yang sebelumnya hanya dianggap se- 


suai untuk pria. Namun demikian, 
dalam menyalurkan jenis lapangan 


- kerja yang makin luas, tetap memper- 


hatikan kodrat, harkat dan martabat 
wanita Indonesia. 


Sejalan dengan upaya pe- 
ningkatan kesempatan kerja wanita, 
akan ditinjau juga kebijaksanaan dan 
peraturan perundang-undangan ke- 
tenaga kerjaan yang ada, khususnya 
yang berkaitan dengan pengawasan 
dan pelaksanaan perlindungan 
tenaga kerja wanita, terutama yang 
berpenghasilan rendah. 


Direncanakan dana untuk pro- 
gram ini dalam Repelita V sebesar 
Rp. 280 juta. 


2) Bidang Pengawasan 


Sasaran bidang pengawasan 
adalah mengamankan semua kebi- 
jaksanaan nasional antara Iain 
GBHN, Pasca Krida Kabinet Pem- 
bangunan V, Kebijaksanaan Depar- 
temen Pekerjaan Umum serta men- 
jamin dipatuhinya peraturan per- 
undang-undangan dan kebijaksa- 
naan, mencegah atau menemukan 
penyimpangan pelaksanaan kegiatan 
dalam tugas-tugas pengaturan, pem- 
binaan dan pembangunan di ling- 
kungan Departemen Pekerjaan 
Umum. 


Biaya yang diperlukan untuk 
menunjang pencapaian sasaran ini 
adalah sebesar Rp. 12.101 juta. 


Pelaksanaan kegiatan bidang 
pengawasan dalam Repelita V dialo- 
kasikan dalam program-program 
sebagai berikut : 
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a) Program Penyempurnaan efi- 
siensi Aparatur Pemerintah 
dan Pengawasan 


Memeriksa kegiatan pelaksanaan 


. tugas umum pemerintah dan pem- 


bangunan di lingkungan Departemen 
Pekerjaan Umum yang meliputi 
pemeriksaan administrasi, opera- 
sional maupun usaha ke arah pe- 
ningkatan efisiensi dan efektivitas 
pelaksanaan tugas dan hasil pelaksa- 
naan proyek. 


Direncanakan dana program ini 
dalam Repelita V adalah sebesar 
Rp. 8.381 juta. 


b) Program Penelitian Aparatur 
Pemerintah 


Mengembangkan sistem 
pengawasan sesuai dengan perkem- 
bangan dan kebutuhan pelaksanaan 
pengawasan. 


Direncanakan dana program ini 
dalam Repelita V adalah sebesar 
Rp. 569 juta. 


c) Program Pendidikan 
Aparatur Pemerintah 


Meningkatkan kemampuan per- 
sonalia aparatur pengawasan di 
lingkungan Departemen Pekerjaan 


Umum agar pelaksanaan pengawas- 
an dapat berjalan lancar dan dilandasi 
sikap serta semangat pengabdian 
yang tinggi. 

Dana program ini dalam Repelita 
V direncanakan sebesar Rp. 3.151 
juta. 


3) Bidang Penelitian dan Pe- 
ngembangan 
Melalui bidang ini akan ditunjang 
berbagai pelaksanaan kegiatan 
penanggulangan di berhagai bidang 
dan mengadakan berbagai perangkat 
lunak di bidang pekerjaan umum. 


Kegiatan Diklat 
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pelaksana teknik PT. BATRA TERUNA UTAMA 
cv. KARYA PELITA TU 2: KOH - фм FAK AMETS FOL MO 106 AA 
BIDANG USAHA : BANGUNAN GEDUNG, IRIGASI, JALAN, JEMBATAN, DLL. 
JALAN TULANG BAWANG 31 TELP. 21470 METRO LAMPUNG TENGAH 


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG 
PERUM PERUMNAS PROYEK PENINGKATAN SARANA AIR BERSIH LAMPUNG 


PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL JALAN DR. SUSILO NO.2A TELP. 61948 KOTAK POS 58 TK. TELUKBETUNG 
CABANG III KODE POS 35401 


Alamat : Jl. I. Gusti Ngurah Rai Kamp. Malaka Klender Jakarta Timur 
Telp. : 8603706 - 8603705 


PROYEK PENINGKATAN SARANA AIR BERSIH 
PROPINSI LAMPUNG BESERTA REKANAN 


. CV. SUMBER AGUNG 5. CV. EKA KRIDA 
. PT. SUKSES GEMILANG 6. CV. SAFARI JAYA 
. CV. RAMBANG 7. CV. GAJAH MADA 


Pimpinan & Seluruh Karyawan айналаны PENA 
Mengucapakan Selamat 45 Tahun 
Departemen Pekerjaan Umum 


PELAKSANAAN AMDAL 


DI DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 
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Dalam rangka Peraturan Peme- 
rintah No. 29 Tahun 1986 di Depar- 
temen Pekerjaan Umum telah di- 
bentuk Komisi Pusat AMDAL bidang 
Pekerjaan Umum dengan Ketua Ke- 
pala Badan Litbang yang berupaya 
menekan dampak negatif sekecil 
mungkin dengan cara pembangunan 
yang berwawasan lingkungan hidup, 
atau pembangunan yang berkelanjut- 


an yang harus diperhatikan dalam pe- 
nelaahan awal bukan saja segi teknis 
dan segi ekonomi, tetapi terutama 
segi-segi lingkungan hidup yang leng- 
kap tertuang dalam Keputusan Men- 
teri Pekerjaan Umum Nomor 265/- 
KPTS/ 1989, sebagai penjabaran dari 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 
1982 mengenai cara-cara Pengelo- 
laan Lingkungan Hidup. 


Sekretaris Jenderal PU Ir. Salmon Kodijat memberikan 
kata sambutan pada Lokakarya AMDAL di Dep. PU 
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Dana yang dibutuhkan untuk 
masing-masing kegiatan ini sebesar 
Rp. 199.253 juta. 


Pelaksanaan kegiatan bidang 
penelitian dan pengembangan dalam 
Repelita V dialokasikan dalam pro- 
gram sebagai berikut : 


a) Program Penelitian Perta- 
nian dan Pengairan 


Melaksanakan  kegiatan- 
kegiatan penelitian dan perenca- 
naan dalam rangka pengem- 
bangan dan pemanfaatan 
sumber-sumber air, pemasangan 
dan observasi instalasi jaringan 
hidrologi dan hidrometri. 


Direncanakan dana untuk 
program ini meliputi Rp. 38.208 
juta. 


b) Program Penelitian Perhu 
bungan dan Pariwisata 


Menangani kegiatan-kegiatan 
penelitian bahan jalan dan jembatan 
dalam rangka meningkatkan mutu 
jalan dan jembatan, perencanaan 
teknis, studi kelayakan jalan dan jem- 
batan bagi jalan-jalan arteri, kolektor 
dan pembangunan jalan baru. 


Direncanakan dana untuk pro- 
gram ini sebesar Rp. 19.978 juta. 


c) Program Penelitian Peru- 
mahan Rakyat dan 
Pemukiman 


Program ini meliputi penelitian 
dan pengembangan bangunan ge- 
dung dan pemukiman serta penelitian 
dan pengembangan air bersih dan 
penyehatan lingkungan pemukiman. 


Direncanakan dana untuk pro- 
gram ini sebesar Rp. 40.106 juta. 
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d) Program Pengembangan Il- 
mu Pengetahuan dan 
Teknologi 


Melakukan pembinaan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi untuk menunjang 
usaha pemenuhan kebutuhan dasar 
manusia dalam pemukiman, jalan, 
pelestarian sumber air untuk 
kebutuhan pemukiman produksi 
pangan dan industri serta usaha 
pengembangan industri bahan 
bangunan dalam bentuk penyebar- 
luasan informasi, industri bahan 
bangunan. 


Direncanakan dana untuk pro- 
gram ini sebesar Rp. 28.395 juta. 


e) Program Pembinaan Sumber 
Alam dan Lingkungan Hidup 


Melaksanakan kegiatan-kegiatan 
berbagai studi, seperti penelitian 
potensi sumber-sumber air dan 
kebutuhan air guna berbagai keper- 
luan dalam rangka pembinaan Sum- 
ber Alam dan Lingkungan Hidup. 


Direncanakan dana untuk pro- 
gram ini sebesar Rp. 67.927 juta. 


f Program Pendidikan Apara- 
tur Pemerintah 


Dalam program ini akan 
dilakukan pendidikan dan latihan bagi 
tenaga-tenaga peneliti, dalam rangka 
meningkatkan kemampuan dan ke- 
terampilan dalam melaksanakan 
tugas penelitian dan pengembangan. 


Direncanakan dana untuk pro- 
gram ini sebesar Rp. 4.644 juta. 


4) Bidang Pengairan 

Dalam Sub Sektor Pengairan, 
program yang langsung menunjang 
peningkatan pertanian terdiri atas 


Program Perbaikan dan Pemelihara- 
an Jaringan Pengairan, Program 
Pembangunan Jaringan Irigasi dan 
Program Pengembangan Daerah 
Rawa. 


Untuk mendukung usaha pe- 
ningkatan produksi pertanian 
khususnya tanaman pangan, ke- 
mampuan jaringan pengairan harus 
dipelihara dan ditingkatkan. 


Usaha-usaha perbaikan, pen- 
ingkatan dan pemeliharaan jaringan 
pengairan dimaksudkan untuk me- 
ngembalikan dan meningkatkan 
kemampuan serta menjaga tingkat 
pelayanan jaringan yang telah ada 
untuk mendukung usaha-usaha in- 
tensifikasi dan diversifikasi pertanian. 


a) Program Perbaikan dan Pe- 
meliharaan Jaringan 
Pengairan 


Jaringan irigasi dan reklamasi 
rawa yang memerlukan operasi dan 
pemeliharaan mencakup areal seluas 
5 8 juta ha. dan sebagian dari ja- 
ringan tersebut memerlukan pemeli- 
haraan khusus seluas 775.000 ha. 
sebelum dikenakan kegiatan operasi 
dan pemeliharaan dari seluruhnya 
seluas 2.328.400 ha. 


Eksploitasi dan pemeliharaan 
sebagian jaringan irigasi yang luas 
arealnya kurang dari 500 ha. akan 
diserahkan pada P3A dari jumlah 
seluruhnya seluas 250.000 ha. Se- 
dangkan usaha-usaha perbaikan dan 
peningkatan fisik jaringan irigasi akan 
meliputi luas 334.300 ha dan tersebar 
di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali 
dan Nusa Tenggara. 


Untuk mendukung pelaksanaan 
dan pencapaian sasaran sebagaimana 
dikemukakan di atas, selama 5 tahun 
dibutuhkan dana sebesar Rp. 2.287. 
800 juta. 


b) Program Pembangunan Ja- 
ringan Irigasi 


Dalam Repelita V akan dilakukan 
pembangunan jaringan irigasi baru 
mencakup areal seluas 500.000 ha, 
terutama di luar Jawa baik berupa ja- 
ringan irigasi kecil dan sedang dengan 
pertimbangan kesesuaian lingkungan 
dan kepentingan pengembangan wi- 
layah untuk mendukung transmigrasi, 
peternakan dan pertambakan, ter- 
masuk pembangunan waduk-waduk 
lapangan (embung) di wilayah In- 
donesia Bagian Timur. 


Kebutuhan dana untuk me- 
nangani program ini sebesar 
Rp. 3.112.700 juta. 


c) Program Pengembangan 
Daerah Rawa 


Usaha perluasan areal pertanian 
juga terus dikembangkan dengan 
memanfaatkan lahan rawa pasang 
surut dan rawa bukan pasang surut, 
yang dipadukan dengan transmigrasi 
dan pemukiman serta mendukung 
usaha diversifikasi dan ekstensifikasi 
pertanian. 


Sasaran peningkatan kemam- 
puan jaringan reklamasi akan 
dilaksanakan di atas areal seluas 
444.200 ha, sedangkan untuk men- 
dukung pengairan tambak meliputi 
areal seluas 60.000 ha dan pem- 
bangunan jaringan baru pertambakan 
mencakup areal seluas 10.000 ha. 


Kebutuhan dana untuk mena- 
ngani program ini sebesar Rp. 938. 
800 juta. 


d) Program Penyelamatan Hu- 
tan, Tanah dan Air 


Dalam program ini usaha-usaha 
pengembangan wilayah sungai ditu- 
jukan untuk mengembangkan potensi 


sumber daya air dan untuk menga- 
mankan daerah produksi pertanian 
dan industri, pemukiman terhadap 
gangguan banjir. 


Kegiatan program ini antara lain 
melalui pembangunan waduk-waduk 
besar untuk pengendalian banjir, 
menyediakan bangunan tenaga listrik 
dan jaringan irigasi. Selain itu perlu 
dilanjutkan pula penanganan sungai- 
sungai besar seperti Cimanuk, Be- 
ngawan Solo, Brantas, Arakundo, 
Krueng Aceh, Bah Bolon dan pe- 
ngendalian banjir pada kota-kota 
besar seperti Jakarta, Ujung Pandang 
dan sebagainya. Daerah-daerah per- 
tanian dan perkotaan yang akan di- 
amankan meliputi areal seluas 
450.000 ha. 


Kebutuhan dana selama Repelita 
V meliputi Rp. 919.700 juta. 


e) Program Pembinaan Daerah 
Pantai. 


Secara kuantitatif sasaran yang 
akan dicapai meliputi: pengendalian 
pantai sepanjang 20 km dan meng- 
amankan daerah pantai seluas 1.300 
ha, dengan kebutuhan dana sebesar 
Rp. 36.400 juta. 


f) Program Pendidikan Perta- 
nian dan Pengairan 


Sasaran program ini adalah me- 
ningkatkan kualitas sumber daya ma- 
nusia untuk menunjang keberhasilan 
pembangunan pengairan yang dila- 
kukan melalui pendidikan dan 
latihan, dengan kebutuhan dana 
sebesar Rp. 24.200 juta. 


g) Program Penelitian Perta- 
nian dan Pengairan 


Sasaran program ini adalah un- 
tuk menunjang perencanaan pro- 
gram pengairan, sehingga dapat 


memanfaatkan perencanaan air dan 
sumber-sumber air bagi kepentingan 
penghidupan dan kelestarian ling- 
kungan. 


Kegiatan yang dilakukan meliputi: 
usaha penelitian, pengembangan dan 
evaluasi dibidang pengairan, dengan 
kebutuhan biaya sebesar Rp. 51.000 
juta. 


5) Bidang Bina Marga 


Dalam rangka mendukung 
pelaksanaan pembangunan dalam 
Repelita V Bidang Bina Marga men- 
targetkan sasaran yang akan dicapai 
adalah sebagai berikut : 


— Jalan Nasional sesuai dengan 
status pada akhir Pelita IV diren- 
canakan kondisinya menjadi man- 
tap seluruhnya (10096) pada akhir 
Repelita V. 


— Jalan Propinsi sesuai dengan status 
pada akhir Pelita IV direncanakan 
kondisinya menjadi mantap 
seluruhnya (10096) pada akhir 
Repelita V. 


— Jalan Kabupaten direncanakan 
pada akhir Repelita V + 45% 
menjadi mantap. 


Untuk mencapai sasaran tersebut 
akan dilakukan  kegiatan-kegiatan 
dengan program-program : 


a) Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Jalan dan 
dembatan. p^ 


Secara kuantitatif sasaran pro- 
gram ini dalam Repelita V adalah un- 
tuk merehabilitasi dan memelihara 
jalan sepanjang 188.010 km dan 
jembatan 149.100 m yang mencakup 
jalan nasional (66.684 km) dan pro- 
pinsi (121.328 km) serta jalan 
kotamadya 68.950 km dan jalan 
kabupaten 323.500 km. 
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P.T. PANCA UPAYA DHARMA 


Jl. Panglima polim Raya No. 39. Jakarta - Selatan 
Phone : 7201524, 7201770, 7201771 
Telex : 46635 BORA IA 


P.T. INTI KARYA BERSAMA 


Jl. Oto Iskandardinata No. 42 - Tilp. 23321, 24365 
TANGERANG (JAWA BARAT) 
INDONESIA 


Swiss Consortium of Consulting Engineers 
Member of the Motor - Columbus Group 
Baden, Switzerland 


Jakarta Office 
TIFA Bulding, 3rd Floor 
Jl. Kuningan Barat 26 

Jakarta 12710 
Telephone : 5200042 

Telefax : 5200664 


"ею D T. WASHITA HARYA 


CABANG - IX 
Jin. Hayamwuruk No. 163 - Telp. 35372 - 35373 - 35374 Telex 35151 


Facsimile 35161 - Denpasar 
Unit NTB : 
Jln. Langko No. 50 Unit Timor Timur. 
Telp. 22108-23893 Jl. Martires da Patria No. 20 c 
Telex 35301 Mataram Telp. 22052 Telex 35593 
Facsimile 22128 


Unit NTT dp Dirgahagu Hari Kebaktian 


Jln. Timtim No. 116 


Telp: 239691226 Unit Maluku « Departemen Pekerjaan Umum ke 65 
Telex 35302 Facsimile 22128 


Kupang ee ане аы 3 Desember 1955 — 3 Desember 1990 
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Bank Negara Indonesia 1946 

Bank Dagang Negara и 3 | 
Dirgahayu Hari Kel ktian n Ы 3 m 
Departemen Pekerjaar и пит ke 45 3 Desembe 


P.T. HUTAMA KARYA 


CIVIL ENGINEERING & GENERAL CONTRACTORS 
CABANG BALI 


JALAN RAYA HAYAMWURUK NO.147 PO BOX 71 TELEPON NO. 34964-6 TELEX NO. 35205 HK DPR IA DENPASAR 80235 
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PERSERO P.T. NINDYA KARYA 
e GENERAL CONTRACTORS - CIVIL ENGINEERING 
e CABANG V DENPASAR : JL. HAYAM WURUK NO. 129-A DENPASAR TELP. 23501 - 23464 - 23502 
@ TELEX NO. 35173 NKDPR @ ALAMAT KAWAT NINDYA 
@ BANK DAGANG NEGARA, BANK EKSPOR IMPOR IND, B.P.D., B.R.I. BANK BNI 
@ KANTOR PUSAT : JL. LET. JEN. HARYONO M.T. KAV. 22 JAKARTA (13630) TELP. 8093276 (3 SALURAN), 8093126, 8093106 
e TELEX No. 48153 NK PST. IA • ALAMAT KAWAT NINDYA PUSAT • BANK : DAGANG NEGARA, BANK 


Dirgahayu Hari Kebaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45 
3 Desember 1965 — 3 Desember 1990 


CABANG/PERWAKILAN : BANDA ACEH — MEDAN - PADANG - PAKANBARU - PALEMBANG — BANDAR LAMPUNG - BENGKULU - JAKARTA - BANDUNG - SEMARANG – YOGYAKARTA ~ 
SURABAYA - PONTIANAK — BANJARMASIN — UJUNG PANDANG — PALU — KENDARI — AMBON - DENPASAR - AMPENAN - KUPANG - JAYAPURA - SORONG - MANOKWARI - BIAK. 


N.D. LEA INTERNATIONAL LTD. Helping te Develop Indonesia for Over 15 Years 
Highway Design * Bridge Design * Drainage Design 
Transportation and Management Consultants 


Consulting Engineers 
Traffic Surveys * Traffic Analysis * Traffic Engineering * Traffic Management 
a Division of the LEA ASSOCIATES Group Transport Policy Analysis 


Transportation Planning * Transport Demand Analysis * Feasibility Studies 
Бсововыс Evaluation * Financial Analysis ° Social amd Eaviroamental Impact Analysis 
Manpower Planning * Institutional Strengthening * Training ° Techaical Assistance 


Jl Senayan No 11, PO Bon 152/KBYT, Tip: (021) 739 5688 Indonesia anager: 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tix: 47238 LEA INT John 
J Fax: (021) 771 677 


pet. MODERN SURYA JAYA 


GENERAL CONTRACTOR & TECHNICAL SUPPLIER 


Head Office; SURABAYA - Jl. Dr. Sutomo 28 Phone : 66355 
Telex 34209 MSJ SB IA Fax 511512 


Branches : JAKARTA - ]І, Tanjung Karang 6A Jakarta Pusat 
Phone : 323823 Fax 3101313 


SEMARANG - Jl. Dr. Wahidin 52 - Phone: 313505 Fax 318602 


P.T. PRAMBANAN DWIPAKA 


GENERAL CONTRACTOR 

Jalan Ngagel Jaya Tengah No. 24 - 26 Surabaya - Indonesia. 
Phone (031) 66154 - 67340 - 65530 - 65825. 

Fax : 65530 - 333154 Telex : 32213 PTPDSB - IA. 

Cable Address : DEBUCON 

Banker : BANK BUMI DAYA 


Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial 


Jl. Taman Lawang 2 * Telp. 330579 - 334754 * JAKARTA - INDONESIA 


Dirgahayu Hari Kabaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45 
3 Desember 1945 - 3 Desember 1990 


Dana yang disediakan dari sub 


sektor prasarana jalan adalah sebesar 
Rp. 2.677.400 juta. 


b) Program Peningkatan Jalan 
dan Penggantian Jembatan 


Program ini bertujuan untuk me- 
ningkatkan kondisi jalan dan jem- 
batan yang belum mantap untuk 
memenuhi pertumbuhan lalu lintas 
yang meningkat dengan masa 
pelayanan 5 s/d 10 tahun. Dalam 
Repelita V program ini merupakan 
program utama di bidang jalan dan 


jembatan dan akan mencakup jalan 
sepanjang 71.050 km yang terdiri 
atas jalan nasional dan propinsi 
(24.800 km), jalan kotamadya 
(1.100 km), jalan kabupaten (45.150 
km) dan jembatan sepanjang 
149.000 m yang terdiri atas jembatan 
nasional dan propinsi (54.000 m), 
jembatan kotamadya (15.000 m), 
dan jembatan kabupaten (80.000 m). 


Dana yang disediakan dari 
subsektor prasarana jalan adalah 
sebesar Rp. 7.640.300 juta. 


c) Program Pembangunan Jalan 
dan Jembatan 


Sasaran program fisik ini dalam 
Repelita V adalah membangun jalan 
baru sepanjang 1.139 km yang ter- 
diri dari jalan Arteri sepanjang 500 
km, dan jembatan 4.200 m jalan 


Kota sepanjang 344 km dan jalan 
Tol 295 km. 


Dana yang disediakan dari sub 
sektor prasarana jalan adalah sebesar 


Rp. 1.586.400 juta (di luar kebu- 
tuhan jalan Tol). 


Jalan dan Jembatan Penyeberangan di salah satu sudut Jakarta 
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d) Program Pendidikan Per- 
hubungan, Pariwisata 


Program ini bertujuan untuk me- 
ningkatkan ketrampilan dan kemam- 
puan para tenaga teknis dan non 
teknis di bidang jalan dan jembatan 
dengan latihan-latihan di tingkat pusat 
dan daerah, upaya peningkatan pen- 
dayagunaan di bidang aparatur 
negara, dibutuhkan dana sebesar Rp. 
75.000 juta. 


Selain dana yang disediakan dari 
sub sektor prasarana jalan dan sub 
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sektor pendidikan kedinasan tersedia 
pula dana lainnya, yaitu dari sub 


“sektor pembangunan daerah, desa 


dan kota yang meliputi: 


a) Program Pembangunan Daerah 
Tingkat | yang diperkirakan sebesar 
Rp. 2.789.600 juta, yang dapat di- 
gunakan untuk operasi dan peme- 
liharaan jalan propinsi dan untuk pro- 
gram peningkatan jalan dan peng- 
gantian jembatan yang urusannya 
telah diserahkan kepada Pemda 
Tingkat I sehingga kondisi jalan pro- 


Kawasan Wisata Ancol — Jakarta 


pinsi yang mantap meningkat dari 
5796 pada akhir Pelita IV menjadi 
79,996 pada akhir Repelita V. 


b) Program Pembangunan Daerah 
Tingkat II yang diperkirakan sebesar 
Rp. 1.821.570 juta, yaitu untuk ope- 
rasi dan pemeliharaan jalan Kabu- 
paten/Kotamadya dan untuk pen- 
ingkatan jalan dan penggantian jem- 
batan, sehingga jalan tersebut yang 
beraspal dapat ditingkatkan dari 
28,6% pada akhir Pelita IV menjadi 
55,7% pada akhir Repelita V. 
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6) Bidang Cipta Karya 


a) Program Perumahan Rakyat. 


(1) Pembangunan Rumah 
Sederhana. 


Dalam Repelita V akan dibangun 
sekitar 450.000 unit rumah se- 
derhana berbagai type termasuk 
KSB, dengan perincian 300.000 
unit (6796) type kecil (36 m? 
dan lebih kecil) 100.000 unit 


(22%) type besar (422m, 54 m2 · 


m dan 73 m2 m), serta 50.000 
unit (11%) KSB (Kapling Siap 
Banqun), dengan luas kapling 
54 m2 dan 72 m2 


Dari 450.000 unit rumah 
sederhana tersebut 120.000 unit 
akan disediakan oleh PERUM- 
NAS dan 330.000 unit oleh 
swasta. Dan yang diperlukan 
sebesar Rp. 720.500 juta yang 
merupakan subsidi dan pinjaman 
bagi PERUMNAS maupun deve- 
loper swasta. 


Selain pembangunan rumah 
sederhana pemerintah juga 
menyediakan rumah sewa seder- 
hana sebanyak 20.000 unit 
dengan alokasi dana sebesar Rp. 
9 500 juta. 


(2) Pemugaran Perumahan 
Pedesaan 


Upaya pemugaran dan 
penyuluhan yang intensif akan 
dilaksanakan di sekitar 20.000 
lokasi desa, termasuk 1.000 desa 
pusat pertumbuhan dan pengem- 


. bangan mandiri diharapkan dapat 


memugar 300.000 rumah desa 
beserta perbaikan lingkungannya. 
Dana yang diperlukan sebesar 


“Ер. 300.000 juta. 


(3) Perbaikan Kampung di 
Lingkungan Pasar 


Sasaran kegiatan perbaikan kam- 
pung akan dilaksanakan di sekitar 


Lingkungan pemukiman menurut pola pengembangan tata ruang 
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TROPIG KONSULTAN 


JL. TEBET TIMUR DALAM IV/18A — TELP. 8293806 - 8299012 JAKARTA SELATAN 
JL. SURYALAYA | No. 18 — TELP. 421862 BANDUNG 


PELAYANAN JASA KONSULTAN DALAM LINGKUP KEGIATAN : 


- PERENCANAAN UMUM 
- STUDI KELAYAKAN 

- PERENCANAAN TEKNIS 
- PENGAWASAN 

- MANAJEMEN 


PT APARC INDONESIA 


AKTIVITAS KERJA > 
- TATA KOTA / URBAN PLANNING 


~ ARCH STURE & ENGINEERING PLANNING 5 

- TE IO-ECONOMICAL PLANNING & DE 

- OPEI | RESEARCH PLANNING & DESI 
ATELIER 6 | ( 


JL.CIKINI 1/22, JAKARTA 10330 JL.W.R.SUPRATMAN 21, an JL.BUMI ASIH NO.1 SANUR P 


ATELIER 6 | 


ARCHITECTS мы 
PLANNERS 

.. NTERIOR ARCHITECTS 
ENGINEERS! 


TEL : (021) 338035, 325579 TEL : (022) 71322, bu 22 P.O.BOX 190 DENPASAR (BALI) JL.DAYANG SUMBI 1, BANDUNG 40132 JL.JAW. 
TLX : 61826 At. enam IA FAX : (022) 7: TEL : (0361) 8257 TEL : (022) 82874 - - 85542 - 85543 - 85556 TEL : (031) 471 
FAX : (021) 333480 FAX : 0361) 87877 | Ж 82874. TLX : 28195 APARC IA FAX : 31) 4 
Ж 
1 
3 7221 was” _ = Р — а 


Head office : Jl. Ir. H. juanda 77 Bandung 40116 
Phone : (22) - 57479 , 52153 
Telefax : (022) - 43938 


o BIEC INTERNATIONAL, INC. Telex : 28434 BIEC BD 


ENGINEERS e SURVEYOR e PHOTOGRAMMETRISTS • GEOLOGISTS e PLANNERS e ECONOMISTS * AGRICULTURISTS 
Other offices in : * JAKARTA * SEMARANG * SURABAYA * SAMARINDA * BANJARMASIN • DILI 


рт Nakarya Sembada 
Consultants 


MANAGEMENT & ENGINEERING CONSULTANTS 


JLN. BRAWIJAYA No. 37 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN TELP. 710933 - 717938 FO BOX 126 KBYT TELEX 47243 PACTO KM IA 


Fields of Activity : Engineering Consulting Services : Sectoral Activity : 
- Reconaisance Studies - Urban Development 
Management Consulting Services : - Master Plan Preparation - Water Supply and Sanitation 
- General visus, Orginisation and Personal - Technical Feasibility Studies - Industrial, Trading, Agriculture and Others 
- System and Procedures - Engineering Detail Design 
- Financial Studies - Construction Supervision 
- Project Feasibility Studies - Operation and Maintenance 


ы Google 


P.T. MODERN WIDYA TEHNICAL 


Jalan Sam Ratulangi No. 126 Ambon. Telepon 41403-3568. Telex. 73178 Modern АВ 
GENERAL CONTRACTOR&GENERAL SUPPLIER 


Gedung Dharma Wanita 
Propinsi DATI | Maluku 


Gedung B ank Pembangunan 
Propinsi DATI | Maluku 


PT. PEMALUT UTAMA 


EKSPOR-IMPOR, KONTRAKTOR, PERDAGANGAN UMUM, INDUSTRI 
Kantor Pusat Gedung Perkantoran Central Bungur 
Jl. Bungur Besar No. 38 J, Jakarta Pusat, Telp. 418758-418828 
: JI AM. Sangadji No. 15 Telp. 42065-2479 
: JL Waspada No. 96 J, Telp. 25334 


: Jl. Radjawali No. 12, Telp. 81864 
: JL Jos Soedarso No. 12, Telp. 21584 


\\ 


| 


" 


AMBON : UJUNG PANDANG : JAKARTA : 
Jin. A.Y. Patty No. 22 ALt. З Jin. Kodingareng 30 Jln. Pramuka Jayasari No. 2 


P.O. Box. 157, Ambon Telp. 23394, 314588 Telp. 419549 
Telp. 42186, 2174, 41321 Jakarta Pusat 10570 


Proyek Kantor Dinas Perikanan - Ambon 


Proyek Pembangunan Rumah Sakit Proyek Peningkatan Jalan 
Ambon (Teaching Room) Karang Panjang Ambon 


Т 


Ға. NUSANTARA AGUNG 


PLANNING AND DESIGNING 
ENGINEERING CONSULTANT 


SOIL INVESTIGATION * TOPOGRAPHICAL * HYDROGRAPHICAL 
nusantara agung j| M CHA. TIAHOHU SK. 14/8 А TELP. 41817 AMBON - 97121 


Proyek Polyteknik - Lokasi Wallela 
(P. Ambon) 
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Pr PUTRA DABRAR 


CONTRACTOR, DEVELOPER, PERDAGANGAN UMUM 
JL. KAMPAR NO. 16 BENGKULU 
JL. GATOT SUBROTO NO. 72, TELUK BETUNG, LAMPUNG, TELP. 42525 


CONTRACTOR & DEVELOPER 
KANTOR PUSAT : 

Ji. Semeru No. 5 Tel. 31518 
Bengkulu 

PERWAKILAN 

Ji. Suryo Pranoto No. 50 Tel. 344524. 
Jakarta — 10130 


t DENA UTAMA 


JALAN PROF. DR. SUPOMO, S.H. NO. 91. TELP. 8291486 - 8281768 JAKARTA 
PERWAKILAN : JALAN SUKARNO-HATTA NO. 46. TELP. 21135 - 22499 BENGKULU 
JALAN MAWAR - 15. TELP. 22962 PADANG 


BIRO BANGUNAN & PERDAGANGAN UMUM 


BANKERS : BNI 1946 BENGKULU 
BON JAKARTA 
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Bendungan Air Padang Lais Kuro Tidur 
Kabupaten Bengkulu Utara 


PT BRANTAS ABIPRAYA 


“ 


t 
B 


Ik SURABAYA 3 MALANG 4 POST BOX : 147 МА « PHONE ОЛА) $1336. ү TELEX : 31927 9A МА 


P.T. DUARA SEJATI 


GENERAL CONTRACTOR 


Jalan Sultan Abdurrachman No. 112 Telp. 34681, 36448 
| PONTIANAK 
OFFICES : Cilegon : Kav. Blok F - Palembang : Kampus Blok B No. 19. Telp. 256421 - 
Jakarta : Jalan Tebet Timur No. 54 Telp. 8290875 - Tanjung Enim : P.O. Box. 7 
BANKER : Bank Dagang Negara 
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CV. "VILLA JAYA" 
KONTRAKTOR, LEBERANSIR, PERDAGANGAN UMUM 


Alamat : Jalan Tanjungpura 423 B. Telp. 4409 - 4536 
PONTIANAK 


Tanda Anggota GAPENSI 
No. 18070083 


PT SUMBER WINDU KENCANA 
| КОМТВАКТОВ 


: JL CIDENG BARAT NO. 92 TELP. 361182 - 3807007 
FAX. NO. 3806891 JAKARTA PUSAT - INDONESIA 

: KOMPLEKS TANJUNGPURA INDAH BLOK C/10 
PONTIANAK 78111. TEL. 31089 - 38105 


P.T. EFA KALBAR 
ENGINEERING CONSTRUCTION 


KANTOR : JALAN S. PARMAN NO. 5 TELP. 4340 PONTIANAK 
ANGGOTA GAPENSI NO. : 14.01.121 KAL BAR 


KANTOR : JALAN S. PARMAN NO. 5 TELP. 4340 PONTIANAK 
ANGGOTA GAPENSI NO. : 14.01.121 KAL BAR 


900 kota meliputi areal seluas b) Program Penyediaan Air 


kurang lebih 30.000 ha dengan 
prioritas pada kota-kota besar 
yang berpenduduk padat dan 
prasarananya sangat tidak 
memadai. 


Sasaran perbaikan lingkungan 
pasar meliputi sekitar 2.500 ha 
lingkungan pasar pada 200 kota 
besar dan sedang. 
Dana yang diperlukan sebesar 
Rp. 533.700 juta. 


(4) Peremajaan dan Pengem- 
bangan Pemukiman Kota 


Sasaran peremajaan dan 
pengembangan pemukiman kota 
meliputi kurang lebih 140 kota, 
sedangkan pembangunan kota 
baru pada kota raya dan besar 


digunakan untuk melaksanakan 


pembinaan, pengaturan dan pro- 
yek percontohan. Dana yang di- 
perlukan sebesar Rp. 84.700 


juta. 


(5) Penataan Bangunan 


Sasaran kegiatan ini meliputi 
aspek tertib pembangunan dan 
keselamatan bangunan di 27 Pro- 
pinsi termasuk penanganan ba- 
ngunan pada kawasan khusus. 
Dana yang dibutuhkan sebesar 
Rp. 171.600 juta. 


(6) Perencanaan pem- 
rograman proyek khusus, 
training, penyuluhan dan lain-lain. 
Dana untuk program ini adalah se- 
besar Rp. 200.000 juta. 
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Bersih 


(1) Peningkatan Kapasitas 
Produksi. 


Peningkatan Kapasitas Produksi 
selama Pelita V meliputi kurang 
lebih 14.000 1/detik sehingga 
pada akhir Repelita V kapasitas 
produksi terpasang kumulatif 
menjadi 65.000 1/detik, men- 
cakup 820 kota termasuk kota- 
kota Kecamatan. 


Perincian peningkatan kapasitas 
produksi adalah sebagai berikut : 
— Jakarta 2.000 1/detik, Ban- 
dung 1.100 1/detik, Surabaya 
dan kota sekitar 2.800 1/detik, 
Medan 350 1/detik, Ujung Pan- 
dang 600 1/detik, Semarang 
700 1/detik, Denpasar 400 
1/detik, Menado 300 1/detik, 
Tangerang 2.800 1/detik. 


Penyediaan air bersih pedesaan 
meliputi 3.000 desa terdiri dari 
1.000 desa dengan IKK yang di- 
sempurnakan, 2.000 desa 
dengan sistem penyediaan air 
bersih sederhana. 


ta 


c 
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(2) Peningkatan Pelayanan 
Air Bersih 


Pada akhir Pelita V penduduk 
perkotaan yang akan mendapat 
pelayanan air bersih menjadi 29 
juta orang (47%) dari jumlah 16 
juta orang pada akhir Pelita IV. 


Sasaran penambahan pelayanan 
air bersih selama Pelita V adalah 
untuk sambungan rumah 1.600. 
000 buah hidran umum 17.900 
buah dari jumlah penduduk yang 
dilayani sebesar 13.000.000 
orang. 


Total Kebutuhan dana Program 
Penyediaan Air Bersih adalah 
sebesar Rp. 3.878.800 juta. 


Program Penyehatan 
Lingkungan Pemukiman 


(1) Penanganan Air Limbah 


Sasaran kegiatan ini 
diprioritaskan pada 200 kota-kota 
besar, sedang dan kecil serta 
5.000 desa atau daerah-daerah 
rawan air. Kota-kota besar yang 
diprogramkan adalah Jakarta, 
Medan, Bandung, Surabaya, Se- 


Penelitian awal dari limbah yang telah ditampung 


gnh P ғ“ = 


marang, Surakarta, Yogyakarta 
dan Ujung Pandang. 


(2) Penanganan Persam- 
pahan 


Sasaran pengelolaan persam- 
pahan diprioritaskan pada kota- 
kota besar dan sedang meliputi 
450 kota. 


(3) Penanganan Drainase 


Sasaran penanganan drainase 
meliputi perbaikan sistem 
drainase mikro pada 135 kota 
sedangkan kegiatan drainase 
makro akan dilaksanakan pada 
kota-kota besar saja, (Medan, 
Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, 
Palembang, Padang dan Ujung 
Pandang). 


Bangunan penyaring sampah 


Bangunan instalasi air bersih 
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e) 


Kebutuhan dana Program 
Penyehatan Lingkungan Pemu- 
kiman adalah sebesar Rp. 
665.400 juta. 


Program Penataan Ruang 
Daerah. 


Program penataan ruang melipu- 

ti : 

(1) Studi pengembangan poten- 
si dan penataan ruang 
wilayah. 

(2) Penataan ruang kawasan 
strategis. 

(3) Penelaahan rencana/strategi 
pengembangan kawasan pe- 
mukiman kota raya dan 
besar. 

(4) Penataan kawasan khusus 
rawan lingkungan. 

(5) Pelatihan tata ruang. 

(6) Pengembangan sistem infor- 
masi tata ruang. 

(7) Penyiapan produk pengatur- 

an. 


Kebutuhan dana untuk program 
ini sebesar Rp. 80.700 juta. 


Program Penyempuranan Efi- 
siensi Aparatur Pemerintah 
dan Pengawasan. 


Melalui program ini akan 

dilaksanakan : 

(1) Penatalaksanaan program 
pembangunan. 


(2) Penatalaksanaan pembinaan 
dan pengaturan. 

(3) Penatalaksanaan bidang 
keuangan, kepegawaian dan 
kelembagaan. 

(4) Penatalaksanaan bidang pe- 
ngawasan pembangunan. 


Kebutuhan dana untuk program 
ini sebesar Rp. 12.000 juta. 
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f) 


g) 


Program Peningkatan 
Prasarana Fisik Peme- 
rintahan 


Melalui program 
dilaksanakan : 


(1) Pembangunan prasarana 
fisik. 

(2) Perbaikan dan peremajaan 
bangunan gedung. 

(3) Pengadaan fasilitas dan 
barang. 


ini akan 


Kebutuhan dana untuk program 
ini sebesar Rp. 13.500 juta. 


Program Pendidikan 
Aparatur Pemerintah 
Melalui program ini akan 
dilaksanakan : 


(1) Pendidikan dan peningkatan 
kemampuan tenaga ketata- 
laksanaan pembangunan. 

(2) Peningkatan kemampuan 
tenaga aparatur teknis pusat 
dan daerah. 


(3) Pendidikan dan peningkatan 
kemampuan mitra pemba- 
ngunan. 


Kebutuhan dana untuk program 
ini sebesar Rp. 14.700 juta. 


Selain dana pusat baik rupiah 
murni maupun bantuan luar negeri 
yang diuraikan di atas, diperlukan 
juga dana yang berasal dari daerah 
sebesar Rp. 3.176.100 juta, yang ter- 
diri dari : 

* Dana untuk Program Pem- 
bangunan Daerah Tk. II sebesar 
Rp. 1.772.700 juta. 


Dana untuk Program Pem- 
bangunan Daerah Tk. I sebesar 
Rp. 183.400 juta. 


Dana untuk Program Penyediaan 
Air Bersih yang berasal dari 
PDAM sebesar Rp. 900.000 juta. 


Dana untuk Program Penyehatan 
Lingkungan Pemukiman yang 
berasal dari Perusahaan Daerah 
Air Limbah sebesar Rp. 20.000 
juta dan Perusahaan Daerah Ke- 
bersihan Rp 300.000 juta. 
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Kota yang sedang berkembang pesat 


PT. TRAPENCA PUGA RAYA JASA KONSULTANSI : 


ARCHITECT & ENGINEERING CONSULTANTS STUDY IDENTIFIKASI 


- ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN 

- RENCANA UMUM 

- RENCANA INDUK & STUDY KELAYAKAN 

- PERENCANAAN TEKNIS 

- PENGAWASAN PELAKSANAAN PROYEK 

- PENYULUHAN & BIMBINGAN MASYARAKAT 


PROYEK UTAMA YANG DITANGAN : 
- REVIEW DESIGN PAKET E & F 
PROYEK PENGATURAN & PEMELIHARAAN KR. ACEH 
PENGAWASAN PAKET F 
PROYEK PENGATURAN & PEMELIHARAAN KR. ACEH 


PENGAWASAN LAND CLEARING & LAND LEVELING 
PENCETAKAN SAWAH BARU PROPINSI D.I. ACEH 


PERENCANAAN & PENGAWASAN TEKNIS JEMBATAN 
DAN JALAN NASIONAL PROPINSI D.I. ACEH 


PERENCANAAN PELAKSANAAN GEDUNG ARSIP NASIONAL 
& KANTOR SEKWILDA PROPINSI D.I. ACEH 


TENAGA AHLI PROFESIONAL : 
SPESIALISASI : 


SIPIL 

PERTANIAN 

EKONOMI 

ARSITEK 

MECHANICAL & ELECTRICAL 
ENVIROMENT ENG. 


KANTOR PUSAT : JALAN TEUKU UMAR KOMPLEK PERTOKOAN GOHENG TELP. 22871 - BANDA ACEH 
KANTOR CABANG : JALAN CIASEN І No. 1 KEBAYORAN BARU TELP. 7201425 JAKARTA SELATAN 


PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 


P.T. HUTAMA KARYA DIRGAHAYU 45 TAHUN 


CIVIL ENGINEERING & GENERAL CONTRACTORS 
CABANG SULAWESI SELATAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 


=> 
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BIMANTARA 


JL. DR. SAM RATULANGI NOMOR 122 UJUNG PANDANG 
TELEPON : (0411) 82861, 82082, TELEX : 71313 HK - UP FAX. 81850 


PT. BIMANTARA CITRA 


Office : Bimantara Building Jalan Kebon Sirih No. 17 - 19 Jakarta 10340 - Indonesia 
Phone : 3803220 (Hunting System) 353828, 353872, 353133, 353612, 353146, 353363, 353364 
Telex : 61195 BSSS IA P.O. Box : 7 / MT Fax : 3803189 


GEDUNG BALAI KEMANUNGGALAN ABRI RAKYAT 
UJUNG PANDANG 


P.T. REMAJA BANGUN KENCANA 
( P.T. RABANA ) 


KANTOR CABANG : KANTOR PUSAT : 

JL. SULTAN ABDURRACHMAN NO. 66 JL. MAJAPAHIT NO. 28 E/F 

PONTIANAK JAKARTA PUSAT 

TELP. 2888 TELP. 371509, 353441 - 3, 341538 
TELEX No. 45694 SARWI JKT. 

BANK : 45034 RABANA IA 

BANK DAGANG NEGARA FAX. : 353515 


Viva Contractor 


CIVIL ENGINEERING & GENERAL BUILDING CONTRACTORS 
JL. SISINGAMANGARAJA NO. 116 
TELP. 0561. 34068 - 32658 
PONTIANAK 


Proyek Peningkatan Jaringan Pengairan 
Pasang Surut Kalimantan Barat 
Unit Pinang Luar & Bintang Mas 
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Pi 
er. ADHI KARYA ( PERSERO ) 


GENERAL ENGINEERING CONTRACTORS 


FT. 
CABANG NO. : Vill G ЖА Duk / ' i 
сж. 


JALAN K.S. TUBUN №. 9 B PONTIANAK 78121 TELP. 4379 - 


TELEK 29368 ADHIPK 1A ENGINEERING BUREAU & CONTRACTORS 


JL. SIMPRUG GOLF 1-KAV : 93 KEBAYORAN BARU 
JAKARTA SELATAN, INDONESIA 


Dirgahayu Hari Kebaktian PHONE : 7393409 - 7393417 - 7203595 - 7204870 
TELEK : 48483 YPI IA. FAX : 7202851 (921) 

1 JL. Dr. Sutomo Gg. Karya Ill / 10 A 

Departemen Dckerjaan Umum yang kc 45 Kota Baru Telp. (0561) 35286 Pontianak 


3 Desember 1945 - 3 Desember 1990 KALIMANTAN BARAT 


PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK | JAWA TIMUR 
PERUSAHAAN DAERAH 
SARANA BANGUNAN 
JL. BASUKI RAKHMAT 15 TELP. 45934 - 512296 - 41366 


FAX. 512297 SURABAYA 


PERSERO Қ 
PABRIK : PT BRANTAS ABIPRAYA 


- PERABOT RUMAH TANGGA GENERAL CONTRACTOR 
JL. DUPAK 81 TELP. 46902 SURABAYA 


HEAD OFFICE : 
PABRIK : JL. SURABAYA 3 MALANG 
< GENTENG DAN WUWUNG : ' 51316 - 51317 
JL. MASTRIP 70 TELP. 832481 . 51862 
KARANGPILANG SURABAYA : 31077 BA ML 


PABRIK : 
- UBIN DAN BETON 
JL. NGAGEL 95 TELP. 68226 SURABAYA 


PABRIK : 

- BATU & SEMEN TAHAN API 
JL. MASTRIP 24 TELP 830307 
KARANGPILANG SURABAYA 


PABRIK : 
- UBIN DINDING 
JL. HASANUDIN 1 TELP. 81533 TULUNGAGUNG 


PABRIK : 
- ISOLATOR LISTRIK 
JL. KERAMIK 336 TELP. 51566 DINOYO MALANG 


PT. MULTI STRUCTURE 


GENERAL - CONTRACTOR & GENERAL - SUPPLIER 


JL. GATOT SUBROTO KAV. 12 1ST FLOOR JKT. 
PHONE : 511809 (15 saluran) 


ALAMAT CABANG - CABANG SURABAYA : v CV. „BIRO TEHNIK SIGMA " 
BANDUNG : Blok O No. 16 7” BUILDING & CONSTRUCTION CONTRACTORS. 
Jl. Cipaganti No. 158 Telp. (031) - 814656 Jl. Taman Potroagung 8A - Phone : 313921 - Fax : 312238 
Ir. AGUS WINARKO Ir. HENDRA AT. Ы 


Cable : BITSI 
BALIKPAPAN : SAMARINDA : 


Jl. P. Antasari No. 1 Jl. Anggur No. 22 Bankers : BBD Cab. Swandayani 


Telp. (0542) - 21503 1 BNI 1946 Kusumabangsa 
Ir. DEDDY kg deg BPD Jatim 


Төр. (0411) - 7608, 21504 PO. BOX. No. 62 Mengucapkan Selamat 45 tahun 


PAK GUNADI, IR. KERRY Telp. (0401) - 21046 
BPK. NGOESMAN DJAJA 


Departemen Pekerjaan Umum 


NTB / BIMA : 
Jl. Soekarno Hatta No. 32 
T 


PAK YAHYA GUNAWAN 2 Desember 1945 — 5 Desember 1990. 


EXCLUSIVE DEALER 
ISUZU DIESEL TRUCK TM m ЖТ 


: - Л. Kyai Maja Мо. 51 Telpon 772994 
Special purposevehicles 


Kawat : DANURDIN Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan - JAKARTA 


DUMP TRUCK 


* PERDAGANGAN UMUM 
* LEVERANSIR ALAT-ALAT KANTOR 
* PERCETAKAN 


Pimpinan Staf dan Karyawan 
Mengucapkan : 


SELAMAT HARI KEBAKTIAN PU Ke 45 
SELAMAT TERBITNYA BUKU 45 TAHUN DEP. PU 
SELAMAT TAHUN BARU 1991 


CRANE TRUCK 


P.T. DIAN SARANA TEKNIK 


Jl. Gading Putih IV C3 No. 4 Phone 4891075 
FAX : (021) 3806528 


Telex : 46582 Medtek IA, 44353 Commdr IA 
JAKARTA INDONESIA 


BOSS 
DUMP TRUCK GARBAGE TRUCK 
PRIME MOVER CRANE TRUCK i | 
CARGO TRUCK TANKERS Dirgahayu Hari Kabaktian 
FIRE FIGHTING TRUCK ARM ROLL TRUCK 
MOBILE WORKSHOP CONCRETE MIXER 
VACUUM TRUCK DLL Departemen Pekerjaan Umum Ke 45 


KHUSUS MELAYANI PENJUALAN 
KE INSTANSI PEMERINTAH DAN BUMN 
PT. GAPURA INTRAMOTOR 
Jl. Pekalongan No. 17 Jakarta 10310 
(ТІ Telp. 322945 - 332044 


Ғах. : 322907 


Wisuda Perdana 


Yayasan Pendidikan PUTRA didiri- 
Akademi Sapta Taruna kan dengan akta notaris R. Soeroyo 
| Wongsowidjojo SH No. 10 tahun 1976 
dan disempurnakan dengan akte No. 33 
tanggal 18 Juli 1984. Maksud dan tu- 
juan didirikannya Yayasan Pendidikan 
PUTRA adalah: 


a. Membina dan mengembangkan 
anak dan generasi muda warga 
Departemen Pekerjaan Umum pada 
khususnya dan warganegara Indo- 
nesia pada umumnya melalui penye- 
lenggaraan pendidikan dan penga- 
jaran agar dapat tumbuh dan ber- 
kembang menjadi warganegara se- 
suai dengan tujuan pendidikan na- 
sional; 

b. Membantu meringankan beban war- 
ga Departemen Pekerjaan Umum 
dalam bidang pendidikan; 

c. Membantu membina kesejahteraan 
warga Departemen Pekerjaan 
Umum yang secara instansional/for- 
mal tidak dapat dilaksanakan oleh 
Departemen Pekerjaan Umum; 

d. Yang dimaksud dengan warga 
Departemen Pekerjaan Umum ada- 
lah pegawai yang termasuk dalam : 
1. Susunan Organisasi Departemen 

Pekerjaan Umum, 


Yayasan 
Pendidikan 
PUTRA 


2. Susunan organisasi Badan Usaha 
Milik Negara di lingkungan 
Departemen Pekerjaan Umum: 

3. Keluarga pensiunan masing-ma- 
sing. 


Dasar dan azas dari Yayasan ini ber- 
dasarkan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar 1945 berazaskan keke- 


luargaan, musyawarah, mufakat, dan. 


gotong royong. Kegiatan Yayasan ini di 
bidang pendidikan telah semakin ber- 
kembang. Taman Kanak-kanak dan 
Sekolah Dasar semakin banyak didiri- 
kan, penerima bea siswa semakin me- 
ningkat jumlahnya dan mengelola pula 
sebuah SMP serta Akademi Sapta 
Taruna. Sampai tahun 1990 ini Ya- 
yasan mengelola 48 Taman Kanak- 
kanak dan 2 sekolah dasar tersebar di 
seluruh Indonesia. Penerima beasiswa 
dan bantuan khusus, seluruhnya ber- 
jumlah 3500 orang, 263 penerima dian- 
taranya telah tamat. Akademi Sapta 
Taruna pada waktu ini memiliki 2 ju- 
rusan, yaitu jurusan Teknik Penyehatan 
Lingkungan dan Jurusan Sipil dengan 
jumlah mahasiswa 300 orang dan telah 
mewisuda 38 orang Program DIII. 
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Efisien dalam biaya dan waktu, 
berlebih dalam mutu 


4 | u Yala perkasa Inlotnaliwal 


ENGINEERING BUREAU & CONTRACTORS 

JL. SIMPRUG GOLF 1 - KAV : 89 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, INDONESIA 
PHONE : 7393409 - 7393417 - 7203595 

TELEX : 48483 ҮР! IA FAX : 7202851 (021) 


PELOPOR INDUSTRIALISASI 


DI 


NUSA TENGGARA TIMUR 


1. SEMEN: TYPE I 
DIGUNAKAN UNTUK UMUM YANG TIDAK 
MEMERLUKAN PERSYARATAN KHUSUS. 


MEMPRODUKSI 


DERMAGA. 
SIFAT DARI SEMEN TERSEBUT P 


Jl. Yos Sudarso Osmo Tenau Kupang - NTT Telp. (0931) - 22012, Telex. НІЮВА5І SEDANG, TAHAN SULFAT D 


P.T. PERENTJANA DJAJA 
ARCHITECTS, PLANNERS & ENGINEERS 
JALAN HARYONO M.T. KAV. 17 - JAKARTA 12810, 


TELEPON : 8293408 - 8290947 - 8294716, 
TELEX : 48450 PEDE IA, FAX. : 8297124 


2 
3 
4 
5 


$5441 PTSKP. IA 


AIR LAUT. 


Sejak 6 April 1962 mengabdi untuk Pembangunan Indonesia 


Architecture 

Intenor design 
Landscaping 
Structural Engineering 


Mechanical and Elec - 


rical Engineering 


Dengan bidang aktivitas : 


| | 


| : 

| | 8. Transportation and 
| 

| 


6. Survey and Soil Investi- 
gation 
Regional and Urban 
Planning 


Traffic Engineering 

9. Highway and Bridge 
Engineering 

10. Other Civil Engineering 


) 
— -~ 


PARA MENTERI 
PEKERJAAN UMUM 


1. Abikusno Tjokrosujoso 2. Ir. M. Putuhena < 3. Mochammad Enoch 
19-8-1945 - 14-11-1945 14:11-1945 - 27-6-1947 3-7-1947 - 11-8-1947 


23 
4. Ir. Н. Laoh 5. Ir. Djuanda 6. Ir. Sitompul 
11-8-1947 - 29-1-1948 29-1-1948 - 13-4-1948 19-12-1948 - 15-7-1949 


13-4-1948 - 20-12-1949 
20-12-1949 - 6-9-1950 
(Kabinet RIS) 
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7. Prof. Ir. H. Johannes 8. Ir. Ukar Bratakusumah 9. Ir. Suwarto 
6-9-1950 - 27-4-1951 27-4-1951 - 34-1952 3-4-1952 - 30-7-1953 


10. Prof. ir. Roosseno 11. Moch. Hassan 12. Raden Pandji Soeroso 
30-7-1953 - 12-10-1953 12-10-1953 - 12-8-1955 12-8-1955 - 3-3-1956 


13. Ir. Pangeran Moh. Noor 14. Ir. Sardjono Dipokusumo 15. Majoor Djenderal 
24-3-1956 - 9-1-1957 *) 10-7-1959 - 6-3-1962 Soeprajogi 
9-4-1957 - 10-7-1959 6-4-1962 - 21-3-1966 


4 


) Mengundurkan diri dan 


sebagai Menteri PU ad эче 


interim Prof.Mr. А.А. Su- 


16. Ir. Sutami 17. Dr. Ir. Poernomosidi 18. Ir. Suyono Sosrodarsono 
Hadjisarosa 16-3-1983 - 21-3-1988 
29-3-1978 - 16-3-1983 


21-2-1966 - 29-3-1978 


19. Ir. Radinal Moochtar 


21-3-1988 - sampai sekarang. 
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жауға Р.Т. MELATI IRIAN JAYA LTD., 


Á JALAN PERDAGANGAN PHONE : 21825-22763 CABLE ADDRESS : "MELATICO" 
xx JAYAPURA-IRIAN JAYA P.O.BOX : 108 BANKER : BANK EKSPOR IMPOR 
INDONESIA INDONESIA JAYAPURA 


MELATIEXPORTER - IMPORTER ~ CIVIL ENGINEERING CONTRACTOR 
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p.t. SUMBER REJEKI PRAMESTI 


GENERAL CONTRACTOR - SUPPLIER 
JL. TASANGKAPURA NO. 71 А JAYAPURA TELP.21227 Р.О. BOX 296 


INA 
INI 


Dirgahayu Hari Kabaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45 
3 Desember 1945 - 3 Desember 1990 


CV. SIOLA JAYA 


KONTRAKTOR & SUPLIER 
JL. JEND. A. YANI No. 59 TELP. 21265 - 22716 
JAYAPURA - IRIAN JAYA 


TELEX. : 76228 KAWAT ia 


Rumah Sakit Umum Tingkat | Jayapura 


PT. NUSA IKIANJAYA INDAH 


Jln. A. Yani No. 20, Jayapura, Telepon : 31943 & 31734, Telex : 76179 NIJAP IA 


NOMOR 


13. 


DAFTAR PEJABAT 
DEPARTEMEN 
PEKERJAAN UMUM 


JABATAN 


Menteri Pekerjaan Umum 


Sekretaris Jenderal 
Departemen Pekerjaan 
Umum. 


Inspektur Jenderal 
Departemen Pekerjaan 
Umum. 


Direktur Jenderal 
Pengairan 


Kepala Balitbang 


Direktur Jenderal Cipta 
Karya 


Direktur Jenderal Bina 
Marga 


Staf Ahli Menteri : 


Bidang Pengkajian Sistem 
Pengelolaan Departemen 
PU. 


Bidang Hubungan Antar 
Lembaga 


Bidang Pengkajian Investasi 
Sarana dan Prasarana PU. 


Bidang Pengembangan Jasa 
Konstruksi. 


Bidang Pengembangan Tata 
Keterpaduan Kawasan dan 
Planologi Kota. 


Bidang Pemanfaatan 
Sumberdaya Manusia 


NAMA 


Ir. Radinal 
Moochtar 


Ir. Salmon 
Kodijat 


Ir. Putra 
Duarsa 


Ir. Soebandi 
Wirosoemarto 


Ir. Suryatin 
Sastromijoyo 


Ir. Soenarjono 
Danoedjo 


Ir. Ruslan 
Diwiryo 


Ir. Soedarsono 
Soemoatmodjo 


Ir. Suhardja 
Tjakradipura 


Drs. Soekrisno 


Ir. Soeparmono 


Ir. J.P. 
Hendropranoto 
Suselo, MPW. 


Ir. Rachmadi 
Bambang 
Soemadhijo 


NOMOR 


14. 
15. 
16. 


17. 
18. 


19. 
20. 
21. 
22. 
23. 


24. 
25. 


26. 


27. 


JABATAN 


Biro dan Pusat-pusat : 


Kepala Biro Perencanaan 
Kepala Biro Kepegawaian 
Kepala Biro Keuangan 


Kepala Biro Perlengkapan 
Kepala Biro Hukum 


Kepala Biro Bina Sarana 
Perusahaan 


Kepala Biro Kerjasama 
Luar Negeri 


Kepala Biro Umum 
Kepala PUSDATA 
Kepala PUSDIKLAT 


Kepala PUSBINLAT 
Kepala PUSBINAL 


Inspektorat Jenderal : 


Sekretaris Inspektorat 
Jenderal 


Inspektur Wilayah | 


NAMA 


Ir. Soenardi 
Hadisoepadmo 


Drs. 
Noerwantoro 
Kaliamat 
Siregar, SE. 
Tjuk 
Sudarsono, 
MSc. 

Ali 
Muhammad, 
SH. 

Ir. Nuzwar 
Nurdin 

Drs. Gembong 
Priyono, MSc. 
Ark. Djauhari 
Sumintardja 
Dr. Ir. Bambang 
Soemitroadi 
Drs. H. Anis 
Latief. 


Ir. Mudjitaba. 


. Ir. Rubiharto. 


Drs. Hartono 
Soetoyo, 
MPA. 

lr. Afandi 
Sobari. 
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NOMOR 


35. 


37. 


39. 


41. 


43. 


45. 
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JABATAN 


Inspektur Wilayah II. 
Inspektur Wilayah III 


Inspektur Wilayah IV 
Inspektur Wilayah V 
Inspektur Wilayah VI 


Inspektur Tugas Umum 


Direktorat Jenderal 
Pengairan : 
Sekretaris Direktorat 
Jenderal 


Direktur Bina Program 
Pengairan 


Direktur Sungai 
Direktur Rawa 
Direktur Irigasi | 


Direktur Irigasi ЇЇ 


Direktur Peralatan Pengairan 


Direktorat Jenderal Bina 
Marga : 


Sekretaris Direktorat 
Jenderal Bina Marga. 


Direktur Bina Program Jalan 


Direktur Pembinaan Jalan 


Kota 
Direktur Pelaksana Barat 


Direktur Pelaksana Tengah 


Direktur Pelaksana Timur 


NAMA 


Ir. Soenarko. 


lr. Hasbullah 
Bandarnata. 


Ir. R. Baskoro. 
Drs. Soenarto 


Ir. H. Alwan 
Moedjono 


Handono 


Martojoewono, SH 


Ir. Moh. 
Hardjono 
Ir. Djoko S. 
Sardjono 


Ir. Hartono 
Pramudo, 
Dipl.HE. 


Ir. Waloeyono, 
Dipl.HE. 


Ir. Soenarno 
MSc. 


Ir. Martono 


Ir. 
Sakdoen,Dipl. 
HE. 


Ir. Satrio 


Ir. Syarifudin 
Alambai 
Ir. Djoko 


Asmoro 
Kol. CZI. 


E.L.M. 


Malonda 


Soebaru 


Hendrodjojo, 


BRE. 


Ir. Made Selat 


NOMOR 


47. 


52. 


53. 


55. 


57. 


59. 


JABATAN 


Direktur Peralatan Jalan 


Direktorat Jenderal Cipta 


Karya : 


Sekretaris Direktorat Jenderal 


Cipta Karya. 
Direktur Bina Program 
Cipta Karya. 
Direktur Tata Kota dan 
Tata Daerah 


Direktur Perumahan 


Direktur Tata Bangunan 


Direktur Penyehatan 


Lingkungan Pemukiman. 


Direktur Air Bersih 


Badan Litbang PU : 
Sekretaris Balitbang 


Kepala Puslitbang Pengairan 


Kepala Puslitbang Jalan 


Kepala Puslitbang 
Pemukiman. 


Kantor Wilayah Depar- 


temen Pekerjaan 
Umum. 


Kepala Kantor Wilayah 
Dep. PU Propinsi D.I. 
Aceh 


NAMA 


lr. Muhammad 
Solechan 
Padmosudar- 
mo. 


Ir. Soeratmo 
Notodipoero 


Ir. Parulian 


. Sidabutar. 


Ir. Tubagus 
Haedar Ali 


Ir. Alibasah 
Samhudi 


Ir. Noer Saijidi 
Moestahdi 
Koesoemo 


Ir. Darmawan 
Saleh 


lr. A.R. 
Tambing, Dipl. 
SE. 


Ir. Sunaryo 
Sumadji 


Soedarmanto 
Darmonegoro 


Ir. Sahat Mulia 
Ritonga 


Ir. M. Noor 
Muhamad 


Menteri PU Ir. Radinal Moochtar (paling kanan) bergambar bersama para pejabat Eselon 1 
Departemen Pekerjaan Umum 


Menteri PU mengambil sumpah pada pelantikan 
Pejabat Eselon II dan III 
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NOMOR JABATAN NAMA NOMOR JABATAN NAMA 


60. Kepala Kantor Wilayah Ir. J. Hendro 72. Kepala Kantor Wilayah Ir. Binsar 
Dep. PU Propinsi Moeljono Dep. PU Propinsi Imatua Siregar 
Sumatera Utara Kalimantan Barat. 
61. Kepala Kantor Wilayah Sabri Zakaria, 13. Kepala Kantor Wilayah Ir. Soetomo 
Dep. PU Propinsi BIE. Dep. PU Propinsi Noeridin 
Sumatera Barat. Kalimantan Tengah. 
62. Kepala Kantor Wilayah Kol. С21 74. Kepala Kantor Wilayah Ir. A. 
Dep. PU Propinsi Riau Bambang Dep. PU Propinsi Kaliman- — Tamdjid 
Sudibyo tan Selatan 
63. Kepala Kantor Wilayah Ir. Abdul 15. Kepala Kantor Wilayah Ir. Sjafrin 
Dep. PU Propinsi Jambi Manaf Zakaria Dep. PU Propinsi Kaliman- 
tan Timur. 
64. Kepala Kantor Wilayah Ir. Komar 76. Kepala Kantor Wilayah Ir. Abdullah 
Dep. PU Propinsi Ishak Dep. PU Propinsi Sulawesi 
Sumatera Selatan Utara. 
65. Kepala Kantor Wilayah Ir. Basuki 77. Kepala Kantor Wilayah Ir. Soemarno, 
Dep. PU Propinsi Dep. PU Propinsi Sulawesi BIE. 
Bengkulu. Tengah. 
66. Kepala Kantor Wilayah Kol. CZI 78. Kepala Kantor Wilayah Ir. Soeharsono 
Dep. PU Propinsi Kariyotomo Dep. PU Propinsi Martakim 
Lampung Sulawesi Selatan. 
67. Kepala Kantor Wilayah Ir. Hally 79. Kepala Kantor Wilayah Ir. R.M. Rido 
Dep. PU DKI Dezar Dep. PU Propinsi Sulawesi Soesilo 
Jakarta Tenggara. 
68. Kepala Kantor Wilayah Ir. Sadeli 80. Kepala Kantor Wilayah Ir. Soeroto 
Dep. PU Propinsi Wiramihardja Dep. PU Propinsi Bali. Martomidjojo 
Jawa Barat 81. Kepala Kantor Wilayah Ir. Hari 
69. Kepala Kantor Wilayah Ir. Gatot Dep. PU Propinsi Nusa Sidharta, 
Dep. PU Propinsi Jawa , Soenarjo Tenggara Barat. Dipl. HE. 
Tengah 82. Kepala Kantor Wilayah Ir. ling 
70. Kepala Kantor Wilayah Ir. Soeripto Dep. PU Propinsi Nusa Rochman 
Dep. PU D.I. Yogyakarta Koesoemowi- Tenggara Timur. Karyanegara. 
Doro 83. Kepala Kantor Wilayah Ir. Sapari 
71. Kepala Kantor Wilayah Ir. Budijana Dep. PU Propinsi Maluku. Anwar 
Dep. PU Propinsi Jawa 84. Kepala Kantor Wilayah Kol. CZI 
Timur. Dep. PU Propinsi Irian E. Ukon 
Jaya. Kusnaedi. 
85. Kepala Kantor Wilayah Letkol. CZI. 
Dep. PU Propinsi Eddy 
Timor Timur Hamid 
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СУ. Karya Agung 


S.TA Rahman 6 B Telp. 36486 / 35054 
Pontianak - Kal Bar. 


Dirgahayu 45 Tahun 
Dep. P.U. R.I. 


Menuju Tinggal Landas 
Sukses dan SejaKtea 


JAN DAERA 
GAPENSI TINGKAT | KALIMANTA 
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Alamat Sekretariat Jalan Pak Kasih No. 
PONTIANAK 78 
n: 


pial esa Google 


П, gx pp pa lira ( PERSERO) 


* GENERAL CONTRACTOR & ENGINEERING 
* PERDAGANGAN * IMPORTIR 


KANTOR PUSAT : KANTOR CABANG : 

Л. Pangeran Jayakarta No.9 BANDUNG -J Burangrang No.38 Telp. 50700 
Jakarta 11110 YOGYAKARTA : Jl Sokonandi No. 15 Тер 3574 

Telp. 6598612, 6598614 JAWA TENGAH : Л Progo IV No.6 Pekalongan Telp. 61853 


SURABAYA : Л Jend. A Yam No 126 Telp 816400 


Mengucapkan Selamat 45 tahun 
Departemen Pekerjaan Umum 
3 Desember 1945 — 3 Desember 1990, 


P.T. PJA FIBER GLASS 


JL. TANAH ABANG II No. IA 

Phones : 364543, 364557, 372484 
3805322, 3805325 

P.O. Box : 3824 Jkt. 


Factory : 

Desa Geluran, Kec. Taman 
Sepanjang Kabupaten Sidoardjo 
Phone/Facs. : 031 - 819138 
Jawa Timur 


ABC 


«P.T. NINDYA KARYA 
е GENERAL CONTRACTORS ө CIVIL ENGINEERING 


KANTOR PUSAT : 
JALAN LET. JEN. HARYONO M.T. KAV. 22. JAKARTA - 13630 PHONE : (021) 8093276 (3 saluran) 
KAWAT : NINDYA PUSAT, TELEX : 48153 NK PST. IA. FAX : 8093105 


— ins 


P.T. ASIA BANGUN CIPTA 


GENERAL ENGINEERING CONTRACTOR 


MAIN ACTIVITIES : 


HIGH RISE BUILDING & REAL ESTATE 
HIGHWAY & BRIDGE 

AIRFIELD 

HARBOUR & MARINE CONSTRUCTIONS 
DAM, IRRIGATION & RIVER BASIN 
DEVELOPMENT 

INDUSTRIAL BUILDING 


HEAD OFFICE : BRANCH OFFICE : 

JL. WOLTER MONGINSIDI 97 JL. CITARUM 86 

PHONE : (021) - 715770 - 7201554 PHONE : (024) - 22552 
SEMARANG 


FACSIMILE : (021) - 715770 
KEB. BARU - JAKARTA 


———— ———— 00000 


WE SERVE WITH OUR BEST 


PAMETERINDO (PAM - METER - INDONESIA) SOCAM, France 
Under Licence of : - Domestic Water Meter 
H. MEINECKE AG. West Germany < Test Bench 
< Industrial Water Meter SPANNER POLLUX - GmbH, West Germany 
- Compound Water Meter - Domestic Water Meter 
- Pulser Converter, Pulse Counter, Recorder - Test Bench 
- Test Bench MUNICIPAL EQUIPMENT EXPORTERS, USA 
PONT - A- MOUSSON S.A. France - Sewer Equipment 
- Domestic Water Meter MUELLER UMWELTTECHNIK GMBH, 
- Test Bench West Germany 
PONT - A - MOUSSON S.A. France 
- Ductlle Cast Iron Pipe & Fithings 


- Gate Valves, Check Valves, Air Valves, 
Butterfly Маме 


- Hydrant 
- Domestic Water Meter 


=] 
= 
ІШІ 


[—^ 
P.T. CAPITOL - MUTUAL CORPORATION (CMC) ШШ 


WATER SUPPLY EQUIPMENT DIVISION 
Ji. Menteng Raya No. 23, Jakana 10340 
Phone : 354-051 : 310-4004 (4 Lines) 
Teiex : 61414 CMC IA 
Telefax : (82-21) 310-4081 - Kotak Pos : 3392 JKT. 


Ам. PT. CIPTA STRADA 


ч” ENGINEERING CONSULTANTS 


Anggota INKINDO 

Jl. Setiabudi Timur Blok B, Persil 17 Jakarta 12910 
Telp. 516412, 516417 Telex. 62171 Strada IA 
Facsimile : 516412 


LINGKUP PELAYANAN 
- Studi kelayakan Proyek - Jalan Raya dan Jembatan 
- Perencanaan - Gedung dan Struktur lain-lainnya 
- Supervisi - Lapangan Udara dan Pelabuhan 
- Pengawasan kredit Konstruksi - Ingasi 
- Penyelidikan Tanah - Perumahan dan Pengembangan 
- Pengontrolan Produksi dan Lingkung 
- Kwalitas Aspal dan Beton - Pengadaan Air 
- Lain-lain Proyek Representatif 


CABANG : PERWAKILAN : 
- MEDAN - PADANG - SURABAYA - UJUNG PANDANG 
Sumatera Utara Sumatera Barat Jawa Timur Sulawesi Selatan 


BIDANG AKTIVITAS 


e HOTEL 
e MOTEL 
* PERUMAHAN 
* PERKANTORAN 
* APARTEMEN 
• JASA ANGKUTAN 


we > 


DEVELOPER * CONTRACTOR - TRADING - SUPPLIER 
HEAD OFFICE : JL. KRANGGAN NO. 17 % (0274) 88443 - 61633 
YOGYAKARTA 55233 


REPRESENTATIVE : * JL. MAYOR ZEN NO. 1 & (0711) 28932 
PALEMBANG 30118 * JL. PEMUDA NO. 75 MUNTILAN 


* JL. PEJAGALAN NO. 141, JEMBATAN MERAH 


BLOK il E, F. & (021) 6391253 - 6391256 
JAKARTA PUSAT 


PT. EKAMARGA WIJAYAMULIA 
KONTRAKTOR - SUPPLIER - PERTANIAN 
Jalan Hos. Cokroaminoto No. 34 Telp. 23240 - 
PEKANBARU 


c.v. FUJI JAYA 


GENERAL CONTRAKTOR & SUPPLIER 


AD. OFFICE BANKERS 
din. Tanjung Datuk No. 38 1. B.E.I.i. 
Phone : 21238 2. B.P.D. 


P.T. CHANDRA MANDIRI PERKASA 


Ф. һа Gading Cempaka Graha 


Jin. Veteran No. 433 D. Lantai II. Telp. 26084 - 25084 
PALEMBANG 
Kantor Cabang : Jin. Talang Banjar Lrg. Budiman No. 65. Telp. 23958 
JAMBI 
Kantor Perwakilan : Jin. Laksamana Malahayati No. 12 - Telp. 42664 
Teluk Betung ( Bandar Lampung ) 
Contractors - Transportation 
лм TS I MALESU мек 0-20 9 


B.N.I. 1946 
- Distributor 4 Industries Bak Busse йы 


ge Simpang Leib Rieu 


The Modular GIS Environment 


MGE/SX Version 2.0 

With the release of Version 2 0, this GIS platform product becomes known as 
MGEAX, a new name that denotes increased funcuonality and future growth of 
the product. 

MGE Analyst (MGA) Version 2.0 

Product for creation, query, analysis, and display of topologically structured 
geographic data 


MGE Network Analyst (MGNA) Version 1.0 

Product for easy network creation and analysis 

MGE Grid Analyst (MGGA) Version 1.0 

Product for fast grid сей data analysis through overlay and proximity analyses 
and zone, cost surface, and optimal path generation. 

MGE Projection Manager (MSPM) Version 2.0 
Product for data integration, including transformation and projection conversion 
MGE ETI Version 2.0 

Product for input of survey field data 

MGE Map Publisher (MAPPUB) Version 2.0 

Product for production of digital film separates for canographic publishing 
MGE Map Finisher (MGFN) Version 1.0 

Product for efficient and easy thematic map composition 

MGE Terrain Modeler (MSM) Version 1.0 

Digital terrain modeling product for creating and managing elevation models 


MGE Imager (MSI) Version 1.0 
Easy-to-use image processing product for vector and raster data integration 
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WB SOEDARPO CORPORATION 
а 


MAMPANG PLAZA 
Jl. Buncit Raya 100, Jakarta 12760 INDONESIA 
Phone. 7996309, 7997114, 7998845-47 
Fax. 62-21 - 7998961 - 337946 
Telex 45867 DARCO IA, 45660 KOMTER IA 


P.T. KARGAWALON 


INTERNATIONAL DOOR - TO - DOOR TRANSPORT 
GENERAL CARGO AND HEAVY EQUIPMENT 


PI. MADYA SEJAHTERA 


CIVIL ENGINEERING 8 GENERAL CONTRAKTORS 


PIMPINAN 6. STAF KARYAWAN MENGUCAPKAN 
SELAMAT HARI KEBAKTIAN DEPT. P.U. YANG KE 45 TH. 
(3 DESEMBER 1945 - 3 DESEMBER 1990) 


HEAD OFFICE : BRANCH OFFICE : 

46. H. AGUS SALIM St. JL. INPRES II / 21 
PHONE : 22824 - 31014 PHONE : 24365 - 24418 
FAX. : 32006 BALIKPAPAN 
SAMARINDA EAST KALIMANTAN 


EAST KALIMANTAN 


CV. LARASATI INDAH 
GENERAL CONTRAKTORS & PERDAGANGAN UMUM 


KANTOR : JL. K.H. ABDUL HASSAN NO. 51 TELP. : 21534 
JL. CENDRAWASIH NO. 39 TELP. 21097 
SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR 


DIRGAHAYU DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM KE 45 TH. 
3 DESEMBER 1945 - 3 DESEMBER 1990 


PT HASFAR PT HASFARM DIAN KONSULTAN 


Consultants in: 
Engineering 
Economics 

e Agriculture 


JL. SULTAN HASANUDIN NO. 6 JAKARTA SELATAN, INDONESIA * PHONE : 712120, 7203484 • FAX. : 7203487 • TELEX : 47260 HASFRM IA 
JL. HANG LEKIU IV NO. 8 JAKARTA SELATAN < PHONE : 715600, 7201925, 7201926 
JL. LEUSER I NO. 65 JAKARTA SELATAN * PHONE : 771418, 7202437 


Mh. BINA BARU 
Ny 


Jin. Tururuka Il No. 10 TElp. 21396 Palu 


Pekerjaan Pemeliharaan Berkala 

Jalan Bantuan 

Paket Н. 149 Jurusan Tolali - Sausu (Ruas 017) 
Pelaksana : CV. Bina Baru 

Tahun Anggaran 1990/1991 


\ 


PT. KURNIA KARYA UTAMA SULAWESI 


KONTRAKTOR - EXPEDITIE - KOMISIONER - INTERINSULAIR 
JALAN IR. Hl. JUANDA NO. 37 TELP. (0451) 21972 - 22056 
PALU 94111 ( SULAWESI TENGAH ) 
INDONESIA 


Polu 

Luwuk - Poso 

Ujung Pandang - Surabaya - Jakarta 
KURNIA 

(0451) 22056 


Bank Intemasional Indonesia 
Bank Rakyat Indonesia 


CV. LIMA JAYA 


Jalan Dr. Suharso No. 83 
Telp. (0451) 21074 - FACSIMILE 22535 
PALU 


Peningkatan Jalan Sabang 
Tembusan Jalan Palu - Toli toli 
Sul - Teng 


CV. TRIBINA UTAMA 


CONTRACTOR & SUPPLIER 
JL. SUNGAI LEWARA 12B @ 21153 PALU- SULTENG. 


BANK : BNI'46 
BRI 


Proyek Pemeliharaan Jalan 
Sausu - Tambarana 


PARTNER ANDA 
DALAM MENANGGULANGI 
PROBLEM STABILISASI 


Kami melayani TANAH 
design e 
pengadaan e 
supervisi e e Untuk Kontruksi : 
pelaksanaan $ e Jalan diatas tanah lunak 
: e dinding penahan tanah 
» relamasi pantai 
| . erosi 
• tanah longsor 
о breakwater 
e dam Portable concrete Truck 
pumps, mounted concrete pumps, 
» dan lain-lain Truck mixer concrete pumps, 
• Dengan : Separate placing booms, Tunnel concrete pumps 
e geotextile and concreting systems, Concrete remixing silos, 
. geogrid Top shot wet shotcreting systems, 
» Vertical drain е | 
e horizontal drain 
. concrete mats Site mixes, Mobile concrete mixing plants, 
• dynamic compaction Dry ong кезед Sarai ie plants, 
e vibro compaction Truck mixers, Stationary mixers. 
e dan lain-lain 
SOLE AGENT 
^, NDOYASA DWITAMA PERDANA 
P.T. PANCA TETRASA СЕ 
TRADING & ENGINEERING алғасын a Pangan 


Jl. Musi No. 5, Jakarta 10150 - P.O. Box 989 JAKGG 
Phone : 342110, 342117, 376945, 3810589 


SCHWING Friedrich Wih. SCHWING GmbH 
Telex : 46715 TETRAS IA - 45742 RADJA IA Manutacturen of Construction Equipment. Р.О. Вок. 20036. D-4690 Heme 2 
Fax. :(021) 364071 Stetter Fed. Rep. of Gemorw. Phone (0) 2325 / 7871. Telex. 820348 


TOTAL RESOURCE INDUSTRY SERVICES 


Project Management 
Construction Management 


Training Services 
Financing 


Minproc Engineers has undertaken more than 
80 resource and chemical project in the last 10 years. 
This experience is available for projects worldwide 


through the 500 professionals employed by Minproc Engineers 
in Australia, the U.S.A. and Indonesia 


PAN 


P.T. MINPROC ENGINEERS INDONESIA 


DR. GR O'Neil 
Resident Manager 
Jl. panglima Polim V No. 4 
Jakarta Selatan 12160 


D SE 


tidak hanya itu PT. Aneka Beton Atama juga memberikan keuntungan lebih 
karena hemat waktu, ekonomis dengan dukungan perencanaan gambar prod 
dan pabrikasi Box Girder Segment pracetak untuk jalan tayang 


А ust 


ag т Telephone : (21) 771170 
Es Pax. : (21) 715091 
\ PT. ANEKA BETON АТАМА | 
#kantorfPabrik: Л Jembatan Tinggi Empiasemen PIA Minproc Engineers also has offices in 


Brisbane, Sydney, Melbourne, Hobart and Kalgoorlie in Australia, 
and Denver, Colorado ; Vancouver, British Columbia ; Accra, Ghana 


Tana^ Abang — Jakarta ^ (021) 225674-325075 
iL БЕЛЫЕ аа (021) ona 2-- 
4 T gs 4.7 


MITRA YANG DIANDALKAN UNTUK PENGADAAN 


PERALATAN KOMPRESOR DAN PENGEBORAN 


PT. AHASCO SAKTI 

CILANDAK COMMERCIAL ESTATE 203 
JL. CILANDAK K.K.O. 

TEL. : 7801008, FAX. : 7801837 

TELEK : 47369 ATLAS IA 

4 JAKARTA 12560 

ME INDONESIA 


2 A: p — 29 at Р}. 1 4 MM 
uei tt ао aa Uem. 


PI MULTI PHI BETA 


Jl. Kampung Utan No. 18 - 19 JI. Salendro Timur No. 30 
CONSULTING ENGINEERS Telpon 7491080 Telp. 022 - 462564 
Ciputat - Jak. Sel. Bandung 
PLANNING 
ENGINEERING 
Construction Supervision Wijaya Grand Centre Jl. Nurtanio 141 
Jl. Darmawangsa III, Keb. Baru Telp. 0751 - 24526 
Blok G. 2 & G.3 Padang 
Telp. 7206898 
7206958 


P.T. WASKITA - COLAS J.V. 


Head Office : Patra Building, 16th Floor Room 1601 
Jln. Gatot Subroto Kav. 32 - 34 
Jakarta 12950 
Tel. (021) 511368 
(021) 510503 Ext 2138/2139 
Fax. (021) 516498 


ARTERI CIPTA RENCANA рт. 


CONSULTING ENGINEERS 
KEBAYORAN BARU MALL BLOK 26 JI. Kebayoran Baru 9-10. Jakarta - 12120 Telp. 082129261. 


Proyek Jalan Jurusan Mendalo Darat - Sangeti 
Propinsi Jambi 


Segenap Direksi, Staff 6: Karyawan 


CV. AMIN INDAH 


General Contraktor - Civil Engineering 


OFFICE : 
JL. RAYA KENDANG SARI D-41 
PHONE (031) 810459 

SURABAYA 60292 


Mengucapkan 
Selamat 

Hari Bakti Departemen 

Pekerjaan Umum ke 45 

3 Desember 1945 - 3 Desember 1990 


P.T. BUDI BAKTI PRIMA 


CIVIL ENGINEERING & GENERAL CONTRACTORS 


Pusat : Jl. Pangeran Jayakarta 
46/B.6. Telp. 6291167 


Cab. : Jl. Veteran 429 F 
Telp. 27539 
Palembang 


Cab. : Jl. Jend. A. Yani No. 51 
Tanjung Pandan 
Belitung 


Perwk : Jl. Jend. Sudirman No. 51 
Telp. 22478 
Jambi 


P.T. Sumber Mitra Japa 


CIVIL WORKS & GENERAL CONTRACTOR PENGURUGAN ТАМАН 
Ti b No 9 Teip 347882 35426 


Gedung Jakarta Theatre Lanta H ' "М 


)АКАНТА PUSA 7 46485 SAR ІА FAX 021 359234 


PT. AGRABUDI KARYAMARGA 


General Contractor & Supplier 


Palangka Raya : Jl. Bali 105, Telpon : (0514) 21564 Fax. : (0514) 21495 
Banjarmasin : Jl. Pangeran Antasari No. 1, Tel. (0511) 3091 - 2456 
Jakarta : Jl. Tirtayasa V/5, Kby. Baru, Tel. : (021) 739-9128, 

Fax. : (021) 720-3211 


BIDANG PEKERJAAN 


JALAN/JEMBATAN/LANDASAN KUALIFIKASI A 
PENGAIRAN KUALIFIKASI A 
GEDUNG KUALIFIKASI A 
PEMUKIMAN TRANS KUALIFIKASI A 
PEMBUKAAN AREA LAHAN KUALIFIKASI A 
PENGERUKAN KUALIFIKASI A 
DERMAGA KUALIFIKASI A 


P.T. PULU MAS 


Jl. : Mutiara SK 1/3-6 
Telp. : 3147 - 2259 
AMBON 


C.V. MEIVIE 


JALAN FULY SK. 7 NO. 11- 12 TELP. : 52979 - 41467 - 42324 
AMBON 


KONTRAKTOR : - Jalan, Jembatan, Landasan 
- Gedung 
- Pengairan 


& 


LEVERANSIR 


Mengucapkan Selamat 45 tahun 
Departemen Pekerjaan Umum 
5 Desember 1945 — 3 Desember 1990, 


PT. PEMALUT UTAMA 


EKSPOR - IMPOR, KONTRAKTOR, PERDAGANGAN UMUM, INDUSTRI 


Kantor Pusat : Gedung Perkantoran Central Bungur 
Jl. Bungur Besar No. 38 J, Jakarta Pusat, Telp. 418758 - 418828 
Cabang-Cabang 
Amban : Jalan A.M. Sangaji Telp. 2479 - 41982 - 42065 
Surabaya : Jalan Waspada No. 96 J Telp. 25334 
Ujung Pandang : Jalan Veteran Selatan No. 20 Telp. 83635 
Ternate M.U. : Jalan Jos Soedarso No. 12 Telp. 21 584 


CV. SAMA SEJATI 


JALAN ARIE LASUT No. 68 TELP, 52883 
MANADO 


B. B. D. 
BANKERS : В. R.I. 
B. P . D. SULUT 


PERIKON PRIMA pt. 


ADDRESS : JALAN DAAN MOGOT NO. 57 A TIKALA BARU 
MANADO - 95126 CABLE PERIKON 

PHONE : 51443 - TELEX : 74269 PPHG. 

BANKERS : BANK DAGANG NEGARA - BANK BUMI DAYA 


INDUSTRY 
* CIVIL ENGINEERING 
GENERAL CONTRACTORS 


cv. DAMAR WULAN 


KONTRAKTOR & LEVERANSIR 


Kantor : Telp. : 60381 
Jl. Maesa 6/10 60382 
MANADO - 95128 Facs.: 64526 


Proyek : IPJK Kodia BITUNG 
Pekerjaan : Peningkatan Jalan 
Di Kecamatan Bitung Tengah 


CV. SERIKAT P.T. PANCA GUNA UTAMA 


€ Ji. H. Abdul Majid No. 10, Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150 
Phone : (021) 7206002-7205995-710685 Fax: (021) 7205946 
General Contractor e Ji. Cut Mutia No. 4, Ciceri, 42118 


Serang 
Jl. Jend. A. Yani No. 106 Telp. 313772 - 313731 Phone : (0254) 81120-21141-21058 Fax : (0254) 81448 
PALEMBANG CONTRACTOR — GENERAL TRADE — TRANSPORTATION 


Branch @ Jl. Kelud Utara No. 12 Petompon Phone (024) 318451 Semarang 
e JI. Karapitan II No. 6C Lengkong Phone (022) 433796 Bandung 
e Ji Nanas Мо 1 Jombang Permai Phone (0321) 81000 Jombang 


Mengucapkan Selamat 45 tahun 


Departemen Pekerjaan Umum 
3 Desember 1945 — 3 Desember 1990. 


PUSAT PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 


(PPA) 
Melayani 


JASA PENELITIAN & KONSULTANSI 


Kegiatan yang ditangani : 


Proyek ini dilaksanakan oleh 
Waskita Karya Cab. X Ujung Pandang Sulawesi Selatan 


PERSERO P.T. NINDYA KARYA 
* GENERAL CONTRACTORS > CIVIL ENGINEERING 


* CABANG X PALU JL SETIA BUDI NO. 37 PALU TELP. 21271 

* ALAMAT KAWAT NINDYA * BANK : BANK DAGANG NEGARA 

* TELEX : 75173 

* KANTOR PUSAT : JL. LET. JEN. HARYONO M.T. KAV. 22 TELP. 8093276 (3 SALURAN) JKT. 136300 
* ALAMAT KAWAT NINDYA PUSAT * BANK : BANK DAGANG NEGARA - BANK EKSIM 

* TELEX NO. 48153 NK PST. IA. 


BENDUNG METAWA 


P.T. ADHI KARYA (PERSE 
GENERAL ENGINEERING CONTRACTOR 


Ji. G. Nokilalaki No. 5 Palu, Telp. 21171, Telex 


BENDUNG SINGKOYO 


persero IP. B. WASKITA KARYA 


Kantor Pusat : Ji. Hang Tuah Raya No. 26 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, 
Telephone : 737545, Telex : 47198 WASKITA IA 
CABANG X 
Alamat : Jalan Rajawali No. 26 Palu Telp. 21572 Telex WKPL IA 


BENDUNG TORUE 


C.V. BUMI LAMPUNG 


KANTOR PERWAKILAN : 
Jalan Jenderal A. Yani No. GR. 19 Jalan Jenderal Sudirman No. 96. Y 
Telp. 52120 Tanjungkarang Telp. (0711) 22658 


Palembang - Sumatera Selatan 


PT. Saburai Utama 


BANDAR LAMPUNG : JALAN W.R. SUPRATMAN NO. 38 


TELP.: (0721) 62482 - 62485, TELEX : 26215 BALAU IA, 
F AX : (0721) 62487 


DJANTRA 
ENGINEERING & CONTRACTORS 


Perwakilan : Jln. A. Yani No. 19 
Tanjungkarang 


C.V. BUMI AGUNG TRAD., COY. 


JL. A. YANI NO. 132 TELP. 52117 - TANJUNGKARANG (LAMPUNG) 


BANKERS : 
B.N.I. 1946 


AMP atau Stone Crusher Kegiatan penghamparan Hot Mix. 


mie 


P.T. Sinar Asahan Nusantara Perkasa 


KANTOR PUSAT : JL. DUREN TIGA RAYA NO. 11 A PANCORAN 
TELP. 7981068 / 7982444 JAKARTA SELATAN 
KANTOR CABANG : КМ.11 SERENGSEM, PANJANG 


TELP. 31120 / 31246 / 31494 
TELEX : 26211 ANDATU ІА, FAC. : (0721) 31264 BANDAR LAMPUNG 


C.V. TIGA SATU 


ч KONTRAKTOR - LEVERANSIR - INDUSTRI - PERKEBUNAN 
PEKERJAAN PEMOTONGAN/PENGGALIAN PERTANIAN DAN PERDAGANGAN UMUM 
DAERAH BUKIT DENGAN ALAT EXCAVATOR 


( PROYEK PENINGKATAN JALAN KRUI - BTS. BENGKULU ) Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 96 / 341 Kotabumi, Lampung Utara 


Jalan Dr. Harun No. 84 Telp. 63323 Bandar Lampung 


PEKERJAAN PEMOTONGAN LERENG 
DENGAN MENGGUNAKAN ALAT EXCAVATOR 
( PROYEK PENINGKATAN JALAN KRUI - BTS. BENGKULU ) 


3 X 
P. T. ADHI KARYA | PERSERO. 1 


M pe ENGINEERING. CONTRACTOR CABANG No. XIV. | 


DR. SAM RATULANGI No. 65 KENDARI TELP. 21972 - 21660 TELEX 71418 4% 
ч Қ R PUSAT : JALAN RAYA PASAR MINGGU КМ. 18, JAKARTA SELATAN TELP. 792982 - 790965 - 790393 
P.O. . BOX S1/PSM TELEX. : 47563 - ADHI IA. 


Dat. TRANSMILL DWISATRYA INDAH pt. 


GENERAL CONTRACTOR, ENGINEER, GENERAL TRADERS 
PENGUSAHA mn. HUTAN - SAWMIL - CONTRACTOR HEAD OFFICE : JALAN Drs. ABDULLAH SILONDAE 99 PHONE 21258 ҒАХ.:21136 
Alamat : 


TELEX : 71367 DWISAN IA KENDARI SULAWESI TENGGARA 
awua, Kecamatan Lambuya Kabupaten Kendari BRANCH OFFCE : JALAN VETERAN SELATAN 9 D PHONE : 83693 UJUNG PANDANG 
т" à D/3 төр. tdi A qe P BRANCH OFFICE JALAN DIPONEGORO 187 PHONE : 67390 SURABAYA JAWA TIMUR. 
Banker : Bank Nogara indonesia 1046. BRANCH PFFICE : JALAN Н.О. S. COKROAMINOTO 37 PHONE : 313291 
SEMARANG JAWA TENGAH. 
BRANCH OFFICE : JALAN M.T. HARYONO 755 PHONE : 311794 SEMARANG 
“JAWA TENGAH. 
BRANCH OFFICE “JALAN K.H. HASYIM ASHARI ЗЕ PHONE : 367814 - 356543 
JAKARTA PUSAT. 
BRACH OFFICE : JALAN TASIK 8 B PHONE : 27796 PALEMBANG SUMATRA SELATAN. 
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PROYEK JALAN IPJP POROS BAU - BAU BANABUNGI 


SATU PERUSAHAAN DENGAN PROFESIONAL TIGA ! 


HAISTE INTERNATIONAL 
Consulting Engineers 
England Denmark 


URBAN WATER SUPPLY & SANITATION 
SOLID WASTE MANAGEMENT 

FLOOD PROTECTION 

LAND DRAINAGE 

INDUSTRIAL EFFLUENT TREATMENT HOUSING 
COASTAL ENGINEERING ENERGY 


IRRIGATION 


CARL BRO INTERNATIONAL 
Consulting Engineeres & Planners 


WATER RESOURCES DEVELOPMENT 


Carl Bro Group 
HOFF & OVERGAARD 


Planning Consultants 
Denmark 


TRANSPORTATION PLANNING 
HIGHWAY & RURAL ROADS STUDIES 


RURAL WATER SUPPLY & SANITATION 
ENVIRONMENTAL PROTECTION 


APPRAISAL AGRO/INDUSTRIAL PROJECTS 


COMPLETE RANGE OF SERVICES INCLUDES SURVEYS, PLANNING, DESIGN, PROJECT IMPLEMENTATION 
AND MANAGEMENT, HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT. 


THE CARL BRO GROUP WISHES THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS MANY MORE YEARS OF 
SUCCESSFUL ENGINEERING ACHIEVEMENT 


JAKARTA OFFICE : Jl. Bangka VIII/27, Pela Mampang, 12720 Jakarta Selatan, Tel. : 7980902, 7997297 Fax. : 7980903 


cv. USAHA NASIONAL 


Jalan Saranami No. 79 Telp. 21085 - 21951 Kendari 
BIDANG USAHA : KONTRAKTOR, SUPPLIER DAN PERDAGANGAN UMUM 
BANKERS : BNI. 1946, BBD, BRI DAN BPD CABANG KENDARI 


FOTO PROYEK : 


PEMBANGUNAN JEMBATAN 
S. KAONGKE - ONGKEA 
BENTANG = 40 METER 
LOKASI : KAB. BUTON 


FOTO PROYEK : 


PEMBANGUNAN JEMBATAN 
S. KAONGKE - ONGKEA 
BENTANG = 40 METER 
KAB. DATI Ii. BUTON 
PELAKSANA : CV. USAHA NASIONAL 


A 
LAN 


cv. Kendari Jaya Pusat Kendari 


Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 25 Telp. 21498 - 21571 - 21702 - 21 
Kendari, Sulawesi Tenggara қ 
Kantor Cabang : Bau - Bau Raha 


914 


SIUP : 199/PM/XXV1/NAS/1/85 | 
SIUJK : 2103. 2. 80. 89. 00449 


NPWP. 1. 144. 686. 1 - 811 


P.T. ADHI KARYA (PERSERO) 


GENERAL ENGINEERING CONTRACTOR CABANG NO. : IX 


— Jl. W. Monginsidi 112 Telp. 81238 - 83050, Telex : 71322 ADHI UP 


KANTOR PUSAT : JALAN RAYA PASAR MINGGU KM. 18 JAKARTA SELATAN Telp. 7990965 - 7994751 ( HUNTING SYSTEM ) 
P.O. BOX. 31 / PSM Telex : 47563 ADHI IA model no. 05 


Dirgahayu Hari Kabaktian Departemen Pekerjaan Umum ke 45 
3 Desember 1945 - 3 Desember 1990 


(PP P P. PEMBANGUNAN PERUMAHAN 


ARCHITECTS, ENGIN 
CABANG ыы 


JL. LET. JEND. HERTASNING BLOK 11/1 UJUNG PANDANG 90222 


TELP. (041) 454657 - 85100 E 3 wa ner | PT. SEDERHANA KARYA JAYA 


Kontraktor - - Perdagangan Umum - Leveransir 
Төр. : 


Telex : 74213 SKJ MO 
Fax. : 51227 


PROYEK GRADING, JALAN DAN SALURAN 
PERUM PERUMNAS BUMI TAMALANREA PERMAI 


Proyek Peningkatan Jalan Kauditan - Air Tembaga 


PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT ІІ SURABAYA 
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 


JL. JENDRAL BASUKI RACHMAT 119 - 121 TELP. 44751 S/D 44754 TLX. 31921 
SURABAYA 


das: Sange 


ENGINEERING BUREAU & CONTRACTOR 


ADDRESS :JL.MAYJEN SUNGKONO. DARMO PARK I BLOCK IIIC /21 SURABAYA 
TELEPHON :(031) 68198 — 65260 s/d 65269 PSW. 513. 


cv Gunung Lima Kencana 


GENERAL CONTRACTOR, ADVERTISING. 
GARDENING & GENERAL MERCHANDISE 


JALAN KARANG MENUR V NO. 6 PHONE: 472958 - 471873 - SURABAYA 


PERUSAHAAN DAERAH 


ANEKA JASA DAN PERMESINAN 
PROPINSI JAWA TIMUR 


JL. TANJUNG ANOM 19-21 TELP (031) 44641-44642-510263 SURABAYA 


Le 


PT PADAT LANDAS 


HEAVY EQUIPMENT RENTAL 


Kantor : Jl. Bekasi I No. 8-C Telp. (021) 8194554-8502358 
Jatinegara — Jakarta Timur. (13250) 


Vibration Rollers 


Tire Rollers 


HEAD OFFICE 
Jin. Jend. Sudirman Km. 4,5 No. 2835 A. Palembang 
Phones : (0711) 411845 - 410179 
Fax. : 411063. Telex : 27328 HAPG IA 


BRANCH OFFICE 
Delta Building, Jln. Suryopranoto No. 1 - 9 
Block C. 10 - 11. Jakarta Pusat 
Phones : 343964 - 344654 - 347881 - 347934 
Fax. : 342149. Telex : 46522 AMIN IA 


Disewakan | 
diseluruh Nusantara. | 
Mesin-mesin 

dalam keadaan prima 


"MARCHING BAND BULLDOZER” 


Awal tahun 1977 di Departemen Pekerjaan Umum ada sebuah 
drumband yang bernama "Remaja Terlambat”, nama itu cepat popu- 
ler karena beberapa penampilannya pada Peringatan HUT Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia ke XXXI dan Hari Kebaktian PU 
tanggal 3 Desember 1977 di lapangan Sapta Taruna, mendapat sam- 
butan yang luas sekali. Banyak media massa yang meliput kegiatan 
tersebut. 

Dalam waktu singkat Remaja Terlambat sudah mengorbit dan 
mendapat tempat tersendiri terutama di hati penggemarnya di De- 
partemen Pekerjaan Umum, para karyawan dan karyawati. Bermula 
hanya sekedar main-main ternyata menjadi sungguhan. Itulah kira- 
kira awal berdirinya Drumband Remaja Terlambat pada tahun 1977. 

Penampilan pertama Drumband Remaja Terlambat pada 17 Agus- 
tus 1977, kemudian pada HUT RI ke 32 di lapangan Sapta Taruna 
di hadapan Almarhum Prof. Dr. Ir. Sutami dan undangan lainnya. 
Ini kejutan bagi para karyawan PU mendapat tontonan yang lain dari 
yang lain. Bertindak selaku Drum Mayor Bapak Dr. Ir. Poernomosidi 
Hadjisarosa Direktur Jenderal Bina Marga saat itu. Dalam waktu sing- 
kat para pakar atau teknisi ini berlatih dengan giat di bawah pimpin- 
an Sdr. Budi Nurdanadarma yang melatih perkusi dan display. Untuk 
alat tiup dilatih oleh Pak Sardi. Sore hari setelah pulang kantor para 
Direktur, Kasubdit dan para Pimpinan Proyek di lingkungan Direkto- 
rat Jenderal Bina Marga giat berlatih sampai malam hari. Tidak saja 
di lapangan, di gang atau coridorpun jadi untuk latihan jalan. Ang- 
gautanya tidak terbatas pada pejabat di lingkungan Direktorat Jen- 
deral Bina Marga saja tetapi juga Direktur Utama PN. Aspal Negara 
(PT. Sarana Karya) dan Direktur Utama PT. Jasa Marga. 

Pada tahun 1979 oleh Bapak Ir. Suryatin Sastromijoyo drum- 
band ditetapkan dan disahkan namanya ialah "BULLDOZER'". 
Sejak punya nama Bulldozer prestasinya mulai merangkak dan ikut 
berbagai aktivitas seperti pembukaan PON, SEA GAMES, HARDIK- 
NAS, HUT KORPRI dan sebagainya. Penampilan demi penampilan 
di depan umum ini sangat betguna untuk bekal dalam mengikuti 
berbagai kejuaraan agar tidak demam panggung atau grogy mengha- 
dapi massa yang kadang galak dan kejam. Dari merangkak Bulldozer 
belajar berjalan pelan-pelan tapi pasti. Berbagai kejuaraan dan pertan- 
dingan seperti Kejurnas | di Malang 1980, Hamengkubuwono Cup II 
di Semarang dan Kejurnas II di Surabaya kita ikuti tahun 1982. Sejak 
tahun 1982 Drumband Bulldozer merupakan salah satu Drumband 
terbaik di tanah air. 


Pada tahun 1985 Marching Band Bulldozer yang bergabung ke 
dalam wadah Marching Band Indonesia (MBI) mengikuti festival di 
beberapa Negara Eropa Barat yaitu di Yanitsjarfestivalen di Hamar, 
Norwegia World Music Contest di Kerkrade, Nederland, International 
Youth Music Festival di Zurich, Swiss. Sampai sekarang Marching 
Band "BULLDOZER" berkat dorongan dan bimbingan Bapak 
Ir. Radinal Moochtar Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia 
tetap berada dan berkarya di tengah-tengah masyarakat Indonesia 
khususnya keluarga besar Departemen Pekerjaan Umum.— 
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11. 


DAFTAR KEPUSTAKAAN 


Himpunan Peraturan-peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tentang 
Struktur Organisasi Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. 
(Biro V : Personalia dan Organisasi — 1971). 
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